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OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU 
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI 
DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA TBK. (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, 
ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA TBK.
Kegiatan Usaha Utama:

Berusaha dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, 
penyelenggraan perkretapian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, engineering procurement construction, pengembangan 

dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa enjinering dan perencanaan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
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 PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN  EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”) 

Perseroan melakukan Penawaran Umum untuk menerbitkan sebanyak 2.820.726.372 (dua miliar delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh 
puluh dua) saham baru atau maksimum sebesar 31,45% (tiga puluh satu koma empat lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai 
nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham (“Saham hasil pelaksanaan HMETD”). Setiap pemegang 80.000 (delapan puluh ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam 
Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 15 November 2016 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh sebanyak 36.697 (tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan 
puluh tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar 
Rp2.180 (dua ribu seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah Saham Baru yang 
ditawarkan dalam PMHMETD I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di 
Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar 
Rp6.149.183.490.960 (enam triliun seratus empat puluh sembilan miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah). 

Seluruh Saham hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham 
hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap 
HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

Pemegang Saham Perseroan yakni Negara Republik Indonesia akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PMHMETD I ini sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 juncto Undang-Undang No. 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
Jika Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada 
pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham 
Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa Saham hasil pelaksanaan 
HMETD, maka seluruh sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga. PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas 
akan bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PUT I ini, sebanyak-banyaknya sebesar 985.876.372 (sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu 
tiga ratus tujuh puluh dua) saham, dengan jumlah dana yang disiapkan sebesar Rp2.149.210.490.960. Sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga 
tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PMHMETD I ini.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG 
DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 17 NOVEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 23 NOVEMBER 2016. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN 
DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 17 NOVEMBER 2016. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 23 NOVEMBER 2016 DENGAN 
KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM LAMA TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD YANG DITAWARKAN DALAM 
PMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKA PARA PEMEGANG SAHAM LAMA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) 
DALAM JUMLAH SEBESAR 31,45% (TIGA PULUH SATU KOMA EMPAT LIMA PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENGEMBANGAN USAHA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA 
ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PEMBELI SIAGA

PT Bahana Securities (Terafiliasi) PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi) PT Mandiri Sekuritas  (Terafiliasi)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.
 

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2016
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Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9
Jakarta 13340, Indonesia
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Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus disebut “Perseroan”) telah 
menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD I dalam rangka penerbitan HMETD kepada 
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta melalui surat No. SE.01.01/A.DIR.9218/2016 pada tanggal 23 Agustus 2016, 
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 
tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 
No. 32/2015“) dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus 
Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 
(“POJK No. 33/2015“) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 
tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 (“UUPM”) dan 
peraturan pelaksanaannya.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam rangka PMHMETD I ini bertanggung jawab 
sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan-undangan di Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing. 

Sehubungan dengan PMHMETD I ini, semua pihak, termasuk pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan 
keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus 
ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD I ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan 
Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. 

Jika Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang 
HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan 
lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham 
Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham 
tambahan, masih terdapat sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD, maka seluruh sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD 
tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga. Sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga 
tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PMHMETD I 
ini. Saham hasil PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak dividen) dengan 
saham lain Perseroan yang telah disetor penuh.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki Surat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 
(“SBHMETD”) dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual 
oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG 
BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU 
SBHMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD I INI, MAKA DOKUMEN-
DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA 
ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD 
TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP 
UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PROSPEKTUS DITERBITKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI 
INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH 
PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DILUAR 
WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA  UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI 
NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK 
TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN, SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
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DEFINISI DAN SINGKATAN 
 
Afiliasi : Berarti pihak yang memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

Angka 1 UUPM yaitu:  
(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, 

baik secara horizontal maupun vertikal; 
(b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak 

tersebut;  
(c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih 

anggota Direksi atau Komisaris yang sama;  
(d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak 

langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;  
(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun 

tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau 
(f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. 
 

Anggota Bursa : Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa 
untuk menggunakan sistem dan/atau sarana BEI dalam rangka melakukan kegiatan 
perdagangan efek di BEI sesuai dengan peraturan BEI. 
 

BAE : Berarti Biro Administrasi Efek dalam hal ini PT Datindo Entrycom. 
 

Bank Kustodian : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan 
jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud UUPM. 
 

Bapepam dan LK  : Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang 
merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga 
Keuangan sesuai dengan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, 
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
tanggal 30 Desember 2005 No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Pengawas Pasar Modal dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. 
Per tanggal 31 Desember 2012 fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK. 
 

BEI atau Bursa Efek Indonesia : Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 UUPM yang 
diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau 
penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. 
 

BNRI : Berarti Berita Negara Republik Indonesia. 
 

BUMN : Berarti Badan Usaha Milik Negara. 
   
DPS : Berarti Daftar Pemegang Saham yang memuat keterangan tentang kepemilikan 

saham dalam Perseroan. 
 

EBITDA 
 

: Berarti laba sebelum pajak penghasilan ditambah/dikurangi (kerugian)/keuntungan 
selisih kurs bersih ditambah biaya  pendanaan  ditambah depresiasi dan amortisasi 
dan dikurangi dengan penghasilan bunga. 
 

Efektif 
 
 
 
 

 

 Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan 
ketentuan Peraturan No. IX.A.2 angka 4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK 
No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, yaitu: 
1) Atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal 

Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup 
seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan 
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang 
terkait dengan Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak 
tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan 
Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 
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2) Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan 
dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan; dengan ketentuan 
waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan yang 
dimuat dalam prospektus dan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak 
lebih dari 6 (enam) bulan. 

   
Entitas Anak : Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara 

langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) atau lebih dari 
seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut dan 
laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar 
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.  
 

Entitas Asosiasi : Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara 
langsung maupun tidak langsung lebih dari 20% (dua puluh persen) namun kurang 
dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor 
dalam perusahaan tersebut sehingga penyertaan saham tersebut dicatat dengan 
menggunakan metode ekuitas (equity method) yang laporan keuangannya tidak 
dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. 

 
Harga Pelaksanaan 

 
: 

 
Berarti harga yang harus dibayarkan dalam PMHMETD I untuk setiap pelaksanaan  
1 (satu) HMETD menjadi saham baru yaitu sebesar Rp2.180 (dua ribu seratus 
delapan puluh Rupiah) per saham. 

   
Hari Bursa : Berarti hari-hari dimana Bursa Efek Indonesia melakukan aktivitas transaksi 

perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik 
Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia tersebut. 

   
Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan 

atau dihimbau oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena 
suatu keadaan ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari 
Kerja. 
 

HMETD : Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan hak yang melekat pada 
saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek 
baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, 
sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan. 
  

KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, yang 
merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan 
dalam UUPM. 
 

Kustodian : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan 
Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan 
transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai 
dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian. 
 

Masyarakat : Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia 
maupun Warga Negara Asing/ Badan Asing baik yang bertempat tinggal/ 
berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/ berkedudukan di luar 
negeri. 
 

Menkumham : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia(dahulu bernama 
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik 
Indonesia atau nama lainnya). 
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2) Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan 
dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan; dengan ketentuan 
waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan yang 
dimuat dalam prospektus dan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak 
lebih dari 6 (enam) bulan. 

   
Entitas Anak : Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara 

langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) atau lebih dari 
seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut dan 
laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar 
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.  
 

Entitas Asosiasi : Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara 
langsung maupun tidak langsung lebih dari 20% (dua puluh persen) namun kurang 
dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor 
dalam perusahaan tersebut sehingga penyertaan saham tersebut dicatat dengan 
menggunakan metode ekuitas (equity method) yang laporan keuangannya tidak 
dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. 

 
Harga Pelaksanaan 

 
: 

 
Berarti harga yang harus dibayarkan dalam PMHMETD I untuk setiap pelaksanaan  
1 (satu) HMETD menjadi saham baru yaitu sebesar Rp2.180 (dua ribu seratus 
delapan puluh Rupiah) per saham. 

   
Hari Bursa : Berarti hari-hari dimana Bursa Efek Indonesia melakukan aktivitas transaksi 

perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik 
Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia tersebut. 

   
Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan 

atau dihimbau oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena 
suatu keadaan ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari 
Kerja. 
 

HMETD : Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan hak yang melekat pada 
saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek 
baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, 
sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan. 
  

KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, yang 
merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan 
dalam UUPM. 
 

Kustodian : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan 
Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan 
transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai 
dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian. 
 

Masyarakat : Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia 
maupun Warga Negara Asing/ Badan Asing baik yang bertempat tinggal/ 
berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/ berkedudukan di luar 
negeri. 
 

Menkumham : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia(dahulu bernama 
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik 
Indonesia atau nama lainnya). 
 

Pembeli Siaga : Berarti Pembeli Sisa Saham, dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian, 
yang dalam hal ini adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan  
PT Mandiri Sekuritas, yang masing-masing akan membeli Sisa Saham dengan porsi 
sebagai berikut PT Bahana Securities sebanyak-banyaknya sebesar 325.339.203 (tiga 
ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga) saham,  
PT Danareksa Sekuritas sebanyak-banyaknya sebesar 325.339.203 (tiga ratus dua 
puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga) saham dan PT 
Mandiri Sekuritas sebanyak-banyaknya sebesar 335.197.966 (tiga ratus tiga puluh 
lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh enam) saham.  

Pemegang Saham Utama :  Berarti Negara Republik Indonesia. 
 
Pemegang Rekening 

 
: 

 
Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang 
meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang 
disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang 
Pasar Modal dan Peraturan KSEI. 
 

Pemerintah : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia. 
 

Penawaran Umum untuk 
Penambahan Modal dengan 
Memberikan Hak Memesan  
Efek Terlebih Dahulu I atau 
PMHMETD I  

: Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB untuk menerbitkan 
sebanyak 2.820.726.372 (dua miliar delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus dua 
puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua) saham baru atau sebesar 31,45% (tiga 
puluh satu koma empat lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh 
setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham 
(“Saham hasil pelaksanaan HMETD”). Setiap pemegang 80.000 (delapan puluh ribu) 
Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) 
Perseroan pada tanggal 15 November 2016 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh 
36.697 (tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) HMETD, dimana 
setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 
sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp2.180 (dua ribu 
seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat 
mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah Saham Baru yang ditawarkan 
dalam PMHMETD I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum 
saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di 
Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan memperhatikan peraturan perundangan yang 
berlaku. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini 
adalah sebesar Rp6.149.183.490.960 (enam triliun seratus empat puluh sembilan 
miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan 
ratus enam puluh Rupiah). Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT I memiliki hak 
yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham 
yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan 
dibulatkan ke bawah (round down). 
 

Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka  
16 UUPM. 

 
Peraturan KSEI 

 
: 

 
Berarti peraturan KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang 
Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat 
keputusan Bapepam dan LK No. S-6953/BL/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal 
Persetujuan atas rancangan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, berikut 
perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau 
perubahan-perubahannya di kemudian hari. 
 

Periode Perdagangan : Berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual 
atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang 
dimilikinya. 
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Perjanjian Pembelian Sisa 
Saham 

: Berarti Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Untuk Penambahan 
Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 21 tanggal 25 Oktober 2016, juncto  
Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Untuk Penambahan 
Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 33 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat 
di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dan  
PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.  
 

Pernyataan Efektif : Berarti telah diterimanya surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK oleh 
Perseroan yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan 
dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan 
Pendaftaran yang telah disampaikan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I. 
 

Pernyataan Pendaftaran : Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka  
19 UUPM juncto Peraturan OJK No. 32/ 2015, berikut dokumen-dokumen yang 
diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada 
Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta 
pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK. 

 
Perseroan 

 
: 

 
Berarti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan 
menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di 
Jakarta yang akan melakukan Penawaran Umum Terbatas. 
 

Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara 
Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM. 

 
Prospektus 

 
: 

 
Berarti dokumen penawaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka  
26 UUPM. 

   
PSAK : Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. 

 
Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang 

saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan 
perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan 
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. 
 

RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham 
Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar 
Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. 
 

RUPSLB : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai 
dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. 
 

SABH : Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia. 
 

Saham hasil pelaksanaan 
HMETD 

 
: 

Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan saham baru yang 
diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PMHMETD I yaitu sebanyak 2.820.726.372 
(dua miliar delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus 
tujuh puluh dua). 
 

Saham Lama : Berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh 
oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan. 

 
SBHMETD 

 
: 

 
Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat 
bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham 
yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan 
selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD. 
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Perjanjian Pembelian Sisa 
Saham 

: Berarti Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Untuk Penambahan 
Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 21 tanggal 25 Oktober 2016, juncto  
Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Untuk Penambahan 
Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 33 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat 
di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dan  
PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.  
 

Pernyataan Efektif : Berarti telah diterimanya surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK oleh 
Perseroan yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan 
dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan 
Pendaftaran yang telah disampaikan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I. 
 

Pernyataan Pendaftaran : Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka  
19 UUPM juncto Peraturan OJK No. 32/ 2015, berikut dokumen-dokumen yang 
diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada 
Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta 
pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK. 

 
Perseroan 

 
: 

 
Berarti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan 
menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di 
Jakarta yang akan melakukan Penawaran Umum Terbatas. 
 

Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara 
Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM. 

 
Prospektus 

 
: 

 
Berarti dokumen penawaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka  
26 UUPM. 

   
PSAK : Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. 

 
Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang 

saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan 
perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan 
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. 
 

RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham 
Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar 
Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. 
 

RUPSLB : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai 
dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. 
 

SABH : Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia. 
 

Saham hasil pelaksanaan 
HMETD 

 
: 

Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan saham baru yang 
diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PMHMETD I yaitu sebanyak 2.820.726.372 
(dua miliar delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus 
tujuh puluh dua). 
 

Saham Lama : Berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh 
oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan. 

 
SBHMETD 

 
: 

 
Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat 
bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham 
yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan 
selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD. 
 
 
 

TERP : Berarti Theoritical Ex-Right Price atau Harga Pasar Teoritis. 
   
USD : Berarti Dolar Amerika Serikat. 

 
UUPM 
 
 

 

: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 
yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 tanggal 
10 November 1995, Tambahan No. 3608. 
 

UUPT : Berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, 
Tambahan No. 4756. 
 

UUWDP : Berarti Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, 
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7 tahun 1982, Tambahan No. 3214. 
 

Ventura Bersama : Berarti suatu perjanjian kontraktual dimana dua atau lebih pihak menjalankan 
aktivitas ekonomi yang tunduk pada pengendalian bersama. 

   
DAFTAR SINGKATAN NAMA 
 
WKG : Berarti PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. 
BITUMEN  : Berarti PT Wijaya Karya Bitumen. 
WIK : Berarti PT Wijaya Karya Industri Konstruksi. 
WRK : Berarti PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi. 
WR : Berarti PT Wijaya Karya Realty. 
WTON : Berarti PT Wijaya Karya Beton Tbk. 
CLT : Berarti PT Citra Lautan Teduh. 
WINNER : Berarti PT Wijaya Karya Industri Energi. 
PSBI : Berarti PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.  
CMLJ : Berarti PT Citra Marga Lintas Jabar. 
WJP : Berarti PT Wijaya Karya Jabar Power. 
JMB : Berarti PT Jasamarga Manado Bitung. 
JSM : Berarti PT Jasamarga Surabaya Mojokerto. 
JBS : Berarti PT Jasamarga Balikpapan Samarinda. 
PTP : Berarti PT Prima Terminal Petikemas. 
AMI : Berarti PT Air Minum Indonesia. 
KRATON : Berarti PT Wijaya Karya Krakatau Beton. 
MKC : Berarti PT Marga Kunciran Cengkareng. 
JBT : Berarti PT Jasamarga Bali Tol. 
TPPI : Berarti PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia. 
WRMD : Berarti PT WIKA Realty Minor Development 
KOBE : Berarti PT Wijaya Karya Komponen Beton. 
KCIC : Berarti PT Kereta Cepat Indonesia China. 
 



viii

RINGKASAN 
 
Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan 
yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam 
mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 
 
A. TINJAUAN UMUM 
 
Perseroan dahulu merupakan Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1961 
tanggal 29 Maret 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Widjaja Karja dengan nama Perusahaan Negara Bangunan 
Widjaja Karja. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1971 tanggal 22 Juli 1971, Perusahaan Negara 
Bangunan Widjaja Karja dinyatakan bubar dan dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang 
didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas No. 110 
tanggal 20 Desember 1972, yang dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil, pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di 
Jakarta juncto akta Perubahan No. 106 tanggal 17 April 1973 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta 
dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. 
Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1723 dan 1724 
tanggal 16 Mei 1973 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 683 BNRI No. 76 tanggal 21 September 1973 (“Akta 
Pendirian Perseroan”). 

Sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2007 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan 
Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya, 
Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering) yang diikuti dengan perubahan status 
dan nama menjadi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan melakukan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada tanggal 
29 Oktober 2007 (“Penawaran Umum Perdana”). 

Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) Tbk. 
No. 03 tanggal 1 September 2015 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta 
dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0941709.AH.01.02.Tahun 
2015 tanggal 4 September 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3550189.AH.01.11.Tahun 
2015 tanggal 4 September 2015 (“Akta No. 03/2015”), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan 

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 03/2015, maksud dan tujuan 
Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, 
agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggraan perkretapian, penyelenggaraan 
pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, engineering procurement construction, 
pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, 
jasa enjinering dan perencanaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat 
untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan 
Terbatas. 
  
B. PMHMETD I  
 

Jenis Penawaran : HMETD 
Jumlah Saham yang Ditawarkan : sebanyak 2.820.726.372 (dua miliar delapan ratus dua puluh juta tujuh 

ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua) 
Nilai Nominal : Rp100 (seratus Rupiah) 
Harga Pelaksanaan : Sebesar Rp2.180 (dua ribu seratus delapan puluh Rupiah) 
Rasio Konversi : 80.000 (delapan puluh ribu) Saham Lama berhak atas sebanyak 

36.697 (tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh)  
HMETD 

Dilusi Kepemilikan : 31,45% (tiga puluh satu koma empat lima persen)  
Periode Perdagangan HMETD  : 17 - 23 November 2016  
Periode Pelaksanaan HMETD : 17 - 23 November 2016 
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa : 17 November 2016  
Pencatatan : BEI 
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RINGKASAN 
 
Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan 
yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam 
mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 
 
A. TINJAUAN UMUM 
 
Perseroan dahulu merupakan Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1961 
tanggal 29 Maret 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Widjaja Karja dengan nama Perusahaan Negara Bangunan 
Widjaja Karja. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1971 tanggal 22 Juli 1971, Perusahaan Negara 
Bangunan Widjaja Karja dinyatakan bubar dan dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang 
didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas No. 110 
tanggal 20 Desember 1972, yang dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil, pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di 
Jakarta juncto akta Perubahan No. 106 tanggal 17 April 1973 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta 
dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. 
Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1723 dan 1724 
tanggal 16 Mei 1973 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 683 BNRI No. 76 tanggal 21 September 1973 (“Akta 
Pendirian Perseroan”). 

Sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2007 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan 
Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya, 
Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering) yang diikuti dengan perubahan status 
dan nama menjadi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan melakukan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada tanggal 
29 Oktober 2007 (“Penawaran Umum Perdana”). 

Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) Tbk. 
No. 03 tanggal 1 September 2015 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta 
dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0941709.AH.01.02.Tahun 
2015 tanggal 4 September 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3550189.AH.01.11.Tahun 
2015 tanggal 4 September 2015 (“Akta No. 03/2015”), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan 

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 03/2015, maksud dan tujuan 
Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, 
agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggraan perkretapian, penyelenggaraan 
pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, engineering procurement construction, 
pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, 
jasa enjinering dan perencanaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat 
untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan 
Terbatas. 
  
B. PMHMETD I  
 

Jenis Penawaran : HMETD 
Jumlah Saham yang Ditawarkan : sebanyak 2.820.726.372 (dua miliar delapan ratus dua puluh juta tujuh 

ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua) 
Nilai Nominal : Rp100 (seratus Rupiah) 
Harga Pelaksanaan : Sebesar Rp2.180 (dua ribu seratus delapan puluh Rupiah) 
Rasio Konversi : 80.000 (delapan puluh ribu) Saham Lama berhak atas sebanyak 

36.697 (tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh)  
HMETD 

Dilusi Kepemilikan : 31,45% (tiga puluh satu koma empat lima persen)  
Periode Perdagangan HMETD  : 17 - 23 November 2016  
Periode Pelaksanaan HMETD : 17 - 23 November 2016 
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa : 17 November 2016  
Pencatatan : BEI 

 

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai 
berikut:  
 
Pemegang Saham 

Nilai Nominal Rp.100,00 per saham 
Saham  Rupiah % 

Modal Dasar    
Saham Seri A Dwiwarna 1 100 - 
Saham Seri B 15.999.999.999 1.599.999.999.900  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
Saham Seri A Dwiwarna     

Negara Republik Indonesia  1 100 - 
Saham Seri B    

Negara Republik Indonesia  3.999.999.999 399.999.999.900 65,05 
Bintang Perbowo 1.500.000 150.000.000 0,02 
Masyarakat  2.147.725.000 214.772.500.000 34,93 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.149.225.000 614.922.500.000 100,00 
Jumlah Saham Dalam Portepel 9.850.775.000 985.077.500.000  
 
Apabila seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD I ini, maka 
susunan modal saham Perseroan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut: 

Nama Pemegang 
Saham 

Sebelum PMHMETD I Setelah PMHMETD I 
Nilai Nominal Rp.100,- per saham Nilai Nominal Rp.100,- per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) % Jumlah Saham Jumlah Nilai 

Nominal (Rp) % 

Modal Dasar       
Seri A Dwiwarna 1 100  1 100  
Seri B 15.999.999.999 1.599.999.999.900  15.999.999.999 1.599.999.999.900  
Jumlah Modal Dasar 16.000.000.000 1.600.000.000.000  16.000.000.000 1.600.000.000.000  
Modal Ditempatkan 
dan Disetor       

Saham Seri A 
Dwiwarna       

- Negara Republik 
Indonesia Seri A 1 100 - 1 100 - 

Saham Seri B       
- Negara Republik 

Indonesia Seri B 3.999.999.999 399.999.999.900 65,05 5.834.849.999 583.484.999.900 65,05 
- Bintang 

Perbowo 1.500.000 150.000.000 0,02 2.188.068 218.806.800 0,02 
- Masyarakat 2.147.725.000 214.772.500.000 34,93 3.132.913.304 313.291.330.400 34,93 

Jumlah Modal 
Ditempatkan dan 
Disetor 6.149.225.000 614.922.500.000 100,00 8.969.951.372 896.995.137.200 100,00 
Saham Dalam 
Portepel       
Seri A Dwiwarna - - -    
Seri B 9.850.775.000 985.077.500.000  7.030.048.628 703.004.862.800  
Jumlah Saham Dalam 
Portepel 9.850.775.000 985.077.500.000  7.030.048.628 703.004.862.800  
 
Pemegang Saham Utama Perseroan yakni Negara Republik Indonesia akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi 
kepemilikan dalam PMHMETD I ini sebagaimana diatur Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 juncto Undang-Undang No. 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, pelaksanaannya 
akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah yang akan diterbitkan sebelum Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa 
Keuangan.  

Dalam hal para pemegang saham tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham hasil pelaksanaan HMETD yang 
ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai dengan HMETD-nya maka para pemegang saham akan mengalami penurunan 
persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah sebesar 31,45% (tiga puluh satu koma empat lima persen). 

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka PMHMETD I ini dapat menjual 
haknya kepada pihak lain dari tanggal 17 November 2016 sampai dengan 23 November 2016 baik melalui Bursa Efek 
maupun di luar Bursa Efek sesuai dengan POJK No. 32/2015. 

Pemegang saham telah menyetujui rencana PMHMETD I yang akan dilakukan oleh Perseroan sekitar Rp6.149.225.000.000  
(enam triliun seratus empat puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 
4.037.164.144 (empat miliar tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh empat) lembar 
Saham hasil pelaksanaan HMETD berdasarkan Akta Keputusan RUPSLB nomor 23 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat di 
hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta.  

Keterangan selengkapnya mengenai PMHMETD I dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini. 
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C. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK 
 
Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan memiliki 6 Entitas Anak yang dimiliki secara langsung,1 Entitas Anak yang dimiliki 
secara tidak langsung dengan kepemilikan di atas 50% dan 2 anak perusahaan yang dimiliki secara langsung maupun tidak 
langsung dengan kepemilikan di bawah 50% dan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan. Perusahaan 
tersebut adalah: 
 
Entitas Anak  

Nama 
Perusahaan Domisili Bidang Usaha Persentase 

Kepemilikan 
Tahun 

Penyertaan 

Mulai 
Beroperasi 
Komersial 

ENTITAS ANAK (KEPEMILIKAN LANGSUNG) 

WTON Bekasi 
Berusaha dalam bidang perdagangan dan 
industri beton, jasa konstruksi dan bidang 
usaha lain yang terkait. 

60% 1997 1997 

WR Jakarta 
Berusaha dalam bidang realti, properti dan 
jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan 
pajak. 

85,41% 2000 2000 

WIK Jakarta 
Timur 

Berusaha dalam bidang industri pabrik, 
melaksanakan usaha perdagangan umum, 
usaha jasa, agroindustri, pertambangan, 
energi dan jasa konstruksi. 

96,5% 2000 2000 

WKG Jakarta 
Selatan 

Melaksanakan usaha di bidang (i) Industri 
konstruksi dan engineering; (ii) Jasa 
pemborongan dengan pola progres termyn 
maupun turnkey/Build Operate Transfer 
(BOT); (iii) Pengelolaan dan penyewaan 
gedung/kawasan niaga terpadu; (iv) 
Perdagangan dan pemeliharaan peralatan 
serta material konstruksi; 
(v) Layanan peningkatan kemampuan di 
bidang jasa konstruksi dan engineering pada 
khususnya sesuai dengan prinsip-prinsip 
perseroan terbatas; (vi) Realti, sebagai 
pengembang realti; (vii) Properti, sebagai 
investor properti; (viii) Industri pendukung 
konstruksi bangunan gedung. 

99% 2008 2008 

WRK Jakarta 
Selatan 

Melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa 
konstruksi, jasa engineering, procurement 
and construction, jasa fabrikasi, jasa 
pengoperasian dan pemeliharaan serta 
kegiatan investasi yang menunjang kegiatan 
usaha dimaksud. 

90,04% 2008 2008 

BITUMEN Sulawesi 
Tenggara 

Melaksanakan kegiatan usaha di bidang 
pertambangan, industri material 
pertambangan dan konstruksi, perdagangan 
dan distribusi, pengangkutan dan jasa 
pelabuhan. 

99% 2013 2013 

ENTITAS ANAK & ENTITAS ASOSIASI (KEPEMILIKAN LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG DI BAWAH 50%) DAN 
DIKONSOLIDASIKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 

KOBE Karawang Bergerak dalam bidang industri dan 
perdagangan beton pracetak. 

51% 
melalui 
WTON 

2012 2013 

CLT Batam 
Berusaha dalam bidang perdagangan dan 
industri beton, jasa konstruksi dan bidang 
usaha lain yang terkait. 

 99,5% 
melalui 
WTON 

2014 2014 

KRATON Cilegon Bergerak dalam bidang industri dan 
perdagangan beton pracetak. 

10% dan 60% 
melalui 
WTON 

2013 
Belum 

Beroperasi 
Komersial 
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C. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK 
 
Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan memiliki 6 Entitas Anak yang dimiliki secara langsung,1 Entitas Anak yang dimiliki 
secara tidak langsung dengan kepemilikan di atas 50% dan 2 anak perusahaan yang dimiliki secara langsung maupun tidak 
langsung dengan kepemilikan di bawah 50% dan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan. Perusahaan 
tersebut adalah: 
 
Entitas Anak  

Nama 
Perusahaan Domisili Bidang Usaha Persentase 

Kepemilikan 
Tahun 

Penyertaan 

Mulai 
Beroperasi 
Komersial 

ENTITAS ANAK (KEPEMILIKAN LANGSUNG) 

WTON Bekasi 
Berusaha dalam bidang perdagangan dan 
industri beton, jasa konstruksi dan bidang 
usaha lain yang terkait. 

60% 1997 1997 

WR Jakarta 
Berusaha dalam bidang realti, properti dan 
jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan 
pajak. 

85,41% 2000 2000 

WIK Jakarta 
Timur 

Berusaha dalam bidang industri pabrik, 
melaksanakan usaha perdagangan umum, 
usaha jasa, agroindustri, pertambangan, 
energi dan jasa konstruksi. 

96,5% 2000 2000 

WKG Jakarta 
Selatan 

Melaksanakan usaha di bidang (i) Industri 
konstruksi dan engineering; (ii) Jasa 
pemborongan dengan pola progres termyn 
maupun turnkey/Build Operate Transfer 
(BOT); (iii) Pengelolaan dan penyewaan 
gedung/kawasan niaga terpadu; (iv) 
Perdagangan dan pemeliharaan peralatan 
serta material konstruksi; 
(v) Layanan peningkatan kemampuan di 
bidang jasa konstruksi dan engineering pada 
khususnya sesuai dengan prinsip-prinsip 
perseroan terbatas; (vi) Realti, sebagai 
pengembang realti; (vii) Properti, sebagai 
investor properti; (viii) Industri pendukung 
konstruksi bangunan gedung. 

99% 2008 2008 

WRK Jakarta 
Selatan 

Melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa 
konstruksi, jasa engineering, procurement 
and construction, jasa fabrikasi, jasa 
pengoperasian dan pemeliharaan serta 
kegiatan investasi yang menunjang kegiatan 
usaha dimaksud. 

90,04% 2008 2008 

BITUMEN Sulawesi 
Tenggara 

Melaksanakan kegiatan usaha di bidang 
pertambangan, industri material 
pertambangan dan konstruksi, perdagangan 
dan distribusi, pengangkutan dan jasa 
pelabuhan. 

99% 2013 2013 

ENTITAS ANAK & ENTITAS ASOSIASI (KEPEMILIKAN LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG DI BAWAH 50%) DAN 
DIKONSOLIDASIKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 

KOBE Karawang Bergerak dalam bidang industri dan 
perdagangan beton pracetak. 

51% 
melalui 
WTON 

2012 2013 

CLT Batam 
Berusaha dalam bidang perdagangan dan 
industri beton, jasa konstruksi dan bidang 
usaha lain yang terkait. 

 99,5% 
melalui 
WTON 

2014 2014 

KRATON Cilegon Bergerak dalam bidang industri dan 
perdagangan beton pracetak. 

10% dan 60% 
melalui 
WTON 

2013 
Belum 

Beroperasi 
Komersial 

D. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD I  
 
Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD I ini (setelah dikurangi komisi, biaya, imbal jasa dan beban-beban 
emisi lainnya), akan digunakan untuk sebagai berikut: 
• Sekitar 70,77%, digunakan untuk kebutuhan belanja modal guna mendukung proyek-proyek infrastruktur prioritas 

Pemerintah, antara lain yakni kebutuhan investasi untuk pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, water treatment 
plant, dan kawasan industri dengan komposisi sebagai berikut:  
- Pembangunan jalan tol Balikpapan - Samarinda sekitar 7,3% (tujuh koma tiga persen); 
- Pembangunan jalan tol Manado - Bitung sekitar 4,9% (empat koma sembilan persen); 
- Pembangunan jalan tol Soreang - Pasirkoja sekitar 1,8% (satu koma delapan persen);  
- Pembangunan water treatment plant (WTP) Jatiluhur sekitar 1,3% (satu koma tiga persen); 
- Pembangunan pembangkit listrik sekitar 41,9% (empat puluh satu koma sembilan persen); 
- Pembangunan kawasan industri sekitar 7,5% (tujuh koma lima persen) 
- Serta proyek-proyek pembangunan jalan tol, dermaga, pembangkit listrik, pengembangan kawasan lainnya 

sekitar 6,07% (enam koma nol tujuh persen). 
 

Lebih lanjut, seluruh penggunaan dana dalam rangka kebutuhan belanja modal hasil dari PMHMETD I ini akan 
digunakan oleh Perseroan dalam bentuk penyertaan pada Special Purpose Vehicle (SPV).  

 Sekitar 29,23% digunakan untuk kebutuhan modal kerja guna mengembangkan usaha di bidang infrastruktur antara 
lain pembangkit listrik, jalan tol dan pengembangan kawasan. 

 
Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PMHMETD I dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini. 
 
E. RISIKO USAHA  
 
Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang merupakan perusahaan konstruksi, Perseroan tidak terlepas dari risiko-risiko baik 
secara internal maupun eksternal.  

Risiko Strategis 
1. Risiko Pengembangan Usaha 
2. Risiko Investasi Proyek 
3. Risiko Hubungan Investor 
 
Risiko Operasional 
1. Risiko Kontraktual 
2. Risiko Pembayaran 
3. Risiko Perdagangan Internasional 
4. Risiko Tingginya Harga Bahan Baku / Material 
5. Risiko dalam Pemilihan Mitra Sub-kontraktor/Supplier 
6. Risiko Kurs 
7. Risiko Legal 
8. Risiko Human Capital 
9. Risiko Engineering 
 
Risiko Terkait Kepemilikan Saham 
1. Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas Saham. 
2. Harga Saham Perseroan dapat berfluktuasi. 
3. Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat mempengaruhi harga pasar dari saham tersebut 
4. Kemampuan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran umum terbatas di masa yang akan datang 

mungkin terbatas. 
5. Pembeli atau pemegang saham mungkin menghadapi pembatasan tertentu sehubungan dengan hak pemegang 

saham minoritas. 
 
Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini. 
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F. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING  
 
LAPORAN LABA  RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN 

 
  (Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
Untuk tahun berakhir 31 Desember Untuk periode 6 bulan berakhir  

30 Juni 
2014 2015 2015 2016 

PENJUALAN BERSIH 12.463.216.288 13.620.101.419 4.778.471.826 6.033.745.869 
BEBAN POKOK PENJUALAN (11.038.646.789) (11.965.441.022) (4.282.197.456) (5.303.404.800) 

     LABA KOTOR 1.424.569.499 1.654.660.397 496.274.370 730.341.069 
LABA (RUGI) VENTURA BERSAMA 369.757.130 288.402.591 101.954.552 113.285.771 
LABA KOTOR SETELAH VENTURA BERSAMA 1.794.326.629 1.943.062.988 598.228.922 843.626.840 
     BEBAN USAHA 

    Beban Penjualan  (6.838.756)  (7.695.193)  (3.527.522)   (3.689.858)  
Beban Umum dan Administrasi  (386.009.513)  (421.462.453)  (180.856.933)   (223.768.350)  
Jumlah Beban Usaha  (392.848.269)  (429.157.646)  (184.384.455)  (227.458.208) 
LABA USAHA 1.401.478.360  1.513.905.342  413.844.467  616.168.632 
     PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN 

    Pendapatan Bunga 73.500.762 59.686.089 40.366.199 23.521.636 
Laba (Rugi) Selisih Kurs (2.039.829) 28.350.510 16.277.449 (8.689.569) 
Beban Pajak Penghasilan Final (286.455.956) (346.788.000) (112.442.578) (128.639.358) 
Beban dari Pendanaan (197.704.174) (431.409.359) (103.578.198) (171.521.105) 
Beban Penurunan Nilai Piutang (46.244.153) (30.500.231) (7.339.700) (95.909) 
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi (7.123.198) (5.514.535) (4.081.454) (7.160.927) 
Lain-Lain Bersih (82.678.307) (36.436.057) (8.781.202) 19.876.182 
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain (548.744.855) (762.611.583) (179.579.484) (272.709.050) 
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 852.733.505 751.293.759 234.264.983 343.459.582 
     Beban Pajak Penghasilan (108.964.403) (48.288.705) (14.384.356) (37.943.053) 
LABA BERSIH 743.769.102 703.005.054 219.880.627  305.516.529 
     PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 
SETELAH PAJAK 

  
  

Pendapatan (beban) komprehensif lainnya 
yang tidak direklasifikasi ke laba rugi :     
Selisih Penilaian Aset - - - - 
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Atas 
Program Imbal Kerja Pasti (7.616.608) 6.306.290 (43.211.827) (26.471.374) 
     LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 736.152.494 709.311.344 176.668.800 279.045.155 
Laba Yang Dapat Diatribusikan ke :     
Pemilik Entitas Induk 608.154.697 625.044.000 200.494.113 256.514.868 
Kepentingan Non Pengendali 135.614.405 77.961.054 19.386.514 49.001.661 
Jumlah  743.769.102 703.005.054 219.880.627 305.516.529 

  
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 

 (Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
Per Tanggal 31 Desember Per Tanggal 30 

Juni 
2014 2015 2016 

ASET       
ASET LANCAR       
Kas dan Setara Kas 2.300.892.182 2.560.120.483 1.262.685.575 
Piutang usaha 
(setelah dikurangi akumulasi  penurunan nilai piutang sebesar 
Rp167.180.436,  Rp170.242.281 dan Rp168.866.816 per 30 Juni 
2016, 31 Desember 2015 dan 2014)   

   Pihak Ketiga 1.254.703.310 1.933.437.135 1.554.555.341 
Pihak Berelasi 708.129.322 848.543.021 820.435.045 

Piutang retensi 
(setelah dikurangi akumulasi  penurunan nilai piutang sebesar 
Rp2.620.593, Rp2.620.593 dan Rp2.025.563   per 30 Juni 2016, 31 
Desember 2015 dan 2014) 567.875.358 662.948.555 736.280.666 
Tagihan Bruto Pemberi Kerja 2.369.859.861 3.244.397.788 4.210.195.337 
Pendapatan yang Akan Diterima 82.846.239 251.510.864 251.690.615 
Piutang Lain-Lain 
(setelah dikurangi akumulasi  penurunan nilai piutang sebesar  
Rp16.335.676, Rp15.449.931 dan Rp32.409.759 per 30 Juni 2016, 
31 Desember 2015 dan 2014)  
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F. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING  
 
LAPORAN LABA  RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN 

 
  (Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
Untuk tahun berakhir 31 Desember Untuk periode 6 bulan berakhir  

30 Juni 
2014 2015 2015 2016 

PENJUALAN BERSIH 12.463.216.288 13.620.101.419 4.778.471.826 6.033.745.869 
BEBAN POKOK PENJUALAN (11.038.646.789) (11.965.441.022) (4.282.197.456) (5.303.404.800) 

     LABA KOTOR 1.424.569.499 1.654.660.397 496.274.370 730.341.069 
LABA (RUGI) VENTURA BERSAMA 369.757.130 288.402.591 101.954.552 113.285.771 
LABA KOTOR SETELAH VENTURA BERSAMA 1.794.326.629 1.943.062.988 598.228.922 843.626.840 
     BEBAN USAHA 

    Beban Penjualan  (6.838.756)  (7.695.193)  (3.527.522)   (3.689.858)  
Beban Umum dan Administrasi  (386.009.513)  (421.462.453)  (180.856.933)   (223.768.350)  
Jumlah Beban Usaha  (392.848.269)  (429.157.646)  (184.384.455)  (227.458.208) 
LABA USAHA 1.401.478.360  1.513.905.342  413.844.467  616.168.632 
     PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN 

    Pendapatan Bunga 73.500.762 59.686.089 40.366.199 23.521.636 
Laba (Rugi) Selisih Kurs (2.039.829) 28.350.510 16.277.449 (8.689.569) 
Beban Pajak Penghasilan Final (286.455.956) (346.788.000) (112.442.578) (128.639.358) 
Beban dari Pendanaan (197.704.174) (431.409.359) (103.578.198) (171.521.105) 
Beban Penurunan Nilai Piutang (46.244.153) (30.500.231) (7.339.700) (95.909) 
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi (7.123.198) (5.514.535) (4.081.454) (7.160.927) 
Lain-Lain Bersih (82.678.307) (36.436.057) (8.781.202) 19.876.182 
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain (548.744.855) (762.611.583) (179.579.484) (272.709.050) 
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 852.733.505 751.293.759 234.264.983 343.459.582 
     Beban Pajak Penghasilan (108.964.403) (48.288.705) (14.384.356) (37.943.053) 
LABA BERSIH 743.769.102 703.005.054 219.880.627  305.516.529 
     PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 
SETELAH PAJAK 

  
  

Pendapatan (beban) komprehensif lainnya 
yang tidak direklasifikasi ke laba rugi :     
Selisih Penilaian Aset - - - - 
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Atas 
Program Imbal Kerja Pasti (7.616.608) 6.306.290 (43.211.827) (26.471.374) 
     LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 736.152.494 709.311.344 176.668.800 279.045.155 
Laba Yang Dapat Diatribusikan ke :     
Pemilik Entitas Induk 608.154.697 625.044.000 200.494.113 256.514.868 
Kepentingan Non Pengendali 135.614.405 77.961.054 19.386.514 49.001.661 
Jumlah  743.769.102 703.005.054 219.880.627 305.516.529 

  
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 

 (Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
Per Tanggal 31 Desember Per Tanggal 30 

Juni 
2014 2015 2016 

ASET       
ASET LANCAR       
Kas dan Setara Kas 2.300.892.182 2.560.120.483 1.262.685.575 
Piutang usaha 
(setelah dikurangi akumulasi  penurunan nilai piutang sebesar 
Rp167.180.436,  Rp170.242.281 dan Rp168.866.816 per 30 Juni 
2016, 31 Desember 2015 dan 2014)   

   Pihak Ketiga 1.254.703.310 1.933.437.135 1.554.555.341 
Pihak Berelasi 708.129.322 848.543.021 820.435.045 

Piutang retensi 
(setelah dikurangi akumulasi  penurunan nilai piutang sebesar 
Rp2.620.593, Rp2.620.593 dan Rp2.025.563   per 30 Juni 2016, 31 
Desember 2015 dan 2014) 567.875.358 662.948.555 736.280.666 
Tagihan Bruto Pemberi Kerja 2.369.859.861 3.244.397.788 4.210.195.337 
Pendapatan yang Akan Diterima 82.846.239 251.510.864 251.690.615 
Piutang Lain-Lain 
(setelah dikurangi akumulasi  penurunan nilai piutang sebesar  
Rp16.335.676, Rp15.449.931 dan Rp32.409.759 per 30 Juni 2016, 
31 Desember 2015 dan 2014)  
    

 (Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
Per Tanggal 31 Desember Per Tanggal 30 

Juni 
2014 2015 2016 

    Pihak Berelasi 77.300.704 314.575.526 321.370.530 
    Pihak Ketiga 31.354.945 76.695.192 48.708.644 
Persediaan 817.307.342 1.031.277.931 1.125.501.670 
Uang Muka 384.431.063 439.641.163 573.844.669 
Pajak Dibayar Dimuka 425.794.117 529.036.987 733.910.977 
Biaya Dibayar Dimuka 241.370.431 465.274.857 794.862.770 
Jaminan Usaha 18.760.917 22.643.681 34.136.092 
Aset Real Estate 90.434.701 70.033.233 122.450.155 
Bagian Lancar dari Piutang Sewa Jangka Panjang 110.148.921 110.148.921 110.148.921 
Jumlah Aset Lancar 9.481.209.413 12.560.285.337 12.700.777.008 
    ASET TIDAK LANCAR 

   Investasi pada Entitas Asosiasi 227.137.428 300.607.375 394.869.948 
Piutang Jatuh Tempo Diatas 1 (satu) Tahun: 

   Piutang Usaha 40.182.013 13.402.337 1.194.957 
Piutang Retensi 16.461.906 9.564.163 2.756.832 

Piutang Sewa Jangka Panjang 389.074.416 278.925.495 223.868.627 
Aset Real Estate 

   Tanah Belum Dikembangkan 142.006.418 275.446.573 297.790.671 
Persediaan Real Estate 745.845.647 850.180.912 1.288.512.072 

Properti Investasi 380.048.382 392.040.421 389.293.078 
Aset Tetap 
(setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing  
Rp1.065.790.006, Rp927.296.347 dan Rp693.320.132 per 30 Juni 
2016, 31 Desember 2015 dan 2014) 2.676.043.079 3.184.400.114 3.215.145.329 
Investasi pada Ventura Bersama 1.669.608.387 1.597.379.391 1.896.849.621 
Goodwill 4.847.052 4.847.052 4.847.052 
Aset Keuangan Lainnya 37.532.807 67.860.215 85.531.631 
Aset Lain-Lain 71.074.985 41.182.944 35.498.569 
Aset Pajak Tangguhan 28.147.824 26.283.705 24.651.301 
Jumlah Aset Tidak Lancar 6.428.010.344 7.042.120.697 7.860.809.687 
JUMLAH ASET 15.909.219.757 19.602.406.034 20.561.586.695 
    LIABILITAS DAN EKUITAS       
LIABILITAS JANGKA PENDEK       
Pinjaman Jangka pendek 928.515.444 1.221.822.355 3.016.535.980 
Utang usaha 

   Pihak Ketiga 3.842.802.356 4.287.019.827 4.344.252.195 
Pihak Berelasi 60.004.589 36.378.547 46.959.240 

Utang Lain-Lain 71.112.786 96.482.975 75.672.886 
Kewajiban Bruto Pemberi Kerja 9.641.161 13.224.506 - 
Utang Pajak 168.940.523 177.085.029 276.774.618 
Uang Muka dari Pelanggan 316.364.321 477.381.896 388.113.916 
Biaya yang Masih Harus Dibayar 2.120.553.384 3.285.172.048 2.468.262.872 
Pendapatan yang Diterima Dimuka 178.593.992 406.959.558 173.596.658 
Bagian Jangka Pendek dari Jangka Panjang: 

   Pinjaman Jangka Menengah 541.000.000 249.000.000 250.000.000 
Pinjaman Jangka Panjang 221.620.359 324.706.736 259.416.393 
Utang Sewa Pembiayaan 16.893.554 22.300.954 18.772.830 

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 8.476.042.469 10.597.534.431 11.318.357.589 
    LIABILITAS JANGKA PANJANG 

   Liabilitas Imbalan Paska Kerja 181.284.262 200.490.168 254.910.402 
Liabilitas Pajak Tangguhan 2.162.275 11.170.726 16.412.605 
Uang Muka Proyek Jangka Panjang 1.049.416.204 1.662.677.044 1.779.644.740 
Bagian Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek: 

  
 

Pinjaman Jangka Menengah 800.000.000 975.000.000 975.000.000 
Pinjaman Jangka Panjang 475.104.845 671.067.024 578.645.240 
Utang Sewa Pembiayaan 48.454.961 46.365.276 37.725.534 

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 2.556.422.547 3.566.770.238 3.642.338.521 
Jumlah Liabilitas 11.032.465.016 14.164.304.669 14.960.696.109 
    EKUITAS 

   Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 
       Modal Saham 614.922.500 614.922.500 614.922.500 

Modal Saham yang Diperoleh Kembali (10.272.110) (10.272.110) (10.272.110) 
Tambahan Modal Disetor 715.858.789 715.858.789 715.858.789 
Perubahan Ekuitas pada Entitas Anak 1.127.249.357 1.127.249.357 1.127.249.357 
Komponen Ekuitas Lainnya   

 Selisih Penilaian Aset 23.526.182 14.626.146 14.626.146 



xiv

 (Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
Per Tanggal 31 Desember Per Tanggal 30 

Juni 
2014 2015 2016 

Pengukuran kembali Imbalan Pasti (106.750.583) (100.444.293) (126.915.667)) 
Saldo Laba 1.523.052.638 2.013.224.280 2.175.249.895 

Sub Jumlah 3.887.586.773 4.375.164.669 4.510.718.910 
Kepentingan Non Pengendali 989.167.968 1.062.936.696 1.090.171.676 
Total Ekuitas 4.876.754.741 5.438.101.365 5.600.890.586 
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 15.909.219.757 19.602.406.034 20.561.586.695 

 
RASIO INFORMASI USAHA LAINNYA  
 

KETERANGAN 
Per tanggal dan untuk tahun 

berakhir 31 Desember 
Per tanggal dan untuk periode 

6 bulan berakhir 30 Juni 
2014 2015 2015 2016 

Laba kotor / penjualan bersih (%) 11,43 12,15 10,39 12,10 
Laba sebelum pajak penghasilan / penjualan bersih (%) 6,84 5,52 4,90 5,69 
Laba bersih / penjualan bersih (%) 5,97 5,16 4,60 5,06 
Laba sebelum pajak penghasilan  /total ekuitas (%)  17,49 13,82 4,71 6,13 
Laba bersih  / total ekuitas (%) 15,25 12,93 8,81 10,91 
Laba sebelum pajak penghasilan / total aset (%) 5,36 3,83 1,37 1,67 
Laba bersih / total aset (%) 4,68 3,59 1,29 1,49 
Piutang / total penjualan (hari) 57 74 71 76 
Total penjualan / total asset (x) 0.69 0.82 0.28 0.29 
Total aset lancar / total liabilitas jangka pendek (x) 1,12 1,19 1,10 1,12 
Total liabilitas / total ekuitas (x) 2,26 2,60 2,43 2,67 
Total liabilitas / total aset (x) 0,69 0,72 0,71 0,73 

 
G. KEBIJAKAN DIVIDEN 
 
Perseroan memiliki kebijakan untuk membagikan dividen dalam bentuk uang tunai kepada seluruh Pemegang Saham 
Perseroan, dengan memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari 
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan pembagian dividen yang akan ditentukan dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham Perseroan.  
 
Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2011 sampai dengan 2015, 
yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya: 

 

Tahun Dividend (IDR) Ratio 
 Dividend / share (IDR) Tanggal 

Pembayaran 

2015 125.014.252.275 20% 20,35 27-Mei-16 

2014 123.036.754.103 20% 20,03 22-Mei-15 

2013 170.813.909.760 30% 27,82 13-Mei-14 

2012 136.277.605.800 29% 22,32 14-Jun-13 

2011 104.151.182.400 29% 17,28 11-Jun-12 

 
Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini. 
 
H. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN PENAWARAN UMUM TERBATAS 
 
Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham 
dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD I Perseroan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan 
Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek 
Terlebih Dahulu I Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. No. 26 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat di 
hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta.  
 
Keterangan lebih lanjut mengenai persyaratan pemesanan pembelian PMHMETD I dapat dilihat pada Bab XIX Prospektus 
ini. 
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 (Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
Per Tanggal 31 Desember Per Tanggal 30 

Juni 
2014 2015 2016 

Pengukuran kembali Imbalan Pasti (106.750.583) (100.444.293) (126.915.667)) 
Saldo Laba 1.523.052.638 2.013.224.280 2.175.249.895 

Sub Jumlah 3.887.586.773 4.375.164.669 4.510.718.910 
Kepentingan Non Pengendali 989.167.968 1.062.936.696 1.090.171.676 
Total Ekuitas 4.876.754.741 5.438.101.365 5.600.890.586 
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 15.909.219.757 19.602.406.034 20.561.586.695 

 
RASIO INFORMASI USAHA LAINNYA  
 

KETERANGAN 
Per tanggal dan untuk tahun 

berakhir 31 Desember 
Per tanggal dan untuk periode 

6 bulan berakhir 30 Juni 
2014 2015 2015 2016 

Laba kotor / penjualan bersih (%) 11,43 12,15 10,39 12,10 
Laba sebelum pajak penghasilan / penjualan bersih (%) 6,84 5,52 4,90 5,69 
Laba bersih / penjualan bersih (%) 5,97 5,16 4,60 5,06 
Laba sebelum pajak penghasilan  /total ekuitas (%)  17,49 13,82 4,71 6,13 
Laba bersih  / total ekuitas (%) 15,25 12,93 8,81 10,91 
Laba sebelum pajak penghasilan / total aset (%) 5,36 3,83 1,37 1,67 
Laba bersih / total aset (%) 4,68 3,59 1,29 1,49 
Piutang / total penjualan (hari) 57 74 71 76 
Total penjualan / total asset (x) 0.69 0.82 0.28 0.29 
Total aset lancar / total liabilitas jangka pendek (x) 1,12 1,19 1,10 1,12 
Total liabilitas / total ekuitas (x) 2,26 2,60 2,43 2,67 
Total liabilitas / total aset (x) 0,69 0,72 0,71 0,73 

 
G. KEBIJAKAN DIVIDEN 
 
Perseroan memiliki kebijakan untuk membagikan dividen dalam bentuk uang tunai kepada seluruh Pemegang Saham 
Perseroan, dengan memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari 
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan pembagian dividen yang akan ditentukan dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham Perseroan.  
 
Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2011 sampai dengan 2015, 
yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya: 

 

Tahun Dividend (IDR) Ratio 
 Dividend / share (IDR) Tanggal 

Pembayaran 

2015 125.014.252.275 20% 20,35 27-Mei-16 

2014 123.036.754.103 20% 20,03 22-Mei-15 

2013 170.813.909.760 30% 27,82 13-Mei-14 

2012 136.277.605.800 29% 22,32 14-Jun-13 

2011 104.151.182.400 29% 17,28 11-Jun-12 

 
Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini. 
 
H. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN PENAWARAN UMUM TERBATAS 
 
Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham 
dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD I Perseroan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan 
Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek 
Terlebih Dahulu I Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. No. 26 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat di 
hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta.  
 
Keterangan lebih lanjut mengenai persyaratan pemesanan pembelian PMHMETD I dapat dilihat pada Bab XIX Prospektus 
ini. 

I. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU 
 
Perseroan melakukan Penawaran Umum untuk menerbitkan sebanyak 2.820.726.372 (dua miliar delapan ratus dua puluh 
juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua) saham baru atau maksimum sebesar 31,45% (tiga puluh 
satu koma empat lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal 
Rp100,- (seratus Rupiah) per saham (“Saham hasil pelaksanaan HMETD”). Setiap pemegang 80.000 (delapan puluh ribu) 
Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 15 November 2016 
pukul 16.00 WIB berhak memperoleh sebanyak 36.697 (tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) HMETD, 
dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru 
dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp2.180 (dua ribu seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar 
penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I 
dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta 
akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Jumlah dana 
yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar Rp6.149.183.490.960 (enam triliun seratus empat 
puluh sembilan miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah).  
 
Seluruh Saham hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan 
memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan 
sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap 
HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). 
 
Keterangan lebih lanjut mengenai HMETD dapat dilihat pada Bab XIII dalam Prospektus ini. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN  EFEK 
TERLEBIH DAHULU I 

 
Perseroan melakukan Penawaran Umum untuk menerbitkan sebanyak 2.820.726.372 (dua miliar delapan ratus dua puluh 
juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua) saham baru atau maksimum sebesar 31,45% (tiga puluh 
satu koma empat lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal 
Rp100,- (seratus Rupiah) per saham (“Saham hasil pelaksanaan HMETD”). Setiap pemegang 80.000 (delapan puluh ribu) 
Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 15 November 2016 
pukul 16.00 WIB berhak memperoleh sebanyak 36.697 (tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) HMETD, 
dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru 
dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp2.180 (dua ribu seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar 
penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I 
dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta 
akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Jumlah dana 
yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar Rp6.149.183.490.960 (enam triliun seratus empat 
puluh sembilan miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah).  

Seluruh Saham hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan 
memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan 
sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap 
HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). 

Pemegang Saham Perseroan yakni Negara Republik Indonesia akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan 
dalam PMHMETD I ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 juncto Undang-Undang No. 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. 

Jika Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang 
HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih 
dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan 
secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih 
terdapat sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD, maka seluruh sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut wajib dibeli 
oleh Pembeli Siaga. PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas akan bertindak sebagai Pembeli 
Siaga dalam PUT I ini, dengan porsi sebanyak-banyaknya 985.876.372 saham, dengan jumlah dana yang disiapkan sebesar 
Rp2.149.210.490.960. Sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk 
saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PMHMETD I ini. 

Dalam hal para pemegang saham lama tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham hasil pelaksanaan HMETD yang 
ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai dengan HMETD-nya maka para pemegang saham lama akan mengalami 
penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 31,45% (tiga puluh satu koma 
empat lima persen). 
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I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN  EFEK 
TERLEBIH DAHULU I 

 
Perseroan melakukan Penawaran Umum untuk menerbitkan sebanyak 2.820.726.372 (dua miliar delapan ratus dua puluh 
juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua) saham baru atau maksimum sebesar 31,45% (tiga puluh 
satu koma empat lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal 
Rp100,- (seratus Rupiah) per saham (“Saham hasil pelaksanaan HMETD”). Setiap pemegang 80.000 (delapan puluh ribu) 
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dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru 
dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp2.180 (dua ribu seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar 
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akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Jumlah dana 
yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar Rp6.149.183.490.960 (enam triliun seratus empat 
puluh sembilan miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah).  

Seluruh Saham hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan 
memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan 
sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap 
HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). 

Pemegang Saham Perseroan yakni Negara Republik Indonesia akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan 
dalam PMHMETD I ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 juncto Undang-Undang No. 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. 

Jika Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang 
HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih 
dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan 
secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih 
terdapat sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD, maka seluruh sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut wajib dibeli 
oleh Pembeli Siaga. PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas akan bertindak sebagai Pembeli 
Siaga dalam PUT I ini, dengan porsi sebanyak-banyaknya 985.876.372 saham, dengan jumlah dana yang disiapkan sebesar 
Rp2.149.210.490.960. Sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk 
saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PMHMETD I ini. 

Dalam hal para pemegang saham lama tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham hasil pelaksanaan HMETD yang 
ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai dengan HMETD-nya maka para pemegang saham lama akan mengalami 
penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 31,45% (tiga puluh satu koma 
empat lima persen). 
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Perseroan dahulu merupakan Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1961 
tanggal 29 Maret 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Widjaja Karja dengan nama Perusahaan Negara Bangunan 
Widjaja Karja. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1971 tanggal 22 Juli 1971, Perusahaan Negara 
Bangunan Widjaja Karja dinyatakan bubar dan dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang 
didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas No. 110 
tanggal 20 Desember 1972, yang dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil, pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di 
Jakarta juncto akta Perubahan No. 106 tanggal 17 April 1973 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta 
dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. 
Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1723 dan 1724 
tanggal 16 Mei 1973 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 683 BNRI No. 76 tanggal 21 September 1973 (“Akta 
Pendirian Perseroan”). 

Sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2007 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan 
Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya, 
Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering) yang diikuti dengan perubahan status 
dan nama menjadi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan melakukan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada tanggal 
29 Oktober 2007 (“Penawaran Umum Perdana”). 

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan 
sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana adalah sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut: 

1. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 11 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di 
Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-
40110.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0057693.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 27613 BNRI No. 94 
tanggal 24 November 2009 yang mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan 
UUPT; 

2. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 1 tanggal 5 April 2010 yang dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan S.H., L.LM., Notaris di Jakarta dan 
telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-08523 tanggal 9 April 2010 serta telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0026603.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 9 April 2010 (“Akta No. 
1/2010”), yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan; 

3. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 30 tanggal 21 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh 
persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-33763.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 6 Juli 
2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0050438.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 Juli 
2010 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 21595 BNRI No. 60 tanggal 29 Juli 2011, yang mengubah seluruh 
ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1; 

4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. atau disingkat PT WIKA 
(Persero) Tbk. No. 09 tanggal 3 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris Di Jakarta dan telah 
diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-13380 tanggal 5 Mei 2011 serta telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0035983.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 dan telah 
diumumkan dalam Tambahan No. 374/L BNRI No. 75 tanggal 17 September 2013 (“Akta No. 09/2011”), yang 
mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan; 

5. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 45 tanggal 23 April 2012 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan 
telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-14314 tanggal 24 April 2012 serta telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0035718.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 dan telah 
diumumkan dalam Tambahan No. 6417/L BNRI No. 96 tanggal 29 November 2013 (“Akta No. 45/2012”), yang 
mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan; 

6. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 13 tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan 
telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-10694 tanggal 22 Maret 2013 serta 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0025751.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013 
(“Akta No. 13/2013”), yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan; 

7. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 56 tanggal 30 April 2013 yang dibuat di hadapan Ati Mulyati S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima 
dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-16541 tanggal 1 Mei 2013 serta telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0039760.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Mei 2013, yang mengubah 
ketentuan Pasal 4 ayat (8), (10) dan Pasal 22 ayat (1) anggaran dasar Perseroan; 
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Perseroan dahulu merupakan Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1961 
tanggal 29 Maret 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Widjaja Karja dengan nama Perusahaan Negara Bangunan 
Widjaja Karja. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1971 tanggal 22 Juli 1971, Perusahaan Negara 
Bangunan Widjaja Karja dinyatakan bubar dan dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang 
didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas No. 110 
tanggal 20 Desember 1972, yang dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil, pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di 
Jakarta juncto akta Perubahan No. 106 tanggal 17 April 1973 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta 
dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. 
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29 Oktober 2007 (“Penawaran Umum Perdana”). 
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tanggal 24 November 2009 yang mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan 
UUPT; 

2. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 1 tanggal 5 April 2010 yang dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan S.H., L.LM., Notaris di Jakarta dan 
telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-08523 tanggal 9 April 2010 serta telah 
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Tbk. No. 30 tanggal 21 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh 
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5. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 45 tanggal 23 April 2012 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan 
telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-14314 tanggal 24 April 2012 serta telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0035718.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 dan telah 
diumumkan dalam Tambahan No. 6417/L BNRI No. 96 tanggal 29 November 2013 (“Akta No. 45/2012”), yang 
mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan; 

6. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 13 tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan 
telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-10694 tanggal 22 Maret 2013 serta 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0025751.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013 
(“Akta No. 13/2013”), yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan; 

7. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 56 tanggal 30 April 2013 yang dibuat di hadapan Ati Mulyati S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima 
dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-16541 tanggal 1 Mei 2013 serta telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0039760.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Mei 2013, yang mengubah 
ketentuan Pasal 4 ayat (8), (10) dan Pasal 22 ayat (1) anggaran dasar Perseroan; 

8. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 20 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar S.H., M.Kn., pengganti 
Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah 
No. AHU-AH.01.10-13006 tanggal 26 Maret 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0025193.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 26 Maret 2014 (“Akta No. 20/2014”), yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 
(2) anggaran dasar Perseroan; 

9. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 23 tanggal 19 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan 
telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0018326 tanggal 23 Maret 2015 serta 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0033872.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015 
(“Akta No. 23/2015”), yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan; 

10. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 47 tanggal 22 April 2015 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta telah 
dan memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU0933994.AH.01.02.Tahun 
2015 serta telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0926429 keduanya tanggal 
22 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan masing-masing di bawah No. AHU-
3496616.AH.01.11.Tahun 2015 dan AHU-3495909.AH.01.11.Tahun 2015 keduanya tanggal 22 April 2015 (“Akta No. 
47/2015”), yang mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 
32/2014 dan POJK No. 33/2014; 

11. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 03 tanggal 1 September 2015 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris 
di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-
0941709.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 4 September 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. 
AHU-3550189.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 September 2015 (“Akta No. 03/2015”), yang mengubah ketentuan 
Pasal 3 anggaran dasar Perseroan; 

12. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya 
Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) Tbk. No. 25 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi 
S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0074507 
tanggal 25 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0098950.AH.01.11.Tahun 
2016 tanggal 25 Agustus 2016 (“Akta No. 25/2016”), yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (3) s/d ayat (11) 
anggaran dasar Perseroan. 

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 03/2015, maksud dan tujuan 
Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, 
agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggraan perkretapian, penyelenggaraan 
pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, engineering procurement construction, 
pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, 
jasa enjinering dan perencanaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat 
untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan 
Terbatas. 

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah 
sebagai berikut:  

Pemegang Saham 
Nilai Nominal Rp.100,00 per saham 

Saham  Rupiah % 
Modal Dasar    

Saham Seri A Dwiwarna 1 100 - 
Saham Seri B 15.999.999.999 1.599.999.999.900  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
Saham Seri A Dwiwarna     
Negara Republik Indonesia  1 100 - 
Saham Seri B    
Negara Republik Indonesia  
Bintang Perbowo 

3.999.999.999 
1.500.000 

399.999.999.900 
150.000.000 

65,05 
0,02 

Masyarakat  2.147.725.000 214.772.500.000 34,93 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.149.225.000 614.922.500.000 100,00 
Jumlah Saham Dalam Portepel     

- 
 

Saham Seri A Dwiwarna - - 
Saham Seri B 9.850.775.000 985.077.500.000 
 



4

Berikut ini merupakan historis kinerja saham bulanan Perseroan di Bursa Efek Indonesia dalam 12 bulan terakhir: 

Periode 
Harga Tertinggi (dalam 

Rupiah) 
Harga Terendah (dalam 

Rupiah) 
Total Volume Perdagangan 

(saham) 

Agustus 2016 3.300 2.980 293.546.600 

Juli 2016 3.050 2.850 205.237.300 

Juni 2016 2.960 2.410 411.406.900 

Mei 2016 2.640 2.210 163.128.500 

April 2016 2.735 2.540 212.919.200 

Maret 2016 2.705 2.450 449.509.500 

Februari 2016 2.745 2.595 321.906.500 

Januari 2016 2.865 2.615 248.084.800 

Desember 2016 2.865 2.600 182.380.700 

November 2016 2.905 2.730 163.534.800 

Oktober 2016 3.130 2.625 256.487.500 
September 

2016 2.890 2.590 186.538.000 
 
PMHMETD I 
 

Jenis Penawaran : HMETD 
Jumlah Saham yang Ditawarkan : Sebanyak 2.820.726.372 (dua miliar delapan ratus dua puluh juta tujuh 

ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua) saham baru 
Nilai Nominal : Rp100 (seratus Rupiah) 
Harga Pelaksanaan : Sebesar Rp2.180 (dua ribu seratus delapan puluh Rupiah) 
Rasio Konversi : 80.000 (delapan puluh ribu) Saham Lama berhak atas sebanyak 36.697 

(tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) HMETD 
Dilusi Kepemilikan : 31,45% (tiga puluh satu koma empat lima persen)  
Periode Perdagangan HMETD  : 17 – 23 November 2016  
Periode Pelaksanaan HMETD : 17 – 23 November 2016  
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa : 17 November 2016  
Pencatatan : BEI 

 
Berdasarkan harga penutupan saham Perseroan tanggal 17 Oktober 2016 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp2.180 (dua 
ribu seratus delapan puluh Rupiah), maka harga teoritis HMETD Perseroan adalah sebesar Rp2.554 (dua ribu lima ratus 
lima puluh empat Rupiah).  

Apabila seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD I ini, maka 
susunan modal saham Perseroan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut: 

Nama Pemegang 
Saham 

Sebelum PMHMETD I Setelah PMHMETD I 
Nilai Nominal Rp.100,- per saham Nilai Nominal Rp.100,- per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) % Jumlah Saham 

Jumlah Nilai 
Nominal 

(Rp) 
% 

Modal Dasar       
Seri A Dwiwarna 1 100  1 100  
Seri B 15.999.999.999 1.599.999.999.900  15.999.999.999 1.599.999.999.900  
Jumlah Modal Dasar 16.000.000.000 1.600.000.000.000  16.000.000.000 1.600.000.000.000  
Modal Ditempatkan 
dan Disetor       

Saham Seri A 
Dwiwarna       

- Negara Republik 
Indonesia Seri A 1 100 - 1 100 - 

Saham Seri B       
- Negara Republik 

Indonesia Seri B 3.999.999.999 399.999.999.900 65,05 5.834.849.999 583.484.999.900 65,05 
- Bintang 

Perbowo 1.500.000 150.000.000 0,02 2.188.068 218.806.800 0,02 
- Masyarakat 2.147.725.000 214.772.500.000 34,93 3.132.913.304 313.291.330.400 34,93 

Jumlah Modal 
Ditempatkan dan 
Disetor 6.149.225.000 614.922.500.000 100,00 8.969.951.372 896.995.137.200 100,00 
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susunan modal saham Perseroan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut: 

Nama Pemegang 
Saham 

Sebelum PMHMETD I Setelah PMHMETD I 
Nilai Nominal Rp.100,- per saham Nilai Nominal Rp.100,- per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
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(Rp) 
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Modal Dasar       
Seri A Dwiwarna 1 100  1 100  
Seri B 15.999.999.999 1.599.999.999.900  15.999.999.999 1.599.999.999.900  
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dan Disetor       
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Dwiwarna       
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Saham Seri B       
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Indonesia Seri B 3.999.999.999 399.999.999.900 65,05 5.834.849.999 583.484.999.900 65,05 
- Bintang 

Perbowo 1.500.000 150.000.000 0,02 2.188.068 218.806.800 0,02 
- Masyarakat 2.147.725.000 214.772.500.000 34,93 3.132.913.304 313.291.330.400 34,93 

Jumlah Modal 
Ditempatkan dan 
Disetor 6.149.225.000 614.922.500.000 100,00 8.969.951.372 896.995.137.200 100,00 
 
       

Saham Dalam 
Portepel 
Seri A Dwiwarna - - -    
Seri B 9.850.775.000 985.077.500.000  7.030.048.628 703.004.862.800  
Jumlah Saham Dalam 
Portepel 9.850.775.000 985.077.500.000  7.030.048.628 703.004.862.800  
 
Pemegang Saham Utama Perseroan yakni Negara Republik Indonesia akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi 
kepemilikan dalam PMHMETD I ini sebagaimana diatur Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 juncto Undang-Undang No. 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, pelaksanaannya 
akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah yang akan diterbitkan sebelum Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa 
Keuangan. 
 
Pemegang Saham individual Perseroan yakni Bintang Perbowo akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan 
dalam PMHMETD I ini.  
 
Dalam hal para pemegang saham lama tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham hasil pelaksanaan HMETD yang 
ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai dengan HMETD-nya, maka para pemegang saham lama akan mengalami 
penurunan persentase kepemilikan (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 31,45% (tiga puluh satu koma empat lima 
persen).  
 
Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka PMHMETD I ini dapat menjual 
haknya kepada pihak lain dari tanggal 17 November 2016 sampai dengan 23 November 2016 baik melalui Bursa Efek 
maupun di luar Bursa Efek sesuai dengan POJK No. 32/2015. 
 
Perseroan melakukan Penawaran Umum untuk menerbitkan sebanyak 2.820.726.372 (dua miliar delapan ratus dua puluh 
juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua) saham baru atau maksimum sebesar 31,45% (tiga puluh 
satu koma empat lima persen)  dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal 
Rp100,- (seratus Rupiah) per saham (“Saham hasil pelaksanaan HMETD”). Setiap pemegang 80.000 (delapan puluh ribu) 
Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 15 November 2016 
pukul 16.00 WIB berhak memperoleh sebanyak 36.697 (tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh HMETD, 
dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru 
dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp2.180 (dua ribu seratus delapan puluh Rupiah)  setiap saham, yang harus dibayar 
penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I 
dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta 
akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Jumlah dana 
yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar Rp6.149.183.490.960 (enam triliun seratus empat 
puluh sembilan miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah).  
 
Seluruh Saham hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan 
memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan 
sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap 
HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). 
 

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA 
PMHMETD I INI, PERSEROAN TIDAK AKAN MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA 
YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI. 
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II. RENCANA PENGGUNAAN DANA 
 
Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD I ini (setelah dikurangi komisi, biaya, imbal jasa dan beban-beban 
emisi lainnya), akan digunakan dengan rincian sebagai berikut:  
• Sekitar 70,77%, digunakan untuk kebutuhan belanja modal guna mendukung proyek-proyek infrastruktur prioritas 

Pemerintah, antara lain yakni kebutuhan investasi untuk pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, water treatment 
plant, dan kawasan industri dengan komposisi sebagai berikut:  
- Pembangunan jalan tol Balikpapan - Samarinda sekitar 7,3% (tujuh koma tiga persen); 
- Pembangunan jalan tol Manado - Bitung sekitar 4,9% (empat koma sembilan persen); 
- Pembangunan jalan tol Soreang - Pasirkoja sekitar 1,8% (satu koma delapan persen);  
- Pembangunan water treatment plant (WTP) Jatiluhur sekitar 1,3% (satu koma tiga persen); 
- Pembangunan pembangkit listrik sekitar 41,9% (empat puluh satu koma sembilan persen); 
- Pembangunan kawasan industri sekitar 7,5% (tujuh koma lima persen) 
- Serta proyek-proyek pembangunan jalan tol, dermaga, pembangkit listrik, pengembangan kawasan lainnya 

sekitar 6,07% (enam koma nol tujuh persen). 
Lebih lanjut, seluruh penggunaan dana dalam rangka kebutuhan belanja modal hasil dari PMHMETD I ini akan 
digunakan oleh Perseroan dalam bentuk penyertaan pada Special Purpose Vehicle (SPV).  

 Sekitar 29,23% digunakan untuk kebutuhan modal kerja guna mengembangkan usaha di bidang infrastruktur antara 
lain pembangkit listrik, jalan tol dan pengembangan kawasan. 
 

Adapun pertimbangan Perseroan menggunakan dana dari hasil PMHMETD I untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur 
Pemerintah adalah karena proyek – proyek yang diusulkan oleh Perseroan dalam prospektus ini adalah proyek – proyek 
strategis pemerintah yang masuk dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional, dimana Perseroan sebagai BUMN berperan sebagai agent of development. 
 
Sesuai dengan POJK No.30/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, total biaya yang 
dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I diperkirakan berjumlah sekitar 2,018% dari total dana yang 
diperoleh dari PMHMETD I. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut: 
 Biaya jasa arranger sebesar 1,700%; 
 Biaya jasa akuntan publik sebesar 0,010%; 
 Biaya jasa penasehat hukum sebesar 0,007%; 
 Biaya notaris sebesar 0,002%; 
 Biaya BEI dan KSEI sebesar 0,00241%, terdiri dari BEI sebesar 0,00105% dan KSEI sebesar 0,00136%; 
 Biaya pernyataan pendaftaran ke OJK sebesar 0,012%; dan 
 Biaya percetakan dan biaya lain-lain sebesar 0,286%. 

 
Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini akan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan 
pasar modal yang berlaku di Indonesia. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari 
PMHMETD I ini dan akan melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada Pemegang Saham dalam 
RUPS Perseroan dan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.   
 
Dalam hal terdapat dana hasil PMHMETD I yang belum direalisasikan, maka sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan 
akan menempatkan dana tersebut dalam instrument keuangan yang aman dan likuid. 
 
Perseroan akan menggunakan sumber dana lain baik dari kas internal Perseroan maupun pinjaman kepada pihak lain jika 
dana hasil dari PMHMETD I ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja modal dan modal kerja Perseroan. 
 
Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini, maka 
Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan dan 
pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para 
Pemegang Saham dalam RUPS Perseroan.  
 
Apabila Perseroan akan melakukan transaksi menggunakan dana yang diperoleh dari PMHMETD I, dan transaksi tersebut 
merupakan transaksi material atau transaksi dengan pihak terafiliasi atau transaksi dengan benturan kepentingan, maka 
Perseroan wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material 
Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan 
Nomor: Kep-614/Bl/2011 serta Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.I tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan 
Transaksi Tertentu, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan  
Nomor: Kep-412/Bl/2009. 
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digunakan oleh Perseroan dalam bentuk penyertaan pada Special Purpose Vehicle (SPV).  

 Sekitar 29,23% digunakan untuk kebutuhan modal kerja guna mengembangkan usaha di bidang infrastruktur antara 
lain pembangkit listrik, jalan tol dan pengembangan kawasan. 
 

Adapun pertimbangan Perseroan menggunakan dana dari hasil PMHMETD I untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur 
Pemerintah adalah karena proyek – proyek yang diusulkan oleh Perseroan dalam prospektus ini adalah proyek – proyek 
strategis pemerintah yang masuk dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional, dimana Perseroan sebagai BUMN berperan sebagai agent of development. 
 
Sesuai dengan POJK No.30/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, total biaya yang 
dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I diperkirakan berjumlah sekitar 2,018% dari total dana yang 
diperoleh dari PMHMETD I. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut: 
 Biaya jasa arranger sebesar 1,700%; 
 Biaya jasa akuntan publik sebesar 0,010%; 
 Biaya jasa penasehat hukum sebesar 0,007%; 
 Biaya notaris sebesar 0,002%; 
 Biaya BEI dan KSEI sebesar 0,00241%, terdiri dari BEI sebesar 0,00105% dan KSEI sebesar 0,00136%; 
 Biaya pernyataan pendaftaran ke OJK sebesar 0,012%; dan 
 Biaya percetakan dan biaya lain-lain sebesar 0,286%. 

 
Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini akan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan 
pasar modal yang berlaku di Indonesia. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari 
PMHMETD I ini dan akan melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada Pemegang Saham dalam 
RUPS Perseroan dan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.   
 
Dalam hal terdapat dana hasil PMHMETD I yang belum direalisasikan, maka sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan 
akan menempatkan dana tersebut dalam instrument keuangan yang aman dan likuid. 
 
Perseroan akan menggunakan sumber dana lain baik dari kas internal Perseroan maupun pinjaman kepada pihak lain jika 
dana hasil dari PMHMETD I ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja modal dan modal kerja Perseroan. 
 
Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini, maka 
Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan dan 
pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para 
Pemegang Saham dalam RUPS Perseroan.  
 
Apabila Perseroan akan melakukan transaksi menggunakan dana yang diperoleh dari PMHMETD I, dan transaksi tersebut 
merupakan transaksi material atau transaksi dengan pihak terafiliasi atau transaksi dengan benturan kepentingan, maka 
Perseroan wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material 
Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan 
Nomor: Kep-614/Bl/2011 serta Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.I tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan 
Transaksi Tertentu, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan  
Nomor: Kep-412/Bl/2009. 
 

III. PERNYATAAN UTANG  
 
Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 
2016 yang tercantum di dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Soejatna Muljana & 
Rekan, akuntan publik independen, yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian, total liabilitas Perseroan 
keseluruhannya per tanggal 30 Juni 2016 berjumlah Rp14.960.696.109 ribu, yang terdiri dari: 
  

 
(Dalam Ribuan Rupiah) 

  Per Tanggal 30 Juni 2016 
LIABILITAS JANGKA PENDEK   
Pinjaman Jangka pendek 3.016.535.980 
Utang usaha 

 Pihak Ketiga  4.344.252.195  
Pihak Berelasi  46.959.240  

Utang Lain-Lain  75.672.886  
Utang Pajak  276.774.618  
Uang Muka dari Pelanggan  388.113.916  
Biaya yang Masih Harus Dibayar 2.468.262.872 
Pendapatan yang Diterima Dimuka  173.596.658  
Bagian Jangka Pendek dari Jangka Panjang: 

 Pinjaman Jangka Menengah  250.000.000  
Pinjaman Jangka Panjang  259.416.393  
Utang Sewa Pembiayaan  18.772.830  

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 11.318.357.589 
  LIABILITAS JANGKA PANJANG 

 Liabilitas Imbalan Paska Kerja         254.910.402  
Liabilitas Pajak Tangguhan           16.412.605 
Uang Muka Proyek Jangka Panjang      1.779.644.740  
Bagian Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek: 

 Pinjaman Jangka Menengah  975.000.000  
Pinjaman Jangka Panjang  578.645.240  
Utang Sewa Pembiayaan  37.725.534  

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 3.642.338.521 
Jumlah Liabilitas 14.960.696.109 
 
1. Pinjaman Jangka Pendek  
 
Per 30 Juni 2016, pinjaman jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp3.016.535.980 ribu. Rincian dari pinjaman jangka 
pendek adalah sebagai berikut: 
 

 
(Dalam Ribuan Rupiah) 

 
Per Tanggal 30 Juni 2016 

Induk Perusahaan 
 Pihak Berelasi 
 PT BNI (Persero) Tbk 515.036.459 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 273.908.096 
Indonesia Eximbank 150.000.000 
PT BRI (Persero) Tbk 108.383.116 
PT Bank DKI 52.217.876 

  Pihak Ketiga 
 Bank of Tokyo – MUFG 799.255.139 

PT Bank Panin Tbk 77.000.000 
PT Sarana Multi Infrastruktur  50.000.000 
HSBC Escrow 26.451.210 
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk 5.717.822 
PT Bank Danamon Indonesia Tbk 4.202.873 
PT Bank Permata 465.931 

  Subtotal 2.062.638.522 
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(Dalam Ribuan Rupiah) 

 
Per Tanggal 30 Juni 2016 

Entitas Anak 
Pihak Berelasi 

 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 198.536.602  
PT BRI (Persero) Tbk 164.846.434  
PT BTN (Persero) Tbk 46.500.000  
Indonesia Eximbank  10.000.000  

  Pihak Ketiga 
 PT Bank ICBC Indonesia, Tbk 195.000.000 

PT Bank CIMB Niaga Tbk 134.501.941 
PT Bank Muamalat 103.477.667 
PT Bank OCBC NISP 46.034.814 
PT Bank Danamon Indonesia Tbk 45.000.000 
PT Bank DBS Indonesia 10.000.000 

Sub Jumlah 953.897.458 
Total Pinjaman Jangka Pendek 3.016.535.980 
 
PT WIJAYA KARYA (Persero), Tbk. 
 
a. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk 

 
Sesuai Akta Perjanjian No. 06, 07, 08, 09, 10, 11,12 dan 13 tanggal 09 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati 
Irdham Idroes, S.H., LLM Notaris di Jakarta, Perseroan telah menerima persetujuan perpanjangan dan tambahan 
fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 
 
Adapun fasilitas yang ditawarkan oleh Bank dan telah disetujui oleh perseroan adalah sebagai berikut : 
 
1. Fasiitas yang diberikan berupa Kredit Modal Kerja Revolving dengan limit Rp100.000.000.000,- (nilai penuh), 

Fasilitas yang diberikan berupa Kredit Modal Kerja Transactional dengan limit Rp500.000.000.000,- (nilai penuh), 
Fasilitas Pembiayaan Subkontraktor dengan limit Rp20.000.000.000,- (nilai penuh), Fasilitas Non Cash Loan 
dengan limit sebesar Rp7.000.000.000.000,- (nilai penuh), dan Fasilitas Treasury Line US$ 15.000.000. (nilai 
penuh). 

2. Tingkat suku bunga 9,75% per tahun. 
3. Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas adalah sampai dengan 10 Mei 2017. 
4. Agunan atas pinjaman tersebut berupa Non Fixed Assets (Piutang dan Persediaan) serta berupa Fixed Assets 

(Tanah dan Bangunan). 
 
Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (Negative Covenants) terkait perjanjian diantaranya adalah: 
 
- Menggunakan fasilitas Non Cash Loan diluar tujuan penggunaan sebagaimana tertuang dalam perjanjian; 
- Memberikan pinjaman baru kepada pihak lain kecuali dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan usaha 

Perseroan; 
- Memindahtangankan agunan, kecuali diganti dengan aset sejenis atau aset lain dengan nilai setara serta dapat 

dibebani dengan hak. 
 
Rasio keuangan yang harus diperhatikan: 
 
- Current Ratio lebih dari 100% dan Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 350%. 

 
b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 

 
Sesuai Akta Perjanjian No 1,2,3,4 dan 5 tanggal 5 Februari 2015, dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham Idroes, S.H., 
LLM., Notaris di Jakarta, Perseroan telah menerima persetujuan perpanjangan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero), Tbk. 
 
Adapun fasilitas yang ditawarkan oleh Bank dan telah disetujui oleh perseroan adalah sebagai berikut : 
 
1. Fasiitas yang diberikan berupa Kredit Modal Kerja dengan total senilai Rp500.000.000.000,- (nilai penuh), serta 

Fasilitas Bank Garansi atau Stand by Letter of  Credit sebesar Rp4.000.000.000.000,-  (nilai penuh), dan forex line 
maksimal sampai USD40.000.000,- (nilai penuh); 

2. Tingkat suku bunga 10% per tahun; 
3. Masa berlaku perjanjian perpanjangan fasilitas sampai dengan 30 November 2016; 
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(Dalam Ribuan Rupiah) 

 
Per Tanggal 30 Juni 2016 

Entitas Anak 
Pihak Berelasi 

 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 198.536.602  
PT BRI (Persero) Tbk 164.846.434  
PT BTN (Persero) Tbk 46.500.000  
Indonesia Eximbank  10.000.000  

  Pihak Ketiga 
 PT Bank ICBC Indonesia, Tbk 195.000.000 

PT Bank CIMB Niaga Tbk 134.501.941 
PT Bank Muamalat 103.477.667 
PT Bank OCBC NISP 46.034.814 
PT Bank Danamon Indonesia Tbk 45.000.000 
PT Bank DBS Indonesia 10.000.000 

Sub Jumlah 953.897.458 
Total Pinjaman Jangka Pendek 3.016.535.980 
 
PT WIJAYA KARYA (Persero), Tbk. 
 
a. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk 

 
Sesuai Akta Perjanjian No. 06, 07, 08, 09, 10, 11,12 dan 13 tanggal 09 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati 
Irdham Idroes, S.H., LLM Notaris di Jakarta, Perseroan telah menerima persetujuan perpanjangan dan tambahan 
fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 
 
Adapun fasilitas yang ditawarkan oleh Bank dan telah disetujui oleh perseroan adalah sebagai berikut : 
 
1. Fasiitas yang diberikan berupa Kredit Modal Kerja Revolving dengan limit Rp100.000.000.000,- (nilai penuh), 

Fasilitas yang diberikan berupa Kredit Modal Kerja Transactional dengan limit Rp500.000.000.000,- (nilai penuh), 
Fasilitas Pembiayaan Subkontraktor dengan limit Rp20.000.000.000,- (nilai penuh), Fasilitas Non Cash Loan 
dengan limit sebesar Rp7.000.000.000.000,- (nilai penuh), dan Fasilitas Treasury Line US$ 15.000.000. (nilai 
penuh). 

2. Tingkat suku bunga 9,75% per tahun. 
3. Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas adalah sampai dengan 10 Mei 2017. 
4. Agunan atas pinjaman tersebut berupa Non Fixed Assets (Piutang dan Persediaan) serta berupa Fixed Assets 

(Tanah dan Bangunan). 
 
Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (Negative Covenants) terkait perjanjian diantaranya adalah: 
 
- Menggunakan fasilitas Non Cash Loan diluar tujuan penggunaan sebagaimana tertuang dalam perjanjian; 
- Memberikan pinjaman baru kepada pihak lain kecuali dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan usaha 

Perseroan; 
- Memindahtangankan agunan, kecuali diganti dengan aset sejenis atau aset lain dengan nilai setara serta dapat 

dibebani dengan hak. 
 
Rasio keuangan yang harus diperhatikan: 
 
- Current Ratio lebih dari 100% dan Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 350%. 

 
b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 

 
Sesuai Akta Perjanjian No 1,2,3,4 dan 5 tanggal 5 Februari 2015, dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham Idroes, S.H., 
LLM., Notaris di Jakarta, Perseroan telah menerima persetujuan perpanjangan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero), Tbk. 
 
Adapun fasilitas yang ditawarkan oleh Bank dan telah disetujui oleh perseroan adalah sebagai berikut : 
 
1. Fasiitas yang diberikan berupa Kredit Modal Kerja dengan total senilai Rp500.000.000.000,- (nilai penuh), serta 

Fasilitas Bank Garansi atau Stand by Letter of  Credit sebesar Rp4.000.000.000.000,-  (nilai penuh), dan forex line 
maksimal sampai USD40.000.000,- (nilai penuh); 

2. Tingkat suku bunga 10% per tahun; 
3. Masa berlaku perjanjian perpanjangan fasilitas sampai dengan 30 November 2016; 

4. Agunan atas perjajian tersebut berupa Non Fixed Assets (Piutang proyek-proyek yang ditunjuk) serta berupa 
Fixed Assets (Tanah dan bangunan milik Pereroan).  
 

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (Negative Covenants) terkait perjanjian diantaranya adalah: 
 
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit debitur kepada Pengadilan Niaga; 
- Menyewakan aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain kecuali untuk operasional usaha; 
- Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman kepada pemegang saham; 
- Mengadakan transaksi dengan pihak yang berafiliasi maupun pihak ketiga diluar aspek kewajaran. 

 
c. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk 
 
Perseroan telah mendapatkan fasilitas Kredit dari PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, sebagaimana tertuang dalam 
surat perpanjangan sementara No.096/PPWK/CBD/IV/2016dan096A/PPWK/CBD/IV2016, sebagai berikut: 
 
1. Fasilitas Kredit Rekening Koran senilai Rp50.000.000.000,- (nilai penuh) serta fasilitas Uncommited Omnibus 

Trade Finance sampai jumlah pokok maksimal Rp300.000.000.000,- (nilai penuh) ekuivalen dengan mata uang 
asing yang tersedia di bank; 

2. Tingkat Suku bunga Bank Danamon Index (BDI) ditambah margin 10,75%; 
3. Masa berlaku kredit sampai dengan 22 April 2016 (dalam proses perpanjangan); 
4. Agunan atas perjanjian tersebut berupa Non-Fixed Assets (Piutang proyek-proyek yang ditunjuk). 
 
Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (Negative Covenants) terkait perjanjian diantaranya adalah: 
 
- Perubahan jenis usaha. 
- Memberikan atau menerima pinjaman dana kepada (dari) pihak lain kecuali dalam rangka mendukung usaha 

perseroan  
- Menyewakan aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain kecuali untuk operasional usaha. 

 
Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indicator sebagai berikut: 
 
- Current Ratio minimal 1 kali dan Debt to Equity Ratio (DER)/Gearing maksimal 2 kali. 
- EBITDA dibagi beban bunga pinjaman lebih besar dari 2 kali. 

 
d. PT Bank Panin, Tbk 
 
Perseroan telah mendapatkan fasilitas Kredit dari PT Bank Panin,Tbk, sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian 
No.87 tanggal 25 Juni 2015, dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki SH, Notaris di Jakarta sebagai berikut: 
Fasilitas Kredit yang diterima adalah berupa: 
 
1. Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp400.000.000.000,- (nilai penuh) equivalen USD (Dollar Amerika serikat); 
2. Tingkat suku bunga sebagai berikut: 

- Untuk jangka waktu pinjaman 1 bulan, bunga sesuai tingkat suku bunga LPS Rate jangka 1 bulan ditambah 
2,50% per tahun. 

- Untuk jangka waktu pinjaman 3 bulan, bunga sesuai tingkat suku bunga LPS Rate jangka 1 bulan ditambah 
margin 3,00% per tahun. 

- Untuk jangka waktu pinjaman 6 bulan, bunga sesuai tingkat suku bunga LPS Rate jangka 1 bulan ditambah 
margin 3,50% per tahun. 

3. Masa berlaku kredit sampai dengan 16 Juli 2016. 
4. Jaminan berupa tagihan Proyek dengan nilai 60% dari jumlah maksimum kredit atau senilai Rp180.000.000.000,- 

(nilai penuh) 
 

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (Negative Covenants) terkait perjanjian diantaranya adalah: 

- Perubahan jenis usaha 
- Memberikan atau menerima pinjaman dana kepada (dari) pihak lain kecuali dalam rangka mendukung usaha 

perseroan (operasional Perseroan). 
- Menyewakan aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain kecuali untuk operasional usaha. 
 
Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut: 

- Pinjaman berbunga dibagi modal sendiri (DER) melebihi 3 kali. 
- EBITDA dibagi beban bunga pinjaman lebih besar dari 1,6 kali. 
- Aset lancar dibagi kewajiban lancar lebih besar dari 1 kali. 
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e. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk 
 
Perseroan telah memperpanjang perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Sebagaimana 
tertuang dalam akta perjanjian No.14, 15, 16 dan 17 tanggal 10 Juli 2015, memberikan fasilitas kredit dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
 
1. Fasilitas Kredit Modal Kerja dan transaksional masing-masing maksimum senilai Rp300.000.000.000,- (nilai 

penuh), serta tambahan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (nilai penuh) untuk mendanai proyek-proyek khusus. 
2. Tingkat suku bunga sebesar 9,5% per tahun. 
3. Fasilitas Kredit Tidak Langsung (Non Cash Loan) dengan maksimum kredit hingga Rp2.500.000.000.000,- (nilai 

penuh). 
4. Masa berlaku kredit sampai dengan 20 Mei 2017. 
5. Kredit ini dijamin dengan Tagihan termin atas proyek-proyek yang dibiayai oleh fasilitas kredit dari PT Bank 

Negara Indonesia (Persero), Tbk. berupa tagihan Proyek. 
 
Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut: 
 
- Current Ratio minimal 1 kali, Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 4 kali dan Debt Service Coverage minimal 

100%. 
 

f. PT Bank Permata, Tbk 
 
Perseroan telah memperpanjang perjanjian kredit dengan PT Bank Permata, Tbk. Sesuai Akta No.10, tanggal 6 
November 2015, yang dibuat oleh Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM, Notaris di Jakarta. PT Bank Permata, Tbk 
memberikan fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
1. Fasilitas Letter of Credit dengan limit maksimum senilai Rp500.000.000.000,- (nilai penuh), fasilitas rekening 

Koran dengan limit maksimum senilai Rp25.000.000.000,- (nilai penuh); 
2. Tingkat suku bunga berkisar 12% per tahun untuk Rupiah, dan 4,5% per tahun untuk USD; 
3. Masa berlaku kredit sampai dengan 19 Juli 2016 
4. Kredit ini dijamin dengan tagihan Proyek yang diikat dengan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia No.05 

tanggal 29 Agustus 2014 dihadapan Lolani Kurniati Irdham S.H., Notaris di Jakarta. 
 

Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut: 
 
- Current ratio tidak kurang dari 1 kali; 
- Debt to equity ratio tidak lebih dari 3,5 kali; 
- Rasio EBITDA dengan biaya bunga maksimal 1,5 kali; 
- Rasio hutang dengan EBITDA maksimal 3 kali. 

 
g. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) 
 
Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 
(HSBC) sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian kredit No.19 tanggal 28 Oktober 2015 dibuat dihadapan Lolani 
Kurniati Irdham S.H Notaris di Jakarta, memberikan fasilitas kredit cash loan dan non cash loan dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
 
1. Fasilitas Kredit Loan Rp125.000.000.000,- (nilai penuh). 
2. Fasilitas Kredit Non Cash Loan Limit Gabungan Rp2.250.000.000.000,- (nilai penuh). 
3. Fasilitas Bank Garansi dalam bentuk mata uang asing sebesar Rp1.800.000.000.000,- (nilai penuh) 
4. Fasilitas Standby Letter of Credit dalam bentuk mata uang asing sebesar Rp 1.800.000.000.000,- (nilai penuh) 
5. Masa berlaku kredit sampai dengan 30 April 2017. 
6. Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut: 

- Mata Uang Dollar Amerika Serikat 7,99% per tahun dibawah Best Landing Rate. 
- Mata Uang Rupiah 4,60% per tahun dibawah Best Landing Rate. 

7. Kredit ini dijamin sesuai Akta Fidusia atas Piutang 
 

Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut: 
 
- Rasio Lancar (Current Assets) minimal 1 x (satu kali). 
- Rasio Gearing Eksternal maksimum 2 x (dua kali). 
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e. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk 
 
Perseroan telah memperpanjang perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Sebagaimana 
tertuang dalam akta perjanjian No.14, 15, 16 dan 17 tanggal 10 Juli 2015, memberikan fasilitas kredit dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
 
1. Fasilitas Kredit Modal Kerja dan transaksional masing-masing maksimum senilai Rp300.000.000.000,- (nilai 

penuh), serta tambahan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (nilai penuh) untuk mendanai proyek-proyek khusus. 
2. Tingkat suku bunga sebesar 9,5% per tahun. 
3. Fasilitas Kredit Tidak Langsung (Non Cash Loan) dengan maksimum kredit hingga Rp2.500.000.000.000,- (nilai 

penuh). 
4. Masa berlaku kredit sampai dengan 20 Mei 2017. 
5. Kredit ini dijamin dengan Tagihan termin atas proyek-proyek yang dibiayai oleh fasilitas kredit dari PT Bank 

Negara Indonesia (Persero), Tbk. berupa tagihan Proyek. 
 
Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut: 
 
- Current Ratio minimal 1 kali, Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 4 kali dan Debt Service Coverage minimal 

100%. 
 

f. PT Bank Permata, Tbk 
 
Perseroan telah memperpanjang perjanjian kredit dengan PT Bank Permata, Tbk. Sesuai Akta No.10, tanggal 6 
November 2015, yang dibuat oleh Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM, Notaris di Jakarta. PT Bank Permata, Tbk 
memberikan fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
1. Fasilitas Letter of Credit dengan limit maksimum senilai Rp500.000.000.000,- (nilai penuh), fasilitas rekening 

Koran dengan limit maksimum senilai Rp25.000.000.000,- (nilai penuh); 
2. Tingkat suku bunga berkisar 12% per tahun untuk Rupiah, dan 4,5% per tahun untuk USD; 
3. Masa berlaku kredit sampai dengan 19 Juli 2016 
4. Kredit ini dijamin dengan tagihan Proyek yang diikat dengan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia No.05 

tanggal 29 Agustus 2014 dihadapan Lolani Kurniati Irdham S.H., Notaris di Jakarta. 
 

Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut: 
 
- Current ratio tidak kurang dari 1 kali; 
- Debt to equity ratio tidak lebih dari 3,5 kali; 
- Rasio EBITDA dengan biaya bunga maksimal 1,5 kali; 
- Rasio hutang dengan EBITDA maksimal 3 kali. 

 
g. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) 
 
Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 
(HSBC) sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian kredit No.19 tanggal 28 Oktober 2015 dibuat dihadapan Lolani 
Kurniati Irdham S.H Notaris di Jakarta, memberikan fasilitas kredit cash loan dan non cash loan dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
 
1. Fasilitas Kredit Loan Rp125.000.000.000,- (nilai penuh). 
2. Fasilitas Kredit Non Cash Loan Limit Gabungan Rp2.250.000.000.000,- (nilai penuh). 
3. Fasilitas Bank Garansi dalam bentuk mata uang asing sebesar Rp1.800.000.000.000,- (nilai penuh) 
4. Fasilitas Standby Letter of Credit dalam bentuk mata uang asing sebesar Rp 1.800.000.000.000,- (nilai penuh) 
5. Masa berlaku kredit sampai dengan 30 April 2017. 
6. Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut: 

- Mata Uang Dollar Amerika Serikat 7,99% per tahun dibawah Best Landing Rate. 
- Mata Uang Rupiah 4,60% per tahun dibawah Best Landing Rate. 

7. Kredit ini dijamin sesuai Akta Fidusia atas Piutang 
 

Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut: 
 
- Rasio Lancar (Current Assets) minimal 1 x (satu kali). 
- Rasio Gearing Eksternal maksimum 2 x (dua kali). 

 
 

h. Indonesia Eximbank 
 
Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit modal kerja ekspor dengan Indonesia Eximbank sebagai mana tertuang 
dalam akta perjanjian kredit No.26 tanggal 12 Juni 2015 dibuat dihadapan Sri Ismiyati S.H Notaris di Jakarta, 
memberikan fasilitas kredit non cash loan dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
1. Fasilitas terdiri dari Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE); Pembukaan dan Pembiayaan L/C, Sight/Usance/UPAS dan 

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). 
2. Fasilitas Kredit Limit Gabungan  Rp 400.000.000.000,- (nilai penuh). 
3. Fasilitas Penjaminan dengan limit Rp.100.000.000.000,- 
4. Fasilitas Pembelian Tagihan Supplier dengan limit Rp.100.000.000.000,- 
5. Masa berlaku kredit sampai dengan 23 Juli 2016. 
6. Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut:  

- Mata Uang Dollar Amerika Serikat 5,35% per tahun       
- Mata Uang Rupiah 9,25% per tahun.        

7. Kredit ini dijamin sesuai Akta Fidusia atas Piutang No.26 tanggal 12 Juni 2015. 
Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut:     
- Rasio Lancar (Current Assets) minimal 1 x (satu kali). 
- Rasio Gearing Eksternal maksimum 1,5 x (satu setengah kali). 

 
i. PT Bank DKI     
 
Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit modal kerja dan Pinjaman Rekening Koran dengan PT Bank DKI  sebagai 
mana tertuang dalam akta perjanjian kredit No.39 dan 40  tanggal 14 Agustus 2015 dibuat dihadapan Sri Ismiyati S.H 
Notaris di Jakarta, memberikan fasilitas kredit non cash loan dengan ketentuan sebagai berikut : 
  
1. Fasilitas Kredit Modal Kerja SPK maksimum senilai Rp60.000.000.000,- (nilai penuh);   
2. Fasilitas Kredit Rekening Koran  Rp 50.000.000.000,- (nilai penuh);   
3. Masa berlaku kredit  sampai dengan 23 Juli 2016;  
4. Tingkat suku bunga adalah 10%;         
5. Kredit ini dijamin sesuai Akta Fidusia atas Piutang No.78 tanggal 23 Juli 2014.    

            
j. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk   
 
Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit modal kerja dan Pinjaman Rekening Koran dengan PT Bank BII Tbk. 
sebagai mana tertuang dalam akta perjanjian kredit No.53, 54, 55, 56 dan 57 24 Juni 2015 dibuat dihadapan Adi 
Triharso S.H Notaris di Jakarta, memberikan fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut :  
 
1. Fasilitas Letter of Credit/ SKBDN maksimum senilai Rp200.000.000.000,- (nilai penuh).   
2. Fasilitas Kredit Rekening Koran  Rp 25.000.000.000,- (nilai penuh).      
3. Masa berlaku kredit  sampai dengan 13 Juli 2016.        
4. Tingkat suku bunga adalah 9,95% untuk fasilitas L/C atau SKBDN, 10,25% untuk Fasilitas Rekening Koran. 
5. Kredit ini dijamin dengan tagihan kontrak yang dibiayai olehbank ataupun tidak dibiayai oleh bank. 

            
k. The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd 
 
Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit dengan The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, LTD., sebagai mana tertuang 
dalam akta perjanjian kredit No.94 tanggal 18 November  2015 dibuat dihadapan Sri Ismiyati SH Notaris di Jakarta, 
memberikan fasilitas kredit cash loan dan non cash loan dengan ketentuan sebagai berikut :   
    
1. Fasilitas Kredit Jangka Pendek Tanpa Komitmen sebesar Rp 100.000.000.000,- (nilai penuh) dan Fasilitas 

Penyelesaian Impor senilai Rp 125.000.000.000,- (nilai penuh).      
2. Masa berlaku kredit  sampai dengan 18 November  2016.     
3. Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut:    

- Mata Uang Dollar Amerika Serikat dan Yen Jepang 2,0% per tahun ditambah marjin 0,75%.  
- Mata Uang Rupiah 4% per tahun ditambah marjin 0,60%.  

4. Kredit ini dijamin dengan Jaminan Fidusia atas Piutang dagang dengan nilai maksimum sampai dengan 120% dari 
Batas Fasilitas.           

 
Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut:  
 
- Rasio Lancar (Current Assets) minimal 1 x (satu kali). 
- Rasio Gearing Eksternal maksimum 2 x (dua kali). 
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l. PT Bank DBS Indonesia 
 
Perseroan telah mengadakan perubahan dan penegasan perjanjian kredit dengan PT Bank DBS Indonesia sebagai 
mana tertuang dalam Akta No. 13, tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan M.Nova Faisal , SH, MKn, notaris 
di Jakarta dan perubahan perjanjian fasilitas No 084/PFPA-DBSI/V/1-2/2016 sebagai berikut :   
           
1. Fasilitas uncommited cash loan (RCF) maksimum hingga Rp 200.000.000.000,- (nilai penuh).  

  
2. Fasilitas uncommited non cash loan maksimum hingga Rp800.000.000.000,- (nilai penuh) atau ekuivalen dalam 

mata uang yang disetujui oleh Bank untuk transaksi berupa Sight dan atau Usance LC ataupun SKBDN dan garansi 
bank.  

3. Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut:  
a. Untuk penarikan dalam mata uang IDR : 

- Jakarta Interbank Office Rate (JIBOR) ditambah 3,44% per tahun untuk penarikan selama 1 bulan 
- Jakarta Interbank Office Rate (JIBOR) ditambah 3,57% per tahun untuk penarikan selama 3 bulan 
- Jakarta Interbank Office Rate (JIBOR) ditambah 3,83% per tahun untuk penarikan selama 6 bulan  

b. Untuk penarikan dalam mata uang USD : 
- London Interbank Offered Rate (LIBOR) ditambah 4,65% per tahun untuk penarikan selama 1 bulan 
- London Interbank Offered Rate (LIBOR) ditambah 4,70% per tahun untuk penarikan selama 3 bulan 
- London Interbank Offered Rate (LIBOR) ditambah 4,78% per tahun untuk penarikan selama 6 bulan

  
4. Masa berlaku perjanjian kredit  sampai dengan 7 Oktober 2016. 
5. Fasilitas Kredit ini dijamin dengan tagihan Proyek sebesar yang diikat dengan Addendum III Akta Jaminan Fidusia 

No.05 tanggal 4 Oktober 2014.      
 
Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (Negative Covenants) terkait perjanjian diantaranya adalah : 
 
- Perubahan jenis usaha         

         
- Tidak ada pihak terkait nasabah yang akan membuat atau mengijinkan untuk mengalihkan hak secara fidusia 

surat hutang, hak tanggungan, gadai dll.    
- Menyewakan atau mengalihkan (menjual)  aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain   

    
Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut:    
     
- Current Ratio minimal 1 kali, Interest Service Coverage Ratio 1,5 kali dan Gearing Ratio 2,5 kali. 

 
m. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia      
 
Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia sebagai mana tertuang 
dalam akta perjanjian kredit No.03 tanggal 05 Mei 2015 dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes SH, LLM 
Notaris di Jakarta, memberikan fasilitas kredit cash loan dan non cash loan dengan ketentuan sebagai berikut : 
  
1. Fasilitas Kredit Revolving Rp 150.000.000.000,- (nilai penuh) atau setara dalam mata uang USD.   
2. Fasilitas L/C (sight dan usance) dan L/C dalam negeri (SKBDN) senilai Rp 450.000.000.000,- (nilai penuh) atau 

setara dalam mata uang USD.         
3. Fasilitas Bank Garansi total sebesar Rp 450.000.000.000,- (nilai penuh) atau setara dalam mata uang lainnya yang 

dapat diterima Bank.          
4. Masa berlaku kredit  sampai dengan 5 Mei 2017.   
5. Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut:  

- Mata Uang Dollar Amerika Serikat 2,25% per tahun ditambah Cost of Fund.    
- Mata Uang Rupiah 1,5% per tahun ditambah Cost of Fund.      

6. Kredit ini dijamin sesuai Akta Fidusia atas Piutang.      
            

n. PT Bank ICBC Indonesia    
 
Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank ICBC Indonesia sebagai mana tertuang dalam akta 
perjanjian kredit No.51 tanggal 18 Maret 2016 dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra SH Notaris di Jakarta, 
memberikan fasilitas kredit cash loan dan non cash loan dengan ketentuan sebagai berikut :   
    
1. Pinjaman Tetap on Demand Rp 100.000.000.000,- (nilai penuh) .    
2. Fasilitas Omnibus Line untuk L/C (sight dan usance) dan L/C dalam negeri  (SKBDN), Trust Receipt, UPAS/UFAM 

dan Bank Garansi senilai Rp 250.000.000.000,- (nilai penuh) atau setara dalam multicurrency.   
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l. PT Bank DBS Indonesia 
 
Perseroan telah mengadakan perubahan dan penegasan perjanjian kredit dengan PT Bank DBS Indonesia sebagai 
mana tertuang dalam Akta No. 13, tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan M.Nova Faisal , SH, MKn, notaris 
di Jakarta dan perubahan perjanjian fasilitas No 084/PFPA-DBSI/V/1-2/2016 sebagai berikut :   
           
1. Fasilitas uncommited cash loan (RCF) maksimum hingga Rp 200.000.000.000,- (nilai penuh).  

  
2. Fasilitas uncommited non cash loan maksimum hingga Rp800.000.000.000,- (nilai penuh) atau ekuivalen dalam 

mata uang yang disetujui oleh Bank untuk transaksi berupa Sight dan atau Usance LC ataupun SKBDN dan garansi 
bank.  

3. Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut:  
a. Untuk penarikan dalam mata uang IDR : 

- Jakarta Interbank Office Rate (JIBOR) ditambah 3,44% per tahun untuk penarikan selama 1 bulan 
- Jakarta Interbank Office Rate (JIBOR) ditambah 3,57% per tahun untuk penarikan selama 3 bulan 
- Jakarta Interbank Office Rate (JIBOR) ditambah 3,83% per tahun untuk penarikan selama 6 bulan  

b. Untuk penarikan dalam mata uang USD : 
- London Interbank Offered Rate (LIBOR) ditambah 4,65% per tahun untuk penarikan selama 1 bulan 
- London Interbank Offered Rate (LIBOR) ditambah 4,70% per tahun untuk penarikan selama 3 bulan 
- London Interbank Offered Rate (LIBOR) ditambah 4,78% per tahun untuk penarikan selama 6 bulan

  
4. Masa berlaku perjanjian kredit  sampai dengan 7 Oktober 2016. 
5. Fasilitas Kredit ini dijamin dengan tagihan Proyek sebesar yang diikat dengan Addendum III Akta Jaminan Fidusia 

No.05 tanggal 4 Oktober 2014.      
 
Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (Negative Covenants) terkait perjanjian diantaranya adalah : 
 
- Perubahan jenis usaha         

         
- Tidak ada pihak terkait nasabah yang akan membuat atau mengijinkan untuk mengalihkan hak secara fidusia 

surat hutang, hak tanggungan, gadai dll.    
- Menyewakan atau mengalihkan (menjual)  aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain   

    
Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut:    
     
- Current Ratio minimal 1 kali, Interest Service Coverage Ratio 1,5 kali dan Gearing Ratio 2,5 kali. 

 
m. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia      
 
Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia sebagai mana tertuang 
dalam akta perjanjian kredit No.03 tanggal 05 Mei 2015 dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes SH, LLM 
Notaris di Jakarta, memberikan fasilitas kredit cash loan dan non cash loan dengan ketentuan sebagai berikut : 
  
1. Fasilitas Kredit Revolving Rp 150.000.000.000,- (nilai penuh) atau setara dalam mata uang USD.   
2. Fasilitas L/C (sight dan usance) dan L/C dalam negeri (SKBDN) senilai Rp 450.000.000.000,- (nilai penuh) atau 

setara dalam mata uang USD.         
3. Fasilitas Bank Garansi total sebesar Rp 450.000.000.000,- (nilai penuh) atau setara dalam mata uang lainnya yang 

dapat diterima Bank.          
4. Masa berlaku kredit  sampai dengan 5 Mei 2017.   
5. Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut:  

- Mata Uang Dollar Amerika Serikat 2,25% per tahun ditambah Cost of Fund.    
- Mata Uang Rupiah 1,5% per tahun ditambah Cost of Fund.      

6. Kredit ini dijamin sesuai Akta Fidusia atas Piutang.      
            

n. PT Bank ICBC Indonesia    
 
Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank ICBC Indonesia sebagai mana tertuang dalam akta 
perjanjian kredit No.51 tanggal 18 Maret 2016 dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra SH Notaris di Jakarta, 
memberikan fasilitas kredit cash loan dan non cash loan dengan ketentuan sebagai berikut :   
    
1. Pinjaman Tetap on Demand Rp 100.000.000.000,- (nilai penuh) .    
2. Fasilitas Omnibus Line untuk L/C (sight dan usance) dan L/C dalam negeri  (SKBDN), Trust Receipt, UPAS/UFAM 

dan Bank Garansi senilai Rp 250.000.000.000,- (nilai penuh) atau setara dalam multicurrency.   

3. Masa berlaku kredit  sampai dengan  18 Maret 2017.    
4. Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut:    

- 11,00% per tahun (floating) untuk pinjaman tetap, Trust Receipt dan UPAS/UFAM dalam mata uang Rpiah. 
- 4,00% per tahun (floating) untuk Trust Receipt dan UPAS/UFAM dalam mata uang USD dan multicurrency. 

5.  Kredit ini dijamin sesuai Akta Fidusia atas Piutang No 52.  
 

Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut:   
   
- Debt Equity Ratio 3 kali (hutang dengan bunga/Ekuitas).   

     
PT Wijaya Karya Beton Tbk  
       
a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.        

        
Pada tanggal 06 Oktober 2015 PT Bank Rakyat Indonesia  (Persero) Tbk. telah menyetujui perpanjangan kredit yang 
diajukan oleh Perseroan yang tertuang dalam surat dengan nomor R.II.279-ADK/DKR-2/10/2015 dengan jangka waktu 13 
September 2015 sampai dengan 13 September 2016. 
   
Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. memberikan fasilitas kredit berupa:  
 
1.  Fasilitas Kredit Modal kerja  dengan limit sebesar Rp125.000.000.000,- (nilai penuh);    
2.  Fasilitas Non Cash Loan (NCL) dengan limit sebesar Rp50.000.000.000,- (nilai penuh);   
3.  Fasilitas Penangguhan Jaminan Atas Impor (PJI) 28 Milyar (Interchangeable dengan fasilitas Non Cash Loan). 
4.  Tingkat suku bunga sebesar 10,75% per tahun;         
5.  Agunan atas perjanjian tersebut berupa Non Fixed Assets (Persediaan), dan Fixed Assets (Tanah, Bangunan, Mesin dan 

Peralatan). 
  

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (Negative Covenants) terkait perjanjian diantaranya adalah: 
 
- Melakukan Perubahan susunan pengurus Debitur. 
- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan Perseroan kepada pihak lain, 

kecuali yang sudah ada saat ini;     
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit nasabah sendiri; 
- Menerima pinjaman/pembiayaan baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya, kecuali yang sudah ada saat ini;  
- Menyewakan asset yang dijaminkan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada pihak lain;   
- Melakukan penyertaan saham baik kepada grup sendiri maupun perusahaan lainnya di atas Rp10.000.000.000,- (nilai 

penuh); 
- Melakukan perubahan anggaran dasar, perubahan modal saham, melunasi/membayar utang kepada pemegang 

saham/utang persero sebelum seluruh utang dan/atau kewajiban-kewajiban pembayaran Debitur kepada BRI dilunasi 
terlebih dahulu.          
            

Rasio keuangan yang harus diperhatikan : 
  
- Debt Equity Ratio maksimal 400%, sedangkan Debt Equity Ratio Perseroan lebih baik dari ratio yang dipersyaratkan 

yaitu sebesar 99%.          
             

b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
 
Pada tanggal 2 Mei 2016 Perseroan telah melakukan persetujuan fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
dengan nomor perjanjian No. CBG.CB2/SPPK.011/2016.. Fasilitas yang diberikan berupa Kredit Modal Kerja senilai 
Rp15.000.000.000 (nilai penuh), Kredit Modal Kerja Transaksional Rp385.000.000.000,- (nilai penuh) serta fasilias Non-Cash 
Loan dengan limit Rp285.000.000.000,- (nilai penuh). 
       
Masa berlaku perjanjian  sampai dengan tanggal 10 Mei 2017.       
   
1.  Tingkat bunga sebesar 9,95% per tahun;        
2.  Agunan atas perjanjian tersebut berupa tanah serta jaminan fidusia piutang dan persediaan. 
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Hal - hal yang tidak boleh dilakukan (Negative Covenants) terkait perjanjian diantaranya adalah :  
   
- Perubahan anggaran dasar Debitur, apabila terkait susunan pemegang saham yang menyebabkan PT Wijaya Karya 

(Persero) Tbk tidak menjadi pemegang saham pengendali; 
- Pembagian dividen dengan ketentuan tindakan yang dimaksud tidak mengakibatkan pelanggaran covenant yang 

dipersyaratkan oleh bank. 
  

Rasio keuangan yang harus diperhatikan :  
 
- Debt Equity Ratio maksimal 400%;, sedangkan Debt Equity Ratio Perseroan lebih baik dari ratio yang dipersyaratkan 

yaitu sebeser 99%.      
 
PT Wijaya Karya Realty 
 
a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 

 
Pada tanggal 06 Mei 2013 Perusahaan menerima persetujuan perpanjangan kredit pada tanggal 24 April 2015 pada surat 
penawaran nomor R.III.36-KCK/ADK/04/2015 dan persetujuan perubahan plafond pada surat penawaran kredit tanggal 21 
Mei 2015 nomor R.III.44-KCK/ADK/05/2015 dengan fasilitas kredit berikut :     
     
1.  Pinjaman Kredit Modal Kerja sebesar  Rp. 30.000.000.000,- (nilai penuh) dengan suku bunga sebesar 12,50% p.a., 

provisi 0,25% pa dan pinalti 50% p.a. (jika terdapat tunggakan pokok dan bunga), jangka waktu 1 tahun yang berakhir 
pada 06 Mei 2017.          

2.  Pinjaman Kredit Modal Kerja Impor (KMKI) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (nilai penuh) dan fasilitas PJI semula sebesar 
Rp9.000.000.000,- (nilai penuh) dengan sukuk bunga sebesar 12,50% p.a. provisi 0,25%, jangka waktu 1 tahun yang 
berakhir pada 06 Mei 2017.         
        

Jaminan:   
 
1.  Fidusia atas piutang usaha dengan nilai penjaminan sebesar Rp20.000.000.000,- (nilai penuh).   
2.  Fidusia atas persediaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp40.000.000.000,- (nilai penuh). 
3.  Tanah HGB No. 2107 seluas 122.593 M²/ Harapan Baru, Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur, Jl. H.A.M.M 

Rifaddin Komplek Grand Tamansari Samarinda        
4.  Dua Tanah dan bangunan (Sport Club) di Semarang (jawa Tengah) dan Bekasi (Jawa Barat). 
 
b. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 

 
1.  Pada tanggal 15 Juni 2010 Perusahaan menerima fasilitas pinjaman modal kerja dari Bank CIMB Niaga dan 

diperpanjang sementara sesuai surat No.020/SP/CDU/CL-CS/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 serta surat permohonan 
perpanjangan kredit untuk satu tahun kedepan dengan nomor surat  KU.01.02/A.DIR.WR.450/2016 atas fasilitas 
pinjaman sebagai berikut:    
- Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) plafon awal sebesar  Rp34.000.000.000,- (nilai penuh), dengan suku bunga 

sebesar 12% per tahun;    
- Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp3.000.000.000,- (nilai penuh), dengan suku bunga sebesar 13% per tahun 

(subject to change);          
 Fasilitas non cash loan berupa fasilitas Bank Garansi & SKBDN/LC sebesar Rp50.000.000.000,-. (nilai penuh).  

- Masa berlaku kredit  sampai dengan 14 Juli 2016.     
- Biaya Provisi sebesar 0.50% per tahun        

           
Jaminan:            
           
- Dua APHT atas SHGB di Jatibening,  Bekasi dan Samarinda, Kalimantan timur;    
- Fidusia atas account receivable minimal sebesar Rp50.000.000.000,- (nilai penuh)   
- Pengalihan pendapatan kontrak proyek yang dibiayai/account receivables yang dibiayai minimal senilai 120% dari 

outstanding terkait.          
             

2.  Pada tanggal 26 Juni 2015 Perusahaan menerima fasilitas pinjaman kredit berupa Pinjaman Transaksi Khusus-3 (On 
Liquidation Base) dari Bank CIMB Niaga untuk pembiayaan Tamansari Cyber Residence Bogor. Berdasarkan surat 
penawaran Nomor : 122/OL/CBG/III/VI/2015 dengan ketentuan sebagai berikut :    
- Pinjaman sebesar Rp50.000.000.000,- (nilai penuh)    
- Jangka waktu jatuh tempo fasilitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 
- Tingkat suku bunga 12% dengan provisi 0,5% per tahun      
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Hal - hal yang tidak boleh dilakukan (Negative Covenants) terkait perjanjian diantaranya adalah :  
   
- Perubahan anggaran dasar Debitur, apabila terkait susunan pemegang saham yang menyebabkan PT Wijaya Karya 

(Persero) Tbk tidak menjadi pemegang saham pengendali; 
- Pembagian dividen dengan ketentuan tindakan yang dimaksud tidak mengakibatkan pelanggaran covenant yang 

dipersyaratkan oleh bank. 
  

Rasio keuangan yang harus diperhatikan :  
 
- Debt Equity Ratio maksimal 400%;, sedangkan Debt Equity Ratio Perseroan lebih baik dari ratio yang dipersyaratkan 

yaitu sebeser 99%.      
 
PT Wijaya Karya Realty 
 
a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 

 
Pada tanggal 06 Mei 2013 Perusahaan menerima persetujuan perpanjangan kredit pada tanggal 24 April 2015 pada surat 
penawaran nomor R.III.36-KCK/ADK/04/2015 dan persetujuan perubahan plafond pada surat penawaran kredit tanggal 21 
Mei 2015 nomor R.III.44-KCK/ADK/05/2015 dengan fasilitas kredit berikut :     
     
1.  Pinjaman Kredit Modal Kerja sebesar  Rp. 30.000.000.000,- (nilai penuh) dengan suku bunga sebesar 12,50% p.a., 

provisi 0,25% pa dan pinalti 50% p.a. (jika terdapat tunggakan pokok dan bunga), jangka waktu 1 tahun yang berakhir 
pada 06 Mei 2017.          

2.  Pinjaman Kredit Modal Kerja Impor (KMKI) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (nilai penuh) dan fasilitas PJI semula sebesar 
Rp9.000.000.000,- (nilai penuh) dengan sukuk bunga sebesar 12,50% p.a. provisi 0,25%, jangka waktu 1 tahun yang 
berakhir pada 06 Mei 2017.         
        

Jaminan:   
 
1.  Fidusia atas piutang usaha dengan nilai penjaminan sebesar Rp20.000.000.000,- (nilai penuh).   
2.  Fidusia atas persediaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp40.000.000.000,- (nilai penuh). 
3.  Tanah HGB No. 2107 seluas 122.593 M²/ Harapan Baru, Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur, Jl. H.A.M.M 

Rifaddin Komplek Grand Tamansari Samarinda        
4.  Dua Tanah dan bangunan (Sport Club) di Semarang (jawa Tengah) dan Bekasi (Jawa Barat). 
 
b. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 

 
1.  Pada tanggal 15 Juni 2010 Perusahaan menerima fasilitas pinjaman modal kerja dari Bank CIMB Niaga dan 

diperpanjang sementara sesuai surat No.020/SP/CDU/CL-CS/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 serta surat permohonan 
perpanjangan kredit untuk satu tahun kedepan dengan nomor surat  KU.01.02/A.DIR.WR.450/2016 atas fasilitas 
pinjaman sebagai berikut:    
- Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) plafon awal sebesar  Rp34.000.000.000,- (nilai penuh), dengan suku bunga 

sebesar 12% per tahun;    
- Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp3.000.000.000,- (nilai penuh), dengan suku bunga sebesar 13% per tahun 

(subject to change);          
 Fasilitas non cash loan berupa fasilitas Bank Garansi & SKBDN/LC sebesar Rp50.000.000.000,-. (nilai penuh).  

- Masa berlaku kredit  sampai dengan 14 Juli 2016.     
- Biaya Provisi sebesar 0.50% per tahun        

           
Jaminan:            
           
- Dua APHT atas SHGB di Jatibening,  Bekasi dan Samarinda, Kalimantan timur;    
- Fidusia atas account receivable minimal sebesar Rp50.000.000.000,- (nilai penuh)   
- Pengalihan pendapatan kontrak proyek yang dibiayai/account receivables yang dibiayai minimal senilai 120% dari 

outstanding terkait.          
             

2.  Pada tanggal 26 Juni 2015 Perusahaan menerima fasilitas pinjaman kredit berupa Pinjaman Transaksi Khusus-3 (On 
Liquidation Base) dari Bank CIMB Niaga untuk pembiayaan Tamansari Cyber Residence Bogor. Berdasarkan surat 
penawaran Nomor : 122/OL/CBG/III/VI/2015 dengan ketentuan sebagai berikut :    
- Pinjaman sebesar Rp50.000.000.000,- (nilai penuh)    
- Jangka waktu jatuh tempo fasilitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 
- Tingkat suku bunga 12% dengan provisi 0,5% per tahun      

             

Jaminan :            
      
a. Jaminan yang diberikan adalah fidusia piutang penjualan Apartemen dan kondotel.    
b. Buy back guarantee dari debitur atas dari setiap pembatalan pembelian unit Apartemen dan Kondotel. 
3.  Pada tanggal 26 Juni 2015 Perusahaan menerima fasilitas pinjaman kredit berupa Pembiayaan Syariah Transaksi 

Khusus-3 (On Liquidation Basis) dari Bank CIMB Niaga untuk pembiayaan Tamansari Cyber Residence Bogor. 
Berdasarkan surat penawaran Nomor: 122/OL/CBG/III/VI/2015. dengan fasilitas pinjaman sebagai berikut: 
- Fasilitas Transaksi Khusus-3 (On Liquidation Basis) dengan nilai platfon Rp.50.000.000.000,- (nilai penuh);  
- Masa berlaku perjanjian fasilitas adalah sampai dengan 31 Desember 2018;     
- Tingkat Suku Bunga 12 % per tahun dan Provisi 0,5% per tahun. 
             

Jaminan:           
a. Fidusia Piutang dengan minimun nilai pengikatan adalah 100% dari total Plafond Fasilitas Pembiayaan Syariah 

Transaksi Khusus – 3; 
b. Tanah atas proyek Tamansari Cyber Residence dengan minimum nilai pengikatan adalah 125% dari total existing 

outstanding fasilitas Pembiayaan Syariah Transaksi Khusus – 3.  
     

c. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. 
 

Pada tanggal 25 September  2007 Perusahaan menerima fasilitas pinjaman Modal Kerja dari PT Bank Negara indonesia 
(Persero), Tbk. Persetujuan perubahan  terakhir dengan surat Persetujuan Penarikan Agunan dan Penurunan Maksimum 
Fasilitas Kredit Nomor JMM/2/242/R tanggal 3 September 2014 dan JMM/2/262/R tanggal 23 September 2014. Dan 
diperpanjang dengan surat permohonan nomor KU.02.01/A.DIR.WR.1401/2015 tertanggal 18 September 2015 dengan 
fasilitas pinjaman sebagai berikut : 
  
1.  Pinjaman Kredit Modal Kerja sebesar  Rp.20.000.000.000,- (nilai penuh) dengan suku bunga sebesar 12,75% pa. 
2.  Fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 500.000.000,- (nilai penuh) untuk menjamin tender, pelaksanaan pekerjaan dan 

penerimaan uang muka serta pembelian barang atas proyek pemerintah dan swasta.   
          

Jaminan :            
           
- Tanah dan bangunan di Komplek Tamansari Bukit Mutiara dan Sebidang tanah perumahan Tamansari Pelabuhan Ratu

  
- Fidusia senilai Rp3.579.500.000,- (nilai penuh).   

      
d. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 
 
Pada  tanggal  21 September 2012 Perusahaan menerima fasilitas pinjaman Kredit Kontruksi sesuai Perjanjian Kredit No 12 
dengan Persetujuan Perubahan Plafon KMK Konstruksi Nomor 713/JKC.I/CMLU/III/2014 tertanggal 20 Maret 2013, dengan 
fasilitas pinjaman sebagai berikut :          
          
1.  Pinjaman kredit sebesar  Rp. 100.000.000.000,- (nilai penuh). 
2.  suku bunga sebesar 12,50% pa/adjustable rate (dapat berubah sewaktu - waktu sesuai ketentuan bank) dan profisi 

0,5%  
3.  jangka waktu s.d 21 September 2016.        

         
Jaminan:  
      
Cessie atas piutang Proyek The Hive, Standing Instruction yang ditandatangani oleh pihak yang sah dan berwenang sesuai 
AD/ART PT. Wika Realty, dan Asuransi Konstruksi yang dilakukan oleh PT. Wika Realty  dengan nilai pertanggungan minimal 
sama besarnya dengan plafon kredit.         
             
e. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk 
 
Pada tanggal 11 JuIi 2012 Perusahaan menerima fasilitas pinjaman modal kerja dari Bank Danamon Indonesia, Tbk. Kamis 
20 Maret 2014 dengan perjanjian kredit No 078/PPWK/CBD/III/2014. Pada Jumat 20 Maret 2015 diperpanjang kembali 
dengan persetujuan perjanjian kredit tersebut dengan fasilitas pinjaman sebagai berikut :    
   
1.  Fasilitas Modal Kerja sebesar Rp35.000.000.000,- (nilai penuh),Suku bunga sebesar 13% pa. profisi 0,5% pa.  
2.  Fasilitas SKBDN sebesar Rp60.000.000.000,- (nilai penuh) dengan margin 5%, profisi 0,5% dan biaya akseptasi 0,75%. 
3.  Masa berlaku perjanjian adalah sampai dengan tanggal 22 April 2016 (saat ini dalam proses perpanjangan). 
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Jaminan berupa:  
           
- Tanah dan Bangunan dengan nilai jaminan tidak kurang dari Rp15.000.000.000,- (nilai penuh).    
- Fidusia atas piutang usaha dengan nilai penjaminan sebesar Rp55.000.000.000,- (nilai penuh).   

 
f. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.          
 
Pada tanggal 18 JuIi 2014 Perusahaan menerima fasilitas pinjaman modal kerja dari Bank Mandiri (Persero), Tbk. Dengan 
Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No 078/PPWK/CBD/III/2014, dan penambahan plafond atas surat penawaran 
kredit nomor CBG.CB2/SPPK.14/2015 yang diubah atas persetujuan perjanjian kredit dengan Addendum II (Kedua) atas 
Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.KP/166/KMK/14 dengan no akta 63 tertanggal 19 Juni 2015 dan Addendum II 
(Kedua) atas Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan No CRO.KP/167/NCL/14  dengan no akta 64 tertanggal 19 Juni 
2015 atas fasilitas pinjaman sebagai berikut :   
 
1.  Fasilitas Modal Kerja sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah)  dengan suku bunga sebesar 

10,50% pa. profisi 1% pa. denda tunggakan 2% pa.      
2.  Fasilitas SKBDN sebesar Rp80.000.000.000,- (nilai penuh) dengan provisi pembukaan tarif BG Penawaran 0,75% pa, 

tarif BG Lainnya 1% pa, tarif penerbitan SKBDN 1% pa, tarif akseptasi 1% pa dan minimal tarif keseluruhan dalam 
setiap penerbitan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / USD 25. 

3.  Masa berlaku perjanjian adalah sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 (dalam proses perpanjangan).  
 
Jaminan berupa:  
           
- Aset tetap berupa 18 SHMSRS proyek Tamansari Semanggi Apartement, 8 SHMSRS Apartment Tamansari Semanggi, 

Sebidang tanah berupa 16 SHGB yang terletak di Makassar.  
- Fidusia atas jaminan persediaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp283.800.000.000,- (nilai penuh).  
- Joint Collateral dan Cross Default dengan seluruh fasilitas kredit a/n PT Wijaya Karya Realty di PT Bank mandiri 

(Persero) Tbk 
- Atas seluruh jaminan yang diserahkan wajib diikat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku serta atas bangunan 

yang insurable diasuransikan dengan Banker's clause PT Bank Mandiri (Persero) Tbkmelalui asuransi rekanan PT Bank 
Mandiri (Persero) Tbk.          
            

g. PT Bank Muamalat Indonesia         
 
Pada tanggal 18 Juni 2015 PT Wijaya Karya Realty menerima fasilitas pinjaman kredit dari PT Bank Muamalat Indonesia, 
Tbk berdasarkan Surat No. 168/OL/301/VI/2015 atas Persetujuan Prinsip Pemberian Fasilitas Pembiayaan a.n PT. Wijaya 
Karya Realty, dengan akta kredit nomor; 111, 112, 113, 114, 124, 125, 126, 127, 128, dan 129. Adapun rincian fasilitas 
kredit antara lain:   
          
1.  Paket   fasilitas   kerja   modal   konstruksi Line Facility Al-Kafalah  bil   Ujroh, dengan   plafond   maksimal   

Rp200.000.000.000,- (nilai penuh). Tujuan pembiayaan sebagai penerbitan LC dan/atau SKBDN jenis upas/ussance, 
jangka waktu maksimum pencairan 6 (Enam) bulan dengan ketentuan biaya administrasi 0,5% atau Rp1.000.000.000,- 
(nilai penuh) dibayarkan upfront. Untuk biaya penerbitan proporsional 0,25% dan biaya akseptasi proporsional 0,6%. 
jangka waktu maksimum 30 (Tiga puluh) bulan termasuk availibility period 24 bulan sejak penandatanganan akad. 

2.  Paket fasilitas modal kerja konstruksi Line Facility Al-Musyarakah, dengan plafond maksimal Rp200.000.000.000,- 
(nilai penuh) dengan tujuan pembiayaan Settlement L/C dan/atau SKDBN (dari Line Facility Al-Kafalah bil Ujroh) atas 
fasilitas A. Dan untuk modal kerja konstruksi proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya Realty. 
Untuk penarikan awal 64% : 36%, dengan nilai bagi hasil 1,50% p.a dan dapat direview setiap 3 (Tiga) bulan sekali 
menyesuaikan dengan JIBOR IDR (Max) 6 bulan + 3,7%. Jangka waktu 36 bulan termasuk availability period 30 bulan 
sejak penandatanganan akad. Biaya administrasi 0,5% atau maksimal Rp1.000.000.000,-  (nilai penuh).   

 
Jaminan berupa:  
           
- Bangunan kantor milik PT Wijaya Karya Realty di Jl. DI Panjaitan Kav.2, Cipinang Cempedak, yang masih dalam 

pembangunan.  
 

h. PT Bank ICBC Indonesia 
 

Pada tanggal 06 Oktober 2015 PT Wijaya Karya Realty mendapat fasilitas kredit dari PT Bank ICBC Indonesia dengan surat 
penawaran kredit No: 222/CBIII/ICBC/X/2015 dan berdasarkan akta perjanjian kredit No. 24 Tanggal 13 November 2015 
yang dibuat dihadapan Notaris Deni Thanur, SH dengan rincian fasilitas kredit sebagai berikut: 
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Jaminan berupa:  
           
- Tanah dan Bangunan dengan nilai jaminan tidak kurang dari Rp15.000.000.000,- (nilai penuh).    
- Fidusia atas piutang usaha dengan nilai penjaminan sebesar Rp55.000.000.000,- (nilai penuh).   

 
f. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.          
 
Pada tanggal 18 JuIi 2014 Perusahaan menerima fasilitas pinjaman modal kerja dari Bank Mandiri (Persero), Tbk. Dengan 
Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No 078/PPWK/CBD/III/2014, dan penambahan plafond atas surat penawaran 
kredit nomor CBG.CB2/SPPK.14/2015 yang diubah atas persetujuan perjanjian kredit dengan Addendum II (Kedua) atas 
Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.KP/166/KMK/14 dengan no akta 63 tertanggal 19 Juni 2015 dan Addendum II 
(Kedua) atas Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan No CRO.KP/167/NCL/14  dengan no akta 64 tertanggal 19 Juni 
2015 atas fasilitas pinjaman sebagai berikut :   
 
1.  Fasilitas Modal Kerja sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah)  dengan suku bunga sebesar 

10,50% pa. profisi 1% pa. denda tunggakan 2% pa.      
2.  Fasilitas SKBDN sebesar Rp80.000.000.000,- (nilai penuh) dengan provisi pembukaan tarif BG Penawaran 0,75% pa, 

tarif BG Lainnya 1% pa, tarif penerbitan SKBDN 1% pa, tarif akseptasi 1% pa dan minimal tarif keseluruhan dalam 
setiap penerbitan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / USD 25. 

3.  Masa berlaku perjanjian adalah sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 (dalam proses perpanjangan).  
 
Jaminan berupa:  
           
- Aset tetap berupa 18 SHMSRS proyek Tamansari Semanggi Apartement, 8 SHMSRS Apartment Tamansari Semanggi, 

Sebidang tanah berupa 16 SHGB yang terletak di Makassar.  
- Fidusia atas jaminan persediaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp283.800.000.000,- (nilai penuh).  
- Joint Collateral dan Cross Default dengan seluruh fasilitas kredit a/n PT Wijaya Karya Realty di PT Bank mandiri 

(Persero) Tbk 
- Atas seluruh jaminan yang diserahkan wajib diikat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku serta atas bangunan 

yang insurable diasuransikan dengan Banker's clause PT Bank Mandiri (Persero) Tbkmelalui asuransi rekanan PT Bank 
Mandiri (Persero) Tbk.          
            

g. PT Bank Muamalat Indonesia         
 
Pada tanggal 18 Juni 2015 PT Wijaya Karya Realty menerima fasilitas pinjaman kredit dari PT Bank Muamalat Indonesia, 
Tbk berdasarkan Surat No. 168/OL/301/VI/2015 atas Persetujuan Prinsip Pemberian Fasilitas Pembiayaan a.n PT. Wijaya 
Karya Realty, dengan akta kredit nomor; 111, 112, 113, 114, 124, 125, 126, 127, 128, dan 129. Adapun rincian fasilitas 
kredit antara lain:   
          
1.  Paket   fasilitas   kerja   modal   konstruksi Line Facility Al-Kafalah  bil   Ujroh, dengan   plafond   maksimal   

Rp200.000.000.000,- (nilai penuh). Tujuan pembiayaan sebagai penerbitan LC dan/atau SKBDN jenis upas/ussance, 
jangka waktu maksimum pencairan 6 (Enam) bulan dengan ketentuan biaya administrasi 0,5% atau Rp1.000.000.000,- 
(nilai penuh) dibayarkan upfront. Untuk biaya penerbitan proporsional 0,25% dan biaya akseptasi proporsional 0,6%. 
jangka waktu maksimum 30 (Tiga puluh) bulan termasuk availibility period 24 bulan sejak penandatanganan akad. 

2.  Paket fasilitas modal kerja konstruksi Line Facility Al-Musyarakah, dengan plafond maksimal Rp200.000.000.000,- 
(nilai penuh) dengan tujuan pembiayaan Settlement L/C dan/atau SKDBN (dari Line Facility Al-Kafalah bil Ujroh) atas 
fasilitas A. Dan untuk modal kerja konstruksi proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya Realty. 
Untuk penarikan awal 64% : 36%, dengan nilai bagi hasil 1,50% p.a dan dapat direview setiap 3 (Tiga) bulan sekali 
menyesuaikan dengan JIBOR IDR (Max) 6 bulan + 3,7%. Jangka waktu 36 bulan termasuk availability period 30 bulan 
sejak penandatanganan akad. Biaya administrasi 0,5% atau maksimal Rp1.000.000.000,-  (nilai penuh).   

 
Jaminan berupa:  
           
- Bangunan kantor milik PT Wijaya Karya Realty di Jl. DI Panjaitan Kav.2, Cipinang Cempedak, yang masih dalam 

pembangunan.  
 

h. PT Bank ICBC Indonesia 
 

Pada tanggal 06 Oktober 2015 PT Wijaya Karya Realty mendapat fasilitas kredit dari PT Bank ICBC Indonesia dengan surat 
penawaran kredit No: 222/CBIII/ICBC/X/2015 dan berdasarkan akta perjanjian kredit No. 24 Tanggal 13 November 2015 
yang dibuat dihadapan Notaris Deni Thanur, SH dengan rincian fasilitas kredit sebagai berikut: 
    

1.  Fasilitas PTD-A (Pinjaman tetap On Demand) sebesar Rp200.000.000.000,- (nilai penuh) dengan jangka waktu 1 (Satu) 
tahun terhitung dari penandatanganan akad kredit. Suku bunga 11,5% per tahun (floating) dengan cara pembayaran 
bulanan, biaya provisi 0,5% flat dibayar dimuka pada tanggal penandatanganan pinjaman kredit dan pembayaran 
denda apabila keterlambatan pelunasan sebesar 2%.  

 
Jaminan berupa: 
   
- Collateral Coverage Ratio sebesar minimum 125% dari total fasilitas:   

i. APHT dari SHGB no. 02670/ Pisangan, Tangerang Selatan. 156 (Seratus lima puluh enam) unit Kondotel dari Hotel 
Puspamaya Tangerang.          

ii. Inventory dan Piutang dari DEBITUR sebagai berikut:   
6 (Enam) sertifikat tanah SHGB di Parang Loe - Makassar, Sulawesi Selatan atas nama PT Dinamika Panca 
Gemilang dengan nilai APHT sebesar Rp. 138.869.598.093,- (nilai penuh).   

iii. Fidusia kecuali apartemen proyek Iswara senilai Rp113.025.689.227,- (nilai penuh).   
            

PT WIKA INDUSTRI & KONSTRUKSI  
 
a. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 

   
Pada tanggal 12 Oktober 2015 Perusahaan telah menandatangani perjanjian perubahan dan pernyataan kembali perjanjian 
kredit No. 246/AMD/CB/JKT/2011 dan No. 219/OL/CBGIII/X/15 dimana Perusahaaan telah mendapatkan fasilitas kredit 
dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk berupa :  
 
1.  Fasilitas Bank Garansi (BG) - Revolving Basis - Fasilitas Tidak Langsung sampai jumlah maksimal Rp150.000.000.000,-

(nilai penuh);            
2.  Fasilitas Letter of  Credit dan atau SKBDN dengan jumlah fasilitas kredit maksimal Rp150.000.000.000,- (nilai penuh); 
3.  Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus dengan jumlah fasilitas kredit maksimal Rp50.000.000.000,- (nilai penuh);  
4.  Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dengan jumlah fasilitas kredit maksimal Rp5.000.000.000,- (nilai penuh); 
5.  Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus 2 dengan jumlah fasilitas kredit maksimal Rp100.000.000.000,- (nilai penuh).  
 
Untuk perjanjian ini, perusahaan telah menjaminkan aset perusahaan berupa aset tanah dan bangunan, persediaan, mesin 
produksi dan piutang yang terkait dengan bisnis automotif.    
Fasilitas kredit tersebut berlaku sampai dengan tanggal 14 Juli 2016.  
    
b. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.        
 
Pada tanggal 17 April 2013 Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Kredit dengan nomor 
79/PP&PWK/OTF/CBD/IV/2013. 
  
- Kontrak tersebut diperpanjang kembali dengan terbitnya Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan No. 

180/CBL/PP&WK/CBD/VI/2016 Tanggal 27 Juni 2016, dengan fasilitas Omnibus Trade Finance sampai jumlah pokok 
setinggi-tingginya sebesar Rp. 40.000.000.000,- (nilai penuh)  Jangka waktu atas perjanjian fasilitas kerdit tersebut 
menjadi sampai dengan tanggal 22 April 2017. 
        

c. PT Bank DBS Indonesia 
 

- Pada tanggal  17 Desember 2015, perusahaan telah melanjutkan perjanjian dengan PT. Bank DBS Indonesia dengan 
menandatangani perubahan fasilitas Perbankan dengan No.240/PFPA-DBS I/XII/1-2/2015 untuk fasilitas  LC Impor dan 
RCF   dengan limit kredit sebesar Rp90.000.000.000,- (nilai penuh)  dan Rp.10.000.000.000,- (nilai penuh).  

- Masa berlaku fasilitas perbankan ini dari tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan 7 Oktober 2016. Jaminan atas fasilitas 
ini adalah jaminan kebendaan fidusia atas tagihan penjualan tertentu nasabah yang dibiayai oleh bank dan jaminan 
deposito.  
           

d. PT  Bank OCBC NISP, Tbk. 
          

Pada tanggal 13 April 2015, perusahaan melakukan perjanjian dengan PT. Bank OCBC NISP, Tbk. dengan menandatangani 
fasilitas Perbankan dengan No.007/CBL/GD/IV/2015 untuk fasilitas Gadai Deposito. 
  
a. Fasilitas Trade Gabungan 1          

Fasilitas Bank Garansi (BG), Performance Bonds, Fasilitas Surat Kredit Berdokumentasi Dalam Negeri (SKBDN). Fasilitas 
Letter of Credit dengan ketentuan jumlah penggunaan fasilitas sebesar Rp100.000.000.000,- (nilai penuh). 
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b. Fasilitas Trade Gabungan 2   
Fasilitas Trade Receivable Financing dan Fasilitas Post Export Financing dengan Fasilitas sebesar Rp50.000.000.000,- 
(nilai penuh).  

c. Fasilitas Valuta Asing sebesar USD 1.000.000,- (nilai penuh)       
Jangka waktu perjanjian tersebut sampai dengan 13 April 2017. Jaminan berupa cash margin atau gadai atas deposito 
berjangka minimum sebesar 5% dari nilai penerbitan piutang. 
 

e. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. 
 
Pada tanggal 8 Juni 2015, perusahaan melakukan perjanjian dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. dengan 
menandatangani fasilitas perbankan dengan No. 1328/JKC.I/CML/VI/2015 untuk fasilitas Cash Loan dan Non Cash 
Loan sebesar Rp138.000.000.000,- (nilai penuh).       
             

PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi  
 
a. Indonesia Eximbank  

          
1. Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Jaminan Indonesia Eximbank No. 118 tertanggal 29 Desember 2011, 

dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana diubah berdasarkan Surat Persetujuan 
Penambahan Pemberian Fasilitas Jaminan Indonesia Eximbank No. BS.0146/ASR/03/2016 dan BS.0199/UKM/03/2016 
tanggal 23 Maret 2016, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :    
   
- Fasilitas kredit jaminan Indonesia Eximbank dengan nilai plafond Rp125.000.000.000,- (nilai penuh);  
- Masa berlaku perjanjian kredit adalah sampai dengan 24 Maret 2017;     
- Biaya administrasi Rp250.000,- per penerbitan  

 
Imbal Jasa:           
     

- 0,65% per tahun per penerbitan untuk Jaminan Penawaran dan Jaminan Pemeliharaan;  
- 0,80% per tahun per penerbitan untuk Jaminan Pelaksanaan;    
- 1,00% per tahun per penerbitan untuk Jaminan Uang Muka; 
 

2. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 1 tertanggal 10 Agustus 2012, dibuat di hadapan Yunita 
Permatasari, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana diubah berdasarkan Surat Persetujuan Penambahan 
Pemberian Fasilitas Jaminan Indonesia Eximbank No. BS.0146/ASR/03/2016 dan BS.0199/UKM/03/2016 tangal 23 
Maret 2016, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : 
     
- Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor, sifat kredit revolving dengan nilai plafond Rp.10.000.000.000,- (nilai penuh); 
- Jangka waktu perjanjian kredit adalah sampai dengan 24 Maret 2017;     
- Tingkat Bunga 10% per tahun, Provisi 0,5% per tahun dibayar di muka.    

       
Jaminan atas Fasilitas Jaminan Indonesia Eximbank sebagaimana dalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Jaminan 
Indonesia Eximbank No. 118 tertanggal 29 Desember 2011, dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta Utara, 
dan Jaminan atas Fasilitas Kredit Modal Kerja sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 1 tertanggal 10 
Agustus 2012, dibuat di hadapan Yunita Permatasari, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diubah berdasarkan Surat 
Persetujuan Penambahan Pemberian Fasilitas Jaminan Indonesia Eximbank No. BS.0146/ASR/03/2016 dan 
BS.0199/UKM/03/2016 tanggal 23 Maret 2016 adalah : 
 
- Piutang atas kontrak sebesar Rp210.000.000.000,-; 
- Fidusia atas Persedian Barang dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 383.000.000,- (nilai penuh) 
- Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp 2.000.000.000,- (nilai penuh) atas 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan 

mess diatasnya yang terletak di Bantar Gebang-Bekasi, berdasarkan SHM No. 207 tanggal 07-02-1992 an. Suprapto, 
luas tanah 765 m2 dan SHM No. 235 tanggal 26-08-1992 an. Suprapto, luas tanah 2.305 m2, luas bangunan 306 m2 
terdaftar atas nama Suprapto.     

- Hak tanggungan peringkat II sebesar Rp 1.500.000.000,- atas 2 (dua) unit suites kantor yang terletak di Jl, MT. Haryono 
Kav. 23 Gedung MTH Lantai 17 Suites 1706-1707 Strata Title an. PT Wijaya Karya Insan Pertiwi dengan SHM atas 
Satuan Rumah Susun no. 126/XV/1706 luas 209,90 m2 dan SHM atas Satuan Rumah Susun no. 127/XV/1707 luas 260 
m2.            
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b. Fasilitas Trade Gabungan 2   
Fasilitas Trade Receivable Financing dan Fasilitas Post Export Financing dengan Fasilitas sebesar Rp50.000.000.000,- 
(nilai penuh).  

c. Fasilitas Valuta Asing sebesar USD 1.000.000,- (nilai penuh)       
Jangka waktu perjanjian tersebut sampai dengan 13 April 2017. Jaminan berupa cash margin atau gadai atas deposito 
berjangka minimum sebesar 5% dari nilai penerbitan piutang. 
 

e. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. 
 
Pada tanggal 8 Juni 2015, perusahaan melakukan perjanjian dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. dengan 
menandatangani fasilitas perbankan dengan No. 1328/JKC.I/CML/VI/2015 untuk fasilitas Cash Loan dan Non Cash 
Loan sebesar Rp138.000.000.000,- (nilai penuh).       
             

PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi  
 
a. Indonesia Eximbank  

          
1. Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Jaminan Indonesia Eximbank No. 118 tertanggal 29 Desember 2011, 

dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana diubah berdasarkan Surat Persetujuan 
Penambahan Pemberian Fasilitas Jaminan Indonesia Eximbank No. BS.0146/ASR/03/2016 dan BS.0199/UKM/03/2016 
tanggal 23 Maret 2016, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :    
   
- Fasilitas kredit jaminan Indonesia Eximbank dengan nilai plafond Rp125.000.000.000,- (nilai penuh);  
- Masa berlaku perjanjian kredit adalah sampai dengan 24 Maret 2017;     
- Biaya administrasi Rp250.000,- per penerbitan  

 
Imbal Jasa:           
     

- 0,65% per tahun per penerbitan untuk Jaminan Penawaran dan Jaminan Pemeliharaan;  
- 0,80% per tahun per penerbitan untuk Jaminan Pelaksanaan;    
- 1,00% per tahun per penerbitan untuk Jaminan Uang Muka; 
 

2. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 1 tertanggal 10 Agustus 2012, dibuat di hadapan Yunita 
Permatasari, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana diubah berdasarkan Surat Persetujuan Penambahan 
Pemberian Fasilitas Jaminan Indonesia Eximbank No. BS.0146/ASR/03/2016 dan BS.0199/UKM/03/2016 tangal 23 
Maret 2016, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : 
     
- Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor, sifat kredit revolving dengan nilai plafond Rp.10.000.000.000,- (nilai penuh); 
- Jangka waktu perjanjian kredit adalah sampai dengan 24 Maret 2017;     
- Tingkat Bunga 10% per tahun, Provisi 0,5% per tahun dibayar di muka.    

       
Jaminan atas Fasilitas Jaminan Indonesia Eximbank sebagaimana dalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Jaminan 
Indonesia Eximbank No. 118 tertanggal 29 Desember 2011, dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta Utara, 
dan Jaminan atas Fasilitas Kredit Modal Kerja sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 1 tertanggal 10 
Agustus 2012, dibuat di hadapan Yunita Permatasari, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diubah berdasarkan Surat 
Persetujuan Penambahan Pemberian Fasilitas Jaminan Indonesia Eximbank No. BS.0146/ASR/03/2016 dan 
BS.0199/UKM/03/2016 tanggal 23 Maret 2016 adalah : 
 
- Piutang atas kontrak sebesar Rp210.000.000.000,-; 
- Fidusia atas Persedian Barang dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 383.000.000,- (nilai penuh) 
- Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp 2.000.000.000,- (nilai penuh) atas 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan 

mess diatasnya yang terletak di Bantar Gebang-Bekasi, berdasarkan SHM No. 207 tanggal 07-02-1992 an. Suprapto, 
luas tanah 765 m2 dan SHM No. 235 tanggal 26-08-1992 an. Suprapto, luas tanah 2.305 m2, luas bangunan 306 m2 
terdaftar atas nama Suprapto.     

- Hak tanggungan peringkat II sebesar Rp 1.500.000.000,- atas 2 (dua) unit suites kantor yang terletak di Jl, MT. Haryono 
Kav. 23 Gedung MTH Lantai 17 Suites 1706-1707 Strata Title an. PT Wijaya Karya Insan Pertiwi dengan SHM atas 
Satuan Rumah Susun no. 126/XV/1706 luas 209,90 m2 dan SHM atas Satuan Rumah Susun no. 127/XV/1707 luas 260 
m2.            
   

 
 
 
           

b. PT Bank DBS Indonesia          
       

Berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 3 tanggal 17 September 2012, dibuat di hadapan Yunita Permatasari, 
S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : 
     
1.  Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan nilai plafond Rp50.000.000.000,- (nilai penuh);  
2.  Jangka waktu perjanjian kredit adalah sampai dengan 7 Oktober 2016;   
3.  Provisi 0,5% per tahun, dan denda 3% per tahun.       

         
Sub Fasilitas Kredit  
  

 

Jaminan:  
  
- Jaminan kebendaan fidusia atas tagihan/piutang dengan nilai sekurang-kurangnya sejumlah Rp49.000.000.000,- (nilai 

penuh); 
- Jaminan kebendaan fidusia atas persediaan barang dengan nilai sekurang-kurangnya sejumlah Rp 1.000.000.000,- 

(nilai penuh); 
- Hak Jaminan fidusia atas piutang, persediaan barang dan Gadai atas deposito.   

 
PT WIKA Gedung 
     
a. PT Bank Rakyat Indonesia,Tbk  
 
Berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Konstruksi Nomor 7 tanggal 29 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Yunita 
Permatasi, SH., Notaris di Jakarta Selatan, dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut:   
  
1.  Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan nilai plafond Rp50.000.000.000,- (nilai penuh) 
2.  Fasilitas Letter of Credit / SKBDN dengan nilai plafond Rp250.000.000.000,- (nilai penuh) 
3.  Fasilitas Purchase Line dengan nilai plafond Rp130.000.000.000,- (nilai penuh) 
4.  Masa berlaku perjanjian kredit adalah sampai dengan 14 Mei 2017. 
5.  Tingkat provisi 0,75% per tahun, dan denda 2% per tahun 
 
Jaminan : 
 
- Proyek Puncak Dharmahusada Tower B & C Merrc Surabaya dengan nilai Rp304.964.000.000,- (nilai penuh) 
- Apartemen Capitol Park dengan nilai Rp188.053.000.000,- 

      
Piutang usaha dan omzet kontrak proyek baik yang telah dan atau dimiliki oleh PT WIKA Gedung dengan nilai sebesar 
Rp131.040.000.000,- (nilai penuh).        
    

2. Utang Usaha 
 
Utang usaha Per 30 Juni 2016, utang usaha Perseroan adalah sebesar Rp4.391.211.435 ribu terdiri dari utang usaha pihak 
ketiga dan pihak berelasi masing-masing sebesar Rp4.344.252.195 ribu dan Rp 46.959.240 ribu secara berurutan. Rincian 
dari utang usaha adalah sebagai berikut: 

 
(Dalam Ribuan Rupiah) 

 
Per Tanggal 30 Juni 2016 

UTANG USAHA   
Sub Kontraktor 882.825.591  
Pemasok 1.285.782.721  
Mandor 61.949.923  
Kredit Mitra 1.916.172.146  
Lain-lain 244.481.054  

JUMLAH 4.391.211.435  

1. Impor LC (Sight&Usance) : Rp35.000.000.000,- 
 Biaya penerbitan : 0,5% per tahun 
2. SKBDN (Sight&Usance) : Rp35.000.000.000,- 
 Biaya penerbitan : 0,5% per tahun 
3. Bank Garansi : Rp30.000.000.000,- 
 Biaya penerbitan : 1% per tahun 
4. Piutang Pembiayaan : Rp10.000.000.000,- 
 Suku bunga : COF + 2,75% per tahun
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Rincian utang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut: 

 
(Dalam Ribuan Rupiah) 

 
Per Tanggal 30 Juni 2016 

UTANG USAHA 
 >   s.d 1 bulan 1.321.439.097  

>   1 s.d 3 bulan 1.737.350.915  
>   3 s.d 6 bulan 588.435.999  
>   6 s.d 12 bulan 576.994.857  
>   12 bulan 166.990.567  

JUMLAH 4.391.211.435  
 

c. Utang Lain-Lain 
 
Jumlah utang lain-lain Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp75.672.886 ribu.  
 

 
(Dalam Ribuan Rupiah) 

 
Per Tanggal 30 Juni 2016 

UTANG LAIN-LAIN 
 Pengurusan akta jual beli, HGB, BPHTB, Realty 59.510.691  

Koperasi karyawan-Wika 1.271.074  
Iuran dan potongan pegawai lainnya 5.951.536  
Utang lainnya PT Bitumen 2.191.069  
Lain-lain dibawah Rp50.000 6.748.516  

JUMLAH 75.672.886  
 
Hutang lain-lain atas pengurusan akta jual beli, HGB, BPHTB adalah dana titipan pelanggan atas pengurusan dokumen-
dokumen terkait. 
 
d. Utang Pajak 
 
Jumlah utang pajak Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp276.774.618 ribu.  
 
 (Dalam Ribuan Rupiah) 
 Per tanggal 30 Juni 2016 
Pajak penghasilan  

Pasal 21          32.097.858  
Pasal 22            8.953.818  
Pasal 4(2)          11.024.353  
Pasal 23 Wapu          20.300.183  
Pasal 29          34.256.137  
Pajak Pertambahan Nilai        170.142.269  

Jumlah        276.774.618  
 

e. Uang Muka dari Pelanggan 
 
Jumlah uang muka dari pelanggan per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp388.113.916 ribu.  
 

 
(Dalam Ribuan Rupiah) 

 
Per Tanggal 30 Juni 2016 

UANG MUKA DARI PELANGGAN 
 PT Wijaya Karya Realty 129.562.378  

PT Wijaya Karya Beton Tbk 201.612.240  
PT Wijaya Karya Industri Konstruksi 56.939.298  
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi -  
PT Wijaya Karya Bitumen -  

JUMLAH 388.113.916  
 
f. Biaya yang Masih Harus Dibayar 
 
Biaya yang masih harus dibayar adalah Biaya produksi yang masih harus dibayar merupakan Liabilitas yang belum 
ditagihkan oleh pihak ketiga maupun tenaga kerja proyek sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.  
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Rincian utang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut: 

 
(Dalam Ribuan Rupiah) 

 
Per Tanggal 30 Juni 2016 

UTANG USAHA 
 >   s.d 1 bulan 1.321.439.097  

>   1 s.d 3 bulan 1.737.350.915  
>   3 s.d 6 bulan 588.435.999  
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c. Utang Lain-Lain 
 
Jumlah utang lain-lain Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp75.672.886 ribu.  
 

 
(Dalam Ribuan Rupiah) 

 
Per Tanggal 30 Juni 2016 

UTANG LAIN-LAIN 
 Pengurusan akta jual beli, HGB, BPHTB, Realty 59.510.691  

Koperasi karyawan-Wika 1.271.074  
Iuran dan potongan pegawai lainnya 5.951.536  
Utang lainnya PT Bitumen 2.191.069  
Lain-lain dibawah Rp50.000 6.748.516  

JUMLAH 75.672.886  
 
Hutang lain-lain atas pengurusan akta jual beli, HGB, BPHTB adalah dana titipan pelanggan atas pengurusan dokumen-
dokumen terkait. 
 
d. Utang Pajak 
 
Jumlah utang pajak Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp276.774.618 ribu.  
 
 (Dalam Ribuan Rupiah) 
 Per tanggal 30 Juni 2016 
Pajak penghasilan  

Pasal 21          32.097.858  
Pasal 22            8.953.818  
Pasal 4(2)          11.024.353  
Pasal 23 Wapu          20.300.183  
Pasal 29          34.256.137  
Pajak Pertambahan Nilai        170.142.269  

Jumlah        276.774.618  
 

e. Uang Muka dari Pelanggan 
 
Jumlah uang muka dari pelanggan per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp388.113.916 ribu.  
 

 
(Dalam Ribuan Rupiah) 

 
Per Tanggal 30 Juni 2016 

UANG MUKA DARI PELANGGAN 
 PT Wijaya Karya Realty 129.562.378  

PT Wijaya Karya Beton Tbk 201.612.240  
PT Wijaya Karya Industri Konstruksi 56.939.298  
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi -  
PT Wijaya Karya Bitumen -  

JUMLAH 388.113.916  
 
f. Biaya yang Masih Harus Dibayar 
 
Biaya yang masih harus dibayar adalah Biaya produksi yang masih harus dibayar merupakan Liabilitas yang belum 
ditagihkan oleh pihak ketiga maupun tenaga kerja proyek sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.  
  

Biaya distribusi yang masih harus dibayar merupakan biaya atas distribusi produk PT  Wijaya Karya Beton Tbk dan produk  
PT Wijaya Karya Industri Konstruksi.  
         
Biaya usaha yang masih harus dibayar merupakan Liabilitas yang belum ditagihkan oleh pihak ketiga sehubungan dengan 
aktivitas umum dan administrasi Perseroan.Jumlah biaya yang masih harus dibayar Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 
adalah sebesar Rp2.468.262.872 ribu.  

 
(Dalam ribuan Rupiah) 

 
Per Tanggal 30 Juni 2016 

BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR 
 Produksi 1.472.461.630  

Biaya Distribusi 300.956.305 
Usaha 293.583.972 
Cadangan PPH Final 147.249.290  
Pengadaan 44.291.821 
Pemeliharaan 19.095.881 
Pengelolaan 6.679.324 
Lain-lain 183.944.649 

JUMLAH 2.468.262.872 
 
g. Pendapatan yang Diterima Dimuka 
 
Jumlah pendapatan yang diterima dimuka Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp173.596.658 ribu.  
 

 
(Dalam ribuan Rupiah) 

 
Per Tanggal 30 Juni 2016 

SEWA YANG DITERIMA DIMUKA 4.483.725 
PT Wijaya Karya Beton Tbk 165.720.512  
PT Wijaya Karya Realty 2.277.295  
PT Wijaya Karya Bitumen 133.088  
PT Wijaya Karya Industri Konstruksi 982.038  

JUMLAH 173.596.658  
 
h. Pinjaman Jangka Menengah 
 
Pinjaman jangka menengah merupakan akun pinjaman dari penerbitan surat berharga. Jumlah pinjaman jangka menengah 
Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp250.000.000 ribu.  
 

 
(Dalam ribuan Rupiah) 

 
Per Tanggal 30 Juni 2016 

PINJAMAN JANGKA MENENGAH 
 Pinjaman Jangka Menengah Jatuh Tempo 250.000.000 

Pinjaman Jangka Menengah > 1 tahun        975.000.000 
 
Rincian dari surat berharga yang diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 

     (Dalam ribuan Rupiah) 

URAIAN POKOK WALI AMANAT JATUH 
TEMPO 

JANGKA 
PANJANG 

MTN I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 600.000.000 Bank Mandiri 18 Nop 2017 9,80% 
MTN II PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 200.000.000 Bank Mandiri 24 Des 2017 9,80% 
MTN III PT Wijaya Karya Realty Tahun 2015 Seri A  125.000.000 Bank Mandiri 7 Mei 2018 11,50% 
MTN III PT Wijaya Karya Realty Tahun 2015 Seri B 50.000.000 Bank Mandiri 7 Mei 2018 11,50% 
MTN IV Wijaya Karya Realty Tahun 2016 Tahap I 150.000.000 Bank Mandiri 19 Mei 2019 10,40% 
MTN IV Wijaya Karya Realty Tahun 2016 Tahap II 100.000.000 Bank Mandiri 19 Mei 2019 10,40% 

JUMLAH 1.225.000.000       
 
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK 
 
Jaminan 
 
MTN I dan II ini dijamin dengan jaminan fidusia dari piutang penjualan sampai dengan 100% dari jumlah pokok MTN I dan II 
yang terutang untuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
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Tujuan 
 
Penerbitan dana MTN I dan II bertujuan untuk penambahan modal entitas anak, rekstrukturisasi utang jangka pendek, 
modal kerja dan investasi. 
 
PT WIKA REALTY  
 
Jaminan 
 
Pada Hutang MTN III tidak ada jaminan fidusia dari piutang penjualan (bersifat Clean Basis). Pada Hutang MTN IV 
Berkelanjutan ada jaminan fidusia dari piutang penjualan. 
 
Tujuan 
 
Pemakaian dana dari Medium Term Notes ini diperuntukkan sebagai pemakaian modal kerja pembangunan kawasan realty. 
 
i. Pinjaman Jangka Panjang 
 
Jumlah pinjaman jangka panjang Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 259.416.393 ribu.  
 

 
(Dalam Ribuan Rupiah) 

 
Per Tanggal 30 Juni 2016 

PINJAMAN JANGKA PANJANG 
 IKB Deutsche Bank Industrie (USD 9,106,157.23 (Nilai penuh)) 96.015.235  

PT Indonesia EXIM Bank 77.600.000 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 162.960.000 
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 20.000.000 
PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 118.920.398 
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 360.000.000 
Utang Jangka Panjang Lainnya 2.566.000 

JUMLAH 838.061.633  
 

 
(Dalam Ribuan Rupiah) 

 
Per Tanggal 30 Juni 2016 

BAGIAN JANGKA PENDEK DARI PINJAMAN JANGKA PANJANG 
 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 69.840.000  

PT Indonesia EXIM Bank 44.342.857 
PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 37.225.701 
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 20.000.000 
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 40.000.000 
IKB Deutsche Bank Industrie (USD 3.642.476,1(Nilai penuh)) 48.007.835 

JUMLAH 259.416.393  
 

 
(Dalam Ribuan Rupiah) 

  Per Tanggal 30 Juni 2016 
BAGIAN JANGKA PANJANG DARI PINJAMAN JANGKA PANJANG 

 IKB Deutsche Bank Industrie (USD 5.463.681,13 (Nilai Penuh)) 48.007.400  
PT Indonesia EXIM Bank 33.257.143  
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 320.000.000 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 93.120.000 
PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 81.694.697 
Utang Jangka Panjang Lainnya – Bitumen 2.566.000 

JUMLAH 578.645.240  
 
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk 
 
Perseroan memiliki Perjanjian Kredit jangka panjang khusus untuk mendanai proyek PLTD Ambon dan ventura bersama 
PT Wika-PT Mirlindo Pandu Kencana Pembangunan PLTD Bali yang terinci sebagai berikut : 
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Tujuan 
 
Penerbitan dana MTN I dan II bertujuan untuk penambahan modal entitas anak, rekstrukturisasi utang jangka pendek, 
modal kerja dan investasi. 
 
PT WIKA REALTY  
 
Jaminan 
 
Pada Hutang MTN III tidak ada jaminan fidusia dari piutang penjualan (bersifat Clean Basis). Pada Hutang MTN IV 
Berkelanjutan ada jaminan fidusia dari piutang penjualan. 
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i. Pinjaman Jangka Panjang 
 
Jumlah pinjaman jangka panjang Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 259.416.393 ribu.  
 

 
(Dalam Ribuan Rupiah) 

 
Per Tanggal 30 Juni 2016 

PINJAMAN JANGKA PANJANG 
 IKB Deutsche Bank Industrie (USD 9,106,157.23 (Nilai penuh)) 96.015.235  

PT Indonesia EXIM Bank 77.600.000 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 162.960.000 
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 20.000.000 
PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 118.920.398 
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 360.000.000 
Utang Jangka Panjang Lainnya 2.566.000 

JUMLAH 838.061.633  
 

 
(Dalam Ribuan Rupiah) 

 
Per Tanggal 30 Juni 2016 

BAGIAN JANGKA PENDEK DARI PINJAMAN JANGKA PANJANG 
 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 69.840.000  

PT Indonesia EXIM Bank 44.342.857 
PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 37.225.701 
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 20.000.000 
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 40.000.000 
IKB Deutsche Bank Industrie (USD 3.642.476,1(Nilai penuh)) 48.007.835 

JUMLAH 259.416.393  
 

 
(Dalam Ribuan Rupiah) 

  Per Tanggal 30 Juni 2016 
BAGIAN JANGKA PANJANG DARI PINJAMAN JANGKA PANJANG 

 IKB Deutsche Bank Industrie (USD 5.463.681,13 (Nilai Penuh)) 48.007.400  
PT Indonesia EXIM Bank 33.257.143  
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 320.000.000 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 93.120.000 
PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 81.694.697 
Utang Jangka Panjang Lainnya – Bitumen 2.566.000 

JUMLAH 578.645.240  
 
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk 
 
Perseroan memiliki Perjanjian Kredit jangka panjang khusus untuk mendanai proyek PLTD Ambon dan ventura bersama 
PT Wika-PT Mirlindo Pandu Kencana Pembangunan PLTD Bali yang terinci sebagai berikut : 
 
 
 
 

a. IKB Deutsche Industrie Bank. AG 
 

Perseroan memperoleh fasilitas kredit jangka panjang dari IKB Deutsche Industrie Bank. AG sesuai perjanjian yang ditanda 
tangani tgl 29 Oktober 2010, dengan ketentuan sebagai berikut : 
 
1. Bank menyediakan fasilitas kredit sebesar USD26.098.364 (nilai penuh) yang akan digunakan untuk pembiayaan 

pengadaan peralatan proyek PLTD MFO 55 MW Bali terdiri dari: 
⁻ Fasilitas 1 digunakan untuk membiayai 85% dari nilai impor Equipment senilai USD23.597.638 (nilai penuh). 
⁻ Fasilitas 2 digunakan untuk membiayai Asuransi kepada Euler Helmes senilai USD1.699.821 (nilai penuh). 
⁻ Fasilitas 3 disediakan untuk pembayaran bunga senilai USD800.905 (nilai penuh). 

2. Tingkat suku bunga tetap sebesar 4.7% per tahun selama periode pinjaman (kredit). 
3. Masa berlaku perjanjian adalah terhitung dari Oktober 2010 sampai dengan Oktober 2018. 
4. Perjanjian dijamin sesuai Perjanjian Jaminan Fidusia No. 31 tanggal 29 November 2010 dibuat dihadapan Ryan Bayu 

Candra, SH, MKn Notaris di Jakarta telah disahkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.021581-
AH.05.01.TH2010/STD yang dikeluarkan Kementrian Hukum dan HAM. 

 
b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
 
Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi jangka panjang dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai akta no 
22 dan 23 tanggal 17 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Sri Ismiyati, SH. Notaris di Jakarta, dengan ketentuan perjanjian 
sebagai berikut : 
 
1. Bank memberikan fasilitas kredit investasi sebesar Rp349.200.000.000 (nilai penuh) yang merupakan bagian dari 

pembiayaan Club Deal sebesar Rp582.000.000.000 (nilai penuh) yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan 
Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Borang 2 x 30 MW. Dengan catatan, apabila porsi INDONESIA EXIMBANK tidak 
dipakai maka bank dapat mengambil porsi tersebut, sehingga plafond maksimal sebesar Rp582.000.000.000 (nilai 
penuh) 

 
2. Tingkat suku bunga tetap sebesar 9% per tahun selama periode pinjaman (kredit). 
3. Masa berlaku perjanjian adalah terhitung dari 17 Januari 2012 sampai dengan 17 Januari 2018. 
4. Perjanjian dijamin sesuai Perjanjian Jaminan Fidusia No. 24 ,25 dan 26 tanggal 17 Januari 2012 dibuat dihadapan Sri 

Ismiyati, SH, Notaris di Jakarta 
 

Perseroan juga memperoleh fasilitas kredit investasi jangka panjang dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk 
Proyek PLTMG Rengat 20 MW sesuai akta no 21 tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham 
Idroes, S.H., LLM. Notaris di Jakarta, dengan ketentuan perjanjian sebagai berikut : 

 
1. Bank menyediakan fasilitas kredit sebesar Rp116.400.000.000 (nilai penuh) 
2. Tingkat suku bunga tetap sebesar 8,70% per tahun selama 2 tahun dan reviewable setiap saat pada tahun ke 3 sampai 

dengan tahun ke 6. 
3. Masa berlaku perjanjian adalah terhitung dari 31 Januari 2013 sampai dengan 30 Januari 2018. 
4. Jaminan berupa peralatan mekanikal dan elektrikal, bangunan sipil dan piutang proyek 
 
c. Indonesia Eximbank 
 
Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi jangka panjang dari Indonesia Exim Bank sesuai akta no 27 dan 28 tanggal 
17 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Sri Ismiyati, SH. Notaris di Jakarta, dengan ketentuan perjanjian sebagai berikut : 
 
1. Bank memberikan fasilitas kredit investasi sebesar Rp232.800.000.000 (nilai penuh) yang digunakan untuk 

pembiayaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Borang 2 x 30 MW. 
2. Tingkat suku bunga tetap sebesar 9% untuk tahun pertama, tahun kedua sampai dengan jatuh tempo kredit sebesar 

Jibor 3 bulan + 2% 
3. Masa berlaku perjanjian adalah terhitung dari 17 Januari 2012 sampai dengan 17 Januari 2018. 
 
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk 
 
a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

 
Pada tanggal 29 April 2015 Perseroan telah melakukan persetujuan perpanjangan fasilitas kredit kepada PT.Bank Mandiri 
(Persero) Tbk dengan nomor perjanjian No.CBG.CB2/SPPK.013/2015 . 
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Pada tanggal 8 September 2015 Perseroan telah melakukan fasilitas kredit perjanjian no CBG.CB2/SPPK.009/2015 sebesar 
Rp400.000.000.000 (nilai penuh) dengan tingkat bunga sebesar 10 % dengan jangka waktu 3 tahun. Dimana bagian yang 
jatuh tempo di tahun 2016 sebesar Rp80.0000.000.000. (nilai penuh) 
 
1. Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving maksimal sebesar Rp400.000.000.000 (nilai penuh), dengan tingkat bunga 

9,01% s.d 10,5% per tahun. 
2. Fasilitas Non Cash Loan berupa Bank Garansi sampai dengan Rp395.000.000.000 (nilai penuh). 
3. Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas adalah 11 Mei 2015 sampai dengan 10 Mei 2016. 
4. Agunan atas perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: 

 
Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (Negative Covenants) terkait perjanjian diantaranya adalah : 

 
⁻ Perubahan anggaran dasar debitur, apabila terkait susunan pemegang saham yang menyebabkan PT Wijaya Karya 

(Persero) Tbk tidak menjadi pemegang saham pengendali. 
⁻ Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan lain dan atau membiayai perusahaan lain dengan ketentuan apabila 

penyertaan dilakukan pada perusahaan dengan bisnis utama yang berbeda dengan debitur atau penyertaan pada 
perusahaan baru tersebut menyebabkan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. tidak lagi menjadi pemegang saham 
pengendali debitur. 

⁻ Melakukan pengambilalihan atau peleburan dengan pihak ketiga lainnya atau mendirikan anak perusahaan baru, yang 
memiliki bisnis utama yang berbeda dengan DEBITUR atau pengambilalihan atau peleburan dengan pihak ketiga 
lainnya atau pendirian anak perusahaan baru tersebut menyebabkan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. tidak lagi menjadi 
pemegang saham pengendali debitur. 

⁻ Mengadakan ekspansi usaha dan atau investasi baru serta membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada 
dengan ketentuan apabila ekspansi usaha dan atau investasi baru serta membuka usaha baru selain dari usaha yang 
telah ada tersebut menyebabkan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. tidak lagi menjadi pemegang saham pengendali 
debitur 

⁻ Mengadakan RUPS yang acaranya mengubah anggaran dasar perusahaan, permodalan serta susunan keanggotaan 
Direksi, Dewan Komisaris dan atau pemegang saham mayoritas, kecuali kegiatan korporasi yang dilakukan oleh 
debitur akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan saham pengendali dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 

⁻ Pembagian dividen dengan ketentuan tindakan yang dimaksud tidak mengakibatkan pelanggaran covenant yang 
dipersyaratkan oleh BANK. 

 
Rasio keuangan yang harus diperhatikan : 
 

⁻ Current Ratio minimal sebesar 100% dan Leverage Ratio maksimal 400%, sedangkan Current Ratio Perseroan lebih 
baik dari rasio yang dipersyaratkan yaitu sebesar 139% dan Leverage Ratio Perseroan lebih baik dari rasio yang 
dipersyaratkan yaitu sebesar 99% 

 
PT WIKA REALTY 
 
a. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
 
Pada tanggal 21 September 2012 Perusahaan menerima fasilitas pinjaman Kredit Kontruksi , dengan fasilitas pinjaman 
sebagai berikut : 
 
1. Bank memberikan fasilitas kredit investasi sebesar Rp50.000.000.000 (nilai penuh). 
2. Tingkat suku bunga tetap sebesar 10,85% per tahun (dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan Bank). 
3. Masa berlaku perjanjian adalah sampai dengan 21 September 2016. 
 
Jaminan berupa: 
 
Cessie atas piutang Proyek The Hive, Standing Instruction yang ditandatangani oleh pihak yang sah dan berwenang sesuai 
AD/ART PT. Wika Realty, dan Asuransi Konstruksi yang dilakukan oleh PT. Wika Realty dengan nilai pertanggungan minimal 
sama besarnya dengan plafond kredit. 
 
b. PT Bank CIMB Niaga Tbk 
 
Pada tanggal 18 Agustus 2015 PT Wijaya Karya Realty menerima fasilitas kredit untuk pembiayaan proyek D'Bandara di 
Balikpapan berupa faslitas kredit Pinjaman Transaksi Khusus 4 (On Liquidation) dengan nilai pinjaman pada tranche A 
senilai Rp 89.552.130.000,- (Delapan puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) 
dan B senilai Rp 192.447.870.000,- (Seratus sembilan puluh dua milyar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus 
tujuh puluh ribu rupiah). 
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9,01% s.d 10,5% per tahun. 
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Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (Negative Covenants) terkait perjanjian diantaranya adalah : 
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telah ada tersebut menyebabkan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. tidak lagi menjadi pemegang saham pengendali 
debitur 

⁻ Mengadakan RUPS yang acaranya mengubah anggaran dasar perusahaan, permodalan serta susunan keanggotaan 
Direksi, Dewan Komisaris dan atau pemegang saham mayoritas, kecuali kegiatan korporasi yang dilakukan oleh 
debitur akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan saham pengendali dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 

⁻ Pembagian dividen dengan ketentuan tindakan yang dimaksud tidak mengakibatkan pelanggaran covenant yang 
dipersyaratkan oleh BANK. 

 
Rasio keuangan yang harus diperhatikan : 
 

⁻ Current Ratio minimal sebesar 100% dan Leverage Ratio maksimal 400%, sedangkan Current Ratio Perseroan lebih 
baik dari rasio yang dipersyaratkan yaitu sebesar 139% dan Leverage Ratio Perseroan lebih baik dari rasio yang 
dipersyaratkan yaitu sebesar 99% 

 
PT WIKA REALTY 
 
a. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
 
Pada tanggal 21 September 2012 Perusahaan menerima fasilitas pinjaman Kredit Kontruksi , dengan fasilitas pinjaman 
sebagai berikut : 
 
1. Bank memberikan fasilitas kredit investasi sebesar Rp50.000.000.000 (nilai penuh). 
2. Tingkat suku bunga tetap sebesar 10,85% per tahun (dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan Bank). 
3. Masa berlaku perjanjian adalah sampai dengan 21 September 2016. 
 
Jaminan berupa: 
 
Cessie atas piutang Proyek The Hive, Standing Instruction yang ditandatangani oleh pihak yang sah dan berwenang sesuai 
AD/ART PT. Wika Realty, dan Asuransi Konstruksi yang dilakukan oleh PT. Wika Realty dengan nilai pertanggungan minimal 
sama besarnya dengan plafond kredit. 
 
b. PT Bank CIMB Niaga Tbk 
 
Pada tanggal 18 Agustus 2015 PT Wijaya Karya Realty menerima fasilitas kredit untuk pembiayaan proyek D'Bandara di 
Balikpapan berupa faslitas kredit Pinjaman Transaksi Khusus 4 (On Liquidation) dengan nilai pinjaman pada tranche A 
senilai Rp 89.552.130.000,- (Delapan puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) 
dan B senilai Rp 192.447.870.000,- (Seratus sembilan puluh dua milyar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus 
tujuh puluh ribu rupiah). 
 

Total nilai pinjaman sebesar Rp 282.000.000.000,- (Dua ratus delapan puluh dua milyar rupiah) berdasarkan surat 
penawaran kredit nomor 180/OL/CBGIII-CCS/VIII/2015. ketentuan atas bunga sebesar 11% p.a floating rate, dan provisi 
0,5% flat dari total plafond dengan jangka waktu 18 bulan setelah penarikan pertama.  
             
Jaminan: 
 
⁻ Tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang diatasnya bersertipikat HGB nomor 15855/ Seppingan, yang terletak 

di Propinsi Kalimantan Timur milik PT Multi Agung Sarana Mandiri (dengan nilai jaminan minimum 125%). 
⁻ Fidusia atas piutang milik Debitur. 

 
j. Utang Sewa Pembiayaan 
 
Jumlah utang sewa pembiayaan Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp56.498.364 ribu.  
 

 
(Dalam Ribuan Rupiah) 

 

Per Tanggal 30 Juni 
2016 

UTANG SEWA PEMBIAYAAN 
 Kurang dari 1 tahun:  

PT Bringin Srikandi Finance          18.772.830  
Subtotal 18.772.830 
Antara 1-4 tahun:  

PT Bringin Srikandi Finance 35.197.795 
KOKAR 2.527.739 

Subtotal 37.725.534  
Jumlah 56.498.364 
 
k. Liabilitas Imbalan Paska Kerja 

 
Jumlah liabilitas imbalan paska kerja Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp254.910.402 ribu.  
 

 
(Dalam Ribuan Rupiah) 

 
Per Tanggal 30 Juni 2016 

Imbalan kerja jangka panjang       
     254.910.402  
JUMLAH 254.910.402  
  
l. Liabilitas Pajak Tangguhan 
 
 Jumlah liabilitas pajak tangguhan Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 16.412.605 ribu 
 

 
(Dalam Ribuan Rupiah) 

 
Per Tanggal 30 Juni 2016 

Liabilitas Pajak Tangguhan :       
       
PT WIKA Realty       991.500  
PT WIKA Beton, Tbk       
  15.421.105  
Jumlah 16.412.605 
 
m. Uang Muka Proyek Jangka Panjang 
 
Jumlah uang muka proyek jangka panjang Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp1.779.644.740 ribu.  
 

 
(Dalam Ribuan Rupiah) 

 
Per Tanggal 30 Juni 2016 

UANG MUKA PROYEK JANGKA PANJANG 
 Rupiah 1.779.644.740  

Dollar Amerika Serikat 
 JUMLAH 1.779.644.740  
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Rincian uang muka proyek jangka panjang berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut: 

 
(Dalam Ribuan Rupiah) 

 
Per Tanggal 30 Juni 2016 

UANG MUKA PROYEK JANGKA PANJANG 
 Dept. Industrial Plant 103.789.476 

Dept. Sipil Umum 593.546.433 
Dept. Bangunan Gedung 245.103.506 
Dept. Power dan Energi 23.004.858 
Dept. Luar Negeri 168.925.427 
PT WIKA Gedung 536.029.344 
PT WIKA Rekayasa Konstruksi 109.245.696 

JUMLAH 1.779.644.740 
 
PERIKATAN DAN KONTINJENSI  
 
Perseroan telah mengikat kontrak konstruksi dengan berbagai pihak, kontrak ini mengikat kedua belah pihak untuk 
memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu kontrak. Perseroan memiliki komitmen untuk melaksanakan pekerjaan 
konstruksi dengan nilai kontrak diantaranya sebagai berikut:   
             

No  Nama Proyek  
Nilai Kontrak  
(dalam ribuan 

Rupiah) 
 Pemberi Kerja  

Masa Pelaksanaan 

Mulai Selesai 
1 PLTG Borang 2 x 30 MW  815.658.407  PT PLN (Persero) 11-Jul-11 29-Jul-19 

2 PLTD Pesanggaran Bali 50 MW  705.000.000 PT Indonesia Power 01-Okt-09 01-Sep-19 

3 Upper Cisokan Pakcage 1 Lot 1A 
dan 1 B 

931.840.091 PT PLN (Persero) 9-Okt-15 17-Nov-19 

4 Pembangunan PLTMG Rengat 
20 Megawatt di Propinsi Riau 

 293.753.460  PT PLN (Persero) 06-Sep-11 07-Mei-19 

5 MRT Underground CP 104 & 
MRT Underground CP 105 
(No 5 & 6 digabung) 

294.535.652 PT Mass Rapid Transit 
Jakarta 

11-Jun-13 20-Mei-18 

6 Mass Rapid Transit Jakarta CP 
101 & CP 102 

1.041.672.595 PT Mass Rapid Transit 
Jakarta 

06-Sep-13 13-Apr-18 

7 Bendungan Keureuto 406.916.206  PU-Dirjen SDA 18-Feb-15 17-Feb-20 

8 Pembangunan Bendungan 
Paselloreng Sulawesi 

496.454.212  Dept. Pekerjaan 
Umum Provinsi 
Sulawesi 

01-Jun-15 10-Jun-19 

9 PLTMG Rawa Minyak 25 MW 270.000.000  PT PLN (Persero) 20-Jul-12 20-Jan-21 

10 Oecusie Port, Timor Leste 997.500.000 Pemerintah Timor 
Leste 

30-Mar-15 31-Okt-18 

11 Pekerjaan Pembangunan 
Jembatan Bangkinang Propinsi 
Riau 

106.989.093  Dinas Bina Marga dan 
Pengairan Bangkinang 
Riau 

18-Jun-15 19-Dec-16 

12 Pembuatan Jalan DDT 
Manggarai - Jatinegara 

330.242.704  Dirjen Perkeretaapian 
Wilayah Jakarta dan 
Banten 

30-Jul-15 15-Jan-18 

13 Tol Solo Kertosono (Soker) Seksi 
1 Multiyears 

71.149.104 PU Dirjen Bina Marga 01-Jul-15 19-Jun-17 

14 Container Yard (CY) Tahap 2 - 
Teluk Lamong 

325.480.000  PT Pelindo III 
(Persero) 

13-Aug-15 02-Feb-17 

15 Tol Solo Kertosono (Soker) Loan 717.789.000  PU Dirjen Bina Marga 21-Aug-15 21-Aug-18 

16 Jalan Akses Gede Bage  278.064.000  PU Dirjen Bina Marga August 2015 August 2017 

17 Gedung Kantor Yodya Karya 118. 826.151 PT Yodya Karya 
(Persero) 

31-Des-15 28-Mar-17 

18 Tol Cisumdawu Tahap 2 633.818.000  PU Dirjen Bina Marga 15-Sep-15 13-Des-18 

19 Rehabilitasi Bendung Kelambu 
Kiri 

246.939.696  PU Dirjen SDA Jawa 
Tengah 

23-Okt-15 04-Jan-19 

20 Pembangunan Saluran Air 
Sebengkok 

141.268.053  Dirjen Bina Marga 
Wilayah 
 

05-Nov-15 05-Feb-19 
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Rincian uang muka proyek jangka panjang berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut: 
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5 MRT Underground CP 104 & 
MRT Underground CP 105 
(No 5 & 6 digabung) 

294.535.652 PT Mass Rapid Transit 
Jakarta 

11-Jun-13 20-Mei-18 

6 Mass Rapid Transit Jakarta CP 
101 & CP 102 

1.041.672.595 PT Mass Rapid Transit 
Jakarta 

06-Sep-13 13-Apr-18 

7 Bendungan Keureuto 406.916.206  PU-Dirjen SDA 18-Feb-15 17-Feb-20 

8 Pembangunan Bendungan 
Paselloreng Sulawesi 

496.454.212  Dept. Pekerjaan 
Umum Provinsi 
Sulawesi 

01-Jun-15 10-Jun-19 

9 PLTMG Rawa Minyak 25 MW 270.000.000  PT PLN (Persero) 20-Jul-12 20-Jan-21 

10 Oecusie Port, Timor Leste 997.500.000 Pemerintah Timor 
Leste 

30-Mar-15 31-Okt-18 

11 Pekerjaan Pembangunan 
Jembatan Bangkinang Propinsi 
Riau 

106.989.093  Dinas Bina Marga dan 
Pengairan Bangkinang 
Riau 

18-Jun-15 19-Dec-16 

12 Pembuatan Jalan DDT 
Manggarai - Jatinegara 

330.242.704  Dirjen Perkeretaapian 
Wilayah Jakarta dan 
Banten 

30-Jul-15 15-Jan-18 

13 Tol Solo Kertosono (Soker) Seksi 
1 Multiyears 

71.149.104 PU Dirjen Bina Marga 01-Jul-15 19-Jun-17 

14 Container Yard (CY) Tahap 2 - 
Teluk Lamong 

325.480.000  PT Pelindo III 
(Persero) 

13-Aug-15 02-Feb-17 

15 Tol Solo Kertosono (Soker) Loan 717.789.000  PU Dirjen Bina Marga 21-Aug-15 21-Aug-18 

16 Jalan Akses Gede Bage  278.064.000  PU Dirjen Bina Marga August 2015 August 2017 

17 Gedung Kantor Yodya Karya 118. 826.151 PT Yodya Karya 
(Persero) 

31-Des-15 28-Mar-17 

18 Tol Cisumdawu Tahap 2 633.818.000  PU Dirjen Bina Marga 15-Sep-15 13-Des-18 

19 Rehabilitasi Bendung Kelambu 
Kiri 

246.939.696  PU Dirjen SDA Jawa 
Tengah 

23-Okt-15 04-Jan-19 

20 Pembangunan Saluran Air 
Sebengkok 

141.268.053  Dirjen Bina Marga 
Wilayah 
 

05-Nov-15 05-Feb-19 

No  Nama Proyek  
Nilai Kontrak  
(dalam ribuan 

Rupiah) 
 Pemberi Kerja  

Masa Pelaksanaan 

Mulai Selesai 
21 Pembangunan Jalan Liang 

Anggang  - Dermaga Trisakti 
358.383.067  Dirjen Bina Marga 

Wilayah 
04-Nov-15 02-Nov-18 

22 Pembangunan Jalan dan 
Jembatan Manggar 

247.122.988 Dirjen Bina Marga 
Wilayah 

23-Sep-15 22-Sep-17 

23 Freeway Lanjutan (Loan China) 154.283.294 Dirjen Bina Marga 
Wilayah 

22-Sep-15     20-Sep-17 
 

24 Giant Sea Wall / Perkuatan 
Tanggul NCICD Cilcis 

     221. 326.795 
 

DPU - Dirjen SDA 
Ciliwung Cisadane 

       23-Nov-15 
 

23-Apr-18 

25 Diversion Channel in River Putih 
- Sabo Dam Merapi 

209.923.647 PU Dirjen SDA Daerah 
Istimewa Yogyakarta 

31-Aug-16 22-Aug-18 

26 PLTU 2 X 100 MW Jeneponto 
Sulawesi 

377.231.125 PT Diamond Shine 
Sarana Jaya 

01-Nov-15 01-Nov-17 

27 Gedung KPWDN Cabang Banten 133.097.272 PT Perusahaan Listrik 
Negara (Persero) 

16-Nov-15 10-Mar-17 

28 Rehabilitasi Sungai Citarum Hilir 123.903.790  Dirjen. Sumber Daya 
Air Citarum 

26-Nov-15 01-Jan-19 

29 Dermaga Multi Purpose 
Belawan Sumatera Utara 

209.317.388  PT Pelabuhan 
Indonesia I (Persero) 

10-Des-15 09-Mar-17 

30 Rel KA Layang Medan - 
Kualanamu Sumatera Utara 

262.712.727 Balai Perkeretaapian 
Wilayah Sumatera 
Utara 

23-Des-15 22-Des-16 

31 In - out let Sudetan Sungai 
Ciliwung 

41.947.851 DPU - Dirjen SDA 
Ciliwung Cisadane 

11-Des-15 10-Jun-17 

32 Jembatan Pulau G (Jakarta 
Utara) 

300.000.000  PT Muara Wisesa 
Samudera 

02-Des-15 02-Nov-17 

33 Irigasi DI. Rentang (SI.Gegesik) 179.412.258  PU Dirjen Sumber 
Daya Air 

15-Des-15 29-Okt-18 

34 Jalan Tol Seroja  628.117.000  PT Marga Citra Lintas 
Jabar 

30-Des-15 03-Jan-17 

35 Jalan Tol Lampung  2.181.885.221  PT Hutama Karya 
(Persero) 

29-Des-15 26-Mei-18 

37 Tol Surabaya Mojokerto Seksi 2 167.708.061  PT Marga Nujyasuma 
Agung 

14-Des-15 05-Jun-17 

38 Tol Surabaya Mojokerto Seksi 3 154.018.000  PT Marga Nujyasuma 
Agung 

14-Des-15 05-Jun-17 

39 NCDT British Petroleum II 357.110.000  British Petroleum Desember 2015 Desember 2018 

40 Stasiun Kereta Api Medan 262.712.727 Balai Perkeretaapian 
Wil. Sumut 

23-Des-15 22-Des-16 

41 Entikong Infrastruktur 218.450.266 Kementrian PUPRA 
Republik Indonesia 

20-Des-15 10-Sep-17 

42 Bandara Sultan Tha'ha Jambi 60.508.181  Angkasa Pura II 31-Des-15 31-Des-16 

43 PLBN Aruk 119.209.562 Kementrian PUPRA 
Republik Indonesia 

20-Des-15 20-Des-16 

44 Tol Bawen-Solo Seksi 2 85.403.685 PU Dirjen Bina Marga 06-Jan-16 31-Okt-16 

45 Tol Manado - Bitung (APBN) 169.631.015  PU Dirjen Bina Marga 01-Jan-16 28-Jan-18 

46 Elevated Road Maros - Bone 91.463.000  PU Dirjen Bina Marga Jan 2016 Desember 2016 

47 Wisma Atlit DKI Jakarta 978.745.454 Kementrian PUPERA 
Republik Indonesia 

17-Feb-16 08-Aug-17 

48 Pembangunan Jaringan Gas 
Bumi Prabumulih 

269.195.675 Pertamina Gas 29-Mar-16 31-Des-16 

49 Jembatan Semanggi Jakarta 313.698.401 PT Mitra Panca 
Pesada 

07-Mar-16 07-Mar-18 

50 Pemb. Pabrik Minyak Goreng 
Kapasitas 600,000 ton 

308.520.472 PT Industri Nabati 
Lestari 

29-Mar-16 21-Apr-16 

51 PJU Cerdas dan POME 150.798.000  Kementrian ESDM Maret 2016 Maret 2017 

52 Pembangunan Mini Hydro 158.429.000  Kementrian ESDM Maret 2016 Maret 2017 

53 PLTD CPO Belitung 88.935.454  Kementrian ESDM 26-Apr-16 26-Des-16 
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No  Nama Proyek  
Nilai Kontrak  
(dalam ribuan 

Rupiah) 
 Pemberi Kerja  

Masa Pelaksanaan 

Mulai Selesai 
54 Approach Dock Babelan  73.695.898 PT Cikajang Pratama 01-Apr-16 22-Nov-16 

55 APMS Bandara Soeta 
Cengkareng 

380.025.650  PT Angkasa Pura I 31-Mei-16 29-Mar-17 

56 LRT Kelapa Gading-Velodrome 
(Advance works) 

57.661.034  PT Jakarta 
Propertindo 

09-Jun-16 06-Des-16 

57 Fasilitas Bandara SSK 63.124.226 PT Angkasa Pura I 04-Mei-16 28-Feb-17 

58 Tanjung Sekong  921.497.310 Pertamina Patra Niaga 27-Jun-16     26-Jun-19 

59 Pengadaan, Konstruksi, dan 
Commisioning PLTD Ambon 
25MW 

229.000.000  Konsorsium PT Artho 
Ageng Energi - PT 
Mardika Sarana 
Engineering 

05-Jun-10 28-Feb-17 

60 Terminal 3 Ultimate Bandara 
Soekarno Hatta 

1.999.544.040 PT Angkasa Pura II 10-Feb-13 16-Jul-15 

61 University Hospital at University 
of Indonesia 

539.255.000  Universitas Indonesia 06-Mar-13 15-Okt-15 

62 Gas Fire Power Plant 188 MW 321.504.000  PT PLN (Persero) 01-Jun-13 30-Des-15 

63 EPC SKG Rantau Panjang & SKG 
Pangkalan Brandan 

408.660.000  PT Pertamina Gas Juli 2013 Juli 2015 

64 Banggai Amonia Plant 64.700.055 PT Panca Amara 
Utama 

25-Jan-14 04-Des-14 

65 Pembangunan Bendung Tugu 
Trenggalek Jawa Timur 

563.636.160 Dept. PU SDA Balai 
Besar Wilayah Brantas 
Jawa Timur 

30-Nov-13 16-Des-17 

66 Pembangunan Sudetan Kali 
Ciliwung 

447.823.433  SNVT Jaringan SDA 
Ciliwung  

30-Nov-13 16-Des-17 

67 Fasilitas Produksi Gas Matindok 1.778.810.420 PT Pertamina 
Direktorat Pemasaran 
& Niaga 

29-Jan-14 28-Mar-16 

68 Pembangunan Gasoline Tj.Uban 
Kepulauan Riau 

445.306.000 PT Pertamina 
Direktorat Pemasaran 
& Niaga 

03-Jun-14 03-Jun-16 

69 Pembangunan Terminal BBM 
Pulau Sambu Kep. Riau 

573.089.000 PT Pertamina 
Direktorat Pemasaran 
& Niaga 

12-Mar-14 11-Mar-16 

70 Pekerjaan Jembatan Dompak 
Kepulauan Riau 

284.413.624 Dept. Pekerjaan 
Umum Kepulauan 
Riau 

26-Mei-14 16-Nov-15 

71 Pipa Transmisi Gas dari Gresik 
ke Semarang 

103.680.000 PT Pertamina 
Direktorat Pemasaran 
& Niaga 

05-Sep-14 04-Apr-16 

72 EPC Fasilitas Penanganan 
Batubara Tanjung Enim Tahap 4 

260.119.665 PT Bukit Asam 
(Persero) Tbk. 

01-Okt-14 21-Jun-16 

73 Dermaga Belawan Phase 2 638.828.802 PT Prima Terminal 
Petikemas 

31-Okt-14 30-Okt-17 

74 Gedung PT Indah Karya 300.000.000  PT Indah Karya Oktober 2014 Oktober 2015 

75 SKH 3 Secondary Apron 61.007.420 PT Pertamina 
Direktorat Pemasaran 
& Niaga 

01-Nov-14 31-Okt-16 

76 Perumahan Karyawan 
Pertamina Cilacap 

54.696.000 PT Pertamina 
Direktorat Pemasaran 
& Niaga 

28-Nov-14 10-Apr-16 

77 Jalan Cileduk - Blok M Provinsi 
DKI Jakarta 

319.276.336  Dinas Bina Marga 
Prov. DKI Jakarta 

20-Feb-15 14-Des-16 

78 Jalan Tol Bgor Ciawi Sukabumi 
(Bocimi) 
 
 
 

322.918.190  PT Trans Jabar Tol 04-Feb-15 03-Feb-17 
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Nilai Kontrak  
(dalam ribuan 

Rupiah) 
 Pemberi Kerja  

Masa Pelaksanaan 
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322.918.190  PT Trans Jabar Tol 04-Feb-15 03-Feb-17 

No  Nama Proyek  
Nilai Kontrak  
(dalam ribuan 

Rupiah) 
 Pemberi Kerja  

Masa Pelaksanaan 

Mulai Selesai 
79 Pembangunan Saluran Suplesi 

Jabung Jawa Timur 
106.465.074  Dept. Pekerjaan 

Umum, Ditjen SDA 
Sungai Mesuji 
Sekampung. 

02-Jan-15 17-Des-17 

80 Pembangunan Jalan Tol 
Balikpapan - Samarinda 

293.028.762 Dept. Pekerjaan 
Umum Provinsi 
Kalimantan Timur 

27-Apr-15 25-Apr-18 

81 Sentubong Bridge  109.890.000  Zecon Sdh Bhd 08-Jun-15 30-Sep-16 

82 Funtasy Island Batam 160.569.090  PT Batam Island 
Marina 

31-Mar-15 30-Mar-16 

83 Kantor BRI Lampung 55.455.545  PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) 
Tbk 

Maret 2015 Maret 2016 

84 Gedung New Priok Container 
Terminal I 

177.097.500 PT New Priok 
Container Terminal 
One 

April 2015 April 2016 

85 Gedung Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) Makasar 

74.454.545 Badan Pemeriksa 
Keuangan RI 

Mei 2015 Mei 2016 

86 Rumah Susun Tentara Nasional 
Indonesia 

189.074.545 Kementrian PUPRA 
Republik Indonesia 

01-Jul-15 31-Des-15 

87 Overpass Adaro Indonesia 57.292.059 PT Sapta Indah Sejati Juli 2015 Juli 2016 

88 Pemb. Fasilitas Bandar Udara 
Kertajati Tahap III 

64.246.000 Dept. Perhubungan 
Udara 

Juli 2015 Juli 2016 

89 Bendung Karian 70.863.222 PU Dirjen Bina Marga Juni 2015 Juni 2018 

90 Tol Solo Kertosono (Soker) Seksi 
1F 

71.149.104 PU Dirjen Bina Marga Juni 2015 Juni 2016 

91 Alsut Rigid Suruana Ruas 1 & 5 58.190.909 PT Delta Mega 
Persada 

01-Mei-15 01-Des-15 

92 Underpass Simpang Mandai  75.564.574 Dirjen Bina Marga 
Wilayah 

21-Sep-15 11-Jul-17 

93 Jalan Oksibil dan Iyur Iyam 
Papua 

33.192.207 Dirjen ina Marga 
Wilayah Papua 

18-Feb-16 13-Des-16 

     
KECUALI SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, 
SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERTANGGAL 9 SEPTEMBER 
2016 DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN 
PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN LAIN YANG JUMLAHNYA 
MATERIAL SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR 
INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN. 
 

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI 
KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS DAN 
YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN YANG DISAJIKAN DALAM BAB XII 
PROSPEKTUS. 
 
DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBANNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN 
HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN 
SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA. 
 
SAMPAI DENGAN TANGGAL TERAKHIR TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG 
AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK. 
 
PADA TANGGAL TERAKHIR, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM 
PERJANJIAN UTANG PERSEROAN. 
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IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 
 
Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan dibawah ini diekstrak dari laporan keuangan konsolidasian auditan 
Perseroan pada (i) tanggal 30 Juni 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 
dan 2015, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan terdapat di bagian lain dalam 
Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian auditan pada tanggal dan untuk periode-periode tersebut telah diaudit 
berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) oleh KAP Soejatna, Mulyana & Rekan 
(anggota jaringan firma TPL & Associate Malaysia), akuntan publik independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani 
oleh akuntan publik Drs. Safaat Widjajabrata, CA, CPA  pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian.  
 
Ikhtisar data laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada (ii) 31 Desember 2015 dan 2014, dan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia dan terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian auditan pada tanggal dan 
untuk tahun-tahun tersebut telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia 
(“IAPI”) oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota jaringan firma HLB International), akuntan publik independen, yang 
laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Drs. Hartono, CA, CPA  pada tanggal 22 Februari 2016 dengan 
pendapat wajar tanpa pengecualian.  
 
LAPORAN LABA  RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN 

 
  (Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
Untuk tahun berakhir 31 Desember Untuk periode 6 bulan berakhir  

30 Juni 
2014 2015 2015 2016 

PENJUALAN BERSIH 12.463.216.288 13.620.101.419 4.778.471.826 6.033.745.869 
BEBAN POKOK PENJUALAN (11.038.646.789) (11.965.441.022) (4.282.197.456) (5.303.404.800) 

     LABA KOTOR 1.424.569.499 1.654.660.397 496.274.370 730.341.069 
LABA (RUGI) VENTURA BERSAMA 369.757.130 288.402.591 101.954.552 113.285.771 
LABA KOTOR SETELAH VENTURA BERSAMA 1.794.326.629 1.943.062.988 598.228.922 843.626.840 
     BEBAN USAHA     Beban Penjualan  (6.838.756)  (7.695.193)  (3.527.522)   (3.689.858)  
Beban Umum dan Administrasi  (386.009.513)  (421.462.453)  (180.856.933)   (223.768.350)  
Jumlah Beban Usaha  (392.848.269)  (429.157.646)  (184.384.455)  (227.458.208) 
LABA USAHA 1.401.478.360  1.513.905.342  413.844.467  616.168.632 
     PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN     Pendapatan Bunga 73.500.762 59.686.089 40.366.199 23.521.636 
Laba (Rugi) Selisih Kurs (2.039.829) 28.350.510 16.277.449 (8.689.569) 
Beban Pajak Penghasilan Final (286.455.956) (346.788.000) (112.442.578) (128.639.358) 
Beban dari Pendanaan (197.704.174) (431.409.359) (103.578.198) (171.521.105) 
Beban Penurunan Nilai Piutang (46.244.153) (30.500.231) (7.339.700) (95.909) 
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi (7.123.198) (5.514.535) (4.081.454) (7.160.927) 
Lain-Lain Bersih (82.678.307) (36.436.057) (8.781.202) 19.876.182 
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain (548.744.855) (762.611.583) (179.579.484) (272.709.050) 
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 852.733.505 751.293.759 234.264.983 343.459.582 
     Beban Pajak Penghasilan (108.964.403) (48.288.705) (14.384.356) (37.943.053) 
LABA BERSIH 743.769.102 703.005.054 219.880.627  305.516.529 
     PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH 
PAJAK     
Pendapatan (beban) komprehensif lainnya 
yang tidak direklasifikasi ke laba rugi :     
Selisih Penilaian Aset - - - - 
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Atas 
Program Imbal Kerja Pasti (7.616.608) 6.306.290 (43.211.827) (26.471.374) 

     LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 736.152.494 709.311.344 176.668.800 279.045.155 
Laba Yang Dapat Diatribusikan ke :     
Pemilik Entitas Induk 608.154.697 625.044.000 200.494.113 256.514.868 
Kepentingan Non Pengendali 135.614.405 77.961.054 19.386.514 49.001.661 
Jumlah  743.769.102 703.005.054 219.880.627 305.516.529 
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IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 
 
Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan dibawah ini diekstrak dari laporan keuangan konsolidasian auditan 
Perseroan pada (i) tanggal 30 Juni 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 
dan 2015, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan terdapat di bagian lain dalam 
Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian auditan pada tanggal dan untuk periode-periode tersebut telah diaudit 
berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) oleh KAP Soejatna, Mulyana & Rekan 
(anggota jaringan firma TPL & Associate Malaysia), akuntan publik independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani 
oleh akuntan publik Drs. Safaat Widjajabrata, CA, CPA  pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian.  
 
Ikhtisar data laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada (ii) 31 Desember 2015 dan 2014, dan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia dan terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian auditan pada tanggal dan 
untuk tahun-tahun tersebut telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia 
(“IAPI”) oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota jaringan firma HLB International), akuntan publik independen, yang 
laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Drs. Hartono, CA, CPA  pada tanggal 22 Februari 2016 dengan 
pendapat wajar tanpa pengecualian.  
 
LAPORAN LABA  RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN 

 
  (Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
Untuk tahun berakhir 31 Desember Untuk periode 6 bulan berakhir  

30 Juni 
2014 2015 2015 2016 

PENJUALAN BERSIH 12.463.216.288 13.620.101.419 4.778.471.826 6.033.745.869 
BEBAN POKOK PENJUALAN (11.038.646.789) (11.965.441.022) (4.282.197.456) (5.303.404.800) 

     LABA KOTOR 1.424.569.499 1.654.660.397 496.274.370 730.341.069 
LABA (RUGI) VENTURA BERSAMA 369.757.130 288.402.591 101.954.552 113.285.771 
LABA KOTOR SETELAH VENTURA BERSAMA 1.794.326.629 1.943.062.988 598.228.922 843.626.840 
     BEBAN USAHA     Beban Penjualan  (6.838.756)  (7.695.193)  (3.527.522)   (3.689.858)  
Beban Umum dan Administrasi  (386.009.513)  (421.462.453)  (180.856.933)   (223.768.350)  
Jumlah Beban Usaha  (392.848.269)  (429.157.646)  (184.384.455)  (227.458.208) 
LABA USAHA 1.401.478.360  1.513.905.342  413.844.467  616.168.632 
     PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN     Pendapatan Bunga 73.500.762 59.686.089 40.366.199 23.521.636 
Laba (Rugi) Selisih Kurs (2.039.829) 28.350.510 16.277.449 (8.689.569) 
Beban Pajak Penghasilan Final (286.455.956) (346.788.000) (112.442.578) (128.639.358) 
Beban dari Pendanaan (197.704.174) (431.409.359) (103.578.198) (171.521.105) 
Beban Penurunan Nilai Piutang (46.244.153) (30.500.231) (7.339.700) (95.909) 
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi (7.123.198) (5.514.535) (4.081.454) (7.160.927) 
Lain-Lain Bersih (82.678.307) (36.436.057) (8.781.202) 19.876.182 
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain (548.744.855) (762.611.583) (179.579.484) (272.709.050) 
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 852.733.505 751.293.759 234.264.983 343.459.582 
     Beban Pajak Penghasilan (108.964.403) (48.288.705) (14.384.356) (37.943.053) 
LABA BERSIH 743.769.102 703.005.054 219.880.627  305.516.529 
     PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH 
PAJAK     
Pendapatan (beban) komprehensif lainnya 
yang tidak direklasifikasi ke laba rugi :     
Selisih Penilaian Aset - - - - 
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Atas 
Program Imbal Kerja Pasti (7.616.608) 6.306.290 (43.211.827) (26.471.374) 

     LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 736.152.494 709.311.344 176.668.800 279.045.155 
Laba Yang Dapat Diatribusikan ke :     
Pemilik Entitas Induk 608.154.697 625.044.000 200.494.113 256.514.868 
Kepentingan Non Pengendali 135.614.405 77.961.054 19.386.514 49.001.661 
Jumlah  743.769.102 703.005.054 219.880.627 305.516.529 
  
 

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
 (Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
Per Tanggal 31 Desember Per Tanggal 30 

Juni 
2014 2015 2016 

ASET       
ASET LANCAR       
Kas dan Setara Kas 2.300.892.182 2.560.120.483 1.262.685.575 
Piutang usaha 
(setelah dikurangi akumulasi  penurunan nilai piutang 
sebesar Rp167.180.436,  Rp170.242.281 dan 
Rp168.866.816 per 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 
2014)   

   Pihak Ketiga 1.254.703.310 1.933.437.135 1.554.555.341 
Pihak Berelasi 708.129.332 848.543.021 820.435.045 

Piutang retensi 
(setelah dikurangi akumulasi  penurunan nilai piutang 
sebesar Rp2.620.593, Rp2.620.593 dan Rp2.025.563   per 
30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014) 567.875.358 662.948.555 736.280.666 
Tagihan Bruto Pemberi Kerja 2.369.859.861 3.244.397.788 4.210.195.337 
Pendapatan yang Akan Diterima 82.846.239 251.510.864 251.690.615 
Piutang Lain-Lain 
(setelah dikurangi akumulasi  penurunan nilai piutang 
sebesar  Rp16.335.676, Rp15.449.931 dan Rp32.409.759 
per 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014)     
    Pihak Berelasi 77.300.704 314.575.526 321.370.530 
    Pihak Ketiga 31.354.945 76.695.192 48.708.644 
Persediaan 817.307.342 1.031.277.931 1.125.501.670 
Uang Muka 384.431.063 439.641.163 573.844.669 
Pajak Dibayar Dimuka 425.794.117 529.036.987 733.910.977 
Biaya Dibayar Dimuka 241.370.431 465.274.857 794.862.770 
Jaminan Usaha 18.760.917 22.643.681 34.136.092 
Aset Real Estate 90.434.701 70.033.233 122.450.155 
Bagian Lancar dari Piutang Sewa Jangka Panjang 110.148.921 110.148.921 110.148.921 
Jumlah Aset Lancar 9.481.209.413 12.560.285.337 12.700.777.008 
    ASET TIDAK LANCAR 

   Investasi pada Entitas Asosiasi 227.137.428 300.607.375 394.869.948 
Piutang Jatuh Tempo Diatas 1 (satu) Tahun: 

   Piutang Usaha 40.182.013 13.402.337 1.194.957 
Piutang Retensi 16.461.906 9.564.163 2.756.832 

Piutang Sewa Jangka Panjang 389.074.416 278.925.495 223.868.627 
Aset Real Estate 

   Tanah Belum Dikembangkan 142.006.418 275.446.573 297.790.671 
Persediaan Real Estate 745.845.647 850.180.912 1.288.512.072 

Properti Investasi 380.048.382 392.040.421 389.293.078 
Aset Tetap 
(setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing  
Rp1.065.790.006, Rp927.296.347 dan Rp693.320.132 per 
30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014) 2.676.043.079 3.184.400.114 3.215.145.329 
Investasi pada Ventura Bersama 1.669.608.387 1.597.379.391 1.896.849.621 
Goodwill 4.847.052 4.847.052 4.847.052 
Aset Keuangan Lainnya 37.532.807 67.860.215 85.531.631 
Aset Lain-Lain 71.074.985 41.182.944 35.498.569 
Aset Pajak Tangguhan 28.147.824 26.283.705 24.651.301 
Jumlah Aset Tidak Lancar 6.428.010.344 7.042.120.697 7.860.809.687 
JUMLAH ASET 15.909.219.757 19.602.406.034 20.561.586.695 
    LIABILITAS DAN EKUITAS       
LIABILITAS JANGKA PENDEK       
Pinjaman Jangka pendek 928.515.444 1.221.822.355 3.016.535.980 
Utang usaha 

   Pihak Ketiga 3.842.802.356 4.287.019.827 4.344.252.195 
Pihak Berelasi 60.004.589 36.378.547 46.959.240 
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 (Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
Per Tanggal 31 Desember Per Tanggal 30 

Juni 
2014 2015 2016 

Utang Lain-Lain 71.112.786 96.482.975 75.672.886 
Kewajiban Bruto Pemberi Kerja 9.641.161 13.224.506 - 
Utang Pajak 168.940.523 177.085.029 276.774.618 
Uang Muka dari Pelanggan 316.364.321 477.381.896 388.113.916 
Biaya yang Masih Harus Dibayar 2.120.553.384 3.285.172.048 2.468.262.872 
Pendapatan yang Diterima Dimuka 178.593.992 406.959.558 173.596.658 
Bagian Jangka Pendek dari Jangka Panjang: 

   Pinjaman Jangka Menengah 541.000.000 249.000.000 250.000.000 
Pinjaman Jangka Panjang 221.620.359 324.706.736 259.416.393 
Utang Sewa Pembiayaan 16.893.554 22.300.954 18.772.830 

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 8.476.042.469 10.597.534.431 11.318.357.589 
    LIABILITAS JANGKA PANJANG 

   Liabilitas Imbalan Paska Kerja 181.284.262 200.490.168 254.910.402 
Liabilitas Pajak Tangguhan 2.162.275 11.170.726 16.412.605 
Uang Muka Proyek Jangka Panjang 1.049.416.204 1.662.677.044 1.779.644.740 
Bagian Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jangka 
Pendek: 

  
 

Pinjaman Jangka Menengah 800.000.000 975.000.000 975.000.000 
Pinjaman Jangka Panjang 475.104.845 671.067.024 578.645.240 
Utang Sewa Pembiayaan 48.454.961 46.365.276 37.725.534 

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 2.556.422.547 3.566.770.238 3.642.338.521 
Jumlah Liabilitas 11.032.465.016 14.164.304.669 14.960.696.109 
    EKUITAS 

   Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas 
induk 

       Modal Saham 614.922.500 614.922.500 614.922.500 
Modal Saham yang Diperoleh Kembali (10.272.110) (10.272.110) (10.272.110) 
Tambahan Modal Disetor 715.858.789 715.858.789 715.858.789 
Perubahan Ekuitas pada Entitas Anak 1.127.249.357 1.127.249.357 1.127.249.357 
Komponen Ekuitas Lainnya   

 Selisih Penilaian Aset 23.526.182 14.626.146 14.626.146 
Pengukuran kembali Imbalan Pasti (106.750.583) (100.444.293) (126.915.667)) 

Saldo Laba 1.523.052.638 2.013.224.280 2.175.249.895 
Sub Jumlah 3.887.586.773 4.375.164.669 4.510.718.910 

Kepentingan Non Pengendali 989.167.968 1.062.936.696 1.090.171.676 
Total Ekuitas 4.876.754.741 5.438.101.365 5.600.890.586 
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 15.909.219.757 19.602.406.034 20.561.586.695 
 
RASIO INFORMASI USAHA LAINNYA  

KETERANGAN 
Per tanggal dan untuk tahun 
berakhir 31 Desember 

Per tanggal dan untuk 
periode 6 bulan berakhir 

30 Juni 
2014 2015 2015 2016 

Laba kotor / penjualan bersih (%) 11,43 12,15 10,39 12,10 
Laba sebelum pajak penghasilan / penjualan bersih (%) 6,84 5,52 4,90 5,69 
Laba bersih / penjualan bersih (%) 5,97 5,16 4,60 5,06 
Laba sebelum pajak penghasilan  /total ekuitas (%)  17,49 13,82 4,71 6,13 
Laba bersih  / total ekuitas (%) 15,25 12,93 8,81 10,91 
Laba sebelum pajak penghasilan / total aset (%) 5,36 3,83 1,37 1,67 
Laba bersih / total aset (%) 4,68 3,59 1,29 1,49 
Piutang / total penjualan (hari) 57 74 71 76 
Total penjualan / total asset (x) 0.69 0.82 0.28 0.29 
Total aset lancar / total liabilitas jangka pendek (x) 1,12 1,19 1,10 1,12 
Total liabilitas / total ekuitas (x) 2,26 2,60 2,43 2,67 
Total liabilitas / total aset (x) 0,69 0,72 0,71 0,73 
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 (Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
Per Tanggal 31 Desember Per Tanggal 30 

Juni 
2014 2015 2016 

Utang Lain-Lain 71.112.786 96.482.975 75.672.886 
Kewajiban Bruto Pemberi Kerja 9.641.161 13.224.506 - 
Utang Pajak 168.940.523 177.085.029 276.774.618 
Uang Muka dari Pelanggan 316.364.321 477.381.896 388.113.916 
Biaya yang Masih Harus Dibayar 2.120.553.384 3.285.172.048 2.468.262.872 
Pendapatan yang Diterima Dimuka 178.593.992 406.959.558 173.596.658 
Bagian Jangka Pendek dari Jangka Panjang: 

   Pinjaman Jangka Menengah 541.000.000 249.000.000 250.000.000 
Pinjaman Jangka Panjang 221.620.359 324.706.736 259.416.393 
Utang Sewa Pembiayaan 16.893.554 22.300.954 18.772.830 

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 8.476.042.469 10.597.534.431 11.318.357.589 
    LIABILITAS JANGKA PANJANG 

   Liabilitas Imbalan Paska Kerja 181.284.262 200.490.168 254.910.402 
Liabilitas Pajak Tangguhan 2.162.275 11.170.726 16.412.605 
Uang Muka Proyek Jangka Panjang 1.049.416.204 1.662.677.044 1.779.644.740 
Bagian Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jangka 
Pendek: 

  
 

Pinjaman Jangka Menengah 800.000.000 975.000.000 975.000.000 
Pinjaman Jangka Panjang 475.104.845 671.067.024 578.645.240 
Utang Sewa Pembiayaan 48.454.961 46.365.276 37.725.534 

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 2.556.422.547 3.566.770.238 3.642.338.521 
Jumlah Liabilitas 11.032.465.016 14.164.304.669 14.960.696.109 
    EKUITAS 

   Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas 
induk 

       Modal Saham 614.922.500 614.922.500 614.922.500 
Modal Saham yang Diperoleh Kembali (10.272.110) (10.272.110) (10.272.110) 
Tambahan Modal Disetor 715.858.789 715.858.789 715.858.789 
Perubahan Ekuitas pada Entitas Anak 1.127.249.357 1.127.249.357 1.127.249.357 
Komponen Ekuitas Lainnya   

 Selisih Penilaian Aset 23.526.182 14.626.146 14.626.146 
Pengukuran kembali Imbalan Pasti (106.750.583) (100.444.293) (126.915.667)) 

Saldo Laba 1.523.052.638 2.013.224.280 2.175.249.895 
Sub Jumlah 3.887.586.773 4.375.164.669 4.510.718.910 

Kepentingan Non Pengendali 989.167.968 1.062.936.696 1.090.171.676 
Total Ekuitas 4.876.754.741 5.438.101.365 5.600.890.586 
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 15.909.219.757 19.602.406.034 20.561.586.695 
 
RASIO INFORMASI USAHA LAINNYA  

KETERANGAN 
Per tanggal dan untuk tahun 
berakhir 31 Desember 

Per tanggal dan untuk 
periode 6 bulan berakhir 

30 Juni 
2014 2015 2015 2016 

Laba kotor / penjualan bersih (%) 11,43 12,15 10,39 12,10 
Laba sebelum pajak penghasilan / penjualan bersih (%) 6,84 5,52 4,90 5,69 
Laba bersih / penjualan bersih (%) 5,97 5,16 4,60 5,06 
Laba sebelum pajak penghasilan  /total ekuitas (%)  17,49 13,82 4,71 6,13 
Laba bersih  / total ekuitas (%) 15,25 12,93 8,81 10,91 
Laba sebelum pajak penghasilan / total aset (%) 5,36 3,83 1,37 1,67 
Laba bersih / total aset (%) 4,68 3,59 1,29 1,49 
Piutang / total penjualan (hari) 57 74 71 76 
Total penjualan / total asset (x) 0.69 0.82 0.28 0.29 
Total aset lancar / total liabilitas jangka pendek (x) 1,12 1,19 1,10 1,12 
Total liabilitas / total ekuitas (x) 2,26 2,60 2,43 2,67 
Total liabilitas / total aset (x) 0,69 0,72 0,71 0,73 
 
 
 

Tabel di bawah ini merekonsiliasi laba sebelum pajak penghasilan Perseroan (yang diatur oleh Standar Akuntansi 
Keuangan) dalam menghitung EBITDA. 
 

KETERANGAN 

Untuk tahun yang berakhir 31 
Desember 

Untuk periode 6 bulan berakhir  
30 Juni 

2014 2015 2015 2016 

Laba sebelum pajak penghasilan 852.733.505 751.293.759 234.264.983 343.459.582 
Ditambah:     
PPh Final 286.455.956 346.788.000 112.442.578 128.639.358 
Biaya pendanaan 197.704.174 431.409.359 103.578.198 171.521.105 
Depresiasi & amortisasi 190.825.052 272.017.950 137.741.859 212.047.656 
EBITDA 1.527.718.687 1.801.509.068 588.027.618 855.667.701 
 
RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN OLEH PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA 
 

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya Rasio Keuangan Perseroan  
pada tanggal 30 Juni 2016 

Minimum EBITDA/Interest Expense 150% 498,87% 
Minimum Current Ratio 100% 112,20% 
Maximum DER 400% 267,18% 
Minimum DSCR 100% 23,14% 
Gearing Ratio 250% 91,72% 
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V. PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN DAN ANALISIS KONDISI KEUANGAN 
SERTA KINERJA USAHA 

 
Pembahasan berikut ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan 
konsolidasian Perseroan per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada (i) tanggal 30 Juni 2016 dan untuk periode 
enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015, dan (ii) 31 Desember 2015 dan 2014, dan untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  dan catatan atas laporan keuangan yang dicantumkan dalam bagian 
lain Prospektus ini. Pembahasan dan analisis ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan 
pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan 
Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang 
diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan 
dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini. 
 
1.  TINJAUAN UMUM  
 
Sebelum didirikan sebagai Perusahaan Perseroan (Persero), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1961 
tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara “Widjaja Karja” telah didirikan Perusahaan Negara Bangunan 
Widjaja Karja (“PN Widjaja Karja”) pada tanggal 11 Maret 1960. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 ini pula, 
perusahaan bangunan bekas milik Belanda yang bernama Naamloze Vennootschap Technische Handel Maatschappij en 
Bouwbedrijf Vis en Co., disingkat N.V. Vis en Co. yang telah dinasionalisasi, dilebur ke dalam PN Widjaja Karja. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tanggal 22 Juli 1971, PN Widjaja Karja dialihkan bentuk dan statusnya menjadi 
Perusahaan Perseroan (Persero) dengan pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya atau Perseroan sesuai 
Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 110 tanggal 20 Desember 1972 yang dibuat dihadapan Dian Paramita Tamzil, SH 
pada waktu itu pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta juncto Akta Perubahan Naskah Pendirian Perseroan 
Terbatas No. 106 tanggal 17 April 1973 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, keduanya telah 
disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973 dan 
didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta No. 1724 tanggal 16 Mei 1973, serta diumumkan dalam Tambahan No. 683, Berita 
Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 21 September 1973. 

Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) Tbk. 
No. 03 tanggal 1 September 2015 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta 
dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0941709.AH.01.02.Tahun 
2015 tanggal 4 September 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3550189.AH.01.11.Tahun 
2015 tanggal 4 September 2015 (“Akta No. 03/2015”), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan. 

Pada awal berdiri, Perseroan bergerak dibidang subkontraktor dari kontraktor-kontraktor ternama sebelum akhirnya 
menjadi pemborong pemasangan jaringan listrik tegangan rendah, menengah dan tinggi di akhir dasawarsa 1960-an. Awal 
1970, Perseroan mengembangkan bisnis di bidang kontraktor sipil dan dan bangunan perumahan. Saat ini Perseroan telah 
menjadi BUMN Indonesia bidang konstruksi yang tangguh, mampu tumbuh dan berkembang melalui diversifikasi usaha 
dengan lima pilar bisnis utama yaitu jasa konstruksi, mekanikal elektrikal, industry, real estate dan pertambangan. 

Kegiatan usaha jasa konstruksi dijalankan oleh Perseroan sedangkan kegiatan usaha lainnya dibidang mekanikal elektrikal, 
industry, real estate dan pertambangan dijalankan oleh Anak Perusahaan yaitu PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Wijaya Karya 
Realty, PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi, PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung 
dan PT Wijaya Karya Bitumen. 
 
2.  DASAR PENYAJIAN 
 
Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep biaya perolehan dan atas dasar akrual, kecuali untuk laporan 
arus  kas konsolidasian. 
 
Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas atas dasar 
aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 
 
Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia mengharuskan 
manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas dan pengungkapan aset 
dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban selama periode 
pelaporan.  Hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. 
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V. PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN DAN ANALISIS KONDISI KEUANGAN 
SERTA KINERJA USAHA 

 
Pembahasan berikut ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan 
konsolidasian Perseroan per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada (i) tanggal 30 Juni 2016 dan untuk periode 
enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015, dan (ii) 31 Desember 2015 dan 2014, dan untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  dan catatan atas laporan keuangan yang dicantumkan dalam bagian 
lain Prospektus ini. Pembahasan dan analisis ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan 
pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan 
Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang 
diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan 
dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini. 
 
1.  TINJAUAN UMUM  
 
Sebelum didirikan sebagai Perusahaan Perseroan (Persero), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1961 
tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara “Widjaja Karja” telah didirikan Perusahaan Negara Bangunan 
Widjaja Karja (“PN Widjaja Karja”) pada tanggal 11 Maret 1960. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 ini pula, 
perusahaan bangunan bekas milik Belanda yang bernama Naamloze Vennootschap Technische Handel Maatschappij en 
Bouwbedrijf Vis en Co., disingkat N.V. Vis en Co. yang telah dinasionalisasi, dilebur ke dalam PN Widjaja Karja. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tanggal 22 Juli 1971, PN Widjaja Karja dialihkan bentuk dan statusnya menjadi 
Perusahaan Perseroan (Persero) dengan pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya atau Perseroan sesuai 
Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 110 tanggal 20 Desember 1972 yang dibuat dihadapan Dian Paramita Tamzil, SH 
pada waktu itu pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta juncto Akta Perubahan Naskah Pendirian Perseroan 
Terbatas No. 106 tanggal 17 April 1973 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, keduanya telah 
disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973 dan 
didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta No. 1724 tanggal 16 Mei 1973, serta diumumkan dalam Tambahan No. 683, Berita 
Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 21 September 1973. 

Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) Tbk. 
No. 03 tanggal 1 September 2015 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta 
dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0941709.AH.01.02.Tahun 
2015 tanggal 4 September 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3550189.AH.01.11.Tahun 
2015 tanggal 4 September 2015 (“Akta No. 03/2015”), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan. 

Pada awal berdiri, Perseroan bergerak dibidang subkontraktor dari kontraktor-kontraktor ternama sebelum akhirnya 
menjadi pemborong pemasangan jaringan listrik tegangan rendah, menengah dan tinggi di akhir dasawarsa 1960-an. Awal 
1970, Perseroan mengembangkan bisnis di bidang kontraktor sipil dan dan bangunan perumahan. Saat ini Perseroan telah 
menjadi BUMN Indonesia bidang konstruksi yang tangguh, mampu tumbuh dan berkembang melalui diversifikasi usaha 
dengan lima pilar bisnis utama yaitu jasa konstruksi, mekanikal elektrikal, industry, real estate dan pertambangan. 

Kegiatan usaha jasa konstruksi dijalankan oleh Perseroan sedangkan kegiatan usaha lainnya dibidang mekanikal elektrikal, 
industry, real estate dan pertambangan dijalankan oleh Anak Perusahaan yaitu PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Wijaya Karya 
Realty, PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi, PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung 
dan PT Wijaya Karya Bitumen. 
 
2.  DASAR PENYAJIAN 
 
Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep biaya perolehan dan atas dasar akrual, kecuali untuk laporan 
arus  kas konsolidasian. 
 
Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas atas dasar 
aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 
 
Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia mengharuskan 
manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas dan pengungkapan aset 
dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban selama periode 
pelaporan.  Hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. 
 
  

Standar akuntansi yang telah dipublikasikan dan relevan terhadap kegiatan operasi Grup adalah:  
 
Telah efektif pada tahun 2015: 
 PSAK No. 1 (revisi 2013) - Penyajian laporan keuangan 
 PSAK No. 4 (revisi 2013) - Laporan keuangan tersendiri 
 PSAK No. 15 (revisi 2013) - Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama 
 PSAK No. 24 (revisi 2013) - Imbalan Kerja 
 PSAK No. 46 (revisi 2014) - Pajak Penghasilan 
 PSAK No. 48 (revisi 2014) - Penurunan nilai aset 
 PSAK No. 50 (revisi 2014) - Instrumen keuangan: penyajian 
 PSAK No. 55 (revisi 2014) - Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran 
 PSAK No. 60 (revisi 2014) - Instrumen keuangan: pengungkapan 
 PSAK No. 65 - Laporan keuangan konsolidasian 
 PSAK No. 66 - Pengaturan bersama 
 PSAK No. 67 - Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain 
 PSAK No. 68 - Pengukuran nilai wajar  
 
Standar akuntansi baru/revisi yang telah dipublikasikan dan relevan terhadap kegiatan operasi Perseroan, tetapi belum 
berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015: 
 PSAK No. 1 - Penyajian laporan keuangan 
 PSAK No. 4 - Laporan keuangan tersendiri 
 PSAK No. 5 - Segmen operasi 
 PSAK No. 7 - Pengungkapan pihak-pihak berelasi 
 PSAK No. 15 - Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama 
 PSAK No. 16 - Aset tetap 
 PSAK No. 19 - Aset tak berwujud 
 PSAK No. 22 - Kombinasi bisnis 
 PSAK No. 24 - Imbalan Kerja 
 PSAK no. 25 - Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan 
 PSAK No. 65 - Laporan keuangan konsolidasian 
 PSAK No. 66 - Pengaturan bersama 
 PSAK No. 67 - Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain 
 PSAK No. 68 - Pengukuran nilai wajar 
 PSAK No. 69 - Agrikultur 
 ISAK No. 30 - Pungutan  

 
3.   ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING  
 
Estimasi dan pertimbangan senantiasa dievaluasi dan disusun berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, 
termasuk ekspektasi kejadian-kejadian di masa mendatang yang dipandang wajar dalam keadaan itu. Hasil yang 
sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki dampak signifikan terhadap 
nilai tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.   
 
Ringkasan atas estimasi dan pertimbangan akuntansi penting Perseroan dapat dilihat pada catatan 37 atas laporan 
keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 yang 
dicantumkan dalam bagian lain Prospektus ini.  
 Penyusutan – Masa manfaat dan beban penyusutan atas tanaman dan aset tetap ditentukan berdasarkan estimasi, 

dimana beban penyusutan akan disesuaikan jika masa manfaatnya berbeda dari  
estimasi sebelumnya atau jika aset dihapusbukukan atau dilakukan penurunan nilai karena usang atau dihentikan 
penggunaannya. 

 Imbalan kerja – Perhitungan kewajiban imbalan kerja tergantung pada sejumlah asumsi aktuaria, seperti: tingkat 
pengembalian atas aset program, tingkat diskonto dan asumsi penting lainnya yang sebagian berdasarkan kondisi 
pasar saat ini. 

 Provisi perpajakan – Penentuan provisi perpajakan memerlukan pertimbangan signifikan, yang mana hal ini 
keputusan final atas provisi perpajakan tersebut bisa berbeda dari jumlah yang tercatat. Adapun pengakuan aset 
pajak tangguhan tergantung pada harapan dan estimasi terhadap tersedianya laba kena pajak masa depan.  

 
Setiap perubahan dalam asumsi, estimasi dan pertimbangan tersebut diatas, bisa memiliki risiko signifikan yang berdampak 
pada penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. 
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4.  FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASI PERSEROAN  
 
Faktor-faktor berikut ini dapat mempengaruhi efektivitas terhadap total penjualan, yang antara lain meliputi: 

a) Perubahan harga terhadap penjualan 

Jika terjadi kenaikan harga secara keseluruhan, maka hal ini akan mempengaruhi pendapatan usaha perseroan. Untuk 
mengantisipasi dampak perubahan harga, Perseroan menerapkan manajamen risiko yang selanjutnya dituangkan dalam 
klausul kontrak pekerjaan. Sehingga Perseroan dapat mengajukan Addendum atau Amandemen kontrak. 

b) Produk baru; dan 

Dengan terciptanya produk-produk baru dipasar industri konstruksi yang sedikit-banyaknya akan mempengaruhi kegiatan 
operasional dan pendapatan usaha perseroan, dengan ini perseroan selalu melakukan inovasi-inovasi dan diversifikasi 
produk guna mempertahankan pasar yang sudah dikuasai Perseroan. 

c)    Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan promosi terhadap penjualan produk. 

Untuk menunjang kegiatan promosi atas produk-produk perseroan setiap tahunnya telah dikeluarkan biaya untuk kegiatan 
promosi sekitar 0,2%-0,3% dari pendapatan usaha. 

Perseroan telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja kedepan maupun sekarang yaitu selektif terhadap 
perolehan kontrak baru, disasar proyek-proyek pemerintah yang sudah jelas pendanaannya dari APBN/D, proyek-proyek 
yang memberikan uang muka 10-20%. 

 
5.  KEBIJAKAN PEMERINTAH 
 
Kebijakan Pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional 
Perseroan adalah sebagai berikut : 

a. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing yang terjadi akan 
mempengaruhi pendapatan Perseroan karena untuk operasional Perseroan masih mendanai dana kerja dengan 
pinjaman bank 

b. Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan cukai tertentu akan berdampak pada meningkatnya beban pajak 
dan biaya perolehan material tertentu. 

c. Kebijakan infrastuktur seperti program percepatan pembangunan (MP3EI) akan berdampak pada meningkatnya 
pangsa pasar yang berpotensi meningkatkan nilai kontrak dan penjualan Perseroan 

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan termasuk dampaknya bagi kondisi 
keuangan Perseroan adalah sebagai berikut : 

a. Kebijakan harga BBM yang akan mempengaruhi harga dari supplier yang akan berakibat pada biaya produksi 
Perseroan. 

b. Kebijakan tarif pajak yang akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan 

c. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat upah minimum regional (UMR)/upah umum minimum provinsi 
(UMP) dan Jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pekerja/pegawai Perseroan. 

 
6.  KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN PERSEROAN 
  
Penjualan bersih 
 
Penjualan bersih Perseroan terutama dihasilkan dari penjualan bisnis unit infrastruktur dan gedung. Tabel berikut ini 
menggambarkan penjualan masing-masing produk untuk periode yang dinyatakan dan persentase penjualan terhadap 
total penjualan bersih: 
 

 
(Dalam Ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Desember 30 Juni 
2014 2015 2015 2016 

PENJUALAN BERSIH 
  

 
 Infrastruktur dan Gedung 4.730.904.492 5.984.300.421 2.092.396.106 3.186.061.651 

Energi dan Industrial Plant 3.178.462.772 3.369.643.952 1.407.419.520 1.071.382.069 
Industri 3.270.581.824 2.830.253.398 1.009.989.627 1.465.312.038 
Realty dan Properti 1.283.267.200 1.435.903.648 268.666.573 310.990.111 

Total 12.463.216.288 13.620.101.419 4.778.471.826 6.033.745.869  
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4.  FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASI PERSEROAN  
 
Faktor-faktor berikut ini dapat mempengaruhi efektivitas terhadap total penjualan, yang antara lain meliputi: 

a) Perubahan harga terhadap penjualan 

Jika terjadi kenaikan harga secara keseluruhan, maka hal ini akan mempengaruhi pendapatan usaha perseroan. Untuk 
mengantisipasi dampak perubahan harga, Perseroan menerapkan manajamen risiko yang selanjutnya dituangkan dalam 
klausul kontrak pekerjaan. Sehingga Perseroan dapat mengajukan Addendum atau Amandemen kontrak. 

b) Produk baru; dan 

Dengan terciptanya produk-produk baru dipasar industri konstruksi yang sedikit-banyaknya akan mempengaruhi kegiatan 
operasional dan pendapatan usaha perseroan, dengan ini perseroan selalu melakukan inovasi-inovasi dan diversifikasi 
produk guna mempertahankan pasar yang sudah dikuasai Perseroan. 

c)    Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan promosi terhadap penjualan produk. 

Untuk menunjang kegiatan promosi atas produk-produk perseroan setiap tahunnya telah dikeluarkan biaya untuk kegiatan 
promosi sekitar 0,2%-0,3% dari pendapatan usaha. 

Perseroan telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja kedepan maupun sekarang yaitu selektif terhadap 
perolehan kontrak baru, disasar proyek-proyek pemerintah yang sudah jelas pendanaannya dari APBN/D, proyek-proyek 
yang memberikan uang muka 10-20%. 

 
5.  KEBIJAKAN PEMERINTAH 
 
Kebijakan Pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional 
Perseroan adalah sebagai berikut : 

a. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing yang terjadi akan 
mempengaruhi pendapatan Perseroan karena untuk operasional Perseroan masih mendanai dana kerja dengan 
pinjaman bank 

b. Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan cukai tertentu akan berdampak pada meningkatnya beban pajak 
dan biaya perolehan material tertentu. 

c. Kebijakan infrastuktur seperti program percepatan pembangunan (MP3EI) akan berdampak pada meningkatnya 
pangsa pasar yang berpotensi meningkatkan nilai kontrak dan penjualan Perseroan 

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan termasuk dampaknya bagi kondisi 
keuangan Perseroan adalah sebagai berikut : 

a. Kebijakan harga BBM yang akan mempengaruhi harga dari supplier yang akan berakibat pada biaya produksi 
Perseroan. 

b. Kebijakan tarif pajak yang akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan 

c. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat upah minimum regional (UMR)/upah umum minimum provinsi 
(UMP) dan Jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pekerja/pegawai Perseroan. 

 
6.  KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN PERSEROAN 
  
Penjualan bersih 
 
Penjualan bersih Perseroan terutama dihasilkan dari penjualan bisnis unit infrastruktur dan gedung. Tabel berikut ini 
menggambarkan penjualan masing-masing produk untuk periode yang dinyatakan dan persentase penjualan terhadap 
total penjualan bersih: 
 

 
(Dalam Ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Desember 30 Juni 
2014 2015 2015 2016 

PENJUALAN BERSIH 
  

 
 Infrastruktur dan Gedung 4.730.904.492 5.984.300.421 2.092.396.106 3.186.061.651 

Energi dan Industrial Plant 3.178.462.772 3.369.643.952 1.407.419.520 1.071.382.069 
Industri 3.270.581.824 2.830.253.398 1.009.989.627 1.465.312.038 
Realty dan Properti 1.283.267.200 1.435.903.648 268.666.573 310.990.111 

Total 12.463.216.288 13.620.101.419 4.778.471.826 6.033.745.869  

Tidak ada pendapatan per customer dengan nilai bersih melebihi 10% dari total penjualan. 
 
Penjualan jasa adalah dari bisnis jasa konstruksi, sewa dan properti metode perhitungan pendapatan atas jasa Konstruksi 
adalah dengan menggunakan metode presentase penyelesaian kontrak. 
 
Beban Pokok Penjualan 
 
Beban pokok Penjualan terdiri dari: 

(Dalam RIbuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Desember 30 Juni 
2014 2015 2015 2016 

BEBAN POKOK PENJUALAN 
  

 
 Infrastruktur dan Gedung 4.360.243.568 5.391.151.099 1.915.790.626 2.817.078.960 

Energi dan Industrial Plant 2.905.324.772 2.945.502.468 1.258.206.291 972.418.084 
Industri 2.726.327.873 2.430.743.649 890.690.072 1.253.987.287 
Realti dan Properti 1.046.750.576 1.198.043.806 217.510.467 259.920.469 

Total 11.038.646.789 11.965.441.022 4.282.197.456 5.303.404.800 
 
Laba Rugi Ventura Bersama 
 
Laba(Rugi) pada ventura bersama merupakan laba (rugi) atas proyek-proyek yang dilaksanakan dengan pola kerjasama 
meliputi proyek-proyek Sipil Umum berupa Jalan, Jembatan, Bangunan Gedung, Stadion, Pengendalian banjir, Bendungan, 
Powerplant serta Proyek Mekanikal berupa Pemipaan. 
 
Beban Penjualan 
 
Beban Penjualan merupakan beban-beban sehubungan dengan penjualan jasa konstruksi dan produk diversifikasi lainnya.  
 
Beban Umum dan Administrasi 

(Dalam Ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Desember 30 Juni 

2014 2015 2015 2016 
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 

  
 

 Personalia 281.922.492 306.036.748 128.414.569 174.706.310 
Fasilitas kantor 71.706.002 80.387.220 39.798.418 35.860.873 
Penelitian dan pengembangan 20.464.779 19.719.718 7.247.315 8.717.538 
Informatika 7.760.903 8.687.772 2.689.307 2.597.318 
Keuangan 4.155.337 6.630.995 2.707.324 1.886.311 

Total 386.009.513 421.462.453 180.856.933 223.768.350 
 
Pendapatan (Beban) Lain-Lain 

(Dalam Ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Desember 30 Juni 

2014 2015 2015 2016 
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN 

  
 

 Pendapatan bunga Deposito-Jasa Giro  73.500.762  59.686.089  40.366.199 23.521.636  
Laba (Rugi) Selisih Kurs  (2.039.829)  28.350.510  16.277.449  (8.689.569) 
Beban Pajak Penghasilan Final  (286.455.956)  (346.788.000) (112.442.578) (128.639.358) 
Pendapatan (Beban) dari Pendanaan  (197.704.174)  (431.409.359) (103.578.198) (171.521.105) 
Beban Penurunan Nilai Piutang  (46.244.153)  (30.500.231) (7.339.700) (95.909) 
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi  (7.123.198)  (5.514.535)  (4.081.454)  (7.160.927) 
Lain-Lain Bersih  (82.678.307)  (36.436.057)  (8.781.202)  19.876.182  

Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain       (548.744.855)              (762.611.583) (179.579.484) (272.709.050) 
 
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro 
 
Pendapatan bunga deposito dan Jasa Giro merupakan pendapatan bunga atas deposito berjangka Perseroan dan bunga 
bank atas saldo rekening giro Perseroan. Pendapatan bunga tersebut telah memperhitungkan PPh final atas bunga. 
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Laba Penjualan Aset Tetap 
 
Laba penjualan aset tetap merupakan laba atas penjualan tanah dan bangunan milik perseroan yang berlokasi di Jakarta 
dan Makasar. 
 
Laba (rugi) Selisih Kurs 
Laba (rugi) selisih kurs merupakan laba atas penyesuaian saldo-saldo laporan posisi keuangan Perseroan, seperti kas setara 
kas, piutang, utang dan uang muka diterima dan selisih antara realisasi atas pengakuan transaksi selisih kurs. 
 
Pendapatan (Beban) dari Pendanaan 
Pendapatan (Beban) bunga merupakan selisih nilai bunga atas fasilitas kredit modal kerja yang dipergunakan oleh 
Perseroan. 
 
Beban penurunan nilai piutang 
Beban penyisihan piutang merupakan beban atas saldo-saldo piutang yang terindikasi terjadi penurunan nilai karena 
pencairannya tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak yang telah disepakati. 
 
Bagian Laba (Rugi) Perusahaan Asosiasi 
Bagian Laba (Rugi) Perusahaan Asosiasi merupakan hak atas laba pada penyertaan pada PT Marga Nujyasumo Agung,  
PT WIKA-Industri Energi, PT Wika Jabar Power dan PT Prima Terminal Peti Kemas 
 
7.  HASIL OPERASI 
 
  (Dalam Ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
31 Desember  30 Juni  

2014 2015 2015 2016 

          
PENJUALAN BERSIH    12.463.216.288     13.620.101.419     4.778.471.826   6.033.745.869  
BEBAN POKOK PENJUALAN  (11.038.646.789)  (11.965.441.022)  (4.282.197.456)  (5.303.404.800) 

 
        

LABA KOTOR   1.794.326.629   1.654.660.397        496.274.370           730.341.069  
LABA (RUGI) VENTURA BERSAMA         369.757.130   288.402.591        101.954.552           113.285.771  
LABA KOTOR SETELAH VENTURA BERSAMA 1.794.326.629 1.943.062.988        598.228.922           843.626.840   
     BEBAN USAHA 

    Beban Penjualan (6.838.756) (7.695.193)         (3.527.522)             (3.689.858) 
Beban Umum dan Administrasi  (386.009.513)       (421.462.453)     (180.856.933)         (223.768.350) 
Jumlah Beban Usaha  (392.848.269)       (429.157.646)     (184.384.455)        (227.458.208)  
LABA USAHA  1.401.478.360       1.513.905.342        413.844.467  616.168.632 
     PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN 

    Pendapatan Bunga           73.500.762            59.686.089          40.366.199             23.521.636  
Laba (Rugi) Selisih Kurs           (2.039.829)           28.350.510          16.277.449             (8.689.569) 
Beban Pajak Penghasilan Final       (286.455.956)       (346.788.000)     (112.442.578)        (128.639.358) 
Beban dari Pendanaan       (197.704.174)       (431.409.359)     (103.578.198)        (171.521.105) 
Beban Penurunan Nilai Piutang         (46.244.153)         (30.500.231)         (7.339.700)                 (95.909) 
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi           (7.123.198)           (5.514.535)         (4.081.454)            (7.160.927) 
Lain-Lain Bersih         (82.678.307)         (36.436.057)         (8.781.202) 19.876.182  
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain       (548.744.855)       (762.611.583)     (179.579.484)        (272.709.050) 
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN         852.733.505          751.293.759        234.264.983  343.459.582 
     Beban Pajak Penghasilan       (108.964.403)         (48.288.705)       (14.384.356)           (37.943.053)  
     LABA BERSIH         743.769.102          703.005.054        219.880.627  305.516.529 

     PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH 
PAJAK 

  
  

Pendapatan (beban) komprehensif lainnya yang 
tidak direklasifikasi ke laba rugi :     

Selisih Penilaian Aset     Keuntungan (Kerugian) aktuarial Atas Program 
Imbal kerja Pasti           (7.616.608)             6.306.290        (43.211.827)  (26.471.374)  

     JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF 
PERIODE BERJALAN         736.152.494         709.311.344        176.668.800          279.045.155 
Laba Yang Dapat Diatribusikan ke :     
Pemilik Entitas Induk 608.154.697 625.044.000 200.494.113 256.514.868 
Kepentingan Non Pengendali 135.614.405 77.961.054 19.386.514 49.001.661 
Jumlah  743.769.102 703.005.054 219.880.627 305.516.529 
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Laba Penjualan Aset Tetap 
 
Laba penjualan aset tetap merupakan laba atas penjualan tanah dan bangunan milik perseroan yang berlokasi di Jakarta 
dan Makasar. 
 
Laba (rugi) Selisih Kurs 
Laba (rugi) selisih kurs merupakan laba atas penyesuaian saldo-saldo laporan posisi keuangan Perseroan, seperti kas setara 
kas, piutang, utang dan uang muka diterima dan selisih antara realisasi atas pengakuan transaksi selisih kurs. 
 
Pendapatan (Beban) dari Pendanaan 
Pendapatan (Beban) bunga merupakan selisih nilai bunga atas fasilitas kredit modal kerja yang dipergunakan oleh 
Perseroan. 
 
Beban penurunan nilai piutang 
Beban penyisihan piutang merupakan beban atas saldo-saldo piutang yang terindikasi terjadi penurunan nilai karena 
pencairannya tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak yang telah disepakati. 
 
Bagian Laba (Rugi) Perusahaan Asosiasi 
Bagian Laba (Rugi) Perusahaan Asosiasi merupakan hak atas laba pada penyertaan pada PT Marga Nujyasumo Agung,  
PT WIKA-Industri Energi, PT Wika Jabar Power dan PT Prima Terminal Peti Kemas 
 
7.  HASIL OPERASI 
 
  (Dalam Ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
31 Desember  30 Juni  

2014 2015 2015 2016 

          
PENJUALAN BERSIH    12.463.216.288     13.620.101.419     4.778.471.826   6.033.745.869  
BEBAN POKOK PENJUALAN  (11.038.646.789)  (11.965.441.022)  (4.282.197.456)  (5.303.404.800) 

 
        

LABA KOTOR   1.794.326.629   1.654.660.397        496.274.370           730.341.069  
LABA (RUGI) VENTURA BERSAMA         369.757.130   288.402.591        101.954.552           113.285.771  
LABA KOTOR SETELAH VENTURA BERSAMA 1.794.326.629 1.943.062.988        598.228.922           843.626.840   
     BEBAN USAHA 

    Beban Penjualan (6.838.756) (7.695.193)         (3.527.522)             (3.689.858) 
Beban Umum dan Administrasi  (386.009.513)       (421.462.453)     (180.856.933)         (223.768.350) 
Jumlah Beban Usaha  (392.848.269)       (429.157.646)     (184.384.455)        (227.458.208)  
LABA USAHA  1.401.478.360       1.513.905.342        413.844.467  616.168.632 
     PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN 

    Pendapatan Bunga           73.500.762            59.686.089          40.366.199             23.521.636  
Laba (Rugi) Selisih Kurs           (2.039.829)           28.350.510          16.277.449             (8.689.569) 
Beban Pajak Penghasilan Final       (286.455.956)       (346.788.000)     (112.442.578)        (128.639.358) 
Beban dari Pendanaan       (197.704.174)       (431.409.359)     (103.578.198)        (171.521.105) 
Beban Penurunan Nilai Piutang         (46.244.153)         (30.500.231)         (7.339.700)                 (95.909) 
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi           (7.123.198)           (5.514.535)         (4.081.454)            (7.160.927) 
Lain-Lain Bersih         (82.678.307)         (36.436.057)         (8.781.202) 19.876.182  
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain       (548.744.855)       (762.611.583)     (179.579.484)        (272.709.050) 
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN         852.733.505          751.293.759        234.264.983  343.459.582 
     Beban Pajak Penghasilan       (108.964.403)         (48.288.705)       (14.384.356)           (37.943.053)  
     LABA BERSIH         743.769.102          703.005.054        219.880.627  305.516.529 

     PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH 
PAJAK 

  
  

Pendapatan (beban) komprehensif lainnya yang 
tidak direklasifikasi ke laba rugi :     

Selisih Penilaian Aset     Keuntungan (Kerugian) aktuarial Atas Program 
Imbal kerja Pasti           (7.616.608)             6.306.290        (43.211.827)  (26.471.374)  

     JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF 
PERIODE BERJALAN         736.152.494         709.311.344        176.668.800          279.045.155 
Laba Yang Dapat Diatribusikan ke :     
Pemilik Entitas Induk 608.154.697 625.044.000 200.494.113 256.514.868 
Kepentingan Non Pengendali 135.614.405 77.961.054 19.386.514 49.001.661 
Jumlah  743.769.102 703.005.054 219.880.627 305.516.529 
 

Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal  
30 Juni 2015 
 
Penjualan bersih 
 
Selama periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, Perseroan mencatat penjualan bersih sebesar 
Rp6.033.745.869 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp1.255.274.043 ribu atau 26,27%% dibandingkan 
Rp4.778.471.826 ribu pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2015. Peningkatan tersebut terutama 
disebabkan oleh meningkatnya penjualan untuk sektor Infrastruktur dan Gedung  yang meningkat sebesar 
Rp1.093.665.545 ribu atau sebesar 52,27% dibandingkan dengan penjualan untuk sektor Infrastruktur dan Gedung  pada 
30 Juni 2015, hal ini disebabkan oleh mulai membaiknya penyerapan anggaran Pemerintah Daerah maupun Pemerintah 
Pusat dalam proyek infrastruktur. Hal ini juga  berdampak pada meningkatnya sektor industri, terutama industri beton. 
Dimana penjualan untuk sektor industri meningkat sebesar Rp455.322.411 ribu atau sekitar 45,08% apabia dibandingkan 
dengan 30 Juni 2015. 
 
Beban Pokok Penjualan 
 
Beban pokok penjualan mengalami peningkatan sebesar Rp1.021.207.344 ribu atau 23,85% dari Rp4.282.197.456 ribu 
pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp5.303.404.800 ribu pada periode enam bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, yang terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan untuk sektor infrastruktur 
dan gedung serta industri yang berdampak pula pada meningkatnya beban pokok penjualan. Dimana beban pokok 
penjualan untuk sektor infrastruktur dan gedung meningkat sebesar Rp901.288.334 ribu atau sekitar 47,05% apabila 
dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.  Beban pokok penjualan untuk sektor 
industri mengalami peningkatan sebesar Rp363.297.215 ribu atau sekitar 40,79% apabila dibandingkan dengan periode 
enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.  
 
Laba Kotor 
 
Perseroan mencatat peningkatan laba kotor sebesar Rp234.066.699 ribu atau 47,16% dari Rp496.274.370 ribu pada 
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp730.341.069 ribu untuk periode enam bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan laba kotor Perseroan terutama disebabkan oleh efisiensi biaya produksi di 
sektor infrastruktur dan gedung yang berdampak pada peningkatan laba kotor Perseroan. 
 
Laba Kotor Setelah Ventura Bersama  
 
laba kotor setelah ventura bersama mengalami peningkatan sebesar Rp245.397.918 ribu atau 41,02% dari Rp598.228.922 
ribu pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp843.626.840 ribu pada periode enam 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, yang terutama disebabkan oleh dominasi Perseroan pada proyek-prosek 
KSO sehingga berdampak pada meningkatnya laba untuk ventura bersama.  
 
Laba Usaha 
 
Laba usaha mengalami peningkatan sebesar Rp202.324.163 ribu atau 48,89% dari Rp413.844.467 ribu pada periode enam 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp616.168.632 ribu pada periode enam bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2016, yang terutama disebabkan oleh peningkatan laba kotor dan ventura bersama serta pengendalian 
biaya usaha yang berdampak pada kenaikan laba usaha Perseroan.  
 
Pendapatan (beban) lain-lain 
 
Beban lain-lain Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp93.129.566 ribu atau 51,86% dari Rp179.579.484 ribu pada 
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp272.709.050 ribu pada periode enam bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya beban pendanaan meningkatnya utamg 
Perseroan untuk kebutuhan modal kerja dan belaja modal Perseroan. 
 
Laba Bersih 
 
Laba bersih mengalami peningkatan sebesar Rp85.635.902 ribu atau 38,95% dari Rp219.880.627 ribu pada periode enam 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp305.516.529 ribu pada periode enam bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2016, yang terutama disebabkan oleh adanya kenaikan penjualan bersih serta meningkatnya laba ventura 
bersama.  
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Jumlah Pendapatan Komprehensif Periode Berjalan  
 
Jumlah Pendapatan Komprehensif Periode Berjalan mengalami peningkatan sebesar Rp102.376.355 ribu atau 57,95% dari 
Rp176.668.800 ribu pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp279.045.155 ribu pada 
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, yang terutama disebabkan oleh adanya perhitungan kembali 
atas nilai program imbalan paska kerja.   
 
Tahun Buku 2015 dibandingkan Tahun Buku 2014 
 
Penjualan bersih 
 
Pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mencatat penjualan bersih sebesar 
Rp13.620.101.419 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp1.156.885.131 ribu atau 9,28% dibandingkan penjualan bersih 
pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp12.463.216.288 ribu. Peningkatan tersebut 
terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan pada segmen infrastruktur dan gedung sebesar 26,49% dari 
Rp4.779.450.000 ribu  pada tahun2014 menjadi Rp6.356.200.000 ribu pada tahun 2015. 
 
Peningkatan penjualan pada segmen tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah proyek-proyek infrastruktur dalam 
rangka merealisasikan program percepatan pembangunan yang menjadi program pemerintah. 
 
Beban Pokok Penjualan 
 
Beban pokok penjualan mengalami peningkatan sebesar Rp926.794.233 ribu atau 8,40% dari Rp11.038.646.789 ribu pada 
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp11.965.441.022 ribu pada tahun buku yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan Beban Pokok Penjualan sejalan dengan kenaikan penjualan, meski demikian 
kenaikan Beban Pokok Penjualan masih lebih rendah dibandingka kenaikan penjualan.  
 
Laba Kotor 
 
Perseroan mencatat kenaikan laba kotor sebesar Rp230.090.898 ribu atau 16,15% dari Rp1.424.569.499 ribu pada tahun 
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp1.654.660.397 ribu pada tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan laba kotor adalah sebagai kaibat kenaikan penjualan dan peningkatan 
kemampulabaan proyek-proyek yang sedang dikerjakan hasil efisiensi harga pokok produksi dengan tetap mengedepankan 
mutu produk. Di tahun 2015 Perseroan juga mencatatkan pedapatan dari hasil klaim , antara lain dari Proyek PLTU 
Amurang Sulawesi Utara. 
 
Laba Kotor Setelah Ventura Bersama  
 
Laba kotor setelah ventura bersama mengalami peningkatan sebesar Rp148.736.359 ribu atau 8,29% dari Rp1.794.326.629 
ribu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014  menjadi Rp1.943.062.988 ribu pada tahun buku yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang terutama disebabkan oleh jumlah proyek venture bersama yang meningkat 
yang ddiikuti oleh peningkatan kemampulabaana proyek-proyek venture bersama.  
 
Laba Usaha 
 
Laba usaha mengalami peningkatan sebesar Rp112.426.982 ribu atau 8,02% dari Rp1.401.478.360 ribu pada tahun buku 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp1.513.905.342 ribu pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2015, yang terutama disebabkan oleh peningkatan laba kotor dan peningkatan beban usaha yang lebih tinggi 
dibanding laba kotor sehingga peningkatan laba usaha lebih kecil dibanding peningkatan laba kotor.  
 
Pendapatan (Beban) lain-lain 
 
Jumlah beban lain-lain Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp213.866.728 ribu atau 38,97% dari Rp548.744.855 
ribu pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp762.611.583 ribu pada tahun buku yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang terutama disebabkan oleh kenaikan beban pendanaan dari Rp197.704.174 
ribu menjadi Rp431.409.359 ribu atau naik sebesar 18,21%. 
 
Laba sebelum Pajak Penghasilan 
 
Secara keseluruhan, laba sebelum pajak penghasilan mengalami penurunan sebesar Rp101.439.746 ribu atau 11.90% dari 
Rp852.733.505 ribu pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp751.293.759 ribu pada 
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan (beban) 
lain lain yang lebih tinggi dibanding kenaikan laba usaha. 
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Jumlah Pendapatan Komprehensif Periode Berjalan  
 
Jumlah Pendapatan Komprehensif Periode Berjalan mengalami peningkatan sebesar Rp102.376.355 ribu atau 57,95% dari 
Rp176.668.800 ribu pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp279.045.155 ribu pada 
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, yang terutama disebabkan oleh adanya perhitungan kembali 
atas nilai program imbalan paska kerja.   
 
Tahun Buku 2015 dibandingkan Tahun Buku 2014 
 
Penjualan bersih 
 
Pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mencatat penjualan bersih sebesar 
Rp13.620.101.419 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp1.156.885.131 ribu atau 9,28% dibandingkan penjualan bersih 
pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp12.463.216.288 ribu. Peningkatan tersebut 
terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan pada segmen infrastruktur dan gedung sebesar 26,49% dari 
Rp4.779.450.000 ribu  pada tahun2014 menjadi Rp6.356.200.000 ribu pada tahun 2015. 
 
Peningkatan penjualan pada segmen tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah proyek-proyek infrastruktur dalam 
rangka merealisasikan program percepatan pembangunan yang menjadi program pemerintah. 
 
Beban Pokok Penjualan 
 
Beban pokok penjualan mengalami peningkatan sebesar Rp926.794.233 ribu atau 8,40% dari Rp11.038.646.789 ribu pada 
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp11.965.441.022 ribu pada tahun buku yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan Beban Pokok Penjualan sejalan dengan kenaikan penjualan, meski demikian 
kenaikan Beban Pokok Penjualan masih lebih rendah dibandingka kenaikan penjualan.  
 
Laba Kotor 
 
Perseroan mencatat kenaikan laba kotor sebesar Rp230.090.898 ribu atau 16,15% dari Rp1.424.569.499 ribu pada tahun 
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp1.654.660.397 ribu pada tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan laba kotor adalah sebagai kaibat kenaikan penjualan dan peningkatan 
kemampulabaan proyek-proyek yang sedang dikerjakan hasil efisiensi harga pokok produksi dengan tetap mengedepankan 
mutu produk. Di tahun 2015 Perseroan juga mencatatkan pedapatan dari hasil klaim , antara lain dari Proyek PLTU 
Amurang Sulawesi Utara. 
 
Laba Kotor Setelah Ventura Bersama  
 
Laba kotor setelah ventura bersama mengalami peningkatan sebesar Rp148.736.359 ribu atau 8,29% dari Rp1.794.326.629 
ribu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014  menjadi Rp1.943.062.988 ribu pada tahun buku yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang terutama disebabkan oleh jumlah proyek venture bersama yang meningkat 
yang ddiikuti oleh peningkatan kemampulabaana proyek-proyek venture bersama.  
 
Laba Usaha 
 
Laba usaha mengalami peningkatan sebesar Rp112.426.982 ribu atau 8,02% dari Rp1.401.478.360 ribu pada tahun buku 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp1.513.905.342 ribu pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2015, yang terutama disebabkan oleh peningkatan laba kotor dan peningkatan beban usaha yang lebih tinggi 
dibanding laba kotor sehingga peningkatan laba usaha lebih kecil dibanding peningkatan laba kotor.  
 
Pendapatan (Beban) lain-lain 
 
Jumlah beban lain-lain Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp213.866.728 ribu atau 38,97% dari Rp548.744.855 
ribu pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp762.611.583 ribu pada tahun buku yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang terutama disebabkan oleh kenaikan beban pendanaan dari Rp197.704.174 
ribu menjadi Rp431.409.359 ribu atau naik sebesar 18,21%. 
 
Laba sebelum Pajak Penghasilan 
 
Secara keseluruhan, laba sebelum pajak penghasilan mengalami penurunan sebesar Rp101.439.746 ribu atau 11.90% dari 
Rp852.733.505 ribu pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp751.293.759 ribu pada 
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan (beban) 
lain lain yang lebih tinggi dibanding kenaikan laba usaha. 

Beban Pajak Penghasilan 
 
Beban pajak penghasilan mengalami penurunan sebesar Rp60.675.698 ribu atau 55,68% dari Rp108.964.403 ribu pada 
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp48.288.705 ribu pada tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2015, seiring dengan pola transaksi yang dilakukan oleh Perseroan. 
 
Laba Yang Dapat Diatribusikan ke Pemilik Entitas Induk 
 
Jumlah Laba Yang Diatribusikan ke Pemilik Entitas Induk Periode Berjalan mengalami kenaikan sebesar Rp16.889.303 ribu 
atau 2,78% dari Rp608.154.697 ribu pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi 
Rp625.044.000 ribu pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang terutama disebabkan oleh 
kenaikan laba kotor yang diikuti dengan pengendalian beban usaha, tetapi Perseroann tidak dapat menghindari kenaikan 
beban dari pendanaan yang cukup tinggi sebagai akirbat penarikan kredit bank yang meningkat yang diperlukan untuk 
modal kerja dan belanja modal Perseroan. 
 
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
 

 (Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
Per Tanggal 31 Desember Per Tanggal 30 Juni 
2014 2015 2016 

ASET       
ASET LANCAR       
Kas dan Setara Kas 2.300.892.182 2.560.120.483 1.262.685.575 
Piutang usaha 
(setelah dikurangi akumulasi  penurunan nilai piutang sebesar 
Rp167.180.436,  Rp170.242.281 dan Rp168.866.816 per 30 Juni 2016, 
31 Desember 2015 dan 2014)   

   Pihak Ketiga 1.254.703.310 1.933.437.135 1.554.555.341 
Pihak Berelasi 708.129.322 848.543.021 820.435.045 

Piutang retensi 
(setelah dikurangi akumulasi  penurunan nilai piutang sebesar 
Rp2.620.593, Rp2.620.593 dan Rp2.025.563   per 30 Juni 2016, 31 
Desember 2015 dan 2014) 567.875.358 662.948.555 736.280.666 
Tagihan Bruto Pemberi Kerja 2.369.859.861 3.244.397.788 4.210.195.337 
Pendapatan yang Akan Diterima 82.846.239 251.510.864 251.690.615 
Piutang Lain-Lain 
(setelah dikurangi akumulasi  penurunan nilai piutang sebesar  
Rp16.335.676, Rp15.449.931 dan Rp32.409.759 per 30 Juni 2016, 31 
Desember 2015 dan 2014)     
    Pihak Berelasi 77.300.704 314.575.526 321.370.530 
    Pihak Ketiga 31.354.945 76.695.192 48.708.644 
Persediaan 817.307.342 1.031.277.931 1.125.501.670 
Uang Muka 384.431.063 439.641.163 573.844.669 
Pajak Dibayar Dimuka 425.794.117 529.036.987 733.910.977 
Biaya Dibayar Dimuka 241.370.431 465.274.857 794.862.770 
Jaminan Usaha 18.760.917 22.643.681 34.136.092 
Aset Real Estate 90.434.701 70.033.233 122.450.155 
Bagian Lancar dari Piutang Sewa Jangka Panjang 110.148.921 110.148.921 110.148.921 
Jumlah Aset Lancar 9.481.209.413 12.560.285.337 12.700.777.008 
    ASET TIDAK LANCAR 

   Investasi pada Entitas Asosiasi 227.137.428 300.607.375 394.869.948 
Piutang Jatuh Tempo Diatas 1 (satu) Tahun: 

   Piutang Usaha 40.182.013 13.402.337 1.194.957 
Piutang Retensi 16.461.906 9.564.163 2.756.832 

Piutang Sewa Jangka Panjang 389.074.416 278.925.495 223.868.627 
Aset Real Estate 

   Tanah Belum Dikembangkan 142.006.418 275.446.573 297.790.671 
Persediaan Real Estate 745.845.647 850.180.912 1.288.512.072 

Properti Investasi 380.048.382 392.040.421 389.293.078 
Aset Tetap 
(setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing  
Rp1.065.790.006, Rp927.296.347 dan Rp693.320.132 per 30 Juni 2016, 
31 Desember 2015 dan 2014) 2.676.043.079 3.184.400.114 3.215.145.329 
Investasi pada Ventura Bersama 1.669.608.387 1.597.379.391 1.896.849.621 
Goodwill 4.847.052 4.847.052 4.847.052 
Aset Keuangan Lainnya 37.532.807 67.860.215 85.531.631 
Aset Lain-Lain 71.074.985 41.182.944 35.498.569 
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 (Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
Per Tanggal 31 Desember Per Tanggal 30 Juni 
2014 2015 2016 

Aset Pajak Tangguhan 28.147.824 26.283.705 24.651.301 
Jumlah Aset Tidak Lancar 6.428.010.344 7.042.120.697 7.860.809.687 
JUMLAH ASET 15.909.219.757 19.602.406.034 20.561.586.695 
    LIABILITAS DAN EKUITAS       
LIABILITAS JANGKA PENDEK       
Pinjaman Jangka pendek 928.515.444 1.221.822.355 3.016.535.980 
Utang usaha 

   Pihak Ketiga 3.842.802.356 4.287.019.827 4.344.252.195 
Pihak Berelasi 60.004.589 36.378.547 46.959.240 

Utang Lain-Lain 71.112.786 96.482.975 75.672.886 
Kewajiban Bruto Pemberi Kerja 9.641.161 13.224.506 - 
Utang Pajak 168.940.523 177.085.029 276.774.618 
Uang Muka dari Pelanggan 316.364.321 477.381.896 388.113.916 

Biaya yang Masih Harus Dibayar 2.120.553.384 3.285.172.048 
 

2.468.262.872 
Pendapatan yang Diterima Dimuka 178.593.992 406.959.558 173.596.658 
Bagian Jangka Pendek dari Jangka Panjang: 

   Pinjaman Jangka Menengah 541.000.000 249.000.000 250.000.000 
Pinjaman Jangka Panjang 221.620.359 324.706.736 259.416.393 
Utang Sewa Pembiayaan 16.893.554 22.300.954 18.772.830 

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 8.476.042.469 10.597.534.431 11.318.357.589 

    LIABILITAS JANGKA PANJANG 
   Liabilitas Imbalan Paska Kerja 181.284.262 200.490.168 254.910.402 

Liabilitas Pajak Tangguhan 2.162.275 11.170.726 16. 412.605 
Uang Muka Proyek Jangka Panjang 1.049.416.204 1.662.677.044 1.779.644.740 
Bagian Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek: 

  
 

Pinjaman Jangka Menengah 800.000.000 975.000.000 975.000.000 
Pinjaman Jangka Panjang 475.104.845 671.067.024 578.645.240 
Utang Sewa Pembiayaan 48.454.961 46.365.276 37.725.534 

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 2.556.422.547 3.566.770.238 3.642.338.521 
JUMLAH LIABILITAS 11.032.465.016 14.164.304.669 14.960.696.109 
    EKUITAS 

   Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 
       Modal Saham 614.922.500 614.922.500 614.922.500 

Modal Saham yang Diperoleh Kembali (10.272.110) (10.272.110) (10.272.110) 
Tambahan Modal Disetor 715.858.789 715.858.789 715.858.789 
Perubahan Ekuitas pada Entitas Anak 1.127.249.357 1.127.249.357 1.127.249.357 
Komponen Ekuitas Lainnya   

 Selisih Penilaian Aset 23.526.182 14.626.146 14.626.146 
Pengukuran kembali Imbalan Pasti (106.750.583) (100.444.293) (126.915.667) 

Saldo Laba 1.523.052.638 2.013.224.280 2.175.249.895 
Sub Jumlah 3.887.586.773 4.375.164.669 4.510.718.910 

Kepentingan Non Pengendali 989.167.968 1.062.936.696 1.090.171.676 
TOTAL EKUITAS 4.876.754.741 5.438.101.365 5.600.890.586 
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 15.909.219.757 19.602.406.034 20.561.586.695 
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 (Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
Per Tanggal 31 Desember Per Tanggal 30 Juni 
2014 2015 2016 
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JUMLAH LIABILITAS 11.032.465.016 14.164.304.669 14.960.696.109 
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   Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 
       Modal Saham 614.922.500 614.922.500 614.922.500 

Modal Saham yang Diperoleh Kembali (10.272.110) (10.272.110) (10.272.110) 
Tambahan Modal Disetor 715.858.789 715.858.789 715.858.789 
Perubahan Ekuitas pada Entitas Anak 1.127.249.357 1.127.249.357 1.127.249.357 
Komponen Ekuitas Lainnya   

 Selisih Penilaian Aset 23.526.182 14.626.146 14.626.146 
Pengukuran kembali Imbalan Pasti (106.750.583) (100.444.293) (126.915.667) 

Saldo Laba 1.523.052.638 2.013.224.280 2.175.249.895 
Sub Jumlah 3.887.586.773 4.375.164.669 4.510.718.910 

Kepentingan Non Pengendali 989.167.968 1.062.936.696 1.090.171.676 
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30 Juni 2016 dibandingkan Tahun Buku 2015 
 
Aset 
 
Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan mencatat kenaikan aset sebesar Rp959.180.661 ribu atau 4,89% dari 
Rp19.602.406.034 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp20.561.586.695 ribu pada tanggal 30 Juni 2016. 
Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya tagihan bruto, biaya dibayar dimuka, persediaan real estate 
dan Inventasi pada ventura bersama. 
 
Jumlah aset lancar Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp12.700.777.008 ribu, mengalami kenaikan sebesar 
Rp140.491.671 ribu atau 1,11% dibandingkan Rp12.560.285.337 ribu pada tanggal 31 Desember 2015, yang terutama 
disebabkan oleh kenaikan tagihan bruto pemberi kerja sebesar Rp 965.797.549 ribu atau sebesar 29,76% dibandingkan 
dengan tagihan bruto pemberi kerja tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan persediaan sebesar Rp 94.223.739 ribu atau 
sebesar 9,14% dibandingkan dengan persediaan tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan pajak dibayar dimuka sebesar Rp 
329.587.913 ribu atau 70,84% dibandingkan dengan pajak dibayar dimuka  tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan aset real 
estate sebesar Rp 52.416.922 ribu atau 74,85% dibandingkan dengan aset real estate tanggal 31 Desember 2015. 
 
Jumlah aset tidak lancar Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp7.860.809.687 ribu, mengalami kenaikan 
sebesar Rp819.192.827 ribu atau 11,63% dibandingkan Rp7.042.120.697 ribu pada tanggal 31 Desember 2015, yang 
terutama disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat untuk sektor properti yang berakibat pada meningkatnya 
persediaan real estate, meningkatnya biaya persiapan pelaksanaan proyek dan peningkatan proyek-proyek konsorsium 
Perseroan sehingga berdampak pada meningkatnya investasi pada ventura bersama. 
 
Kas dan Setara Kas  
 
Saldo kas dan setara kas per tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp 1.262.685.755 ribu, mengalami penurunan sebesar  
Rp 1.297.434.908 ribu atau 50,68% dibandingkan Rp2.560.120.483 ribu pada tanggal 31 Desember 2015, yang terutama 
disebabkan oleh meningkatnya modal kerja yang diperlukan oleh Perseroan untuk pendanaan investasi dan proyek-proyek 
yang mengalami rescheduling pembayaran. 
 
Piutang Usaha 
Piutang usaha, bersih per tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp2.374.990.387 ribu, mengalami penurunan sebesar 
Rp406.989.769 ribuatau 14,63% dibandingkan Rp2.781.980.156 ribu pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan piutang 
terutama disebabkan oleh adanya pencairan termin atau progress proyek sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.  
 
Piutang Retensi  
 
Piutang retensi, bersih per tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp736.280.666 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp73.332.111 
ribu atau 11,06% dibandingkan Rp662.948.555 ribu pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan piutang retensi terutama 
disebabkan oleh meningkatnya produksi atau proyek-proyek yang dikerjakan oleh Perseroan.   
 
Tagihan Bruto Pemberi Kerja 
 
Tagihan bruto pemberi kerja per tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp4.210.195.337 ribu, mengalami kenaikan sebesar 
Rp965.797.549 ribu atau 29,77% dibandingkan Rp3.244.397.788 ribu pada tanggal 31 Desember 2015, yang terutama 
disebabkan oleh adanya kenaikan penjualan pada proyek-proyek milestone di departemen sipil umum dan departemen 
Industrial Plant. 
 
Persediaan 
 
Persediaan per tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp1.125.501.670 ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp94.223.739 ribu atau 
9,14% dibandingkan Rp1.031.277.931 ribu pada tanggal 31 Desember 2015.Hal ini terutama disebabkan oleh 
meningkatnya persediaan Perseroan untuk menjaga kelangsungan produksi dan menjaga stabilisasi harga bahan baku.  
 
Pajak Dibayar Dimuka 
 
Pajak dibayar dimuka per tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp733.910.977 ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp204.873.990 
ribu atau 38,73% dibandingkan Rp529.036.987 ribu pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh 
kebijakan Persoan untuk melakukan restitusi setiap 6 bulan dan meningkatnya penjualan dan pembelian Perseroan  
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Aset Real Estate 
 
Aset real estate per tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp1.586.302.743 ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp460.675.258 ribu 
atau 40,93% dibandingkan Rp1.125.627.485 ribu pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya 
pembangunan properti yang sedang dikerjakan, diantaranya Tamansari The Lagoon, Tamansari Sky Lounge Balikpapan,  
dan Tamansari Iswara serta menurunnya daya beli masyarakat untuk sektor properti yang berakibat pada meningkatnya 
persediaan real estate 
 
Aset Tetap, bersih 
 
Aset tetap, bersih per tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp3.125.145.329 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp59.254.785 ribu 
atau 1,86% dibandingkan Rp3.184.400.114 ribu pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya 
pembangunan Pabrik Baru d iKarawang, Jawa Barat danLampung milik PT WIKA Beton dan Pembangunan Gedung Wika 
Tower. 
 
Investasi pada Ventura Bersama 
 
Investasi pada ventura bersama, bersih per tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp1.896.849.621 ribu, mengalami kenaikan 
sebesar Rp299.470.230 ribu atau 18,75% dibandingkan Rp1.597.379.391 ribu pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini 
terutama disebabkan oleh meningkatnya proyek-proyek KSO Perseroan.  
 
Liabilitas 
 
Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp797.479.525 ribu atau 5,63% menjadi 
Rp14.961.784.194ribu dibandingkan Rp14.164.304.669 ribu pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan tersebut 
disebabkan oleh meningkatnya Pinjaman Jangka Pendek Perseroan. 
 
Pada tanggal 30 Juni 2016, jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatansebesar Rp721.911.242ribu 
atau 6,81% dari Rp10.597.534.431 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp11.319.445.673 ribu pada tanggal 30 
Juni 2016. Peningkatan ini disebabkan kenaikan Pinjaman Jangka Pendek Perseroan. 
 
Pada tanggal 30 Juni 2016, jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp75.568.283 ribu 
atau2,12% dari Rp3.566.770.238 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp3.642.338.521 ribu pada tanggal 30 Juni 
2016. Kenaikan disebabkan meningkatnya Imbalan Pasca Kerja serta Uang Muka Proyek Jangka Panjang. 
 
Pinjaman Jangka Pendek 
 
Saldo pinjaman jangka pendek per tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp3.016.535.980 ribu, mengalami kenaikan sebesar 
Rp1.794.713.625 ribu atau 146,89% dibandingkan Rp1.221.822.355 ribu pada tanggal 31 Desember 2015, yang terutama 
disebabkan oleh meningkatnya pinjaman bank seiring dengan kebutuhan modal kerja Perseroan. 
 
Utang Pajak 
 
Utang pajak per tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp276.774.618 ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp99.689.589 ribu atau 
56,29% dibandingkan Rp177.085.029 ribu pada tanggal 31 Desember 2015, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya 
penjualan-bersih Perseroan. 
 
Uang Muka dari Pelanggan Jangka Pendek 
 
Uang muka dari pelanggan per tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp388.113.916 ribu, mengalami penurunan,sebesar 
Rp89.267.980 ribu atau 18,70% dibandingkan Rp477.381.896 ribu pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama 
disebabkan oleh sudah terpenuhinya sebagian besar delivery produk industri dan realty. 
 
Biaya yang Masih Harus Dibayar 
 
Biaya yang masih harus dibayar per tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp2.469.350.957 ribu, mengalami penurunan sebesar 
Rp815.821.091 ribu atau 24,83% dibandingkan Rp3.285.172.048 ribu pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunanbiaya 
yang masih harus dibayar terutama disebabkan oleh adanya perubahan pembayaran dengan menggunakan fasilitas 
perbankan (L/C) atau (NCL). 
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Investasi pada ventura bersama, bersih per tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp1.896.849.621 ribu, mengalami kenaikan 
sebesar Rp299.470.230 ribu atau 18,75% dibandingkan Rp1.597.379.391 ribu pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini 
terutama disebabkan oleh meningkatnya proyek-proyek KSO Perseroan.  
 
Liabilitas 
 
Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp797.479.525 ribu atau 5,63% menjadi 
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atau 6,81% dari Rp10.597.534.431 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp11.319.445.673 ribu pada tanggal 30 
Juni 2016. Peningkatan ini disebabkan kenaikan Pinjaman Jangka Pendek Perseroan. 
 
Pada tanggal 30 Juni 2016, jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp75.568.283 ribu 
atau2,12% dari Rp3.566.770.238 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp3.642.338.521 ribu pada tanggal 30 Juni 
2016. Kenaikan disebabkan meningkatnya Imbalan Pasca Kerja serta Uang Muka Proyek Jangka Panjang. 
 
Pinjaman Jangka Pendek 
 
Saldo pinjaman jangka pendek per tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp3.016.535.980 ribu, mengalami kenaikan sebesar 
Rp1.794.713.625 ribu atau 146,89% dibandingkan Rp1.221.822.355 ribu pada tanggal 31 Desember 2015, yang terutama 
disebabkan oleh meningkatnya pinjaman bank seiring dengan kebutuhan modal kerja Perseroan. 
 
Utang Pajak 
 
Utang pajak per tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp276.774.618 ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp99.689.589 ribu atau 
56,29% dibandingkan Rp177.085.029 ribu pada tanggal 31 Desember 2015, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya 
penjualan-bersih Perseroan. 
 
Uang Muka dari Pelanggan Jangka Pendek 
 
Uang muka dari pelanggan per tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp388.113.916 ribu, mengalami penurunan,sebesar 
Rp89.267.980 ribu atau 18,70% dibandingkan Rp477.381.896 ribu pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama 
disebabkan oleh sudah terpenuhinya sebagian besar delivery produk industri dan realty. 
 
Biaya yang Masih Harus Dibayar 
 
Biaya yang masih harus dibayar per tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp2.469.350.957 ribu, mengalami penurunan sebesar 
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yang masih harus dibayar terutama disebabkan oleh adanya perubahan pembayaran dengan menggunakan fasilitas 
perbankan (L/C) atau (NCL). 
 

Pendapatan yang Diterima Dimuka 
 
Pendapatan yang diterima dimuka per tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp173.596.658 ribu, mengalami penurunan sebesar 
Rp233.362.900 ribu atau 57,34% dibandingkan Rp406.959.558 ribu pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama 
disebabkan karena semakin cepatnya delivery produk dan pengakuan progress baik sektor industri maupun realty yang 
tercermin dari meningkatnya angka penjualan dibandingkan tahun lalu. 
 
Pinjaman Jangka Pendek dari Jangka Panjang 
 
Pinjaman jangka pendek dari jangka panjang per tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp528.189.223 ribu, mengalami penurunan 
sebesar Rp67.818.467 ribu atau 11,38% dibandingkan Rp596.007.690 ribu pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini 
terutama disebabkan karena adanya angsuran hutang jangka panjang yang sudah jatuh tempo pada tahun 2016. 
 
Liabilitas Imbalan Paska Kerja 
 
Liabilitas imbalan paska kerjaper tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp254.910.402 ribu, mengalami kenaikan sebesar 
Rp54.420.234 ribu atau 27,14% dibandingkan Rp200.490.168 ribu pada tanggal 31 Desember 2015.Hal ini terutama 
disebabkan karena menurunnya tingkat bunga obligasi negara dan penambahan jumlah karyawan yang berdampak pada 
meningkatnya imbalan paska kerja perseroan. 
 
Liabilitas Pajak Tangguhan 
 
Liabilitas Pajak Tangguhan 30 Juni 2016 adalah Rp16.412.605 ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp5.241.879 ribu atau 
46,93% dibandingkan Rp11.170.726 ribu pada tanggal 31 Desember 2015.Hal ini terutama disebabkan oleh terdapatnya 
selisih perhitungan fiskal dan komersial atas beban penyusutan, beban amortisasi dan imbalan paska kerja. 
 
Uang Muka Proyek Jangka Panjang 
 
Uang muka proyek jangka panjang per tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp1.779.644.740 ribu, mengalami kenaikan sebesar 
Rp116.967.696 ribu atau 7,03% dibandingkan Rp1.662.677.044 ribu pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama 
disebabkan karena meningkatnya proyek- proyek baru. 
 
Pinjaman dan Utang Bagian Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek 
 
Pinjaman dan Utang bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek per tanggal 30 Juni 2016 adalah 
Rp1.591.370.774 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp101.061.526 ribu atau 5,97% dibandingkan Rp1.692.432.300 ribu 
pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pinjaman jangka panjang yang angsurannya 
sudah jatuh tempo pada periode tahun ini. 
 
Ekuitas 
 
Ekuitas per tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp5.599.802.501 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp161.701.136 ribu atau 
2,97% dibandingkan Rp5.438.101.365 ribu pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya 
kenaikan laba perusahaan. 
 
Tahun Buku 2015 dibandingkan Tahun Buku 2014 
 
Aset 
 
Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mencatat kenaikan aset sebesar Rp3.693.186.277 ribu atau 23,21% dari 
Rp15.909.219.757 ribu pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp19.602.406.034 ribu pada tanggal 31 Desember 2015. 
Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya tagihan bruto, piutang usaha pihak ketiga, aset tetap dan kas 
dan setara kas.   
 
Jumlah aset lancar Perseroan per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp12.560.285.337 ribu, mengalami kenaikan 
sebesar Rp3.079.075.924 ribu atau 32,48% dibandingkan Rp9.481.209.413 ribu pada tanggal 31 Desember 2014, yang 
terutama disebabkan oleh kenaikan tagihan bruto pemberi kerja sebesar Rp874.537.927 atau sebesar 36,90% 
dibandingkan dengan tagihan bruto pemberi kerja tanggal 31 Desember 2014. Kenaikan piutang usaha pihak ketiga sebesar 
Rp639.695.926 ribu atau sebesar 50,33% dibandingkan dengan persediaan tanggal 31 Desember 2014. Kenaikan kas dan 
setara kas sebesar Rp259.228.301 ribu atau 11,27% dibandingkan dengan kas dan setara kas tanggal 31 Desember 2014. 
piutang lain-lain sebesar Rp282.615.069 ribu atau 260,10% dibandingkan dengan piutang lain-lain tanggal 31 Desember 
2014. 
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Jumlah aset tidak lancar Perseroan per tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp7.042.120.697 ribu, mengalami kenaikan 
sebesar Rp614.110.353 ribu atau 9,55% dibandingkan Rp6.428.010.344 ribu pada tanggal 31 Desember 2014, yang 
terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap sebesar Rp508.357.035 ribu atau 19,00% dibandingkan dengan aset 
tetap pada tanggal 31 Desember 2014, meningkatnya persediaan real estate sebesar Rp124.744.949 ribu atau 16,73% 
dibandingkan dengan persediaan real estate pada tanggal 31 Desember 2014 dan meningkatnya tanah belum 
dikembangkan sebesar Rp113.030.471 ribu atau 79,60% dibandingkan dengan tanah belum dikembangkan pada tanggal 31 
Desember 2014. 
 
Kas dan Setara Kas  
 
Saldo kas dan setara kas per tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp2.560.120.483 ribu, mengalami kenaikan sebesar 
Rp259.228.301ribu atau 11,27% dibandingkan Rp2.300.892.182 ribu pada tanggal 31 Desember 2014, yang terutama 
disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan yang meningkat Rp 1.784.219.729 ribu atau 16.34% dibandingkan  
Rp 10.916.213.443 pada 31 Desember 2014. Selain menyebabkan saldo kas dan setara kas meningkat di tahun 2016, 
peningkatan penerimaan kas dari pelanggan juga menyebabkan arus kas dari aktivitas operasi menjadi positif  
Rp 238.405.380 ribu dibandingkan tahun lalu yang negative Rp 177.690.760 ribu. 
 
Piutang Usaha  
Piutang usaha, bersih per tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp2.781.980.156 ribu, mengalami kenaikan sebesar 
Rp819.147.524 ribu atau 41,73% dibandingkan Rp1.962.832.632 ribu pada tanggal 31 Desember 2014. Kenaikan piutang 
terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penjualan sehingga piutang pihak ketiga meningkat 54,10% dari  
Rp 1.254.703.310 ribu di tahun 2014 menjadi Rp1.933.437.135 ribu di tahun 2015. Peningkatan piutang pihak ketiga yang 
signifikan berasal dari Wika Rekayasa Konstruksi sebesar 113.61% dari Rp 27.344.615 ribu menjadi Rp 58.410.410 ribu. 
 
Piutang Retensi  
 
Piutang retensi, bersih per tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp662.948.555 ribu, mengalami peningkatan sebesar 
Rp95.073.197 ribu atau 16,74% dibandingkan Rp567.875.358 ribu pada tanggal 31 Desember 2014. Kenaikan piutang 
retensi terutama disebabkan karena adanya tagihan yang ditahan pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian 
kontrak dipenuhi.   
 
Tagihan Bruto Pemberi Kerja 
 
Tagihan bruto pemberi kerja per tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp3.244.397.788 ribu, mengalami kenaikan sebesar 
Rp874.537.927 ribu atau 36,90% dibandingkan Rp2.369.859.861 ribu pada tanggal 31 Desember 2014, disebabkan oleh 
pekerjaan kontrak konstruksi yang  dilakukan masih dalam pelaksanaan dan belum dapat diakui sebagai pendapatan. 
 
Persediaan 
 
Persediaan per tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp1.031.277.931 ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp213.970.589  ribu 
atau 26,18% dibandingkan Rp817.307.342 ribu pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh 
meningkatnya persediaan barang jadi sebesar 36.01% dari Rp 401.764.781 ribu di tahun 2014 menjadi Rp 546.436.476 ribu 
di tahun 2015. Persediaan barang jadi merupakan persediaan barang jadi produk beton (PT Wika Beton), produk metal, 
sparepart otomotif dan konversi energy (PT WIKA Industri dan Konstruksi), dan aspal (PT Wika Bitumen). 
 
Pajak Dibayar Dimuka 
 
Pajak dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp529.036.987 ribu, mengalami kenaikan sebesar 
Rp103.242.870 ribu atau 24,25% dibandingkan Rp425.794.117 ribu pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama 
disebabkan oleh peningkatan PPh pasal 22 wajib bayar sebesar 121.51% dari Rp 564.630 ribu di tahun 2014 menjadi 
1.031.406 ribu di tahun 2015 dan PPh pasal 25 yang meningkat sebesar 350.80% dari Rp 17.290.895 ribu tahun 2014 
menjadi Rp 77.947.018 ribu tahun 2015. 
 
Aset Real Estate 
 
Aset real estate per tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp70.033.233 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp20.401.468 
ribu atau 22,56% dibandingkan Rp90.434.701 ribu pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan Tamansari 
The Hive Apartemen sudah sepenuhnya terjual dari Rp 22.078.998 ribu di tahun 2014. 
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tetap pada tanggal 31 Desember 2014, meningkatnya persediaan real estate sebesar Rp124.744.949 ribu atau 16,73% 
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Rp 238.405.380 ribu dibandingkan tahun lalu yang negative Rp 177.690.760 ribu. 
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retensi terutama disebabkan karena adanya tagihan yang ditahan pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian 
kontrak dipenuhi.   
 
Tagihan Bruto Pemberi Kerja 
 
Tagihan bruto pemberi kerja per tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp3.244.397.788 ribu, mengalami kenaikan sebesar 
Rp874.537.927 ribu atau 36,90% dibandingkan Rp2.369.859.861 ribu pada tanggal 31 Desember 2014, disebabkan oleh 
pekerjaan kontrak konstruksi yang  dilakukan masih dalam pelaksanaan dan belum dapat diakui sebagai pendapatan. 
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Aset Tetap, bersih 
 
Aset tetap, bersih per tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp3.184.400.114 ribu, mengalami kenaikan sebesar 
Rp508.357.035 ribu atau 19,00% dibandingkan Rp2.676.043.079 ribu pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama 
disebabkan oleh adanya peningkatan peralatan pabrik dan proyek sebesar Rp 600.276.397 ribu atau 34.24% dari tahun 
2014 sebesar Rp 1.152.882.662 ribu menjadi Rp 1.753.159.059 ribu di tahun 2015.  
 
Investasi pada Ventura Bersama 
 
Investasi pada ventura bersama, bersih per tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp1.597.379.391 ribu, mengalami 
penurunan sebesar Rp72.228.996 ribu atau 4,33% dibandingkan Rp1.669.608.387 ribu pada tanggal 31 Desember 2014. Hal 
ini terutama disebabkan oleh penyerahan dana kepada pengelola proyek yang tertuang dalam perjanjian kerjasama 
menurut porsi yang ditetapkan. Proyek-proyek tersebut diantaranya adalah Cisumdawu P2, Dermaga Petikemas P2, P2 
Road Blangkejeren, Tol Soker P1, Indrakarya Office, Konstruksi Runway Samarinda Baru.  
 
Liabilitas 
 
Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp3.131.839.653 ribu atau 
28,39% menjadi Rp14.164.304.669 ribu dibandingkan Rp11.032.465.016 ribu pada tanggal 31 Desember 2014. Kenaikan 
tersebut disebabkan oleh meningkatnya biaya yang masih harus dibayar Perseroan. 
 
Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar 
Rp2.121.491.962 ribu atau 25,03% dari Rp8.476.042.469 ribu pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp10.597.534.431 
ribu pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan kenaikan biaya yang masih harus dibayar Perseroan. 
 
Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp1.010.347.691 
ribu atau 39,52% dari Rp2.556.422.547 ribu pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp3.566.770.238 ribu pada tanggal 
31 Desember 2015. Kenaikan disebabkan meningkatnya uang muka proyek jangka panjang. 
 
Pinjaman Jangka Pendek 
 
Saldo pinjaman jangka pendek per tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp31.221.822.355 ribu, mengalami kenaikan sebesar 
Rp293.306.911 ribu atau 31,59% dibandingkan Rp928.515.444 ribu pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan terbesar 
terjadi pada Bank BNI (Persero) Tbk sebesar Rp 328.297.387 ribu yang digunakan sebagai kredit modal kerja. 
 
Utang Pajak 
 
Utang pajak per tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp177.085.029 ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp8.144.506 ribu 
atau 4,82% dibandingkan Rp168.940.523 ribu pada tanggal 31 Desember 2014, yang terutama disebabkan oleh 
meningkatnya utang pajak pertambahan nilai sebesar 32.66% dari Rp 82.431.598 ribu tahun 2014 menjadi 109.351.398 
ribu tahun 2015. 
 
Uang Muka dari Pelanggan Jangka Pendek 
 
Uang muka dari pelanggan per tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp477.381.896 ribu, mengalami peningkatan sebesar 
Rp161.017.575 ribu atau 50,90% dibandingkan Rp 316.364.321 ribu pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama 
disebabkan karena peningkatan proyek-proyek baru. 
 
Biaya yang Masih Harus Dibayar 
 
Biaya yang masih harus dibayar per tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp3.285.172.048 ribu, mengalami kenaikan sebesar 
Rp1.164.618.664 ribu atau 54,92% dibandingkan Rp2.120.553.384 ribu pada tanggal 31 Desember 2014. Kenaikan biaya 
yang masih harus dibayar terutama disebabkan karena peningkatan proyek-proyek baru sehingga produksi meningkat. 
 
Pendapatan yang Diterima Dimuka 
 
Pendapatan yang diterima dimuka per tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp406.959.558 ribu, mengalami kenaikan sebesar 
Rp 228.365.566 ribu atau 127,87% dibandingkan Rp178.593.992 ribu pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama 
disebabkan karena peningkatan proyek-proyek baru. 
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Pinjaman Jangka Pendek dari Jangka Panjang 
 
Pinjaman jangka pendek dari jangka panjang per tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp596.007.690 ribu, mengalami 
penurunan sebesar Rp183.506.223 ribu atau 23,54% dibandingkan Rp779.513.913 ribu pada tanggal 31 Desember 2014. 
Hal ini terutama disebabkan karena adanya angsuran hutang jangka panjang yang sudah jatuh tempo pada tahun 2016. 
 
Liabilitas Imbalan Paska Kerja 
 
Liabilitas imbalan paska kerjaper tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp200.490.168 ribu, mengalami kenaikan sebesar 
Rp19.205.906 ribu atau 10,59% dibandingkan Rp181.284.262 ribu pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama 
disebabkan karena penambahan jumlah karyawan yang berdampak pada meningkatnya imbalan paska kerja perseroan. 
 
Liabilitas Pajak Tangguhan 
 
Liabilitas Pajak Tangguhan 31 Desember 2015 adalah Rp11.170.726 ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp9.008.451 ribu 
atau 416,62% dibandingkan Rp2.162.275 ribu pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh 
peningkatan liabilitas pajak tangguhan dari WIKA Beton 
 
Uang Muka Proyek Jangka Panjang 
 
Uang muka proyek jangka panjangper tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp1.662.677.044 ribu, mengalami kenaikan 
sebesar Rp613.260.840 ribu atau 58,44% dibandingkan Rp 1.049.416.204 ribu pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini 
terutama disebabkan karena meningkatnya proyek-proyek baru. 
 
Pinjaman dan Utang Bagian Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek 
 
Pinjaman dan Utang bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek per tanggal 31 Desember 2015 adalah 
Rp1.692.432.300 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp368.872.494 ribu atau 27,87% dibandingkan Rp1.323.559.806 
ribu pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan pinjaman jangka panjang dan 
jangka menengah. 
 
Ekuitas 
 
Ekuitas per tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp5.438.101.365 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp561.346.624 ribu 
atau 11,51% dibandingkan Rp4.876.754.741 ribu pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya 
kenaikan laba perusahaan. 
 
8.  SUMBER LIKUIDITAS DAN MODAL 
 
Sumber utama likuiditas Perseroan adalah kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi dan fasilitas kredit bank. Perseroan 
memperkirakan kas yang dihasilkan dari operasi dan fasilitas kredit bank akan tetap menjadi sumber utama likuiditas 
Perseroan. 
 
Sumber likuiditas dan modal Perseroan mencukupi kebutuhan modal kerja untuk melakukan aktivitas binsis sehari-hari. 
Perseroan senantiasa memelihara dan menjaga sumber likuiditas dan modal Perseroan dengan melakukan kontrol secara 
rutin atas kegiatan operasi dan fasilitas kredit bank. 
 
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN 
 
Tabel berikut ini menyajikan ringkasan laporan arus kas konsolidasian Perseroan pada tahun-tahun yang dinyatakan berikut 
ini: 

(dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
 31 Desember 30 Juni 

2014 2015 2016 2015 
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 

   
 

Penerimaan Kas dari Pelanggan 10.916.213.443 12.700.433.172 5.192.300.165 4.947.267.053 
Pembayaran Kepada Pemasok (10.209.152.410) (11.155.714.191) (6.932.495.056) (5.424.196.647) 
Pembayaran Kepada Direksi dan Karyawan (279.412.865) (286.830.841) (120.681.197) (148.414.569) 
Pembayaran beban Usaha dan Lainnya (189.791.919) (182.589.523) (34.902.979) (53.323.061) 
Penerimaan Bunga Jasa Giro 73.500.762 59.686.089 23.521.636 40.366.199 
Pembayaran Bunga Pinjaman (122.326.461) (431.409.359) (171.521.105) (103.578.198) 
Pembayaran Pajak-pajak (369.673.636) (479.302.499) (266.006.773) (203.945.796) 
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) 
Aktivitas Operasi 

 
(180.643.086) 

 
224.272.849 

 
(2.309.785.309) 

 
(945.825.019) 
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Pinjaman Jangka Pendek dari Jangka Panjang 
 
Pinjaman jangka pendek dari jangka panjang per tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp596.007.690 ribu, mengalami 
penurunan sebesar Rp183.506.223 ribu atau 23,54% dibandingkan Rp779.513.913 ribu pada tanggal 31 Desember 2014. 
Hal ini terutama disebabkan karena adanya angsuran hutang jangka panjang yang sudah jatuh tempo pada tahun 2016. 
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Rp19.205.906 ribu atau 10,59% dibandingkan Rp181.284.262 ribu pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama 
disebabkan karena penambahan jumlah karyawan yang berdampak pada meningkatnya imbalan paska kerja perseroan. 
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Liabilitas Pajak Tangguhan 31 Desember 2015 adalah Rp11.170.726 ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp9.008.451 ribu 
atau 416,62% dibandingkan Rp2.162.275 ribu pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh 
peningkatan liabilitas pajak tangguhan dari WIKA Beton 
 
Uang Muka Proyek Jangka Panjang 
 
Uang muka proyek jangka panjangper tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp1.662.677.044 ribu, mengalami kenaikan 
sebesar Rp613.260.840 ribu atau 58,44% dibandingkan Rp 1.049.416.204 ribu pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini 
terutama disebabkan karena meningkatnya proyek-proyek baru. 
 
Pinjaman dan Utang Bagian Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek 
 
Pinjaman dan Utang bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek per tanggal 31 Desember 2015 adalah 
Rp1.692.432.300 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp368.872.494 ribu atau 27,87% dibandingkan Rp1.323.559.806 
ribu pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan pinjaman jangka panjang dan 
jangka menengah. 
 
Ekuitas 
 
Ekuitas per tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp5.438.101.365 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp561.346.624 ribu 
atau 11,51% dibandingkan Rp4.876.754.741 ribu pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya 
kenaikan laba perusahaan. 
 
8.  SUMBER LIKUIDITAS DAN MODAL 
 
Sumber utama likuiditas Perseroan adalah kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi dan fasilitas kredit bank. Perseroan 
memperkirakan kas yang dihasilkan dari operasi dan fasilitas kredit bank akan tetap menjadi sumber utama likuiditas 
Perseroan. 
 
Sumber likuiditas dan modal Perseroan mencukupi kebutuhan modal kerja untuk melakukan aktivitas binsis sehari-hari. 
Perseroan senantiasa memelihara dan menjaga sumber likuiditas dan modal Perseroan dengan melakukan kontrol secara 
rutin atas kegiatan operasi dan fasilitas kredit bank. 
 
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN 
 
Tabel berikut ini menyajikan ringkasan laporan arus kas konsolidasian Perseroan pada tahun-tahun yang dinyatakan berikut 
ini: 

(dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
 31 Desember 30 Juni 

2014 2015 2016 2015 
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 

   
 

Penerimaan Kas dari Pelanggan 10.916.213.443 12.700.433.172 5.192.300.165 4.947.267.053 
Pembayaran Kepada Pemasok (10.209.152.410) (11.155.714.191) (6.932.495.056) (5.424.196.647) 
Pembayaran Kepada Direksi dan Karyawan (279.412.865) (286.830.841) (120.681.197) (148.414.569) 
Pembayaran beban Usaha dan Lainnya (189.791.919) (182.589.523) (34.902.979) (53.323.061) 
Penerimaan Bunga Jasa Giro 73.500.762 59.686.089 23.521.636 40.366.199 
Pembayaran Bunga Pinjaman (122.326.461) (431.409.359) (171.521.105) (103.578.198) 
Pembayaran Pajak-pajak (369.673.636) (479.302.499) (266.006.773) (203.945.796) 
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) 
Aktivitas Operasi 

 
(180.643.086) 

 
224.272.849 

 
(2.309.785.309) 

 
(945.825.019) 

(dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
 31 Desember 30 Juni 

2014 2015 2016 2015 

    
 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 
   

 
Penurunan (Kenaikan) Jaminan Usaha (10.057.855) (3.882.764) (11.492.411) (20.305.631) 
Pemebelian Aset Tetap (1.035.750.966) (700.577.720) (222.965.900) (257.963.689) 
Penurunan (Kenaikan) Properti Investasi (315.778.348) (11.992.039) 2.747.343 (79.872.318) 
Penempatan Saham Pada Entitas Asosiasi (37.082.597) (78.984.482) (101.423.500) (2.237.945) 
Penurunan (Kenaikan) Investasi Ventura 
Bersama (11.522.293) 360.631.587 (186.184.459) 65.211.313 
Penurunan (Kenaikan) Aset Lain-lain 140.453.552 140.040.962 60.741.243 4.464.722 
Penurunan (Kenaikan) Investasi Lainnya 1.514.892 (30.327.408) (17.671.416) (29.142.182) 
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) 
Aktivitas Investasi (1.268.223.615) (325.091.864) (476.249.100) (319.845.730) 

    
 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 
   

 
Pinjaman jangka pendek :     
- Penerimaan Pinjaman bank 2.899.438.495 3.694.865.211 3.154.994.668 2.021.426.948 
- Pembayaran Pinjaman Bank (1.293.460.525) (3.001.090.516) (1.476.121.638) (1.134.704.119) 
Pinjaman jangka panjang :     
- Penerimaan Pinjaman bank 17.582.310 24.209.644 - 10.748.918 
- Pembayaran Pinjaman Bank (264.464.293) (239.311.160) (98.335.633) (114.252.008) 
Setoran Modal 3.038.147 - 

 
- 

Perubahan Ekuitas Entitas Anak 721.378.550 (4.037.945) - - 
Pembayaran Dividen  (170.982.002) (122.568.635) (94.489.252) (123.036.754) 
Hak Kepemilikan Non Pengendali 447.568.836 - 

 
- 

Pembayaran Bina Lingkungan dan Kemitraan  (6.151.814)  - 
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) 
Aktivitas Pendanaan 2.360.099.519 345.914.785 1.486.048.145 660.182.985 

KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 
 

911.232.817 
 

245.095.770 
 

(1.299.986.265) 
 

(605.487.764) 
DAMPAK SELISIH KURS 2.952.326 14.132.531 2.551.358 8.571.973 
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL 
PERIODE 

 
1.386.707.038 2.300.892.182 2.560.120.483 2.300.892.182 

SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR 
PERIODE 2.300.892.182 2.560.120.483 1.262.685.575 1.703.976.391 
 
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Tanggal Pada 31 
Desember 2014 
 
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi  
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2015 adalah sebesar Rp224.272.849 ribu, meningkat sebesar 
Rp43.629.763 ribu atau 24,24% jika dibandingkan dengan kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun 2014 
sebesar Rp180.643.086 ribu. Kenaikan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari kenaikan 
penerimaan kas dari pelanggan Rp1.784.219.729 ribu atau sebesar 16,34%, ,lalu meningkatnya pembayaran kepada 
pemasok Rp946.561.781 ribu atau sebesar 9,27%. Selain itu terjadi kenaikan pembayaran bunga pinjaman Rp309.082.898 
ribu atau sebesar 52,67%. Pembayaran pajak juga meningkat sebesar Rp109.628.863 ribu atau sebesar 29,66%.  
 
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 
Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi pada tahun 2015 adalah sebesar Rp325.091.864 ribu, menurun sebesar 
Rp943.131.751 ribu atau 74,37% jika dibandingkan dengan pada tahun 2014 sebesar Rp1.268.223.615 ribu.  
 
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp345.914.785 ribu, menurun sebesar 
Rp2.014.184.734 ribu atau 85,00% jika dibandingkan dengan pada tahun 2014 sebesar Rp2.360.099.519 ribu. Penurunan 
tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan pembayaran pinjaman bank sebesar Rp1.707.629.991 ribu.  
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Periode 6 bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2016 Dibandingkan Dengan Periode 6 bulan Yang Berakhir Tanggal 
Pada 30 Juni 2015 
 
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah 
sebesar Rp2.309.785.309 ribu, menurun sebesar Rp1.364.532.263 ribu atau  144,36% jika dibandingkan dengan periode 6 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar   Rp945.253.046 ribu. Penurunan arus kas bersih yang digunakan 
untuk aktivitas operasi berasal dari meningkatnya pembayaran kepada pemasok  sebesar 21,76% atau meningkat sebesar 
Rp1.508.298.409 ribu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu menurunnya arus kas bersih yang 
digunakan pembayaran bunga pinjaman sebesar 39,61%  atau meningkat sebesar Rp67.942.907 ribu jika dibandingkan 
dengan periode sebelumnya. Penurunan juga terjadi karena meningkatnya pembayaran pajak- pajak sebesar 23,33% atau 
meningkat sebesar Rp62.060.977 ribu dan menurunnya penerimaan bunga jasa giro sebesar 71,61% atau sebesar Rp 
16.844.563 ribu. Pembayaran kepada DIreksi dan karyawan juga mengalami penurunan 22,98% atau sebesar Rp27.733.372 
ribu. Pembayaran beban usaha dan lainnya juga mengalami penurunan sebesar  35,00% atau sebesar Rp18.420.082 ribu.  
Sementara yang mengalami kenaikan dari arus kas operasi antara lain berasal dari penerimaan kas pelanggan sebesar 
4,72% atau sebesar Rp245.033.112 ribu. 
 
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 
Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi di periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah 
sebesar Rp319.845.730 ribu, menurun sebesar Rp156.403.370 ribu atau 32,84% jika dibandingkan dengan periode 
sebelumnya sebesar Rp476.249.100 ribu. Penurunan tersebut disebabkan diantaranya oleh penurunan investasi ventura 
bersama sebesar Rp120.973.146 ribu dan penurunan penempatan saham pada entitas asosiasi sebesar 97,79% atau 
sebesar Rp99.185.555 ribu. 
 
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan di periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar 
Rp660.182.985 ribu, yang berasal dari adanya peningkatan penerimaan pinjaman bank sebesar Rp1.133.567.720 ribu, 
Perolehan arus kas dari aktivitas pendanaan tersebut juga diimbangi dengan penurunan pembayaran  pinjaman bank 
sebesar Rp15.916.375 ribu. 
 
9.  BELANJA MODAL 
 
Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal berasal dari kas internal Perseroan yang bersumber 
dari laba ditahan dan pinjaman bank.  

Perseroan menerapkan perencanaan yang matang di dalam menjalankan usahanya. Hal ini diterapkan Perseroan dalam 
melakukan pembelanjaan modal, dimana proses yang melibatkan pembelanjaan, terutama dalam jumlah besar, dilakukan 
secara cermat dan hati-hati, antara lain dengan mengedepankan manajemen risiko dan melakukan proses pengadaan 
sesuai dengan prosedur yang dimiliki oleh Perseroan.  

Investasi barang modal Perseroan dilakukan dalam bentuk penyertaan pada Special Purpose Vehicle (SPV) / Joint venture 
Company, pembelian aset tetap berupa lahan, peralatan konstruksi, dan tambahan penyertaan modal pada Entitas Anak. 
Perseroan berkomitmen untuk selalu melakukan investasi dengan tujuan meningkatkan kinerja Perseroan.  

Jumlah belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp6.314.770.000 ribu  dan Rp461.972.000 ribu masing-masing untuk 
periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015, sebesar Rp1.046.820.000 ribu  untuk tahun yang 
berakhir pada 31 Desember 2015 dan sebesar Rp1.470.250.000 ribu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014. 

  (dalam ribuan Rupiah) 
KETERANGAN 31 Desember  30 Juni  
  2014 2015 2015 2016 
Aset Tetap 1.060.720.000 620.460.000 426.430.000 3.891.800.000 
Penyertaan Modal - 205.000.000 35.542.000 1.937.630.000 
Pengembangan Usaha 409.530.000 221.360.000 - 485.340.000 
Jumlah 1.470.250.000 1.046.820.000 461.972.000 6.314.770.000 
 
10.  MANAJEMEN RISIKO 
Perseroan menerapkan kehatian-hatian dan senantiasa menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi dalam menjalankan 
usahanya, didukung oleh Biro Manajemen Risiko guna meminimalisir potensi risiko yang bisa terjadi. Secara garis besar, 
risiko tersebut dibedakan menjadi dua kelompok risiko yakni: 
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Periode 6 bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2016 Dibandingkan Dengan Periode 6 bulan Yang Berakhir Tanggal 
Pada 30 Juni 2015 
 
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah 
sebesar Rp2.309.785.309 ribu, menurun sebesar Rp1.364.532.263 ribu atau  144,36% jika dibandingkan dengan periode 6 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar   Rp945.253.046 ribu. Penurunan arus kas bersih yang digunakan 
untuk aktivitas operasi berasal dari meningkatnya pembayaran kepada pemasok  sebesar 21,76% atau meningkat sebesar 
Rp1.508.298.409 ribu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu menurunnya arus kas bersih yang 
digunakan pembayaran bunga pinjaman sebesar 39,61%  atau meningkat sebesar Rp67.942.907 ribu jika dibandingkan 
dengan periode sebelumnya. Penurunan juga terjadi karena meningkatnya pembayaran pajak- pajak sebesar 23,33% atau 
meningkat sebesar Rp62.060.977 ribu dan menurunnya penerimaan bunga jasa giro sebesar 71,61% atau sebesar Rp 
16.844.563 ribu. Pembayaran kepada DIreksi dan karyawan juga mengalami penurunan 22,98% atau sebesar Rp27.733.372 
ribu. Pembayaran beban usaha dan lainnya juga mengalami penurunan sebesar  35,00% atau sebesar Rp18.420.082 ribu.  
Sementara yang mengalami kenaikan dari arus kas operasi antara lain berasal dari penerimaan kas pelanggan sebesar 
4,72% atau sebesar Rp245.033.112 ribu. 
 
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 
Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi di periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah 
sebesar Rp319.845.730 ribu, menurun sebesar Rp156.403.370 ribu atau 32,84% jika dibandingkan dengan periode 
sebelumnya sebesar Rp476.249.100 ribu. Penurunan tersebut disebabkan diantaranya oleh penurunan investasi ventura 
bersama sebesar Rp120.973.146 ribu dan penurunan penempatan saham pada entitas asosiasi sebesar 97,79% atau 
sebesar Rp99.185.555 ribu. 
 
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan di periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar 
Rp660.182.985 ribu, yang berasal dari adanya peningkatan penerimaan pinjaman bank sebesar Rp1.133.567.720 ribu, 
Perolehan arus kas dari aktivitas pendanaan tersebut juga diimbangi dengan penurunan pembayaran  pinjaman bank 
sebesar Rp15.916.375 ribu. 
 
9.  BELANJA MODAL 
 
Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal berasal dari kas internal Perseroan yang bersumber 
dari laba ditahan dan pinjaman bank.  

Perseroan menerapkan perencanaan yang matang di dalam menjalankan usahanya. Hal ini diterapkan Perseroan dalam 
melakukan pembelanjaan modal, dimana proses yang melibatkan pembelanjaan, terutama dalam jumlah besar, dilakukan 
secara cermat dan hati-hati, antara lain dengan mengedepankan manajemen risiko dan melakukan proses pengadaan 
sesuai dengan prosedur yang dimiliki oleh Perseroan.  

Investasi barang modal Perseroan dilakukan dalam bentuk penyertaan pada Special Purpose Vehicle (SPV) / Joint venture 
Company, pembelian aset tetap berupa lahan, peralatan konstruksi, dan tambahan penyertaan modal pada Entitas Anak. 
Perseroan berkomitmen untuk selalu melakukan investasi dengan tujuan meningkatkan kinerja Perseroan.  

Jumlah belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp6.314.770.000 ribu  dan Rp461.972.000 ribu masing-masing untuk 
periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015, sebesar Rp1.046.820.000 ribu  untuk tahun yang 
berakhir pada 31 Desember 2015 dan sebesar Rp1.470.250.000 ribu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014. 

  (dalam ribuan Rupiah) 
KETERANGAN 31 Desember  30 Juni  
  2014 2015 2015 2016 
Aset Tetap 1.060.720.000 620.460.000 426.430.000 3.891.800.000 
Penyertaan Modal - 205.000.000 35.542.000 1.937.630.000 
Pengembangan Usaha 409.530.000 221.360.000 - 485.340.000 
Jumlah 1.470.250.000 1.046.820.000 461.972.000 6.314.770.000 
 
10.  MANAJEMEN RISIKO 
Perseroan menerapkan kehatian-hatian dan senantiasa menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi dalam menjalankan 
usahanya, didukung oleh Biro Manajemen Risiko guna meminimalisir potensi risiko yang bisa terjadi. Secara garis besar, 
risiko tersebut dibedakan menjadi dua kelompok risiko yakni: 
 
 
 
 
 

A. Risiko Stratejik  
Risiko stratejik adalah risiko yang berhubungan dengan transaksi stratejik Perseroan yaitu:  
 Risiko Pengembangan Usaha 
 Risiko Investasi Proyek 
 Risiko Hubungan Investor 
 
Perseroan berupaya untuk mengelola risiko-risiko stratejik antara lain dengan cara: 
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi dari pengembangan usaha Perseroan secara berkala, untuk 

memastikan bahwa strategi dan capaian atas pengembangan usaha dan/atau investasi tersebut sesuai dengan 
rencana. 

- Membentuk divisi khusus yang menangani pengembangan usaha Perseroan. Divisi ini bisa bekerja sama dengan 
konsultan, namun tetap harus mengambil peran utama dalam pengambilan keputusan atas rencana pengembangan 
usaha dan/atau investasi yang akan dilakukan oleh Perseroan. 

- Menyusun exit plan berdasarkan analisis berbagai skenario yang mungkin timbul. Hal ini membuat Perseroan lebih 
fleksibel dalam menjalankan strateginya karena sudah mengenal betul tentang kondisi yang akan dijalaninya. 

- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Perseroan dan investor secara berkala. 
 
B. Risiko Operasional 
Risiko operasional adalah risiko yang berhubungan dengan transaksi operasional Perseroan 
 Risiko Kontraktual 
 Risiko Pembayaran 
 Risiko Perdagangan International 
 Risiko Tingginya Harga Bahan Baku/ Material 
 Risiko dalam Pemilihan Mitra Subkontraktor/ Supplier 
 Risiko Kurs 
 Risiko Legal 
 Risiko Human Capital  
 Risiko Engineering 
 
Perseroan berupaya untuk mengelola risiko-risiko operasional dengan cara terus meningkatkan kompetensi dan keahlian 
personil melalui sertifikasi CRMP (Certified Risk Management Professional). Selain itu, Departemen Human Capital (HC) 
telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang terstruktur dalam rangka mencapai tingkat kedewasaan budaya sadar 
risiko korporasi. Pengelolaan Sistem Manajemen Risiko dilakukan dengan sistem komputerisasi melalui Management Risiko 
Online yang telah dikembangkan sejak 2007 dan senantiasa dikembangkan sesuai dengan dinamika risiko bisnis jasa 
konstruksi. Dalam pengelolaan risiko, Biro Managemen Risiko bermitra dengan Komite Audit di bawah Dewan Komisaris 
yang diketuai oleh salah seorang Komisaris Independen. Setiap akan melakukan aksi korporasi, Dewan Komisaris melalui 
Komite Audit melakukan pembahasan Kajian Risikonya secara rutin dan efektif dengan Biro Manajemen Risiko. Perseroan 
melakukan peningkatan secara berkesinambungan pada pengelolaaan risiko. Perseroan telah menetapkan template risiko 
untuk yang berlaku untuk semua proses bisnis (kontraktual, keuangan, pengadaan, engineering, legal dan human capital) 
dan akan dilanjutkan untuk risiko yang lainnya. Template ini mempermudah Pemilik Risiko dalam melakukan identifikasi, 
analisa dan mitigasi risiko. Secara intensif Biro Manajemen Risiko telah melakukan pembahasan studi kasus yang berbentuk 
rapat kordinasi secara berkala, klinik manajemen risiko dan workshop manajemen risiko untuk meningkatkan ketajaman 
dalam melakukan identifikasi, analisa dan mitigasi risiko baik pada tingkat Proyek dan Departemen. 
 
Perseroan berkomitmen untuk membangun dan memelihara manajemen risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
kerangka kerja tata kelola Perseroan untuk mencapai key performance indicators perusahaan (KPI). Melalui 
ditandatanganinya kebijakan Manajemen Risiko oleh seluruh jajaran Komisaris dan Direksi pada tanggal 26 Agustus 2015. 
Hal ini bukan saja menunjukan komitmen, melainkan bukti kesungguhan, kepedulian dan kesadaran akan pentingnya 
manajemen risiko dalam keberlangsungan usaha.  
 
Arsitektur manajemen risiko Perseroan merupakan hubungan antara Prinsip Manajemen Risiko, Kerangka Kerja dan Proses 
Manajemen Risiko. Ketiga hal tersebut saling berkesinambungan dalam menjalankan roda manajemen risiko Perseroan. 
Standar yang dijadikan acuan sebagai metodologi manajemen risiko adalah standar ISO 31000:2009. Standar tersebut kini 
telah didefinisikan dan dituangkan lebih lanjut ke dalam Prosedur Manajemen Risiko Perseroan No. Dok WIKA-SMRPM- 
01.01 No. Rev 04. Kerangka ERM Perseroan adalah seperangkat komponen yang membentuk pondasi dan mengatur 
organisasi, dimana pengelolaan yang melekat pada masing-masing Biro, Departemen, Divisi dan seluruh fungsi proyek 
dalam Perseroan dengan kerangka ini, informasi tentang risiko akan diserahkan kepada pihak berwenang yang akan 
digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. 
 
 



52

VI. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 
 
Investasi dalam Saham mengandung risiko tinggi. Calon pemegang HMETD disarankan mempertimbangkan seluruh 
informasi dalam Prospektus ini, termasuk risiko-risiko yang diuraikan di bawah ini, secara seksama sebelum membuat 
keputusan investasi. Apabila salah satu dari risiko-risiko tersebut di bawah ini terjadi, maka kegiatan usaha, prospek, 
kondisi keuangan dan kinerja operasi Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material, harga pasar Saham 
hasil pelaksanaan HMETD dapat mengalami penurunan, dan calon pemegang HMETD mungkin mengalami kerugian atas 
sebagian atau seluruh investasi. Perseroan telah mengungkapkan risiko-risiko yang dipandang material, dan faktor-faktor 
risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot dampak risiko tersebut terhadap kondisi keuangan dan kinerja 
Perseroan secara keseluruhan. 
 
Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang merupakan perusahaan konstruksi, Perseroan tidak terlepas dari risiko-risiko baik 
secara internal maupun eksternal.  
 
A. Risiko Stratejik  
Risiko stratejik adalah risiko yang berhubungan dengan transaksi stratejik Perseroan yaitu:  
 

1. Risiko Pengembangan Usaha 
Perseroan dalam mempertahankan keberlanjutan bisnis dan operasi melakukan strategi dengan melakukan 
diversifikasi usaha dengan investasi membuka bisnis baru. Risiko yang dihadapi Perseroan dalam proses 
pengembangan usaha tersebut antara lain perolehan izin usaha, pembebasan lahan, pemotongan anggaran 
pemerintah, keterbatasan teknologi serta keterbatasan informasi ataupun hal lain yang dapat mempengaruhi 
sasaran atau tujuan utama pembukaan bisnis baru. Apabila Perseroan menghadapi salah satu dari risiko tersebut 
implikasi yang paling signifikan adalah waktu penyelesaian proyek yang dijalankan Perseroan akan menjadi lebih 
panjang.     

 
2. Risiko Investasi Proyek 

Kebijakan Perseroan untuk melakukan investasi proyek dalam bentuk kerjasama operasi yang cukup besar baik 
yang pendanaannya dari pinjaman maupun yang dari equity mempunyai risiko yang cukup tinggi bagi Perseroan. 
Jika tidak dikelola dengan baik serta tidak ada portofolio yang sehat dalam mengelola investasi tersebut maka 
akan berdampak terhadap arus kas Perseroan sehingga mengharuskan Perseroan untuk merubah strategi 
keuangannya.  
 

3. Risiko Hubungan Investor 
Dengan status perusahaan yang terbuka maka hubungan dengan investor merupakan hal yang sangat perlu 
dibina dalam rangka memastikan bahwa investor menerima informasi yang cukup untuk membentuk persepsi 
yang positif terhadap Perseroan. Jika informasi yang diperoleh investor tidak memadai dan/atau bukan informasi 
yang sebenarnya maka hal tersebut akan berdampak pada nilai wajar Perseroan yang terefleksi dalam kinerja 
harga saham Perseroan. 

 
B. Risiko Operasional 
Risiko operasional adalah risiko yang berhubungan dengan transaksi operasional Perseroan 

 
1. Risiko Kontraktual 

 
Kontrak merupakan Panduan bagi Perseroan untuk melaksanakan bisnis prosesnya, sehingga segala hal yang 
berkaitan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak serta dasar dari kesepakatan yang dilakukan baik itu 
berhubungan dengan perundang-undangan, spesifikasi teknis maupun hal-hal lain harus dituangkan dalam 
kontrak sehingga kesalahan dalam membuat kontrak merupakan risiko legal yang sangat besar dampaknya bagi 
Perseroan. Contoh risiko legal lainnya yang terkait dengan risiko kontraktual tersebut adalah tidak adanya SDM 
yang handal di Bagian Administrasi Kontrak, tidak adanya klausul yang memuat perlindungan kepada Perseroan 
dalam perjanjian jika kejadian ekstrim terjadi serta tidak adanya klausul yang mengatur jika terjadi perselisihan 
antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, termasuk didalamnya pemilihan lembaga untuk 
penyelesaian perselisihan tersebut. Risiko kontrak disini bukan saja kontrak dengan owner tetapi juga kontrak 
dengan vendor dan mitra kerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif.  
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VI. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 
 
Investasi dalam Saham mengandung risiko tinggi. Calon pemegang HMETD disarankan mempertimbangkan seluruh 
informasi dalam Prospektus ini, termasuk risiko-risiko yang diuraikan di bawah ini, secara seksama sebelum membuat 
keputusan investasi. Apabila salah satu dari risiko-risiko tersebut di bawah ini terjadi, maka kegiatan usaha, prospek, 
kondisi keuangan dan kinerja operasi Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material, harga pasar Saham 
hasil pelaksanaan HMETD dapat mengalami penurunan, dan calon pemegang HMETD mungkin mengalami kerugian atas 
sebagian atau seluruh investasi. Perseroan telah mengungkapkan risiko-risiko yang dipandang material, dan faktor-faktor 
risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot dampak risiko tersebut terhadap kondisi keuangan dan kinerja 
Perseroan secara keseluruhan. 
 
Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang merupakan perusahaan konstruksi, Perseroan tidak terlepas dari risiko-risiko baik 
secara internal maupun eksternal.  
 
A. Risiko Stratejik  
Risiko stratejik adalah risiko yang berhubungan dengan transaksi stratejik Perseroan yaitu:  
 

1. Risiko Pengembangan Usaha 
Perseroan dalam mempertahankan keberlanjutan bisnis dan operasi melakukan strategi dengan melakukan 
diversifikasi usaha dengan investasi membuka bisnis baru. Risiko yang dihadapi Perseroan dalam proses 
pengembangan usaha tersebut antara lain perolehan izin usaha, pembebasan lahan, pemotongan anggaran 
pemerintah, keterbatasan teknologi serta keterbatasan informasi ataupun hal lain yang dapat mempengaruhi 
sasaran atau tujuan utama pembukaan bisnis baru. Apabila Perseroan menghadapi salah satu dari risiko tersebut 
implikasi yang paling signifikan adalah waktu penyelesaian proyek yang dijalankan Perseroan akan menjadi lebih 
panjang.     

 
2. Risiko Investasi Proyek 

Kebijakan Perseroan untuk melakukan investasi proyek dalam bentuk kerjasama operasi yang cukup besar baik 
yang pendanaannya dari pinjaman maupun yang dari equity mempunyai risiko yang cukup tinggi bagi Perseroan. 
Jika tidak dikelola dengan baik serta tidak ada portofolio yang sehat dalam mengelola investasi tersebut maka 
akan berdampak terhadap arus kas Perseroan sehingga mengharuskan Perseroan untuk merubah strategi 
keuangannya.  
 

3. Risiko Hubungan Investor 
Dengan status perusahaan yang terbuka maka hubungan dengan investor merupakan hal yang sangat perlu 
dibina dalam rangka memastikan bahwa investor menerima informasi yang cukup untuk membentuk persepsi 
yang positif terhadap Perseroan. Jika informasi yang diperoleh investor tidak memadai dan/atau bukan informasi 
yang sebenarnya maka hal tersebut akan berdampak pada nilai wajar Perseroan yang terefleksi dalam kinerja 
harga saham Perseroan. 

 
B. Risiko Operasional 
Risiko operasional adalah risiko yang berhubungan dengan transaksi operasional Perseroan 

 
1. Risiko Kontraktual 

 
Kontrak merupakan Panduan bagi Perseroan untuk melaksanakan bisnis prosesnya, sehingga segala hal yang 
berkaitan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak serta dasar dari kesepakatan yang dilakukan baik itu 
berhubungan dengan perundang-undangan, spesifikasi teknis maupun hal-hal lain harus dituangkan dalam 
kontrak sehingga kesalahan dalam membuat kontrak merupakan risiko legal yang sangat besar dampaknya bagi 
Perseroan. Contoh risiko legal lainnya yang terkait dengan risiko kontraktual tersebut adalah tidak adanya SDM 
yang handal di Bagian Administrasi Kontrak, tidak adanya klausul yang memuat perlindungan kepada Perseroan 
dalam perjanjian jika kejadian ekstrim terjadi serta tidak adanya klausul yang mengatur jika terjadi perselisihan 
antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, termasuk didalamnya pemilihan lembaga untuk 
penyelesaian perselisihan tersebut. Risiko kontrak disini bukan saja kontrak dengan owner tetapi juga kontrak 
dengan vendor dan mitra kerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif.  
 
 
 
 
 
 
 

2. Risiko Pembayaran 
 
Risiko pembayaran dapat terjadi manakala pemberi pekerjaan menunda atau tidak membayar biaya proyek yang 
mengakibatkan cost of fund meningkat dan piutang bermasalah baik itu piutang usaha maupun piutang retensi 
yang pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan terutama dalam cash flow 
Perseroan. Adapun beberapa hal yang berdampak secara signifikan kepada Perseroan terkait dengan risiko 
pembayaran antara lain adanya pemberi kerja yang tidak kredibel dan tidak memiliki kemampuan pendanaan 
yang memadai, tidak adanya uang muka proyek, pelaksanaan pekerjaan dilakukan tidak sesuai dengan termin 
yang disepakati, tidak adanya kontrak yang kuat untuk melindungi kepentingan Perusahaan, tidak adanya strategi 
negosiasi yang baik untuk penyelesaian perselisihan dengan pemberi kerja, serta tidak dapat digantinya 
pembayaran retensi.  
 

3. Risiko Perdagangan International 
 
Risiko sangat dimungkintan terjadi mengingat banyaknya material import yang digunakan terutama pada 
pekerjaan proyek-proyek EPC. Adapun konsentrasi identifikasi risikonya terutama pada: 
a. Risiko terkait transaksi Letter of Credit (LC) 
b. Risiko terkait bea masuk material import 
c. Risiko terkait regulasi perpajakan luar negeri 

 
Dimana apabila risiko tersebut tidak dimanajemeni dengan baik maka dapat berdampak negatif terhadap 
kegiatan usaha Perseroan. 

 
4. Risiko Tingginya Harga Bahan Baku/ Material 

 
Risiko tingginya harga bahan baku/material serta upah berdampak langsung pada harga pokok penjualan pada 
saat pelaksanaan proyek. Agar Perseroan beroperasi dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas 
tinggi, Perseroan membutuhkan bahan baku/material dengan kualitas yang memenuhi spesifikasi. 
Ketidakmampuan Perseroan dalam jangka panjang untuk mendapatkan bahan baku/material yang sesuai dengan 
kualitas yang dibutuhkan oleh Perseroan dapat memiliki dampak yang negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi 
keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan. 
 

5. Risiko dalam Pemilihan Mitra Subkontraktor/ Supplier 
 
Kinerja mitra subkontraktor dan supplier merupakan risiko yang perlu menjadi perhatian dalam menentukan 
pemilihan mitra dalam pekerjaan proyek yang berdampak langsung pada kinerja proyek. Agar Perseroan 
beroperasi dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, Perseroan membutuhkan mitra kerja 
dengan kinerja yang sesuai dengan spesifikasi Perseroan. Perseroan mengadakan kontrak pembelian bahan 
baku/material dengan mitra kerja yang terdapat dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM). Ketidakmampuan 
Perseroan dalam jangka panjang untuk memilih mitra kerja yang sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan oleh 
Perseroan dapat memiliki dampak yang negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan 
prospek usaha Perseroan. 
 

6. Risiko Kurs 
 
Risiko ini sangat memungkinkan terjadi di departemen-departemen yang mempunyai kontrak dalam porsi valuta 
asing, karena di departemen ini terdapat proyek-proyek yang pengadaannya dari hutang dalam bentuk valuta 
asing serta menerima pembayaran dalam valuta asing pada kontrak-kontraknya apabila risiko tersebut tidak 
dimanajemeni dengan baik maka dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan. 
 

7. Risiko Legal 

Akibat pemahaman atau interpretasi yang kurang dalam kontrak/regulasi dapat mengakibatkan timbulnya risiko 
penyimpangan kontrak dan/atau regulasi. Adanya aduan pihak kompetitor juga memacu timbulnya risiko ini, 
sehingga memungkinkan seorang pejabat dipidana dan memberikan reputasi negatif bagi Perseroan. Tidak 
adanya proses review kontrak yang dilaksanakan pada beberapa tahapan yang meliputi proses tender, perolehan 
kontrak, dan pelaksanaan pekerjaan akan berdampak signifikan terhadap Perseroan. 
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8. Risiko Human Capital  

Perkembangan bisnis WIKA yang begitu cepat mengikuti tuntutan pasar dan perubahan struktur organisasi 
berpotensi menimbulkan risiko human capital baik secara kuantitatif (ketersediaan) maupun kualitatif 
(kompetensi).  

Jika tidak ada strategi percepatan pemenuhan kebutuhan human capital maka akan terjadi kekurangan 
kebutuhan human capital tersebut. Risiko saat penyusunan perencanaan kebutuhan Human Capital serta 
penyusunan program pengembangan kompetensi human capital di setiap fungsi juga dapat terjadi sehingga akan 
mengakibatkan kebutuhan human capital yang berkompeten tidak dapat dipenuhi,.   

9. Risiko Engineering 

Manajemen engineering yang baik dan sinergi antara engineering, procurement, serta konstruksi diperlukan 
untuk mendukung Visi WIKA 2020 “Menjadi salah satu perusahaan terbaik di bidang Engineering Procurement 
dan Construction (EPC) dan Investasi Terintegrasi di Asia Tenggara”. WIKA dalam perjalanannya tidak hanya 
mengerjakan proyek-proyek konvensional (konstruksi) saja, namun juga proyek design & built. Kemampuan  
menyusun basic design dan metode kerja, serta melakukan verifikasi desain dan validasi serta mampu 
mengkomunikasikan spesifikasi teknis material  dengan fungsi procurement terkait mutlak diperlukan untuk 
mengantisipasi terjadinya risiko gagal desain. 

Dalam proses konstruksi atau pelaksanaan sampai dengan commissioning, diperlukan monitoring secara 
konsisten terhadap pekerjaan sesuai metode kerja yang telah disusun dilengkapi dengan kesesuaian checklist 
instruksi kerja pekerjaan dan material.   

 
C. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM. 
 

1. Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham. 
 

Kondisi bursa saham Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham. Pasar saham Indonesia 
memiliki sifat kurang likuid dan dapat lebih volatile dibandingkan dengan pasar saham di negara-negara yang 
lebih maju. BEI, tempat dimana saham Perseroan tercatat, telah mengalami fluktuasi substansial di masa lalu 
pada harga saham-saham yang tercatat. BEI telah menghadapi berbagai masalah yang, apabila terus berlangsung 
atau muncul kembali, dapat mempengaruhi harga pasar dan likuiditas saham-saham emiten Indonesia, termasuk 
saham Perseroan. Masalah-masalah yang pernah terjadi antara lain adalah penutupan perdagangan, 
kebangkrutan dan mogoknya pialang saham, dan keterlambatan penyelesaian (settlement). Selain itu, BEI juga 
dari waktu ke waktu menerapkan larangan perdagangan saham-saham tertentu dan batasan pergerakan harga. 
Peraturan dan pemantauan BEI dan kegiatan para investor, pialang serta partisipan pasar lainnya tidaklah sama 
dengan di negara lain. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pemegang saham Perseroan dapat menjual 
saham yang dimiliki pada harga atau saat yang diinginkan. 

 
2. Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi. 

 
Harga pasar Saham hasil pelaksanaan HMETD dapat berfluktuasi secara signifikan, tergantung pada beberapa 
faktor, diantaranya: 

 Pandangan tentang prospek usaha dan operasi Perseroan; 
 Perbedaan antara kinerja keuangan dan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya dibandingkan dengan 

perkiraan para investor dan analis; 
 Pengumuman Perseroan mengenai akuisisi, aliansi strategis atau usaha patungan yang signifikan; 
 Perubahan rekomendasi atau persepsi analis mengenai Perseroan atau Indonesia yang mempengaruhi 

sektor-sektor usaha dimana Perseroan beroperasi; 
 Perubahan kondisi ekonomi atau  pasar secara umum di Indonesia; 
 Perubahan harga saham perusahaan asing  (khususnya di Asia) dan harga saham perusahaan 

perusahaan di negara berkembang; 
 Perubahan komposisi manajemen kunci; 
 Kemungkinan keterlibatan Perseroan dalam kasus litigasi yang material; dan/atau 
 Fluktuasi pasar saham. 

 
3. Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat mempengaruhi harga pasar dari saham tersebut. 

 
Penjualan di masa mendatang atas sejumlah saham Perseroan di pasar publik, atau adanya persepsi atas 
kemungkinan terjadinya penjualan saham tersebut, dapat menurunkan harga pasar serta kemampuan Perseroan 
untuk meningkatkan modal melalui penawaran atas penambahan modal atau penawaran umum atas equity-
linked securities. 
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8. Risiko Human Capital  

Perkembangan bisnis WIKA yang begitu cepat mengikuti tuntutan pasar dan perubahan struktur organisasi 
berpotensi menimbulkan risiko human capital baik secara kuantitatif (ketersediaan) maupun kualitatif 
(kompetensi).  

Jika tidak ada strategi percepatan pemenuhan kebutuhan human capital maka akan terjadi kekurangan 
kebutuhan human capital tersebut. Risiko saat penyusunan perencanaan kebutuhan Human Capital serta 
penyusunan program pengembangan kompetensi human capital di setiap fungsi juga dapat terjadi sehingga akan 
mengakibatkan kebutuhan human capital yang berkompeten tidak dapat dipenuhi,.   

9. Risiko Engineering 

Manajemen engineering yang baik dan sinergi antara engineering, procurement, serta konstruksi diperlukan 
untuk mendukung Visi WIKA 2020 “Menjadi salah satu perusahaan terbaik di bidang Engineering Procurement 
dan Construction (EPC) dan Investasi Terintegrasi di Asia Tenggara”. WIKA dalam perjalanannya tidak hanya 
mengerjakan proyek-proyek konvensional (konstruksi) saja, namun juga proyek design & built. Kemampuan  
menyusun basic design dan metode kerja, serta melakukan verifikasi desain dan validasi serta mampu 
mengkomunikasikan spesifikasi teknis material  dengan fungsi procurement terkait mutlak diperlukan untuk 
mengantisipasi terjadinya risiko gagal desain. 

Dalam proses konstruksi atau pelaksanaan sampai dengan commissioning, diperlukan monitoring secara 
konsisten terhadap pekerjaan sesuai metode kerja yang telah disusun dilengkapi dengan kesesuaian checklist 
instruksi kerja pekerjaan dan material.   

 
C. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM. 
 

1. Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham. 
 

Kondisi bursa saham Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham. Pasar saham Indonesia 
memiliki sifat kurang likuid dan dapat lebih volatile dibandingkan dengan pasar saham di negara-negara yang 
lebih maju. BEI, tempat dimana saham Perseroan tercatat, telah mengalami fluktuasi substansial di masa lalu 
pada harga saham-saham yang tercatat. BEI telah menghadapi berbagai masalah yang, apabila terus berlangsung 
atau muncul kembali, dapat mempengaruhi harga pasar dan likuiditas saham-saham emiten Indonesia, termasuk 
saham Perseroan. Masalah-masalah yang pernah terjadi antara lain adalah penutupan perdagangan, 
kebangkrutan dan mogoknya pialang saham, dan keterlambatan penyelesaian (settlement). Selain itu, BEI juga 
dari waktu ke waktu menerapkan larangan perdagangan saham-saham tertentu dan batasan pergerakan harga. 
Peraturan dan pemantauan BEI dan kegiatan para investor, pialang serta partisipan pasar lainnya tidaklah sama 
dengan di negara lain. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pemegang saham Perseroan dapat menjual 
saham yang dimiliki pada harga atau saat yang diinginkan. 

 
2. Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi. 

 
Harga pasar Saham hasil pelaksanaan HMETD dapat berfluktuasi secara signifikan, tergantung pada beberapa 
faktor, diantaranya: 

 Pandangan tentang prospek usaha dan operasi Perseroan; 
 Perbedaan antara kinerja keuangan dan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya dibandingkan dengan 

perkiraan para investor dan analis; 
 Pengumuman Perseroan mengenai akuisisi, aliansi strategis atau usaha patungan yang signifikan; 
 Perubahan rekomendasi atau persepsi analis mengenai Perseroan atau Indonesia yang mempengaruhi 

sektor-sektor usaha dimana Perseroan beroperasi; 
 Perubahan kondisi ekonomi atau  pasar secara umum di Indonesia; 
 Perubahan harga saham perusahaan asing  (khususnya di Asia) dan harga saham perusahaan 

perusahaan di negara berkembang; 
 Perubahan komposisi manajemen kunci; 
 Kemungkinan keterlibatan Perseroan dalam kasus litigasi yang material; dan/atau 
 Fluktuasi pasar saham. 

 
3. Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat mempengaruhi harga pasar dari saham tersebut. 

 
Penjualan di masa mendatang atas sejumlah saham Perseroan di pasar publik, atau adanya persepsi atas 
kemungkinan terjadinya penjualan saham tersebut, dapat menurunkan harga pasar serta kemampuan Perseroan 
untuk meningkatkan modal melalui penawaran atas penambahan modal atau penawaran umum atas equity-
linked securities. 

4. Kemampuan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran umum terbatas di masa yang akan 
datang mungkin terbatas. 

 
Tergantung pada beberapa pengecualian, perusahaan terbuka Indonesia diharuskan untuk menerbitkan hak 
memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham ketika akan menerbitkan saham baru. Kepatuhan 
terhadap undang-undang pasar modal atau peraturan lain pada sebagian yurisdiksi dapat menghalangi investor 
tertentu untuk berpartisipasi dalam penerbitan HMETD di masa yang akan datang dan oleh karena itu 
menimbulkan dilusi saham yang dimilikinya. Perseroan tidak berkewajiban untuk mencatatkan sahamnya pada 
yurisdiksi manapun agar investor asing dapat berpartisipasi dalam penawaran HMETD yang akan dilakukannya di 
masa yang akan datang. 
 

5. Pembeli atau pemegang saham mungkin menghadapi pembatasan tertentu sehubungan dengan hak 
pemegang saham minoritas. 

 
Kewajiban pemegang saham mayoritas, dewan komisaris dan direksi terhadap pemegang saham minoritas 
berdasarkan hukum Indonesia mungkin lebih terbatas jika dibandingkan dengan kewajiban tersebut berdasarkan 
hukum beberapa negara lain. Akibatnya, pemegang saham minoritas berdasarkan undang-undang di Indonesia 
yang berlaku saat ini mungkin tidak dapat melindungi kepentingannya sebagaimana yang berlaku di beberapa 
negara lain. Prinsip-prinsip hukum korporasi terkait, antara lain, keabsahan tindakan korporasi, fiduciary duties 
dari manajemen Perseroan, direksi, dewan komisaris dan pemegang saham pengendali, diatur dalam UUPT, 
peraturan OJK dan anggaran dasar Perseroan dapat berbeda dengan prinsip hukum yang berlaku bagi suatu 
perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum di negara lain.  Walaupun suatu tindakan dapat dilaksanakan 
berdasarkan hukum di Indonesia, namun karena ketiadaan yurisprudensi (judicial precedent), maka hal tersebut 
dapat membuat suatu tuntutan atas proses perdata semakin sulit untuk dilaksanakan. Tidak dapat dipastikan 
bahwa hak pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia akan tetap sama dengan hak pemegang 
saham minoritas berdasarkan hukum di yurisdiksi lain. 
 

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA 
MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN 
PERSEROAN SERTA ENTITAS ANAK. 
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VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR 
INDEPENDEN 

 
Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang 
terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan efektifnya Pernyataan 
Pendaftaran. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak telah diaudit oleh KAP Soejatna, Mulyana & 
Rekan (anggota jaringan firma TPL & Associate Malaysia), akuntan publik independen, yang laporan auditnya telah 
ditandatangani oleh akuntan publik Drs. Safaat Widjajabrata, CA, CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.  
 
 



57

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR 
INDEPENDEN 

 
Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang 
terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan efektifnya Pernyataan 
Pendaftaran. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak telah diaudit oleh KAP Soejatna, Mulyana & 
Rekan (anggota jaringan firma TPL & Associate Malaysia), akuntan publik independen, yang laporan auditnya telah 
ditandatangani oleh akuntan publik Drs. Safaat Widjajabrata, CA, CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.  
 
 

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK  
 
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN  
 

Perseroan dahulu merupakan Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1961 
tanggal 29 Maret 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Widjaja Karja dengan nama Perusahaan Negara Bangunan 
Widjaja Karja. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1971 tanggal 22 Juli 1971, Perusahaan Negara 
Bangunan Widjaja Karja dinyatakan bubar dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang didirikan 
berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas No. 110 tanggal  
20 Desember 1972, yang dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil, pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta 
juncto akta Perubahan No. 106 tanggal 17 April 1973 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan 
telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya  
No. Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1723 dan 
1724 tanggal 16 Mei 1973 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 683 BNRI No. 76 tanggal 21 September 1973 (“Akta 
Pendirian Perseroan”). 

Sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2007 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan 
Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya, 
Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering) sejumlah 1.846.154.000 (satu miliar 
delapan ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus 
Rupiah) per saham, ditawarkan dengan harga Rp420,- (empat ratus dua puluh Rupiah), yang diikuti dengan perubahan 
status dan nama menjadi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan melakukan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada 
tanggal 29 Oktober 2007 (“Penawaran Umum Perdana”). 

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan 
sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana adalah sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut: 

1. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 11 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris  
di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-
40110.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0057693.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 27613 BNRI No. 94 
tanggal 24 November 2009 yang mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan 
UUPT; 

2. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 1 tanggal 5 April 2010 yang dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan S.H., L.LM., Notaris di Jakarta dan 
telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-08523 tanggal 9 April 2010 serta telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0026603.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 9 April 2010, yang 
mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan; 

3. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 30 tanggal 21 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh 
persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-33763.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 6 Juli 
2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0050438.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 Juli 
2010 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 21595 BNRI No. 60 tanggal 29 Juli 2011, yang mengubah seluruh 
ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1; 

4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. atau disingkat PT WIKA 
(Persero) Tbk. No. 09 tanggal 3 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris Di Jakarta dan telah 
diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-13380 tanggal 5 Mei 2011 serta telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0035983.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 dan telah 
diumumkan dalam Tambahan No. 374/L BNRI No. 75 tanggal 17 September 2013, yang mengubah ketentuan Pasal 4 
ayat (2) anggaran dasar Perseroan; 

5. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 45 tanggal 23 April 2012 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan 
telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-14314 tanggal 24 April 2012 serta telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0035718.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 dan telah 
diumumkan dalam Tambahan No. 6417/L BNRI No. 96 tanggal 29 November 2013, yang mengubah ketentuan Pasal 4 
ayat (2) anggaran dasar Perseroan; 
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6. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 13 tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan 
telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-10694 tanggal 22 Maret 2013 serta 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0025751.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013, 
yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan; 

7. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 56 tanggal 30 April 2013 yang dibuat di hadapan Ati Mulyati S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima 
dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-16541 tanggal 1 Mei 2013 serta telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0039760.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Mei 2013, yang mengubah 
ketentuan Pasal 4 ayat (8), (10) dan Pasal 22 ayat (1) anggaran dasar Perseroan; 

8. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 20 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar S.H., M.Kn., pengganti 
Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah 
No. AHU-AH.01.10-13006 tanggal 26 Maret 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0025193.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 26 Maret 2014, yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar 
Perseroan; 

9. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 23 tanggal 19 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan 
telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0018326 tanggal 23 Maret 2015 serta 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0033872.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015, 
yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan; 

10. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 47 tanggal 22 April 2015 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta telah 
dan memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU0933994.AH.01.02.Tahun 
2015 serta telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0926429 keduanya tanggal 
22 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan masing-masing di bawah No. AHU-
3496616.AH.01.11.Tahun 2015 dan AHU-3495909.AH.01.11.Tahun 2015 keduanya tanggal 22 April 2015 (“Akta  
No. 47/2015”), yang mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK  
No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014; 

11. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 03 tanggal 1 September 2015 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris 
di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-
0941709.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 4 September 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah  
No. AHU-3550189.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 September 2015 (“Akta No. 03/2015”), yang mengubah ketentuan 
Pasal 3 anggaran dasar Perseroan; 

12. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya 
Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) Tbk. No. 25 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi 
S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0074507 
tanggal 25 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0098950.AH.01.11.Tahun 
2016 tanggal 25 Agustus 2016 (“Akta No. 25/2016”), yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (3) s/d ayat (11) 
anggaran dasar Perseroan. 

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 03/2015, maksud dan tujuan 
Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, 
agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan perkeretapian, penyelenggaraan 
pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, engineering procurement construction, 
pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, 
jasa enjinering dan perencanaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat 
untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan 
Terbatas. 
 
Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: 
a.      Perkerjaan pelaksanaan Konstruksi 

1) Pekerjaan sipil (seluruh pembangunan). 
a)  Drainase dan jaringan pengairan; 
b)  Bangunan bawah air; 
c)  Bendung, bendungan dan terowongan; 
d)  Bangunan pengelolaan air bersih dan air limbah; 
e)  Jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat; 
f)  Jalan, jembatan kereta api, MRT (mass rapid transportation); 
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6. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 13 tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan 
telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-10694 tanggal 22 Maret 2013 serta 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0025751.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013, 
yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan; 

7. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 56 tanggal 30 April 2013 yang dibuat di hadapan Ati Mulyati S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima 
dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-16541 tanggal 1 Mei 2013 serta telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0039760.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Mei 2013, yang mengubah 
ketentuan Pasal 4 ayat (8), (10) dan Pasal 22 ayat (1) anggaran dasar Perseroan; 

8. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 20 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar S.H., M.Kn., pengganti 
Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah 
No. AHU-AH.01.10-13006 tanggal 26 Maret 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0025193.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 26 Maret 2014, yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar 
Perseroan; 

9. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 23 tanggal 19 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan 
telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0018326 tanggal 23 Maret 2015 serta 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0033872.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015, 
yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan; 

10. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 47 tanggal 22 April 2015 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta telah 
dan memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU0933994.AH.01.02.Tahun 
2015 serta telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0926429 keduanya tanggal 
22 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan masing-masing di bawah No. AHU-
3496616.AH.01.11.Tahun 2015 dan AHU-3495909.AH.01.11.Tahun 2015 keduanya tanggal 22 April 2015 (“Akta  
No. 47/2015”), yang mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK  
No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014; 

11. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) 
Tbk. No. 03 tanggal 1 September 2015 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris 
di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-
0941709.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 4 September 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah  
No. AHU-3550189.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 September 2015 (“Akta No. 03/2015”), yang mengubah ketentuan 
Pasal 3 anggaran dasar Perseroan; 

12. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya 
Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) Tbk. No. 25 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi 
S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0074507 
tanggal 25 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0098950.AH.01.11.Tahun 
2016 tanggal 25 Agustus 2016 (“Akta No. 25/2016”), yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (3) s/d ayat (11) 
anggaran dasar Perseroan. 

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 03/2015, maksud dan tujuan 
Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, 
agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan perkeretapian, penyelenggaraan 
pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, engineering procurement construction, 
pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, 
jasa enjinering dan perencanaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat 
untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan 
Terbatas. 
 
Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: 
a.      Perkerjaan pelaksanaan Konstruksi 

1) Pekerjaan sipil (seluruh pembangunan). 
a)  Drainase dan jaringan pengairan; 
b)  Bangunan bawah air; 
c)  Bendung, bendungan dan terowongan; 
d)  Bangunan pengelolaan air bersih dan air limbah; 
e)  Jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat; 
f)  Jalan, jembatan kereta api, MRT (mass rapid transportation); 

g)  Dermaga/pelabuhan serta penambah gelombang dan tanah (break water dan talud); 
h)  Reklamasi dan pengerukan; 
i)   Pencetakan sawah dan pembukaan lahan; 
j)   Penggalian/penambangan dan pengupasan serta pengelolaan hasil tambang; 
k)  Pertamanan/landscaping; 
l)   Pengeboran; 
m) Bandar udara; 
n)  Perpipaan; 
o)  Perawatan fasilitas produksi; 
p)  Stasiun transportasi darat; 
q)  Konstruksi fasilitas bangunan telekomunikasi; 
r)  Pekerjaan pancang; dan 
s)  Bangunan sipil lainnya; 
 

2) Pekerjaan gedung (seluruh sektor pembangunan): 
a)  Bangunan bertingkat (hotel, perkantoran, apartemen); 
b)  Bangunan pabrik dan industri; 
c)  Pemukiman dan perumahan; 
d)  Bangunan gedung fasilitas (rumah sakit, sarana-pendidikan, tempat ibadah); 
e)  Bangunan komersial (pasar swalayan, super block dan mall); 
f)  Interior; dan 
g)  Pertamanan/Lanscaping. 
 

3) Pekerjaan mekanikal elektrikal termasuk jaringannya: 
a)  Transmisi kelistrikan dan gardu induk; 
b)  Pekerjaan mekanikal dan kelistrikan pada bangunan gedung dan industri; 
c)  Power plant (pembangkitan); 
d)  Tata udara AC; 
e)  Pemasangan alat angkut; 
f)  Pekerjaan fasilitas perminyakan dan gas serta fasilitas lepas pantai; dan 
g)  Perpipaan. 
 

4) Radio, telekomunikasi dan instrumentasi: 
a)  Sinyal dan telekomunikasi kereta api; 
b)  Sentral telekomunikasi; 
c)  Pemasangan instrumentasi; 
d)  Pemasangan telekomunikasi; dan 
e)  Jaringan telekomunikasi. 
 

b.      Pelaksanaan pekerjaan EPC (engineering procurement construction) dalam bidang : 
1) Perminyakan dan Gas (offshore dan onshore); 
2) Agro industri; 
3) Kelistrikan; 
4) Telekomunikasi; 
5) Petrokimia; dan 
6) Bahan mineral/tambang. 
 

c.      Perbaikan/pemeliharaan/renovasi pada pekerjaan-pekerjaan di atas. 
 
d.     Operation dan maintenace. 
 
e.     Kegiatan usaha penyelenggaraan perkeretaapian : 

1) Penyelenggaraan prasarana,perkeretaapian meliputi kegiatan: 
 Pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan prasarana, dan pengusahaan prasarana-

prasarana. 
2) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian meliputi kegiatan : pembangunan sarana, pengoperasian  sarana, 

perawatan sarana, dan pengusahaan sarana. 
3) Pengembangan pemukiman dan pariwisata di kawasan operasional perkeretaapian. 
 

f.      Kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. 
 
g.     Kegiatan usaha penyelenggaraan kebandarudaraan. 
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h.     Kegiatan usaha logistik, meliputi : 
1) Pergudangan; 
2)  Pengelolaan Pusat Logistik (Logistics Centre); dan 
3) Ekspedisi. 
 

i.      Pengembangan dan pengelolaan kawasan Ekonomi Khusus: 
1) Pengelolaan ekspor; 
2) Logistik; 
3) Industri; 
4) Pengembangan teknologi; 
5) Pariwisata; 
6) Energi; dan/atau 
7) Ekonomi lain. 

 
Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam 
rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk: 

a. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, pekerjaan gedung 
dan pekerjaan mekanikal elektrikal, pekerjaan radio, telekomunikasi dan instrumentasi; serta perbaikan, 
pemeliharaan dan konsultasi; 

b. Pengukuran, penggambaran, perhitungan dan penetapan biaya pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan 
sipil, pekerjaan gedung dan pekerjaan mekanikal elektrikal (equantity surveying) dan laboraturium beton dan 
tanah serta soil investigation; 

c. Layanan jasa konsultasi manajemen, manajemen proyek konstruksi, rekayasa industry, enjinering dan 
perencanaan; 

d. Melakukan usaha penyewaan dan penyediaan jasa dalam bidang peralatan konstruksi; 
e. Melakukan usaha pemasok, jasa keagenan, jasa handling impor, ekspor, jasa ekspedisi/angkutan darat serta 

perdagangan umum; 
f. Melakukan usaha dalam bidang agro industri yang meliputi pabrik kelapa sawit, gula, biodiesel, bioethanol, 

biogas, dan biomassa energy termasuk pengoperasian produksi, pemeliharaan, serta pendistribusian; 
g. Melakukan usaha pengembangan dan pengelolaan kawasan termasuk sarana dan prasarananya, pembangunan 

dan penjualan di bidang realti serta melakukan pengusahaan dan pengelolaan di bidang property; 
h. Melaksanakan usaha dalam bidang jasa dan teknologi informasi; 
i. Building management; 
j. System development; 
k. Investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) termasuk jalan tol, 

bidang sumber energi termasuk industri energi, industri energi terbarukan, industri konversi, industri konversi 
energi,dan industri pertambangan; 

l. Industri Pabrikasi; 
1) Pabrikasi bahan dan komponen produk jadi: 

a) Komponen bahan dan kelengkapan konstruksi. 
b) Suku cadang dan peralatan industri. 
c) Karet dan plastik. 
d) Beton dan keramik. 
e) Metal dan logam. 
f) Kayu. 
g) Kimia. 
h) Elektro 

2) Mekanikal dan kelistrikan untuk bangunan industri dan bangunan gedung 
3) Elektronik dan telekomunikasi. 

m. Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi. 
n. Penyediaan jasa pengembangan sistem informasi: 

1) Aplikasi; 
2) Insfrastruktur sistem informasi; dan 
3) Operation dan maintenance. 

o. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta riset teknologi terapan; 
p. Penyediaan pekerjaan maintenance, repair dan overhaul (MRO) kebandarudaraan; dan 
q. Usaha-usaha lain yang langsung menunjang usaha pokok Perseroan tersebut di atas. 

 
Perubahan komposisi permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak didirikan hingga Penawaran Umum Perdana 
telah disajikan pada Prospektus Penawaran Umum Perdana Perseroan, Perubahan komposisi permodalan dan kepemilikan 
saham Perseroan sejak Penawaran Umum Perdana hingga Prospektus ini ditebitkan adalah sebagai berikut:  
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h.     Kegiatan usaha logistik, meliputi : 
1) Pergudangan; 
2)  Pengelolaan Pusat Logistik (Logistics Centre); dan 
3) Ekspedisi. 
 

i.      Pengembangan dan pengelolaan kawasan Ekonomi Khusus: 
1) Pengelolaan ekspor; 
2) Logistik; 
3) Industri; 
4) Pengembangan teknologi; 
5) Pariwisata; 
6) Energi; dan/atau 
7) Ekonomi lain. 

 
Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam 
rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk: 

a. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, pekerjaan gedung 
dan pekerjaan mekanikal elektrikal, pekerjaan radio, telekomunikasi dan instrumentasi; serta perbaikan, 
pemeliharaan dan konsultasi; 

b. Pengukuran, penggambaran, perhitungan dan penetapan biaya pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan 
sipil, pekerjaan gedung dan pekerjaan mekanikal elektrikal (equantity surveying) dan laboraturium beton dan 
tanah serta soil investigation; 

c. Layanan jasa konsultasi manajemen, manajemen proyek konstruksi, rekayasa industry, enjinering dan 
perencanaan; 

d. Melakukan usaha penyewaan dan penyediaan jasa dalam bidang peralatan konstruksi; 
e. Melakukan usaha pemasok, jasa keagenan, jasa handling impor, ekspor, jasa ekspedisi/angkutan darat serta 

perdagangan umum; 
f. Melakukan usaha dalam bidang agro industri yang meliputi pabrik kelapa sawit, gula, biodiesel, bioethanol, 

biogas, dan biomassa energy termasuk pengoperasian produksi, pemeliharaan, serta pendistribusian; 
g. Melakukan usaha pengembangan dan pengelolaan kawasan termasuk sarana dan prasarananya, pembangunan 

dan penjualan di bidang realti serta melakukan pengusahaan dan pengelolaan di bidang property; 
h. Melaksanakan usaha dalam bidang jasa dan teknologi informasi; 
i. Building management; 
j. System development; 
k. Investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) termasuk jalan tol, 

bidang sumber energi termasuk industri energi, industri energi terbarukan, industri konversi, industri konversi 
energi,dan industri pertambangan; 

l. Industri Pabrikasi; 
1) Pabrikasi bahan dan komponen produk jadi: 

a) Komponen bahan dan kelengkapan konstruksi. 
b) Suku cadang dan peralatan industri. 
c) Karet dan plastik. 
d) Beton dan keramik. 
e) Metal dan logam. 
f) Kayu. 
g) Kimia. 
h) Elektro 

2) Mekanikal dan kelistrikan untuk bangunan industri dan bangunan gedung 
3) Elektronik dan telekomunikasi. 

m. Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi. 
n. Penyediaan jasa pengembangan sistem informasi: 

1) Aplikasi; 
2) Insfrastruktur sistem informasi; dan 
3) Operation dan maintenance. 

o. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta riset teknologi terapan; 
p. Penyediaan pekerjaan maintenance, repair dan overhaul (MRO) kebandarudaraan; dan 
q. Usaha-usaha lain yang langsung menunjang usaha pokok Perseroan tersebut di atas. 

 
Perubahan komposisi permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak didirikan hingga Penawaran Umum Perdana 
telah disajikan pada Prospektus Penawaran Umum Perdana Perseroan, Perubahan komposisi permodalan dan kepemilikan 
saham Perseroan sejak Penawaran Umum Perdana hingga Prospektus ini ditebitkan adalah sebagai berikut:  
 
 

Tahun 2008 
 
Sebagaimana termaktub dalam akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. 
disingkat PT WIKA (Persero) Tbk. No. 11 tanggal 10 Juni 2008 dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan 
telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-40110.AH.01.02.Tahun 2008 
tanggal 10 Juli 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0057693.AH.01.09.Tahun 2008 
tanggal 10 Juli 2008. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah Penawaran Umum Perdana adalah 
sebagai berikut: 
 
Pemegang Saham 

Nilai Nominal Rp.100,00 per saham 
Saham  Rupiah % 

Modal Dasar    
Saham Seri A Dwiwarna 1 100 - 
Saham Seri B 15.999.999.999 1.599.999.999.900  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
Saham Seri A Dwiwarna     
Negara Republik Indonesia  1 100 - 
Saham Seri B    
Negara Republik Indonesia  3.999.999.999 399.999.999.900 68,42 
Masyarakat  1.846.154.000 184.615.400.000 31,58 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.846.154.000 584.615.400.000 100,00 
Jumlah Saham Dalam Portepel 10.153.846.000 1.015.384.600.000  
 
Tahun 2010 
 
Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 1/2010, Dewan Komisaris Perseroan yang telah diberi wewenang oleh RUPSLB 
Perseroan, menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp584.615.400.000,- 
menjadi Rp584.636.750.000,- sebagai akibat dari pelaksanaan program Employee Stock Option Program (ESOP)/ 
Management Stock Option Program (MESOP) sebanyak 213.500 lembar saham atau sebesar Rp21.350.000,-. Struktur 
permodalan dan susunan pemegang saham setelah pelaksanaan program ESOP/MESOP tersebut adalah sebagai berikut: 
 
Pemegang Saham 

Nilai Nominal Rp.100,00 per saham 
Saham  Rupiah % 

Modal Dasar    
Saham Seri A Dwiwarna 1 100 - 
Saham Seri B 15.999.999.999 1.599.999.999.900  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
Saham Seri A Dwiwarna     
Negara Republik Indonesia  1 100 - 
Saham Seri B    
Negara Republik Indonesia  3.999.999.999 399.999.999.900 68,42 
Masyarakat  1.846.367.500 184.636.750.000 31,58 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.846.367.500 584.636.750.000  
Jumlah Saham Dalam Portepel 10.153.632.500 1.015.363.250.000  
 
Tahun 2011  
 
Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 09/2011, Dewan Komisaris Perseroan yang telah diberi wewenang oleh RUPSLB 
Perseroan, menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp584.636.750.000,- 
menjadi Rp600.154.050.000,- sebagai akibat dari pelaksanaan program ESOP/MESOP sebanyak 155.173.000 lembar saham 
atau sebesar Rp15.517.300.000,-. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah pelaksanaan program 
ESOP/MESOP tersebut adalah sebagai berikut: 
 
Pemegang Saham 

Nilai Nominal Rp.100,00 per saham 
Saham  Rupiah % 

Modal Dasar    
Saham Seri A Dwiwarna 1 100 - 
Saham Seri B 15.999.999.999 1.599.999.999.900  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
Saham Seri A Dwiwarna     
Negara Republik Indonesia  1 100 - 
Saham Seri B    
Negara Republik Indonesia  3.999.999.999 399.999.999.900 66,65 
Masyarakat  2.001.540.500 200.154.050.000 33,35 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.001.540.500 600.154.050.000 100,00 
Jumlah Saham Dalam Portepel 9.998.459.500 999.845.950.000  
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Tahun 2012 
 
Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 45/2012, Dewan Komisaris Perseroan yang telah diberi wewenang oleh RUPSLB 
Perseroan, menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp600.154.050.000,- 
menjadi Rp602.726.750.000,- sebagai akibat dari pelaksanaan program ESOP/MESOP sebanyak 25.727.000 lembar saham 
atau sebesar Rp2.572.700.000,-. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah pelaksanaan program 
ESOP/MESOP tersebut adalah sebagai berikut: 
 
Pemegang Saham 

Nilai Nominal Rp.100,00 per saham 
Saham  Rupiah % 

Modal Dasar    
Saham Seri A Dwiwarna 1 100 - 
Saham Seri B 15.999.999.999 1.599.999.999.900  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
Saham Seri A Dwiwarna     
Negara Republik Indonesia  1 100 - 
Saham Seri B    
Negara Republik Indonesia  3.999.999.999 399.999.999.900 66,37 
Masyarakat  2.027.267.500 202.726.750.000 33,63 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.027.267.500 602.726.750.000 100,00 
Jumlah Saham Dalam Portepel 9.972.732.500 997.273.250.000  
 
Tahun 2013 
 
Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 13/2013, Dewan Komisaris Perseroan yang telah diberi wewenang oleh RUPSLB 
Perseroan, menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp602.726.750.000,- 
menjadi Rp610.796.650.000,- sebagai akibat dari pelaksanaan program ESOP/MESOP sebanyak 80.699.000 lembar saham 
atau sebesar Rp8.069.900.000,-. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah pelaksanaan program 
ESOP/MESOP tersebut adalah sebagai berikut: 
 

Pemegang Saham 
Nilai Nominal Rp.100,00 per saham 

Saham  Rupiah % 
Modal Dasar    
Saham Seri A Dwiwarna 1 100 - 
Saham Seri B 15.999.999.999 1.599.999.999.900  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
Saham Seri A Dwiwarna     
Negara Republik Indonesia  1 100 - 
Saham Seri B    
Negara Republik Indonesia  3.999.999.999 399.999.999.900 65,49 
Masyarakat  2.107.966.500 210.796.650.000 34,51 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.107.966.500 610.796.650.000 100,00 
Jumlah Saham Dalam Portepel 9.892.033.500 989.203.350.000  
 
Tahun 2014 
 
Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 20/2014, Dewan Komisaris Perseroan yang telah diberi wewenang oleh RUPSLB 
Perseroan, menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp610.796.650.000,- 
menjadi Rp613.996.800.000,- sebagai akibat dari pelaksanaan program ESOP/MESOP sebanyak 32.001.500 lembar saham 
atau sebesar Rp3.200.150.000,-. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah pelaksanaan program 
ESOP/MESOP tersebut adalah sebagai berikut: 
 

Pemegang Saham 
Nilai Nominal Rp.100,00 per saham 

Saham  Rupiah % 
Modal Dasar    
Saham Seri A Dwiwarna 1 100 - 
Saham Seri B 15.999.999.999 1.599.999.999.900  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
Saham Seri A Dwiwarna     
Negara Republik Indonesia  1 100 - 
Saham Seri B    
Negara Republik Indonesia  3.999.999.999 399.999.999.900 65,15 
Masyarakat  2.139.968.000 213.996.800.000 34,85 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.139.968.000 613.996.800.000 100,00 
Jumlah Saham Dalam Portepel 9.860.032.000 986.003.200.000  
 



63

Tahun 2012 
 
Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 45/2012, Dewan Komisaris Perseroan yang telah diberi wewenang oleh RUPSLB 
Perseroan, menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp600.154.050.000,- 
menjadi Rp602.726.750.000,- sebagai akibat dari pelaksanaan program ESOP/MESOP sebanyak 25.727.000 lembar saham 
atau sebesar Rp2.572.700.000,-. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah pelaksanaan program 
ESOP/MESOP tersebut adalah sebagai berikut: 
 
Pemegang Saham 

Nilai Nominal Rp.100,00 per saham 
Saham  Rupiah % 

Modal Dasar    
Saham Seri A Dwiwarna 1 100 - 
Saham Seri B 15.999.999.999 1.599.999.999.900  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
Saham Seri A Dwiwarna     
Negara Republik Indonesia  1 100 - 
Saham Seri B    
Negara Republik Indonesia  3.999.999.999 399.999.999.900 66,37 
Masyarakat  2.027.267.500 202.726.750.000 33,63 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.027.267.500 602.726.750.000 100,00 
Jumlah Saham Dalam Portepel 9.972.732.500 997.273.250.000  
 
Tahun 2013 
 
Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 13/2013, Dewan Komisaris Perseroan yang telah diberi wewenang oleh RUPSLB 
Perseroan, menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp602.726.750.000,- 
menjadi Rp610.796.650.000,- sebagai akibat dari pelaksanaan program ESOP/MESOP sebanyak 80.699.000 lembar saham 
atau sebesar Rp8.069.900.000,-. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah pelaksanaan program 
ESOP/MESOP tersebut adalah sebagai berikut: 
 

Pemegang Saham 
Nilai Nominal Rp.100,00 per saham 

Saham  Rupiah % 
Modal Dasar    
Saham Seri A Dwiwarna 1 100 - 
Saham Seri B 15.999.999.999 1.599.999.999.900  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
Saham Seri A Dwiwarna     
Negara Republik Indonesia  1 100 - 
Saham Seri B    
Negara Republik Indonesia  3.999.999.999 399.999.999.900 65,49 
Masyarakat  2.107.966.500 210.796.650.000 34,51 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.107.966.500 610.796.650.000 100,00 
Jumlah Saham Dalam Portepel 9.892.033.500 989.203.350.000  
 
Tahun 2014 
 
Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 20/2014, Dewan Komisaris Perseroan yang telah diberi wewenang oleh RUPSLB 
Perseroan, menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp610.796.650.000,- 
menjadi Rp613.996.800.000,- sebagai akibat dari pelaksanaan program ESOP/MESOP sebanyak 32.001.500 lembar saham 
atau sebesar Rp3.200.150.000,-. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah pelaksanaan program 
ESOP/MESOP tersebut adalah sebagai berikut: 
 

Pemegang Saham 
Nilai Nominal Rp.100,00 per saham 

Saham  Rupiah % 
Modal Dasar    
Saham Seri A Dwiwarna 1 100 - 
Saham Seri B 15.999.999.999 1.599.999.999.900  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
Saham Seri A Dwiwarna     
Negara Republik Indonesia  1 100 - 
Saham Seri B    
Negara Republik Indonesia  3.999.999.999 399.999.999.900 65,15 
Masyarakat  2.139.968.000 213.996.800.000 34,85 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.139.968.000 613.996.800.000 100,00 
Jumlah Saham Dalam Portepel 9.860.032.000 986.003.200.000  
 

Tahun 2015 
 
Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 23/2015, Dewan Komisaris Perseroan yang telah diberi wewenang oleh RUPSLB 
Perseroan, menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp613.996.800.000,- 
menjadi Rp614.922.500.000,- sebagai akibat dari pelaksanaan program ESOP/MESOP sebanyak 9.257.000 lembar saham 
atau sebesar Rp925.700.000,-. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah pelaksanaan program 
ESOP/MESOP tersebut adalah sebagai berikut 
 
Pemegang Saham 

Nilai Nominal Rp.100,00 per saham 
Saham  Rupiah % 

Modal Dasar    
Saham Seri A Dwiwarna 1 100 - 
Saham Seri B 15.999.999.999 1.599.999.999.900  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
Saham Seri A Dwiwarna     
Negara Republik Indonesia  1 100 - 
Saham Seri B    
Negara Republik Indonesia  3.999.999.999 399.999.999.900 65,05 
Masyarakat  2.149.225.000 214.922.500.000 34,95 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.149.225.000 614.922.500.000 100,00 
Jumlah Saham Dalam Portepel 9.850.775.000 985.077.500.000  
 
B. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN  
 
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan  telah memiliki izin-izin penting 
antara lain:  
 

No. Dokumen Perizinan Masa Berlaku Keterangan 
1.  Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha 

Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) No. 1-
001794-3172-2-00193 tanggal 24 Maret 2015 
yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kepala Badan 
pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota. 

17 Juli 2017 Perseroan dapat melakukan Kegiatan 
Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi 
(Kontraktor) di seluruh wilayah Republik 
Indonesia. 
 

2.  Sertifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana 
Konstruksi No. 0197919 tanggal 20 Januari 
2015 yang diterbitkan oleh Lembaga 
Pengembangan Jasa Konstruksi. 

19 Januari 2018 Perseroan telah memenuhi klasifikasi 
bidang usaha Instalasi Mekanikal dan 
Elektrikal Besar. 

3.  Sertifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana 
Konstruksi No. 0186141 tanggal 4 Desember 
2014 yang diterbitkan oleh Lembaga 
Pengembangan Jasa Konstruksi. 

7 September 2017 Perseroan telah memenuhi klasifikasi 
bidang usaha Instalasi Mekanikal dan 
Elektrikal Besar. 

4.  Sertifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana 
Konstruksi No.0186142 tanggal 4 Desember 
2014 yang diterbitkan oleh Lembaga 
Pengembangan Jasa Konstruksi. 

7 September 2017 Perseroan telah memenuhi klasifikasi 
bidang usaha Instalasi Mekanikal dan 
Elektrikal Besar. 

5.  Sertifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana 
Konstruksi No. 0307534 tanggal 5 November 
2015 yang diterbitkan oleh Lembaga 
Pengembangan Jasa Konstruksi. 

17 Juli 2017 Perseroan telah memenuhi klasifikasi 
bidang usaha Bangunan Sipil Besar. 

6.  Sertifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana 
Konstruksi No. 0307538 tanggal 5 November 
2015 yang diterbitkan oleh Lembaga 
Pengembangan Jasa Konstruksi. 

17 Juli 2017 Perseroan telah memenuhi klasifikasi 
bidang usaha Bangunan Sipil Besar. 

7.  Sertifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana 
Konstruksi No. 0388437 tanggal 13 Juni 2016 
yang diterbitkan oleh Lembaga 
Pengembangan Jasa Konstruksi. 

21 Oktober 2017 Perseroan telah memenuhi klasifikasi 
bidang usaha Bangunan Gedung Besar. 

8.  Sertifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana 
Konstruksi No. 0388643 tanggal 17 Juni 2016 
yang diterbitkan oleh Lembaga 
Pengembangan Jasa Konstruksi. 

20 Agustus  2017 Perseroan telah memenuhi klasifikasi 
bidang usaha Instalasi Mekanikal dan 
Elektrikal Besar. 
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No. Dokumen Perizinan Masa Berlaku Keterangan 
9.  Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi 

Terintegrasi No. 049089 tanggal 23 Juni 2016 
yang diterbitkan oleh Lembaga 
Pengembangan Jasa Konstruksi. 

1 Oktober 2017 Perseroan telah memenuhi klasifikasi 
bidang usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi 
Besar. 

10.  Sertifikat Kompetensi Dan Kualifikasi 
Perusahaan Pemasokan Barang No. 1-0902-
033-1061322 yang dikeluarkan oleh Kamar 
Dagang dan Industri Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 

17 Mei 2017 Dengan kompetensi dan kualifikasi Sub 
Bidang Alat/peralatan/suku cadang : 
mekanikal, mesin-mesin dan 
elektrikal/listrik dan Alat/peralatan/suku 
cadang konstruksi (kompresor, generator 
dan lain-lain, bahan bangunan dan 
logam). 

 
Dalam hal jangka waktu perizinan berakhir, Perseroan akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut. 
 
C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN  
 
Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) Tbk. No. 82 tanggal 28 April 2016 yang dibuat  
di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No.  AHU-
AH.01.03-0047903 tanggal 12 Mei 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0058837.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 
Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) Tbk. No. 25 tanggal  
22 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam 
database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0074507 tanggal 25 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan di bawah No. AHU-0098950.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016, susunan Dewan Komisaris dan 
Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: 
 
Dewan Komisaris  
Komisaris Utama      : Mudjiadi 
Komisaris Independen     : Nurrachman  
Komisaris Independen     : Imas Aan Ubudiah 
Komisaris      : Liliek Mayasari 
Komisaris      : Freddy R. Saragih 
Komisaris      : Eddy Kristanto 
 
Direksi 
Direktur Utama      : Bintang Perbowo 
Direktur      : Gandira Gutawa Sumapradja 
Direktur      : Destiawan Soewardjono  
Direktur      : I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra 
Direktur      :  Bambang Pramujo 
Direktur      :  Antonius Nicholas Stephanus Kosasih 
 
Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi: 
 
Dewan Komisaris 
 

 
 

Mudjiadi – Komisaris Utama 
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 1956. Ia telah menjadi 
Komisaris sejak 22 April 2015. Meraih gelar Sarjana Tahun 1980 dari Institut Teknologi 
Bandung dan gelar Master di Irrigation Engineering, Southampton University, tahun 1985. 
Beliau pernah menjabat sebagai  Direktur Bina Program - Kementerian Pekerjaan Umum 
(2012-2012), Sekretaris Jenderal Sumber Daya Air - Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (Tahun 2012-2013), Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat 
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2013-2014), dan Direktur Jenderal 
dan Sumber Daya Air - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Tahun 2014-
sekarang). 
 
 



65

No. Dokumen Perizinan Masa Berlaku Keterangan 
9.  Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi 

Terintegrasi No. 049089 tanggal 23 Juni 2016 
yang diterbitkan oleh Lembaga 
Pengembangan Jasa Konstruksi. 

1 Oktober 2017 Perseroan telah memenuhi klasifikasi 
bidang usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi 
Besar. 

10.  Sertifikat Kompetensi Dan Kualifikasi 
Perusahaan Pemasokan Barang No. 1-0902-
033-1061322 yang dikeluarkan oleh Kamar 
Dagang dan Industri Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 

17 Mei 2017 Dengan kompetensi dan kualifikasi Sub 
Bidang Alat/peralatan/suku cadang : 
mekanikal, mesin-mesin dan 
elektrikal/listrik dan Alat/peralatan/suku 
cadang konstruksi (kompresor, generator 
dan lain-lain, bahan bangunan dan 
logam). 

 
Dalam hal jangka waktu perizinan berakhir, Perseroan akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut. 
 
C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN  
 
Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) Tbk. No. 82 tanggal 28 April 2016 yang dibuat  
di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No.  AHU-
AH.01.03-0047903 tanggal 12 Mei 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0058837.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 
Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) Tbk. No. 25 tanggal  
22 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam 
database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0074507 tanggal 25 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan di bawah No. AHU-0098950.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016, susunan Dewan Komisaris dan 
Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: 
 
Dewan Komisaris  
Komisaris Utama      : Mudjiadi 
Komisaris Independen     : Nurrachman  
Komisaris Independen     : Imas Aan Ubudiah 
Komisaris      : Liliek Mayasari 
Komisaris      : Freddy R. Saragih 
Komisaris      : Eddy Kristanto 
 
Direksi 
Direktur Utama      : Bintang Perbowo 
Direktur      : Gandira Gutawa Sumapradja 
Direktur      : Destiawan Soewardjono  
Direktur      : I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra 
Direktur      :  Bambang Pramujo 
Direktur      :  Antonius Nicholas Stephanus Kosasih 
 
Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi: 
 
Dewan Komisaris 
 

 
 

Mudjiadi – Komisaris Utama 
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 1956. Ia telah menjadi 
Komisaris sejak 22 April 2015. Meraih gelar Sarjana Tahun 1980 dari Institut Teknologi 
Bandung dan gelar Master di Irrigation Engineering, Southampton University, tahun 1985. 
Beliau pernah menjabat sebagai  Direktur Bina Program - Kementerian Pekerjaan Umum 
(2012-2012), Sekretaris Jenderal Sumber Daya Air - Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (Tahun 2012-2013), Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat 
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2013-2014), dan Direktur Jenderal 
dan Sumber Daya Air - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Tahun 2014-
sekarang). 
 
 

 

Liliek Mayasari, Komisaris 
Warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 24 Agustus 1969. Pada tahun 1994, beliau meraih 
gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beliau pernah menjabat 
sebagai Kepala Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIIb – Kementerian BUMN 
periode 2010-2014. Kini beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Usaha Energi dan 
Pertambangan I – Kementerian BUMN sejak Mei 2014 hingga sekarang. 
 
 

 

 

 
Freddy Saragih, Komisaris 
Warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 23 Mei 1959 di Pematang Purba. Pada tahun 
1984, Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan gelar 
Master Profesional Akuntansi di University of Texas di Austin tahun 1992. Pada periode tahun 
2009 hingga tahun 2014, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pengelolaan Resiko 
Fiskal – BKF – Kementerian Keuangan dan kini beliau menjabat sebagai Direktur Pengelolaan 
Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur – Kementerian Keuangan pada periode 
Januari 2015 hingga sekarang. 
 
 

  

 

Nurachman,  Komisaris Independen 
Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 10 November 1968 di Klaten Jawa Tengah. 
Antara tahun 1999-2001 menempuh pendidikan Magister Manajemen, Jurusan Marketing, 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triandra. Sebelumnya Beliau lulus Sarjana Peternakan dari 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Antara Tahun 2006-2009 berkesempatan menempuh 
pendidikan di Teknik Elektro, Sekolah Tinggi Teknik Industri, Turen, Malang, 
 
Karir dengan jabatan penting diawali di  Business Development Manager PT Tempo 
Worldwide antara tahun 1993-1994. Kemudian antara tahun 1993-1995 menjabat sebagai 
Business Development Manager PT Trisoko Perkasa, bergabung di Asean Lum. Buss. 
Restructuring Team antara 2002-2003, sebagai Managing Director PT Watertec Amandira dan 
Business Chairman of Adyawinsa Group of Companies dari tahun 2003 sampai sekarang. 
 

 

Imas Aan Ubudiah,  Komisaris Independen 
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 19 April 1975. Ia telah menjadi 
Komisaris sejak 22 April 2015. Gelar sarjana didapatkan dari Universitas Islam Bandung. 
Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Ubudiah Karya Abadi (YUKA Indonesia) mulai 
tahun 2010 hingga sekarang dan tahun 2009-2013 sebagai Wakil Ketua ICMI Garut. Beliau 
juga pernah menjadi  Direktur Utama PT Tambang Mutiara Bumi Selatan (MBS)pada  tahun 
2008-2013. 
 
 
 
 

 

Eddy Kristanto,  Komisaris 
Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 20 Desember 1960 di Jakarta. Beliau diangkat 
sebagai Komisaris sejak 28 April 2016. Sebelumnya, Beliau menjabat sebagai Kepala Badan 
Intelijen Negara Bali pada tahun 2011-2016 dan Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Badan Intelijen 
Negara pada 2016 sebelum ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan. Beliau menempuh 
pendidikan SESKOAD pada tahun 1997 dan AKABRI pada tahun 1984. 
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Direksi 

 
  

Bintang Perbowo - Direktur Utama 
Warga Negara Indonesia, yang lahir pada tanggal 15 Februari 1954 di Jakarta, Indonesia, 
diangkat sebagai Presiden Direktur sejak 25 Mei 2013 dan diangkat kembali menjadi Direktur 
Utama sejak 22 April 2015. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Presiden Direktur untuk 
periode 2008-2013. Bintang Perbowo adalah Direktur Keuangan PT Pembangunan 
Perumahan (Persero) 1999-2008 dan memiliki posisi penting lainnya dalam perusahaan yang 
sama. Beliau meraih Magister Manajemen Internasional dari Prasetya Mulya Business School 
pada tahun 2007 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta pada tahun 
1990. 
 

 

 
 
 
 

 
Antonius N.S. Kosasih - Direktur Keuangan 
Warga Negara Indonesia, yang lahir pada tanggal 12 Juli 1970 di Jakarta. Beliau diangkat 
sebagai Direktur sejak 28 April 2016. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Utama  
PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) pada 2014 - awal 2016. Beliau juga pernah menjabat 
sebagai Direktur Keuangan Perum Perhutani, Perusahaan Kehutanan Terbesar di Indonesia, 
pada masa jabatan tahun 2008-2012. Beliau meraih penghargaan sebagai salah satu dari “Top 
5 Indonesia Best CFO” untuk 3 tahun berturut-turut yaitu 2010, 2011 dan 2012 dari Majalah 
Bisnis SWA dan Prasetya Mulya Business School atas kontribusinya mengubah Perum 
Perhutani. Pada tahun 2016, Beliau terpilih sebagai "Best CFO in Indonesia" oleh Alpha 
Southeast Asia, sebuah majalah Bisnis dan Keuangan, atas kontribusinya sebagai Direktur 
Keuangan PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. Beliau meraih Magister Keuangan dan Investasi 
dari IPMI dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada. Sebagai bagian dari pelayanan 
pada masyarakat, Antonius N.S. Kosasih juga mendedikasikan waktu senggangnya untuk 
mengajar di Universitas Indonesia, Master Management School of Business, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis. 

 

 
 

 
Gandira Gutawa, Direktur Operasi I  
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 7 Mei 1961. beliau telah menjadi Direktur  
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sejak 22 April 2015. Sebelumnya, beliau menjabat posisi 
penting di Departemen Operasional yaitu Departemen Sipil Umum. Pernah sebagai Manajer 
Proyek Irigasi Bekri Lampung dan tahun 2004 hingga 2007 diangkat menjadi Manajer Divisi 
Sipil Umum 1. Tahun 2014 menjadi General Manajer Sipil Umum 1. Ia menjabat sebagai 
Komisaris Utama dari Anak Perusahaan WIKA Beton. Beliau meraih gelar Master Jurusan 
Manajemen dari Universitas Indonesia tahun 2000 dan sarjana di Jurusan Teknik Sipil Institut 
Teknologi Bandung tahun 1985. 
 

 
 

Bambang Pramujo, Direktur Operasi II  
Warga Negara Indonesia, lahir di Wonogiri 13 Juni 1957. Saat ini ia menjabat sebagai Direktur 
Operasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sejak tanggal 25 April 2013 hingga saat ini. Selain itu, 
beliau adalah Presiden Komisaris PT WIKA Rekayasa Konstruksi sejak 2013. Bambang Pramujo 
memulai karirnya di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sejak tahun 1984 dan menjabat beberapa 
posisi penting di Perusahaan serta Perusahaan Anak, diantaranya: Komisaris PT WIKA 
InsanPertiwi (Juli-Oktober 2013) dan Komisaris Utama PT Marga Nujyasumo Agung (MNA). Ia 
juga General Manager beberapa unit bisnis, misalnya EPC Dept, Energy Dept., Utilitas Dept, 
dan Industrial Plant Dept (2005-2013), meraih gelar Master di Sipil Engineering dari 
Universitas Indonesia. 
 

 

 
 

 
Destiawan Soewardjono, Direktur Operasi III  
Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada 10 April 1961. Saat ini beliau menjabat 
sebagai Direktur Operasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sejak 25 April 2013 dan Komisaris di 
anak perusahaan WIKA Gedung. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai General Manager 
DIvisi Luar Negeri (2012 - 2013), Manajaer Divisi Luar Negeri (2008 - 2011), dan Manajer 
Proyek East West Motorway - Aljazair (2009 - 2010). 
 
Beliau meraih gelar insinyur dari Jurusan Teknik Sipil di Universitas Brawijaya, Malang (1987), 
dan Magister Manajemen dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (2006). 
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Direksi 

 
  

Bintang Perbowo - Direktur Utama 
Warga Negara Indonesia, yang lahir pada tanggal 15 Februari 1954 di Jakarta, Indonesia, 
diangkat sebagai Presiden Direktur sejak 25 Mei 2013 dan diangkat kembali menjadi Direktur 
Utama sejak 22 April 2015. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Presiden Direktur untuk 
periode 2008-2013. Bintang Perbowo adalah Direktur Keuangan PT Pembangunan 
Perumahan (Persero) 1999-2008 dan memiliki posisi penting lainnya dalam perusahaan yang 
sama. Beliau meraih Magister Manajemen Internasional dari Prasetya Mulya Business School 
pada tahun 2007 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta pada tahun 
1990. 
 

 

 
 
 
 

 
Antonius N.S. Kosasih - Direktur Keuangan 
Warga Negara Indonesia, yang lahir pada tanggal 12 Juli 1970 di Jakarta. Beliau diangkat 
sebagai Direktur sejak 28 April 2016. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Utama  
PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) pada 2014 - awal 2016. Beliau juga pernah menjabat 
sebagai Direktur Keuangan Perum Perhutani, Perusahaan Kehutanan Terbesar di Indonesia, 
pada masa jabatan tahun 2008-2012. Beliau meraih penghargaan sebagai salah satu dari “Top 
5 Indonesia Best CFO” untuk 3 tahun berturut-turut yaitu 2010, 2011 dan 2012 dari Majalah 
Bisnis SWA dan Prasetya Mulya Business School atas kontribusinya mengubah Perum 
Perhutani. Pada tahun 2016, Beliau terpilih sebagai "Best CFO in Indonesia" oleh Alpha 
Southeast Asia, sebuah majalah Bisnis dan Keuangan, atas kontribusinya sebagai Direktur 
Keuangan PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. Beliau meraih Magister Keuangan dan Investasi 
dari IPMI dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada. Sebagai bagian dari pelayanan 
pada masyarakat, Antonius N.S. Kosasih juga mendedikasikan waktu senggangnya untuk 
mengajar di Universitas Indonesia, Master Management School of Business, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis. 

 

 
 

 
Gandira Gutawa, Direktur Operasi I  
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 7 Mei 1961. beliau telah menjadi Direktur  
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sejak 22 April 2015. Sebelumnya, beliau menjabat posisi 
penting di Departemen Operasional yaitu Departemen Sipil Umum. Pernah sebagai Manajer 
Proyek Irigasi Bekri Lampung dan tahun 2004 hingga 2007 diangkat menjadi Manajer Divisi 
Sipil Umum 1. Tahun 2014 menjadi General Manajer Sipil Umum 1. Ia menjabat sebagai 
Komisaris Utama dari Anak Perusahaan WIKA Beton. Beliau meraih gelar Master Jurusan 
Manajemen dari Universitas Indonesia tahun 2000 dan sarjana di Jurusan Teknik Sipil Institut 
Teknologi Bandung tahun 1985. 
 

 
 

Bambang Pramujo, Direktur Operasi II  
Warga Negara Indonesia, lahir di Wonogiri 13 Juni 1957. Saat ini ia menjabat sebagai Direktur 
Operasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sejak tanggal 25 April 2013 hingga saat ini. Selain itu, 
beliau adalah Presiden Komisaris PT WIKA Rekayasa Konstruksi sejak 2013. Bambang Pramujo 
memulai karirnya di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sejak tahun 1984 dan menjabat beberapa 
posisi penting di Perusahaan serta Perusahaan Anak, diantaranya: Komisaris PT WIKA 
InsanPertiwi (Juli-Oktober 2013) dan Komisaris Utama PT Marga Nujyasumo Agung (MNA). Ia 
juga General Manager beberapa unit bisnis, misalnya EPC Dept, Energy Dept., Utilitas Dept, 
dan Industrial Plant Dept (2005-2013), meraih gelar Master di Sipil Engineering dari 
Universitas Indonesia. 
 

 

 
 

 
Destiawan Soewardjono, Direktur Operasi III  
Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada 10 April 1961. Saat ini beliau menjabat 
sebagai Direktur Operasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sejak 25 April 2013 dan Komisaris di 
anak perusahaan WIKA Gedung. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai General Manager 
DIvisi Luar Negeri (2012 - 2013), Manajaer Divisi Luar Negeri (2008 - 2011), dan Manajer 
Proyek East West Motorway - Aljazair (2009 - 2010). 
 
Beliau meraih gelar insinyur dari Jurusan Teknik Sipil di Universitas Brawijaya, Malang (1987), 
dan Magister Manajemen dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (2006). 
 

 

I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra - Direktur Sumber Daya Manusia dan Pengembangan
  
Warga Negara Indonesia, yang lahir pada tanggal 13 Oktober 1971 di Jakarta. Beliau diangkat 
Direktur sejak 28 April 2016. Sebelumnya, ia menjabat sebagai CFO dan Direktur Risiko PT 
Garuda Indonesia pada periode 2014-2015. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur 
Keuangan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) pada tahun 2014 dan memiliki posisi penting 
lainnya pada PT ANZ Bank Indonesia sebagai Head of Naturan Resources Group and SOE. 
Beliau meraih Magister Keuangan Internasional dari Universitas Indonesia dan Sarjana 
Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada. 

 
Komite Audit 
 
Untuk membantu efektifnya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris terhadap tugas Direksi dalam 
mengelola Perusahaan, khususnya pengawasan dalam hal pengendalian internal serta pelaporan keuangan dan 
manajemen, Komisaris membentuk dan mengangkat anggota Komite Audit.  
 
Sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 95/DK/WIKA/2016 tanggal 30 September 2016 
tentang Pemberhentian Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk., susunan 
keanggotaan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut: 
 
1.   Ketua : Nurrachman 
2.   Anggota Tenaga Ahli Akuntansi   : Arzul Andaliza 
 Anggota Tenaga Ahli Bidang Teknis   : M. Sjukrul Amien 
 Anggota Tenaga Ahli Bidang Investasi dan Keuangan : Darsono Prawironegoro 
 
Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam 
anggaran dasar Perseroan. Bagi anggota/ketua Komite Audit yang merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan 
masa jabatannya berakhir sama dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris. Masa jabatan anggota Komite 
Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah paling lama 3 tahun. 
 
Fungsi, tugas dan kewenangan Komite Audit adalah sebagaimana termaktub dalam Piagam Komite Audit. Piagam Komite 
Audit tersebut juga telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang 
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. 
 
Sekretaris Perusahaan  
 
Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.02.01/A.DIR.11946/2015 tanggal 14 Desember 
2015 tentang Pengangkatan Sdr. Suradi Sebagai Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., terhitung sejak  
1 Januari 2016.  
 
Unit Audit Internal Perseroan/Satuan Pengawas Intern (SPI)   
 
Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.01.01/00.0297/93 tanggal 16 Oktober 1993 
Tentang Pengukuhan Pembentukan Satuan Pengawas Intern, Direksi Perseroan telah mengukuhkan pembentukan Satuan 
Pengawasan Intern sebagai pengawasan perusahaan. 
 
Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.02.01/A.DIR.11950/2015 tanggal 14 Desember 
2015 Tentang Pengangkatan Sdr. Sendianto Sebagai Kepala SPI PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. junctis Surat Keputusan 
Direksi Perseroan No. SK.02.01/A.DIR.11951/2015 tanggal 14 Desember 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat-Pejabat  
di Lingkungan SPI PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.02.01/A.DEP.HC.0558/2016 
tanggal 18 Januari 2016 Tentang Pengangkatan Sdr. Handoko Winoto Sebagai Pemeriksa Satuan Pengawas Intern, 
berturut-turut terhitung sejak tanggal 1 Juni dan 20 Juni 2016, Direksi Perseroan mengangkat: 
1.   Kepala SPI   :  Sendianto 
2.   Kepala Pemeriksa II   :  Sayidul Muslimin 
3. Kepala Pemeriksa III  :  Dukut Heru Aryanto  
4. Pjs. Kepala Pemeriksa IV  :  Achwan 
5. Pemeriksa    :  Handoko Winoto 
   
Perseroan telah memiliki Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Chartered) Perseroan yang telah disesuaikan dengan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit 
Audit Internal. 
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Komite Good Corporate Governance Nominasi dan Remunerasi Perseroan 
 
Sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 23/DK/WIKA/2016 tanggal 1 April 2016 tentang 
Perubahan Komite Good Corporate Governance (GCG) Menjadi Komite Nominasi dan Remunerasi dan Good Corporate 
Governance (GCG) Serta Pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Good Corporate Governance (GCG) dan Pengangkatan 
Ketua dan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) 
PT Wijaya Karya Tbk., rapat Dewan Komisaris Perseroan menyetujui untuk mengubah Komite Good Corporate Governance 
(GCG) menjadi Komite Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance (GCG). 
 
Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 75/DK/WIKA/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Nominasi, Remunerasi, dan Good Corporate Governance (GCG) 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, susunan anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate 
Governance (GCG) Perseroan, adalah sebagai berikut: 
1.   Ketua  :   Imas Aan Ubudiah 
2.   Wakil  :   Freddy R.Saragih  
3. Anggota  :   Agung Yunanto 
       Fahrul Ismaeni 
 
Perseroan telah memiliki Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance (GCG) yang disusun 
secara sinergi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Komite 
Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik. 
 
D. SUMBER DAYA MANUSIA  
  
Terus bertumbuhnya Perseroan membawa konsekuensi pada Perseroan untuk menerapkan pengelolaan sumber daya 
manusia (SDM) sebagai asset perusahaan (human capital). Penerapan manajemen human capital akan mendukung 
pencapaian Visi Perseroan menjadi perusahaan terbaik di bidang engineering (rekayasa), procurement (pengadaan) and 
construction (konstruksi) atau EPC serta investasi di kawasan Asia Tenggara. 
 
Penerapan Manajemen human capital menjadi hal penting mengingat keberadaan pegawai memiliki fungsi strategis bagi 
Perseroan. Dalam pelaksanaannya, penerapan manajemen human capital senantiasa dibarengi pemenuhan kesejahteraan 
pegawai, program pengembangan termasuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Dalam penerapan manajemen 
human capital dimana setiap pegawai merupakan asset bagi perusahaan, pengelolaan pegawai dilakukan dengan 
menggunakan konsep pengharkatan. Mengharkatkan seseorang berarti menghargai seseorang sebagai manusia seutuhnya, 
baik secara fisik/materi maupun psikis/immaterial. Pengharkatan sebagai seorang manusia seutuhnya ini dipercaya mampu 
menumbuhkan rasa dihargai, rasa bahagia, semangat bekerja, keterikatan dengan perusahaan dan pada akhirnya 
mendorong terciptanya kinerja unggul. 
 
Seiring meningkatnya kinerja Perseroan, kami terus memperkuat penerapan manajemen human capital. Beberapa hal yang 
sudah dilakukan selama kurun waktu pelaporan adalah: 
1. Melakukan kajian organisasi; melakukan review terhadap organisasi saat ini untuk menyesuaikan perkembangan 

bisnis WIKA dan arah rencana jangka panjang. 
2. Melakukan rekrutmen pegawai baru 
3. Melakukan program pengembangan untuk menyiapkan kader – kader suksesi melalui Advance Leadership 
4. Program (ALP) dan Program Pengembangan Eksekutif (PPE) 
5. Mendirikan “WIKASATRIAN”, yaitu Pusat Pelatihan Kepemimpinan yang berbasis kearifan lokal 
6. Melakukan kajian terhadap perbedaan generasi yang ada di perusahaan, identifikasi karakteristik ‘Generasi Y’ dan 

diikuti dengan penyusunan program untuk menjawab perbedaan karakteristik generasi 
7. Menerapkan konsep pelayanan prima kepada pegawai dengan motto “care and speed”; peduli kepada kebutuhan 

pegawai, dan memberikan pelayanan dengan cepat. 
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Komite Good Corporate Governance Nominasi dan Remunerasi Perseroan 
 
Sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 23/DK/WIKA/2016 tanggal 1 April 2016 tentang 
Perubahan Komite Good Corporate Governance (GCG) Menjadi Komite Nominasi dan Remunerasi dan Good Corporate 
Governance (GCG) Serta Pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Good Corporate Governance (GCG) dan Pengangkatan 
Ketua dan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) 
PT Wijaya Karya Tbk., rapat Dewan Komisaris Perseroan menyetujui untuk mengubah Komite Good Corporate Governance 
(GCG) menjadi Komite Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance (GCG). 
 
Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 75/DK/WIKA/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Nominasi, Remunerasi, dan Good Corporate Governance (GCG) 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, susunan anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate 
Governance (GCG) Perseroan, adalah sebagai berikut: 
1.   Ketua  :   Imas Aan Ubudiah 
2.   Wakil  :   Freddy R.Saragih  
3. Anggota  :   Agung Yunanto 
       Fahrul Ismaeni 
 
Perseroan telah memiliki Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance (GCG) yang disusun 
secara sinergi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Komite 
Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik. 
 
D. SUMBER DAYA MANUSIA  
  
Terus bertumbuhnya Perseroan membawa konsekuensi pada Perseroan untuk menerapkan pengelolaan sumber daya 
manusia (SDM) sebagai asset perusahaan (human capital). Penerapan manajemen human capital akan mendukung 
pencapaian Visi Perseroan menjadi perusahaan terbaik di bidang engineering (rekayasa), procurement (pengadaan) and 
construction (konstruksi) atau EPC serta investasi di kawasan Asia Tenggara. 
 
Penerapan Manajemen human capital menjadi hal penting mengingat keberadaan pegawai memiliki fungsi strategis bagi 
Perseroan. Dalam pelaksanaannya, penerapan manajemen human capital senantiasa dibarengi pemenuhan kesejahteraan 
pegawai, program pengembangan termasuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Dalam penerapan manajemen 
human capital dimana setiap pegawai merupakan asset bagi perusahaan, pengelolaan pegawai dilakukan dengan 
menggunakan konsep pengharkatan. Mengharkatkan seseorang berarti menghargai seseorang sebagai manusia seutuhnya, 
baik secara fisik/materi maupun psikis/immaterial. Pengharkatan sebagai seorang manusia seutuhnya ini dipercaya mampu 
menumbuhkan rasa dihargai, rasa bahagia, semangat bekerja, keterikatan dengan perusahaan dan pada akhirnya 
mendorong terciptanya kinerja unggul. 
 
Seiring meningkatnya kinerja Perseroan, kami terus memperkuat penerapan manajemen human capital. Beberapa hal yang 
sudah dilakukan selama kurun waktu pelaporan adalah: 
1. Melakukan kajian organisasi; melakukan review terhadap organisasi saat ini untuk menyesuaikan perkembangan 

bisnis WIKA dan arah rencana jangka panjang. 
2. Melakukan rekrutmen pegawai baru 
3. Melakukan program pengembangan untuk menyiapkan kader – kader suksesi melalui Advance Leadership 
4. Program (ALP) dan Program Pengembangan Eksekutif (PPE) 
5. Mendirikan “WIKASATRIAN”, yaitu Pusat Pelatihan Kepemimpinan yang berbasis kearifan lokal 
6. Melakukan kajian terhadap perbedaan generasi yang ada di perusahaan, identifikasi karakteristik ‘Generasi Y’ dan 

diikuti dengan penyusunan program untuk menjawab perbedaan karakteristik generasi 
7. Menerapkan konsep pelayanan prima kepada pegawai dengan motto “care and speed”; peduli kepada kebutuhan 

pegawai, dan memberikan pelayanan dengan cepat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komposisi Karyawan  
  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan 
 

JABATAN 
JUNI 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 
ENTITAS INDUK : 

Direksi 6 0,16% 7 0,19% 6 0,17% 6 0,20% 6 0,22% 5 0,22% 
General Manager 15 0,39% 15 0,41% 15 0,43% 13 0,43% 13 0,48% 11 0,49% 
Manajer Divisi 20 0,52% 20 0,55% 17 0,49% 15 0,50% 16 0,60% 15 0,66% 
Manajer Biro 50 1,31% 50 1,37% 68 1,96% 55 1,82% 50 1,86% 55 2,43% 
Manajer Bidang / 
A.Madya 1  72 1,88% 56 1,53% 36 1,04% 43 1,42% 88 3,28% 26 1,15% 
Manajer Proyek 114 2,98% 114 3,12% 108 3,11% 118 3,90% 52 1,94% 60 2,65% 

Manajer Konstruksi  
/ A. Madya 2 39 1,02% 41 1,12% 65 1,87% 57 1,89% 47 1,75% 58 2,56% 
Kepala Seksi / 
Pelaksana 
Utama / A. Muda / 
Koordinator 469 12,25% 480 13,13% 403 11,59% 395 13,07% 421 15,69% 270 11,91% 
Staf / Pelaksana 1709 44,63% 1554 42,49% 1491 42,89% 1280 42,34% 1067 39,75% 1018 44,91% 
Sub Jumlah 2494 65,13% 2337 63,90% 2209 63,55% 1982 65,56% 1760 65,57% 1518 66,96% 
ENTITAS ANAK : 
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.  

Direksi 5 0,13% 5 0,14% 5 0,14% 5 0,17% 5 0,19% 4 0,18% 
General Manager - - - - - - - - - - - - 
Manajer Divisi 6 0,16% 6 0,16% 6 0,17% 6 0,20% 3 0,11% 3 0,13% 
Manajer Biro 8 0,21% 8 0,22% 8 0,23% 6 0,20% 6 0,22% 2 0,09% 
Manajer Bidang / 
A.Madya 1  
/ Manajer Wilayah 15 0,39% 18 0,49% 15 0,43% 9 0,30% 9 0,34% 2 0,09% 
Manajer Proyek - - 3 0,08% 5 0,14% 3 0,10% 3 0,11% 1 0,04% 

Manajer Konstruksi  
/ A. Madya 2 /  - - - - 3 0,09% - - - - - - 
Kepala Seksi / 
Pelaksana 
Utama / A. Muda / 
Koordinator - - - - - - - - - - - - 
Staf / Pelaksana 133 3,47% 125 3,42% 123 3,54% 110 3,64% 90 3,35% 88 3,88% 
PT WIJAYA KARYA INDUSTRI DAN KONSTRUKSI 

Direksi 3 0,08% 3 0,08% 3 0,09% 3 0,10% 3 0,11% 3 0,13% 
General Manager - - - - - - - - - - - - 
Manajer Divisi 3 0,08% 3 0,08% 3 0,09% 3 0,10% 3 0,11% 3 0,13% 
Manajer Biro 5 0,13% 5 0,14% 5 0,14% 4 0,13% 4 0,15% 4 0,18% 
Manajer Bidang / 
A.Madya 1  
/ Manajer Wilayah 8 0,21% 8 0,22% 6 0,17% 7 0,23% 5 0,19% 6 0,26% 
Manajer Proyek 2 0,05% 2 0,05% 2 0,06% 4 0,13% 3 0,11% 5 0,22% 
Manajer Konstruksi  
/ A. Madya 2 /  2 0,05% 2 0,05% 2 0,06% 2 0,07% 3 0,11% 3 0,13% 
Kepala Seksi / 
Pelaksana 
Utama / A. Muda / 
Koordinator 30 0,78% 29 0,79% 27 0,78% 30 0,99% 28 1,04% 28 1,24% 
Staf / Pelaksana 100 2,61% 85 2,32% 75 2,16% 77 2,55% 68 2,53% 60 2,65% 
PT WIJAYA KARYA REALTY 
Direksi 7   5   5   5   5 0,19% 5   
Manajer Biro 2 0,05% 3 0,08% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Manajer PPU 12 0,31% 8 0,22% 8 0,23% 9 0,30% 7 0,26% 5 0,22% 
Kepala Bagian 21 0,55% 20 0,55% 18 0,52% 16 0,53% 6 0,22% 7 0,31% 
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JABATAN 
JUNI 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 
Kepala Seksi / 
Pelaksana Utama 103 2,69% 104 2,84% 95 2,73% 72 2,38% 62 2,31% 49 2,16% 
Staf 388 10,13% 381 10,42% 356 10,24% 316 10,45% 277 10,32% 225 9,93% 
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG 
Direksi 5 0,13% 4 0,11% 4 0,12% 4 0,13% 4 0,15% 4 0,18% 
General Manager 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Manajer Divisi 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Manajer Biro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Manajer Bidang/ Ahli 
Madya 1/ Manajer 
Bidang Wilayah 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Manajer Proyek 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03% 1 0,03% 1 0,04% 1 0,04% 
Manajer Konstruksi/ 
Ahli Madya 2/ 
Manajer Bidang 
Wilayah 1   1   1   1   1   0   
Kepala Bagian/ 
Koordinator 4 0,10% 4 0,11% 4 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Kepala 
Seksi/Pelaksana 
Utama/Ahli 
Muda/Manajer 
Lapangan 43   38   33   29 0,96% 8 0,30% 0   
Staf Pelaksana 128 3,34% 116 3,17% 75 2,16% 73 2,41% 93 3,46% 0 0,00% 
PT WIJAYA KARYA BITUMEN  
Direksi 2 0,05% 3 0,08% 3 0,09%   -   -   - 
Manajer Biro 5 0,13% 7 0,19% 7 0,20%   -   -   - 
Manajer Bidang 3 - 3 - 3 -   -   -   - 
Kepala Bagian/ 
Koordinator 9 0,24% 9 0,25% 9 -   -   -   - 
Staf Pelaksana 102 - 154 - 154 -   -   -   - 
Sub Jumlah 1335 34,87% 1320 36,10% 1267 36,45% 1041 34,44% 924 34,43% 749 33,04% 
Jumlah Total 3829 100% 3657 100% 3476 100% 3023 100% 2684 100% 2267 100% 

 
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan 
 

TINGKAT 
PENDIDIKAN 

JUNI 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah 
% Jumlah % Jumlah % 

ENTITAS INDUK :  

S2 - S3 119 5,23% 119 5,5% 117 5,4% 114 5,3% 98 4,5% 98 4,5% 

D4 / S1 1685 74,00% 1687 78,1% 1531 70,9% 1430 66,2% 1262 58,4% 1055 48,8% 

Diploma 75 3,29% 75 3,5% 75 3,5% 75 3,5% 75 3,5% 75 3,5% 

Non Akademi 12 0,53% 12 0,6% 12 0,6% 12 0,6% 12 0,6% 12 0,6% 

ENTITAS ANAK : 

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk. 

S2 - S3 4 0,18% 4 0,2% 4 0,2% 4 0,2% 4 0,2% 4 0,2% 

D4 / S1 60 2,64% 60 2,8% 54 2,5% 58 2,7% 54 2,5% 48 2,2% 

Diploma 23 1,01% 23 1,1% 23 1,1% 23 1,1% 23 1,1% 23 1,1% 

Non Akademi 3 0,13% 3 0,1% 3 0,1% 3 0,1% 3 0,1% 3 0,1% 

PT WIJAYA KARYA INDUSTRI DAN KONSTRUKSI 

S2 - S3 3 0,13% 3 0,1% 3 0,1% 2 0,1% 1 0,0% 1 0,0% 

D4 / S1 12 0,53% 10 0,5% 10 0,5% 10 0,5% 7 0,3% 5 0,2% 
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JABATAN 
JUNI 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 
Kepala Seksi / 
Pelaksana Utama 103 2,69% 104 2,84% 95 2,73% 72 2,38% 62 2,31% 49 2,16% 
Staf 388 10,13% 381 10,42% 356 10,24% 316 10,45% 277 10,32% 225 9,93% 
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG 
Direksi 5 0,13% 4 0,11% 4 0,12% 4 0,13% 4 0,15% 4 0,18% 
General Manager 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Manajer Divisi 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Manajer Biro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Manajer Bidang/ Ahli 
Madya 1/ Manajer 
Bidang Wilayah 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Manajer Proyek 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03% 1 0,03% 1 0,04% 1 0,04% 
Manajer Konstruksi/ 
Ahli Madya 2/ 
Manajer Bidang 
Wilayah 1   1   1   1   1   0   
Kepala Bagian/ 
Koordinator 4 0,10% 4 0,11% 4 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Kepala 
Seksi/Pelaksana 
Utama/Ahli 
Muda/Manajer 
Lapangan 43   38   33   29 0,96% 8 0,30% 0   
Staf Pelaksana 128 3,34% 116 3,17% 75 2,16% 73 2,41% 93 3,46% 0 0,00% 
PT WIJAYA KARYA BITUMEN  
Direksi 2 0,05% 3 0,08% 3 0,09%   -   -   - 
Manajer Biro 5 0,13% 7 0,19% 7 0,20%   -   -   - 
Manajer Bidang 3 - 3 - 3 -   -   -   - 
Kepala Bagian/ 
Koordinator 9 0,24% 9 0,25% 9 -   -   -   - 
Staf Pelaksana 102 - 154 - 154 -   -   -   - 
Sub Jumlah 1335 34,87% 1320 36,10% 1267 36,45% 1041 34,44% 924 34,43% 749 33,04% 
Jumlah Total 3829 100% 3657 100% 3476 100% 3023 100% 2684 100% 2267 100% 

 
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan 
 

TINGKAT 
PENDIDIKAN 

JUNI 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah 
% Jumlah % Jumlah % 

ENTITAS INDUK :  

S2 - S3 119 5,23% 119 5,5% 117 5,4% 114 5,3% 98 4,5% 98 4,5% 

D4 / S1 1685 74,00% 1687 78,1% 1531 70,9% 1430 66,2% 1262 58,4% 1055 48,8% 

Diploma 75 3,29% 75 3,5% 75 3,5% 75 3,5% 75 3,5% 75 3,5% 

Non Akademi 12 0,53% 12 0,6% 12 0,6% 12 0,6% 12 0,6% 12 0,6% 

ENTITAS ANAK : 

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk. 

S2 - S3 4 0,18% 4 0,2% 4 0,2% 4 0,2% 4 0,2% 4 0,2% 

D4 / S1 60 2,64% 60 2,8% 54 2,5% 58 2,7% 54 2,5% 48 2,2% 

Diploma 23 1,01% 23 1,1% 23 1,1% 23 1,1% 23 1,1% 23 1,1% 

Non Akademi 3 0,13% 3 0,1% 3 0,1% 3 0,1% 3 0,1% 3 0,1% 

PT WIJAYA KARYA INDUSTRI DAN KONSTRUKSI 

S2 - S3 3 0,13% 3 0,1% 3 0,1% 2 0,1% 1 0,0% 1 0,0% 

D4 / S1 12 0,53% 10 0,5% 10 0,5% 10 0,5% 7 0,3% 5 0,2% 

TINGKAT 
PENDIDIKAN 

JUNI 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah 
% Jumlah % Jumlah % 

Diploma 3 0,13% 3 0,1% 3 0,1% 3 0,1% 3 0,1% 3 0,1% 

Non Akademi 1 0,04% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 

PT WIJAYA KARYA REALTY 

S2 - S3 7 0,31% 7 0,3% 7 0,3% 7 0,3% 7 0,3% 6 0,3% 

D4 / S1 38 1,67% 38 1,8% 35 1,6% 34 1,6% 31 1,4% 29 1,3% 

Diploma 5 0,22% 5 0,2% 5 0,2% 5 0,2% 5 0,2% 5 0,2% 

Non Akademi 7 0,31% 7 0,3% 7 0,3% 7 0,3% 7 0,3% 7 0,3% 

PT WIJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI 

S2 - S3 3 0,13% 3 0,1% 3 0,1% 3 0,1% 3 0,1% 3 0,1% 

D4 / S1 14 0,61% 14 0,6% 10 0,5% 11 0,5% 10 0,5% 10 0,5% 

Diploma 1 0,04% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 

Non Akademi 1 0,04% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG 

S2 - S3 22 0,97% 4 0,2% 4 0,2% 4 0,2% 4 0,2% 4 0,2% 

D4 / S1 159 6,98% 61 2,8% 60 2,8% 57 2,6% 56 2,6% 50 2,3% 

Diploma 11 0,48% 11 0,5% 11 0,5% 11 0,5% 11 0,5% 11 0,5% 

Non Akademi 2 0,09% 2 0,1% 2 0,1% 2 0,1% 2 0,1% 2 0,1% 

PT WIJAYA KARYA BITUMEN 

S2 - S3 1 0,04% 1 0,0% 1 0,0% - - - - - - 

D4 / S1 3 0,13% 3 0,1% 3 0,1% - - - - - - 

Diploma 3 0,13% 2 0,1% 2 0,1% - - - - - - 

Non Akademi - - - - - - - - - - - - 

Jumlah 2277 100,0% 2160 87,6% 1988 100,0% 1878 75,5% 1681 67,0% 1457 100,0% 
 
Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Usia 
 

KELOMPOK USIA 
  

JUNI 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

ENTITAS INDUK :  

21 - 30 
               

986  43,30% 
               

991  45,88% 
               

868  43,66% 
               

808  43,02% 
               

824  49,02% 
               

794  54,50% 

31 - 40 
               

426  18,71% 
               

434  20,09% 
               

421  21,18% 
               

411  21,88% 
               

211  12,55% 
               

211  14,48% 

41 - 50 
               

358  15,72% 
               

347  16,06% 
               

327  16,45% 
               

310  16,51% 
               

310  18,44% 
               

133  9,13% 

51 - 60 
               

121  5,31% 
               

121  5,60% 
               

119  5,99% 
               

102  5,43% 
               

102  6,07% 
               

102  7,00% 
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KELOMPOK USIA 
  

JUNI 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

ENTITAS ANAK :              

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.            

21 - 30 34 1,49% 34 1,57% 30 1,51% 30 1,60% 26 1,55% 24 1,65% 

31 - 40 21 0,92% 21 0,97% 21 1,06% 21 1,12% 21 1,25% 21 1,44% 

41 - 50 24 1,05% 24 1,11% 24 1,21% 26 1,38% 26 1,55% 24 1,65% 

51 - 60 9 0,40% 9 0,42% 9 0,45% 9 0,48% 9 0,54% 7 0,48% 

>61 2 0,09% 2 0,09% 2 0,10% 2 0,11% 2 0,12% 2 0,14% 

PT WIJAYA KARYA INDUSTRI DAN KONSTRUKSI 

21 - 30 9 0,40% 9 0,42% 7 0,35% 8 0,43% 6 0,36% 5 0,34% 

31 - 40 3 0,13% 3 0,14% 3 0,15% 3 0,16% 2 0,12% 2 0,14% 

41 - 50 4 0,18% 2 0,09% 2 0,10% 2 0,11% 1 0,06% 1 0,07% 

51 - 60 2 0,09% 2 0,09% 2 0,10% 2 0,11% 2 0,12% 1 0,07% 

>61 1 0,04% 1 0,05% 1 0,05% 1 0,05% 1 0,06% 1 0,07% 

PT WIJAYA KARYA REALTY 

21 - 30 28 1,23% 28 1,30% 28 1,41% 28 1,49% 25 1,49% 25 1,72% 

31 - 40 9 0,40% 9 0,42% 9 0,45% 9 0,48% 9 0,54% 6 0,41% 

41 - 50 13 0,57% 13 0,60% 10 0,50% 9 0,48% 9 0,54% 9 0,62% 

51 - 60 7 0,31% 7 0,32% 7 0,35% 6 0,32% 6 0,36% 6 0,41% 

>61 - - - - - - 1 0,05% 1 0,06% 1 0,07% 

PT WIJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI  

21 - 30 - - - - - - - - 1 0,06% 1 0,07% 

31 - 40 9 0,40% 9 0,42% 7 0,35% 7 0,37% 5 0,30% 5 0,34% 

41 - 50 7 0,31% 7 0,32% 5 0,25% 6 0,32% 6 0,36% 6 0,41% 

51 - 60 2 0,09% 2 0,09% 2 0,10% 2 0,11% 2 0,12% 2 0,14% 

>61 1 0,04% 1 0,05% 1 0,05% 1 0,05% 1 0,06% 1 0,07% 

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG  

21 - 30 136 5,97% 56 2,59% 55 2,77% 53 2,82% 52 3,09% 47 3,23% 

31 - 40 29 1,27% 9 0,42% 8 0,40% 8 0,43% 8 0,48% 7 0,48% 

41 - 50 24 1,05% 8 0,37% 9 0,45% 9 0,48% 9 0,54% 9 0,62% 

51 - 60 5 0,22% 5 0,23% 5 0,25% 3 0,16% 3 0,18% 3 0,21% 

>61 - - - - - - 1 0,05% 1 0,06% 1 0,07% 

PT WIJAYA KARYA BITUMEN 

21 - 30 -   - - - - - - - - - - 

31 - 40 3 0,13% 3 0,14% 3 0,15% - - - - - - 

41 - 50 2 0,09% 2 0,09% 2 0,10% - - - - - - 

51 - 60 1 0,04% 1 0,05% 1 0,05% - - - - - - 

>61 1 0,04% - - - - - - - - - - 

Jumlah 
            

2.277  100,00% 
            

2.160  87,64% 
            

1.988  87,27% 
            

1.878  86,85% 
            

1.681  86,08% 
            

1.457  85,11% 
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KELOMPOK USIA 
  

JUNI 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

ENTITAS ANAK :              

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.            

21 - 30 34 1,49% 34 1,57% 30 1,51% 30 1,60% 26 1,55% 24 1,65% 

31 - 40 21 0,92% 21 0,97% 21 1,06% 21 1,12% 21 1,25% 21 1,44% 

41 - 50 24 1,05% 24 1,11% 24 1,21% 26 1,38% 26 1,55% 24 1,65% 

51 - 60 9 0,40% 9 0,42% 9 0,45% 9 0,48% 9 0,54% 7 0,48% 

>61 2 0,09% 2 0,09% 2 0,10% 2 0,11% 2 0,12% 2 0,14% 

PT WIJAYA KARYA INDUSTRI DAN KONSTRUKSI 

21 - 30 9 0,40% 9 0,42% 7 0,35% 8 0,43% 6 0,36% 5 0,34% 

31 - 40 3 0,13% 3 0,14% 3 0,15% 3 0,16% 2 0,12% 2 0,14% 

41 - 50 4 0,18% 2 0,09% 2 0,10% 2 0,11% 1 0,06% 1 0,07% 

51 - 60 2 0,09% 2 0,09% 2 0,10% 2 0,11% 2 0,12% 1 0,07% 

>61 1 0,04% 1 0,05% 1 0,05% 1 0,05% 1 0,06% 1 0,07% 

PT WIJAYA KARYA REALTY 

21 - 30 28 1,23% 28 1,30% 28 1,41% 28 1,49% 25 1,49% 25 1,72% 

31 - 40 9 0,40% 9 0,42% 9 0,45% 9 0,48% 9 0,54% 6 0,41% 

41 - 50 13 0,57% 13 0,60% 10 0,50% 9 0,48% 9 0,54% 9 0,62% 

51 - 60 7 0,31% 7 0,32% 7 0,35% 6 0,32% 6 0,36% 6 0,41% 

>61 - - - - - - 1 0,05% 1 0,06% 1 0,07% 

PT WIJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI  

21 - 30 - - - - - - - - 1 0,06% 1 0,07% 

31 - 40 9 0,40% 9 0,42% 7 0,35% 7 0,37% 5 0,30% 5 0,34% 

41 - 50 7 0,31% 7 0,32% 5 0,25% 6 0,32% 6 0,36% 6 0,41% 

51 - 60 2 0,09% 2 0,09% 2 0,10% 2 0,11% 2 0,12% 2 0,14% 

>61 1 0,04% 1 0,05% 1 0,05% 1 0,05% 1 0,06% 1 0,07% 

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG  

21 - 30 136 5,97% 56 2,59% 55 2,77% 53 2,82% 52 3,09% 47 3,23% 

31 - 40 29 1,27% 9 0,42% 8 0,40% 8 0,43% 8 0,48% 7 0,48% 

41 - 50 24 1,05% 8 0,37% 9 0,45% 9 0,48% 9 0,54% 9 0,62% 

51 - 60 5 0,22% 5 0,23% 5 0,25% 3 0,16% 3 0,18% 3 0,21% 

>61 - - - - - - 1 0,05% 1 0,06% 1 0,07% 

PT WIJAYA KARYA BITUMEN 

21 - 30 -   - - - - - - - - - - 

31 - 40 3 0,13% 3 0,14% 3 0,15% - - - - - - 

41 - 50 2 0,09% 2 0,09% 2 0,10% - - - - - - 

51 - 60 1 0,04% 1 0,05% 1 0,05% - - - - - - 

>61 1 0,04% - - - - - - - - - - 

Jumlah 
            

2.277  100,00% 
            

2.160  87,64% 
            

1.988  87,27% 
            

1.878  86,85% 
            

1.681  86,08% 
            

1.457  85,11% 
 
 
 

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian 
 

STATUS 

PERIODE PELAPORAN 

JUNI 2016 2015 
2014 2013 2012 2011 

ENTITAS INDUK :  

Pekerja Tetap             1.788              1.803              1.660                 1.570              1.390                 1.185  

Pegawai Kontrak                103                   90                   75                     61                   57                      55  

ENTITAS ANAK :  

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk. 

Pekerja Tetap 90 90 86 86 83 77 

Pegawai Kontrak - - - 2 1 1 

PT WIJAYA KARYA INDUSTRI DAN KONSTRUKSI  

Pekerja Tetap 19 17 15 15 11 9 

Pegawai Kontrak -     1 1 1 

PT WIJAYA KARYA REALTY  

Pekerja Tetap 57 57 52 52 50 47 

Pegawai Kontrak - - 2 1 - - 

PT WIJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI  

Pekerja Tetap 19 19 15 13 13 13 

Pegawai Kontrak -     3 2 2 

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG  

Pekerja Tetap 194 78 76 73 72 67 

Pegawai Kontrak -   1 1 1 - 

PT WIJAYA KARYA BITUMEN 

Pekerja Tetap 7 6 6 - - - 

Pegawai Kontrak - - - - - - 

Jumlah             2.277              2.160              1.988                 1.878              1.681                 1.457  
 
Pelatihan dan Pengembangan  
 
Per Juni 2016, Perseroan menyelenggarakan 40 modul pendidikan, 720 sesi pelatihan untuk 513 karyawan pada level staf, 
manajer, kepala cabang, dan General Manager, dengan rata-rata 33 jam pelatihan untuk setiap pekerja. Total peserta yang 
mengikuti pendidikan dan pelatihan yang di selenggarakan oleh Wipratama Learning Center dan Wikasatrian Leadership 
Centre sebanyak 1026 orang. Jumlah ini termasuk pekerja dari beberapa anak perusahaan Perseroan dan entitas bisnis lain. 
Hingga Juni  2016, biaya pengelolaan dan pengembangan ketenagakerjaan mencapai Rp 5.4 miliar. 
 
Perseroan memiliki Wikapratama Learning Center dan Wikasatrian Leadership Centre  sebagai tempat untuk mendidik dan 
melatih pekerjanya. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan selalu diselaraskan dengan standar kualifikasi 
profesional dan teknikal yang diakui dalam industri konstruksi.  
 
Untuk mempersiapkan pengembangan pegawai, Perseroan memperhatikan kebutuhan pengembangan yang dirasakan 
pegawai melalui hasil coaching dalam rangka penilaian karya dan evaluasi hard competency yang memunculkan kebutuhan 
pelatihan sesuai kondisi operasional di lapangan. Disamping itu, Perseroan menetapkan komposisi antara hard 
competency, soft competency dan managerial competency sesuai dengan tingkat jabatan yang diemban. Untuk tingkat 
staf, porsi hard competency lebih besar dibanding soft competency dan managerial competency. Semakin tinggi jabatan 
struktural maupun keahlian maka semakin kecil komposisi hard competency daripada soft competency dan managerial 
competency. 
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Silabus pengembangan disesuaikan dengan Visi, Misi, Rencana Jangka Panjang, percepatan Pengembangan Human Capital 
Perseroan, Dinamika dunia usaha dan tuntutan komptensi dari tingkat jabatan dan keahlian yang bersangkutan, baik dari 
sisi soft competency, hard competency maupun managerial competency. 
 
Jenjang program pengembangan disesuaikan dengan jabatan struktural/keahlian, dimulai dengan tingkat General Manager 
& Direktur Perusahaan Anak, Tingkat Manajer Divisi, Tingkat Manajer Biro Korporasi, Tingkat Manajer Bidang Departemen 
Operasi, Tingkat Manajer Proyek & Tingkat Kepala Seksi. Pengembangan tingkat staf berupa Practical Engineering 
Workshop & Practical Functional Workshop. 
 
Program Pengembangan yang dirumuskan merupakan salah satu persyaratan jabatan struktural/keahlian, sehingga setiap 
pegawai harus memenuhi program pengembangan yang telah ditetapkan Perusahaan, sesuai dengan tingkat jabatan 
struktural/keahlian. 
 
Perseroan juga melaksanakan program sertifikasi keahlian baik internal maupun eksternal, serta program pendidikan 
lanjutan di dalam negeri dan luar negeri. 
 
F. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 
 
Berdasarkan No. SK.01.01/A.DIR.11612/2015 tentang Susunan Organisasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, sebagaimana 
telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi No. SK.01.01/A.DIR.5973/2016 tentang Susuran Organisasi PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk, struktur organisasi WIKA adalah sebagai berikut: 
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Silabus pengembangan disesuaikan dengan Visi, Misi, Rencana Jangka Panjang, percepatan Pengembangan Human Capital 
Perseroan, Dinamika dunia usaha dan tuntutan komptensi dari tingkat jabatan dan keahlian yang bersangkutan, baik dari 
sisi soft competency, hard competency maupun managerial competency. 
 
Jenjang program pengembangan disesuaikan dengan jabatan struktural/keahlian, dimulai dengan tingkat General Manager 
& Direktur Perusahaan Anak, Tingkat Manajer Divisi, Tingkat Manajer Biro Korporasi, Tingkat Manajer Bidang Departemen 
Operasi, Tingkat Manajer Proyek & Tingkat Kepala Seksi. Pengembangan tingkat staf berupa Practical Engineering 
Workshop & Practical Functional Workshop. 
 
Program Pengembangan yang dirumuskan merupakan salah satu persyaratan jabatan struktural/keahlian, sehingga setiap 
pegawai harus memenuhi program pengembangan yang telah ditetapkan Perusahaan, sesuai dengan tingkat jabatan 
struktural/keahlian. 
 
Perseroan juga melaksanakan program sertifikasi keahlian baik internal maupun eksternal, serta program pendidikan 
lanjutan di dalam negeri dan luar negeri. 
 
F. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 
 
Berdasarkan No. SK.01.01/A.DIR.11612/2015 tentang Susunan Organisasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, sebagaimana 
telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi No. SK.01.01/A.DIR.5973/2016 tentang Susuran Organisasi PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk, struktur organisasi WIKA adalah sebagai berikut: 

 

 
 
 

  

G. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK DAN PEMEGANG SAHAM 
 
Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan hubungan kepemilikan saham antara Perseroan dengan pemegang sahamnya 
adalah sebagai berikut: 
 

Perusahaan Perseroan (Persero) 
PT Wijaya Karya Tbk.

Negara Republik Indonesia Masyarakat

65,05% 34,95%

WKG Bitumen WIK WRK WTONWR

CLTWINNERPSBICMLJJMBJSM KOBEMKCTPPI WRMD

KCIC

99% 96,5%99% 90,04% 85,41% 60%

KRATON

Entitas Asosiasi

40%38%25%20,44%20%20%15% 15%14% 10%

60% 51%

2,099%0,4%0,14%

50%
99,5%

60%

1%

JBT AMI JBS PTP WJP

 
 
H. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK 
 
Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak: 
 

No. 
NAMA PERSEROAN WTON WR WKG WIK WRK BITUMEN CLT 

1.  Bintang Perbowo DU - - - - - - - 
2.  Gandira Gutawa Sumapraja D KU - - - - - - 
3.  I Gusti Ngurah Askhara 

Danadiputra D - - - - - KU - 

4.  Destiawan Soewardjono  D - - KU - - - - 
5.  Bambang Pramujo  D - - - KU KU - - 
6.  Antonius Nicholas Stephanus 

Kosasih  D - K - - - - - 

7.  Mudjiadi KU - - - - - - - 
8.  Nurrachman KI - - - - - - - 
9.  Imas Aan Ubudiah KI - - - - - - - 
10.  Freddy R Saragih K - - - - - - - 
11.  Liliek Mayasari K - - - - - - - 
12.  Eddy Kristanto K - - - - - - - 
13.  Wilfred Imanuel Adisulung Singkali - DU - - - - - - 
14.  Entus Asnawi Mukhson - D - - - - - KU 
15.  Fery Hendriyanto - D - - - - - K 
16.  Hadian Pramudita - D - - - - - - 
17.  Hari Respati - D - - - - - - 
18.  Sidiq Purnomo - DI - - - - - - 
19.  Agustinus Boediono - K - - - - - - 



76

No. 
NAMA PERSEROAN WTON WR WKG WIK WRK BITUMEN CLT 

20.  Tumik Kristianingsih - K - - - - - - 
21.  Muhammad Chusnufam - K - - - - - - 
22.  Asfiah Mahdiani - KI - - - - - - 
23.  Priyo Suprobo - KI - - - - - - 
24.  Imam Sudiyono  - - DU - - - - - 
25.  Sigit Budi Santoso - - D - - - - - 
26.  Widyo Praseno - - D - - - - - 
27.  Wahyu Abbas Sudrajat - - D - - - - - 
28.  Agung Salladin - - D - - - - - 
29.  Arie Setiadi Moerwanto - - KU - - - - - 
30.  Adji Firmantoro - - K - - - - - 
31.  Kesiana Kusnandar - - K - - - - - 
32.  Januard Hulman Gultom - - KI - - - - - 
33.  Ridwan Abdul Muthalib - - - DU - - - - 
34.  Novel Arsyad - - - WDU - - - - 
35.  Zakaria - - - D - - - - 
36.  Nur Al Fata - - - D - - - - 
37.  Widhi Pudjiyono - - - D - - - - 
38.  Muhammad Donny Azdan - - - KI - - - - 
39.  Suradi - - - K - - - - 
40.  Nariman Prasetyo - - - K - - - - 
41.  Ruslyn H. Silalahi - - - - DU - - - 
42.  Saparyadi - - - - D - - - 
43.  Oksarlidady Arifin  - - - - D - - - 
44.  Hendra Jayusman - - - - K - - - 
45.  Mursyid - - - - K - - - 
46.  Akmal Malik - - - - - DU - - 
47.  Adang Hamdani - - - - - D - - 
48.  Wawan Setiawan Diono - - - - - D - - 
49.  Widjanarko Tantono - - - - - K - - 
50.  Elvis Nurhasral - - - - - K - - 
51.  Novias Nurendra - - - - - - K - 
52.  Erwin Usman - - - - - - K - 
53.  Arifin Fahmi - - - - - - DU - 
54.  Natal Argawan Pardede  - - - - - - D - 
55.  Nopian Heryadi  - - - - - - - DU 
56.  Mohamad Syafii - - - - - - - D 

Keterangan 
KU : Komisaris Utama 
KI : Komisaris Independen 
K : Komisaris 
DU : Direktur Utama 
DI : Direktur Independen 
D : Direktur 
 
*Keterangan mengenai singkatan dari nama Entitas Anak dapat dilihat di Daftar Istilah. 
 
I. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK  
 

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan memiliki 6 Entitas Anak yang dimiliki secara langsung ,1 Entitas Anak yang dimiliki 
secara tidak langsung dengan kepemilikan di atas 50% dan 2 anak perusahaan  yang dimiliki secara tidak langsung dengan 
kepemilikan di bawah 50% dan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan. Perusahaan tersebut adalah: 
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No. 
NAMA PERSEROAN WTON WR WKG WIK WRK BITUMEN CLT 

20.  Tumik Kristianingsih - K - - - - - - 
21.  Muhammad Chusnufam - K - - - - - - 
22.  Asfiah Mahdiani - KI - - - - - - 
23.  Priyo Suprobo - KI - - - - - - 
24.  Imam Sudiyono  - - DU - - - - - 
25.  Sigit Budi Santoso - - D - - - - - 
26.  Widyo Praseno - - D - - - - - 
27.  Wahyu Abbas Sudrajat - - D - - - - - 
28.  Agung Salladin - - D - - - - - 
29.  Arie Setiadi Moerwanto - - KU - - - - - 
30.  Adji Firmantoro - - K - - - - - 
31.  Kesiana Kusnandar - - K - - - - - 
32.  Januard Hulman Gultom - - KI - - - - - 
33.  Ridwan Abdul Muthalib - - - DU - - - - 
34.  Novel Arsyad - - - WDU - - - - 
35.  Zakaria - - - D - - - - 
36.  Nur Al Fata - - - D - - - - 
37.  Widhi Pudjiyono - - - D - - - - 
38.  Muhammad Donny Azdan - - - KI - - - - 
39.  Suradi - - - K - - - - 
40.  Nariman Prasetyo - - - K - - - - 
41.  Ruslyn H. Silalahi - - - - DU - - - 
42.  Saparyadi - - - - D - - - 
43.  Oksarlidady Arifin  - - - - D - - - 
44.  Hendra Jayusman - - - - K - - - 
45.  Mursyid - - - - K - - - 
46.  Akmal Malik - - - - - DU - - 
47.  Adang Hamdani - - - - - D - - 
48.  Wawan Setiawan Diono - - - - - D - - 
49.  Widjanarko Tantono - - - - - K - - 
50.  Elvis Nurhasral - - - - - K - - 
51.  Novias Nurendra - - - - - - K - 
52.  Erwin Usman - - - - - - K - 
53.  Arifin Fahmi - - - - - - DU - 
54.  Natal Argawan Pardede  - - - - - - D - 
55.  Nopian Heryadi  - - - - - - - DU 
56.  Mohamad Syafii - - - - - - - D 

Keterangan 
KU : Komisaris Utama 
KI : Komisaris Independen 
K : Komisaris 
DU : Direktur Utama 
DI : Direktur Independen 
D : Direktur 
 
*Keterangan mengenai singkatan dari nama Entitas Anak dapat dilihat di Daftar Istilah. 
 
I. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK  
 

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan memiliki 6 Entitas Anak yang dimiliki secara langsung ,1 Entitas Anak yang dimiliki 
secara tidak langsung dengan kepemilikan di atas 50% dan 2 anak perusahaan  yang dimiliki secara tidak langsung dengan 
kepemilikan di bawah 50% dan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan. Perusahaan tersebut adalah: 
 
 

Entitas Anak  

Nama 
Perusahaan Domisili Bidang Usaha Persentase 

Kepemilikan 
Tahun 

Penyertaan 

Mulai 
Beroperasi 
Komersial 

ENTITAS ANAK (KEPEMILIKAN LANGSUNG) 

WTON Bekasi 
Berusaha dalam bidang perdagangan dan 
industri beton, jasa konstruksi dan bidang 
usaha lain yang terkait. 

60% 1997 1997 

WR Jakarta 
Berusaha dalam bidang realti, properti dan 
jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan 
pajak. 

85,41% 2000 2000 

WIK Jakarta 
Timur 

Berusaha dalam bidang industri pabrik, 
melaksanakan usaha perdagangan umum, 
usaha jasa, agroindustri, pertambangan, 
energi dan jasa konstruksi. 

96,5% 2000 2000 

WKG Jakarta 
Selatan 

Melaksanakan usaha di bidang (i) Industri 
konstruksi dan engineering; (ii) Jasa 
pemborongan dengan pola progres termyn 
maupun turnkey/Build Operate Transfer 
(BOT); (iii) Pengelolaan dan penyewaan 
gedung/kawasan niaga terpadu; (iv) 
Perdagangan dan pemeliharaan peralatan 
serta material konstruksi; 
(v) Layanan peningkatan kemampuan di 
bidang jasa konstruksi dan engineering 
pada khususnya sesuai dengan prinsip-
prinsip perseroan terbatas; (vi) Realti, 
sebagai pengembang realti; (vii) Properti, 
sebagai investor properti; (viii) Industri 
pendukung konstruksi bangunan gedung. 

99% 2008 2008 

WRK Jakarta 
Selatan 

Melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa 
konstruksi, jasa engineering, procurement 
and construction, jasa fabrikasi, jasa 
pengoperasian dan pemeliharaan serta 
kegiatan investasi yang menunjang kegiatan 
usaha dimaksud. 

90,04% 2008 2008 

BITUMEN Sulawesi 
Tenggara 

Melaksanakan kegiatan usaha di bidang 
pertambangan, industri material 
pertambangan dan konstruksi, perdagangan 
dan distribusi, pengangkutan dan jasa 
pelabuhan. 

99% 2013 2013 

ENTITAS ANAK & ENTITAS ASOSIASI (KEPEMILIKAN LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG DI BAWAH 50%) DAN 
DIKONSOLIDASIKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 

KOBE Karawang Bergerak dalam bidang industri dan 
perdagangan beton pracetak. 

51% 
melalui 
WTON 

2012 2013 

CLT Batam 
Berusaha dalam bidang perdagangan dan 
industri beton, jasa konstruksi dan bidang 
usaha lain yang terkait. 

 99,5% 
melalui 
WTON 

2014 2014 

KRATON Cilegon Bergerak dalam bidang industri dan 
perdagangan beton pracetak. 

10% dan 
60% melalui 

WTON 
2013 

Belum 
Beroperasi 
Komersial 
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Entitas Anak (Kepemilikan Langsung) 

a. PT Wijaya Karya Beton Tbk (“WTON”)  

 Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham WTON sebesar 60%. 

Riwayat Singkat WTON 
 
WTON suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan  
di Bekasi. WTON didirikan dengan nama “PT Wijaya Karya Beton” disingkat WIKA Beton sebagaimana termaktub 
dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Wijaya Karya Beton No. 44 tanggal 11 Maret 1997, yang dibuat  
di hadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta juncto akta Pemasukan, 
Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar No. 39 tanggal 19 November 1997, yang dibuat di hadapan Imas 
Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya 
No. C2-12776.HT.01.01.TH.97 tanggal 9 Desember 1997, serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan 
Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 2096/BH.09.03/I/98 tanggal 13 Januari 1998 dan telah diumumkan dalam 
Tambahan No. 2832, BNRI No. 43 tanggal 29 Mei 1998. 
 
Anggaran dasar WTON telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir anggaran dasar WTON adalah 
sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wijaya Karya Beton Tbk. No. 04 tanggal  
3 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah 
mendapatkan persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0014167.AH.01.02.Tahun 
2016 serta diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0069846 keduanya tanggal  
8 Agustus 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0091865.AH.01.11.Tahun 2016 
tanggal 8 Agustus 2016 (“Akta No. 04/2016”) yang mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (3), 17 dan 20 Anggaran Dasar 
WTON. 

WTON berdomisili di Jl. Raya Jatiwaringin RT 001, RW 004, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota 
Bekasi. 

 
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha WTON 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar WTON sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan 
Rapat PT Wijaya Karya Beton Tbk. No. 04 tanggal 3 Agustus 2016, dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi 
Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya 
No. AHU-0014167.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan  
di bawah No. AHU-0091865.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016, maksud dan tujuan WTON ialah berusaha 
dalam bidang perdagangan dan industri beton, jasa konstruksi dan bidang usaha lain yang terkait. 

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, WTON dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai 
berikut: 

1. Melakukan perencanaan, produksi, penjualan, pemasangan dan pelaksanaan, konstruksi produk-produk beton, 
antara lain:  
a. Tiang transmisi dan distribusi kelistrikan dan tiang telepon; 
b. Tiang pancang; 
c. Bantalan jalan rel; 
d. Produk beton untuk jembatan; 
e. Produk beton untuk dinding penahan tanah; 
f. Pipa; 
g. Produk beton untuk bangunan gedung; 
h. Produk beton untuk bangunan maritim; 
i. Produk-produk beton lainnya. 

2. Melakukan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dalam bidang usaha:  
1. Sipil; 
2. Elektrikal; 
3. Post tensioning. 

3. Melakukan perencanaan, produksi dan penjualan produk/komponen bahan bangunan. 
4. Melakukan usaha impor dan ekspor yang terkait dengan kegiatan usaha tersebut pada huruf a, b dan c di atas. 
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Entitas Anak (Kepemilikan Langsung) 

a. PT Wijaya Karya Beton Tbk (“WTON”)  

 Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham WTON sebesar 60%. 

Riwayat Singkat WTON 
 
WTON suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan  
di Bekasi. WTON didirikan dengan nama “PT Wijaya Karya Beton” disingkat WIKA Beton sebagaimana termaktub 
dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Wijaya Karya Beton No. 44 tanggal 11 Maret 1997, yang dibuat  
di hadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta juncto akta Pemasukan, 
Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar No. 39 tanggal 19 November 1997, yang dibuat di hadapan Imas 
Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya 
No. C2-12776.HT.01.01.TH.97 tanggal 9 Desember 1997, serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan 
Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 2096/BH.09.03/I/98 tanggal 13 Januari 1998 dan telah diumumkan dalam 
Tambahan No. 2832, BNRI No. 43 tanggal 29 Mei 1998. 
 
Anggaran dasar WTON telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir anggaran dasar WTON adalah 
sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wijaya Karya Beton Tbk. No. 04 tanggal  
3 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah 
mendapatkan persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0014167.AH.01.02.Tahun 
2016 serta diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0069846 keduanya tanggal  
8 Agustus 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0091865.AH.01.11.Tahun 2016 
tanggal 8 Agustus 2016 (“Akta No. 04/2016”) yang mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (3), 17 dan 20 Anggaran Dasar 
WTON. 

WTON berdomisili di Jl. Raya Jatiwaringin RT 001, RW 004, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota 
Bekasi. 

 
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha WTON 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar WTON sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan 
Rapat PT Wijaya Karya Beton Tbk. No. 04 tanggal 3 Agustus 2016, dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi 
Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya 
No. AHU-0014167.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan  
di bawah No. AHU-0091865.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016, maksud dan tujuan WTON ialah berusaha 
dalam bidang perdagangan dan industri beton, jasa konstruksi dan bidang usaha lain yang terkait. 

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, WTON dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai 
berikut: 

1. Melakukan perencanaan, produksi, penjualan, pemasangan dan pelaksanaan, konstruksi produk-produk beton, 
antara lain:  
a. Tiang transmisi dan distribusi kelistrikan dan tiang telepon; 
b. Tiang pancang; 
c. Bantalan jalan rel; 
d. Produk beton untuk jembatan; 
e. Produk beton untuk dinding penahan tanah; 
f. Pipa; 
g. Produk beton untuk bangunan gedung; 
h. Produk beton untuk bangunan maritim; 
i. Produk-produk beton lainnya. 

2. Melakukan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dalam bidang usaha:  
1. Sipil; 
2. Elektrikal; 
3. Post tensioning. 

3. Melakukan perencanaan, produksi dan penjualan produk/komponen bahan bangunan. 
4. Melakukan usaha impor dan ekspor yang terkait dengan kegiatan usaha tersebut pada huruf a, b dan c di atas. 

 
 
 
 

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, WTON dapat melakukan kegiatan usaha penunjang 
dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:  
a. Pekerjaan pelaksanaan konstruksi: 

1. Sipil (seluruh sektor pembangunan) 
a) Drainase dan jaringan pengairan; 
b) Bendung, bendungan dan terowongan; 
c) Jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat; 
d) Jalan, jembatan kereta api, mass rapid transportation (MRT); 
e) Dermaga/pelabuhan serta penahan gelombang dan tanah (break water dan talud); 
f) Reklamasi dan pengerukan; 
g) Bandar udara; 
h) Perpipaan; 
i) Stasiun transportasi darat; 
j) Konstruksi fasilitas bangunan telekomunikasi; 
k) Pemancangan; 
l) Bangunan sipil lainnya. 

2. Pekerjaan gedung (seluruhnya sektor pembangunan): 
a) Bangunan bertingkat (hotel, perkantoran, apartemen); 
b) Bangunan pabrik dan industri; 
c) Perumahan dan pemukiman; 
d) Bangunan gedung fasilitas (rumah sakit, sarana pendidikan, tempat ibadah); 
e) Bangunan komersial (pasar swalayan, super block dan mall); 
f) Bangunan gedung lainnya. 

3. Pekerjaan mekanikal elektrikal termasuk jaringannya: 
a) Transmisi kelistrikan dan gardu induk; 
b) Power Plant (pembangkitan); 
c) Perpipaan; 
d) Mekanikal elektrikal lainnya 

4. Pelaksanaan pekerjaan EPI (engineering production installation) 
b. Melakukan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dalam bidang usaha:  

1. Arsitektur; 
2. Mekanikal; 
3. Tata lingkungan; 
4. Pemasangan komponen bangunan berat/ Heavy Lifting; 
5. Jasa pelaksanaan konstruksi lainnya. 

c. Melakukan usaha penyewaan dan penyediaan jasa dalam bidang peralatan konstruksi; 
d. Melakukan usaha pemasok, jasa keagenan produk komponen konstruksi dan jasa handling ekspor/impor; 
e. Memproduksi dan menjual beton siap pakai/ Ready Mix; 
f. Melakukan pengelolaan sumber material alam/ Quarry; 
g. Melakukan usaha perencanaan, pemasangan dan manajemen produk beton; 
h. Melakukan pemanfaatan  Fly Ash batu bara dan Copper Slag serta pengelolaan limbah B3; 
i. Melakukan perencanaan, pengelolaan, penjualan, pembelian, sewa menyewa dan perdagangan bidang usaha 

kepelabuhan dan dermaga (Jetty); 
j. Melakukan penambangan sumber material alam/ Quarry; 
k. Melakukan perencanaan, produksi, penjualan, dan perdagangan produk/ sumber material alam/ quarry; 
l. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, penjualan, pembelian, sewa menyewa dan perdagangan 

jasa ekspedisi/usaha angkutan darat dan laut; 
m. Melakukan usaha industri dan perdagangan peralatan produksi beton;  
n. Melakukan usaha industri dan perdagangan bahan kimia semen;  
o. Melakukan usaha industri dan perdagangan baja pra tegang;  
p. Melakukan usaha industri dan perdagangan semen; 
q. Melakukan usaha pabrikasi dan peralatan konstruksi; 
r. Melakukan usaha investasi dan/atau pengelolaan usaha dibidang sarana dan prasarana dasar (infrastuktur) 

termasuk jalan tol, bidang industri energi, pengelolaan dan pendistribusian air bersih, perumahan dan 
permukiman dan industri pertambangan. 

 
WTON juga dapat menjalankan segala sesuatu yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut di atas dan setiap 
kegiatan yang berhubungan baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan lain, 
dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan, dengan mengindahkan Undang-Undang dan peraturan-
peraturan yang berlaku. 
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Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham WTON 

Sebagaimana termaktub dalam akta Perubahan Anggaran Dasar No. 44 tanggal 17 Juli 2014, yang dibuat di hadapan 
Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah 
No. AHU-04441.40.21.2014 tanggal 17 Juli 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0073884.40.80.2014 tanggal 17 Juli 2014 juncto Daftar Pemegang Saham WTON per 31 Agustus 2016 yang diterbitkan 
oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh WTON, struktur permodalan dan susunan 
pemegang saham WTON adalah sebagai berikut: 

Pemegang Saham 

Nilai Nominal Rp100,- per saham 

Jumlah Saham 
Nilai Nominal (Rp) % 

(lembar) 

Modal Dasar 26.680.000.000 2.668.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    
Perseroan 5.229.280.000 522.928.000.000 60 

Koperasi Karya Mitra Satya 694.020.349 69.402.034.900 7,963 

Masyarakat/lain-lain (>5%) 2.792.166.251 279.216.625.100 32,037 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 8.715.466.600 871.546.660.000 100,00 

Saham Dalam Portepel  17.964.533.400 1.796.453340.000   

  

Pengurusan dan Pengawasan WTON 
 
Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wijaya Karya Beton Tbk disingkat PT Wika Beton 
Tbk. No. 03 tanggal 3 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris  
di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0069747 tanggal  
8 Agustus 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan  di bawah No.  AHU-0091702.AH.01.11.Tahun 2016 
tanggal 8 Agustus 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi WTON adalah sebagai berikut: 
 
Komisaris Utama  : Gandira Gutawa Sumapraja  
Komisaris   : Agustinus Boediono 
Komisaris   : Tumik Kristianingsih 
Komisaris   : Muhammad Chusnufam 
Komisaris Independen  : Asfiah Mahdiani 
Komisaris Independen  : Priyo Suprobo 
 
Direktur Utama  : Wilfred Imanuel A. Singkali  
Direktur   : Entus Asnawi Mukhson  
Direktur   : Fery Hendriyanto 
Direktur   : Hadian Pramudita 
Direktur   : Hari Respati 
Direktur Independen  : Sidiq Purnomo 
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Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham WTON 

Sebagaimana termaktub dalam akta Perubahan Anggaran Dasar No. 44 tanggal 17 Juli 2014, yang dibuat di hadapan 
Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah 
No. AHU-04441.40.21.2014 tanggal 17 Juli 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0073884.40.80.2014 tanggal 17 Juli 2014 juncto Daftar Pemegang Saham WTON per 31 Agustus 2016 yang diterbitkan 
oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh WTON, struktur permodalan dan susunan 
pemegang saham WTON adalah sebagai berikut: 

Pemegang Saham 

Nilai Nominal Rp100,- per saham 

Jumlah Saham 
Nilai Nominal (Rp) % 

(lembar) 

Modal Dasar 26.680.000.000 2.668.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    
Perseroan 5.229.280.000 522.928.000.000 60 

Koperasi Karya Mitra Satya 694.020.349 69.402.034.900 7,963 

Masyarakat/lain-lain (>5%) 2.792.166.251 279.216.625.100 32,037 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 8.715.466.600 871.546.660.000 100,00 

Saham Dalam Portepel  17.964.533.400 1.796.453340.000   

  

Pengurusan dan Pengawasan WTON 
 
Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wijaya Karya Beton Tbk disingkat PT Wika Beton 
Tbk. No. 03 tanggal 3 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris  
di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0069747 tanggal  
8 Agustus 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan  di bawah No.  AHU-0091702.AH.01.11.Tahun 2016 
tanggal 8 Agustus 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi WTON adalah sebagai berikut: 
 
Komisaris Utama  : Gandira Gutawa Sumapraja  
Komisaris   : Agustinus Boediono 
Komisaris   : Tumik Kristianingsih 
Komisaris   : Muhammad Chusnufam 
Komisaris Independen  : Asfiah Mahdiani 
Komisaris Independen  : Priyo Suprobo 
 
Direktur Utama  : Wilfred Imanuel A. Singkali  
Direktur   : Entus Asnawi Mukhson  
Direktur   : Fery Hendriyanto 
Direktur   : Hadian Pramudita 
Direktur   : Hari Respati 
Direktur Independen  : Sidiq Purnomo 
 

 

Ikhtisar Data Keuangan Penting 
 
Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif  

  (Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 

31 Desember 30 Juni 

2014 2015 2015 2016 

Penjualan Bersih 3.277.195.052 2.652.622.140 891.272.036 1.518.398.075 
Beban Pokok Penjualan (2.790.104.909) (2.324.038.892) (776.657.635) (1.317.824.633) 
Laba Usaha 410.201.734 238.432.769 74.872.299 159.367.560 
Laba Bersih 323.707.615 171.784.021 51.444.001 115.359.401 
Laba Komprehensif 318.662.647 158.567.977 44.835.979 113.289.094 

 
Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan  
 

(Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
Per Tanggal 31 Desember Per Tanggal 30 Juni 

2014 2015 2016 

Jumlah Aset 
3.802.658.881 4.456.097.502 4.303.673.860 

Jumlah Liabilitas 1.600.067.025 2.192.672.341 1.975.709.769 
Jumlah Ekuitas 2.202.591.855 2.263.425.161 2.327.964.090 

 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 
 
Periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir 
tanggal 30 Juni 2015 

 
a) Penjualan Bersih 

Selama periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, penjualan bersih sebesar Rp1.518.398.075 ribu, 
mengalami peningkatan sebesar 70,36% jika dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir tanggal  
30 Juni 2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pelaksanaan proyek yang didukung oleh APBN 
mulai realisasi. 
 

b) Beban Pokok Penjualan  
Selama periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, beban pokok penjualan sebesar Rp1.317.824.633 
ribu, mengalami peningkatan sebesar 69,68% jika dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 
tanggal 30 Juni 2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan secara partial dengan kenaikan 
penjualan. 

 
c) Laba Usaha 

Selama periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, laba usaha sebesar Rp159.367.560 ribu, 
mengalami peningkatan sebesar 112,85% jika dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir tanggal  
30 Juni 2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor yang cukup tinggi dan beban 
usaha dapat dikendalikan dengan optimal. 

 
d) Laba Bersih 

Selama periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, laba bersih sebesar Rp115.359.401 ribu, 
mengalami peningkatan sebesar 124,24% jika dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir tanggal  
30 Juni 2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan yang disertai upaya-upaya 
efisiensi.  

 
e) Laba Komprehensif 

Selama periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, jumlah pendapatan komprehensif periode 
berjalan sebesar Rp113.289.094 ribu, mengalami peningkatan sebesar 152,67% jika dibandingkan dengan periode 
enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba 
bersih di Juni 2016 lebih tinggi dibanding Juni 2015. 

Tahun Buku 2015 dibandingkan Tahun Buku 2014 
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a) Jumlah Pendapatan Komprehensif Periode Berjalan 
Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, jumlah laba komprehensif sebesar Rp158.567.977 ribu, 
mengalami penurunan sebesar 50,24% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 
2014. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan di tahun 2015. 

 
b) Jumlah Liabilitas 

Total liabilitas pada 31 Desember 2015 sebesar Rp2.192.672.341 ribu, meningkat sebesar 37,04% jika 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan total liabilitas terutama disebabkan oleh kenaikan  
uang muka dari pelanggan naik 218,45% atau sebesar Rp143.368 juta dibandingkan pada 2014 sebesar Rp65.629 
juta dan pendapatan di terima dimuka naik 134,81% atau sebesar Rp231.605 juta dibandingkan pada 2014 
sebesar Rp171.795 juta. Hal ini disebabkan sebagian besar skema pembayaran dengan pelanggan berdasarkan 
progres produksi sedangkan pengakuan pendapatan berdasarkan Berita Acara SerahTerima barang yang disahkan 
oleh Pelanggan 

  

b. PT Wijaya Karya Realty (“WR”)  

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham WR sebesar 85,41%. 

Riwayat Singkat WR 
 
WR suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan  
di Jakarta. Perseroan didirikan dengan nama “PT Wijaya Karya Realty” disingkat PT WIKA Realty sebagaimana 
termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Wijaya Karya Realty No. 17 tanggal 20 Januari 2000, yang dibuat  
di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta juncto akta Perubahan Anggaran Dasar No. 19 tanggal 20 April 2000, 
yang dibuat di hadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, 
yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-20856 HT.01.01.TH.2000 
tanggal 15 September 2000, serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur di bawah 
No. 986/BH.09.04/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 1682, BNRI No. 22 
tanggal 16 Maret 2001. 
 
Anggaran dasar WR telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir anggaran dasar WR adalah 
sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Wijaya Karya Realty 
No. 102 tanggal 26 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan 
dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0949642 tanggal 8 Juli 2015 serta telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3530877.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 8 Juli 2015 (“Akta No. 102/2015”) yang 
mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 11 Anggaran Dasar WR. 

WR berdomisili di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 3-4, Rt.007/011,  Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur. 

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha WR 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar WR sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan 
Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Wijaya Karya Realty No. 102 tanggal 26 Juni 2015, yang dibuat di hadapan  
Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta  dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-
0949642  tanggal 8 Juli 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
3530877.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 8 Juli 2015, maksud dan tujuan WR ialah berusaha dalam bidang realti, 
properti dan jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak. 

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, WR dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: 

a. Pengembang, pembangunan dan penjualan di bidang realti termasuk sarana dan prasarananya yang meliputi:  
1. Kawasan perumahan; 
2. Kawasan villa dan resort; 
3. Gedung perkantoran; 
4. Gedung apartemen/rusun, kondotel; 
5. Gedung komersial; 
6. Kawasan industri dan pergudangan; 
7. Kawasan pertanian (agro estate); 
8. Kawasan pemakaman; 
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a) Jumlah Pendapatan Komprehensif Periode Berjalan 
Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, jumlah laba komprehensif sebesar Rp158.567.977 ribu, 
mengalami penurunan sebesar 50,24% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 
2014. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan di tahun 2015. 

 
b) Jumlah Liabilitas 

Total liabilitas pada 31 Desember 2015 sebesar Rp2.192.672.341 ribu, meningkat sebesar 37,04% jika 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan total liabilitas terutama disebabkan oleh kenaikan  
uang muka dari pelanggan naik 218,45% atau sebesar Rp143.368 juta dibandingkan pada 2014 sebesar Rp65.629 
juta dan pendapatan di terima dimuka naik 134,81% atau sebesar Rp231.605 juta dibandingkan pada 2014 
sebesar Rp171.795 juta. Hal ini disebabkan sebagian besar skema pembayaran dengan pelanggan berdasarkan 
progres produksi sedangkan pengakuan pendapatan berdasarkan Berita Acara SerahTerima barang yang disahkan 
oleh Pelanggan 

  

b. PT Wijaya Karya Realty (“WR”)  

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham WR sebesar 85,41%. 

Riwayat Singkat WR 
 
WR suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan  
di Jakarta. Perseroan didirikan dengan nama “PT Wijaya Karya Realty” disingkat PT WIKA Realty sebagaimana 
termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Wijaya Karya Realty No. 17 tanggal 20 Januari 2000, yang dibuat  
di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta juncto akta Perubahan Anggaran Dasar No. 19 tanggal 20 April 2000, 
yang dibuat di hadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, 
yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-20856 HT.01.01.TH.2000 
tanggal 15 September 2000, serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur di bawah 
No. 986/BH.09.04/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 1682, BNRI No. 22 
tanggal 16 Maret 2001. 
 
Anggaran dasar WR telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir anggaran dasar WR adalah 
sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Wijaya Karya Realty 
No. 102 tanggal 26 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan 
dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0949642 tanggal 8 Juli 2015 serta telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3530877.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 8 Juli 2015 (“Akta No. 102/2015”) yang 
mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 11 Anggaran Dasar WR. 

WR berdomisili di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 3-4, Rt.007/011,  Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur. 

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha WR 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar WR sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan 
Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Wijaya Karya Realty No. 102 tanggal 26 Juni 2015, yang dibuat di hadapan  
Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta  dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-
0949642  tanggal 8 Juli 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
3530877.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 8 Juli 2015, maksud dan tujuan WR ialah berusaha dalam bidang realti, 
properti dan jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak. 

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, WR dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: 

a. Pengembang, pembangunan dan penjualan di bidang realti termasuk sarana dan prasarananya yang meliputi:  
1. Kawasan perumahan; 
2. Kawasan villa dan resort; 
3. Gedung perkantoran; 
4. Gedung apartemen/rusun, kondotel; 
5. Gedung komersial; 
6. Kawasan industri dan pergudangan; 
7. Kawasan pertanian (agro estate); 
8. Kawasan pemakaman; 

 
 
 
 
 

b. Pengembang, pembangunan dan pemilikan di bidang properti termasuk penyewaan sarana dan prasarananya 
yang meliputi:  
1. Kawasan rekreasi, villa dan resort; 
2. Gedung perkantoran; 
3. Gedung apartemen/rusun, kondotel; 
4. Gedung komersial; 
5. Kawasan industri perdagangan; 
6. Kawasan pertanian (agro estate); 
7. Kawasan pendidikan; 
8. Gedung rumah sakit. 

c. Jasa pengelolaan bidang realti dan properti yang meliputi:  
1. Jasa pengelolaan gedung/building management; 
2. Jasa pemeliharaan, perawatan dan operasional gedung; 
3. Jasa pemeliharaan, perawatan dan operasional kawasan perumahan, industri, pertanian dan fasilitas 

umum; 
4. Jasa pemeliharaan, perawatan pertamanan dan lansekap; 
5. Jasa pemeliharaan, perawatan mekanikal, elektrikal, arsitektur dan sipil; 
6. Jasa pengelolaan keamanan dan keselamatan; 
7. Jasa pengelolaan parkir; 
8. Jasa pengelolaan dan pengoperasian hotel/kondotel/villa/villatel/resort 

d. Jasa perantara (brokerage) bidang realti dan properti. 
 
Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, WR dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam 
rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:  
 

a. Jasa konstruksi yang meliputi antara lain:  
1. Pelaksanaan konstruksi bidang sipil; 
2. Pelaksanaan konstruksi bidang arsitektur; 
3. Pelaksanaan konstruksi bidang mekanikal; 
4. Pelaksanaan konstruksi bidang elektrikal; 
5. Pelaksanaan konstruksi bidang tata lingkungan; 
6. Pelaksanaan konstruksi bidang interior. 

 
b. Jasa perencanaan dan pengawasan yang meliputi:  

1. Bidang sipil; 
2. Bidang arsitektur; 
3. Bidang mekanikal; 
4. Bidang elektrikal; 
5. Bidang tata lingkungan.  

 

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham WR 

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 102/2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham WR adalah 
sebagai berikut: 

Pemegang Saham 

Nilai Nominal Rp100,- per saham 

Jumlah Saham 
Nilai Nominal (Rp) % 

(lembar) 

Modal Dasar 15.000.000.000 1.500.000.000.000 - 

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    
Perseroan 5.313.248.742 531.324.874.200 85,41 

Koperasi Karya Mitra Satya 876.989.604 87.698.960.400 14,10 

Yayasan Wijaya Kerja  30.982.298 3.098.229.800 0,49 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.221.220.644 622.122.064.400 100,00 

Saham Dalam Portepel  8.778.779.356 877.877.935.600 - 
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Pengurusan dan Pengawasan WR 
 
Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT Wijaya Karya Realty 
No. 50 tanggal 26 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat 
dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0067137 tanggal 27 Juli 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan di bawah No. AHU-0087684.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016, susunan anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi WR adalah sebagai berikut: 
 
Komisaris Utama   : Arie Setiadi Moerwanto  
Komisaris    : Antonius N.S. Kosasih 
Komisaris    : Adji Firmantoro 
Komisaris    : Kesiana Kusnandar 
Komisaris Independen   : Januard Hulman Gultom 
 
Direktur Utama   : Imam Sudiyono  
Direktur    : Sigit Budi Santoso  
Direktur    : Widyo Praseno 
Direktur    : Wahyu Abbas Sudrajat 
Direktur    : Agung Salladin 
 
LAPORAN KEUANGAN 
 
Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif  
 

  (Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 

31 Desember  30 Juni  

2014 2015 2015 2016 

Penjualan Bersih 1.300.341.636 1.435.903.648 270.448.868 321.783.353 
Beban Pokok Penjualan (1.063.826.011) (1.198.043.806) (219.292.762) (270.652.186) 
Laba Usaha 207.897.986 202.561.154 37.111.625 37.437.804 
Laba Bersih 121.222.403 85.173.804 3.935.180 6.264.742 
Laba Komprehensif 116.952.916 88.773.369 3.935.180 3.834.502 

 
 

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan  
(Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN Per Tanggal 31 Desember Per Tanggal 30 Juni 
2014 2015 2016 

Jumlah Aset 2.221.959.606 2.879.457.374 3.159.222.895 
Jumlah Liabilitas 1.524.069.917 1.954.632.074 2.256.115.234 
Jumlah Ekuitas 697.889.688 924.825.299 903.107.660 

 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN  
 
Periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir 
tanggal 30 Juni 2015 
 
- Laba Bersih 

Selama periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, laba bersih sebesar Rp6.264.742 ribu mengalami 
peningkatan sebesar 59,20% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal 30 Juni 2015. 
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya koreksi menambah laba pada pencadangan PPh Badan 
oleh Unit Property yang seharusnya nihil. 
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Pengurusan dan Pengawasan WR 
 
Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT Wijaya Karya Realty 
No. 50 tanggal 26 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat 
dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0067137 tanggal 27 Juli 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan di bawah No. AHU-0087684.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016, susunan anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi WR adalah sebagai berikut: 
 
Komisaris Utama   : Arie Setiadi Moerwanto  
Komisaris    : Antonius N.S. Kosasih 
Komisaris    : Adji Firmantoro 
Komisaris    : Kesiana Kusnandar 
Komisaris Independen   : Januard Hulman Gultom 
 
Direktur Utama   : Imam Sudiyono  
Direktur    : Sigit Budi Santoso  
Direktur    : Widyo Praseno 
Direktur    : Wahyu Abbas Sudrajat 
Direktur    : Agung Salladin 
 
LAPORAN KEUANGAN 
 
Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif  
 

  (Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 

31 Desember  30 Juni  

2014 2015 2015 2016 

Penjualan Bersih 1.300.341.636 1.435.903.648 270.448.868 321.783.353 
Beban Pokok Penjualan (1.063.826.011) (1.198.043.806) (219.292.762) (270.652.186) 
Laba Usaha 207.897.986 202.561.154 37.111.625 37.437.804 
Laba Bersih 121.222.403 85.173.804 3.935.180 6.264.742 
Laba Komprehensif 116.952.916 88.773.369 3.935.180 3.834.502 

 
 

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan  
(Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN Per Tanggal 31 Desember Per Tanggal 30 Juni 
2014 2015 2016 

Jumlah Aset 2.221.959.606 2.879.457.374 3.159.222.895 
Jumlah Liabilitas 1.524.069.917 1.954.632.074 2.256.115.234 
Jumlah Ekuitas 697.889.688 924.825.299 903.107.660 

 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN  
 
Periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir 
tanggal 30 Juni 2015 
 
- Laba Bersih 

Selama periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, laba bersih sebesar Rp6.264.742 ribu mengalami 
peningkatan sebesar 59,20% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal 30 Juni 2015. 
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya koreksi menambah laba pada pencadangan PPh Badan 
oleh Unit Property yang seharusnya nihil. 
 
 
 
 
 
 
 

Tahun Buku 2015 dibandingkan Tahun Buku 2014 
 

- Jumlah Ekuitas 
Total ekuitas pada 31 Desember 2015 sebesar Rp924.825.299 ribu meningkat sebesar 32,52% jika dibandingkan 
dengan tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan total ekuitas terutama disebabkan oleh kenaikan  Modal Disetor 
dan Kenaikan Saldo Laba. 

 
c. PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi (“WIK”) 

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham WIK sebesar 96,5%. 

Riwayat Singkat WIK 
 
WIK suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan  
di Jakarta Timur. WIK didirikan dengan nama PT Wijaya Karya Intrade berdasarkan akta Perseroan Terbatas PT Wijaya 
Karya Intrade No. 16 tanggal 20 Januari 2000 juncto akta Perubahan Anggaran Dasar No. 18 tanggal 20 April 2000, 
keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menkumham 
sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-19656.HT.01.01.TH.2000 tanggal 4 September 2000, dan telah didaftarkan 
dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur di bawah No. 862/BH.09-04/XI/2000 
tanggal 8 November 2000 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 737, Berita Negara Republik Indonesia No. 10 
tanggal 2 Februari 2001. 
 

Anggaran dasar WIK telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir anggaran dasar WIK adalah 
sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di luar Rapat PT Wijaya Karya Intrade 
No. 35 tanggal 12 April 2013, yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh 
persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-21488.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal  
22 April 2013 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0036687.AH.01.09.Tahun 2013 
tanggal 22 April 2013 yang mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar WIK. 
 
WIK berdomisili di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara Kota Adiministrasi Jakarta 
Timur. 

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha WIK 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar WIK sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat 
dan Perubahan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Intrade No. 68, tanggal 8 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Imas 
Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat 
Keputusannya No. AHU-61868.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 September 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar 
Perseroan No. AHU-0083295.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 September 2008 serta telah diumumkan dalam 
Tambahan No. 23824, BNRI No. 71 tanggal 4 September 2009, maksud dan tujuan WIK ialah berusaha dalam bidang 
industri pabrik, melaksanakan usaha perdagangan umum, usaha jasa, agroindustri, pertambangan, energi dan jasa 
konstruksi. 

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, WIK dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 
1. Melakukan pabrikasi bahan dan komponen produk jadi; 

- Komponen bahan dan kelengkapan konstruksi; 
- Suku cadang dan peralatan industri; 
- Alumunium, karet, plastik; 
- Keramik; 
- Kayu, rotan, steel; 
- Kimia; 
- Mekanik dan kelistrikan untuk bangunan industri dan gedung; 
- Alumunium casting; 
- Engineering plastik; 
- Pressing; 
- Photovoltaic; 
- Tabung gas LPG, CNG dan lain-lainnya; 
- Kompor, regulator dan valve; 
- Lampu hemat energi; 
- Sistem pemanas air; 

2. Melakukan usaha perdagangan umum termasuk impor ekspor, antar pulau, distributor, supplier (pemasok); 
meliputi: 
- Bahan konstruksi; 
- Aspal; 
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- Besi; 
- Plastik; 
- Kayu; 
- Bahan Kimia; 
- Alumunium; 
- Karet; 
- Pupuk; 
- Rotan; 
- Mekanik kelistrikan; 
- Batu bara; 
- Pasir; 
- Bahan bakar minyak; 
- Gas; 
- Photovoltaic; 
- Energi angin; 
- Biodisel; 
- Pemanas air; 

3. Melakukan kegiatan di bidang Jasa berupa: 
- Jasa keagenan (kecuali agen perjalanan); 
- Jasa handling impor dan ekspor; 
- Jasa ekspedisi/angkutan darat; 
- Jasa ekspedisi/angkutan laut, baik menggunakan tongkang maupun kapal laut; 

4. Melakukan usaha agroindustri yang meliputi penanaman, pengolahan dan pemasaran hasil agroindustri, pupuk 
dan alat pertanian: 

5. Melakukan usaha jasa konstruksi baik jasa konsultasi (konsultan) maupun jasa pelaksanaan (kontraktor) yang 
meliputi lingkup pelayanan berikut ini: 
- Survey; 
- Investigasi; 
- Perencanaan teknik/desain; 
- Pelaksanaan pembangunan; 
- Pengawasan pembangunan; 
- Pengelolaan proyek; 
- Manajemen konstruksi; 
- Rekayasa, rancang bangun dan pengadaan dalam arti yang seluas-luasnya; 
- Pemeliharaan, perbaikan dan renovasi untuk bangunan sipil gedung/arsitektur, mekanikal dan elektrikal 

yang antara lain mencakup namun tidak terbatas pada bidang-bidang berikut ini: industri, perhubungan 
dan transportasi, pertambangan, energi, telekomunikasi, pertanian, pengembangan sumber air, prasarana 
kota dan pemukiman, olahraga dan kesehatan, pariwisata dan perdagangan; 

- Melakukan usaha jasa konstruksi, meliputi instalasi penjernih air bersih maupun air kotor; 
6. Melakukan usaha penyewaan penyediaan jasa lainnya dalam bidang peralatan; 
7. Melakukan usaha pertambangan alam berupa batu bara, pasir, zeolith, bijih besi dan bahan tambang lainnya; 
8. Melakukan usaha di bidang pengembangan energi dan gasifikasi serta pengangkutan, pengisian dan 

penyimpanan bahan bakar minyak dan gas; 
9. Melakukan usaha di bidang penyediaan daya listrik; 
10. Usaha-usaha lain yang dianggap perlu yang dapat menunjang tercapainya tujuan WIK atau yang mempunyai 

hubungan dengan usaha-usaha tersebut di atas. 
 

WIK dapat pula mendirikan dan atau ikut serta dalam perseroan-perseroan atau badan lain yang mempunyai 
hubungan dengan usaha tersebut di atas. Baik yang bekerja di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, 
sepanjang yang demikian tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. 
 

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham WIK 

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Intrade 
No. 98 tanggal 27 Desember 2011 yang dibuat oleh Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh 
persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-64817.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal  
30 Desember 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0107749.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal  
30 Desember 2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham WIK adalah sebagai berikut: 
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- Besi; 
- Plastik; 
- Kayu; 
- Bahan Kimia; 
- Alumunium; 
- Karet; 
- Pupuk; 
- Rotan; 
- Mekanik kelistrikan; 
- Batu bara; 
- Pasir; 
- Bahan bakar minyak; 
- Gas; 
- Photovoltaic; 
- Energi angin; 
- Biodisel; 
- Pemanas air; 

3. Melakukan kegiatan di bidang Jasa berupa: 
- Jasa keagenan (kecuali agen perjalanan); 
- Jasa handling impor dan ekspor; 
- Jasa ekspedisi/angkutan darat; 
- Jasa ekspedisi/angkutan laut, baik menggunakan tongkang maupun kapal laut; 

4. Melakukan usaha agroindustri yang meliputi penanaman, pengolahan dan pemasaran hasil agroindustri, pupuk 
dan alat pertanian: 

5. Melakukan usaha jasa konstruksi baik jasa konsultasi (konsultan) maupun jasa pelaksanaan (kontraktor) yang 
meliputi lingkup pelayanan berikut ini: 
- Survey; 
- Investigasi; 
- Perencanaan teknik/desain; 
- Pelaksanaan pembangunan; 
- Pengawasan pembangunan; 
- Pengelolaan proyek; 
- Manajemen konstruksi; 
- Rekayasa, rancang bangun dan pengadaan dalam arti yang seluas-luasnya; 
- Pemeliharaan, perbaikan dan renovasi untuk bangunan sipil gedung/arsitektur, mekanikal dan elektrikal 

yang antara lain mencakup namun tidak terbatas pada bidang-bidang berikut ini: industri, perhubungan 
dan transportasi, pertambangan, energi, telekomunikasi, pertanian, pengembangan sumber air, prasarana 
kota dan pemukiman, olahraga dan kesehatan, pariwisata dan perdagangan; 

- Melakukan usaha jasa konstruksi, meliputi instalasi penjernih air bersih maupun air kotor; 
6. Melakukan usaha penyewaan penyediaan jasa lainnya dalam bidang peralatan; 
7. Melakukan usaha pertambangan alam berupa batu bara, pasir, zeolith, bijih besi dan bahan tambang lainnya; 
8. Melakukan usaha di bidang pengembangan energi dan gasifikasi serta pengangkutan, pengisian dan 

penyimpanan bahan bakar minyak dan gas; 
9. Melakukan usaha di bidang penyediaan daya listrik; 
10. Usaha-usaha lain yang dianggap perlu yang dapat menunjang tercapainya tujuan WIK atau yang mempunyai 

hubungan dengan usaha-usaha tersebut di atas. 
 

WIK dapat pula mendirikan dan atau ikut serta dalam perseroan-perseroan atau badan lain yang mempunyai 
hubungan dengan usaha tersebut di atas. Baik yang bekerja di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, 
sepanjang yang demikian tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. 
 

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham WIK 

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Intrade 
No. 98 tanggal 27 Desember 2011 yang dibuat oleh Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh 
persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-64817.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal  
30 Desember 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0107749.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal  
30 Desember 2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham WIK adalah sebagai berikut: 

  

Pemegang Saham 

Nilai Nominal Rp100,- per saham 

Jumlah Saham Nilai Nominal 
(Rp) % 

(lembar) 

Modal Dasar 6.500.000.000 650.000.000.000 - 

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    
Perseroan 1.606.898.918 160.689.891.800 96,5 

Koperasi Karya Mitra Satya 54.837.000 5.483.700.000 3,3 

Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Wijaya Karya  3.483.000 348.300.000 0,2 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.665.218.918 166.521.891.800 100,00 

Saham Dalam Portepel  4.834.781.082 483.478.108.200 - 
  

Pengurusan dan Pengawasan WIK 
 
Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat PT Wijaya Karya Industri & 
Konstruksi No. 41 tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta yang 
telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0053087 tanggal 31 Mei 2016 serta 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0066743.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016, 
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi WIK adalah sebagai berikut: 
 
Komisaris Utama   : Bambang Pramujo  
Komisaris    : Hendra Jayusman 
Komisaris    : Mursyid 
 
Direktur Utama   : Ruslyn H. Silalahi  
Direktur    : Saparyadi  
Direktur    : Oksarlidady Arifin 
 
LAPORAN KEUANGAN  
 
Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif  
  (Dalam Ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
31 Desember  30 Juni  
2014 2015 2015  2016 

Pendapatan 430.016.453 592.424.979 272.565.129 298.541.553 
Beban Pokok Penjualan (378.763.177) (521.498.478) (249.774.100) (269.847.620) 
Laba Usaha 38.753.208 51.900.064 17.090.127 21.714.055 
Laba Bersih 7.881.008 17.591.631 6.424.564 7.326.716 
Laba Komprehensif 7.881.008 20.920.619 6.424.564 6.815.136 
 
Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan  

(Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
Per Tanggal 31 Desember Per Tanggal 30 Juni 
2014 2015 2016 

Jumlah Aset 508.313.098 701.870.698 704.125.789 
Jumlah Liabilitas 382.468.305 564.747.296 565.464.738 
Jumlah Ekuitas 125.844.793 137.123.401 138.661.049 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN  
 
Tahun Buku 2015 dibandingkan Tahun Buku 2014 
 
a) Penjualan Bersih 

Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, penjualan bersih sebesar Rp592.424.979 ribu mengalami 
peningkatan sebesar 37,77% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. 
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningakatnya kontrak dihadapi di tahun 2015 dan 
meningkatnya jumlah SDM yang dimiliki. 
 

b) Beban Pokok Penjualan  
Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, beban pokok penjualan sebesar Rp521.498.478 ribu 
mengalami peningkatan sebesar 37,68% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal  
31 Desember 2014. Peningkatan tersebut terutama disebabkan meningkatnya proyek yang dikerjakan baik divisi 
Industri maupun divisi konstruksi selama tahun 2015 dibanding tahun 2014. 
 

c) Laba Usaha 
Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, laba usaha sebesar Rp51.900.064 ribu mengalami 
peningkatan sebesar 33,92% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. 
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan meningkatkan penjualan di tahun 2015. 
 

d) Laba Bersih 
Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, laba bersih sebesar Rp17.591.631 ribu mengalami 
peningkatan sebesar 123,22% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. 
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai penjualan pada tahun 2015 sebesar 37% 
dibanding tahun 2014. 
 

e) Laba Komprehensif 
Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, jumlah pendapatan komprehensif periode berjalan sebesar 
Rp20.920.619 ribu mengalami peningkatan sebesar 165,46% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir 
tanggal 31 Desember 2014.. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya laba bersih di tahun 
2015. 

 
f) Jumlah Aset 

Jumlah aset pada 31 Desember 2015 sebesar Rp701.870.598 ribu meningkat sebesar 38,08% jika dibandingkan 
dengan tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan jumlah aset terutama disebabkan oleh kenaikan  kenaikan nilai 
tagihan bruto dan pekerjaan dalam pelaksanaan. 
 

g) Jumlah Liabilitas 
Jumlah liabilitas pada 31 Desember 2015 sebesar Rp564.747.296 ribu meningkat sebesar 47,66% jika 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan jumlah liabilitas terutama disebabkan oleh 
kenaikan pinjaman jangka pendek pada tahun 2015. 

d. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (“WKG”)  

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham WKG sebesar 99%. 

 
Riwayat Singkat WKG 
 
WKG suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan  
di Jakarta Selatan. WKG didirikan dengan nama “PT Wijaya Karya Bangunan Gedung” disingkat PT WIKA Gedung 
sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Wijaya Karya Bangunan Gedung No. 43 tanggal 
24 Oktober 2008, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan 
Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-92223.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 dan 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0116790.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 
serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 28456, BNRI No. 99 tanggal 11 Desember 2009 (“Akta Pendirian WKG”). 
 
Anggaran dasar WKG telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir anggaran dasar WKG adalah 
sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Wijaya Karya 
Bangunan Gedung No. 128 tanggal 24 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta yang 
diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0027333 tanggal 29 Februari 2016 serta telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0026398.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016 yang 
mengubah ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar WKG. 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN  
 
Tahun Buku 2015 dibandingkan Tahun Buku 2014 
 
a) Penjualan Bersih 

Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, penjualan bersih sebesar Rp592.424.979 ribu mengalami 
peningkatan sebesar 37,77% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. 
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningakatnya kontrak dihadapi di tahun 2015 dan 
meningkatnya jumlah SDM yang dimiliki. 
 

b) Beban Pokok Penjualan  
Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, beban pokok penjualan sebesar Rp521.498.478 ribu 
mengalami peningkatan sebesar 37,68% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal  
31 Desember 2014. Peningkatan tersebut terutama disebabkan meningkatnya proyek yang dikerjakan baik divisi 
Industri maupun divisi konstruksi selama tahun 2015 dibanding tahun 2014. 
 

c) Laba Usaha 
Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, laba usaha sebesar Rp51.900.064 ribu mengalami 
peningkatan sebesar 33,92% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. 
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan meningkatkan penjualan di tahun 2015. 
 

d) Laba Bersih 
Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, laba bersih sebesar Rp17.591.631 ribu mengalami 
peningkatan sebesar 123,22% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. 
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai penjualan pada tahun 2015 sebesar 37% 
dibanding tahun 2014. 
 

e) Laba Komprehensif 
Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, jumlah pendapatan komprehensif periode berjalan sebesar 
Rp20.920.619 ribu mengalami peningkatan sebesar 165,46% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir 
tanggal 31 Desember 2014.. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya laba bersih di tahun 
2015. 

 
f) Jumlah Aset 

Jumlah aset pada 31 Desember 2015 sebesar Rp701.870.598 ribu meningkat sebesar 38,08% jika dibandingkan 
dengan tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan jumlah aset terutama disebabkan oleh kenaikan  kenaikan nilai 
tagihan bruto dan pekerjaan dalam pelaksanaan. 
 

g) Jumlah Liabilitas 
Jumlah liabilitas pada 31 Desember 2015 sebesar Rp564.747.296 ribu meningkat sebesar 47,66% jika 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan jumlah liabilitas terutama disebabkan oleh 
kenaikan pinjaman jangka pendek pada tahun 2015. 

d. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (“WKG”)  

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham WKG sebesar 99%. 

 
Riwayat Singkat WKG 
 
WKG suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan  
di Jakarta Selatan. WKG didirikan dengan nama “PT Wijaya Karya Bangunan Gedung” disingkat PT WIKA Gedung 
sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Wijaya Karya Bangunan Gedung No. 43 tanggal 
24 Oktober 2008, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan 
Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-92223.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 dan 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0116790.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 
serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 28456, BNRI No. 99 tanggal 11 Desember 2009 (“Akta Pendirian WKG”). 
 
Anggaran dasar WKG telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir anggaran dasar WKG adalah 
sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Wijaya Karya 
Bangunan Gedung No. 128 tanggal 24 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta yang 
diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0027333 tanggal 29 Februari 2016 serta telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0026398.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016 yang 
mengubah ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar WKG. 

WKG berdomisili di Gedung Menara MTH Lt. 15 Suite 1506-1507 Jl. MT. haryono Kav. 23 Kelurahan Tebet Timur, 
Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.  
 

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha WKG 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar WKG sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan 
Pemegang Saham Di Luar Rapat “PT Wijaya Karya Bangunan Gedung” No. 11 tanggal 10 September 2012, dibuat  
di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat 
Keputusannya No. AHU-55337.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 29 Oktober 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan di bawah No. AHU-0093780.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 Oktober 2012, maksud dan tujuan WKG 
adalah melaksanakan usaha di bidang: 

a. Industri konstruksi dan engineering; 
b. Jasa pemborongan dengan pola progres termyn maupun turnkey/Build Operate Transfer (BOT); 
c. Pengelolaan dan penyewaan gedung/kawasan niaga terpadu; 
d. Perdagangan dan pemeliharaan peralatan serta material konstruksi; 
e. Layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi dan engineering pada khususnya sesuai dengan 

prinsip-prinsip perseroan terbatas; 
f. Realti, sebagai pengembang realti; 
g. Properti, sebagai investor properti; 
h. Industri pendukung konstruksi bangunan gedung. 
 
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, WKG dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai 
berikut: 

1. Pekerjaan pembangunan gedung (seluruh sektor pembangunan): 
a. Pekerjaan bangunan gedung fungsi hunian meliputi bangunan untuk rumah tinggal, rumah tinggal deret, 

rumah susun, dan rumah tinggal sementara; 
b. Pekerjaan bangunan gedung fungsi keagamaan meliputi masjid, gereja, pura, vihara, klenteng; 
c. Pekerjaan bangunan gedung fungsi usaha meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, 

perindustrian, perhotelan, wisata dan kreasi, terminal dan penyimpanan; 
d. Pekerjaan bangunan gedung fungsi sosial dan budaya meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, 

kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium dan pelayanan umum; 
e. Pekerjaan interior; 
f. Pekerjaan eksterior; 
g. Pekerjaan landscape; 
h. Pekerjaan tata lingkungan. 

2. Pekerjaan mekanikal, elektrikal dan plumbing gedung: 
a. Pekerjaan mekanikal elektrikal/kelistrikan dan plumbing pada bangunan gedung dan industri; 
b. Tata udara/Air Conditioning (AC); 
c. Pemasangan alat angkut/alat angkat. 

3. Pekerjaan sistem radio, telekomunikasi, instrumentasi dan teknologi informasi dan elektronik lainnya; 
4. Jasa perencanaan, feasibility study, perancangan (desain), quantity, surveying, project management services, 

constructions management series, pengawasan, rancang bangun (design and build); 
5. Pengelolaan (building management) dan penyewaan gedung kawasan niaga terpadu; 
6. Pengembang, pembangunan dan penjualan di bidang property dan realti termasuk sarana dan prasarananya; 
7. Pengembang, pembangunan dan pemilikan di bidang properti termasuk penyewaan sarana dan prasarananya. 
 
Selain kegiatan usaha utama sebagaimana diuraikan di atas, WKG dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang 
dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk: 
 
1. Layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi dan engineering; 
2. Penyediaan jasa pengadaan/perdagangan serta penyewaan peralatan/material konstruksi; 
3. Industri terkait di bidang konstruksi bangunan gedung; 
4. Jasa pengelolaan bidang realti dan properti. 
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Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham WKG 
Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian WKG, struktur permodalan dan susunan pemegang saham WKG adalah 
sebagai berikut: 

Pemegang Saham 

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham 

Jumlah Saham Nilai Nominal 
(Rp) % 

(lembar) 

Modal Dasar 200 200.000.000.000 - 

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    
Perseroan 49.5 49.500.000.000 99 

Koperasi Karyawan PT Wijaya Karya 500 500.000.000 1 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 50 50.000.000.000 100,00 

Saham Dalam Portepel  150 150.000.000.000 - 
 

Pengurusan dan Pengawasan WKG 
 
Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat PT Wijaya Karya Bangunan 
Gedung No. 39 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan 
dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0065981 tanggal 22 Juli 2016 serta telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0085941.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Juli 2016 juncto akta Pernyataan 
Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Wijaya Karya Bangunan Gedung No. 28 tanggal 9 Juni 2016 yang dibuat 
di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah  
No. AHU-AH.01.03-0055826 tanggal 9 Juni 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0071065.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi WKG adalah 
sebagai berikut: 
 
Komisaris Utama  : Destiawan Soewardjono 
Komisaris Independen  : Muhammad Donny Azdan 
Komisaris   : Suradi 
Komisaris   : Nariman Prasetyo     

 
Direktur Utama  : Ridwan Abdul Muthalib 
Wakil Direktur Utama  : Novel Arsyad 
Direktur   : Zakaria 
Direktur   : Nur Al Fata 
Direktur   : Widhi Pudjiyono 
 
LAPORAN KEUANGAN 
 
Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif  
 
  (Dalam Ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
31 Desember  30 Juni  
2014 2015 2015 2016 

Penjualan Bersih 1.218.865.540 1.431.935.642 613.176.160 845.519.464 
Beban Pokok Penjualan (1.098.878.829) (1.270.164.138) (548.699.724) (741.827.170) 
Laba Usaha 101.705.200 142.372.593 51.888.113 89.956.838 
Laba Bersih 65.679.369 108.059.993 42.248.294 62.364.501 
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode 
Berjalan 62.427.789 110.524.974 44.713.275  58.793.764 
 
Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan  

(Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
Per Tanggal 31 Desember Per Tanggal 30 Juni 
2014 2015 2016 

Jumlah Aset 1.012.482.956 1.350.265.335 1.376.808.389 
Jumlah Liabilitas 816.450.405 1.063.120.791 1.063.288.079 
Jumlah Ekuitas 196.032.551 287.144.544 313.520.310 
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Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham WKG 
Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian WKG, struktur permodalan dan susunan pemegang saham WKG adalah 
sebagai berikut: 

Pemegang Saham 

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham 

Jumlah Saham Nilai Nominal 
(Rp) % 

(lembar) 

Modal Dasar 200 200.000.000.000 - 

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    
Perseroan 49.5 49.500.000.000 99 

Koperasi Karyawan PT Wijaya Karya 500 500.000.000 1 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 50 50.000.000.000 100,00 

Saham Dalam Portepel  150 150.000.000.000 - 
 

Pengurusan dan Pengawasan WKG 
 
Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat PT Wijaya Karya Bangunan 
Gedung No. 39 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan 
dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0065981 tanggal 22 Juli 2016 serta telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0085941.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Juli 2016 juncto akta Pernyataan 
Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Wijaya Karya Bangunan Gedung No. 28 tanggal 9 Juni 2016 yang dibuat 
di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah  
No. AHU-AH.01.03-0055826 tanggal 9 Juni 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0071065.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi WKG adalah 
sebagai berikut: 
 
Komisaris Utama  : Destiawan Soewardjono 
Komisaris Independen  : Muhammad Donny Azdan 
Komisaris   : Suradi 
Komisaris   : Nariman Prasetyo     

 
Direktur Utama  : Ridwan Abdul Muthalib 
Wakil Direktur Utama  : Novel Arsyad 
Direktur   : Zakaria 
Direktur   : Nur Al Fata 
Direktur   : Widhi Pudjiyono 
 
LAPORAN KEUANGAN 
 
Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif  
 
  (Dalam Ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
31 Desember  30 Juni  
2014 2015 2015 2016 

Penjualan Bersih 1.218.865.540 1.431.935.642 613.176.160 845.519.464 
Beban Pokok Penjualan (1.098.878.829) (1.270.164.138) (548.699.724) (741.827.170) 
Laba Usaha 101.705.200 142.372.593 51.888.113 89.956.838 
Laba Bersih 65.679.369 108.059.993 42.248.294 62.364.501 
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode 
Berjalan 62.427.789 110.524.974 44.713.275  58.793.764 
 
Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan  

(Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
Per Tanggal 31 Desember Per Tanggal 30 Juni 
2014 2015 2016 

Jumlah Aset 1.012.482.956 1.350.265.335 1.376.808.389 
Jumlah Liabilitas 816.450.405 1.063.120.791 1.063.288.079 
Jumlah Ekuitas 196.032.551 287.144.544 313.520.310 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN  
 
Periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir 
tanggal 30 Juni 2015 
  
a) Penjualan Bersih 

Selama periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, penjualan bersih sebesar Rp845.519.464 ribu 
mengalami peningkatan sebesar 37,89% jika dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir tanggal  
30 Juni 2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan realisasi penjualan dan peningkatan 
produktivitas dari perolehan omzet kontrak baru.  
 

b) Beban Pokok Penjualan  
Selama periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, beban pokok penjualan sebesar Rp741.827.170 
ribu mengalami peningkatan sebesar 35,20% jika dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 
tanggal 30 Juni 2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh  meningkatnya perolehan omzet kontrak 
baru.  

 
c) Laba Usaha 

Selama periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, laba usaha sebesar Rp89.956.838 ribu 
mengalami peningkatan sebesar 73,37% jika dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir tanggal  
30 Juni  2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh upaya effisiensi,effektivitas metode kerja, tata 
kelola perusahaan yang lebih baik serta selektif dalam hal penentuan Pemberi Kerja (Owner). 
 

d) Laba Bersih 
Selama periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, laba bersih sebesar Rp62.364.501 ribu 
mengalami peningkatan sebesar 47,61% jika dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir tanggal  
30 Juni 2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kebijakan penentuan perolehan kontrak. 
 

e) Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan 
Selama periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, jumlah pendapatan komprehensif periode 
berjalan sebesar Rp58.793.764 ribu mengalami peningkatan sebesar 31,49% jika dibandingkan dengan periode 
enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan 
laba bersih. 

 
Tahun Buku 2015 dibandingkan Tahun Buku 2014 
 

a) Laba Usaha 
Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, laba usaha sebesar Rp142.372.593 ribu mengalami 
peningkatan sebesar 39,99% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. 
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh efisiensi biaya produksi. 
 

b) Laba Bersih 
Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, laba bersih sebesar Rp108.059.993 ribu mengalami 
peningkatan sebesar 64,53% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. 
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh semakin meningkatnya pengelolaan usaha dan profitabilitas 
perusahaan. 
 

c) Jumlah Penghasilan  Komprehensif Periode Berjalan 
Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, jumlah pendapatan komprehensif periode berjalan sebesar 
Rp 110.524.974 ribu mengalami peningkatan sebesar 77,04% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir 
tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatya laba usaha yang 
dikarenakan adanya efisiensi biaya produksi.  

 

e. PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi (“WRK”)  

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham WRK sebesar 90,04%. 

Riwayat Singkat WRK 
 
WRK suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan  
di Jakarta Selatan. WRK didirikan dengan nama “PT Catur Insan Pertiwi” sebagaimana termaktub dalam Akta 
Perseroan Terbatas Catur Insan Pertiwi (PT Catur Insan Pertiwi ) No. 21 tanggal 28 Februari 1984, yang dibuat di 
hadapan Soehardjono pengganti Ali Harsojo, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menkumham 
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sesuai dengan Surat Keputusannya No. 02-6005.HT.01.01.TH.84 tanggal 24 Oktober 1984 dan telah didaftarkan  
di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 809 tanggal 15 November 1984. 

Anggaran dasar WRK telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir anggaran dasar WRK adalah 
sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Wijaya Karya Rekayasa 
Konstruksi No. 28 tanggal 28 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta 
yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-
0007463.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 19 April 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah  
No. AHU-0049108.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 19 April 2016 yang mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar 
WRK. 

WRK berdomisili di Gedung Menara MTH Lt. 17 Suite 1706-1707, Jl. MT. Haryono Kav. 23 Kelurahan Tebet Timur, 
Kecamatan Tebet Jakarta Selatan 

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha WRK 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar WRK sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan 
Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi No. 28 tanggal 28 Maret 2016, dibuat dihadapan 
Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta  dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan 
Surat Keputusannya No. AHU-0007463.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 19 April 2016 serta telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0049108.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 19 April 2016, maksud dan tujuan WRK 
ialah melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi, jasa engineering procurement and construction, jasa 
fabrikasi, jasa pengoperasian dan pemeliharaan serta kegiatan investasi yang menunjang kegiatan usaha dimaksud. 

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, WRK dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang-bidang: 
1. Engineering procurement and construction, termasuk jasa comissioning, serta jasa pengoperasian dan 

pemeliharaan: 
1. Pembangkit tenaga listrik semua daya, antara lain pada: 

a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel; 
b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas; 
c. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Dan Gas; 
d. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Dan Uap; 
e. Pembangkit Listrik Gas Batubara; 
f. Pembangkit Listrik Tenaga Air; 
g. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi; 
h. Pembangkit Listrik Tenaga Biomas. 

 
2. Perminyakan dan gas, antara lain pada: 

a. Oil & Gas Pipeline; 
b. Tank Terminal; 
c. Oil Storage Tank; 
d. Petrochemical Plant; 
e. Rig Onshore/Offshore. 

 
3. Perindustrian, antara lain pada: 

a. Oleochemical Plant; 
b. Agro Industri Plant; 
c. Fertilizer Plant; 
d. Manufacturing Plant; 
e. Water Treatment Plant. 

 
4. Sarana dan Prasarana Perhubungan, antara lain pada: 

a. Bandar Udara; 
b. Pelabuhan; 
c. Kereta Api; 
d. Terminal. 

 
2. Jasa Fabrikasi; 

1. Steel Structure; 
2. Tankages; 
3. Piping, ducting & accessories; 
4. Equipment; 
5. Machinery. 
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sesuai dengan Surat Keputusannya No. 02-6005.HT.01.01.TH.84 tanggal 24 Oktober 1984 dan telah didaftarkan  
di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 809 tanggal 15 November 1984. 

Anggaran dasar WRK telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir anggaran dasar WRK adalah 
sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Wijaya Karya Rekayasa 
Konstruksi No. 28 tanggal 28 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta 
yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-
0007463.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 19 April 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah  
No. AHU-0049108.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 19 April 2016 yang mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar 
WRK. 

WRK berdomisili di Gedung Menara MTH Lt. 17 Suite 1706-1707, Jl. MT. Haryono Kav. 23 Kelurahan Tebet Timur, 
Kecamatan Tebet Jakarta Selatan 

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha WRK 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar WRK sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan 
Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi No. 28 tanggal 28 Maret 2016, dibuat dihadapan 
Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta  dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan 
Surat Keputusannya No. AHU-0007463.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 19 April 2016 serta telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0049108.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 19 April 2016, maksud dan tujuan WRK 
ialah melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi, jasa engineering procurement and construction, jasa 
fabrikasi, jasa pengoperasian dan pemeliharaan serta kegiatan investasi yang menunjang kegiatan usaha dimaksud. 

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, WRK dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang-bidang: 
1. Engineering procurement and construction, termasuk jasa comissioning, serta jasa pengoperasian dan 

pemeliharaan: 
1. Pembangkit tenaga listrik semua daya, antara lain pada: 

a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel; 
b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas; 
c. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Dan Gas; 
d. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Dan Uap; 
e. Pembangkit Listrik Gas Batubara; 
f. Pembangkit Listrik Tenaga Air; 
g. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi; 
h. Pembangkit Listrik Tenaga Biomas. 

 
2. Perminyakan dan gas, antara lain pada: 

a. Oil & Gas Pipeline; 
b. Tank Terminal; 
c. Oil Storage Tank; 
d. Petrochemical Plant; 
e. Rig Onshore/Offshore. 

 
3. Perindustrian, antara lain pada: 

a. Oleochemical Plant; 
b. Agro Industri Plant; 
c. Fertilizer Plant; 
d. Manufacturing Plant; 
e. Water Treatment Plant. 

 
4. Sarana dan Prasarana Perhubungan, antara lain pada: 

a. Bandar Udara; 
b. Pelabuhan; 
c. Kereta Api; 
d. Terminal. 

 
2. Jasa Fabrikasi; 

1. Steel Structure; 
2. Tankages; 
3. Piping, ducting & accessories; 
4. Equipment; 
5. Machinery. 

 
 

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, WRK dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam 
rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk: 
A. Jasa Rekayasa dan Rancang Bangun; 
B. Jasa Pelatihan Tenaga Kerja untuk para welder, fitter, rigger dan operator; 
C. Perdagangan selaku agen atau perwakilan peralatan yang terkait dengan kegiatan usaha utama. 
 
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham WRK 

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wijaya Karya Insan Pertiwi No. 60 tanggal  
18 November 2011 yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan 
Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-14029.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 16 Maret 2012 dan 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0023330.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 16 Maret 2012, 
struktur permodalan dan susunan pemegang saham WRK adalah sebagai berikut: 

Pemegang Saham 

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham 

Jumlah Saham Nilai Nominal 
(Rp) % 

(lembar) 

Modal Dasar 160 160.000.000.000 - 

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    
Perseroan 38.625 38.625.000.000 90,04 

Widjanarko Tantono 2.124 2.124.000.000 4,95 

Hastjaryo 1.416 1.416.000.000 3,30 

Suprapto 731 731.000.000 1,71 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 42.896 42.896.000.000 100,00 

Saham Dalam Portepel  117.104 117.104.000.000 - 
 

Pengurusan dan Pengawasan WRK 
 
Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat PT Wijaya Karya Rekayasa 
Konstruksi No. 72 tanggal 16 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima 
dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0053087 tanggal 31 Mei 2016 serta telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0066743.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016, susunan anggota 
Dewan Komisaris dan Direksi WIK adalah sebagai berikut: 
 
Komisaris Utama   : Bambang Pramujo  
Komisaris    : Widjanarko Tantono 
Komisaris    : Elvis Nurhasral 
 
 
Direktur Utama   : Akmal Malik 
Direktur    : Adang Hamdani 
Direktur    : Wawan Setiawan Diono 
 

 
LAPORAN KEUANGAN  
 
Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif  
 
  (Dalam Ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
31 Desember  30 Juni  
2014 2015 2015 2016 

Penjualan  116.789.360    222.254.554 110.445.644 132.817.293 
Beban Pokok Penjualan 101.562.712 187.787.536 100.586.746 120.123.309 
Laba Usaha   11.159.997  22.211.744     5.885.521    8.260.430 
Laba Bersih     7.575.170  12.505.655     3.623.054    3.178.482 
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode 
Berjalan     8.940.557 11.753.133    3.623.054    2.422.805 
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Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan  
(Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
Per Tanggal 31 Desember Per Tanggal 30 Juni 
2014 2015 2016 

Jumlah Aset 173.308.657 205.016.839 331.554.796 
Jumlah Liabilitas   71.796.694   91.751.743 219.618.591 
Jumlah Ekuitas 101.511.962 113.265.096 111.936.205 
 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN  
 
Periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 
tanggal 30 Juni 2015 
 
a) Laba Usaha 

Selama periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, laba usaha sebesar Rp8.260.430 ribu mengalami 
peningkatan sebesar 40,35% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal 30 Juni 2015. 
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada laba ventura bersama. 
 

b) Jumlah Pendapatan Komprehensif Periode Berjalan 
Selama periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, jumlah pendapatan komprehensif periode 
berjalan sebesar Rp2.422.805 ribu mengalami penurunan sebesar 33,13% jika dibandingkan dengan tahun buku 
yang berakhir tanggal 30 Juni 2015. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh rugi selisih kurs dan turunnya 
pendapatan bunga deposito. 
 

30 Juni 2016 Dibandingkan Dengan 31 Desember 2015 
 
a) Jumlah Liabilitas 

Jumlah liabilitas pada 30 Juni 2016 sebesar Rp219.618.591 ribu meningkat sebesar 139,36% jika dibandingkan 
dengan tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan jumlah liabilitas terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan 
diterima di muka dari pemberi kerja dan biaya yang masih harus dibayar.  

 
Tahun Buku 2015 dibandingkan Tahun Buku 2014 
 
a) Penjualan Bersih 

Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, penjualan bersih sebesar Rp222.254.554 ribu mengalami 
peningkatan sebesar 90,30% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. 
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada penjualan konstruksi pada proyek PLTD 
Oecusee. Peningkatan penjualan pada segmen tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah proyek-proyek 
infrastruktur dalam rangka merealisasikan program percepatan pembangunan yang menjadi program 
pemerintah. 
 

b) Beban Pokok Penjualan  
Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, beban pokok penjualan sebesar Rp187.787.536 ribu 
mengalami peningkatan sebesar 84,90% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal  
31 Desember 2014. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan biaya upah gaji, subkontraktor dan 
bahan baku konstruksi dimana pada tahun 2015 beberapa pekerjaan proyek telah selesai seperti Proyek IKBB 
Marunda Proyek IKBB Dumai, Proyek Betano Facilities dan Proyek PLTU 2x16.5MW KUPANG. 
 

c) Laba Usaha 
Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, laba usaha sebesar Rp22.211.744 ribu mengalami 
peningkatan sebesar 99,03% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. 
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sebesar 90,30% dan turunnya beban usaha 
sebesar 3,46%. 
 

d) Laba Bersih 
Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, laba bersih sebesar Rp12.505.655 ribu mengalami 
peningkatan sebesar 65,09% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014.. 
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sebesar 90,30%, turunnya laba pada ventura 
bersama sebesar 125,06%  dan turunnya beban usaha sebesar 3,46%. 
 

e) Jumlah Pendapatan Komprehensif Periode Berjalan 
Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, jumlah pendapatan komprehensif periode berjalan sebesar 
Rp11.753.133 ribu mengalami peningkatan sebesar 31,46% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir 
tanggal 31 Desember 2014.. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh enaikan penjualan sebesar 90,30%, 
turunnya laba pada ventura bersama sebesar 125,06%  dan turunnya beban usaha sebesar 3,46%. 
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Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan  
(Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
Per Tanggal 31 Desember Per Tanggal 30 Juni 
2014 2015 2016 

Jumlah Aset 173.308.657 205.016.839 331.554.796 
Jumlah Liabilitas   71.796.694   91.751.743 219.618.591 
Jumlah Ekuitas 101.511.962 113.265.096 111.936.205 
 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN  
 
Periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 
tanggal 30 Juni 2015 
 
a) Laba Usaha 

Selama periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, laba usaha sebesar Rp8.260.430 ribu mengalami 
peningkatan sebesar 40,35% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal 30 Juni 2015. 
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada laba ventura bersama. 
 

b) Jumlah Pendapatan Komprehensif Periode Berjalan 
Selama periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, jumlah pendapatan komprehensif periode 
berjalan sebesar Rp2.422.805 ribu mengalami penurunan sebesar 33,13% jika dibandingkan dengan tahun buku 
yang berakhir tanggal 30 Juni 2015. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh rugi selisih kurs dan turunnya 
pendapatan bunga deposito. 
 

30 Juni 2016 Dibandingkan Dengan 31 Desember 2015 
 
a) Jumlah Liabilitas 

Jumlah liabilitas pada 30 Juni 2016 sebesar Rp219.618.591 ribu meningkat sebesar 139,36% jika dibandingkan 
dengan tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan jumlah liabilitas terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan 
diterima di muka dari pemberi kerja dan biaya yang masih harus dibayar.  

 
Tahun Buku 2015 dibandingkan Tahun Buku 2014 
 
a) Penjualan Bersih 

Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, penjualan bersih sebesar Rp222.254.554 ribu mengalami 
peningkatan sebesar 90,30% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. 
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada penjualan konstruksi pada proyek PLTD 
Oecusee. Peningkatan penjualan pada segmen tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah proyek-proyek 
infrastruktur dalam rangka merealisasikan program percepatan pembangunan yang menjadi program 
pemerintah. 
 

b) Beban Pokok Penjualan  
Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, beban pokok penjualan sebesar Rp187.787.536 ribu 
mengalami peningkatan sebesar 84,90% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal  
31 Desember 2014. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan biaya upah gaji, subkontraktor dan 
bahan baku konstruksi dimana pada tahun 2015 beberapa pekerjaan proyek telah selesai seperti Proyek IKBB 
Marunda Proyek IKBB Dumai, Proyek Betano Facilities dan Proyek PLTU 2x16.5MW KUPANG. 
 

c) Laba Usaha 
Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, laba usaha sebesar Rp22.211.744 ribu mengalami 
peningkatan sebesar 99,03% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. 
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sebesar 90,30% dan turunnya beban usaha 
sebesar 3,46%. 
 

d) Laba Bersih 
Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, laba bersih sebesar Rp12.505.655 ribu mengalami 
peningkatan sebesar 65,09% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014.. 
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sebesar 90,30%, turunnya laba pada ventura 
bersama sebesar 125,06%  dan turunnya beban usaha sebesar 3,46%. 
 

e) Jumlah Pendapatan Komprehensif Periode Berjalan 
Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, jumlah pendapatan komprehensif periode berjalan sebesar 
Rp11.753.133 ribu mengalami peningkatan sebesar 31,46% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir 
tanggal 31 Desember 2014.. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh enaikan penjualan sebesar 90,30%, 
turunnya laba pada ventura bersama sebesar 125,06%  dan turunnya beban usaha sebesar 3,46%. 

f.  PT Wijaya Karya Bitumen (“WIKA BITUMEN”)  

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham BITUMEN secara langsung 
sebesar 99% dan secara tidak langsung melalui WKG sebesar 1%  

Riwayat Singkat BITUMEN 
 
BITUMEN suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan 
di Banabungi, Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. BITUMEN didirikan dengan nama “PT Sarana Karya (Persero)” 
sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Sarana Karya (Persero) No. 1 tanggal 1 September 1984, 
yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta juncto Akta Perubahan 
No. 111 tanggal 26 Juli 1985 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh 
pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-391.HT.01.01.TH.86 tanggal 7 Februari 1986 dan 
telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 310/Not/1986/PN JKT SEL tanggal  
10 Maret 1986 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 1203, BNRI No. 82 tanggal 14 Oktober 1986. 
 

Anggaran dasar BITUMEN telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir anggaran dasar BITUMEN 
adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Wijaya Karya 
Bitumen No. 3 tanggal 13 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta yang telah 
diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0071896 tanggal 16 Agustus 2016  serta telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0094954.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang 
mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 s/d 33 Anggaran Dasar BITUMEN. 

BITUMEN berdomisili di Signature Park Apartement Lt.3, Suite 03-06 Jl. MT. Haryono Kav. 22 Kelurahan Tebet Timur, 
Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.  

 
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha BITUMEN 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BITUMEN sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan 
Pemegang Saham di luar Rapat PT Wijaya Karya Bitumen No. 3 tanggal 13 Juli 2016, dibuat di hadapan Karin Christiana 
Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta  dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-
0071896 tanggal 16 Agustus 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0094954.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 16 Agustus 2016, maksud dan tujuan BITUMEN ialah melaksanakan kegiatan 
usaha di bidang pertambangan, industri material pertambangan dan konstruksi, perdagangan dan distribusi, 
pengangkutan dan jasa pelabuhan. 

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BITUMEN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 

1. Mengadakan penyelidikan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan batuan aspal dan semua jenis bitumen di seluruh 
Pulau Buton dan sekitarnya serta wilayah lainnya di Republik Indonesia; 

2. Mengolah, mengelola, dan mengembangkan batuan aspal dan semua jenis bitumen menjadi produk industri yang 
bernilai tambah tinggi untuk infrastruktur perhubungan serta industri lainnya; 

3. Mengolah, mengelola, dan mengembangkan hasil alam dan bahan galian lainnya menjadi produk industri yang 
bernilai tambah tinggi untuk infrastruktur perhubungan serta industri lainnya; 

4. Melaksanakan usaha perdagangan dan mengembangkan jaringan distribusi untuk memperdagangkan hasil 
produk industri aspal dan semua jenis bitumen serta produk turunan lainnya untuk pasar alam dan luar negeri; 

5. Mengangkut hasil produksi pertambangan dan hasil produksi industri olahan batuan aspal dan semua jenis 
bitumen serta produk turunan lainnya; 

6. Jasa pelabuhan: 

Mengembangkan dan melaksanakan jasa bongkar/muat untuk kapal dan/atau tongkang di pelabuhan khusus 
BITUMEN di wilayah Republik Indonesia. 

 

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BITUMEN 

Sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sarana Karya No. 83 tanggal 
30 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta  yang telah diterima dan 
dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-18073.40.22.2014 tanggal 7 Juli 2014 serta telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0069144.40.80.2014 tanggal 7 Juli 2014, struktur permodalan dan susunan 
pemegang saham BITUMEN adalah sebagai berikut: 
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Pemegang Saham 

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham 

Jumlah Saham Nilai Nominal 
(Rp) % 

(lembar) 

Modal Dasar 7.431 7.431.982.660 - 

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    
Perseroan 4.95 4.950.000.000 99 

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung 50 50.000.000 1 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5 5.000.000.000 100,00 

Saham Dalam Portepel  2.431 2.431.982.660 - 
 

Pengurusan dan Pengawasan BITUMEN 
 
Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat PT Wijaya Karya Bitumen 
No. 5 tanggal 6 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima 
dan dicatat di dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0063775 tanggal 7 Juli 2016 serta telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0082662.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 7 Juli 2016 juncto akta Pernyataan 
Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat PT Wijaya Karya Bitumen No. 2 tanggal 13 Juli 2016 yang dibuat di hadapan 
Karin Christiana Basoeki S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam database SABH di bawah  
No. AHU-AH.01.03-0068926 tanggal 3 Agustus 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah  
No. AHU-0090372.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 3 Agustus 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi 
BITUMEN adalah sebagai berikut: 

 
Komisaris Utama   : I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra  
Komisaris    : Novias Nurendra  
Komisaris    : Tegar M. Erwin Usman 

 
Direktur Utama   : Arifin Fahmi 
Direktur    : Natal Argawan Pardede 
 
LAPORAN KEUANGAN 
 
Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif  
 
  (Dalam Ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
31 Desember  30 Juni  
2014 2015 2015 2016 

Penjualan  37.882.676 13.393.399 4.868.926 23.741.916 
Beban Pokok Penjualan 11.375.458 23.186.876 7.324.178 19.706.462 
Laba Usaha 14.504.906 (13.791.121) (6.390.239) 31.033 
Laba Bersih 5.223.261 (15.574.456) (5.830.461) 500.911 
 
Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan  

(Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
Per Tanggal 31 Desember Per Tanggal 30 Juni 
2014 2015 2016 

Jumlah Aset 99.225.514 86.754.638 77.016.213 
Jumlah Liabilitas 46.303.189 55.246.420 45.007.083 
Jumlah Ekuitas 52.922.325 31.508.218 32.009.130 



97

Pemegang Saham 

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham 

Jumlah Saham Nilai Nominal 
(Rp) % 

(lembar) 

Modal Dasar 7.431 7.431.982.660 - 

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    
Perseroan 4.95 4.950.000.000 99 

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung 50 50.000.000 1 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5 5.000.000.000 100,00 

Saham Dalam Portepel  2.431 2.431.982.660 - 
 

Pengurusan dan Pengawasan BITUMEN 
 
Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat PT Wijaya Karya Bitumen 
No. 5 tanggal 6 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima 
dan dicatat di dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0063775 tanggal 7 Juli 2016 serta telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0082662.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 7 Juli 2016 juncto akta Pernyataan 
Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat PT Wijaya Karya Bitumen No. 2 tanggal 13 Juli 2016 yang dibuat di hadapan 
Karin Christiana Basoeki S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam database SABH di bawah  
No. AHU-AH.01.03-0068926 tanggal 3 Agustus 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah  
No. AHU-0090372.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 3 Agustus 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi 
BITUMEN adalah sebagai berikut: 

 
Komisaris Utama   : I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra  
Komisaris    : Novias Nurendra  
Komisaris    : Tegar M. Erwin Usman 

 
Direktur Utama   : Arifin Fahmi 
Direktur    : Natal Argawan Pardede 
 
LAPORAN KEUANGAN 
 
Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif  
 
  (Dalam Ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
31 Desember  30 Juni  
2014 2015 2015 2016 

Penjualan  37.882.676 13.393.399 4.868.926 23.741.916 
Beban Pokok Penjualan 11.375.458 23.186.876 7.324.178 19.706.462 
Laba Usaha 14.504.906 (13.791.121) (6.390.239) 31.033 
Laba Bersih 5.223.261 (15.574.456) (5.830.461) 500.911 
 
Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan  

(Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
Per Tanggal 31 Desember Per Tanggal 30 Juni 
2014 2015 2016 

Jumlah Aset 99.225.514 86.754.638 77.016.213 
Jumlah Liabilitas 46.303.189 55.246.420 45.007.083 
Jumlah Ekuitas 52.922.325 31.508.218 32.009.130 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN  
 
Periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir 
tanggal 30 Juni 2015 
 
a) Penjualan  

Selama periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, penjualan bersih sebesar Rp23.741 ribu 
mengalami peningkatan sebesar 387,62% jika dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir tanggal  
30 Juni 2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penjualan ekspor aspal ke negara Republik 
Rakyat China. 
 

b) Beban Pokok Penjualan  
Selama periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, beban pokok penjualan sebesar Rp19.706 ribu 
mengalami peningkatan sebesar 169,06% jika dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir tanggal  
30 Juni 2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya efisiensi biaya langsung produksi. 
 

c) Laba Usaha 
Selama periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, laba usaha sebesar Rp31.033 ribu mengalami 
peningkatan sebesar 99,51% jika dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2015. 
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penjualan dan adanya efisiensi biaya 
langsung produksi. 
 

d) Laba Bersih 
Selama periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, laba bersih sebesar Rp500.911 ribu mengalami 
peningkatan sebesar 96,41% jika dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2015. 
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan lain-lain. 
 

Tahun Buku 2015 dibandingkan Tahun Buku 2014 
 

a) Penjualan Bersih 
Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, jumlah penjualan bersih sebesar Rp13.393.399 ribu 
menurun sebesar 64,65% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. 
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penjualan ekspor ke negara Republik Rakyat China. 
 

b) Beban Pokok Penjualan  
Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, beban pokok penjualan sebesar Rp23.186.876 ribu 
meningkat sebesar 103,83% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. 
Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan biaya produksi langsung. 

 
c) Laba Usaha 

Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, laba usaha sebesar Rp(13.791.121 ribu), menurun sebesar 
195,08% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. Penurunan tersebut 
terutama disebabkan oleh tidak tercapainya target penjualan dan beban usaha yang tetap harus dikeluarkan. 

 
d) Laba Bersih 

 Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, laba bersih sebesar Rp(15.574.456 ribu), menurun sebesar 
398,17% jika dibandingkan dengan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. Penurunan tersebut 
terutama disebabkan oleh penjualan yang tidak mencapai target dan adanya beban overhead tetap. 

 
e) Jumlah Ekuitas 

Jumlah Ekuitas pada 31 Desember 2015 sebesar Rp 31.508.218 ribu menurun sebesar 40,46% jika dibandingkan 
dengan tanggal 31 Desember 2014. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya rugi bersih tahun 
berjalan.  
 

Entitas Anak & Entitas Asosiasi (Kepemilikan Langsung Dan Tidak Langsung Di Bawah 50%) Dan Dikonsolidasikan Dalam 
Laporan Keuangan Perseroan 

a. PT Wijaya Karya Komponen Beton (“KOBE”)  

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham secara tidak langsung 
melalui WTON sebesar 51% . 
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Riwayat Singkat KOBE 
 
WIKA KOBE didirikan dengan nama PT Wijaya Karya Komponen Beton merupakan suatu perseroan terbatas yang 
didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Karawang. WIKA KOBE 
didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Wijaya Karya Komponen Beton No. 18 tanggal  
10 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat yang telah 
memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya di bawah No. AHU-25815.AH.01.01.Tahun 
2012 tanggal 14 Mei 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0043111.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 14 Mei 2012. (“Akta Pendirian WIKA KOBE”). 
 
WIKA KOBE berdomisili di Kawasan Industri Suryacipta Jl. Surya Madya III Kav. 1-28Q, Desa Kutanegara, Kecamatan 
Ciampel, Kabupaten Karawang. 
 
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha KOBE 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar WIKA KOBE sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian WIKA KOBE, 
maksud dan tujuan WIKA KOBE ialah Perindustrian dan Perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut 
WIKA KOBE dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 
a. Perindustrian, meliputi Industri Beton Pracetak dan kegiatan usaha yang terkait, antara lain: 

- Produksi jembatan beton, dinding penahan beton, dan produk pipa beton. 
- Melakukan kegiatan impor mesin-mesin, peralatan-peralatan, suku cadang dan bahan-bahan baku yang 

diperlukan untuk membuat produk beton pracetak. 
b. Menjalankan usaha dibidang perdagangan, antara lain: 

- Penjualan dan pemasangan beton pracetak baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 
 

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham KOBE 

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian WIKA KOBE, struktur permodalan dan susunan pemegang saham WIKA 
KOBE adalah sebagai berikut: 

Pemegang Saham 

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham 

Jumlah Saham 
Nilai Nominal (Rp) % 

(lembar) 

Modal Dasar 374.000 374.000.000.000 - 

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    
WTON 47.685 47.685.000.000 51 

PT Komponindo Betonjaya 45.815 45.815.000.000 49 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 93.500 93.500.000.000 100 

Saham Dalam Portepel  280.500 280.500.000.000   

 

Pengurusan dan Pengawasan KOBE 
 
Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT Wijaya Karya 
Komponen Beton No. 17 tanggal 13 April 2016 yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Kota 
Jakarta Pusat yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya di bawah  
No. AHU-AH.01.03-0041539 tanggal 15 April 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0049107.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 15 April 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi WIKA KOBE 
adalah sebagai berikut: 
 
Presiden Komisaris   : Masahiro Nakai 
Komisaris    : Hadian Pramudita 

 
Presiden Direktur   : Bambang Legowo 
Direktur    : Koichiro Onzuka 
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Riwayat Singkat KOBE 
 
WIKA KOBE didirikan dengan nama PT Wijaya Karya Komponen Beton merupakan suatu perseroan terbatas yang 
didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Karawang. WIKA KOBE 
didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Wijaya Karya Komponen Beton No. 18 tanggal  
10 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat yang telah 
memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya di bawah No. AHU-25815.AH.01.01.Tahun 
2012 tanggal 14 Mei 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0043111.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 14 Mei 2012. (“Akta Pendirian WIKA KOBE”). 
 
WIKA KOBE berdomisili di Kawasan Industri Suryacipta Jl. Surya Madya III Kav. 1-28Q, Desa Kutanegara, Kecamatan 
Ciampel, Kabupaten Karawang. 
 
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha KOBE 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar WIKA KOBE sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian WIKA KOBE, 
maksud dan tujuan WIKA KOBE ialah Perindustrian dan Perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut 
WIKA KOBE dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 
a. Perindustrian, meliputi Industri Beton Pracetak dan kegiatan usaha yang terkait, antara lain: 

- Produksi jembatan beton, dinding penahan beton, dan produk pipa beton. 
- Melakukan kegiatan impor mesin-mesin, peralatan-peralatan, suku cadang dan bahan-bahan baku yang 

diperlukan untuk membuat produk beton pracetak. 
b. Menjalankan usaha dibidang perdagangan, antara lain: 

- Penjualan dan pemasangan beton pracetak baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 
 

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham KOBE 

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian WIKA KOBE, struktur permodalan dan susunan pemegang saham WIKA 
KOBE adalah sebagai berikut: 

Pemegang Saham 

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham 

Jumlah Saham 
Nilai Nominal (Rp) % 

(lembar) 

Modal Dasar 374.000 374.000.000.000 - 

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    
WTON 47.685 47.685.000.000 51 

PT Komponindo Betonjaya 45.815 45.815.000.000 49 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 93.500 93.500.000.000 100 

Saham Dalam Portepel  280.500 280.500.000.000   

 

Pengurusan dan Pengawasan KOBE 
 
Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT Wijaya Karya 
Komponen Beton No. 17 tanggal 13 April 2016 yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Kota 
Jakarta Pusat yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya di bawah  
No. AHU-AH.01.03-0041539 tanggal 15 April 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0049107.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 15 April 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi WIKA KOBE 
adalah sebagai berikut: 
 
Presiden Komisaris   : Masahiro Nakai 
Komisaris    : Hadian Pramudita 

 
Presiden Direktur   : Bambang Legowo 
Direktur    : Koichiro Onzuka 

b. PT Citra Lautan Teduh (“CLT”)  

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham secara tidak langsung 
melalui WTON sebesar 99,5%.  

 
Riwayat Singkat CLT 

 
CLT suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan  
di Batam. CLT didirikan dengan nama “PT Citra Lautan Teduh” sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas 
PT Citra Lautan Teduh No. 19 tanggal 12 Juli 1994 juncto Akta Perbaikan No. 24 tanggal 29 Oktober 1994 yang 
keduanya dibuat di hadapan Nurhayati Surya Sumirat, S.H., Notaris di Batam yang telah memperoleh pengesahan 
Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-5921.HT.01.01.TH’95 tanggal 11 Mei 1995 dan telah 
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah No. 227/N/VII/1995/PN BTM tanggal 5 Juli 1995 serta 
telah diumumkan dalam Tambahan No. 8618, Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 17 Oktober 1995. 
 

Anggaran dasar CLT telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir anggaran dasar CLT adalah 
sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat dan Perubahan Anggaran 
Dasar PT Citra Lautan Teduh No. 21 tanggal 17 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal S.H., 
M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya  
No. AHU-0004266.AH.01.02.Tahun 2015 dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-
AH.01.03-0017289 keduanya tanggal 18 Maret 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah  
No. AHU-0032330.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015 (“Akta No. 21/2015”) yang mengubah ketentuan 
Pasal 4 sampai dengan Pasal 32 Anggaran Dasar CLT. 
 

CLT berdomisili di Jl. Hang Jebat KM.01 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.  

 
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha CLT 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar CLT sebagaimana termaktub dalam Akta No. 21/2015, maksud dan 
tujuan CLT ialah berusaha dalam bidang perdagangan dan industri beton, jasa konstruksi dan bidang usaha lain yang 
terkait. 

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, CLT dapat melaksanakan kegiatan usaha utama: 

a. Melakukan Perencanaan, Produksi, Penjualan, Pemasangan, dan Pelaksanaan Konstruksi produk-produk beton, 
antara lain: 
1. Tiang transmisi dan distribusi kelistrikan dan tiang telepon; 
2. Tiang pancang; 
3. Bantalan jalan rel; 
4. Produk beton untuk jembatan; 
5. Produk beton untuk dinding penahan tanah; 
6. Produk beton untuk bangunan air; 
7. Produk beton untuk bangunan gedung; 
8. Produk beton untuk bangunan maritim; 
9. Produk-produk beton lainnya. 

b. Melakukan usaha Jasa Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi dalam bidang usaha: 
1. Sipil; 
2. Elektrikal; 
3. Post tensioning; 

c. Melakukan Perencanaan, Produksi, dan Penjualan produk/komponen bahan bangunan. 
d. Melakukan usaha impor dan ekspor yang terkait dengan kegiatan usaha tersebut pada huruf a, b, dan c di atas. 

 
Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, CLT dapat melakukan kegiatan usaha penunjang 
dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk: 
a. Melakukan usaha Jasa Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi dalam bidang usaha: 

1. Arsitektur; 
2. Mekanikal; 
3. Tata lingkungan; 
4. Pemasangan Komponen Bangunan Berat/Heavy Lifting; 
5. Jasa Pelaksanaan Konstruksi lainnya. 

b. Menjalankan usaha dalam bidang Industrial Estate. 
c. Memproduksi dan menjual beton siap pakai/Ready Mix; 
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d. Melakukan usaha perencanaan, pemasangan, dan manajemen industri produk beton. 
e. Melakukan Perencanaan, Pengelolaan, Penjualan, Pembelian, sewa menyewa dan Perdagangan bidang usaha 

kepelabuhan dan dermaga (Jetty); 
f. Melakukan Penambangan sumber material alam/Quarry; 
g. Melakukan Perencanaan, Pengelolaan, Produksi, Penjualan dan Perdagangan produk/ sumber material 

alam/Quarry; 
h. Melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengelolaan, Penjualan, Pembelian, Sewa-menyewa dan Perdagangan 

Jasa Usaha Angkutan Darat dan Laut; 
i. Melakukan Usaha Investasi. 

 
 

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham CLT 

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 21/2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CLT adalah 
sebagai berikut: 

Pemegang Saham 

Nilai Nominal Rp100,- per saham 

Jumlah Saham Nilai Nominal 
(Rp) % 

(lembar) 

Modal Dasar 3.738.692.000 373.869.200.000,- - 

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    
WTON 929.999.635 92.999.963.500 99,5 

KOPKAR BMW 4.673.365 467.336.500 0,5 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 934.673.000 93.467.300.000 100,00 

Saham Dalam Portepel  2.804.019.000 280.401.900.000 - 

 

Pengurusan dan Pengawasan CLT 
 
Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas  
PT Citra Lautan Teduh No. 14 tanggal 5 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Maria Hilaria Salim S.H., Notaris  
di Kota Batam dan telah diterima dan dicatat di dalam database SABH di bawah No. AHU-47133.40.22.2014 tanggal  
16 Desember 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0131710.40.80.2014  tanggal  
16 Desember 2014, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CLT adalah sebagai berikut: 
 
Komisaris Utama   : Entus Asnawi Mukhson  
Komisaris    : Fery Hendriyanto  

 
Direktur Utama   : Nopian Heryadi 
Direktur    : Mohamad Syafii 

c. PT Wijaya Karya Krakatau Beton (“KRATON”)  

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham KRATON sebesar 10%.  

Riwayat Singkat KRATON 
 
KRATON adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan 
berkedudukan di Kota Cilegon. KRATON didirikan dengan nama “PT Wijaya Karya Krakatau Beton” sebagaimana 
termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Wijaya Karya Krakatau Beton No. 16 tanggal 16 Desember 
2013, yang dibuat di hadapan Indrajati Tandjung, S.H., Notaris di Kota Cilegon dan telah memperoleh pengesahan 
Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-02372.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014 serta 
telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0004311.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 17 Januari 
2014 (“Akta Pendirian KRATON”). 
 
KRATON berdomisili di Jl. Australia I Kav. K2/1 Kawasan KIEC, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Cilegon, 
Banten.  
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d. Melakukan usaha perencanaan, pemasangan, dan manajemen industri produk beton. 
e. Melakukan Perencanaan, Pengelolaan, Penjualan, Pembelian, sewa menyewa dan Perdagangan bidang usaha 

kepelabuhan dan dermaga (Jetty); 
f. Melakukan Penambangan sumber material alam/Quarry; 
g. Melakukan Perencanaan, Pengelolaan, Produksi, Penjualan dan Perdagangan produk/ sumber material 

alam/Quarry; 
h. Melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengelolaan, Penjualan, Pembelian, Sewa-menyewa dan Perdagangan 

Jasa Usaha Angkutan Darat dan Laut; 
i. Melakukan Usaha Investasi. 

 
 

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham CLT 

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 21/2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CLT adalah 
sebagai berikut: 

Pemegang Saham 

Nilai Nominal Rp100,- per saham 

Jumlah Saham Nilai Nominal 
(Rp) % 

(lembar) 

Modal Dasar 3.738.692.000 373.869.200.000,- - 

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    
WTON 929.999.635 92.999.963.500 99,5 

KOPKAR BMW 4.673.365 467.336.500 0,5 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 934.673.000 93.467.300.000 100,00 

Saham Dalam Portepel  2.804.019.000 280.401.900.000 - 

 

Pengurusan dan Pengawasan CLT 
 
Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas  
PT Citra Lautan Teduh No. 14 tanggal 5 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Maria Hilaria Salim S.H., Notaris  
di Kota Batam dan telah diterima dan dicatat di dalam database SABH di bawah No. AHU-47133.40.22.2014 tanggal  
16 Desember 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0131710.40.80.2014  tanggal  
16 Desember 2014, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CLT adalah sebagai berikut: 
 
Komisaris Utama   : Entus Asnawi Mukhson  
Komisaris    : Fery Hendriyanto  

 
Direktur Utama   : Nopian Heryadi 
Direktur    : Mohamad Syafii 

c. PT Wijaya Karya Krakatau Beton (“KRATON”)  

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham KRATON sebesar 10%.  

Riwayat Singkat KRATON 
 
KRATON adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan 
berkedudukan di Kota Cilegon. KRATON didirikan dengan nama “PT Wijaya Karya Krakatau Beton” sebagaimana 
termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Wijaya Karya Krakatau Beton No. 16 tanggal 16 Desember 
2013, yang dibuat di hadapan Indrajati Tandjung, S.H., Notaris di Kota Cilegon dan telah memperoleh pengesahan 
Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-02372.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014 serta 
telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0004311.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 17 Januari 
2014 (“Akta Pendirian KRATON”). 
 
KRATON berdomisili di Jl. Australia I Kav. K2/1 Kawasan KIEC, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Cilegon, 
Banten.  
 
 

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha KRATON 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar KRATON sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian KRATON, 
maksud dan tujuan KRATON ialah berusaha dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan. Untuk mencapai maksud 
dan tujuan tersebut KRATON dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 
a. perindustrian, meliputi industri beton pracetak, antara lain produksi tiang pancang beton dan kegiatan-kegiatan 

lain yang terkait dengan kelancaran serta kontinuitas produksi; 
b. melakukan kegiatan impor mesin-mesin, peralatan-peralatan, suku cadang dan bahan-bahan baku yang 

diperlukan untuk membuat produk beton pracetak; dan 
c. menjalankan usaha di bidang perdagangan, antara lain penjualan beton pracetak baik di dalam negeri maupun 

luar negeri. 
 

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham KRATON 

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT Wijaya Karya Krakatau 
Beton No. 52 tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Indrajati Tandjung, S.H., Notaris di Kota Cilegon yang 
telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0007458 tanggal 28 Januari 2016 dan 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0012271.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Januari 2016, 
struktur permodalan dan susunan pemegang saham KRATON adalah sebagai berikut: 

Pemegang Saham 

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham 

Jumlah Saham 
Nilai Nominal (Rp) % 

(lembar) 

Modal Dasar 175.000 175.000.000.000 - 

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:    
WTON 32.400 32.400.000.000 60 

PT Krakatau Engineering 16.200 16.200.000.000 30 

Perseroan 5.400 5.400.000.000 10 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.400 54.000.000.000 100 

Saham Dalam Portepel  121.000 121.000.000.000   

 

Pengurusan dan Pengawasan KRATON 
 
Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT Wijaya Krakatau Beton 
No. 01 tanggal 2 November 2015 yang dibuat di hadapan Indrajati Tandjung, S.H., Notaris di Kota Cilegon yang telah 
diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0977370 tanggal 4 November 2015 dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3574856.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 November 2015, 
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi KRATON adalah sebagai berikut: 
 
Komisaris Utama   : Siddik Siregar 
Komisaris    : Anwar Ali 

 
Direktur Utama   : Imam Widarsito 
Direktur    : Fredy Dharmawan 
Direktur    : Bambang Arif Setyabudi 
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J. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK AFILIASI 
 
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa 
perjanjian penting dengan pihak-pihak afiliasinya, antara lain sebagai berikut: 
 

No. Perjanjian Para Pihak Deskripsi Singkat Jangka Waktu 
Perseroan 

Perjanjian Penerbitan MTN I dan MTN II 
1.  Akta Perjanjian Penerbitan dan 

Agen Pemantauan Medium 
Term Notes (MTN) I Wijaya 
Karya Tahun 2014 No. 13 
tanggal 5 November 2014 
juncto  Akta Perubahan I 
Perjanjian Penerbitan dan Agen 
Pemantauan Medium Term 
Notes (MTN) I Wijaya Karya 
Tahun 2014 No. 46 tanggal 17 
November 2014, yang 
keduanya dibuat di hadapan 
Fathiah Helmi, S.H., Notaris di 
Jakarta 

1. Perseroan 
(”Penerbit”) 

2. PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk 
(”Agen 
Pemantau”) 

3. PT Bahana 
Securities 

4.  PT Mandiri 
Sekuritas  

(untuk selanjutnya 
PT Bahana Securities 
dan PT Mandiri 
Sekuritas akan 
disebut ”Arranger”) 
 

Penerbitan Medium Term Notes (MTN) I 
Wijaya Karya Tahun 2014 dengan jumlah 
pokok MTN sebesar Rp600.000.000.000,- 
dan tingkat suku bunga MTN 9,5% per tahun 
dijamin dengan Piutang Performing dengan 
nilai sekurang-kurangnya 100% dari nilai 
Pokok MTN. 
 
Penerbit merencanakan untuk 
menggunakan penerimaan hasil penawaran 
terbatas MTN, setelah dikurangi biaya-biaya 
penawaran terbatas MTN untuk 
pengembangan usaha, memperbaiki 
struktur permodalan dengan 
merestrukturisasi kredit jangka pendek 
menjadi kredit jangka menengah/panjang, 
serta untuk memenuhi kebutuhan modal 
kerja operasional Penerbit dan memperoleh 
pendanaan jangka menengah dengan suku 
bunga kompetitif. 

Pokok MTN wajib dilunasi 
oleh Penerbit pada tanggal  
18 November 2017 

 

2.  Akta Perjanjian Penerbitan dan 
Agen Pemantauan Medium 
Term Notes (MTN) II Wijaya 
Karya Tahun 2014 No. 20 
tanggal 12 Desember 2014, 
yang dibuat di hadapan Fathiah 
Helmi, S.H., Notaris di Jakarta  

1. Perseroan 
(”Penerbit”) 

2. PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk 
(”Agen 
Pemantau”) 

3. PT Bahana 
Securities 

4.  PT Mandiri 
Sekuritas  

(untuk selanjutnya 
PT Bahana Securities 
dan PT Mandiri 
Sekuritas akan 
disebut ”Arranger”) 

Penerbitan Medium Term Notes (MTN) II 
Wijaya Karya Tahun 2014 dengan jumlah 
pokok MTN sebesar Rp200.000.000.000,- 
dan tingkat suku bunga MTN 9,8% per tahun 
dijamin dengan Piutang Performing dengan 
nilai sebesar Rp204.963.956.375,10 atau 
lebih dari 100% dari nilai Pokok MTN. 
 
Penerbit merencanakan untuk 
menggunakan penerimaan hasil penawaran 
terbatas MTN, setelah dikurangi biaya-biaya 
penawaran terbatas MTN untuk 
pembiayaan proyek dan modal kerja 
Penerbit. 

Pokok MTN wajib dilunasi 
oleh Penerbit pada tanggal  
24 Desember 2017 

Perjanjian Kredit 
1.  Akta Perubahan Perjanjian 

Kredit Modal Kerja (Revolving) 
No: KP-CRO/013/PK-KMK/2010 
No. 06 tanggal 9 Juni 2010 dan 
telah beberapa kali diubah dan 
terakhir kali diubah dengan 
Akta Addendum VII atas 
Perubahan Perjanjian Kredit 
Modal Kerja (Revolving) No: KP-
CRO/013/PK-KMK/2010 No.36 
tanggal 13 Mei 2015 dan Akta 
Perubahan dan Penegasan 
Perjanjian Kredit Modal Kerja 
(Revolving) No.KP-CRO/013/PK-
KMK/2010 No. 06 tanggal 9 
Juni 2016, yang ketiganya 
dibuat di hadapan Lolani 
Kurniati Irdham-Idroes, S.H., 
LL.M, Notaris di Jakarta Selatan 

1.  PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Bank menyetujui penambahan jumlah 
Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving dari 
Rp40.000.000.000 menjadi sebesar total 
Rp100.000.000.000 untuk modal kerja 
dalam rangka membiayai proyek-proyek 
konstruksi dengan suku bunga 10% p.a. 
 
Jaminan yang diberikan adalah: 

1. SHGB 250/Karangrejo seluas 1.773 
m2, diikat dengan Hak Tanggungan 
Peringkat I sebesar 
Rp2.157.000.000,-, Hak Tanggungan 
Peringkat II sebesar Rp338.935.000,-, 
Hak Tanggungan Peringkat III sebesar 
Rp723.215.000,- dan Hak 
Tanggungan Peringkat IV sebesar 
Rp2.275.850.000,-; 

2. SHGB 00444/Kelapa Dua Wetan 
seluas 905 m2 dan SHGB 
00436/Kelapa Dua Wetan seluas 
4.955 m2, yang keduanya, diikat 
dengan Hak Tanggungan Peringkat I 
sebesar Rp4.000.000.000,- dan Hak 
Tanggungan Peringkat II sebesar 
Rp1.000.000.000,-; 

3. Fidusia atas Piutang/Tagihan, dengan 
nilai penjaminan sebesar 
Rp1.230.290.962.612,-. 
 
 

11 Mei 2016  
s/d  

10 Mei 2017 
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J. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK AFILIASI 
 
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa 
perjanjian penting dengan pihak-pihak afiliasinya, antara lain sebagai berikut: 
 

No. Perjanjian Para Pihak Deskripsi Singkat Jangka Waktu 
Perseroan 

Perjanjian Penerbitan MTN I dan MTN II 
1.  Akta Perjanjian Penerbitan dan 

Agen Pemantauan Medium 
Term Notes (MTN) I Wijaya 
Karya Tahun 2014 No. 13 
tanggal 5 November 2014 
juncto  Akta Perubahan I 
Perjanjian Penerbitan dan Agen 
Pemantauan Medium Term 
Notes (MTN) I Wijaya Karya 
Tahun 2014 No. 46 tanggal 17 
November 2014, yang 
keduanya dibuat di hadapan 
Fathiah Helmi, S.H., Notaris di 
Jakarta 

1. Perseroan 
(”Penerbit”) 

2. PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk 
(”Agen 
Pemantau”) 

3. PT Bahana 
Securities 

4.  PT Mandiri 
Sekuritas  

(untuk selanjutnya 
PT Bahana Securities 
dan PT Mandiri 
Sekuritas akan 
disebut ”Arranger”) 
 

Penerbitan Medium Term Notes (MTN) I 
Wijaya Karya Tahun 2014 dengan jumlah 
pokok MTN sebesar Rp600.000.000.000,- 
dan tingkat suku bunga MTN 9,5% per tahun 
dijamin dengan Piutang Performing dengan 
nilai sekurang-kurangnya 100% dari nilai 
Pokok MTN. 
 
Penerbit merencanakan untuk 
menggunakan penerimaan hasil penawaran 
terbatas MTN, setelah dikurangi biaya-biaya 
penawaran terbatas MTN untuk 
pengembangan usaha, memperbaiki 
struktur permodalan dengan 
merestrukturisasi kredit jangka pendek 
menjadi kredit jangka menengah/panjang, 
serta untuk memenuhi kebutuhan modal 
kerja operasional Penerbit dan memperoleh 
pendanaan jangka menengah dengan suku 
bunga kompetitif. 

Pokok MTN wajib dilunasi 
oleh Penerbit pada tanggal  
18 November 2017 

 

2.  Akta Perjanjian Penerbitan dan 
Agen Pemantauan Medium 
Term Notes (MTN) II Wijaya 
Karya Tahun 2014 No. 20 
tanggal 12 Desember 2014, 
yang dibuat di hadapan Fathiah 
Helmi, S.H., Notaris di Jakarta  

1. Perseroan 
(”Penerbit”) 

2. PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk 
(”Agen 
Pemantau”) 

3. PT Bahana 
Securities 

4.  PT Mandiri 
Sekuritas  

(untuk selanjutnya 
PT Bahana Securities 
dan PT Mandiri 
Sekuritas akan 
disebut ”Arranger”) 

Penerbitan Medium Term Notes (MTN) II 
Wijaya Karya Tahun 2014 dengan jumlah 
pokok MTN sebesar Rp200.000.000.000,- 
dan tingkat suku bunga MTN 9,8% per tahun 
dijamin dengan Piutang Performing dengan 
nilai sebesar Rp204.963.956.375,10 atau 
lebih dari 100% dari nilai Pokok MTN. 
 
Penerbit merencanakan untuk 
menggunakan penerimaan hasil penawaran 
terbatas MTN, setelah dikurangi biaya-biaya 
penawaran terbatas MTN untuk 
pembiayaan proyek dan modal kerja 
Penerbit. 

Pokok MTN wajib dilunasi 
oleh Penerbit pada tanggal  
24 Desember 2017 

Perjanjian Kredit 
1.  Akta Perubahan Perjanjian 

Kredit Modal Kerja (Revolving) 
No: KP-CRO/013/PK-KMK/2010 
No. 06 tanggal 9 Juni 2010 dan 
telah beberapa kali diubah dan 
terakhir kali diubah dengan 
Akta Addendum VII atas 
Perubahan Perjanjian Kredit 
Modal Kerja (Revolving) No: KP-
CRO/013/PK-KMK/2010 No.36 
tanggal 13 Mei 2015 dan Akta 
Perubahan dan Penegasan 
Perjanjian Kredit Modal Kerja 
(Revolving) No.KP-CRO/013/PK-
KMK/2010 No. 06 tanggal 9 
Juni 2016, yang ketiganya 
dibuat di hadapan Lolani 
Kurniati Irdham-Idroes, S.H., 
LL.M, Notaris di Jakarta Selatan 

1.  PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Bank menyetujui penambahan jumlah 
Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving dari 
Rp40.000.000.000 menjadi sebesar total 
Rp100.000.000.000 untuk modal kerja 
dalam rangka membiayai proyek-proyek 
konstruksi dengan suku bunga 10% p.a. 
 
Jaminan yang diberikan adalah: 

1. SHGB 250/Karangrejo seluas 1.773 
m2, diikat dengan Hak Tanggungan 
Peringkat I sebesar 
Rp2.157.000.000,-, Hak Tanggungan 
Peringkat II sebesar Rp338.935.000,-, 
Hak Tanggungan Peringkat III sebesar 
Rp723.215.000,- dan Hak 
Tanggungan Peringkat IV sebesar 
Rp2.275.850.000,-; 

2. SHGB 00444/Kelapa Dua Wetan 
seluas 905 m2 dan SHGB 
00436/Kelapa Dua Wetan seluas 
4.955 m2, yang keduanya, diikat 
dengan Hak Tanggungan Peringkat I 
sebesar Rp4.000.000.000,- dan Hak 
Tanggungan Peringkat II sebesar 
Rp1.000.000.000,-; 

3. Fidusia atas Piutang/Tagihan, dengan 
nilai penjaminan sebesar 
Rp1.230.290.962.612,-. 
 
 

11 Mei 2016  
s/d  

10 Mei 2017 
 

No. Perjanjian Para Pihak Deskripsi Singkat Jangka Waktu 
Hal-hal yang harus dilakukan oleh Perseroan 
berdasarkan Perjanjian ini adalah, antara 
lain, Debitur memberitahukan secara 
tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 
14 hari kalender untuk perubahan pengurus 
Perseroan.  

2.  Akta Perubahan Perjanjian 
Pemberian Fasilitas Non Cash 
Loan dengan Fasilitas Trust 
Receipt Nomor: KP-
CRO/015/PNCL/2008 No. 183 
tanggal 24 September 2008 dan 
telah beberapa kali diubah dan 
terakhir kali diubah dengan 
Akta Addendum VI Atas 
Penegasan Terhadap 
Perubahan Perjanjian 
Pemberian Fasilitas Non Cash 
Loan dengan Fasilitas Trust 
Receipt No.KP-
CRO/015/PNCL/2008 No.39 
tanggal 13 Mei 2015 dan Akta 
Perubahan dan Penegasan 
Perjanjian Pemberian Fasilitas 
Non Cash Loan Dengan Fasilitas 
Trust Receipt No. KP-
CRO/015/PNCL/2008 No. 08 
tanggal 9 Juni 2016, yang 
ketiganya dibuat di hadapan  
Lolani Kurniati Irdham-Idroes, 
S.H., LL.M, Notaris di Jakarta 
Selatan 

1.  PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Bank menyetujui penambahan jumlah 
Fasilitas Revolving Non Cash Loan dari 
Rp5.750.000.000.000,- menjadi sebesar 
Rp7.000.000.000.000,- untuk jaminan 
penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan 
uang muka, jaminan pemeliharaan, jaminan 
pembayaran, counter guarantee, jaminan 
sanggah, jaminan penangguhan bea masuk. 
 
Jaminan yang diberikan adalah: 

1. SHGB 250/Karangrejo seluas 1.773 
m2, diikat dengan Hak Tanggungan 
Peringkat I sebesar 
Rp2.157.000.000,-, Hak Tanggungan 
Peringkat II sebesar Rp338.935.000,-, 
Hak Tanggungan Peringkat III sebesar 
Rp723.215.000,- dan Hak 
Tanggungan Peringkat IV sebesar 
Rp2.275.850.000,-; 

2. SHGB 00444/Kelapa Dua Wetan 
seluas 905 m2 dan SHGB 
00436/Kelapa Dua Wetan seluas 
4.955 m2, yang keduanya, diikat 
dengan Hak Tanggungan Peringkat I 
sebesar Rp4.000.000.000,- dan Hak 
Tanggungan Peringkat II sebesar 
Rp1.000.000.000,-; 

3. Fidusia atas Piutang/Tagihan, dengan 
nilai penjaminan sebesar 
Rp1.230.290.962.612,-. 

 
Hal-hal yang harus dilakukan oleh Perseroan 
berdasarkan Perjanjian ini adalah, antara 
lain, Debitur memberitahukan secara 
tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 
14 hari kalender untuk perubahan pengurus 
Perseroan.  

11 Mei 2016  
s/d  

10 Mei 2017 
 

3.  Akta Perjanjian Kredit Modal 
Kerja (Sub Kontraktor) Nomor: 
KP-COD/027/PK.KMK/2005 No. 
33 tanggal 22 September 2005, 
yang dibuat di hadapan Sri 
Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta 
dan telah beberapa kali diubah 
dan terakhir kali diubah dengan 
Akta Addendum V atas 
Perubahan Perjanjian Kredit 
Modal Kerja (Sub Kontraktor) 
No. KP-CRO/015/PK-KMK/2010 
No.38 tanggal 13 Mei 2015 dan 
Akta Perubahan dan Penegasan 
Perjanjian Kredit Modal Kerja 
(Sub Kontraktor) No. KP-
CRO/015/PK-KMK/2010 No. 08 
tanggal 9 Juni 2016, yang 
keduanya dibuat di hadapan 
Lolani Kurniati Irdham-Idroes, 
S.H., LL.M, Notaris di Jakarta 
Selatan 

1.  PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Bank menyetujui pemberian Fasilitas Kredit 
Modal Kerja Subkontraktor sebesar 
Rp20.000.000.000,- dimana Jumlah Fasilitas 
atas tagihan subkontraktor kepada Debitur 
yang dikelola commercial banking dan 
business banking serta standby loan apabila 
missmatch pembayaran SF dengan suku 
bunga 10% p.a. 

Jaminan yang diberikan adalah: 
1. SHGB 250/Karangrejo seluas 1.773 

m2, diikat dengan Hak Tanggungan 
Peringkat I sebesar 
Rp2.157.000.000,-, Hak Tanggungan 
Peringkat II sebesar Rp338.935.000,-, 
Hak Tanggungan Peringkat III sebesar 
Rp723.215.000,- dan Hak 
Tanggungan Peringkat IV sebesar 
Rp2.275.850.000,-; 

2. SHGB 00444/Kelapa Dua Wetan 
seluas 905 m2 dan SHGB 
00436/Kelapa Dua Wetan seluas 
4.955 m2, yang keduanya, diikat 
dengan Hak Tanggungan Peringkat I 
sebesar Rp4.000.000.000,- dan Hak 
Tanggungan Peringkat II sebesar 
Rp1.000.000.000,-; 

3. Fidusia atas Piutang/Tagihan, dengan 
nilai penjaminan sebesar 
Rp1.230.290.962.612,-. 
 

11 Mei 2016  
s/d  

10 Mei 2017 
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No. Perjanjian Para Pihak Deskripsi Singkat Jangka Waktu 
Hal-hal yang harus dilakukan oleh Perseroan 
berdasarkan Perjanjian ini adalah, antara 
lain, Debitur memberitahukan secara 
tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 
14 hari kalender untuk perubahan pengurus 
Perseroan. 

4.  Akta Perjanjian Kredit Modal 
Kerja (Transaksional) Nomor: 
KP-COD/026/PK.KMK/2005 No. 
32 tanggal 22 September 2005, 
yang dibuat di hadapan Sri 
Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta 
dan telah beberapa kali diubah 
dan terakhir kali diubah dengan 
Akta Addendum VII atas 
Perubahan Perjanjian Kredit 
Modal Kerja (Transaksional) 
Nomor: KP-CRO/014/PK-
KMK/2010 No.37 tanggal 13 
Mei 2015 dan Akta Perubahan 
dan Penegasan Perjanjian 
Kredit Modal Kerja 
(Transaksional) No. KP-
CRO/014/PK-KMK/2010 No. 07 
tanggal 9 Juni2016, yang 
keduanya dibuat di hadapan 
Lolani Kurniati Irdham-Idroes, 
S.H., LL.M, Notaris di Jakarta 
Selatan 

1.  PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Bank menyetujui penambahan jumlah 
Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional 
dari Rp300.000.000.000,- menjadi sebesar 
Rp500.000.000.000,- untuk tambahan 
modal kerja  dan proyek-proyek yang dapat 
dibiayai tersebut termasuk untuk proyek 
joint operation  atau konsorsium yang 
menjadi porsi Debitur dengan suku bunga 
9,75% p.a. 
 
Jaminan yang diberikan adalah: 

1. SHGB 250/Karangrejo seluas 1.773 
m2, diikat dengan Hak Tanggungan 
Peringkat I sebesar 
Rp2.157.000.000,-, Hak Tanggungan 
Peringkat II sebesar Rp338.935.000,-, 
Hak Tanggungan Peringkat III sebesar 
Rp723.215.000,- dan Hak 
Tanggungan Peringkat IV sebesar 
Rp2.275.850.000,-; 

2. SHGB 00444/Kelapa Dua Wetan 
seluas 905 m2 dan SHGB 
00436/Kelapa Dua Wetan seluas 
4.955 m2, yang keduanya, diikat 
dengan Hak Tanggungan Peringkat I 
sebesar Rp4.000.000.000,- dan Hak 
Tanggungan Peringkat II sebesar 
Rp1.000.000.000,-; 

3. Fidusia atas Piutang/Tagihan, dengan 
nilai penjaminan sebesar 
Rp1.230.290.962.612,-; 

4. Jaminan Pembayaran dari proyek 
yang dibiayai dengan Fasilitas 
Pinjaman ini. 

 
Hal-hal yang harus dilakukan oleh Perseroan 
berdasarkan Perjanjian ini adalah, antara 
lain, Debitur memberitahukan secara 
tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 
14 hari kalender untuk perubahan pengurus 
Perseroan. 

11 Mei 2016  
s/d  

10 Mei 2017 
 

5.  Perjanjian Jasa Pelayanan 
Transaksi Treasury Nomor: KP-
CRO/028/PFL/2010 tanggal 9 
Juni 2010, yang dibuat di 
bawah tangan dan bermaterai 
cukup dan telah beberapa kali 
diubah dan terakhir kali diubah 
dengan Akta Addendum VII 
atas Perjanjian Jasa Pelayanan 
Transaksi Treasury Nomor: KP-
CRO/028/PFL/2010 No.40 
tanggal 13 Mei 2015 dan Akta 
Perubahan dan Penegasan 
Perjanjian Jasa Pelayanan 
Transaksi Treasury No. KP-
CRO/028/PFL/2010 No. 10 
tanggal 9 Juni 2016, yang 
keduanya dibuat di hadapan 
Lolani Kurniati Irdham-Idroes, 
S.H., LL.M, Notaris di Jakarta 
Selatan 

1.  PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Bank memberikan fasilitas kredit Fasilitas 
Treasury Line sebesar USD15.000.000 untuk 
melakukan transaksi jual beli USD/IDR 
valuta hari ini atau esok dan untuk 
melakukan transaksi spot dan forward sell 
guna mengurangi risiko kurs (hedging). 
   
Jaminan yang diberikan adalah: 

1. SHGB 250/Karangrejo seluas 1.773 
m2, diikat dengan Hak Tanggungan 
Peringkat I sebesar 
Rp2.157.000.000,-, Hak Tanggungan 
Peringkat II sebesar Rp338.935.000,-, 
Hak Tanggungan Peringkat III sebesar 
Rp723.215.000,- dan Hak 
Tanggungan Peringkat IV sebesar 
Rp2.275.850.000,-; 

2. SHGB 00444/Kelapa Dua Wetan 
seluas 905 m2 dan SHGB 
00436/Kelapa Dua Wetan seluas 
4.955 m2, yang keduanya, diikat 
dengan Hak Tanggungan Peringkat I 
sebesar Rp4.000.000.000,- dan Hak 
Tanggungan Peringkat II sebesar 
Rp1.000.000.000,-; 
 
 

11 Mei 2016  
s/d  

10 Mei 2017 
 



105

No. Perjanjian Para Pihak Deskripsi Singkat Jangka Waktu 
Hal-hal yang harus dilakukan oleh Perseroan 
berdasarkan Perjanjian ini adalah, antara 
lain, Debitur memberitahukan secara 
tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 
14 hari kalender untuk perubahan pengurus 
Perseroan. 

4.  Akta Perjanjian Kredit Modal 
Kerja (Transaksional) Nomor: 
KP-COD/026/PK.KMK/2005 No. 
32 tanggal 22 September 2005, 
yang dibuat di hadapan Sri 
Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta 
dan telah beberapa kali diubah 
dan terakhir kali diubah dengan 
Akta Addendum VII atas 
Perubahan Perjanjian Kredit 
Modal Kerja (Transaksional) 
Nomor: KP-CRO/014/PK-
KMK/2010 No.37 tanggal 13 
Mei 2015 dan Akta Perubahan 
dan Penegasan Perjanjian 
Kredit Modal Kerja 
(Transaksional) No. KP-
CRO/014/PK-KMK/2010 No. 07 
tanggal 9 Juni2016, yang 
keduanya dibuat di hadapan 
Lolani Kurniati Irdham-Idroes, 
S.H., LL.M, Notaris di Jakarta 
Selatan 

1.  PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Bank menyetujui penambahan jumlah 
Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional 
dari Rp300.000.000.000,- menjadi sebesar 
Rp500.000.000.000,- untuk tambahan 
modal kerja  dan proyek-proyek yang dapat 
dibiayai tersebut termasuk untuk proyek 
joint operation  atau konsorsium yang 
menjadi porsi Debitur dengan suku bunga 
9,75% p.a. 
 
Jaminan yang diberikan adalah: 

1. SHGB 250/Karangrejo seluas 1.773 
m2, diikat dengan Hak Tanggungan 
Peringkat I sebesar 
Rp2.157.000.000,-, Hak Tanggungan 
Peringkat II sebesar Rp338.935.000,-, 
Hak Tanggungan Peringkat III sebesar 
Rp723.215.000,- dan Hak 
Tanggungan Peringkat IV sebesar 
Rp2.275.850.000,-; 

2. SHGB 00444/Kelapa Dua Wetan 
seluas 905 m2 dan SHGB 
00436/Kelapa Dua Wetan seluas 
4.955 m2, yang keduanya, diikat 
dengan Hak Tanggungan Peringkat I 
sebesar Rp4.000.000.000,- dan Hak 
Tanggungan Peringkat II sebesar 
Rp1.000.000.000,-; 

3. Fidusia atas Piutang/Tagihan, dengan 
nilai penjaminan sebesar 
Rp1.230.290.962.612,-; 

4. Jaminan Pembayaran dari proyek 
yang dibiayai dengan Fasilitas 
Pinjaman ini. 

 
Hal-hal yang harus dilakukan oleh Perseroan 
berdasarkan Perjanjian ini adalah, antara 
lain, Debitur memberitahukan secara 
tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 
14 hari kalender untuk perubahan pengurus 
Perseroan. 

11 Mei 2016  
s/d  

10 Mei 2017 
 

5.  Perjanjian Jasa Pelayanan 
Transaksi Treasury Nomor: KP-
CRO/028/PFL/2010 tanggal 9 
Juni 2010, yang dibuat di 
bawah tangan dan bermaterai 
cukup dan telah beberapa kali 
diubah dan terakhir kali diubah 
dengan Akta Addendum VII 
atas Perjanjian Jasa Pelayanan 
Transaksi Treasury Nomor: KP-
CRO/028/PFL/2010 No.40 
tanggal 13 Mei 2015 dan Akta 
Perubahan dan Penegasan 
Perjanjian Jasa Pelayanan 
Transaksi Treasury No. KP-
CRO/028/PFL/2010 No. 10 
tanggal 9 Juni 2016, yang 
keduanya dibuat di hadapan 
Lolani Kurniati Irdham-Idroes, 
S.H., LL.M, Notaris di Jakarta 
Selatan 

1.  PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Bank memberikan fasilitas kredit Fasilitas 
Treasury Line sebesar USD15.000.000 untuk 
melakukan transaksi jual beli USD/IDR 
valuta hari ini atau esok dan untuk 
melakukan transaksi spot dan forward sell 
guna mengurangi risiko kurs (hedging). 
   
Jaminan yang diberikan adalah: 

1. SHGB 250/Karangrejo seluas 1.773 
m2, diikat dengan Hak Tanggungan 
Peringkat I sebesar 
Rp2.157.000.000,-, Hak Tanggungan 
Peringkat II sebesar Rp338.935.000,-, 
Hak Tanggungan Peringkat III sebesar 
Rp723.215.000,- dan Hak 
Tanggungan Peringkat IV sebesar 
Rp2.275.850.000,-; 

2. SHGB 00444/Kelapa Dua Wetan 
seluas 905 m2 dan SHGB 
00436/Kelapa Dua Wetan seluas 
4.955 m2, yang keduanya, diikat 
dengan Hak Tanggungan Peringkat I 
sebesar Rp4.000.000.000,- dan Hak 
Tanggungan Peringkat II sebesar 
Rp1.000.000.000,-; 
 
 

11 Mei 2016  
s/d  

10 Mei 2017 
 

No. Perjanjian Para Pihak Deskripsi Singkat Jangka Waktu 
3. Fidusia atas Piutang/Tagihan, dengan 

nilai penjaminan sebesar 
Rp1.230.290.962.612,-. 

6.  Akta Perjanjian Kredit Investasi 
No. 21 tanggal 31 Januari 2013, 
yang dibuat di hadapan Lolani 
Kurniati Irdham Idroes, S.H., 
LL.M, Notaris di Jakarta Selatan 
 

1.  PT Bank Rakyat 
Indonesia 
(Persero) Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Bank memberikan fasilitas kredit Investasi 
Maksimum CO Menurun dengan plafond 
sebesar Rp116.400.000.000,-. 
 
Debitur wajib menyampaikan laporan 
kepada Bank, apabila: 
1. Melakukan perubahan struktur 

permodalan, pembagian dividen, dan 
melakukan penyertaan pada 
perusahaan lain dengan nilai yang 
material; 

2. Melakukan perubahan susunan 
pengurus; 

3. Melakukan perubahan anggaran 
dasar, perubahan modal saham, 
melunasi/membayar hutang kepada 
pemegang saham/hutang pesero 
sebelum hutang di Bank dilunasi 
terlebih dahulu setelah adanya 
perubahan modal saham tersebut. 

72 bulan terhitung sejak 
tanggal ditandatanganinya 
Perjanjian ini termasuk 
grace period selama 12 
(dua belas) bulan sejak 
tanggal ditandatanganinya 
Perjanjian ini 

7.  Akta Perjanjian Kredit Investasi 
No. 23 tanggal 17 Januari 2012 
yang dibuat di hadapan Sri 
Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta 
Selatan 

1.  PT Bank Rakyat 
Indonesia 
(Persero) Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Bank memberikan fasilitas kredit kepada 
Perseroan dengan memperhatikan 
ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian 
dengan limit sebesar Rp349.200.000.000,- 
(tiga ratus empat puluh sembilan miliar dua 
ratus juta Rupiah) yang merupakan bagian 
dari pembiayaan Club Deal sebesar 
Rp582.000.000.000,- (lima ratus delapan 
puluh dua miliar Rupiah). 
 
Kredit Investasi dalam bentuk Pseudo 
Rekening Koran dengan Maksimum Co. 
Menurun. 
 
Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan 
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 
Gas (PLTG) Borang 2 x 30 MW. Dengan 
catatan, apabila porsi Indonesia Eximbank 
tidak dipakai maka bank dapat mengambil 
porsi tersebut, sehingga plafond maksimal 
sebesar Rp582.000.000.000,-. 
 
Debitur wajib menyampaikan laporan 
kepada Bank, apabila: 
1. Melakukan perubahan struktur 

permodalan, pembagian dividen, dan 
melakukan penyertaan pada 
perusahaan lain dengan nilai yang 
material; 

2. Melakukan perubahan susunan 
pengurus; 

3. Melakukan perubahan anggaran 
dasar, perubahan modal saham, 
melunasi/membayar hutang kepada 
pemegang saham/hutang pesero 
sebelum hutang di Bank dilunasi 
terlebih dahulu setelah adanya 
perubahan modal saham tersebut. 

17 Januari 2012  
s/d 

 17 Januari 2018 
 

8.  Akta Persetujuan Pemberian 
Fasilitas Kredit Modal Kerja 
Konstruksi Plafond No.73 
tanggal 30 November 2006 
yang dibuat di hadapan Emi 
Susilowati, S.H., Notaris di 
Jakarta, yang telah diubah 
beberapa kali dan terakhir kali 
dengan Akta Addendum 
Persetujuan Pemberian 
Fasilitas Kredit Modal Kerja No. 
109 tanggal 22 Desember 2015, 
yang dibuat di hadapan 

1.  PT Bank Rakyat 
Indonesia 
(Persero) Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Bank setuju memberikan plafond Fasilitas 
Modal Kerja Konstruksi dalam bentuk 
Rekening Koran (R/K) Maksimum CO Tetap 
dengan plafond sebesar 
Rp100.000.000.000,- (seratus miliar 
Rupiah). Dengan suku bunga sebesar 10% 
per tahun. 
 
Tujuan penggunaan fasilitas kredit ini 
sehubungan dengan pemberian Fasilitas 
Kredit oleh Bank kepada Debitur yang 
digunakan untuk tambahan modal kerja. 
 

30 November 2015 
s/d 

30 November 2016 
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No. Perjanjian Para Pihak Deskripsi Singkat Jangka Waktu 
Xaverius Yanri, S.H., pengganti 
dari Sri Ismiyati, S.H., Notaris di 
Jakarta 

Dengan jaminan yang diberikan adalah: 
Agunan Pokok: 
Piutang usaha yang timbul dari omzet 
kontrak proyek Debitur yang diikat dengan 
Akta Cessie. 
 
Agunan Tambahan: 
Tanah dengan SHGB No. 4/Kembangkuning 
dengan luas 124.147 m2 yang terletak di Kel. 
Kembangkuning, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, 
Jawa Barat. 
Tanah SHGB No. 00410/Kelapa Dua Wetan 
dengan luas 4.894 m2  dan SHGB No. 
456/Kelapa Dua Wetan dengan luas 816 m2 
yang terletak di Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. 
Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta. 
 
Tujuan penggunaan fasilitas kredit ini 
sehubungan dengan pemberian Fasilitas 
Kredit oleh Bank kepada Debitur yang 
digunakan untuk tambahan modal kerja. 
 
Debitur wajib menyampaikan laporan 
kepada Bank, apabila: 
1. Melakukan perubahan struktur 

permodalan, pembagian dividen, dan 
melakukan penyertaan pada 
perusahaan lain dengan nilai yang 
material; 

2. Melakukan perubahan susunan 
pengurus; 

3. Melakukan perubahan anggaran 
dasar, perubahan modal saham, 
melunasi/membayar hutang kepada 
pemegang saham/hutang pesero 
sebelum hutang di Bank dilunasi 
terlebih dahulu setelah adanya 
perubahan modal saham tersebut. 

9.  Akta Perjanjian Pemberian 
Fasilitas Bank Garansi/SBLC dan 
PJI/Trust Receipt No.74 tanggal 
30 November 2006 yang dibuat 
di hadapan Emi Susilowati, S.H., 
Notaris di Jakarta juncto Akta 
Addendum Perjanjian 
Pemberian Fasilitas Non Cash 
Loan No.112 tanggal 22 
Desember 2015, yang dibuat di 
hadapan Xaverius Yanri, S.H., 
pengganti dari Sri Ismiyati, S.H., 
Notaris di Jakarta 

1.  PT Bank Rakyat 
Indonesia 
(Persero) Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Bank setuju memberikan Fasilitas Non Cash 
Loan sebesar Rp4.000.000.000.000,-  
 
Tujuan penggunaan fasilitas ini yaitu: 
1. PJI/TR digunakan untuk pembelian 

barang dalam rangka proyek yang 
dikerjakan Debitur baik dari luar 
negeri (dengan menggunakan Letter 
of Credit (LC)) maupun dalam negeri 
(dengan menggunakan Surat Kredit 
Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN); 

2. BPL digunakan untuk pengambilalihan 
hak tagih (Bill Purchase Financing) 
sub-kontraktor, supplier dan mandor 
kepada Debitur; 

3. BG digunakan untuk penerbitan 
jaminan tender, jaminan uang muka, 
jaminan pelaksanaan, dan jaminan 
pemeliharaan, pembayaran dan 
pengadaan barang; 
Di luar jaminan tender, BG yang 
diterbitkan hanya digunakan untuk 
menjamin proyek-proyek yang 
dibiayai Bank atau pembayarannya 
disalurkan  melalui Bank; 

4. SBLC digunakan untuk keperluan 
jaminan pembayaran kepada supplier 
atau pihak lain. 

 
Dengan jaminan yang diberikan adalah: 
Agunan Pokok: 
Piutang usaha yang timbul dari omzet 
kontrak proyek Debitur yang diikat dengan 
Akta Cessie. 
 
 

30 November 2015 
s/d 

30 November 2016 
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No. Perjanjian Para Pihak Deskripsi Singkat Jangka Waktu 
Xaverius Yanri, S.H., pengganti 
dari Sri Ismiyati, S.H., Notaris di 
Jakarta 

Dengan jaminan yang diberikan adalah: 
Agunan Pokok: 
Piutang usaha yang timbul dari omzet 
kontrak proyek Debitur yang diikat dengan 
Akta Cessie. 
 
Agunan Tambahan: 
Tanah dengan SHGB No. 4/Kembangkuning 
dengan luas 124.147 m2 yang terletak di Kel. 
Kembangkuning, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, 
Jawa Barat. 
Tanah SHGB No. 00410/Kelapa Dua Wetan 
dengan luas 4.894 m2  dan SHGB No. 
456/Kelapa Dua Wetan dengan luas 816 m2 
yang terletak di Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. 
Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta. 
 
Tujuan penggunaan fasilitas kredit ini 
sehubungan dengan pemberian Fasilitas 
Kredit oleh Bank kepada Debitur yang 
digunakan untuk tambahan modal kerja. 
 
Debitur wajib menyampaikan laporan 
kepada Bank, apabila: 
1. Melakukan perubahan struktur 

permodalan, pembagian dividen, dan 
melakukan penyertaan pada 
perusahaan lain dengan nilai yang 
material; 

2. Melakukan perubahan susunan 
pengurus; 

3. Melakukan perubahan anggaran 
dasar, perubahan modal saham, 
melunasi/membayar hutang kepada 
pemegang saham/hutang pesero 
sebelum hutang di Bank dilunasi 
terlebih dahulu setelah adanya 
perubahan modal saham tersebut. 

9.  Akta Perjanjian Pemberian 
Fasilitas Bank Garansi/SBLC dan 
PJI/Trust Receipt No.74 tanggal 
30 November 2006 yang dibuat 
di hadapan Emi Susilowati, S.H., 
Notaris di Jakarta juncto Akta 
Addendum Perjanjian 
Pemberian Fasilitas Non Cash 
Loan No.112 tanggal 22 
Desember 2015, yang dibuat di 
hadapan Xaverius Yanri, S.H., 
pengganti dari Sri Ismiyati, S.H., 
Notaris di Jakarta 

1.  PT Bank Rakyat 
Indonesia 
(Persero) Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Bank setuju memberikan Fasilitas Non Cash 
Loan sebesar Rp4.000.000.000.000,-  
 
Tujuan penggunaan fasilitas ini yaitu: 
1. PJI/TR digunakan untuk pembelian 

barang dalam rangka proyek yang 
dikerjakan Debitur baik dari luar 
negeri (dengan menggunakan Letter 
of Credit (LC)) maupun dalam negeri 
(dengan menggunakan Surat Kredit 
Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN); 

2. BPL digunakan untuk pengambilalihan 
hak tagih (Bill Purchase Financing) 
sub-kontraktor, supplier dan mandor 
kepada Debitur; 

3. BG digunakan untuk penerbitan 
jaminan tender, jaminan uang muka, 
jaminan pelaksanaan, dan jaminan 
pemeliharaan, pembayaran dan 
pengadaan barang; 
Di luar jaminan tender, BG yang 
diterbitkan hanya digunakan untuk 
menjamin proyek-proyek yang 
dibiayai Bank atau pembayarannya 
disalurkan  melalui Bank; 

4. SBLC digunakan untuk keperluan 
jaminan pembayaran kepada supplier 
atau pihak lain. 

 
Dengan jaminan yang diberikan adalah: 
Agunan Pokok: 
Piutang usaha yang timbul dari omzet 
kontrak proyek Debitur yang diikat dengan 
Akta Cessie. 
 
 

30 November 2015 
s/d 

30 November 2016 

No. Perjanjian Para Pihak Deskripsi Singkat Jangka Waktu 
Agunan Tambahan: 
Tanah dengan SHGB No. 4/Kembangkuning 
dengan luas 124.147 m2 yang terletak di Kel. 
Kembangkuning, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, 
Jawa Barat. 
Tanah SHGB No. 00410/Kelapa Dua Wetan 
dengan luas 4.894 m2  dan SHGB No. 
456/Kelapa Dua Wetan dengan luas 816 m2 
yang terletak di Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. 
Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta. 
 
Debitur wajib menyampaikan laporan 
kepada Bank, apabila: 
1. Melakukan perubahan struktur 

permodalan, pembagian dividen, dan 
melakukan penyertaan pada 
perusahaan lain dengan nilai yang 
material; 

2. Melakukan perubahan susunan 
pengurus; 

3. Melakukan perubahan anggaran 
dasar, perubahan modal saham, 
melunasi/membayar hutang kepada 
pemegang saham/hutang pesero 
sebelum hutang di Bank dilunasi 
terlebih dahulu setelah adanya 
perubahan modal saham tersebut. 

10.  Akta Perjanjian Pemberian 
Fasilitas Foreign Exchange Line 
No.17 tanggal 6 Januari 2010 
yang dibuat di hadapan Sri 
Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta 
juncto Akta Addendum 
Persetujuan Pemberian 
Fasilitas Foreign Exchange Line 
Konstruksi No.113 tanggal  
tanggal 22 Desember 2015, 
yang dibuat di hadapan 
Xaverius Yanri, S.H., pengganti 
dari Sri Ismiyati, S.H., Notaris di 
Jakarta 

1.  PT Bank Rakyat 
Indonesia 
(Persero) Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Bank setuju memberikan jasa pelayanan 
transaksi Foreign Exchange Line berupa 
Today, Tomorrow, Spot, Forward, dan Swap 
kepada Debitur yang bersifat Uncommitted. 
 
Bank tidak berkewajiban memberikan 
Fasilitas Forex Line kepada Debitur dan 
Fasilitas Transaksi Forex Line merupakan hak 
penuh Bank, sehingga Bank dapat menolak 
pemberian transaksi forex tanpa alasan 
apapun. 
 
Tujuan perjanjian yaitu memberikan 
pelayanan transaksi Today, Tomorrow, Spot, 
Forward, dan Swap untuk melindungi 
terhadap risiko fluktuasi kurs nilai Dolar 
Amerika Serikat, Europe, dan Yen terhadap 
Rupiah atau sebaliknya. 
 
Pagu Transaksi Foreign Exchange Line secara 
kumulatif setinggi-tingginya sebesar USD 
40,000,000 (empat puluh juta Dollar 
Amerika) atau equivalen. 
 
Transaksi Foreign Exchange Line tidak 
diperkenankan menjadi efektif/Fasilitas 
Cash Loan. 
 
Debitur wajib menyampaikan laporan 
kepada Bank, apabila: 
1. Melakukan perubahan struktur 

permodalan, pembagian dividen, dan 
melakukan penyertaan pada 
perusahaan lain dengan nilai yang 
material; 

2. Melakukan perubahan susunan 
pengurus; 

3. Melakukan perubahan anggaran 
dasar, perubahan modal saham, 
melunasi/membayar hutang kepada 
pemegang saham/hutang pesero 
sebelum hutang di Bank dilunasi 
terlebih dahulu setelah adanya 
perubahan modal saham tersebut. 

30 November 2015 
s/d 

30 November 2016 

11.  Akta Persetujuan Pemberian 
Fasilitas Kredit Modal Kerja 
Konstruksi No.56 tanggal 27 

1.  PT Bank Rakyat 
Indonesia 
(Persero) Tbk 

Koran (R/K) Maksimum CO Tetap dengan 
plafond sebesar Rp400.000.000.000,-  
Tujuan penggunaan fasilitas kredit ini yaitu: 

30 November 2015 
s/d 

30 November 2016 
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Februari 2009 yang dibuat di 
hadapan Sri Ismiyati, S.H., 
Notaris di Jakarta juncto Akta 
Addendum Persetujuan 
Pemberian Fasilitas Kredit 
Modal Kerja Konstruksi No. 110 
tanggal 22 Desember 2015, 
yang dibuat di hadapan 
Xaverius Yanri, S.H., pengganti 
dari Sri Ismiyati, S.H., Notaris di 
Jakarta 

(“Bank”); 
2. Perseroan 

(“Debitur”) 
 

1. Pembangunan Bendungan Tugu di 
Kab. Trenggalek; 

2. Pembangunan Saluran Sungai 
Sebengkok; 

3. Pembangunan Jembatan Sungai 
Manggar Prov. Kalimantan Timur; 

4. Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan 
Trisakti (Pelabuhan Trisakti-Liang 
Anggang); 

 
Fasilitas Kredit dapat digunakan untuk 
proyek yang berasal dari Pemerintah/Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) di luar 4 proyek 
tersebut di atas, sepanjang Debitur telah 
mengajukan dokumen-dokumen proyek 
baru sesuai dengan syarat dan ketentuan 
Fasilitas Kredit dan sebelum melakukan 
pencairan harus mengajukan permohonan 
tertulis kepada Bank. 
 
Dengan jaminan yang diberikan adalah: 
Agunan Pokok: 
Piutang usaha yang timbul dari omzet 
kontrak proyek Debitur yang diikat dengan 
Akta Cessie. 
 
Agunan Tambahan: 
Tanah dengan SHGB No. 4/Kembangkuning 
dengan luas 124.147 m2 yang terletak di Kel. 
Kembangkuning, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, 
Jawa Barat. 
Tanah SHGB No. 00410/Kelapa Dua Wetan 
dengan luas 4.894 m2  dan SHGB No. 
456/Kelapa Dua Wetan dengan luas 816 m2 
yang terletak di Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. 
Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta. 
 
Debitur wajib menyampaikan laporan 
kepada Bank, apabila: 
1. Melakukan perubahan struktur 

permodalan, pembagian dividen, dan 
melakukan penyertaan pada 
perusahaan lain dengan nilai yang 
material; 

2. Melakukan perubahan susunan 
pengurus; 

3. Melakukan perubahan anggaran 
dasar, perubahan modal saham, 
melunasi/membayar hutang kepada 
pemegang saham/hutang pesero 
sebelum hutang di Bank dilunasi 
terlebih dahulu setelah adanya 
perubahan modal saham tersebut. 

12.  Akta Perjanjian Kredit Modal 
Kerja Konstruksi (Anjak 
Piutang) No. 111 tanggal 22 
Desember 2015, yang dibuat di 
hadapan Xaverius Yanri, S.H., 
pengganti dari Sri Ismiyati, S.H., 
Notaris di Jakarta 

1.  PT Bank Rakyat 
Indonesia 
(Persero) Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Fasilitas Kredit Modal Kerja Anjak Piutang 
dengan plafond sebesar Rp80.000.000.000,-
, yang merupakan sub limit dari Fasiltas 
KMK Konstruksi.  
 
Dengan jaminan yang diberikan adalah: 
Agunan Pokok: 
Piutang usaha yang timbul dari omzet 
kontrak proyek Debitur yang diikat dengan 
Akta Cessie. 
 
Agunan Tambahan: 
Tanah dengan SHGB No. 4/Kembangkuning 
dengan luas 124.147 m2 yang terletak di Kel. 
Kembangkuning, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, 
Jawa Barat. 
Tanah SHGB No. 00410/Kelapa Dua Wetan 
dengan luas 4.894 m2  dan SHGB No. 
456/Kelapa Dua Wetan dengan luas 816 m2 
yang terletak di Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. 
Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta. 

30 November 2015 
s/d 

30 November 2016 
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No. Perjanjian Para Pihak Deskripsi Singkat Jangka Waktu 
Februari 2009 yang dibuat di 
hadapan Sri Ismiyati, S.H., 
Notaris di Jakarta juncto Akta 
Addendum Persetujuan 
Pemberian Fasilitas Kredit 
Modal Kerja Konstruksi No. 110 
tanggal 22 Desember 2015, 
yang dibuat di hadapan 
Xaverius Yanri, S.H., pengganti 
dari Sri Ismiyati, S.H., Notaris di 
Jakarta 

(“Bank”); 
2. Perseroan 

(“Debitur”) 
 

1. Pembangunan Bendungan Tugu di 
Kab. Trenggalek; 

2. Pembangunan Saluran Sungai 
Sebengkok; 

3. Pembangunan Jembatan Sungai 
Manggar Prov. Kalimantan Timur; 

4. Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan 
Trisakti (Pelabuhan Trisakti-Liang 
Anggang); 

 
Fasilitas Kredit dapat digunakan untuk 
proyek yang berasal dari Pemerintah/Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) di luar 4 proyek 
tersebut di atas, sepanjang Debitur telah 
mengajukan dokumen-dokumen proyek 
baru sesuai dengan syarat dan ketentuan 
Fasilitas Kredit dan sebelum melakukan 
pencairan harus mengajukan permohonan 
tertulis kepada Bank. 
 
Dengan jaminan yang diberikan adalah: 
Agunan Pokok: 
Piutang usaha yang timbul dari omzet 
kontrak proyek Debitur yang diikat dengan 
Akta Cessie. 
 
Agunan Tambahan: 
Tanah dengan SHGB No. 4/Kembangkuning 
dengan luas 124.147 m2 yang terletak di Kel. 
Kembangkuning, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, 
Jawa Barat. 
Tanah SHGB No. 00410/Kelapa Dua Wetan 
dengan luas 4.894 m2  dan SHGB No. 
456/Kelapa Dua Wetan dengan luas 816 m2 
yang terletak di Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. 
Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta. 
 
Debitur wajib menyampaikan laporan 
kepada Bank, apabila: 
1. Melakukan perubahan struktur 

permodalan, pembagian dividen, dan 
melakukan penyertaan pada 
perusahaan lain dengan nilai yang 
material; 

2. Melakukan perubahan susunan 
pengurus; 

3. Melakukan perubahan anggaran 
dasar, perubahan modal saham, 
melunasi/membayar hutang kepada 
pemegang saham/hutang pesero 
sebelum hutang di Bank dilunasi 
terlebih dahulu setelah adanya 
perubahan modal saham tersebut. 

12.  Akta Perjanjian Kredit Modal 
Kerja Konstruksi (Anjak 
Piutang) No. 111 tanggal 22 
Desember 2015, yang dibuat di 
hadapan Xaverius Yanri, S.H., 
pengganti dari Sri Ismiyati, S.H., 
Notaris di Jakarta 

1.  PT Bank Rakyat 
Indonesia 
(Persero) Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Fasilitas Kredit Modal Kerja Anjak Piutang 
dengan plafond sebesar Rp80.000.000.000,-
, yang merupakan sub limit dari Fasiltas 
KMK Konstruksi.  
 
Dengan jaminan yang diberikan adalah: 
Agunan Pokok: 
Piutang usaha yang timbul dari omzet 
kontrak proyek Debitur yang diikat dengan 
Akta Cessie. 
 
Agunan Tambahan: 
Tanah dengan SHGB No. 4/Kembangkuning 
dengan luas 124.147 m2 yang terletak di Kel. 
Kembangkuning, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, 
Jawa Barat. 
Tanah SHGB No. 00410/Kelapa Dua Wetan 
dengan luas 4.894 m2  dan SHGB No. 
456/Kelapa Dua Wetan dengan luas 816 m2 
yang terletak di Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. 
Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta. 

30 November 2015 
s/d 

30 November 2016 

No. Perjanjian Para Pihak Deskripsi Singkat Jangka Waktu 
Debitur wajib menyampaikan laporan 
kepada Bank, apabila: 
1. Melakukan perubahan struktur 

permodalan, pembagian dividen, dan 
melakukan penyertaan pada 
perusahaan lain dengan nilai yang 
material; 

2. Melakukan perubahan susunan 
pengurus; 

3. Melakukan perubahan anggaran 
dasar, perubahan modal saham, 
melunasi/membayar hutang kepada 
pemegang saham/hutang pesero 
sebelum hutang di Bank dilunasi 
terlebih dahulu setelah adanya 
perubahan modal saham tersebut. 

13.  Akta Perjanjian Kredit Investasi 
No. 27 tanggal 17 Januari 2012 
yang dibuat oleh Sri Ismiyati, 
S.H., Notaris di Jakarta 
sebagaimana diubah dengan 
Akta Perubahan Perjanjian 
Kredit Investasi No. 64 tanggal 
21 Juni 2012 yang dibuat di 
hadapan M. Nova Faisal, S.H., 
M. Kn, Notaris di Jakarta 

1.  Indonesia 
Eximbank 
(“Kreditur”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Kreditur memberikan fasilitas kredit sampai 
jumlah pokok maksimum sebesar 
Rp232.800.000.000,-. 
 
Kredit yang diberikan hanya dapat 
dipergunakan untuk pembiayaan 
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 
Gas (PLTG) Borang 2 x 30 MW, Palembang, 
Sumatera Selatan. 
 
Dengan jaminan yang diberikan adalah 
Jaminan Fidusia atas Piutang Kontrak yang 
dibiayai dan/atau dijamin Kreditur, dengan 
nilai penjaminan sebesar Rp0,- dan akan 
mencapai Rp625.000.000.000,-. 
 
Debitur memberitahukan kepada Kreditur 
dalam hal struktur dan aset perusahaan 
terjadi perubahan selambat-lambatnya 
dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja sejak 
terjadi perubahan, dalam hal sebagai 
berikut: 
1. Merubah anggaran dasar atau 

mengubah status perseroan;  
2. Mengubah komposisi pemegang 

saham Debitur dan pengurusnya 
(anggota Direksi dan/atau anggota 
Dewan Komisaris). 

17 Januari 2012 
s/d 

17 Januari 2018 
 

14.  Akta Perjanjian Kredit Modal 
Kerja Ekspor dan/atau 
Pembukaan L/C dan/atau 
SKBDN dan/atau Pembiayaan 
L/C dan/atau SKBDN No. 79 
tanggal 23 Juli 2014 junctis Akta 
Perubahan Perjanjian Kredit 
Modal Kerja Ekspor dan/atau 
Pembukaan L/C dan/atau 
SKBDN dan/atau Pembiayaan 
L/C dan/atau SKBDN No.53 
tanggal 10 Juli 2015 dan Akta 
Perubahan Perjanjian Kredit 
Modal Kerja Ekspor dan/atau 
Pembukaan L/C dan/atau 
SKBDN dan/atau Pembiayaan 
L/C dan/atau SKBDN No. 40 
tanggal 21 Juli 2016, yang 
ketiganya dibuat oleh Sri 
Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta 

1.  Indonesia 
Eximbank 
(“Kreditur”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Kreditur setuju memberikan 
Rp700.000.000.000,- yang dapat 
dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan 
modal kerja atas proyek-proyek yang 
berorientasi ekspor yang telah dan akan 
diperoleh Debitur. Fasilitas Kredit yang 
diberikan oleh Kreditur terdiri dari: 
a. Fasilitas Kredit Modal Kerja; dan/atau 
b. Fasilitas Pembukaan Letter of Credit 

(L/C) Sight/Usance/UPAS dan/atau 
Surat Kredit Berdokumen Dalam 
Negeri (SKBDN); dan/atau 

c. Fasilitas Pembiayaan Letter of Credit 
(L/C) Sight/Usance/UPAS dan/atau 
Surat Kredit Berdokumen Dalam 
Negeri (SKBDN). 

 
Dengan jaminan yang diberikan adalah 
Jaminan Fidusia atas Piutang Kontrak yang 
dibiayai dan/atau dijamin Kreditur, dengan 
nilai penjaminan sebesar Rp0,- dan akan 
mencapai Rp625.000.000.000,-. 
 
Menyampaikan pemberitahuan secara 
tertulis kepada Kreditur selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender 
setelah dilaksanakannya Rapat Umum 
Pemegang Saham yang meliputi: 
1. Mengubah anggaran dasar atau 

mengubah status perusahaan Debitur; 

23 Juli 2016 
 s/d  

21 Juli 2017 
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2. Mengubah atau memperbolehkan 

struktur permodalannya diubah; 
3. Melakukan komposisi pemegang 

saham Debitur dan pengurusnya 
(anggota Direksi dan/atau anggota 
Dewan Komisaris). 

15.  Akta Perjanjian Pemberian 
Fasilitas Jaminan Indonesia 
Eximbank No. 80 tanggal 23 Juli 
2014 junctis Akta Perubahan 
Perjanjian Pemberian Fasilitas 
Jaminan Indonesia Eximbank 
No.54 tanggal 10 Juli 2015 dan 
Akta Perubahan Kedua 
Perjanjian Pemberian Fasilitas 
Jaminan Indonesia Eximbank 
No. 41 tanggal 21 Juli 2016, 
yang ketiganya dibuat oleh Sri 
Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta 

1.  Indonesia 
Eximbank 
(“Penjamin”); 

2. Perseroan 
(“Terjamin”) 

 

Penjamin setuju memberikan fasilitas 
Penjaminan Indonesia Eximbank kepada 
Terjamin dengan Limit Penjaminan 
Indonesia Eximbank sebesar 
Rp250.000.000.000,- yang hanya dapat 
dipergunakan untuk penerbitan Fasilitas 
Jaminan Indonesia Eximbank yang terdiri 
dari atas Jaminan Penawaran, Jaminan 
Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan 
Pemeliharaan dan/atau jaminan lainnya 
untuk proyek-proyek infrastruktur 
berorientasi Ekspor dan penunjang Ekspor. 
 
Dengan jaminan yang diberikan adalah 
Jaminan Fidusia atas Piutang Kontrak yang 
dibiayai dan/atau dijamin Kreditur, dengan 
nilai penjaminan sebesar Rp0,- dan akan 
mencapai Rp625.000.000.000,-. 

23 Juli 2016 
 s/d  

21 Juli 2017 
 

16.  Akta Perjanjian Pembiayaan 
Fasilitas Pembelian Tagihan 
Supplier (Supply Chain 
Financing) No. 4 tanggal 4 Juni 
2015 junctis Akta Perubahan 
Dan Penegasan Kembali 
Perjanjian Pembiayaan Fasilitas 
Pembelian Tagihan Supplier 
(Supply Chain Financing) No. 55 
tanggal 10 Juli 2015, Akta 
Perubahan Pertama atas 
Perubahan dan Penegasan 
Kembali Perjanjian Pembiayaan 
Fasilitas Pembelian Tagihan 
Supplier (Supply Chain 
Financing) No. 42 tanggal 21 
Juli 2016, yang ketiganya dibuat 
di hadapan Sri Ismiyati, S.H., 
Notaris di Jakarta dan Surat 
Indonesia Eximbank No. 
BS.0613/UKM/10/2016 tanggal 
12 Oktober 2016 perihal Surat 
Persetujuan Perubahan Suku 
Bunga dan Syarat dan 
Ketentuan Fasilitas Pembelian 
Tagihan Supplier 

1.  Indonesia 
Eximbank 
(“Indonesia 
Eximbank”); 

2. Perseroan (“PT 
WIKA”) 

 

Indonesia Eximbank setuju memberikan 
fasilitas Revolving Transaksional Pembelian 
Tagihan Supplier kepada PT WIKA dengan 
Limit Fasilitas sebesar Rp250.000.000.000,- 
(dua ratus miliar Rupiah) yang hanya dapat 
dipergunakan untuk pembelian Tagihan Sub 
Kontraktor/Supplier PT WIKA untuk Jasa 
Konstruksi, Mekanikal Elektrikal, Real 
Estate, Industri Pabrikasi dan Pendagangan 
untuk proyek yang berorientasi ekspor atau 
pendukung kegiatan ekspor nasional baik 
langsung maupun tidak langsung dengan 
suku bunga 9,15% per annum. 
 
Dengan jaminan yang diberikan adalah 
Jaminan Fidusia atas Piutang Kontrak yang 
dibiayai dan/atau dijamin Kreditur, dengan 
nilai penjaminan sebesar Rp0,- dan akan 
mencapai Rp625.000.000.000,-. 
 
Menyampaikan pemberitahuan secara 
tertulis kepada Kreditur selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender 
setelah dilaksanakannya Rapat Umum 
Pemegang Saham yang meliputi: 
1. Mengubah anggaran dasar atau 

mengubah status perusahaan Debitur; 
2. Mengubah atau memperbolehkan 

struktur permodalannya diubah; 
3. Melakukan komposisi pemegang 

saham Debitur dan pengurusnya 
(anggota Direksi dan/atau anggota 
Dewan Komisaris). 

Sehubungan dengan pembatasan-
pembatasan tersebut, Perseroan telah 
memperoleh persetujuan dari para 
krediturnya, berdasarkan: 
Surat Indonesia Eximbank No. 
BS.0613/UKM/10/2016 tanggal 12 Oktober 
2016 perihal Surat Persetujuan Perubahan 
Suku Bunga dan Syarat dan Ketentuan 
Fasilitas Pembelian Tagihan Supplier, yang 
diterbitkan oleh Indonesia Eximbank. 

23 Juli 2016 
 s/d  

21 Juli 2017 
 

17.  Akta Perjanjian Kredit No. 27 
tanggal 21 Mei 2010 dan telah 
diubah beberapa kali dan 
terakhir kali dengan Akta 
Perubahan VI Perjanjian Kredit 
No. 56 tanggal 20 Mei 2016, 
yang keduanya dibuat di 

1.  PT Bank Negara 
Indonesia 
(Persero) Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Penerima 
Kredit”) 

Maksimum Kredit yang diberikan Bank 
kepada Penerima Kredit adalah sebesar 
Rp300.000.000.000,- yang terdiri atas: 
a.  Fasilitas Kredit Modal Kerja RC 

Terbatas/Revolving: 
i. existing sebesar 

Rp50.000.000.000,- 

21 Mei 2016  
s/d  

20 Mei 2017 
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2. Mengubah atau memperbolehkan 

struktur permodalannya diubah; 
3. Melakukan komposisi pemegang 

saham Debitur dan pengurusnya 
(anggota Direksi dan/atau anggota 
Dewan Komisaris). 

15.  Akta Perjanjian Pemberian 
Fasilitas Jaminan Indonesia 
Eximbank No. 80 tanggal 23 Juli 
2014 junctis Akta Perubahan 
Perjanjian Pemberian Fasilitas 
Jaminan Indonesia Eximbank 
No.54 tanggal 10 Juli 2015 dan 
Akta Perubahan Kedua 
Perjanjian Pemberian Fasilitas 
Jaminan Indonesia Eximbank 
No. 41 tanggal 21 Juli 2016, 
yang ketiganya dibuat oleh Sri 
Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta 

1.  Indonesia 
Eximbank 
(“Penjamin”); 

2. Perseroan 
(“Terjamin”) 

 

Penjamin setuju memberikan fasilitas 
Penjaminan Indonesia Eximbank kepada 
Terjamin dengan Limit Penjaminan 
Indonesia Eximbank sebesar 
Rp250.000.000.000,- yang hanya dapat 
dipergunakan untuk penerbitan Fasilitas 
Jaminan Indonesia Eximbank yang terdiri 
dari atas Jaminan Penawaran, Jaminan 
Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan 
Pemeliharaan dan/atau jaminan lainnya 
untuk proyek-proyek infrastruktur 
berorientasi Ekspor dan penunjang Ekspor. 
 
Dengan jaminan yang diberikan adalah 
Jaminan Fidusia atas Piutang Kontrak yang 
dibiayai dan/atau dijamin Kreditur, dengan 
nilai penjaminan sebesar Rp0,- dan akan 
mencapai Rp625.000.000.000,-. 

23 Juli 2016 
 s/d  

21 Juli 2017 
 

16.  Akta Perjanjian Pembiayaan 
Fasilitas Pembelian Tagihan 
Supplier (Supply Chain 
Financing) No. 4 tanggal 4 Juni 
2015 junctis Akta Perubahan 
Dan Penegasan Kembali 
Perjanjian Pembiayaan Fasilitas 
Pembelian Tagihan Supplier 
(Supply Chain Financing) No. 55 
tanggal 10 Juli 2015, Akta 
Perubahan Pertama atas 
Perubahan dan Penegasan 
Kembali Perjanjian Pembiayaan 
Fasilitas Pembelian Tagihan 
Supplier (Supply Chain 
Financing) No. 42 tanggal 21 
Juli 2016, yang ketiganya dibuat 
di hadapan Sri Ismiyati, S.H., 
Notaris di Jakarta dan Surat 
Indonesia Eximbank No. 
BS.0613/UKM/10/2016 tanggal 
12 Oktober 2016 perihal Surat 
Persetujuan Perubahan Suku 
Bunga dan Syarat dan 
Ketentuan Fasilitas Pembelian 
Tagihan Supplier 

1.  Indonesia 
Eximbank 
(“Indonesia 
Eximbank”); 

2. Perseroan (“PT 
WIKA”) 

 

Indonesia Eximbank setuju memberikan 
fasilitas Revolving Transaksional Pembelian 
Tagihan Supplier kepada PT WIKA dengan 
Limit Fasilitas sebesar Rp250.000.000.000,- 
(dua ratus miliar Rupiah) yang hanya dapat 
dipergunakan untuk pembelian Tagihan Sub 
Kontraktor/Supplier PT WIKA untuk Jasa 
Konstruksi, Mekanikal Elektrikal, Real 
Estate, Industri Pabrikasi dan Pendagangan 
untuk proyek yang berorientasi ekspor atau 
pendukung kegiatan ekspor nasional baik 
langsung maupun tidak langsung dengan 
suku bunga 9,15% per annum. 
 
Dengan jaminan yang diberikan adalah 
Jaminan Fidusia atas Piutang Kontrak yang 
dibiayai dan/atau dijamin Kreditur, dengan 
nilai penjaminan sebesar Rp0,- dan akan 
mencapai Rp625.000.000.000,-. 
 
Menyampaikan pemberitahuan secara 
tertulis kepada Kreditur selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender 
setelah dilaksanakannya Rapat Umum 
Pemegang Saham yang meliputi: 
1. Mengubah anggaran dasar atau 

mengubah status perusahaan Debitur; 
2. Mengubah atau memperbolehkan 

struktur permodalannya diubah; 
3. Melakukan komposisi pemegang 

saham Debitur dan pengurusnya 
(anggota Direksi dan/atau anggota 
Dewan Komisaris). 

Sehubungan dengan pembatasan-
pembatasan tersebut, Perseroan telah 
memperoleh persetujuan dari para 
krediturnya, berdasarkan: 
Surat Indonesia Eximbank No. 
BS.0613/UKM/10/2016 tanggal 12 Oktober 
2016 perihal Surat Persetujuan Perubahan 
Suku Bunga dan Syarat dan Ketentuan 
Fasilitas Pembelian Tagihan Supplier, yang 
diterbitkan oleh Indonesia Eximbank. 

23 Juli 2016 
 s/d  

21 Juli 2017 
 

17.  Akta Perjanjian Kredit No. 27 
tanggal 21 Mei 2010 dan telah 
diubah beberapa kali dan 
terakhir kali dengan Akta 
Perubahan VI Perjanjian Kredit 
No. 56 tanggal 20 Mei 2016, 
yang keduanya dibuat di 

1.  PT Bank Negara 
Indonesia 
(Persero) Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Penerima 
Kredit”) 

Maksimum Kredit yang diberikan Bank 
kepada Penerima Kredit adalah sebesar 
Rp300.000.000.000,- yang terdiri atas: 
a.  Fasilitas Kredit Modal Kerja RC 

Terbatas/Revolving: 
i. existing sebesar 

Rp50.000.000.000,- 

21 Mei 2016  
s/d  

20 Mei 2017 
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hadapan Fathiah Helmi, S.H., 
Notaris di Jakarta 

 ii. tambahan sebesar 
Rp150.000.000.000,- 

b. Fasilitas Kredit Modal Kerja Promes 
existing sebesar Rp150.000.000.000,-. 

 
Dengan bunga efektif 9,75% p.a. 
 
Dengan jaminan yang diberikan adalah 
Tagihan/piutang atas Proyek dengan nilai 
penjaminan sebesar Rp3.690.000.000.000,-. 
 
Penerima Kredit wajib melaporkan atau 
memberitahukan kepada Bank: 
1. Mengubah susunan pengurus Direksi 

dan Anggota Dewan Komisaris 
perusahaan; 

2. Mengubah bentuk atau status hukum 
perusahaan, mengubah Anggaran 
Dasar Perusahaan, 
memindahtangankan resipis atau 
saham perusahaan baik antara 
pemegang saham maupun kepada 
pihak lain. 

18.  Akta Perjanjian Fasilitas Kredit 
Tidak Langsung (Non Cash 
Loan) No. 28 tanggal 21 Mei 
2010 dan telah diubah 
beberapa kali dan terakhir kali 
dengan Akta Perubahan VII 
Perjanjian Pemberian Fasilitas 
Kredit Tidak Langsung (Non 
Cash Loan) No. 59 tanggal 20 
Mei 2016, yang keduanya 
dibuat di hadapan Fathiah 
Helmi, S.H., Notaris di Jakarta 

1.  PT Bank Negara 
Indonesia 
(Persero) Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Penerima 
Kredit”) 

 

Bank memberikan fasilitas kredit sebesar 
Rp2.500.000.000.000,- yang terdiri atas: 
1. Fasilitas existing sebesar 

Rp2.250.000.000.000,-  
2. Fasilitas tambahan sebesar 

Rp250.000.000.000,- 
 
Dengan jaminan yang diberikan adalah 
Tagihan/piutang atas Proyek dengan nilai 
penjaminan sebesar Rp3.690.000.000.000,-. 
 
Penerima Kredit wajib melaporkan atau 
memberitahukan kepada Bank: 
1. Mengubah susunan pengurus Direksi 

dan Anggota Dewan Komisaris 
perusahaan; 

2. Mengubah bentuk atau status hukum 
perusahaan, mengubah Anggaran 
Dasar Perusahaan, 
memindahtangankan resipis atau 
saham perusahaan baik antara 
pemegang saham maupun kepada 
pihak lain. 

21 Mei 2016  
s/d  

20 Mei 2017 

19.  Akta Perjanjian Pemberian 
Forex Line No.107 tanggal 25 
Juli 2014, yang dibuat di 
hadapan M. Nova Faisal, S.H., 
M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan 
junctis Akta Perubahan I 
Perjanjian Pemberian Forex 
Line No. 17 tanggal 10 Juli 2015 
dan Akta Perubahan II (Kedua) 
Perjanjian Pemberian Forex 
Line No. 60 tanggal 20 Mei 
2016, yang keduanya dibuat di 
hadapan Fathiah Helmi, S.H., 
Notaris di Jakarta 

1.  PT Bank Negara 
Indonesia 
(Persero) Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Penerima 
Kredit”) 

 

Bank setuju untuk melakukan satu atau 
beberapa Transaksi Forex dengan Nasabah 
sampai dengan pagu Forex Line sebesar 
USD10,000,000 (revolving uncommitted 
facility) setelah Nasabah memenuhi semua 
ketentuan dan syarat-syarat yang telah 
ditentukan oleh Bank. 
 
Dengan jaminan yang diberikan adalah 
Tagihan/piutang atas Proyek dengan nilai 
penjaminan sebesar Rp3.690.000.000.000,-. 
 

21 Mei 2016  
s/d  

20 Mei 2017 

20.  Akta Perjanjian Kredit No. 14 
tanggal 10 Juli 2015 juncto Akta 
Perubahan I (Pertama) 
Perjanjian Kredit No. 58 tanggal 
20 Mei 2016, yang keduanya 
dibuat di hadapan Fathiah 
Helmi, S.H., Notaris di Jakarta 

1.  PT Bank Negara 
Indonesia 
(Persero) Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Penerima 
Kredit”) 

 

Bank telah menyetujui permohonan 
Penerima Kredit dengan memberikan 
Fasilitas Kredit Term Loan maksimum 
sebesar Rp1.000.000.000.000,- bersifat 
Promes/Transaksional untuk keperluan 
capital expenditure 2015-2016 yang akan 
dilunasi melalui aksi korporasi di pasar 
modal (Obligasi/Right Issue) di tahun 2016. 
 
Dengan jaminan yang diberikan adalah 
Tagihan/piutang atas Proyek dengan nilai 
penjaminan sebesar Rp3.690.000.000.000,-. 
 
 

10 April 2016  
s/d  

31 Oktober 2016 
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Selama fasilitas kredit belum lunas, maka 
tanpa pemberitahuan tertulis kepada Bank, 
Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk 
mengubah susunan pengurus, Direksi, dan 
anggota Dewan Komisaris perusahaan. 
Sehubungan dengan hal tersebut, Debitur 
telah melakukan pemberitahuan 
sebagaimana termaktub dalam Surat 
Perseroan No. 
SE.01.01/A.DEP.KU.9137/2016 tanggal 18 
Agustus 2016 kepada PT Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk. sehubungan 
dengan rencana perubahan susunan 
pengurus Perseroan. 
 
Sehubungan dengan pembatasan-
pembatasan tersebut, Perseroan telah 
memperoleh persetujuan dari para 
krediturnya, berdasarkan Surat PT Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. 
BIN/2.2/588/R tanggal 13 September 2016 
perihal Persetujuan Perubahan Negative 
Covenants, yang diterbitkan oleh PT Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

21.  Akta Perjanjian Kredit No. 24 
tanggal 24 Februari 2016 juncto 
Akta Perubahan I (Pertama) 
Perjanjian Kredit No. 57 tanggal 
20 Mei 2016, yang keduanya 
dibuat di hadapan Fathiah 
Helmi, S.H., Notaris di Jakarta 

1.  PT Bank Negara 
Indonesia 
(Persero) Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Penerima 
Kredit”) 

 

Kredit Modal Kerja Transaksional  sebesar 
Rp300.000.000.000,- dengan tujuan untuk 
tambahan modal kerja untuk pengerjaan 
proyek-proyek yang dimenangkan baik 
pemerintah maupun swasta. 

 
Dengan Bunga sebesar 10% per tahun. 
 
Selama fasilitas kredit belum lunas, maka 
tanpa pemberitahuan tertulis kepada Bank, 
Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk 
mengubah susunan pengurus, Direksi, dan 
anggota Dewan Komisaris perusahaan. 
Sehubungan dengan hal tersebut, Debitur 
telah melakukan pemberitahuan 
sebagaimana termaktub dalam Surat 
Perseroan No. 
SE.01.01/A.DEP.KU.9137/2016 tanggal 18 
Agustus 2016 kepada PT Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk. sehubungan 
dengan rencana perubahan susunan 
pengurus Perseroan. 
 
Sehubungan dengan pembatasan-
pembatasan tersebut, Perseroan telah 
memperoleh persetujuan dari para 
krediturnya, berdasarkan Surat PT Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. 
BIN/2.2/588/R tanggal 13 September 2016 
perihal Persetujuan Perubahan Negative 
Covenants, yang diterbitkan oleh PT Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

21 Mei 2016  
s/d  

20 Mei 2017 

22.  Akta Perjanjian Kredit No.76 
tanggal 23 Juli 2014, yang 
dibuat di hadapan Sri Ismiyati 
S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta 
yang telah diubah beberapa 
kali dan terakhir kali dengan 
Akta Addendum II (Kedua) 
Perjanjian Kredit Modal Kerja 
Pinjaman Rekening Koran No. 
76 tanggal 23 Agustus 2016, 
yang dibuat di hadapan Sri 
Ismiyati S.H., M.Kn, Notaris di 
Jakarta 

1.  PT Bank DKI 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Fasilitas Kredit sebesar Rp150.000.000.000,- 
dengan bunga sebesar 9,50% per tahun. 
Dengan jaminan yang diberikan adalah 
Jaminan Fidusia atas Tagihan kepada Pihak 
Ketiga, dengan nilai penjaminan sebesr 
Rp187.500.000.000,-. 
 
 

23 Juli 2016 
 s/d  

23 Juli 2017 

23.  Akta Perjanjian Pembiayaan 
No. 01 tanggal 6 April 2016, 
yang dibuat di hadapan Lolani 
Kurniati Irdham Idroes, S.H., 
Notaris di Jakarta 

1.  PT Sarana Multi 
Infrastruktur 
(Persero) 
(“Kreditur”); 

2. Perseroan 

Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja sebesar 
Rp600.000.000.000,- untuk pembiayaan 
modal kerja dalam rangka melaksanakan 
pekerjaan proyek-proyek yang disetujui oleh 
Kreditur. 

6 April 2016  
s/d  

6 April 2017 
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Selama fasilitas kredit belum lunas, maka 
tanpa pemberitahuan tertulis kepada Bank, 
Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk 
mengubah susunan pengurus, Direksi, dan 
anggota Dewan Komisaris perusahaan. 
Sehubungan dengan hal tersebut, Debitur 
telah melakukan pemberitahuan 
sebagaimana termaktub dalam Surat 
Perseroan No. 
SE.01.01/A.DEP.KU.9137/2016 tanggal 18 
Agustus 2016 kepada PT Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk. sehubungan 
dengan rencana perubahan susunan 
pengurus Perseroan. 
 
Sehubungan dengan pembatasan-
pembatasan tersebut, Perseroan telah 
memperoleh persetujuan dari para 
krediturnya, berdasarkan Surat PT Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. 
BIN/2.2/588/R tanggal 13 September 2016 
perihal Persetujuan Perubahan Negative 
Covenants, yang diterbitkan oleh PT Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

21.  Akta Perjanjian Kredit No. 24 
tanggal 24 Februari 2016 juncto 
Akta Perubahan I (Pertama) 
Perjanjian Kredit No. 57 tanggal 
20 Mei 2016, yang keduanya 
dibuat di hadapan Fathiah 
Helmi, S.H., Notaris di Jakarta 

1.  PT Bank Negara 
Indonesia 
(Persero) Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Penerima 
Kredit”) 

 

Kredit Modal Kerja Transaksional  sebesar 
Rp300.000.000.000,- dengan tujuan untuk 
tambahan modal kerja untuk pengerjaan 
proyek-proyek yang dimenangkan baik 
pemerintah maupun swasta. 

 
Dengan Bunga sebesar 10% per tahun. 
 
Selama fasilitas kredit belum lunas, maka 
tanpa pemberitahuan tertulis kepada Bank, 
Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk 
mengubah susunan pengurus, Direksi, dan 
anggota Dewan Komisaris perusahaan. 
Sehubungan dengan hal tersebut, Debitur 
telah melakukan pemberitahuan 
sebagaimana termaktub dalam Surat 
Perseroan No. 
SE.01.01/A.DEP.KU.9137/2016 tanggal 18 
Agustus 2016 kepada PT Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk. sehubungan 
dengan rencana perubahan susunan 
pengurus Perseroan. 
 
Sehubungan dengan pembatasan-
pembatasan tersebut, Perseroan telah 
memperoleh persetujuan dari para 
krediturnya, berdasarkan Surat PT Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. 
BIN/2.2/588/R tanggal 13 September 2016 
perihal Persetujuan Perubahan Negative 
Covenants, yang diterbitkan oleh PT Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

21 Mei 2016  
s/d  

20 Mei 2017 

22.  Akta Perjanjian Kredit No.76 
tanggal 23 Juli 2014, yang 
dibuat di hadapan Sri Ismiyati 
S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta 
yang telah diubah beberapa 
kali dan terakhir kali dengan 
Akta Addendum II (Kedua) 
Perjanjian Kredit Modal Kerja 
Pinjaman Rekening Koran No. 
76 tanggal 23 Agustus 2016, 
yang dibuat di hadapan Sri 
Ismiyati S.H., M.Kn, Notaris di 
Jakarta 

1.  PT Bank DKI 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Fasilitas Kredit sebesar Rp150.000.000.000,- 
dengan bunga sebesar 9,50% per tahun. 
Dengan jaminan yang diberikan adalah 
Jaminan Fidusia atas Tagihan kepada Pihak 
Ketiga, dengan nilai penjaminan sebesr 
Rp187.500.000.000,-. 
 
 

23 Juli 2016 
 s/d  

23 Juli 2017 

23.  Akta Perjanjian Pembiayaan 
No. 01 tanggal 6 April 2016, 
yang dibuat di hadapan Lolani 
Kurniati Irdham Idroes, S.H., 
Notaris di Jakarta 

1.  PT Sarana Multi 
Infrastruktur 
(Persero) 
(“Kreditur”); 

2. Perseroan 

Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja sebesar 
Rp600.000.000.000,- untuk pembiayaan 
modal kerja dalam rangka melaksanakan 
pekerjaan proyek-proyek yang disetujui oleh 
Kreditur. 

6 April 2016  
s/d  

6 April 2017 
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(“Debitur”) 

 
Dengan suku bunga 9,5% per tahun. 
 
Dengan jaminan yang diberikan adalah 
Tagihan/piutang atas proyek yang dibiayai 
dengan nilai penjaminan sebesar 120% dari 
Fasilitas Pinjaman. 
 
Memberitahukan tertulis kepada Kreditur 
selambat-lambatnya 14 hari kalender 
setelah Perubahan anggaran dasar, 
perubahan sifat, bentuk dan kegiatan usaha, 
perubahan susunan Direksi dan Dewan 
Komisaris, perubahan struktur kepemilikan 
saham.  

24.  Perjanjian Pemanfaatan 
Fasilitas Non Cash Loan tanggal 
6 Juni 2016, yang dibuat di 
bawah tangan dan bermeterai 
cukup 

1.  BITUMEN 
(“Pihak 
Pertama”); 

2. Perseroan 
(“Pihak Kedua”) 

 

Pihak Kedua memiliki fasilitas non cash loan 
termasuk berupa Bank Guarantee, Letter of 
Credit dan/atau Surat Kredit Berdokumen 
Dalam Negeri (SKBDN) dari sejumlah 
kreditur yang dengan ini mengizinkan Pihak 
Pertama untuk memanfaatkan fasilitas Non 
Cash Loan Pihak Kedua dan/atau guna 
kepentingan dan pengembangan kegiatan 
operasional Pihak Pertama berdasarkan 
persetujuan Pihak Kedua dengan tetap 
memperhatikan keuntungan bagi kedua 
belah pihak dan ketentuan peraturan yang 
berlaku. 
 
Fasilitas Non Cash Loan  milik Pihak Kedua 
yang akan dipergunakan oleh Pihak Pertama 
sebanyak-banyaknya sebesar 
Rp50.000.000.000,-.  

24 Mei 2016  
s/d 

 23 Mei 2017 
 

25.  Perjanjian Pemberian Pinjaman 
tanggal 11 Desember 2015 
juncto Amandemen Perjanjian 
Pemberian Pinjaman tanggal 24 
Juni 2016 

1.  Perseroan 
(“WIKA”); 

2. PT Pilar Sinergi 
BUMN Indonesia 
(“PSBI”) 

Pemberian pinjaman oleh WIKA kepada PSBI 
dengan tujuan untuk melakukan setoran 
modal kepada PT Kereta Cepat Indonesia 
China (KCIC) dengan tetap memperhatikan 
keuntungan bagi kedua belah pihak dan 
ketentuan peraturan yang berlaku sebesar 
Rp285.000.000.000,- dengan tujuan 
penambahan setoran modal pada KCIC oleh 
PSBI. 
 
Bunga sebesar Cost of Fund WIKA +1%. 
 
WIKA berhak melakukan konversi saham 
atas kewajiban PSBI menjadi tambahan 
setoran modal WIKA, apabila PSBI tidak 
dapat melakukan pembayaran pada saat 
tanggal jatuh tempo dan/atau waktu lain 
setelah jatuh tempo yang disetujui oleh 
WIKA. 

11 Desember 2015 
s/d 

10 Desember 2016 

Perjanjian Kerjasama 
1.  Surat Perjanjian tentang Sewa 

Mesin 25 MW (MFO) untuk 
Sistim Ambon No. 001/AAE-
MSE/VII/2010 tanggal 5 Juli 
2010 sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan:  
a. Amandemen No. 

001.AMD/041/MMU/201
1 tanggal 4 Februari 
2011; 

b. Addendum No. 
006.ADD/041/MMU/201
1 tanggal 1 Maret 2011; 

c. Amandemen II No. 
036.AMD/041/MMU/201
3 tanggal 27 Juni 2013; 

d. Amandemen III No. 
003.AMD/041/MMU/201
4 tanggal 24 Januari 
2014; dan 

e. Amandemen IV No. 
046.AMD/041/MMU/201

1. Konsorsium PT 
Artho Ageng 
Energi – PT 
Mardika Sarana 
Engineering – PT 
Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. PT PLN (Persero) 
Wilayah Maluku 
dan Maluku 
Utara (“Pihak 
Kedua”) 

Pihak Pertama telah ditetapkan sebagai 
pemenang pelelangan pekerjaan sewa 
mesin 25 MW (MFO) untuk Sistim Ambon 
dengan lokasi pekerjaan di Sistim Ambon PT 
PLN (Persero) Cabang Ambon yang diadakan 
oleh Pihak Kedua dalam rangka 
menanggulangi keterbatasan energi listrik 
pada Sistim Ambon PT PLN (Persero) Cabang 
Ambon. 
 
Harga Pekerjaan 
Harga Satuan Sewa adalah sebesar 
Rp376,95 / kWh sudah termasuk PPN 10%. 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Semua keperluan untuk konstruksi, 

operasi, pemeliharaan dan 
pembongkaran kembali obyek sewa 
adalah tanggung jawab Pihak 
Pertama; 
 
 

Tahap I 
4 tahun sejak tanggal 26 
Maret 2012  
 
Tahap II 
4 tahun sejak tanggal 26 
Februari 2013 
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2. Untuk pengelolaan limbah menjadi 
tanggung jawab Pihak Pertama sampai 
dengan penampungan sementara, 
yang selanjutnya akan diserahkan 
kepada Pihak Kedua untuk 
dimusnahkan; 

3. Pihak Pertama harus mengoperasikan 
dan memelihara semua Obyek Sewa 
dengan baik, sehingga tetap 
memenuhi persyaratan 
pengoperasian, K2 (Keselamatan 
Ketenagalistrikan), kelestarian 
lingkungan dan keandalan penyaluran 
tenaga listrik; 

4. Apabilaterjadi kecelakaan dalam 
pelaksanaan pekerjaan maka hal 
tersebut menjadi beban dan tanggun 
jawab Pihak Pertama. 

2.  Perjanjian Pengadaan Sewa Beli 
Pembangkit PLTG Borang 60 
MW No. 001/PJ/WIKA-
NE/VII/2011 tanggal 11 Juli 
2011 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”);  

2. PT PLN (Persero) 
Pembangkitan 
Sumatera Bagian 
Selatan (“Pihak 
Kedua”) 

Pihak Pertama telah mengikuti proses 
pengadaan sewa beli pembangkit PLTG 
Borang 60 MW yang diadakan Pihak Kedua. 
Pihak Pertama telah dinyatakan sebagai 
pemenang proses pengadaan sewa beli 
pembangkit PLTG Borang 60 MW 
berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia 
Barang/Jasa No. 
090/SPKP/613/GM/KITSBS/2011 tanggal 20 
Juni 2011. 
 
Pihak Pertama melaksanakan pekerjaan 
pengadaan sewa beli pembangkit PLTG 
Borang 60 MW PT PLN (Persero) 
Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan 
Sektor Pembangkitan Keramasan yang 
meliputi antara lain pendanaan, supply and 
delivery, desain, enjiniring, pengadaan, 
fabrikasi, factory test, konstruksi, 
pemasangan, pengujian, komisioning, 
pemeliharaan dan pengoperasian 
pembangkit sesuai dengan standard 
engineering pembangkit 
 
Harga Pekerjaan 
a. Komponen A (biaya investasi per kWh 

produk netto):  
Rp385,- per kWh 

b. Komponen B (biaya tetap operasi dan 
pemeliharaan per kWh netto):  
Rp97,- per kWh 

c. Komponen D (biaya variable operasi 
dan pemeliharaan per kWh netto): 
Rp13,- per kWh. 

 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 
lingkup pekerjaan yang telah disepakati. 
 
 

Unit 1 
7 tahun sejak tanggal 29 
Juli 2012 
 
Unit 2 
7 tahun sejak tanggal 12 
Juli 2012 
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2. Untuk pengelolaan limbah menjadi 
tanggung jawab Pihak Pertama sampai 
dengan penampungan sementara, 
yang selanjutnya akan diserahkan 
kepada Pihak Kedua untuk 
dimusnahkan; 

3. Pihak Pertama harus mengoperasikan 
dan memelihara semua Obyek Sewa 
dengan baik, sehingga tetap 
memenuhi persyaratan 
pengoperasian, K2 (Keselamatan 
Ketenagalistrikan), kelestarian 
lingkungan dan keandalan penyaluran 
tenaga listrik; 

4. Apabilaterjadi kecelakaan dalam 
pelaksanaan pekerjaan maka hal 
tersebut menjadi beban dan tanggun 
jawab Pihak Pertama. 

2.  Perjanjian Pengadaan Sewa Beli 
Pembangkit PLTG Borang 60 
MW No. 001/PJ/WIKA-
NE/VII/2011 tanggal 11 Juli 
2011 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”);  

2. PT PLN (Persero) 
Pembangkitan 
Sumatera Bagian 
Selatan (“Pihak 
Kedua”) 

Pihak Pertama telah mengikuti proses 
pengadaan sewa beli pembangkit PLTG 
Borang 60 MW yang diadakan Pihak Kedua. 
Pihak Pertama telah dinyatakan sebagai 
pemenang proses pengadaan sewa beli 
pembangkit PLTG Borang 60 MW 
berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia 
Barang/Jasa No. 
090/SPKP/613/GM/KITSBS/2011 tanggal 20 
Juni 2011. 
 
Pihak Pertama melaksanakan pekerjaan 
pengadaan sewa beli pembangkit PLTG 
Borang 60 MW PT PLN (Persero) 
Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan 
Sektor Pembangkitan Keramasan yang 
meliputi antara lain pendanaan, supply and 
delivery, desain, enjiniring, pengadaan, 
fabrikasi, factory test, konstruksi, 
pemasangan, pengujian, komisioning, 
pemeliharaan dan pengoperasian 
pembangkit sesuai dengan standard 
engineering pembangkit 
 
Harga Pekerjaan 
a. Komponen A (biaya investasi per kWh 

produk netto):  
Rp385,- per kWh 

b. Komponen B (biaya tetap operasi dan 
pemeliharaan per kWh netto):  
Rp97,- per kWh 

c. Komponen D (biaya variable operasi 
dan pemeliharaan per kWh netto): 
Rp13,- per kWh. 

 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 
lingkup pekerjaan yang telah disepakati. 
 
 

Unit 1 
7 tahun sejak tanggal 29 
Juli 2012 
 
Unit 2 
7 tahun sejak tanggal 12 
Juli 2012 
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3.  Surat Perjanjian tentang 
Pengadaan Sewa Pembangkit 
PLTMG 25 MW di Rawa Minyak 
– Riau No. 005/BID/PLTMG-
RM/WLE/VII/12 tanggal 20 Juli 
2012 jo. Amandemen I No. 
007/PLTMG-RWM/WLE/I/2016 
tanggal 20 Januari 2016 

1. Konsorsium PT 
Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. – 
PT Liman Obor 
Cahaya – PT 
Euroasiatic Jaya 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. PT PLN 
(Persero) 
Pembangkitan 
Sumatera 
Bagian Utara 
(“Pihak Kedua”) 

 

Pihak Kedua memberikan tugas kepada 
Pihak Pertama yaitu pengadaan PLTMG 
Sewa 25 MW beserta Operation and 
Maintenance di Rawa Minyak Sungai Rawa, 
Siak Sri Indrapura – Riau. 
 
Pekerjaan meliputi mobilisasi & 
demobilisasi, desain, enjiniring, 
pemasangan (konstruksi), pengujian serta 
seluruh biaya yang berkaitan dengan 
operasi dan pemeliharaan pembangkit 
dengan mempertimbangkan efektifitas 
seluruh pekerjaan, serta pemilihan 
peralatan yang berkualitas agar 
memperoleh pasokan tenaga listrik yang 
andal dengan biaya serendah mungkin. 
 
Harga Pekerjaan 
Harga satuan sewa Pembangkit adalah 
sebesar Rp346,50 per kWh sudah termasuk 
PPN 10%. 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Menyediakan PLTMG dengan daya 

operasi 25 MW, daya mampu 
minimum netto 20 MW dan jumlah 
energy listrik yang diproduksi per 
tahun sebesar 175.200.000 kWh; 

2. Bertanggung jawab terhadap 
konsumsi gas PLTMG dengan total 
Plant Heat Rate Netto maksimal 9.135 
BTU/kWh dengan toleransi 3%; 

3. Berkewajiban mengetahui data-data 
yang tersedia di tapak proyek 
berkaitan dengan kondisi lapangan, 
lokasi, sarana dan prasarana yang 
diperlukan selama masa 
pemasangan/konstruksi serta jarak 
bebas saluran pipa dan lain-lain. 

5 tahun terhitung sejak 
tanggal operasi komersial  

 

4.  Perjanjian Sewa Pembangkit 
Listrik Berbahan Bakar Gas 20 
MW di Rengat No. 
001/PJ/WIKA-NE-PTE/IX/2011 
tanggal 6 September 2011, 
sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan:  
a. Amandemen I No. 

001.AMD/PJ/WIKA-NE-
PTE/II/2012 tanggal 24 
Februari 2012; 

b. Amandemen II No. 
002.AMD/PJ/WIKA-NE-
PTE/XII/2012 tanggal 10 
Desember 2012; dan 

c. Amandemen III No. 
003.AMD/PJ/WIKA-NE-
PTE/X/2014 tanggal 20 
Oktober 2014 

1. Konsorsium PT 
Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. – 
PT Maxpower 
Indonesia – PT 
Prastiwahyu 
Trimitra 
Engineering 
(“Pihak Pertama”)  

2. PT PLN (Persero) 
(“Pihak Kedua”) 

Pihak Pertama bersedia membangun 
Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Gas 20 
MW Rengat Riau di lokasi Desa Tanah 
Merah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten 
Indragiri Hulu sesuai dengan standar 
ketenagalistrikan yang berlaku di Indonesia 
serta mengoperasikan dan memiliki 
pembangkit tersebut. Pihak Kedua akan 
menyewa pembangkit milik Pihak Pertama 
dengan melakukan pembayaran atas listrik 
yang dihasilkan oleh pembangkit yang 
dioperasikan oleh Pihak Pertama. 
 
Harga Pekerjaan 
Harga satuan sewa Pembangkit adalah 
sebesar Rp335,- per kWh. 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Memperoleh pembayaran dari Pihak 

Kedua; 
2. Mengehentikan pengoperasian unit 

pembangkit dalam rangka 
pemeliharaan, baik yang terjadwal 
maupun yang tidak terjadwal. 

Tahap I 
7 tahun terhitung sejak 
tanggal 7 Mei 2012  
 
Tahap II 
7 tahun terhitung sejak 
tanggal 20 April 2013  

 

5.  Surat Perjanjian No. 
044/PG2240/Jargas/2016-SO 
tanggal 29 Februari 2016 

1. Konsorsium PT 
Wijaya Karya 
(Persero) Tbk., PT 
Rekayasa Industri, 
PT Nindya Karya 
(Persero) (“Pihak 
Pertama”)  

2. Kementerian 
Energi dan 
Sumberdaya 
Mineral Republik 

Pihak Kedua telah menunjuk Pihak Pertama 
dengan metode penunjukan langsung untuk 
melaksanakan pekerjaan konstruksi 
pembangunan jaringan gas bumi untuk 
rumah tangga di Prabumulih, Sumatera 
Selatan 
 
Nilai Kontrak 
Rp493.525.000.000,-. 
 
 

29 Februari 2016  
s/d  

31 Desember 2016 
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Kedua”) 

 

Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Menerima pembayaran atas 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 
Nilai Kontrak dan syarat serta 
ketentuan yang berlaku dalam 
perjanjian; 

2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam 
bentuk sarana dan prasarana (jika 
ada) dari Pihak Kedua untuk 
kelancaran pelaksanaan pekerjaan 
sesuai ketentuan perjanjian; 

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan 
secara periodik kepada Pihak Kedua 
sesuai ketentuan perjanjian; 

4. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan pekerjaan; 

5. Melaksanakan dan menyelesaiakan 
pekerjaan secara cermat, akurat dan 
penuh tanggung jawab; 

6. Memberikan keterangan yang 
diperlukan untuk pemeriksaan 
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan 
Pihak Kedua; 

7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai 
dengan tanggal penyelesaian yang 
telah ditetapkan. 

6.  Surat Perjanjian untuk 
melaksanakan Paket Pekerjaan 
Konstruksi Paket A 
(Pembangunan Fasilitas 
Perkeretaapian Untuk 
Manggarai s/d Jatinegara) 
Pekerjaan Jalan Rel No. 
004/P2/K/VII/2015 tanggal 30 
Juli 2015 jo. Addendum Nomor 
1 tanggal 26 November 2015 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. Kegiatan 
Pengembangan 
Double Double 
Track dan Jalur 
Ganda Tanah 
Abang – Serpong 
– Maja - Merak 
cq. Balai Teknik 
Perkeretaapian 
Wilayah Jakarta 
dan Banten 
(“Pihak Kedua”) 

 

Pihak Kedua telah menetapkan Pihak 
Pertama sebagai pemenang tender untuk 
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Paket A 
(Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian 
Untuk Manggarai s/d Jatinegara) “Pekerjaan 
Jalan Rel”. 
 
Nilai Kontrak 
Rp363.266.975.000,- (termasuk PPN 10%). 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Menerima pembayaran untuk 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 
harga yang telah ditentukan dalam 
Perjanjian; 

2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam 
bentuk sarana dan prasarana dari 
Pihak Kedua untuk kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan sesuai 
ketentuan Perjanjian; 

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan 
secara periodik kepada Pihak Kedua; 

4. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan pekerjaan yang telah 
ditetapkan dalam Perjanjian; 

5. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan secara cermat, akurat dan 
penuh tanggung jawab dengan 
menyediakan tenaga kerja, bahan-
bahan, peralatan, angkutan ke atau 
dari lapangan dan segala pekerjaan 
permanen maupun sementara yang 
diperlukan untuk pelaksanaan, 
penyelesaian dan perbaikan pekerjaan 
yang dirinci dalam Perjanjian; 

6. Memberikan keterangan-keterangan 
yang diperlukan untuk pemeriksaan 
pelaksanaan yang dilakukan Pihak 
Kedua; 

7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai 
dengan jadwal penyerahan pekerjaan 
yang telah ditetapkan dalam 
Perjanjian; 

8. Mengambil langkah-langkah yang 
cukup memadai untuk melindungi 
lingkungan tempat kerja dan 

30 Juli 2015 
 s/d  

31 Desember 2016 
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Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Menerima pembayaran atas 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 
Nilai Kontrak dan syarat serta 
ketentuan yang berlaku dalam 
perjanjian; 

2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam 
bentuk sarana dan prasarana (jika 
ada) dari Pihak Kedua untuk 
kelancaran pelaksanaan pekerjaan 
sesuai ketentuan perjanjian; 

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan 
secara periodik kepada Pihak Kedua 
sesuai ketentuan perjanjian; 

4. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan pekerjaan; 

5. Melaksanakan dan menyelesaiakan 
pekerjaan secara cermat, akurat dan 
penuh tanggung jawab; 

6. Memberikan keterangan yang 
diperlukan untuk pemeriksaan 
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan 
Pihak Kedua; 

7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai 
dengan tanggal penyelesaian yang 
telah ditetapkan. 

6.  Surat Perjanjian untuk 
melaksanakan Paket Pekerjaan 
Konstruksi Paket A 
(Pembangunan Fasilitas 
Perkeretaapian Untuk 
Manggarai s/d Jatinegara) 
Pekerjaan Jalan Rel No. 
004/P2/K/VII/2015 tanggal 30 
Juli 2015 jo. Addendum Nomor 
1 tanggal 26 November 2015 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. Kegiatan 
Pengembangan 
Double Double 
Track dan Jalur 
Ganda Tanah 
Abang – Serpong 
– Maja - Merak 
cq. Balai Teknik 
Perkeretaapian 
Wilayah Jakarta 
dan Banten 
(“Pihak Kedua”) 

 

Pihak Kedua telah menetapkan Pihak 
Pertama sebagai pemenang tender untuk 
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Paket A 
(Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian 
Untuk Manggarai s/d Jatinegara) “Pekerjaan 
Jalan Rel”. 
 
Nilai Kontrak 
Rp363.266.975.000,- (termasuk PPN 10%). 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Menerima pembayaran untuk 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 
harga yang telah ditentukan dalam 
Perjanjian; 

2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam 
bentuk sarana dan prasarana dari 
Pihak Kedua untuk kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan sesuai 
ketentuan Perjanjian; 

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan 
secara periodik kepada Pihak Kedua; 

4. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan pekerjaan yang telah 
ditetapkan dalam Perjanjian; 

5. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan secara cermat, akurat dan 
penuh tanggung jawab dengan 
menyediakan tenaga kerja, bahan-
bahan, peralatan, angkutan ke atau 
dari lapangan dan segala pekerjaan 
permanen maupun sementara yang 
diperlukan untuk pelaksanaan, 
penyelesaian dan perbaikan pekerjaan 
yang dirinci dalam Perjanjian; 

6. Memberikan keterangan-keterangan 
yang diperlukan untuk pemeriksaan 
pelaksanaan yang dilakukan Pihak 
Kedua; 

7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai 
dengan jadwal penyerahan pekerjaan 
yang telah ditetapkan dalam 
Perjanjian; 

8. Mengambil langkah-langkah yang 
cukup memadai untuk melindungi 
lingkungan tempat kerja dan 

30 Juli 2015 
 s/d  

31 Desember 2016 
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membatas perusakan dan gangguan 
kepada masyarakat maupun milikinya 
akibat kegiatan Pihak Pertama. 

7.  Surat Perjanjian Jasa Pekerjaan 
Konstruksi No. 463/-1.792 
tanggal 23 Februari 2015 jis. 
Addendum I No. 468/-1.792 
tanggal 23 Februari 2015, 
Addendum II No. 1256/-1.792 
tanggal 11 Mei 2015 dan 
Addendum III No. 3951/-1.792 
tanggal 14 Agustus 2015 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK) 
Bidang Simpang 
dan Jalan Tak 
Sebidang cq. 
Dinas Bina Marga 
Provinsi DKI 
Jakarta (“Pihak 
Kedua”) 

 

Pihak Kedua telah menetapkan Pihak 
Pertama sebagai pemenang tender untuk 
melaksanakan Pekerjaan Pembangunan 
Jalan Layang Kapten Tendean – Blok M – 
Cileduk, Paket Seskoal Cileduk. 
 
Nilai Kontrak  
Rp351.203.970.000,- (termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Berhak menerima pembayaran dari 

Pihak Kedua atas pelaksanaan, 
penyelesaian dan perbaikan 
pekerjaan; 

2. Wajib melaksanakan, menyelesaikan, 
memperbaiki pekerjaan secara 
cermat, akurat dan penuh tanggung 
jawab dengan menyediakan tenaga 
kerja, bahan-bahan, peralatan, 
angkutan ke atau dari lapangan, dan 
segala pekerjaan permanen maupun 
sementara yang diperlukan untuk 
pelaksanaan penyelesaian dan 
perbaikan pekerjaan sesuai 
ketentuan-ketentuan perjanjian, 
sampai diterima baik oleh Pihak 
Kedua; 

3. Pihak Pertama wajib menerpakan 
ketentuan-ketentuan pengelolaan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
di dalam seluruh tahapan pekerjaan 
sesuai dengan peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku 
saat ini; 

4. Pihak Pertama wajib memberikan 
keterangan-keterangan yang 
diperlukan untuk pemeriksaan yang 
dilakukan oleh Pihak Kedua. 

20 Februari 2015  
s/d  

14 Desember 2016 

8.  Surat Perjanjian Paket 
Pekerjaan Konstruksi 
Pembangunan Pengaman 
Pantai DKI Jakarta Tahap 2 
Paket 2 (Kontrak Harga Satuan) 
No. HK.02.03/PPK SPIII-SNVT 
PJSACC/XI/327.1 tanggal 23 
November 2015 

1. PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. – 
PT SAC 
Nusantara KSO 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. SNVT 
Pelaksanaan 
Jaringan Sumber 
Air Ciliwung 
Cisadane, Balai 
Besar Wilayah 
Wilayah Sungai 
Ciliwung 
Cisadane cq. 
Direktorat 
Jenderal Sumber 
Daya Air, 
Kementerian 
Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 
Rakyat (“Pihak 
Kedua”) 

 

Pihak Kedua telah menetapkan Pihak 
Pertama sebagai pemenang tender untuk 
melaksanakan Pekerjaan Pembangunan 
Pengaman Pantai DKI Jakarta Tahap 2 Paket 
2. 
 
Nilai Kontrak 
Rp405.765.682.000,- (termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Menerima pembayaran untuk 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 
harga yang telah ditentukan dalam 
Perjanjian; 

2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam 
bentuk sarana dan prasarana dari 
Pihak Kedua untuk kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan sesuai 
ketentuan Perjanjian; 

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan 
secara periodik kepada Pihak Kedua; 

4. Melaporkan pelaksanaan penggunaan 
produksi dalam negeri/TKDN secara 
periodik kepada Pihak Kedua; 

5. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan pekerjaan yang telah 
ditetapkan dalam Perjanjian; 

6. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan secara cermat, akurat dan 
penuh tanggung jawab dengan 
menyediakan tenaga kerja, bahan-
bahan, peralatan, angkutan ke atau 

882 hari kalender sejak 
tanggal 23 November 2015 
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dari lapangan dan segala pekerjaan 
permanen maupun sementara yang 
diperlukan untuk pelaksanaan, 
penyelesaian dan perbaikan pekerjaan 
yang dirinci dalam Perjanjian; 

7. Memberikan keterangan-keterangan 
yang diperlukan untuk pemeriksaan 
pelaksanaan yang dilakukan Pihak 
Kedua; 

8. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai 
dengan jadwal penyerahan pekerjaan 
yang telah ditetapkan dalam 
Perjanjian; 

9. Mengambil langkah-langkah yang 
cukup memadai untuk melindungi 
lingkungan tempat kerja dan 
membatas perusakan dan gangguan 
kepada masyarakat maupun milikinya 
akibat kegiatan Pihak Pertama. 

9.  Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa 
Konstruksi No. HK.02.03/PPK 
SP.II-SNVT PJSA.CC/XII/345 
tanggal 11 Desember 2015 

1. PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. – 
PT Jaya 
Konstruksi 
Manggala 
Pratama Tbk. 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. SNVT 
Pelaksanaan 
Jaringan Sumber 
Air Ciliwung 
Cisadane, Balai 
Besar Wilayah 
Wilayah Sungai 
Ciliwung 
Cisadane cq. 
Direktorat 
Jenderal Sumber 
Daya Air, 
Kementerian 
Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 
Rakyat (“Pihak 
Kedua”) 

 

 Pihak Kedua telah menetapkan Pihak 
Pertama sebagai pemenang tender untuk 
melaksanakan Pekerjaan Pembangunan 
Inlet dan Outlet Sudetan Kali Ciliwung ke 
Kanal Banjir Timur. 

 
Nilai Kontrak 
Rp230.713.200.000,- (termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Menerima pembayaran untuk 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 
harga yang telah ditentukan dalam 
Perjanjian; 

2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam 
bentuk sarana dan prasarana dari 
Pihak Kedua untuk kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan sesuai 
ketentuan Perjanjian; 

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan 
secara periodik kepada Pihak Kedua; 

4. Melaporkan pelaksanaan penggunaan 
produksi dalam negeri/TKDN secara 
periodik kepada Pihak Kedua; 

5. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan pekerjaan yang telah 
ditetapkan dalam Perjanjian; 

6. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan secara cermat, akurat dan 
penuh tanggung jawab dengan 
menyediakan tenaga kerja, bahan-
bahan, peralatan, angkutan ke atau 
dari lapangan dan segala pekerjaan 
permanen maupun sementara yang 
diperlukan untuk pelaksanaan, 
penyelesaian dan perbaikan pekerjaan 
yang dirinci dalam Perjanjian; 

7. Memberikan keterangan-keterangan 
yang diperlukan untuk pemeriksaan 
pelaksanaan yang dilakukan Pihak 
Kedua; 

8. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai 
dengan jadwal penyerahan pekerjaan 
yang telah ditetapkan dalam 
Perjanjian; 

9. Mengambil langkah-langkah yang 
cukup memadai seperti menerapkan 
Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja untuk melindungi 
lingkungan tempat kerja, serta 
membatasi perusakan dan gangguan 
kepada masyarakat maupun miliknya 
akibat kegiatan Pihak Pertama. 
 

547 hari kalender sejak 
tanggal 11 Desember 2015 
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No. Perjanjian Para Pihak Deskripsi Singkat Jangka Waktu 
dari lapangan dan segala pekerjaan 
permanen maupun sementara yang 
diperlukan untuk pelaksanaan, 
penyelesaian dan perbaikan pekerjaan 
yang dirinci dalam Perjanjian; 

7. Memberikan keterangan-keterangan 
yang diperlukan untuk pemeriksaan 
pelaksanaan yang dilakukan Pihak 
Kedua; 

8. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai 
dengan jadwal penyerahan pekerjaan 
yang telah ditetapkan dalam 
Perjanjian; 

9. Mengambil langkah-langkah yang 
cukup memadai untuk melindungi 
lingkungan tempat kerja dan 
membatas perusakan dan gangguan 
kepada masyarakat maupun milikinya 
akibat kegiatan Pihak Pertama. 

9.  Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa 
Konstruksi No. HK.02.03/PPK 
SP.II-SNVT PJSA.CC/XII/345 
tanggal 11 Desember 2015 

1. PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. – 
PT Jaya 
Konstruksi 
Manggala 
Pratama Tbk. 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. SNVT 
Pelaksanaan 
Jaringan Sumber 
Air Ciliwung 
Cisadane, Balai 
Besar Wilayah 
Wilayah Sungai 
Ciliwung 
Cisadane cq. 
Direktorat 
Jenderal Sumber 
Daya Air, 
Kementerian 
Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 
Rakyat (“Pihak 
Kedua”) 

 

 Pihak Kedua telah menetapkan Pihak 
Pertama sebagai pemenang tender untuk 
melaksanakan Pekerjaan Pembangunan 
Inlet dan Outlet Sudetan Kali Ciliwung ke 
Kanal Banjir Timur. 

 
Nilai Kontrak 
Rp230.713.200.000,- (termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Menerima pembayaran untuk 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 
harga yang telah ditentukan dalam 
Perjanjian; 

2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam 
bentuk sarana dan prasarana dari 
Pihak Kedua untuk kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan sesuai 
ketentuan Perjanjian; 

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan 
secara periodik kepada Pihak Kedua; 

4. Melaporkan pelaksanaan penggunaan 
produksi dalam negeri/TKDN secara 
periodik kepada Pihak Kedua; 

5. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan pekerjaan yang telah 
ditetapkan dalam Perjanjian; 

6. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan secara cermat, akurat dan 
penuh tanggung jawab dengan 
menyediakan tenaga kerja, bahan-
bahan, peralatan, angkutan ke atau 
dari lapangan dan segala pekerjaan 
permanen maupun sementara yang 
diperlukan untuk pelaksanaan, 
penyelesaian dan perbaikan pekerjaan 
yang dirinci dalam Perjanjian; 

7. Memberikan keterangan-keterangan 
yang diperlukan untuk pemeriksaan 
pelaksanaan yang dilakukan Pihak 
Kedua; 

8. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai 
dengan jadwal penyerahan pekerjaan 
yang telah ditetapkan dalam 
Perjanjian; 

9. Mengambil langkah-langkah yang 
cukup memadai seperti menerapkan 
Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja untuk melindungi 
lingkungan tempat kerja, serta 
membatasi perusakan dan gangguan 
kepada masyarakat maupun miliknya 
akibat kegiatan Pihak Pertama. 
 

547 hari kalender sejak 
tanggal 11 Desember 2015 

No. Perjanjian Para Pihak Deskripsi Singkat Jangka Waktu 

10.  Contract Agreement Package of 
Works: Toll Road Development 
of Solo-Kertosono Project 
Phase I No. HK.02.03/PPKII-
PJBHSK/2108.01/2015 tanggal 
21 Agustus 2015 

1. China Road and 
Bridge 
Corporation – PT 
Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. – 
PT Pembangunan 
Perumahan 
(Persero) Tbk. 
Joint Operation 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. Satuan Kerja 
Pelaksanaan 
Jalan Bebas 
Hambatan Solo-
Kertosono, Balai 
Besar 
Pelaksanaan 
Jalan Nasional V 
cq. Direktorat 
Jenderal Bina 
Marga, 
Kementerian 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 
Rakyat (“Pihak 
Kedua”) 

 

Pihak Kedua telah menetapkan Pihak 
Pertama sebagai pemenang tender untuk 
melaksanakan Pekerjaan Pembangunan 
Jalan Tol Solo-Kertosono dibawah Road and 
Bridge Infrastructure Development Project 
(RBIDP) – China Exim Bank. 
 
Nilai Kontrak 
Rp3.158.269.954.376,- (termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Melaksanakan, menyelesaikan dan 

memperbaiki Pekerjaan secara cermat 
dan penuh kehati-hatian dengan 
menyediakan seluruh tenaga kerja 
termasuk pengawasnya, peralatan 
dan perlengkapan konstruksi, 
transportasi ke dan dari lokasi dan 
dalam atau sekitar Pekerjaan dan hal 
lainnya baik permanen maupun 
sementara yang diperlukan untuk 
pelaksanaan, penyelesaian dan 
perbaikan; 

2. Pekerjaan harus dilaksanakan, 
diselesaikan dan diperbaiki sesuai 
dengan Perjanjian hingga disetujui 
oleh enjinir setelah berkonsultasi 
dengan Pihak Kedua. 

1095 hari kalender sejak 
tanggal 21 Agustus 2015 

11.  Contract Agreement No. 
0519.PJ/DAN.02.01/DIR/2015 
tanggal 9 Oktober 2015 

1. Daelim Industrial 
Co. Ltd. – Astaldi 
S.p.A - PT Wijaya 
Karya (Persero) 
Tbk. Joint 
Venture (“Pihak 
Pertama”)  

2. PT PLN (Persero) 
(“Pihak Kedua”) 

 

Pihak Kedua menugaskan Pihak Pertama 
untuk melaksanakan pekerjaan Package 1 
Lot 1A – Upper and Lower Dams for Upper 
Cisokan Pumped Storage Power Plant 
Project. 
 
Nilai Kontrak  
Rp909.180.152.462,44 
USD35.876.512,65 
EUR6.288.348,93 
(harga di atas termasuk PPN 10%) 
 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
Melaksanakan Pekerjaan dan memperbaiki 
cacat yang ditemukan. 

1.350 hari kalender sejak 
tanggal 9 Oktober 2015 

12.  Contract Agreement No. 
0520.PJ/DAN.02.01/DIR/2015 
tanggal 9 Oktober 2015 

1. Daelim Industrial 
Co. Ltd. – Astaldi 
S.p.A - PT Wijaya 
Karya (Persero) 
Tbk. Joint 
Venture (“Pihak 
Pertama”)  

2. PT PLN (Persero) 
(“Pihak Kedua”) 

Pihak Kedua menugaskan Pihak Pertama 
untuk melaksanakan pekerjaan Package 1 
Lot 1B – Waterways, Powerhouse, 
Switchyard and Building Works for Upper 
Cisokan Pumped Storage Power Plant 
Project. 
 
Nilai Kontrak  
Rp1.347.779.422.704,29 
USD37.871.007,72 
EUR8.406.724,97 
(harga di atas termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
Melaksanakan Pekerjaan dan memperbaiki 
cacat yang ditemukan. 

1.500 hari kalender sejak 
tanggal 9 Oktober 2015 

13.  Surat Perjanjian Paket 
Pekerjaan Pembangunan 
Bendungan Kuningan 
Kabupaten Kuningan No. 
HK.02.03/At-2/10/01-01/2013 
tanggal 29 November 2015 

1. PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. – 
PT Brantas 
Abipraya 
(Persero) KSO 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. SNVT 
Pelaksanaan 
Jaringan Sumber 
Air Cimanuk 
Cisanggarung, 
Balai Besar 
Wilayah Wilayah 

Pihak Kedua telah menunjuk Pihak Pertama 
untuk melaksanakan Paket Pekerjaan 
Pembangunan Bendungan Kuningan 
Kabupaten Kuningan. 
 
Nilai Kontrak 
Rp464.910.151.000,- (termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Menerima pembayaran untuk 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 
harga yang telah ditentukan dalam 
Perjanjian; 
 

1.320 hari kalender sejak 
tanggal 29 November 2015 
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No. Perjanjian Para Pihak Deskripsi Singkat Jangka Waktu 
Sungai 
Cimanung-
Cisanggarung cq. 
Direktorat 
Jenderal Sumber 
Daya Air, 
Kementerian 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 
Rakyat (“Pihak 
Kedua”) 

2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam 
bentuk sarana dan prasarana dari 
Pihak Kedua untuk kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan sesuai 
ketentuan Perjanjian; 

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan 
secara periodik kepada Pihak Kedua; 

4. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan pekerjaan yang telah 
ditetapkan dalam Perjanjian; 

5. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan secara cermat, akurat dan 
penuh tanggung jawab dengan 
menyediakan tenaga kerja, bahan-
bahan, peralatan, angkutan ke atau 
dari lapangan dan segala pekerjaan 
permanen maupun sementara yang 
diperlukan untuk pelaksanaan, 
penyelesaian dan perbaikan pekerjaan 
yang dirinci dalam Perjanjian; 

6. Memberikan keterangan-keterangan 
yang diperlukan untuk pemeriksaan 
pelaksanaan yang dilakukan Pihak 
Kedua; 

7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai 
dengan jadwal penyerahan pekerjaan 
yang telah ditetapkan dalam 
Perjanjian; 

8. Mengambil langkah-langkah yang 
cukup memadai untuk melindungi 
lingkungan tempat kerja dan 
membatas perusakan dan gangguan 
kepada masyarakat maupun milikinya 
akibat kegiatan Pihak Pertama. 

14.  Contract Agreement Package of 
Works: Toll Road Development 
of Cileunyi-Sumedang-Dawuan 
Project Phase II No. 
KU.03.01/PJBHCP-II/16 tanggal 
15 September 2015 

1. Metallurgical 
Corporation of 
China Ltd. – PT 
Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. – 
PT Nindya Karya 
(Persero) – PT 
Waskita Karya 
(Persero) Tbk. 
Joint Operation 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. Satuan Kerja 
Pelaksanaan Jala 
Bebas Hambatan 
Cisumdawu, Balai 
Besar 
Pelaksanaan 
Jalan Nasional IV 
cq. Direktorat 
Jenderal Bina 
Marga, 
Kementerian 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 
Rakyat (“Pihak 
Kedua”) 

Pihak Kedua telah menetapkan Pihak 
Pertama sebagai pemenang tender untuk 
melaksanakan Pekerjaan Pembangunan 
Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan Tahap 
II dibawah Road and Bridge Infrastructure 
Development Project (RBIDP) – China Exim 
Bank. 
 
Nilai Kontrak  
Rp3.485.999.660.965,- (termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Melaksanakan, menyelesaikan dan 

memperbaiki Pekerjaan secara cermat 
dan penuh kehati-hatian dengan 
menyediakan seluruh tenaga kerja 
termasuk pengawasnya, peralatan 
dan perlengkapan konstruksi, 
transportasi ke dan dari lokasi dan 
dalam atau sekitar Pekerjaan dan hal 
lainnya baik permanen maupun 
sementara yang diperlukan untuk 
pelaksanaan, penyelesaian dan 
perbaikan; 

2. Pekerjaan harus dilaksanakan, 
diselesaikan dan diperbaiki sesuai 
dengan Perjanjian hingga disetujui 
oleh enjinir setelah berkonsultasi 
dengan Pihak Kedua. 

1095 hari kalender sejak 
tanggal 15 September 2015 

15.  Surat Perjanjian Kontrak Harga 
Satuan Civil Works for 
Construction of Karian 
Multipurpose Dam Project 
(INA-19) No. HK.02.03/SNVT-
PBK/BEND/07 tanggal 17 Juni 
2015 

1. Daelim Industrial 
Co. Ltd. – PT 
Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. – 
PT Waskita Karya 
(Persero) Tbk. 
KSO (“Pihak 
Pertama”)  

2. SNVT 
Pembangunan 

Pihak Kedua telah menetapkan Pihak 
Pertama sebagai pemenang tender untuk 
melaksanakan Paket Civil Works for 
Construction of Karian Multipurpose Dam 
Project dibawah EDCF Loan INA-19. 
 
Nilai Kontrak 
USD23.932.035,79  
Rp502.739.367.000,- 
Rp255.117.957.600,- 

1.459 hari kalender sejak 
tanggal 17 Juni 2015 
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No. Perjanjian Para Pihak Deskripsi Singkat Jangka Waktu 
Sungai 
Cimanung-
Cisanggarung cq. 
Direktorat 
Jenderal Sumber 
Daya Air, 
Kementerian 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 
Rakyat (“Pihak 
Kedua”) 

2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam 
bentuk sarana dan prasarana dari 
Pihak Kedua untuk kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan sesuai 
ketentuan Perjanjian; 

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan 
secara periodik kepada Pihak Kedua; 

4. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan pekerjaan yang telah 
ditetapkan dalam Perjanjian; 

5. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan secara cermat, akurat dan 
penuh tanggung jawab dengan 
menyediakan tenaga kerja, bahan-
bahan, peralatan, angkutan ke atau 
dari lapangan dan segala pekerjaan 
permanen maupun sementara yang 
diperlukan untuk pelaksanaan, 
penyelesaian dan perbaikan pekerjaan 
yang dirinci dalam Perjanjian; 

6. Memberikan keterangan-keterangan 
yang diperlukan untuk pemeriksaan 
pelaksanaan yang dilakukan Pihak 
Kedua; 

7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai 
dengan jadwal penyerahan pekerjaan 
yang telah ditetapkan dalam 
Perjanjian; 

8. Mengambil langkah-langkah yang 
cukup memadai untuk melindungi 
lingkungan tempat kerja dan 
membatas perusakan dan gangguan 
kepada masyarakat maupun milikinya 
akibat kegiatan Pihak Pertama. 

14.  Contract Agreement Package of 
Works: Toll Road Development 
of Cileunyi-Sumedang-Dawuan 
Project Phase II No. 
KU.03.01/PJBHCP-II/16 tanggal 
15 September 2015 

1. Metallurgical 
Corporation of 
China Ltd. – PT 
Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. – 
PT Nindya Karya 
(Persero) – PT 
Waskita Karya 
(Persero) Tbk. 
Joint Operation 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. Satuan Kerja 
Pelaksanaan Jala 
Bebas Hambatan 
Cisumdawu, Balai 
Besar 
Pelaksanaan 
Jalan Nasional IV 
cq. Direktorat 
Jenderal Bina 
Marga, 
Kementerian 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 
Rakyat (“Pihak 
Kedua”) 

Pihak Kedua telah menetapkan Pihak 
Pertama sebagai pemenang tender untuk 
melaksanakan Pekerjaan Pembangunan 
Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan Tahap 
II dibawah Road and Bridge Infrastructure 
Development Project (RBIDP) – China Exim 
Bank. 
 
Nilai Kontrak  
Rp3.485.999.660.965,- (termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Melaksanakan, menyelesaikan dan 

memperbaiki Pekerjaan secara cermat 
dan penuh kehati-hatian dengan 
menyediakan seluruh tenaga kerja 
termasuk pengawasnya, peralatan 
dan perlengkapan konstruksi, 
transportasi ke dan dari lokasi dan 
dalam atau sekitar Pekerjaan dan hal 
lainnya baik permanen maupun 
sementara yang diperlukan untuk 
pelaksanaan, penyelesaian dan 
perbaikan; 

2. Pekerjaan harus dilaksanakan, 
diselesaikan dan diperbaiki sesuai 
dengan Perjanjian hingga disetujui 
oleh enjinir setelah berkonsultasi 
dengan Pihak Kedua. 

1095 hari kalender sejak 
tanggal 15 September 2015 

15.  Surat Perjanjian Kontrak Harga 
Satuan Civil Works for 
Construction of Karian 
Multipurpose Dam Project 
(INA-19) No. HK.02.03/SNVT-
PBK/BEND/07 tanggal 17 Juni 
2015 

1. Daelim Industrial 
Co. Ltd. – PT 
Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. – 
PT Waskita Karya 
(Persero) Tbk. 
KSO (“Pihak 
Pertama”)  

2. SNVT 
Pembangunan 

Pihak Kedua telah menetapkan Pihak 
Pertama sebagai pemenang tender untuk 
melaksanakan Paket Civil Works for 
Construction of Karian Multipurpose Dam 
Project dibawah EDCF Loan INA-19. 
 
Nilai Kontrak 
USD23.932.035,79  
Rp502.739.367.000,- 
Rp255.117.957.600,- 

1.459 hari kalender sejak 
tanggal 17 Juni 2015 

No. Perjanjian Para Pihak Deskripsi Singkat Jangka Waktu 
Bendungan 
Karian, Balai 
Besar Wilayah 
Sungai Cidanau-
Ciujung-Cidurian 
cq. Direktorat 
Jenderal Sumber 
Daya Air, 
Kementerian 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 
Rakyat (“Pihak 
Kedua”) 

(termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Melaksanakan, menyelesaikan 

Pekerjaan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan pekerjaan yang telah 
ditetapkan dalam Perjanjian; 

2. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan secara cermat, akurat dan 
penuh tanggung jawab dengan 
menyediakan tenaga kerja, bahan-
bahan, peralatan, angkutan ke atau 
dari lapangan, dan segala pekerjaan 
permanen maupun sementara yang 
diperlukan untuk pelaksanaan, 
penyelesaian dan perbaikan 
Pekerjaan; 

3. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai 
dengan jadwal penyerahan Pekerjaan; 

4. Mengambil langkah-langkah yang 
cukup memadai seperti menerapkan 
Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja untuk melindungi 
lingkungan tempat kerja, serta 
membatasi perusakan dan gangguan 
kepada masyarakat maupun miliknya 
akibat kegiatan Pihak Pertama. 

16.  Surat Perjanjian Paket 
Pekerjaan Konstruksi: 
Rehabilitasi Saluran Induk dan 
Sekunder Klambu Kiri No. 
KU.03.01/Ao.6.17/Ao.5.3/08/M
YC/2015 tanggal 23 Oktober 
2015 

1. PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. – 
PT Marfrijaya 
KSO (“Pihak 
Pertama”)  

2. SNVT 
Pelaksanaan 
Jaringan 
Pemanfaatan air 
Pemali Juana, 
Balai Besar 
Wilayah Sungai 
Pemali Juana cq. 
Direktorat 
Jenderal Sumber 
Daya Air, 
Kementerian 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 
Rakyat (“Pihak 
Kedua”) 

Pihak Kedua telah menetapkan Pihak 
Pertama sebagai pemenang tender untuk 
melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi 
Saluran Induk dan Sekunder Klambu Kiri. 
 
Nilai Kontrak  
Rp339.540.707.000,- 
(termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Menerima pembayaran untuk 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 
harga yang telah ditentukan dalam 
Perjanjian; 

2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam 
bentuk sarana dan prasarana dari 
Pihak Kedua untuk kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan sesuai 
ketentuan Perjanjian; 

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan 
secara periodik kepada Pihak Kedua; 

4. Melaporkan pelaksanaan penggunaan 
produksi dalam negeri/TKDN secara 
periodik kepada Pihak Kedua; 

5. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan pekerjaan yang telah 
ditetapkan dalam Perjanjian; 

6. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan secara cermat, akurat dan 
penuh tanggung jawab dengan 
menyediakan tenaga kerja, bahan-
bahan, peralatan, angkutan ke atau 
dari lapangan dan segala pekerjaan 
permanen maupun sementara yang 
diperlukan untuk pelaksanaan, 
penyelesaian dan perbaikan pekerjaan 
yang dirinci dalam Perjanjian; 

7. Memberikan keterangan-keterangan 
yang diperlukan untuk pemeriksaan 
pelaksanaan yang dilakukan Pihak 
Kedua; 

8. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai 
dengan jadwal penyerahan pekerjaan 
yang telah ditetapkan dalam 
Perjanjian; 
 

1.170 hari kalender sejak 
tanggal 23 Oktober 2015 
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9. Mengambil langkah-langkah yang 

cukup memadai untuk melindungi 
lingkungan tempat kerja dan 
membatas perusakan dan gangguan 
kepada masyarakat maupun milikinya 
akibat kegiatan Pihak Pertama. 

17.  Perjanjian Pemborongan No. 
HK.0502/352/P.III-2015 tanggal 
13 Agustus 2015 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. PT Pelabuhan 
Indonesia III 
(Persero) (“Pihak 
Kedua”) 

Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama untuk 
melaksanakan Pekerjaan Pembangunan 
Container Yard (CY) Tahap 2 di Terminal 
Teluk Lamong. 
 
Nilai Kontrak  
Rp358.027.658.000,- 
(termasuk PPN 10%). 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Melaksanakan dan menyelesaikan 

Pekerjaan sesuai dengan perjanjian; 
2. Menyusun dan menyerahkan as built 

drawing pada saat serah terima 
pekerjaan; 

3. Melakukan Pekerjaan sesuai gambar, 
rencana dan spesifikasi teknis untuk 
mendapat persetujuan, serta 
melaporkan apabila terdapat 
perbedaan antara gambar dengan isi 
spesifikasi teknis untuk mendapat 
keputusan dari Pihak Kedua; 

4. Melaporkan kepada Pihak Kedua jika 
timbul permasalahan atau terjadi 
sesuatu keadaan yang mungkin dapat 
mengakibatkan keterlambatan dalam 
penyelesaian Pekerjaan; 

5. Menerima lapangan untuk 
pelaksanaan Pekerjaan; 

6. Menerima pembayaran atas hasil 
Pekerjaan yang dimaksud dalam 
Perjanjian; 

7. Menerima rekomendasi dari Pihak 
Kedua untuk mendapatkan izin yang 
diperlukan untuk pelaksanaan 
Pekerjaan; dan 

8. Mendapatkan bantuan dari Pihak 
Kedua dalam hal koordinasi kegiatan 
dari unit kerja/instansi terkait untuk 
memperlancar pelaksanaan 
Pekerjaan. 

18 bulan sejak tanggal 13 
Agustus 2015 

18.  Surat Perjanjian Paket 
Pekerjaan Konstruksi: 
Pembangunan Bendungan Tugu 
di Kabupaten Trenggalek No. 
IK.02.04/016/SP-I/XII/2013 
tanggal 18 Desember 2013 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. SNVT 
Pelaksanaan 
Jaringan Sumber 
Air Brantas cq. 
Direktorat 
Jenderal Sumber 
Daya Air, 
Kementerian 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 
Rakyat (“Pihak 
Kedua”) 

 

Pihak Kedua telah menetapkan Pihak 
Pertama sebagai pemenang tender untuk 
melaksanakan Paket Pekerjaan 
Pembangunan Bendungan Tugu di 
Kabupaten Trenggalek. 
 
Nilai Kontrak 
Rp619.999.777.000,- 
(termasuk PPN 10%). 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Menerima pembayaran untuk 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 
harga yang telah ditentukan dalam 
Perjanjian; 

2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam 
bentuk sarana dan prasarana dari 
Pihak Kedua untuk kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan sesuai 
ketentuan Perjanjian; 

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan 
secara periodik kepada Pihak Kedua; 

4. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan pekerjaan yang telah 
ditetapkan dalam Perjanjian; 
 

1.488 hari kalender sejak 
tanggal 18 Desember 2013 
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9. Mengambil langkah-langkah yang 

cukup memadai untuk melindungi 
lingkungan tempat kerja dan 
membatas perusakan dan gangguan 
kepada masyarakat maupun milikinya 
akibat kegiatan Pihak Pertama. 

17.  Perjanjian Pemborongan No. 
HK.0502/352/P.III-2015 tanggal 
13 Agustus 2015 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. PT Pelabuhan 
Indonesia III 
(Persero) (“Pihak 
Kedua”) 

Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama untuk 
melaksanakan Pekerjaan Pembangunan 
Container Yard (CY) Tahap 2 di Terminal 
Teluk Lamong. 
 
Nilai Kontrak  
Rp358.027.658.000,- 
(termasuk PPN 10%). 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Melaksanakan dan menyelesaikan 

Pekerjaan sesuai dengan perjanjian; 
2. Menyusun dan menyerahkan as built 

drawing pada saat serah terima 
pekerjaan; 

3. Melakukan Pekerjaan sesuai gambar, 
rencana dan spesifikasi teknis untuk 
mendapat persetujuan, serta 
melaporkan apabila terdapat 
perbedaan antara gambar dengan isi 
spesifikasi teknis untuk mendapat 
keputusan dari Pihak Kedua; 

4. Melaporkan kepada Pihak Kedua jika 
timbul permasalahan atau terjadi 
sesuatu keadaan yang mungkin dapat 
mengakibatkan keterlambatan dalam 
penyelesaian Pekerjaan; 

5. Menerima lapangan untuk 
pelaksanaan Pekerjaan; 

6. Menerima pembayaran atas hasil 
Pekerjaan yang dimaksud dalam 
Perjanjian; 

7. Menerima rekomendasi dari Pihak 
Kedua untuk mendapatkan izin yang 
diperlukan untuk pelaksanaan 
Pekerjaan; dan 

8. Mendapatkan bantuan dari Pihak 
Kedua dalam hal koordinasi kegiatan 
dari unit kerja/instansi terkait untuk 
memperlancar pelaksanaan 
Pekerjaan. 

18 bulan sejak tanggal 13 
Agustus 2015 

18.  Surat Perjanjian Paket 
Pekerjaan Konstruksi: 
Pembangunan Bendungan Tugu 
di Kabupaten Trenggalek No. 
IK.02.04/016/SP-I/XII/2013 
tanggal 18 Desember 2013 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. SNVT 
Pelaksanaan 
Jaringan Sumber 
Air Brantas cq. 
Direktorat 
Jenderal Sumber 
Daya Air, 
Kementerian 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 
Rakyat (“Pihak 
Kedua”) 

 

Pihak Kedua telah menetapkan Pihak 
Pertama sebagai pemenang tender untuk 
melaksanakan Paket Pekerjaan 
Pembangunan Bendungan Tugu di 
Kabupaten Trenggalek. 
 
Nilai Kontrak 
Rp619.999.777.000,- 
(termasuk PPN 10%). 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Menerima pembayaran untuk 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 
harga yang telah ditentukan dalam 
Perjanjian; 

2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam 
bentuk sarana dan prasarana dari 
Pihak Kedua untuk kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan sesuai 
ketentuan Perjanjian; 

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan 
secara periodik kepada Pihak Kedua; 

4. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan pekerjaan yang telah 
ditetapkan dalam Perjanjian; 
 

1.488 hari kalender sejak 
tanggal 18 Desember 2013 
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5. Melaksanakan dan menyelesaikan 

pekerjaan secara cermat, akurat dan 
penuh tanggung jawab dengan 
menyediakan tenaga kerja, bahan-
bahan, peralatan, angkutan ke atau 
dari lapangan dan segala pekerjaan 
permanen maupun sementara yang 
diperlukan untuk pelaksanaan, 
penyelesaian dan perbaikan pekerjaan 
yang dirinci dalam Perjanjian; 

6. Memberikan keterangan-keterangan 
yang diperlukan untuk pemeriksaan 
pelaksanaan yang dilakukan Pihak 
Kedua; 

7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai 
dengan jadwal penyerahan pekerjaan 
yang telah ditetapkan dalam 
Perjanjian; 

8. Mengambil langkah-langkah yang 
cukup memadai untuk melindungi 
lingkungan tempat kerja dan 
membatas perusakan dan gangguan 
kepada masyarakat maupun milikinya 
akibat kegiatan Pihak Pertama. 

19.  Surat Perjanjian Paket 
Pekerjaan Konstruksi: 
Pembangunan Bendungan 
Keureuto  Kabupaten Aceh 
Utara Paket-2 (Multi Years) No. 
HK.02.03/PK-SDA/SNVT 
PJSA.SI/202/2015 tanggal 6 
Maret 2015 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. SNVT 
Pelaksanaan 
Jaringan Sumber 
Air Sumatera-I 
Kegiatan 
Prasarana 
Konservasi 
Sumber Daya Air 
cq. Direktorat 
Jenderal Sumber 
Daya Air cq. 
Kementerian 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 
Rakyat (“Pihak 
Kedua”) 

 

Pihak Kedua telah menetapkan Pihak 
Pertama sebagai pemenang tender untuk 
melaksanakan Pekerjaan Pembangunan 
Bendungan Keureuto Kabupaten Aceh Utara 
Paket-2 (Multi Years). 
 
Nilai Kontrak  
Rp447.607.826.450,- 
(termasuk PPN 10%). 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Menerima pembayaran untuk 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 
harga yang telah ditentukan dalam 
Perjanjian; 

2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam 
bentuk sarana dan prasarana dari 
Pihak Kedua untuk kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan sesuai 
ketentuan Perjanjian; 

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan 
secara periodik kepada Pihak Kedua; 

4. Melaporkan pelaksanaan penggunaan 
produksi dalam negeri/TKDN secara 
periodic kepada Pihak Kedua; 

5. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan pekerjaan yang telah 
ditetapkan dalam Perjanjian; 

6. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan secara cermat, akurat dan 
penuh tanggung jawab dengan 
menyediakan tenaga kerja, bahan-
bahan, peralatan, angkutan ke atau 
dari lapangan dan segala pekerjaan 
permanen maupun sementara yang 
diperlukan untuk pelaksanaan, 
penyelesaian dan perbaikan pekerjaan 
yang dirinci dalam Perjanjian; 

7. Memberikan keterangan-keterangan 
yang diperlukan untuk pemeriksaan 
pelaksanaan yang dilakukan Pihak 
Kedua; 

8. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai 
dengan jadwal penyerahan pekerjaan 
yang telah ditetapkan dalam 
Perjanjian; 

9. Mengambil langkah-langkah yang 
cukup memadai untuk melindungi 
lingkungan tempat kerja dan 

19 Maret 2015  
s/d  

28 November 2019 
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membatas perusakan dan gangguan 
kepada masyarakat maupun milikinya 
akibat kegiatan Pihak Pertama. 

20.  Surat Perjanjian Kontrak Harga 
Satuan Paket Pekerjaan 
Konstruksi: Pengembangan 
Infrastruktur Pemukiman 
Entikong Kabupaten Sanggau 
(F-B1) No. 
KU.08.08/SPK/SATKER 
PKPK/XII/190/2015 tanggal 21 
Desember 2015 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. Satuan Kerja 
Pengembangan 
Kawasan 
Pemukiman 
Khusus, 
Direktorat 
Pengembangan 
Kawasan 
Pemukiman cq. 
Direktorat 
Jenderal Cipta 
Karya, 
Kementerian 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 
Rakyat (“Pihak 
Kedua”) 

 

Pihak Kedua telah menetapkan Pihak 
Pertama sebagai pemenang tender untuk 
melaksanakan Pekerjaan Pengembangan 
Infrrastruktur Permukiman Entikong 
Kabupaten Sanggau. 
 
Nilai Kontrak  
Rp240.295.293.000,- 
(termasuk PPN 10%). 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Menerima pembayaran untuk 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 
harga yang telah ditentukan dalam 
Perjanjian; 

2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam 
bentuk sarana dan prasarana dari 
Pihak Kedua untuk kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan sesuai 
ketentuan Perjanjian; 

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan 
secara periodik kepada Pihak Kedua; 

4. Melaporkan pelaksanaan penggunaan 
produksi dalam negeri/TKDN secara 
periodik kepada Pihak Kedua; 

5. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan pekerjaan yang telah 
ditetapkan dalam Perjanjian; 

6. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan secara cermat, akurat dan 
penuh tanggung jawab dengan 
menyediakan tenaga kerja, bahan-
bahan, peralatan, angkutan ke atau 
dari lapangan dan segala pekerjaan 
permanen maupun sementara yang 
diperlukan untuk pelaksanaan, 
penyelesaian dan perbaikan pekerjaan 
yang dirinci dalam Perjanjian; 

7. Memberikan keterangan-keterangan 
yang diperlukan untuk pemeriksaan 
pelaksanaan yang dilakukan Pihak 
Kedua; 

8. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai 
dengan jadwal penyerahan pekerjaan 
yang telah ditetapkan dalam 
Perjanjian; 

9. Mengambil langkah-langkah yang 
cukup memadai untuk melindungi 
lingkungan tempat kerja dan 
membatas perusakan dan gangguan 
kepada masyarakat maupun milikinya 
akibat kegiatan Pihak Pertama. 

26 Desember 2015 
 s/d  

15 September 2017 

21.  Kontrak Lump Sum Paket 
Pekerjaan Konstruksi 
Terintegrasi: Paket VI – 
Pembangunan Rumah Susun 
Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) 
Kemayoran dengan Pengadaan 
Terintegrasi Blok D10-3 
(DNB16-06) No. KU.08.08/PK-
RSBTII/SATKER-PRSS/DNB16-
06/266 tanggal 17 Maret 2016 

1. PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. – 
PT Cakra 
Manggilingan 
Jaya KSO (“Pihak 
Pertama”)  

2. Satuan Kerja 
Penyediaan 
Rumah Susun 
Strategis cq. 
Direktorat 
Jenderal 
Penyediaan 
Perumahan, 
Kementerian 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 
Rakyat (“Pihak 

Pihak Kedua telah menetapkan Pihak 
Pertama sebagai pemenang tender untuk 
melaksanakan Pekerjaan Paket VI – 
Pembangunan Rumah Susun Bertingkat 
Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran dengan 
Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3 (DNB16-
06). 
 
Nilai Kontrak 
Rp1.076.620.000.000,- 
(termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Mengajukan gambar/dokumen lain 

untuk memperoleh NOL sebelum 
dilaksanakan sesuai spesifikasi; 

2. Menerima pembayaran untuk 
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 

510 hari kalender sejak 
tanggal 17 Maret 2016 
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membatas perusakan dan gangguan 
kepada masyarakat maupun milikinya 
akibat kegiatan Pihak Pertama. 

20.  Surat Perjanjian Kontrak Harga 
Satuan Paket Pekerjaan 
Konstruksi: Pengembangan 
Infrastruktur Pemukiman 
Entikong Kabupaten Sanggau 
(F-B1) No. 
KU.08.08/SPK/SATKER 
PKPK/XII/190/2015 tanggal 21 
Desember 2015 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. Satuan Kerja 
Pengembangan 
Kawasan 
Pemukiman 
Khusus, 
Direktorat 
Pengembangan 
Kawasan 
Pemukiman cq. 
Direktorat 
Jenderal Cipta 
Karya, 
Kementerian 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 
Rakyat (“Pihak 
Kedua”) 

 

Pihak Kedua telah menetapkan Pihak 
Pertama sebagai pemenang tender untuk 
melaksanakan Pekerjaan Pengembangan 
Infrrastruktur Permukiman Entikong 
Kabupaten Sanggau. 
 
Nilai Kontrak  
Rp240.295.293.000,- 
(termasuk PPN 10%). 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Menerima pembayaran untuk 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 
harga yang telah ditentukan dalam 
Perjanjian; 

2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam 
bentuk sarana dan prasarana dari 
Pihak Kedua untuk kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan sesuai 
ketentuan Perjanjian; 

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan 
secara periodik kepada Pihak Kedua; 

4. Melaporkan pelaksanaan penggunaan 
produksi dalam negeri/TKDN secara 
periodik kepada Pihak Kedua; 

5. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan pekerjaan yang telah 
ditetapkan dalam Perjanjian; 

6. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan secara cermat, akurat dan 
penuh tanggung jawab dengan 
menyediakan tenaga kerja, bahan-
bahan, peralatan, angkutan ke atau 
dari lapangan dan segala pekerjaan 
permanen maupun sementara yang 
diperlukan untuk pelaksanaan, 
penyelesaian dan perbaikan pekerjaan 
yang dirinci dalam Perjanjian; 

7. Memberikan keterangan-keterangan 
yang diperlukan untuk pemeriksaan 
pelaksanaan yang dilakukan Pihak 
Kedua; 

8. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai 
dengan jadwal penyerahan pekerjaan 
yang telah ditetapkan dalam 
Perjanjian; 

9. Mengambil langkah-langkah yang 
cukup memadai untuk melindungi 
lingkungan tempat kerja dan 
membatas perusakan dan gangguan 
kepada masyarakat maupun milikinya 
akibat kegiatan Pihak Pertama. 

26 Desember 2015 
 s/d  

15 September 2017 

21.  Kontrak Lump Sum Paket 
Pekerjaan Konstruksi 
Terintegrasi: Paket VI – 
Pembangunan Rumah Susun 
Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) 
Kemayoran dengan Pengadaan 
Terintegrasi Blok D10-3 
(DNB16-06) No. KU.08.08/PK-
RSBTII/SATKER-PRSS/DNB16-
06/266 tanggal 17 Maret 2016 

1. PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. – 
PT Cakra 
Manggilingan 
Jaya KSO (“Pihak 
Pertama”)  

2. Satuan Kerja 
Penyediaan 
Rumah Susun 
Strategis cq. 
Direktorat 
Jenderal 
Penyediaan 
Perumahan, 
Kementerian 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 
Rakyat (“Pihak 

Pihak Kedua telah menetapkan Pihak 
Pertama sebagai pemenang tender untuk 
melaksanakan Pekerjaan Paket VI – 
Pembangunan Rumah Susun Bertingkat 
Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran dengan 
Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3 (DNB16-
06). 
 
Nilai Kontrak 
Rp1.076.620.000.000,- 
(termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Mengajukan gambar/dokumen lain 

untuk memperoleh NOL sebelum 
dilaksanakan sesuai spesifikasi; 

2. Menerima pembayaran untuk 
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 

510 hari kalender sejak 
tanggal 17 Maret 2016 
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Kedua”) 

 
harga yang telah ditentukan dalam 
Perjanjian; 

3. Meminta fasilitas-fasilitas dalam 
bentuk sarana dan prasarana dari 
Pihak Kedua untuk kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan sesuai 
ketentuan Perjanjian; 

4. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan 
secara periodic kepada Pihak Kedua; 

5. Melaporkan pelaksanaan penggunaan 
produksi dalam negeri/TKDN secara 
periodik kepada Pihak Kedua; 

6. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan pekerjaan yang telah 
ditetapkan dalam Perjanjian; 

7. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan secara cermat, akurat dan 
penuh tanggung jawab dengan 
menyediakan tenaga kerja, bahan-
bahan, peralatan, angkutan ke atau 
dari lapangan, dan segala pekerjaan 
permanen maupun sementara yang 
diperlukan untuk pelaksanaan, 
penyelesaian dan perbaikan pekerjaan 
yang dirinci dalam Perjanjian; 

8. Memberikan keterangan-keterangan 
yang diperlukan untuk pemeriksaan 
pelaksanaan yang dilakukan Pihak 
Kedua; 

9. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai 
dengan jadwal penyerahan pekerjaan 
yang telah ditetapkan dalam 
Perjanjian; 

10. Mengambil langkah-langkah yang 
cukup memadai seperti menerapkan 
Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja untuk melindungi 
lingkungan tempat kerja, serta 
membatasi perusakan dan gangguan 
kepada masyarakat maupun milikinya 
akibat kegiatan Pihak Pertama. 

22.  Surat Perjanjian untuk 
melaksanakan Paket Pekerjaan 
Jasa Konstruksi: Pekerjaan 
Pembangunan Gedung Baru 
Stasiun dan Pemasangan 
Peralatan Pendukung 
Pelayanan di Stasiun Medan 
(PAKET JLKA-25) No. 1253/BTP-
SBU/XII/2015 tanggal 23 
Desember 2015 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. Balai Teknik 
Perkeretaapian 
Wilayah 
Sumatera Bagian 
Utara, Direktorat 
Jenderal 
Perkeretaapian 
Kementerian 
Perhubungan 
(“Pihak Kedua”) 

 

Pihak Kedua telah menetapkan Pihak 
Pertama sebagai pemenang tender untuk 
melaksanakan Pekerjaan Pembangunan 
Gedung Baru Stasiun dan Pemasangan 
Peralatan Pendukung Pelayanan di Stasiun 
Medan (PAKET JLKA-25). 
 
Nilai Kontrak  
Rp288.983.500.000,- 
(termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Menerima pembayaran untuk 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 
harga yang telah ditentukan dalam 
Perjanjian; 

2. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan 
secara periodik kepada Pihak Kedua; 

3. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan pekerjaan yang telah 
ditetapkan dalam Perjanjian; 

4. Melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan secara cermat, akurat dan 
penuh tanggung jawab dengan 
menyediakan tenaga kerja, bahan-
bahan, peralatan, angkutan ke atau 
dari lapangan dan segala pekerjaan 
permanen maupun sementara yang 
diperlukan untuk pelaksanaan, 
penyelesaian dan perbaikan pekerjaan 
yang dirinci dalam Perjanjian; 

23 Desember 2015 
s/d 

 9 Juni 2018 
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5. Memberikan keterangan-keterangan 

yang diperlukan untuk pemeriksaan 
pelaksanaan yang dilakukan Pihak 
Kedua; 

6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai 
dengan jadwal penyerahan pekerjaan 
yang telah ditetapkan dalam 
Perjanjian; 

7. Mengambil langkah-langkah yang 
cukup memadai untuk melindungi 
lingkungan tempat kerja dan 
membatas perusakan dan gangguan 
kepada masyarakat maupun milikinya 
akibat kegiatan Pihak Pertama. 

23.  Perjanjian Subkontrak No. 
TP.01.03/U.DEP.IP.BCPO/1179/
V/2016 tanggal 9 Mei 2016 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”) 

2. PT Wijaya 
Rekayasa 
Konstruksi 
(WRK) (“Pihak 
Kedua”) 

 

Pihak Pertama bermaksud untuk 
mensubkontrakan kepada Pihak Kedua 
sebagian dari pekerjaan pada proyek 
pembangunan pilot project PLTD berbahan 
bakar Crude Palm Oil (CPO) di Bangka 
Blitung yang dimiliki oleh Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral Republik 
Indonesia, Direktorat Jenderal Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi Energi (“Pemilik 
Pekerjaan”). 
 
Nilai Pekerjaan adalah sebesar 
Rp26.785.772.319,- (belum termasuk PPN 
10%). 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Menyediakan bagi Pihak Kedua lahan 

kerja yang diperlukan sebagaimana 
yang diberikan oleh Pemilik Pekerjaan 
kepada Pihak Pertama 

2. Membayar nilai subkontrak kepada 
Pihak Kedua pada waktu dan cara 
pembayaran yang ditentukan. 

9 Mei 2016  
s/d  

17 Desember 2016 

24.  Perjanjian Subkontrak No. 
TP.01.03/U.DEP.IP.PLTM/1231/
V/2016 tanggal 12 Mei 2016 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”) 

2. WRK (“Pihak 
Kedua”) 
 

Pihak Pertama bermaksud untuk 
mensubkontrakan kepada Pihak Kedua 
sebagian dari pekerjaan pada pembangunan 
pembangkit listrik tenaga mini hidro Llaga di 
Papua yang dimiliki oleh Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral Republik 
Indonesia, Direktorat Jenderal Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi Energi (“Pemilik 
Pekerjaan”). 
 
Nilai Pekerjaan adalah sebesar 
Rp54.772.889.298,- (belum termasuk PPN 
10%). 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Menyediakan bagi Pihak Kedua lahan 

kerja yang diperlukan sebagaimana 
yang diberikan oleh Pemilik Pekerjaan 
kepada Pihak Pertama 

2. Membayar nilai subkontrak kepada 
Pihak Kedua pada waktu dan cara 
pembayaran yang ditentukan. 

12 Mei 2016  
s/d  

14 Oktober 2018 

25.  Perjanjian Subkontrak No. 
TP.01.03/U.DEP.IP.PLTM/1235/
V/2016 tanggal 12 Mei 2016 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”) 

2. WRK (“Pihak 
Kedua”) 
 

Pihak Pertama bermaksud untuk 
mensubkontrakan kepada Pihak Kedua 
sebagian dari pekerjaan pada pembangunan 
pembangkit listrik tenaga mini hidro Oksibil 
di Papua yang dimiliki oleh Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral Republik 
Indonesia, Direktorat Jenderal Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi Energi (“Pemilik 
Pekerjaan”). 
 
Nilai Pekerjaan adalah sebesar 
Rp52.425.918.512,- (belum termasuk PPN 
10%). 
 
 

12 Mei 2016  
s/d  

14 Oktober 2018 
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5. Memberikan keterangan-keterangan 

yang diperlukan untuk pemeriksaan 
pelaksanaan yang dilakukan Pihak 
Kedua; 

6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai 
dengan jadwal penyerahan pekerjaan 
yang telah ditetapkan dalam 
Perjanjian; 

7. Mengambil langkah-langkah yang 
cukup memadai untuk melindungi 
lingkungan tempat kerja dan 
membatas perusakan dan gangguan 
kepada masyarakat maupun milikinya 
akibat kegiatan Pihak Pertama. 

23.  Perjanjian Subkontrak No. 
TP.01.03/U.DEP.IP.BCPO/1179/
V/2016 tanggal 9 Mei 2016 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”) 

2. PT Wijaya 
Rekayasa 
Konstruksi 
(WRK) (“Pihak 
Kedua”) 

 

Pihak Pertama bermaksud untuk 
mensubkontrakan kepada Pihak Kedua 
sebagian dari pekerjaan pada proyek 
pembangunan pilot project PLTD berbahan 
bakar Crude Palm Oil (CPO) di Bangka 
Blitung yang dimiliki oleh Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral Republik 
Indonesia, Direktorat Jenderal Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi Energi (“Pemilik 
Pekerjaan”). 
 
Nilai Pekerjaan adalah sebesar 
Rp26.785.772.319,- (belum termasuk PPN 
10%). 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Menyediakan bagi Pihak Kedua lahan 

kerja yang diperlukan sebagaimana 
yang diberikan oleh Pemilik Pekerjaan 
kepada Pihak Pertama 

2. Membayar nilai subkontrak kepada 
Pihak Kedua pada waktu dan cara 
pembayaran yang ditentukan. 

9 Mei 2016  
s/d  

17 Desember 2016 

24.  Perjanjian Subkontrak No. 
TP.01.03/U.DEP.IP.PLTM/1231/
V/2016 tanggal 12 Mei 2016 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”) 

2. WRK (“Pihak 
Kedua”) 
 

Pihak Pertama bermaksud untuk 
mensubkontrakan kepada Pihak Kedua 
sebagian dari pekerjaan pada pembangunan 
pembangkit listrik tenaga mini hidro Llaga di 
Papua yang dimiliki oleh Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral Republik 
Indonesia, Direktorat Jenderal Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi Energi (“Pemilik 
Pekerjaan”). 
 
Nilai Pekerjaan adalah sebesar 
Rp54.772.889.298,- (belum termasuk PPN 
10%). 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Menyediakan bagi Pihak Kedua lahan 

kerja yang diperlukan sebagaimana 
yang diberikan oleh Pemilik Pekerjaan 
kepada Pihak Pertama 

2. Membayar nilai subkontrak kepada 
Pihak Kedua pada waktu dan cara 
pembayaran yang ditentukan. 

12 Mei 2016  
s/d  

14 Oktober 2018 

25.  Perjanjian Subkontrak No. 
TP.01.03/U.DEP.IP.PLTM/1235/
V/2016 tanggal 12 Mei 2016 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”) 

2. WRK (“Pihak 
Kedua”) 
 

Pihak Pertama bermaksud untuk 
mensubkontrakan kepada Pihak Kedua 
sebagian dari pekerjaan pada pembangunan 
pembangkit listrik tenaga mini hidro Oksibil 
di Papua yang dimiliki oleh Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral Republik 
Indonesia, Direktorat Jenderal Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi Energi (“Pemilik 
Pekerjaan”). 
 
Nilai Pekerjaan adalah sebesar 
Rp52.425.918.512,- (belum termasuk PPN 
10%). 
 
 

12 Mei 2016  
s/d  

14 Oktober 2018 

No. Perjanjian Para Pihak Deskripsi Singkat Jangka Waktu 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Menyediakan bagi Pihak Kedua lahan 

kerja yang diperlukan sebagaimana 
yang diberikan oleh Pemilik Pekerjaan 
kepada Pihak Pertama 

2. Membayar nilai subkontrak kepada 
Pihak Kedua pada waktu dan cara 
pembayaran yang ditentukan. 

26.  Perjanjian Subkontrak No. 
TP.01.03/U.DEP.IP.PLTM/1227/
V/2016 tanggal 12 Mei 2016 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”) 

2. WRK (“Pihak 
Kedua”) 
 

Pihak Pertama bermaksud untuk 
mensubkontrakan kepada Pihak Kedua 
sebagian dari pekerjaan pada pembangunan 
pembangkit listrik tenaga mini hidro 
Tolikara di Papua yang dimiliki oleh 
Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral Republik Indonesia, Direktorat 
Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan 
Konservasi Energi (“Pemilik Pekerjaan”). 
 
Nilai Pekerjaan adalah sebesar 
Rp16.301.692.489,-(belum termasuk PPN 
10%). 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Menyediakan bagi Pihak Kedua lahan 

kerja yang diperlukan sebagaimana 
yang diberikan oleh Pemilik Pekerjaan 
kepada Pihak Pertama 

2. Membayar nilai subkontrak kepada 
Pihak Kedua pada waktu dan cara 
pembayaran yang ditentukan. 

9 Mei 2016  
s/d  

24 Oktober 2018 

27.  Perjanjian Pelayanan Jasa 
Operasi Pembangkit & 
Maintenance Services untuk 
Operation Maintenance 
Pembangkit Listrik Tenaga 
Diesel MFO dengan Kapasitas 
(DMN) 50 MW yang berlokasi 
di Pesanggaran, Bali No. 
TP.01.03/B.BOT.OM/01/2011 
tanggal 8 Agustus 2011 

1. PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk – 
PT Mirlindo 
Padu Kencana 
JO. (“Pihak 
Pertama”) 

2. PT Wijaya Karya 
Insan Pertiwi 
(sekarang WRK) 
– PT Jasuma 
Austindo JO. 
(“Pihak Kedua”) 

Pihak Pertama memberi tugas kepada Pihak 
Kedua untuk melaksanakan pekerjaan 
Operation Maintenance Pembangkit Listrik 
Tenaga Diesel MFO dengan Kapasitas (DMN) 
50 MW yang berlokasi di Pesanggaran, Bali. 
 
Harga Pekerjaan yang harus dibayar Pihak 
Pertama kepada Pihak Kedua adalah 
sebesar Rp26,37 per kWh. 
 
 

Berlaku sejak tanggal 1 
Agustus 2011 sampai 

berakhirnya kontrak antara 
Pihak Pertama dengan PT 

Indonesia Power 

28.  Perjanjian Kerja Sama 
Pembangunan dan Pengelolaan 
Lahan tanggal 3 Juli 2012 jo. 
Amandemen Perjanjian Kerja 
Sama Pembangunan dan 
Pengelolaan Lahan tanggal 1 
Juli 2015 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”) 

2. WR (“Pihak 
Kedua”) 

 

ara Pihak bermaksud untuk melakukan 
kerjasama untuk membangun dan 
mengembangkan tanah seluas 5.384 m2 
yang terletak di Jl. A. Yani No. 176-178 RT 
007 RW 02, Kelurahan Gayungan, 
Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya 
sebagaimana diuraikan dalam Gambar 
Situasi No. 1697/1988 tanggal 21 Maret 
1988, Sertifikat HGB No. 21/Gayungan 
tanggal 27 Oktober 1988 terdaftar atas 
nama Pihak Pertama, yang akan 
dikembangkan menjadi Retail, Perkantoran, 
Apartemen dan Hotel (Mixed Use Building). 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Menyerahkan Tanah untuk dibangun 

Mixed Use Building; 
2. Menyelesaikan sengketa tanah bila 

ada dan mengosongkan lahan dari 
para penggarap; 

3. Memberi kuasa kepada Pihak Kedua 
untuk melaksanakan pekerjaan guna 
mencapai tujuan kerjasama termasuk 
antara lain untuk mengurus perizinan, 
melaksanakan pembangunan dan 
mengurus proses sertifikat tanah; 

4. Menyerahkan Sertifikat Tanah asli 
kepada Notaris yang telah disepakati 
Para Pihak dan hanya boleh diambil 
atas persertujuan Para Pihak; 
 
 

3 Juli 2012  
s/d  

2 Juli 2017. 
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5. Menyerahkan Sertifikat Tanah dan 

dokumen-dokumen lainnya kepada 
Bank sebagai jaminan kredit 
konstruksi yang diajukan oleh Pihak 
Kedua; 

6. Menyiapkan dan membiayai semua 
dokumen terkait dengan tanah yang 
diperlukan untuk pengurusan 
perizinan Mixed Use Building; dan 

7. Menyelesaikan dan membiayai semua 
permasalahan tanah yang timbul dan 
mengakibatkan proses perizinan dan 
pembangunan terhenti. 

Perjanjian Leasing 
1.  Akta Perjanjian Operating 

Lease No. 03 tanggal 3 Juli 2013 
yang dibuat di hadapan Edward 
Suharjo Wiryomartani, S.H., 
M.Kn., Notaris di Jakarta Barat 

1.  PT Bringin 
Srikandi Finance 
(“Lessor”); 

2. Perseroan 
(“Lessee”) 

 

Jenis 
Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha 
Tanpa Hak Opsi atau Operating Lease. 
Tanpa Hak Opsi berarti Lessee tidak 
memiliki hak opsi untuk membeli Barang 
Modal pada akhir masa leasing dan tidak 
dapat memperpanjang waktu perjanjian 
 
Tujuan 
Penyediaan Barang Modal yang merupakan 
milik Lessor untuk digunakan secara sewa 
oleh Lessee selama periode jangka waktu 
tertentu berdasarkan pembayaran Lessee. 
 
Batas Maksimal Nilai Pembiayaan 
Rp25.000.000.000,- 

36 bulan sampai dengan 60 
bulan 

 

2.  Akta Perjanjian Operating 
Lease No. 77 tanggal 25 
September 2013 yang dibuat di 
hadapan Edward Suharjo 
Wiryomartani, S.H., M.Kn., 
Notaris di Jakarta Barat 

1.  PT Bringin 
Srikandi Finance 
(“Lessor”); 

2. Perseroan 
(“Lessee”) 

 

Jenis 
Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha 
Tanpa Hak Opsi atau Operating Lease. 
Tanpa Hak Opsi berarti Lessee tidak 
memiliki hak opsi untuk membeli Barang 
Modal pada akhir masa leasing dan tidak 
dapat memperpanjang waktu perjanjian 
 
Tujuan 
Penyediaan Barang Modal yang merupakan 
milik Lessor untuk digunakan secara sewa 
oleh Lessee selama periode jangka waktu 
tertentu berdasarkan pembayaran Lessee. 
 
Batas Maksimal Nilai Pembiayaan 
Rp25.000.000.000,- 

36 bulan sampai dengan 60 
bulan 

 

 
Perjanjian dengan pihak afiliasi tersebut di atas dilakukan dengan syarat dan kondisi yang wajar (arms’ length). 

K. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA  
 
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa 
perjanjian penting dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut: 
 

 
No. 
 

 
Nama Perjanjian 
 

 
Pihak 
 

 
Ruang Lingkup 
 

 
Jangka Waktu 
 

Perseroan 
Perjanjian Kredit 

1. Akta Perubahan dan Penegasan 
Kembali Perjanjian Fasilitas 
Perbankan No.64 tanggal 21 
Desember 2011, yang dibuat di 
hadapan Sri Ismiyaiti, S.H., 
Notaris di Kota Jakarta Utara, 
yang telah diubah beberapa 
kali dan terakhir kali dengan 
Perubahan dan Penegasan 
Kembali atas Perjanjian Fasilitas 
Perbankan No.084/PFPA-
DBSI/V/1-2/2016 tanggal 30 
Mei 2016 dan Perpanjangan 

1.  PT Bank DBS 
Indonesia 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Nasabah”) 

 

Bank memberikan fasilitas perbankan 
berupa: 
1. Uncommitted Revolving Credit Facility 

(RCF) dengan jumlah fasilitas tersedia 
hingga maksimum sebesar 
Rp200.000.000.000,- 

2. Uncommitted Omnibus Trade Limit 
(Fasilitas Omnibus) dengan jumlah 
fasilitas tersedia hingga maksimum 
sebesar Rp800.000.000.000,- 

 
 
 

8 Oktober 2015  
s/d  

7 Desember 2016 
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5. Menyerahkan Sertifikat Tanah dan 

dokumen-dokumen lainnya kepada 
Bank sebagai jaminan kredit 
konstruksi yang diajukan oleh Pihak 
Kedua; 

6. Menyiapkan dan membiayai semua 
dokumen terkait dengan tanah yang 
diperlukan untuk pengurusan 
perizinan Mixed Use Building; dan 

7. Menyelesaikan dan membiayai semua 
permasalahan tanah yang timbul dan 
mengakibatkan proses perizinan dan 
pembangunan terhenti. 

Perjanjian Leasing 
1.  Akta Perjanjian Operating 

Lease No. 03 tanggal 3 Juli 2013 
yang dibuat di hadapan Edward 
Suharjo Wiryomartani, S.H., 
M.Kn., Notaris di Jakarta Barat 

1.  PT Bringin 
Srikandi Finance 
(“Lessor”); 

2. Perseroan 
(“Lessee”) 

 

Jenis 
Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha 
Tanpa Hak Opsi atau Operating Lease. 
Tanpa Hak Opsi berarti Lessee tidak 
memiliki hak opsi untuk membeli Barang 
Modal pada akhir masa leasing dan tidak 
dapat memperpanjang waktu perjanjian 
 
Tujuan 
Penyediaan Barang Modal yang merupakan 
milik Lessor untuk digunakan secara sewa 
oleh Lessee selama periode jangka waktu 
tertentu berdasarkan pembayaran Lessee. 
 
Batas Maksimal Nilai Pembiayaan 
Rp25.000.000.000,- 

36 bulan sampai dengan 60 
bulan 

 

2.  Akta Perjanjian Operating 
Lease No. 77 tanggal 25 
September 2013 yang dibuat di 
hadapan Edward Suharjo 
Wiryomartani, S.H., M.Kn., 
Notaris di Jakarta Barat 

1.  PT Bringin 
Srikandi Finance 
(“Lessor”); 

2. Perseroan 
(“Lessee”) 

 

Jenis 
Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha 
Tanpa Hak Opsi atau Operating Lease. 
Tanpa Hak Opsi berarti Lessee tidak 
memiliki hak opsi untuk membeli Barang 
Modal pada akhir masa leasing dan tidak 
dapat memperpanjang waktu perjanjian 
 
Tujuan 
Penyediaan Barang Modal yang merupakan 
milik Lessor untuk digunakan secara sewa 
oleh Lessee selama periode jangka waktu 
tertentu berdasarkan pembayaran Lessee. 
 
Batas Maksimal Nilai Pembiayaan 
Rp25.000.000.000,- 

36 bulan sampai dengan 60 
bulan 

 

 
Perjanjian dengan pihak afiliasi tersebut di atas dilakukan dengan syarat dan kondisi yang wajar (arms’ length). 

K. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA  
 
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa 
perjanjian penting dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut: 
 

 
No. 
 

 
Nama Perjanjian 
 

 
Pihak 
 

 
Ruang Lingkup 
 

 
Jangka Waktu 
 

Perseroan 
Perjanjian Kredit 

1. Akta Perubahan dan Penegasan 
Kembali Perjanjian Fasilitas 
Perbankan No.64 tanggal 21 
Desember 2011, yang dibuat di 
hadapan Sri Ismiyaiti, S.H., 
Notaris di Kota Jakarta Utara, 
yang telah diubah beberapa 
kali dan terakhir kali dengan 
Perubahan dan Penegasan 
Kembali atas Perjanjian Fasilitas 
Perbankan No.084/PFPA-
DBSI/V/1-2/2016 tanggal 30 
Mei 2016 dan Perpanjangan 

1.  PT Bank DBS 
Indonesia 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Nasabah”) 

 

Bank memberikan fasilitas perbankan 
berupa: 
1. Uncommitted Revolving Credit Facility 

(RCF) dengan jumlah fasilitas tersedia 
hingga maksimum sebesar 
Rp200.000.000.000,- 

2. Uncommitted Omnibus Trade Limit 
(Fasilitas Omnibus) dengan jumlah 
fasilitas tersedia hingga maksimum 
sebesar Rp800.000.000.000,- 

 
 
 

8 Oktober 2015  
s/d  

7 Desember 2016 

 
No. 
 

 
Nama Perjanjian 
 

 
Pihak 
 

 
Ruang Lingkup 
 

 
Jangka Waktu 
 

Tanggal Jatuh Tempo No. 
1150/IX/DBSI IBG-JKT/2016 
tanggal 30 September 2016 

Dengan jaminan yang diberikan adalah 
Jaminan Fidusia atas Tagihan kepada Pihak 
Ketiga, dengan nilai penjaminan sebesar 
Rp1.100.000.000.000,-. 
 
Hal-hal yang harus dilakukan oleh Perseroan 
berdasarkan Perjanjian ini adalah, antara 
lain, Segera menyampaikan pemberitahuan 
tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, 
antara lain apabila: Perubahan terhadap 
Anggaran Dasar Nasabah, termasuk namun 
tidak perubahan struktur permodalan, 
pemegang saham dan/atau pengurus 
Nasabah.  

2. Perjanjian Pemberian Fasilitas 
Perbankan Bagi Korporasi 
(Corporate Facility Agreement) 
No.JAK/100176/U/100120 
tanggal 24 Mei 2010, yang 
dibuat di bawah tangan dan 
bermaterai cukup dan telah 
beberapa kali diubah dan 
terakhir kali diubah dengan 
Akta Pengubahan V Perjanjian 
Kredit No.19 tanggal 28 
Oktober 2015 yang dibuat di 
hadapan Lolani Kurniati 
Irdham-Idroes, S.H., LL.M, 
Notaris di Jakarta Selatan dan 
Surat Persetujuan 
Perpanjangan Fasilitas Kredit 
No. 151/CMB-LLC/VII/2016 
tanggal 28 Juli 2016 

1.  The Hongkong 
and Shanghai 
Banking 
Corporation 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Bank memberikan fasilitas kredit berupa: 
1. Fasilitas Limit Gabungan yang terdiri 

dari Fasilitas Impor, Fasilitas Bank 
Garansi, Fasilitas Kredit Berdokumen 
Siaga, dan Cerukan (Overdraft) yang 
semula sebesar Rp2.500.000.000.000,- 
menjadi sebesar Rp2.250.000.000.000,- 

2. Fasilitas Treasury maksimal sebesar 
USD10.000.000,- equivalent dengan 
Rp135.000.000.000,-. 

 
Dengan bunga untuk fasilitas dalam mata 
uang USD sebesar 7,99% per tahun dan 
dalam mata uang Rupiah sebesar 4,60% per 
tahun. 
 
Dengan jaminan yang diberikan adalah 
Jaminan Fidusia atas Piutang, dengan nilai 
penjaminan sebesar Rp2.700.000.000.000,-. 

30 April 2016  
s/d  

31 Mei 2017 

3. Perjanjian Fasilitas Kredit 
(Facility Agreement) tanggal 29 
Oktober 2010  

1.  Perseroan 
(“Debitur”); 

2. PT Mirlindo 
Padu Kencana 
(“Penjamin”); 
dan 

3. IKB Deutsche 
Industriebank 
AG (“Agent”) 

 
Debitur dan 
Penjamin secara 
bersama-sama 
disebut sebagai 
Obligor.  

Bank memberikan fasilitas kredit dengan 
total keseluruhan adalah USD26,098,364. 
 
Pihak Kedua membayar kepada Pihak 
Pertama uang pemasukan persewaan tanah 
sebesar Rp.1.138.724.928,- termasuk PPN 
10% dan biaya administrasi. 
 

Oktober 2010  
s/d 

Oktober 2018 

4. Akta Perjanjian Kredit No.14 
tanggal 8 Mei 2007, yang 
dibuat di hadapan Endang 
Betty Budiyanti Moesigit, S.H., 
Notaris di Jakarta Selatan, yang 
telah beberapa kali dan 
terakhir kali diubah dengan 
Akta Perubahan Terhadap 
Perjanjian Kredit (Kredit 
Rekening Koran) No.22 tanggal 
11 Juni 2015 yang dibuat di 
hadapan Sri Ismiyati, S.H., 
M.Kn, Notaris di Jakarta, 
Perjanjian Perpanjangan 
Terhadap perjanjian Kredit No. 
096/PPWK/CBD/IV/2016 
tanggal 20 April 2016, yang 
dibuat di bawah tangan dan 
bermaterai cukup dan Surat 
Penawaran No. B 279 S-CBD-
2016 tanggal 14 September 
2016 

1.  PT Bank 
Danamon 
Indonesia Tbk 
(“Bank”) 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Bank setuju untuk memberikan Fasilitas 
Kredit Rekening Koran (Overdraft) sesuai 
dengan ketersediaan dana pada Bank 
(Uncommited) dan bersifat Revolving sampai 
dengan jumlah pokok setinggi-tingginya 
sebesar Rp50.000.000.000,- dengan suku 
bunga 0,35% per annum. 
Hal-hal yang harus dilakukan oleh Perseroan 
berdasarkan Perjanjian ini adalah, antara 
lain, Terhitung sejak tanggal Perjanjian ini 
sampai dengan dilunasinya seluruh 
kewajiban yang terhutang oleh Debitur 
kepada Bank, maka Debitur wajib 
memberitahukan dalam waktu 14 hari 
kalender sebelumnya kepada Bank apabila 
melakukan hal-hal berikut: Merubah susunan 
pengurus, penurunan modal, susunan para 
pemegang saham dan nilai saham Debitur.  
 
Sehubungan dengan pembatasan-
pembatasan tersebut, Perseroan telah 
memperoleh persetujuan dari para 
krediturnya, berdasarkan Surat PT Bank 

Jangka waktu fasilitas 
kredit ini berlaku sampai 
dengan tanggal 22 April 

2017 
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Danamon Indonesia Tbk. No. 
B.261.S.CBD/0916 tanggal 13 September 
2016 perihal Persetujuan Permohonan 
Perubahan Negative Covenants Perjanjian 
Kredit, yang diterbitkan oleh PT Bank 
Danamon Indonesia Tbk. 

5. Akta Perjanjian Kredit No.15 
tanggal 8 Mei 2007, yang 
dibuat di hadapan Endang 
Betty Budiyanti Moesigit, S.H., 
Notaris di Jakarta Selatan, yang 
telah beberapa kali dan 
terakhir kali diubah dengan 
Akta Perubahan Terhadap 
Perjanjian Kredit (Omnibus) 
No.23 tanggal 11 Juni 2015 
yang dibuat di hadapan Sri 
Ismiyati, S.H., M.Kn, Notaris di 
Jakarta, Perjanjian 
Perpanjangan Terhadap 
perjanjian Kredit No. 
096A/PPWK/CBD/IV/2016 
tanggal 20 April 2016 dan Surat 
Penawaran No. B 279 S-CBD-
2016 tanggal 14 September 
2016 

1.  PT Bank 
Danamon 
Indonesia Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Bank memberikan Fasilitas Omnibus Trade 
Finance Uncommited  dengan jumlah pokok 
setinggi-tingginya sebesar 
Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar 
Rupiah) ekuivalen dalam mata uang Dollar 
Amerika Serikat (USD) dan/atau Euro (EUR) 
dan/atau Yen Jepang (JPY) dan/atau mata 
uang lain yang tersedia di Bank. 
 
Hal-hal yang harus dilakukan oleh Perseroan 
berdasarkan Perjanjian ini adalah, antara 
lain, Terhitung sejak tanggal Perjanjian ini 
sampai dengan dilunasinya seluruh 
kewajiban yang terhutang oleh Debitur 
kepada Bank, maka Debitur wajib 
memberitahukan dalam waktu 14 hari 
kalender sebelumnya kepada Bank apabila 
melakukan hal-hal berikut: Merubah susunan 
pengurus, penurunan modal, susunan para 
pemegang saham dan nilai saham Debitur.  
 
Sehubungan dengan pembatasan-
pembatasan tersebut, Perseroan telah 
memperoleh persetujuan dari para 
krediturnya, berdasarkan Surat PT Bank 
Danamon Indonesia Tbk. No. 
B.261.S.CBD/0916 tanggal 13 September 
2016 perihal Persetujuan Permohonan 
Perubahan Negative Covenants Perjanjian 
Kredit, yang diterbitkan oleh PT Bank 
Danamon Indonesia Tbk. 

Jangka waktu fasilitas 
kredit ini berlaku sampai 
dengan tanggal 22 April 

2017 

6. Akta Perjanjian Pemberian 
Fasilitas Perbankan No.74 
tanggal 21 Mei 2010 yang 
dibuat di hadapan Sri Ismiyati, 
SH., Notaris di Jakarta Utara, 
yang telah beberapa kali dan 
terakhir kali diubah dengan 
Akta Perubahan Ketujuh 
Perjanjian Pemberian Fasilitas 
Perbankan No.10 tanggal 6 
November 2015 yang dibuat di 
hadapan Lolani Kurniati 
Irdham-Idroes, S.H., LL.M., 
Notaris di Jakarta dan Surat 
Penawaran Faslitas Perbankan 
No. 298/8P/CRC-WB/IX/2016 
tanggal 20 September 2016 

1.  PT Bank 
Permata Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Nasabah”) 

 

Bank memberikan fasilitas kredit berupa: 
1. Fasilitas Letter of Credit (L/C) dan/atau 

SKBDN 
(Sight/Usance/UPAS/UFAM/SBLC) 
dengan pagu fasilitas sebesar 
Rp500.000.000.000,- 

2. Fasilitas Rekening Koran (Overdraft) 
dengan pagu fasilitas sebesar 
Rp25.000.000.000,- 

3. Fasilitas Uncommitted Foreign Exchange 
(Tod, Tom, Spot) dengan limit sebesar 
LER Limit: USD 400,000. 

 
Dengan jaminan yang diberikan adalah 
Jaminan Fidusia atas Piutang Dagang berasal 
dari Proyek yang dibiayai oleh Bank, dengan 
nilai penjaminan sebesar 
Rp656.250.000.000,-. 
 
Hal-hal yang harus dilakukan oleh Perseroan 
berdasarkan Perjanjian ini adalah, antara 
lain, Nasabah wajib segera memberitahukan 
secara tertulis kepada Bank selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat 
belas) hari kerja, dalam hal Nasabah:  
1. Melakukan perubahan susunan Direksi 

dan atau Dewan Komisaris 
2. Melakukan perubahan apapun 

terhadap anggaran dasar Nasabah, baik 
yang wajib dimintakan persetujuan dan 
atau diberitahukan dan atau dilaporkan 
kepada pihak/pejabat/instansi yang 
berwenang termasuk namun tidak 
terbatas kepada Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia, kecuali untuk 

19 Juli 2016 
s/d  

19 Juli 2017 
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Danamon Indonesia Tbk. No. 
B.261.S.CBD/0916 tanggal 13 September 
2016 perihal Persetujuan Permohonan 
Perubahan Negative Covenants Perjanjian 
Kredit, yang diterbitkan oleh PT Bank 
Danamon Indonesia Tbk. 

5. Akta Perjanjian Kredit No.15 
tanggal 8 Mei 2007, yang 
dibuat di hadapan Endang 
Betty Budiyanti Moesigit, S.H., 
Notaris di Jakarta Selatan, yang 
telah beberapa kali dan 
terakhir kali diubah dengan 
Akta Perubahan Terhadap 
Perjanjian Kredit (Omnibus) 
No.23 tanggal 11 Juni 2015 
yang dibuat di hadapan Sri 
Ismiyati, S.H., M.Kn, Notaris di 
Jakarta, Perjanjian 
Perpanjangan Terhadap 
perjanjian Kredit No. 
096A/PPWK/CBD/IV/2016 
tanggal 20 April 2016 dan Surat 
Penawaran No. B 279 S-CBD-
2016 tanggal 14 September 
2016 

1.  PT Bank 
Danamon 
Indonesia Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Bank memberikan Fasilitas Omnibus Trade 
Finance Uncommited  dengan jumlah pokok 
setinggi-tingginya sebesar 
Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar 
Rupiah) ekuivalen dalam mata uang Dollar 
Amerika Serikat (USD) dan/atau Euro (EUR) 
dan/atau Yen Jepang (JPY) dan/atau mata 
uang lain yang tersedia di Bank. 
 
Hal-hal yang harus dilakukan oleh Perseroan 
berdasarkan Perjanjian ini adalah, antara 
lain, Terhitung sejak tanggal Perjanjian ini 
sampai dengan dilunasinya seluruh 
kewajiban yang terhutang oleh Debitur 
kepada Bank, maka Debitur wajib 
memberitahukan dalam waktu 14 hari 
kalender sebelumnya kepada Bank apabila 
melakukan hal-hal berikut: Merubah susunan 
pengurus, penurunan modal, susunan para 
pemegang saham dan nilai saham Debitur.  
 
Sehubungan dengan pembatasan-
pembatasan tersebut, Perseroan telah 
memperoleh persetujuan dari para 
krediturnya, berdasarkan Surat PT Bank 
Danamon Indonesia Tbk. No. 
B.261.S.CBD/0916 tanggal 13 September 
2016 perihal Persetujuan Permohonan 
Perubahan Negative Covenants Perjanjian 
Kredit, yang diterbitkan oleh PT Bank 
Danamon Indonesia Tbk. 

Jangka waktu fasilitas 
kredit ini berlaku sampai 
dengan tanggal 22 April 

2017 

6. Akta Perjanjian Pemberian 
Fasilitas Perbankan No.74 
tanggal 21 Mei 2010 yang 
dibuat di hadapan Sri Ismiyati, 
SH., Notaris di Jakarta Utara, 
yang telah beberapa kali dan 
terakhir kali diubah dengan 
Akta Perubahan Ketujuh 
Perjanjian Pemberian Fasilitas 
Perbankan No.10 tanggal 6 
November 2015 yang dibuat di 
hadapan Lolani Kurniati 
Irdham-Idroes, S.H., LL.M., 
Notaris di Jakarta dan Surat 
Penawaran Faslitas Perbankan 
No. 298/8P/CRC-WB/IX/2016 
tanggal 20 September 2016 

1.  PT Bank 
Permata Tbk 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Nasabah”) 

 

Bank memberikan fasilitas kredit berupa: 
1. Fasilitas Letter of Credit (L/C) dan/atau 

SKBDN 
(Sight/Usance/UPAS/UFAM/SBLC) 
dengan pagu fasilitas sebesar 
Rp500.000.000.000,- 

2. Fasilitas Rekening Koran (Overdraft) 
dengan pagu fasilitas sebesar 
Rp25.000.000.000,- 

3. Fasilitas Uncommitted Foreign Exchange 
(Tod, Tom, Spot) dengan limit sebesar 
LER Limit: USD 400,000. 

 
Dengan jaminan yang diberikan adalah 
Jaminan Fidusia atas Piutang Dagang berasal 
dari Proyek yang dibiayai oleh Bank, dengan 
nilai penjaminan sebesar 
Rp656.250.000.000,-. 
 
Hal-hal yang harus dilakukan oleh Perseroan 
berdasarkan Perjanjian ini adalah, antara 
lain, Nasabah wajib segera memberitahukan 
secara tertulis kepada Bank selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat 
belas) hari kerja, dalam hal Nasabah:  
1. Melakukan perubahan susunan Direksi 

dan atau Dewan Komisaris 
2. Melakukan perubahan apapun 

terhadap anggaran dasar Nasabah, baik 
yang wajib dimintakan persetujuan dan 
atau diberitahukan dan atau dilaporkan 
kepada pihak/pejabat/instansi yang 
berwenang termasuk namun tidak 
terbatas kepada Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia, kecuali untuk 

19 Juli 2016 
s/d  

19 Juli 2017 
 

 
No. 
 

 
Nama Perjanjian 
 

 
Pihak 
 

 
Ruang Lingkup 
 

 
Jangka Waktu 
 

perubahan pemegang saham, harus 
mendapat persetujuan tertulis terlebih 
dahulu dari Bank 

7. Akta Perjanjian Kredit No.03 
tanggal 5 Januari 2015 juncto 
Akta Addendum Perjanjian 
Kredit No. 17 tanggal 17 Juni 
2016, yang keduanya dibuat di 
hadapan Lolani Kurniati 
Irdham-Idroes, S.H., LL.M, 
Notaris di Jakarta Selatan 

1.  PT Bank 
Sumitomo 
Mitsui Indonesia 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Peminjam”) 

 

Bank setuju untuk memberikan pinjaman 
kepada Peminjam dalam jumlah total pokok 
pinjaman yang terdiri dari: 
a. Fasilitas Uncommited Non-Revolving 

dengan plafond sebesar 
Rp150.000.000.000 yang akan 
digunakan untuk Modal Kerja; 

b. Fasilitas Uncommited Non-Revolving 
dengan plafond sebesar 
Rp450.000.000.000 yang akan 
digunakan untuk penerbitan L/C (Sight 
dan Usance) dan L/C Dalam Negeri 
(SKBDN) untuk memfasilitasi pembelian 
bahan mentah atau peralatan terkait 
dengan aktifitas bisnis 

c. Fasilitas Uncommited Non-Revolving 
dengan plafond sebesar 
Rp450.000.000.000 yang akan 
digunakan untuk penyelesaian L/C 
Usance dan Dalam Negeri (SKBDN); 

d. Fasilitas Uncommited Non-Revolving 
dengan plafond sebesar 
Rp450.000.000.000 yang akan 
digunakan untuk membiayai pelunasan 
Commercial L/C Sight atau Usance dan 
Letter of Credit dalam Negeri (SKBDN). 

 
Dengan jaminan yang diberikan adalah 
Jaminan Fidusia atas Tagihan, dengan nilai 
penjaminan sebesar Rp539.729.184.455,-. 

29 April 2016 
 s/d 

 28 April 2017 

8. Akta Perjanjian Kredit No.53 
tanggal 24 Juni 2015 juncto 
Akta Perubahan Perjanjian 
Kredit No. 40 tanggal 25 
Agustus 2016, yang keduanya 
dibuat di hadapan Adi Triharso, 
S.H., Notaris di Jakarta Selatan 

1.  PT Bank 
Maybank 
Indonesia Tbk. 
(d/h. PT Bank 
Internasional 
Indonesia Tbk.) 
(“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Bank setuju untuk memberikan Fasilitas 
Kredit kepada Debitur dalam bentuk: 
a. Fasilitas Letter of Credit (L/C) dan/atau 

Fasilitas Surat Kredit Berdokumen 
Dalam Negeri (SKBDN) Line (Sight/ 
Usance/UPAS/UPAU) sebesar 
Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar 
Rupiah) yang akan digunakan untuk 
pembiayaan pembelian impor dan lokal 
untuk produk dan jasa untuk semua 
proyek; 

b. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran 
(Overdraft) sebesar Rp25.000.000.000,- 
(dua puluh lima miliar Rupiah) yang 
akan digunakan untuk membiayai 
kebutuhan jangka pendek Debitur 
seperti operasional, gaji, dan 
sebagainya. 

 
Dengan jaminan yang diberikan adalah 
jaminan atas barang bergerak termasuk 
piutang/tagihan berupa account receivable, 
dengan nilai penjaminan sebesar 
Rp281.250.000.000,-. 
 
Hal-hal yang harus dilakukan oleh Perseroan 
berdasarkan Perjanjian ini adalah, antara 
lain, Debitur harus menyerahkan 
pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 
5 (lima) hari setelah kejadian berikut 
Melakukan perubahan susunan pengurus dan 
pemegang saham.  

13 Juli 2016  
s/d  

13 Juli 2017 
 
 

9. Akta Perjanjian Line Fasilitas 
No. 54 tanggal 24 Juni 2015 
juncto Akta Perubahan Akad 
Line Fasilitas Pembiayaan 
Musyarakah iB No. 41 tanggal 
25 Agustus 2016, yang 
keduanya dibuat di hadapan 

1.  PT Bank 
Maybank 
Indonesia Tbk. 
(d/h. PT Bank 
Internasional 
Indonesia Tbk.) 
(“Bank”); 

Bank setuju untuk memberikan Fasilitas 
Pembiayaan berdasarkan prinsip Musyarakah 
kepada Debitur sampai jumlah setinggi-
tingginya sebesar Rp200.000.000.000,- (dua 
ratus muliar Rupiah) dengan ketentuan porsi 
modal pembiayaan Bank dan Debitur akan 
ditentukan pada saat penarikan. Tujuan 

13 Juli 2016  
s/d  

13 Juli 2017 
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Adi Triharso, S.H., Notaris di 
Jakarta Selatan 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

fasilitas ini digunakan untuk membiayai 
modal kerja Debitur melalui pemberian raw 
material yang tidak bertentangan dengan 
prinsip syariah yang diperoleh dari 
supplier/sub kontraktor/penyedia tenaga 
kerja Debitur. 
 
Dengan jaminan yang diberikan adalah 
jaminan atas barang bergerak termasuk 
piutang/tagihan berupa account receivable, 
dengan nilai penjaminan sebesar 
Rp281.250.000.000,-. 
 
Hal-hal yang harus dilakukan oleh Perseroan 
berdasarkan Perjanjian ini adalah, antara 
lain, Debitur harus menyerahkan 
pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 
5 (lima) hari setelah kejadian berikut 
Melakukan perubahan susunan pengurus dan 
pemegang saham.  

10. Akta Perjanjian Kredit No.94 
tanggal 18 November 2015, 
yang dibuat di hadapan Sri 
Ismiyaiti, S.H., Notaris di Kota 
Jakarta Utara  

1.  The Bank of 
Tokyo 
Mitsubishi Ufj. 
Ltd. (“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dan 
Fasilitas Penyelesaian Impor dengan mata 
uang Dolar Amerika Serikat atau Rupiah 
sebesar Rp225.000.000.000,-. 
 
Besaran bagi hasil pendapatan kerjasama 
operasi pelayanan air (revenue sharing) 
adalah sebesar 30% untuk Pihak Pertama dan 
70% untuk Pihak Kedua. 
 
Dengan jaminan yang diberikan adalah 
Piutang dagang dengan nilai penjaminan 
sampai dengan 120% dari nilai batas Fasilitas. 
 
Hal-hal yang harus dilakukan oleh Perseroan 
berdasarkan Perjanjian ini adalah, antara 
lain, Menyampaikan kepada Bank dalam 
bentuk dan rincian yang dapat diterima oleh 
Bank setiap dokumen yang terkait dengan (i) 
setiap perubahan anggaran dasar, susunan 
pemegang saham dan/atau kepemilikan 
saham Debitur dalam jangka waktu 30 hari 
kerja sejak tanggal efektif dari perubahan 
tersebut dan (ii) setiap perubahan anggota 
Direksi dan/atau Dewan Komisaris Debitur 
dalam jangka waktu 45 hari kerja sejak 
tanggal efektif dari perubahan tersebut.  

18 November 2015 
s/d 

18 November 2016 

11. Akta Perubahan Terhadap 
Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 
30 Juni 2016, yang dibuat di 
hadapan Karin Christiana 
Basoeki, S.H., Notaris di Kota 
Jakarta Pusat  

1.  PT Bank Pan 
Indonesia Tbk. 
(PT Bank Panin 
Tbk.) (“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

1. Fasilitas Pinjaman Money Market 
sebesar Rp750.000.000.000,- untuk 
modal kerja umum; 

2. Fasilitas SKBDN sebesar 
Rp750.000.000.000,- untuk 
memfasilitasi pembelian bahan baku, 
bahan baku pendukung, barang modal, 
mesin dan suku cadang mesin; dan 

 
3. Fasilitas Bank Garansi sebesar 

Rp750.000.000.000,- atau setara dalam 
mata uang USD untuk jaminan 
pembayaran uang muka proyek, 
jaminan keikutsertaan tender proyek, 
jaminan retensi proyek dan jaminan 
lainnya sehubungan dengan 
pelaksanaan proyek. 

 
Dengan suku bunga untuk 1 bulan sebesar 
Tingkat Suku Bunga Lembaga Penjamin 
Simpanan ditambah 2,25%, 3 bulan sebesar 
Tingkat Suku Bunga Lembaga Penjamin 
Simpanan ditambah 2,50% dan 6 bulan 
sebesar Tingkat Suku Bunga Lembaga 
Penjamin Simpanan ditambah 2,75%. 

16 Juni 2016  
s/d  

16 Juni 2017 
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Adi Triharso, S.H., Notaris di 
Jakarta Selatan 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

fasilitas ini digunakan untuk membiayai 
modal kerja Debitur melalui pemberian raw 
material yang tidak bertentangan dengan 
prinsip syariah yang diperoleh dari 
supplier/sub kontraktor/penyedia tenaga 
kerja Debitur. 
 
Dengan jaminan yang diberikan adalah 
jaminan atas barang bergerak termasuk 
piutang/tagihan berupa account receivable, 
dengan nilai penjaminan sebesar 
Rp281.250.000.000,-. 
 
Hal-hal yang harus dilakukan oleh Perseroan 
berdasarkan Perjanjian ini adalah, antara 
lain, Debitur harus menyerahkan 
pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 
5 (lima) hari setelah kejadian berikut 
Melakukan perubahan susunan pengurus dan 
pemegang saham.  

10. Akta Perjanjian Kredit No.94 
tanggal 18 November 2015, 
yang dibuat di hadapan Sri 
Ismiyaiti, S.H., Notaris di Kota 
Jakarta Utara  

1.  The Bank of 
Tokyo 
Mitsubishi Ufj. 
Ltd. (“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dan 
Fasilitas Penyelesaian Impor dengan mata 
uang Dolar Amerika Serikat atau Rupiah 
sebesar Rp225.000.000.000,-. 
 
Besaran bagi hasil pendapatan kerjasama 
operasi pelayanan air (revenue sharing) 
adalah sebesar 30% untuk Pihak Pertama dan 
70% untuk Pihak Kedua. 
 
Dengan jaminan yang diberikan adalah 
Piutang dagang dengan nilai penjaminan 
sampai dengan 120% dari nilai batas Fasilitas. 
 
Hal-hal yang harus dilakukan oleh Perseroan 
berdasarkan Perjanjian ini adalah, antara 
lain, Menyampaikan kepada Bank dalam 
bentuk dan rincian yang dapat diterima oleh 
Bank setiap dokumen yang terkait dengan (i) 
setiap perubahan anggaran dasar, susunan 
pemegang saham dan/atau kepemilikan 
saham Debitur dalam jangka waktu 30 hari 
kerja sejak tanggal efektif dari perubahan 
tersebut dan (ii) setiap perubahan anggota 
Direksi dan/atau Dewan Komisaris Debitur 
dalam jangka waktu 45 hari kerja sejak 
tanggal efektif dari perubahan tersebut.  

18 November 2015 
s/d 

18 November 2016 

11. Akta Perubahan Terhadap 
Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 
30 Juni 2016, yang dibuat di 
hadapan Karin Christiana 
Basoeki, S.H., Notaris di Kota 
Jakarta Pusat  

1.  PT Bank Pan 
Indonesia Tbk. 
(PT Bank Panin 
Tbk.) (“Bank”); 

2. Perseroan 
(“Debitur”) 

 

1. Fasilitas Pinjaman Money Market 
sebesar Rp750.000.000.000,- untuk 
modal kerja umum; 

2. Fasilitas SKBDN sebesar 
Rp750.000.000.000,- untuk 
memfasilitasi pembelian bahan baku, 
bahan baku pendukung, barang modal, 
mesin dan suku cadang mesin; dan 

 
3. Fasilitas Bank Garansi sebesar 

Rp750.000.000.000,- atau setara dalam 
mata uang USD untuk jaminan 
pembayaran uang muka proyek, 
jaminan keikutsertaan tender proyek, 
jaminan retensi proyek dan jaminan 
lainnya sehubungan dengan 
pelaksanaan proyek. 

 
Dengan suku bunga untuk 1 bulan sebesar 
Tingkat Suku Bunga Lembaga Penjamin 
Simpanan ditambah 2,25%, 3 bulan sebesar 
Tingkat Suku Bunga Lembaga Penjamin 
Simpanan ditambah 2,50% dan 6 bulan 
sebesar Tingkat Suku Bunga Lembaga 
Penjamin Simpanan ditambah 2,75%. 

16 Juni 2016  
s/d  

16 Juni 2017 
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Pihak 
 

 
Ruang Lingkup 
 

 
Jangka Waktu 
 

Dengan jaminan yang diberikan adalah 
Piutang (Kontrak Proyek) dengan nilai 
penjaminan tidak kurang dari 60% dari 
besarnya Fasilitas Pinjaman yang terhutang. 

Perjanjian Kerjasama 
1.  Perjanjian Pembelian Tenaga 

Listrik PLTD MFO Kapasitas 
(DMN) 50 MW Pesanggaran 
No. 001/PJ/JOWM-IP/V/2010 
tanggal 6 Mei 2010 jis. 
Amandemen I tanggal 23 
Desember 2010 dan 
Amandemen II tanggal 2 
Agustus 2011 

1. PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. – 
PT Mirlindo 
Padu Kencana 
JO. (“Pihak 
Pertama”)  

2. PT Indonesia 
Power (“Pihak 
Kedua”) 

Pihak Kedua telah melaksanakan proses 
lelang pekerjaan “Pembelian Tenaga Listrik 
PLTD MFO Kapasitas (DMN) 40-50 MW 
Pesanggaran, Bali” dan menetapkan Pihak 
Pertama selaku pemenang lelang dan untuk 
itu Pihak Pertama bermaksud untuk 
merancang, mendanai, membangun, 
mengoperasikan dan memelihara PLTD MFO 
dengan kapasitas (DMN) 50 MW yang 
berlokasi di Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 
535, Pesanggaran, Bali serta menjual kepada 
Pihak Kedua listrik yang dihasilkan dari PLTD 
tersebut. 
 
Harga Pekerjaan 
a. Komponen A: 

Rp288,1350 per kWh 
b. Komponen B:  

Rp94,5535 per kWh 
c. Komponen D:  

Rp31,1790 per kWh 
d. Komponen E:  

Rp32,4045 per kWh. 
 

Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Mengatur rancangan, enjiniring, 

pasokan dan konstruksi dari proyek 
sesuai dengan parameter rancangan 
dan peralatan; 

2. Melakukan permohonan yang benar 
dan upaya yang maksimal untuk 
memperoleh seluruh persetujuan 
(kecuali AMDAL), seluruh 
pembaharuannya dan persetujuan 
pemerintah lainnya yang diperlukan; 

3. Melakukan permohonan yang benar 
dan upaya yang maksimal untuk 
memperoleh seluruh izin kerja, izin 
ketenagakerjaan, visa dan izin-izin 
lainnya yang diperlukan oleh seluruh 
individu yang terlibat dalam proyek; 

11 September 2009 
s/d 

11 September 2017 
 

2.  Contract for New Development 
of Oecusse Airport Project, 
Timor-Leste No. 
RCB/0132/ZEESM-2014 tanggal 
3 Maret 2015 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. Special Zones of 
Social Market 
Economy, 
Government of 
the Democratic 
Republic of 
Timor-Leste 
(“Pihak Kedua”) 

Pihak Kedua telah menunjuk Pihak Pertama 
untuk melakukan pekerjaan Pengembangan 
Baru Proyek Airport Oecusse Timor-Leste. 
 
Nilai Kontrak  
USD79.800.800,- 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Pihak Pertama merancang, 

melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan Perjanjian dan 
mengganti segala kerugian akibat cacat 
dalam Pekerjaan; dan 

2. Pihak Pertama bertanggung jawab atas 
kecukupan, stabilitas dan keamanan 
dari seluruh lokasi pekerjaan dan 
seluruh cara konstruksi; 

690 hari kalender sejak 
tanggal 3 Maret 2015 

3.  Perjanjian Pemborongan 
Pembangunan Jalan Tol Ciawi-
Sukabumi Seksi 1 Paket 1 (STA.-
0+750 s/d 4+850), Tahap 1 No. 
23a/BOCIMI/WASKITA-WIKA 
KSO/IV/2015 tanggal 10 April 
2015 jis. Addendum I No. 
081a/BOCIMI/WASKITA-WIKA 
KSO/VII/2015 tanggal 13 Juli 

1. Waskita-WIKA 
KSO (“Pihak 
Pertama”)  

2. PT Trans Jabar 
Tol (“Pihak 
Kedua”) 

Pihak Kedua telah menetapkan Pihak 
Pertama sebagai pemenang tender untuk 
melaksanakan pembangunan Jalan Tol Ciawi-
Sukabumi Seksi 1 Paket 1 (STA.-0+750 s/d 
4+850). 
 
Nilai Kontrak  
Rp724.918.386.000,- (termasuk PPN 10%) 
 

730 hari kalender terhitung 
sejak kejadian-kejadian di 
bawah ini telah terpenuhi 
secara kumulatif 
berdasarkan tanggal 
terakhir yang tercapai 
sebagai berikut: 
a. Ditandatanganinya 

Perjanjian oleh Para 
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2015 dan Addendum II No. 
572/BOCIMI/WASKITA-WIKA 
KSO/I/2016 tanggal 27 Januari 
2016 

Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Pihak Pertama berhak menerima 

pembayaran dari Pihak Kedua atas 
Pekerjaan yang telah dilaksanakan 
sepanjang hasil Pekerjaan tersebut 
sesuai dengan spesifikasi dan 
ketentuan yang tercantum dalam 
Perjanjian; 

2. Pihak Pertama wajib mematuhi 
Pekerjaan dengan melaksanakan 
Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dalam Perjanjian termasuk 
tetapi tidak terbatas pada spesifikasi 
material, sarana atau peralatan, 
keahlian, teknis, jadwal pelaksanaan, 
laporan atau berita acara hasil 
Pekerjaan serta administrasi Perjanjian, 
sehingga tidak terjadi penyimpangan 
mutu hasil Pekerjaan; 

3. Pihak Pertama berkewajiban membuat: 
Laporan pelaksanaan Pekerjaan, 
Laporan rekapitulasi pelaksanaan 
pemeliharaan dan/atau perbaikan dan 
foto dokumentasi pelaksanaan 
Pekerjaan 

 

Pihak; 
b. Ditandatanganinya 

Berita Acara Serah 
Terima Lapangan 
Tahap Lanjutan oleh 
Para Pihak yang 
dilakukan selambat-
lambatnya 30 hari 
kalender sejak 
dikeluarkannya Surat 
Perintah Mulai Kerja 
(SPMK); 

c. Diterbitkannya SPMK 
tahap lanjutan oleh 
Pihak Kedua kepada 
Pihak Pertama; 

d. Pelunasan uang 
muka oleh Pihak 
Kedua kepada Pihak 
Pertama. Dalam hal 
Pihak Pertama tidak 
mengajukan 
permohonan uang 
muka kepada Pihak 
Kedua, maka 
kejadian-kejadian 
yang harus terpenuhi 
secara kumulatif 
sebagai dasar 
perhitungan jangka 
waktu pelaksanaan 
adalah butir a, b dan 
c di atas. 

4.  Surat Perjanjian Kontrak CP101 
No. CON/013/MRT/X/2013 
tangal 16 Oktober 2013 

1. Tokyu 
Construction 
Co. Ltd – PT 
Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. 
Joint Operation 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. PT Mass Rapid 
Transit Jakarta 
(“Pihak Kedua”) 

Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama untuk 
melakukan Pekerjaan Paket Kontrak CP 101 
untuk Desain dan Bangun Stasiun Layang 
Lebak Bulus serta Depo dan Struktur Layang 
dari 0K-580 hingga 0K+630 pada Proyek Mass 
Rapid Transit Jakarta. 
 
Nilai Kontrak  
¥5.953.456.676 dan Rp1.016.889.879.180,-  
(sudah termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
Pihak Pertama berkewajiban untuk 
mendesain, melaksanakan dan 
menyelesaikan Pekerjaan dan memperbaiki 
setiap cacat-cacat (baik yang terlihat ataupun 
tidak terlihat). 
 

Perjanjian mulai berlaku 
setelah terpenuhinya 
syarat-syarat di bawah ini: 
1. Jaminan Pelaksanaan 

yang telah diberikan 
oleh Pihak Pertama 
kepada Pihak Kedua 
sebelum 
penandatanganan 
Perjanjian; 

2. Perjanjian telah 
ditandatangani oleh 
Pihak Pertama dan 
Pihak Kedua; 

3. Pihak Kedua telah 
menerima dari Pihak 
Pertama, perjanjian 
konsorsium antara 
perusahaan-
perusahaan anggota 
Pihak Pertama yang 
telah disahkan; dan 

Perjanjian telah disetujui 
secara tertulis oleh Japan 
International Cooperation 

Agency (JICA) 
5.  Surat Perjanjian Kontrak CP102 

No. CON/014/MRT/X/2013 
tangal 16 Oktober 2013 

1. Tokyu 
Construction 
Co. Ltd – PT 
Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. 
Joint Operation 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. PT Mass Rapid 
Transit Jakarta 
(“Pihak Kedua”) 

Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama untuk 
melakukan Pekerjaan Paket Kontrak CP 102 
untuk Desain dan Bangun Stasiun Layang 
Fatmawati dan Cipete Raya dan Struktur 
Layang dari 0K+630 hingga 5K+369 pada 
Proyek Mass Rapid Transit Jakarta. 
 
Nilai Kontrak  
¥2.238.196.089 dan Rp898.199.722.934,- 
(sudah termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
Pihak Pertama berkewajiban untuk 

Perjanjian mulai berlaku 
setelah terpenuhinya 
syarat-syarat di bawah ini: 
1. Jaminan Pelaksanaan 

yang telah diberikan 
oleh Pihak Pertama 
kepada Pihak Kedua 
sebelum 
penandatanganan 
Perjanjian; 

2. Perjanjian telah 
ditandatangani oleh 
Pihak Pertama dan 
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2015 dan Addendum II No. 
572/BOCIMI/WASKITA-WIKA 
KSO/I/2016 tanggal 27 Januari 
2016 

Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Pihak Pertama berhak menerima 

pembayaran dari Pihak Kedua atas 
Pekerjaan yang telah dilaksanakan 
sepanjang hasil Pekerjaan tersebut 
sesuai dengan spesifikasi dan 
ketentuan yang tercantum dalam 
Perjanjian; 

2. Pihak Pertama wajib mematuhi 
Pekerjaan dengan melaksanakan 
Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dalam Perjanjian termasuk 
tetapi tidak terbatas pada spesifikasi 
material, sarana atau peralatan, 
keahlian, teknis, jadwal pelaksanaan, 
laporan atau berita acara hasil 
Pekerjaan serta administrasi Perjanjian, 
sehingga tidak terjadi penyimpangan 
mutu hasil Pekerjaan; 

3. Pihak Pertama berkewajiban membuat: 
Laporan pelaksanaan Pekerjaan, 
Laporan rekapitulasi pelaksanaan 
pemeliharaan dan/atau perbaikan dan 
foto dokumentasi pelaksanaan 
Pekerjaan 

 

Pihak; 
b. Ditandatanganinya 

Berita Acara Serah 
Terima Lapangan 
Tahap Lanjutan oleh 
Para Pihak yang 
dilakukan selambat-
lambatnya 30 hari 
kalender sejak 
dikeluarkannya Surat 
Perintah Mulai Kerja 
(SPMK); 

c. Diterbitkannya SPMK 
tahap lanjutan oleh 
Pihak Kedua kepada 
Pihak Pertama; 

d. Pelunasan uang 
muka oleh Pihak 
Kedua kepada Pihak 
Pertama. Dalam hal 
Pihak Pertama tidak 
mengajukan 
permohonan uang 
muka kepada Pihak 
Kedua, maka 
kejadian-kejadian 
yang harus terpenuhi 
secara kumulatif 
sebagai dasar 
perhitungan jangka 
waktu pelaksanaan 
adalah butir a, b dan 
c di atas. 

4.  Surat Perjanjian Kontrak CP101 
No. CON/013/MRT/X/2013 
tangal 16 Oktober 2013 

1. Tokyu 
Construction 
Co. Ltd – PT 
Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. 
Joint Operation 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. PT Mass Rapid 
Transit Jakarta 
(“Pihak Kedua”) 

Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama untuk 
melakukan Pekerjaan Paket Kontrak CP 101 
untuk Desain dan Bangun Stasiun Layang 
Lebak Bulus serta Depo dan Struktur Layang 
dari 0K-580 hingga 0K+630 pada Proyek Mass 
Rapid Transit Jakarta. 
 
Nilai Kontrak  
¥5.953.456.676 dan Rp1.016.889.879.180,-  
(sudah termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
Pihak Pertama berkewajiban untuk 
mendesain, melaksanakan dan 
menyelesaikan Pekerjaan dan memperbaiki 
setiap cacat-cacat (baik yang terlihat ataupun 
tidak terlihat). 
 

Perjanjian mulai berlaku 
setelah terpenuhinya 
syarat-syarat di bawah ini: 
1. Jaminan Pelaksanaan 

yang telah diberikan 
oleh Pihak Pertama 
kepada Pihak Kedua 
sebelum 
penandatanganan 
Perjanjian; 

2. Perjanjian telah 
ditandatangani oleh 
Pihak Pertama dan 
Pihak Kedua; 

3. Pihak Kedua telah 
menerima dari Pihak 
Pertama, perjanjian 
konsorsium antara 
perusahaan-
perusahaan anggota 
Pihak Pertama yang 
telah disahkan; dan 

Perjanjian telah disetujui 
secara tertulis oleh Japan 
International Cooperation 

Agency (JICA) 
5.  Surat Perjanjian Kontrak CP102 

No. CON/014/MRT/X/2013 
tangal 16 Oktober 2013 

1. Tokyu 
Construction 
Co. Ltd – PT 
Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. 
Joint Operation 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. PT Mass Rapid 
Transit Jakarta 
(“Pihak Kedua”) 

Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama untuk 
melakukan Pekerjaan Paket Kontrak CP 102 
untuk Desain dan Bangun Stasiun Layang 
Fatmawati dan Cipete Raya dan Struktur 
Layang dari 0K+630 hingga 5K+369 pada 
Proyek Mass Rapid Transit Jakarta. 
 
Nilai Kontrak  
¥2.238.196.089 dan Rp898.199.722.934,- 
(sudah termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
Pihak Pertama berkewajiban untuk 

Perjanjian mulai berlaku 
setelah terpenuhinya 
syarat-syarat di bawah ini: 
1. Jaminan Pelaksanaan 

yang telah diberikan 
oleh Pihak Pertama 
kepada Pihak Kedua 
sebelum 
penandatanganan 
Perjanjian; 

2. Perjanjian telah 
ditandatangani oleh 
Pihak Pertama dan 
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mendesain, melaksanakan dan 
menyelesaikan Pekerjaan dan memperbaiki 
setiap cacat-cacat (baik yang terlihat ataupun 
tidak terlihat). 
 

Pihak Kedua; 
3. Pihak Kedua telah 

menerima dari Pihak 
Pertama, perjanjian 
konsorsium antara 
perusahaan-
perusahaan anggota 
Pihak Pertama yang 
telah disahkan; dan 

Perjanjian telah disetujui 
secara tertulis oleh Japan 
International Cooperation 

Agency (JICA) 
6.  Surat Perjanjian Kontrak CP104 

No. CON/006/MRT/VI/2013 
tangal 11 Juni 2013 

1. Shimizu 
Corporation – 
Obayashi 
Corporation – 
PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. – 
PT Jaya 
Konstruksi 
Manggala 
Pratama Tbk. JV 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. PT Mass Rapid 
Transit Jakarta 
(“Pihak Kedua”) 

Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama untuk 
melakukan Pekerjaan Paket Kontrak CP 104 
untuk Rancang Bangun pada Bagian Bawah 
Tanah antara Stasiun Senayan hingga Stasiun 
Istora pada Proyek Mass Rapid Transit 
Jakarta. 
 
Nilai Kontrak  
¥1.581.793.643 dan Rp866.870.938.606,- 
(sudah termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
Pihak Pertama berkewajiban untuk 
merencanakan, melaksanakan dan 
menyelesaikan Pekerjaan dan memperbaiki 
setiap cacat-cacat (baik yang terlihat ataupun 
tidak terlihat). 
 

Perjanjian mulai berlaku 
setelah terpenuhinya 
syarat-syarat di bawah ini: 
1. Jaminan Pelaksanaan 

yang telah diberikan 
oleh Pihak Pertama 
kepada Pihak Kedua 
sebelum 
penandatanganan 
Perjanjian; 

2. Perjanjian telah 
ditandatangani oleh 
Pihak Pertama dan 
Pihak Kedua; dan 

3. Perjanjian telah 
disetujui secara 
tertulis oleh Japan 
International 
Cooperation Agency 
(JICA) 

7.  Surat Perjanjian Kontrak CP105 
No. CON/007/MRT/VI/2013 
tangal 11 Juni 2013 

1. Shimizu 
Corporation – 
Obayashi 
Corporation – 
PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. – 
PT Jaya 
Konstruksi 
Manggala 
Pratama Tbk. JV 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. PT Mass Rapid 
Transit Jakarta 
(“Pihak Kedua”) 

Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama untuk 
melakukan Pekerjaan Paket Kontrak CP 105 
untuk Rancang Bangun pada Bagian Bawah 
Tanah antara Stasiun Bendungan Hilir hingga 
Stasiun Setiabudi pada Proyek Mass Rapid 
Transit Jakarta. 
 
Nilai Kontrak  
¥1.269.550.429 dan Rp965.153.059.273,- 
(sudah termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
Pihak Pertama berkewajiban untuk 
merencanakan, melaksanakan dan 
menyelesaikan Pekerjaan dan memperbaiki 
setiap cacat-cacat (baik yang terlihat ataupun 
tidak terlihat). 
 

Perjanjian mulai berlaku 
setelah terpenuhinya 
syarat-syarat di bawah ini: 
1. Jaminan Pelaksanaan 

yang telah diberikan 
oleh Pihak Pertama 
kepada Pihak Kedua 
sebelum 
penandatanganan 
Perjanjian; 

2. Perjanjian telah 
ditandatangani oleh 
Pihak Pertama dan 
Pihak Kedua; dan 

3. Perjanjian telah 
disetujui secara 
tertulis oleh Japan 
International 
Cooperation Agency 
(JICA) 

8.  Surat Perintah Kerja No. 
01/SPK/JMP/MWS/I/2016 
tanggal 6 Januari 2016 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. PT Muara 
Wisesa Samudra 
(“Pihak Kedua”) 

 

Pihak Kedua memberikan tugas kepada Pihak 
Pertama untuk melaksanakan Pekerjaan 
Jembatan Menuju Pulau G yang terletak di 
Pluit City, Jakarta Utara. 
 
Nilai Kontrak  
Rp330.000.000.000,- (termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Berkewajiban untuk mendampingi 

Pihak Kedua dan menyiapkan semua 
dokumen/data selama proses serah 
terima ke Dinas Pemda DKI; 

2. Semua perizinan untuk pelaksanaan 
pkerjaan Pihak Pertama menjadi 
tanggung jawab Pihak  Pertama; 

3. Pihak Pertama wajib memenuhi secara 
keseluruhan prosedur dan standar yang 
sudah ditetapkan oleh Pihak Kedua; 

3 Maret 2016  
s/d 

 2 November 2017 
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dan 
4. Pihak Pertama wajib memasukan 

quality plan yang meliputi struktur 
organisasi, prosedur pekerjaan, alur 
pekerjaan, daftar pemeriksaan, jadwal 
pelaksanaan, laporan harian, laporan 
mingguan dan lain-lain. 

9.  Surat Perjanjian Pekerjaan 
Konstruksi Pengembangan 
Simpang Susun Semanggi No. 
048/III/MPP/2016 tanggal 16 
Maret 2016 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. PT Mitra Panca 
Persada (“Pihak 
Kedua”) 

Pihak Kedua menetapkan Pihak Pertama 
sebagai pemenang tender untuk 
melaksanakan  Pekerjaan Pengembangan 
Simpang Susun Semanggi serta bekerja sama 
dengan konsultan asing yang memiliki 
pengalaman sejenis yaitu YWL Engineering 
Pte Ltd, 230 Orchard Road, Singapore. 
 
Nilai Kontrak 
Rp345.067.000.000,- (termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Bertanggung jawab dari waktu ke 

waktu untuk pemesanan, pengawasan, 
monitoring dan penerimaan material 
besi dan beton; 

2. Bertanggun jawab terhadap kualitas 
dan pengetesan material besi dan 
beton yang dikirim ke lokasi pekerjaan; 

3. Menerima pembayaran untuk 
pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan 
harga yang telah ditentukan; 

4. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan 
secara periodik kepada Pihak Kedua; 

5. Melaporkan pelaksanaan penggunaan 
produk dalam negeri/TKDN secara 
periodik kepada Pihak Kedua; 

6. Melaksanakan dan menyelesaikan 
Pekerjaan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan pekerjaan yang 
ditetapkan; 

7. Melaksanakan dan menyelesaikan 
Pekerjaan secara cermat, akurat dan 
penuh tanggung jawab dengan 
menyediakan tenaga kerja, bahan-
bahan, peralatan, angkutan ke atau 
daru lapangan dan segala pekerjaan 
permanen maupun sementara yang 
diperlukan untuk pelaksanaan, 
penyelesaian dan perbaikan pekerjaan 
yang dirinci dalam perjanjian; 

8. Memberikan keterangan yang 
diperlukan untuk pemeriksaan 
pelaksanaan yang dilakukan Pihak 
Kedua; 

9. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai 
dengan jadwal penyerahan pekerjaan 
yang telah ditetapkan dalam perjanjian; 

10. Mengambil langkah-langkah yang 
cukup memadai seperti merapkan 
Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja untuk melindungi 
lingkungan tempat kerja, serta 
membatasi perusakan dan gangguan 
kepada masyarakat maupun miliknya 
akibat kegiatan Pihak Pertama. 

16 Maret 2016 
 s/d 

 6 September 2017 

10.  Surat Perjanjian tentang Jasa 
Pemborongan Pekerjaan 
Reklamasi, Dermaga, Container 
Yard dan Utilitas Terminal 
Petikemas Belawan Fase 2 No. 
UM.54/3/20/PTP-14 tanggal 27 
November 2014 

1. PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. – 
PT Hutama 
Karya (Persero) 
Joint Operation 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. PT Prima 
Terminal 

Pihak Pertama ditugaskan oleh Pihak Kedua 
untuk membangun dan mengelola Jasa 
Pelayanan Terminal Petikemas Belawan Fase 
2 untuk mengakomodasi pertumbuhan trafik 
dan meningkatkan pertumbuhan bisnis yang 
berkedudukan di Medan. 
 
Nilai Kontrak  
Rp1.045.423.365.200,- 

1.095 hari kalender sejak 
tanggal 27 November 2014 
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No. 
 

 
Nama Perjanjian 
 

 
Pihak 
 

 
Ruang Lingkup 
 

 
Jangka Waktu 
 

dan 
4. Pihak Pertama wajib memasukan 

quality plan yang meliputi struktur 
organisasi, prosedur pekerjaan, alur 
pekerjaan, daftar pemeriksaan, jadwal 
pelaksanaan, laporan harian, laporan 
mingguan dan lain-lain. 

9.  Surat Perjanjian Pekerjaan 
Konstruksi Pengembangan 
Simpang Susun Semanggi No. 
048/III/MPP/2016 tanggal 16 
Maret 2016 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. PT Mitra Panca 
Persada (“Pihak 
Kedua”) 

Pihak Kedua menetapkan Pihak Pertama 
sebagai pemenang tender untuk 
melaksanakan  Pekerjaan Pengembangan 
Simpang Susun Semanggi serta bekerja sama 
dengan konsultan asing yang memiliki 
pengalaman sejenis yaitu YWL Engineering 
Pte Ltd, 230 Orchard Road, Singapore. 
 
Nilai Kontrak 
Rp345.067.000.000,- (termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Bertanggung jawab dari waktu ke 

waktu untuk pemesanan, pengawasan, 
monitoring dan penerimaan material 
besi dan beton; 

2. Bertanggun jawab terhadap kualitas 
dan pengetesan material besi dan 
beton yang dikirim ke lokasi pekerjaan; 

3. Menerima pembayaran untuk 
pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan 
harga yang telah ditentukan; 

4. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan 
secara periodik kepada Pihak Kedua; 

5. Melaporkan pelaksanaan penggunaan 
produk dalam negeri/TKDN secara 
periodik kepada Pihak Kedua; 

6. Melaksanakan dan menyelesaikan 
Pekerjaan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan pekerjaan yang 
ditetapkan; 

7. Melaksanakan dan menyelesaikan 
Pekerjaan secara cermat, akurat dan 
penuh tanggung jawab dengan 
menyediakan tenaga kerja, bahan-
bahan, peralatan, angkutan ke atau 
daru lapangan dan segala pekerjaan 
permanen maupun sementara yang 
diperlukan untuk pelaksanaan, 
penyelesaian dan perbaikan pekerjaan 
yang dirinci dalam perjanjian; 

8. Memberikan keterangan yang 
diperlukan untuk pemeriksaan 
pelaksanaan yang dilakukan Pihak 
Kedua; 

9. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai 
dengan jadwal penyerahan pekerjaan 
yang telah ditetapkan dalam perjanjian; 

10. Mengambil langkah-langkah yang 
cukup memadai seperti merapkan 
Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja untuk melindungi 
lingkungan tempat kerja, serta 
membatasi perusakan dan gangguan 
kepada masyarakat maupun miliknya 
akibat kegiatan Pihak Pertama. 

16 Maret 2016 
 s/d 

 6 September 2017 

10.  Surat Perjanjian tentang Jasa 
Pemborongan Pekerjaan 
Reklamasi, Dermaga, Container 
Yard dan Utilitas Terminal 
Petikemas Belawan Fase 2 No. 
UM.54/3/20/PTP-14 tanggal 27 
November 2014 

1. PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. – 
PT Hutama 
Karya (Persero) 
Joint Operation 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. PT Prima 
Terminal 

Pihak Pertama ditugaskan oleh Pihak Kedua 
untuk membangun dan mengelola Jasa 
Pelayanan Terminal Petikemas Belawan Fase 
2 untuk mengakomodasi pertumbuhan trafik 
dan meningkatkan pertumbuhan bisnis yang 
berkedudukan di Medan. 
 
Nilai Kontrak  
Rp1.045.423.365.200,- 

1.095 hari kalender sejak 
tanggal 27 November 2014 

 
No. 
 

 
Nama Perjanjian 
 

 
Pihak 
 

 
Ruang Lingkup 
 

 
Jangka Waktu 
 

Petikemas 
(“Pihak Kedua”) 

(termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Melaksanakan dan menyelesaikan 

Pekerjaan serta memperbaiki cacat 
mutu pada Pekerjaan; 

2. Membuat laporan pelaksanaan 
Pekerjaan secara periodik setiap bulan; 

3. Melaksanakan dan menyelesaikan 
Pekerjaan secara cermat, akurat dan 
penuh tanggung jawab dengan 
menyediakan tenaga kerja, bahan-
bahan, peralatan, angkutan ke dan dari 
lapangan, dan segala Pekerjaan 
permanen maupun sementara yang 
diperlukan untuk pelaksanaan, 
penyelesaian dan perbaikan Pekerjaan 
sesuai dengan jadwal waktu 
pelaksanaan Pekerjaan yang telah 
disepakati; 

4. Memberikan keterangan-keterangan, 
akses serta data-data yang diperlukan 
untuk pemeriksaan pelaksanaan 
Pekerjaan yang dilakukan Pihak Kedua; 

5. Berhak menerima pembayaran atas 
Pekerjaan yang telah dilaksanakan; 

6. Mendapatkan rekomendasi dari Pihak 
Kedua untuk mendapatkan izin yang 
diperlukan untuk pelaksanaan 
Pekerjaan; 

7. Menerima keseluruhan lokasi kerja 
yang diperlukan dalam rangka 
penyelesaian Pekerjaan; 

8. Menerima data teknis, informasi, 
instruksi dan penjelasan dari Pihak 
Kedua terkait dengan pelaksanaan 
Pekerjaan 

11.  Perjanjian tentang 
Pembangunan Paket 2 
Konstruksi Sisi Darat Tahap IA 
(Bangunan Terminal Utama 
Penumpang) Bandar Udara 
Internasional Jawa Barat 
Kertajati, Majalengka No. 
44/SPJ-DIR/BIJB/XII/2015 
tanggal 2 Desember 2015 

1. KSP PT Wijaya 
Karya (Persero) 
Tbk. – PT 
Pembangunan 
Perumahan 
(Persero) Tbk. 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. PT Bandarudara 
Internasional 
Jawa Barat 
(“Pihak Kedua”) 

 

Pihak Kedua memberi tugas untuk 
melaksanakan Pekerjaan Pembangunan 
Paket Konstruksi Sisi Darat Tahap 1A 
Bandarudara Internasional Jawa Barat, 
Kertajati Majalengka Paket 2 (Bangunan 
Terminal Utama Penumpang) Bandarudara 
Internasional Jawa Barat. 
 
Nilai Kontrak 
Rp1.395.000.000.000,- 
(termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
1. Merencanakan dengan hati-hati dan 

teliti, melakukan dan menyelesaikan 
Pekerjaan dengan memperhatikan 
kerusakan-kerusakan yang terjadi 
sesuai ketentuan Perjanjian; 

2. Harus segera memberitahukan 
konsultan dengan tembusan kepada 
Pihak Kedua, jika ditemukan kesalahan, 
kekurangan, kekeliruan atau cacat 
lainnya baik yang terlihat ataupun yang 
tersembunyi pada spesifikasi pekerjaan 
ketika memeriksa atau melaksanakan 
Pekerjaan; 

3. Harus melaksanakan Pekerjaan sesuai 
dengan gambar dan rencana kerja dan 
syarat-syarat yang terdiri dari Pedoman 
Pelaksanaan Pekerjaan, serta 
ketentuan lain yang ditetapkan dalam 
Perjanjian; 

4. Pihak Pertama tetap bertanggung 
jawab penuh atas pelaksanaan 
keseluruhan Pekerjaan; 
 

731 hari kalender terhitung 
sejak tanggal 2 Desember 

2015 
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No. 
 

 
Nama Perjanjian 
 

 
Pihak 
 

 
Ruang Lingkup 
 

 
Jangka Waktu 
 

5. Pihak Pertama tidak dapat 
menyerahkan, membebankan, 
dan/atau mengikat Perjanjian sebagai 
jaminan pinjaman kepada pihak ketiga. 

12.  Subcontract Agreement for 
Building Works No. L-ELCFZ-
9005 tanggal 25 Maret 2013 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. Sumitomo 
Corporation – 
Mitsubishi 
Heavy Industries 
Ltd. Joint 
Operation 
(“Pihak Kedua”) 

Pihak Kedua telah menandatangani 
perjanjian pekerjaan dengan Satuan Kerja 
Double Double Track Direktorat Jenderal 
Jalan Rel, Kementerian Perhubungan 
sehubungan dengan Proyek Railway 
Electrification and Double-Double Tracking of 
JAVA Main Line Project (I) – Package B1: 
Railway Facility Construction for Bekasi to 
Cikarang yang berlokasi di Stasiun 
Manggarai, Bekasi-Cikarang dan sehubungan 
dengan proyek tersebut Pihak Kedua setuju 
untuk menyerahkan pekerjaan pembangunan 
dan pekerjaan terkait hal tersebut kepada 
Pihak Pertama. 
 
Nilai Kontrak 
Rp231.454.146.989 
(belum termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan 
dan mengganti rugi segala kerugian yang 
ditemukan. 

45 bulan terhitung sejak 
tanggal 25 Maret 2013 

 
L.  ASURANSI  
 
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengasuransikan aset-aset 
serta kesehatan karyawannya pada beberapa perusahaan asuransi PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur, PT Asuransi 
Himalaya Pelindung dan PT Asuransi Allianz Life Indonesia, antara lain sebagai berikut: 
 

No. 
No. Polis Jenis Asuransi Nilai 

Pertanggungan Masa Berlaku Keterangan 

Perseroan 

1. 211501041600
0057 

Industrial All 
Risk 

1. Bangunan 
Rp68.189.300.00
0,- dan fasilitas 
Rp2.085.500.000,
-. 

 
 

2. Bangunan 
Rp1.043.900.000,
- dan fasilitas 
Rp45.000.000,-. 

20-06-2016 
s/d 

20-06-2017 

1. Bangunan dan fasilitas yang 
berlokasi di Kawasan Industri 
WIKA, Jl. Narogong KM.26, Kel. 
Klapanunggal, Kec. Cileungsi, Kab. 
Bogor, Jawa Barat. 

 
2. Bangunan dan fasilitasyang 

berlokasi di Jl. PKP Kelapa Dua 
Wetan No. 38-39, Kel. Kelapa 
Dua, Kec. Ciracas, Jakarta Timur. 

2. 100101091607
00207 

Property All 
Risk 

Rp642.026.000,- 26-08-2016 
s/d 

26-08-2017 
 

Bangunan 
apartemen/kondominium, 
perkantoran, tempat parkir mobil 
multi tingkat yang terletak di Kantor 
Cabang Kelurahan Karang Rejo, 
Semarang Selatan, Jawa Tengah. 
 

3. 100101011512
00017 

Kebakaran Rp6.140.760.000,- 19-12-2015 
s/d 

19-12-2016 

Pos Jaga, Wisma, Laboratorium, 
Mushola dan Gudang yang terletak 
di Jl. Kelapa Dua Wetan No. 6, 
Kelurahan Kelapa Dua Wetan, 
Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. 
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No. 
 

 
Nama Perjanjian 
 

 
Pihak 
 

 
Ruang Lingkup 
 

 
Jangka Waktu 
 

5. Pihak Pertama tidak dapat 
menyerahkan, membebankan, 
dan/atau mengikat Perjanjian sebagai 
jaminan pinjaman kepada pihak ketiga. 

12.  Subcontract Agreement for 
Building Works No. L-ELCFZ-
9005 tanggal 25 Maret 2013 

1. Perseroan 
(“Pihak 
Pertama”)  

2. Sumitomo 
Corporation – 
Mitsubishi 
Heavy Industries 
Ltd. Joint 
Operation 
(“Pihak Kedua”) 

Pihak Kedua telah menandatangani 
perjanjian pekerjaan dengan Satuan Kerja 
Double Double Track Direktorat Jenderal 
Jalan Rel, Kementerian Perhubungan 
sehubungan dengan Proyek Railway 
Electrification and Double-Double Tracking of 
JAVA Main Line Project (I) – Package B1: 
Railway Facility Construction for Bekasi to 
Cikarang yang berlokasi di Stasiun 
Manggarai, Bekasi-Cikarang dan sehubungan 
dengan proyek tersebut Pihak Kedua setuju 
untuk menyerahkan pekerjaan pembangunan 
dan pekerjaan terkait hal tersebut kepada 
Pihak Pertama. 
 
Nilai Kontrak 
Rp231.454.146.989 
(belum termasuk PPN 10%) 
 
Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 
Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan 
dan mengganti rugi segala kerugian yang 
ditemukan. 

45 bulan terhitung sejak 
tanggal 25 Maret 2013 

 
L.  ASURANSI  
 
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengasuransikan aset-aset 
serta kesehatan karyawannya pada beberapa perusahaan asuransi PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur, PT Asuransi 
Himalaya Pelindung dan PT Asuransi Allianz Life Indonesia, antara lain sebagai berikut: 
 

No. 
No. Polis Jenis Asuransi Nilai 

Pertanggungan Masa Berlaku Keterangan 

Perseroan 

1. 211501041600
0057 

Industrial All 
Risk 

1. Bangunan 
Rp68.189.300.00
0,- dan fasilitas 
Rp2.085.500.000,
-. 

 
 

2. Bangunan 
Rp1.043.900.000,
- dan fasilitas 
Rp45.000.000,-. 

20-06-2016 
s/d 

20-06-2017 

1. Bangunan dan fasilitas yang 
berlokasi di Kawasan Industri 
WIKA, Jl. Narogong KM.26, Kel. 
Klapanunggal, Kec. Cileungsi, Kab. 
Bogor, Jawa Barat. 

 
2. Bangunan dan fasilitasyang 

berlokasi di Jl. PKP Kelapa Dua 
Wetan No. 38-39, Kel. Kelapa 
Dua, Kec. Ciracas, Jakarta Timur. 

2. 100101091607
00207 

Property All 
Risk 

Rp642.026.000,- 26-08-2016 
s/d 

26-08-2017 
 

Bangunan 
apartemen/kondominium, 
perkantoran, tempat parkir mobil 
multi tingkat yang terletak di Kantor 
Cabang Kelurahan Karang Rejo, 
Semarang Selatan, Jawa Tengah. 
 

3. 100101011512
00017 

Kebakaran Rp6.140.760.000,- 19-12-2015 
s/d 

19-12-2016 

Pos Jaga, Wisma, Laboratorium, 
Mushola dan Gudang yang terletak 
di Jl. Kelapa Dua Wetan No. 6, 
Kelurahan Kelapa Dua Wetan, 
Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. 
 
 

No. 
No. Polis Jenis Asuransi Nilai 

Pertanggungan Masa Berlaku Keterangan 

4. J009-AZLI Asuransi 
Kesehatan 
Kumpulan 

Sesuai Tagihan 
Premi Anggota 

 

01-03-2016 
s/d 

28-02-2017 
 

Program asuransi rawat inap bagi 
peserta (karyawan aktif)  yang 
diajukan oleh Perseroan. 
 

 
Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi (penanggung) tersebut di atas, kecuali 
dengan PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur.  
 
Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan adalah memadai untuk mengganti obyek yang 
diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji 
(default) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis 
asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas. 
 
M. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN 
 
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, daftar aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan, antara lain sebagai 
berikut: 
 
Hak Guna Bangunan (HGB) 

NO. 
BUKTI KEPEMILIKAN 

LUAS 
(m²) LOKASI KETERANGAN 

HGB 
NOMOR TANGGAL BERLAKU 

HINGGA 

1.  2 28-05-2012 03-05-2042 2.630 

 
Desa : Cipayung 
Kecamatan : Megamendung 
Kabupaten  : Bogor 
Provinsi  : Jawa Barat 
 

Tidak sedang dijaminkan. 
 

2.  1 28-05-2012 03-05-2042 62.923 

 
Desa : Cipayung 
Kecamatan : Megamendung 
Kabupaten  : Bogor 
Provinsi  : Jawa Barat 
 

Tidak sedang dijaminkan. 

3.  180 13-09-1988 20-11-2041 8.540 
 

 
Desa : Cipayung 
Kecamatan : - 
Kabupaten  : Bogor 
Provinsi  : Jawa Barat 
 

Tidak sedang dijaminkan. 

4.  181 22-03-1990 20-11-2041 17.835 

 
Kelurahan : Cipayung 
Kecamatan : Cisarua 
Kotamadya : Bogor 
Provinsi  : Jawa Barat 
 

Tidak sedang dijaminkan. 

5.  5 24-04-1989 23-04-2019 2.240 
 

 
Kelurahan : Dasan Agung 
Kecamatan : Mataram 
Kabupaten  : Lombok Barat 
Provinsi  : Nusa Tenggara 
Barat 
 

Tidak sedang dijaminkan. 

6.  26 23-09-2004 02-09-2024 45.200 
 

 
Desa : Klapanunggal 
Kecamatan : Cileungsi 
Kabupaten  : Bogor 
Provinsi  : Jawa Barat 
 

Tidak sedang dijaminkan. 



140

NO. 
BUKTI KEPEMILIKAN 

LUAS 
(m²) LOKASI KETERANGAN 

HGB 
NOMOR TANGGAL BERLAKU 

HINGGA 

7.  250 18-09-1991 14-08-2031 1.773 
 

 
Desa : Karangrejo 
Kecamatan : Semarang Selatan 
Kabupaten  : Semarang 
Provinsi  : Jawa Tengah 
 

Sedang dijaminkan kepada  
PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk. 

8.  347 22-12-2000 20-12-2020 1.142 
 

 
Desa : Pulo Brayan Darat II 
Kecamatan : Medan Timur 
Kabupaten  : Medan 
Provinsi  : Sumatera Utara 
 

Tidak sedang dijaminkan. 

9.  346 22-12-2000 20-12-2020 1.368 
 

 
Desa : Pulo Brayan Darat II 
Kecamatan : Medan Timur 
Kabupaten  : Medan 
Provinsi  : Sumatera Utara 
 

Tidak sedang dijaminkan. 

10.  410 24-06-2002 23-06-2022 4.894 
 

 
Desa : Kelapa Dua Wetan 
Kecamatan : Ciracas 
Kabupaten  : Jakarta Timur 
Provinsi  : DKI Jakarta 
 
 

Sedang dijaminkan kepada 
 PT Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk. 

11.  436 31-10-2005 30-10-2025 4.955 
 

 
Desa : Kelapa Dua Wetan 
Kecamatan : Ciracas 
Kabupaten  : Jakarta Timur 
Provinsi  : DKI Jakarta 
 

Sedang dijaminkan kepada  
PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk. 

12.  444 24-07-2006 23-07-2026 905 
 

 
Desa : Kelapa Dua Wetan 
Kecamatan : Ciracas 
Kabupaten  : Jakarta Timur 
Provinsi  : DKI Jakarta 
 

Sedang dijaminkan kepada  
PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk. 

13.  456 02-03-2010 23-06-2022 816 
 

 
Desa : Kelapa Dua Wetan 
Kecamatan : Ciracas 
Kabupaten  : Jakarta Timur 
Provinsi  : DKI Jakarta 
 

Sedang dijaminkan kepada  
PT Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk. 

14.  1414 25-06-1998 25-06-2028 3.170 

 
Desa : Cipinang Cempedak 
Kecamatan : Jatinegara 
Kabupaten  : Jakarta Timur 
Provinsi  : DKI Jakarta 
 

Tidak sedang dijaminkan. 

15.  2 06-07-2015 06-07-2045 313.733 

 
Desa : Nambo 
Kecamatan : Lasalimu 
Kabupaten  : Buton 
Provinsi  : Sulawesi Tenggara 
 

Tidak sedang dijaminkan. 

16.  1 18-03-2015 11-03-2035 15.186 

 
Desa : Nambo 
Kecamatan : Lasalimu 
Kabupaten  : Buton 
Provinsi  : Sulawesi Tenggara 
 

Tidak sedang dijaminkan. 

17.  1553 07-07-1999 07-07-2019 3.144 
 

 
Kelurahan : Cipinang Cempedak 
Kecamatan : Jatinegara 
Kotamadya : Jakarta Timur 
Provinsi  : DKI Jakarta 
 

Tidak sedang dijaminkan. 
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NO. 
BUKTI KEPEMILIKAN 

LUAS 
(m²) LOKASI KETERANGAN 

HGB 
NOMOR TANGGAL BERLAKU 

HINGGA 

7.  250 18-09-1991 14-08-2031 1.773 
 

 
Desa : Karangrejo 
Kecamatan : Semarang Selatan 
Kabupaten  : Semarang 
Provinsi  : Jawa Tengah 
 

Sedang dijaminkan kepada  
PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk. 

8.  347 22-12-2000 20-12-2020 1.142 
 

 
Desa : Pulo Brayan Darat II 
Kecamatan : Medan Timur 
Kabupaten  : Medan 
Provinsi  : Sumatera Utara 
 

Tidak sedang dijaminkan. 

9.  346 22-12-2000 20-12-2020 1.368 
 

 
Desa : Pulo Brayan Darat II 
Kecamatan : Medan Timur 
Kabupaten  : Medan 
Provinsi  : Sumatera Utara 
 

Tidak sedang dijaminkan. 

10.  410 24-06-2002 23-06-2022 4.894 
 

 
Desa : Kelapa Dua Wetan 
Kecamatan : Ciracas 
Kabupaten  : Jakarta Timur 
Provinsi  : DKI Jakarta 
 
 

Sedang dijaminkan kepada 
 PT Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk. 

11.  436 31-10-2005 30-10-2025 4.955 
 

 
Desa : Kelapa Dua Wetan 
Kecamatan : Ciracas 
Kabupaten  : Jakarta Timur 
Provinsi  : DKI Jakarta 
 

Sedang dijaminkan kepada  
PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk. 

12.  444 24-07-2006 23-07-2026 905 
 

 
Desa : Kelapa Dua Wetan 
Kecamatan : Ciracas 
Kabupaten  : Jakarta Timur 
Provinsi  : DKI Jakarta 
 

Sedang dijaminkan kepada  
PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk. 

13.  456 02-03-2010 23-06-2022 816 
 

 
Desa : Kelapa Dua Wetan 
Kecamatan : Ciracas 
Kabupaten  : Jakarta Timur 
Provinsi  : DKI Jakarta 
 

Sedang dijaminkan kepada  
PT Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk. 

14.  1414 25-06-1998 25-06-2028 3.170 

 
Desa : Cipinang Cempedak 
Kecamatan : Jatinegara 
Kabupaten  : Jakarta Timur 
Provinsi  : DKI Jakarta 
 

Tidak sedang dijaminkan. 

15.  2 06-07-2015 06-07-2045 313.733 

 
Desa : Nambo 
Kecamatan : Lasalimu 
Kabupaten  : Buton 
Provinsi  : Sulawesi Tenggara 
 

Tidak sedang dijaminkan. 

16.  1 18-03-2015 11-03-2035 15.186 

 
Desa : Nambo 
Kecamatan : Lasalimu 
Kabupaten  : Buton 
Provinsi  : Sulawesi Tenggara 
 

Tidak sedang dijaminkan. 

17.  1553 07-07-1999 07-07-2019 3.144 
 

 
Kelurahan : Cipinang Cempedak 
Kecamatan : Jatinegara 
Kotamadya : Jakarta Timur 
Provinsi  : DKI Jakarta 
 

Tidak sedang dijaminkan. 

NO. 
BUKTI KEPEMILIKAN 

LUAS 
(m²) LOKASI KETERANGAN 

HGB 
NOMOR TANGGAL BERLAKU 

HINGGA 

18.  4 21-09-1993 17-08-2033 172.765 

 
Kelurahan : Kembangkuning 
Kecamatan : Cileungsi 
Kotamadya : Bogor 
Provinsi  : Jawa Barat 
 

Sedang dijaminkan kepada  
PT Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk. 

19.  17 09-06-2011 09-05-2041 1.005 

 
Kelurahan : Nambo 
Kecamatan : Klapanunggal 
Kabupaten : Bogor 
Provinsi  : Jawa Barat 
 

Tidak sedang dijaminkan. 

 
N. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA  DIREKSI PERSEROAN DAN ANGGOTA DEWAN 

KOMISARIS PERSEROAN/ENTITAS ANAK  
 
Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik 
dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun 
perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya  
di Indonesia ataupun di luar pengadilan, tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang 
yang diajukan terhadap/oleh Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia, tidak 
berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan 
pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu 
pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada 
suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat 
dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Perseroan terhadap pihak manapun, yang dapat berpengaruh secara material 
terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan kelangsungan proses PMHMETD I, kecuali: 
 
PERSEROAN 
 

NO. PERIHAL  KETERANGAN 

1. 
 
 

a.  Nomor Perkara    : Putusan No. 759/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 20 November 2015 

b.  Yurisdiksi             : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 
c.  Para Pihak : 1. PT Dias Tri Mandiri selanjutnya disebut Pemohon 

2. Perseroan selanjutnya disebut Termohon 
d.  Deskripsi Singkat : Bahwa Termohon merupakan perusahaan yang telah memperoleh 

Kontrak dari Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kota Medan pada 
Proyek Metropolitan Sanitation Management and Health Project 
(MSMHP) Paket 5 Medan, dimana Termohon memberikan sebagian dari 
Pekerjaan Utama kepada Pemohon berupa Pekerjaan Pemasangan Pipa 
RCP Metode HDD/Power Reaming Head yang selanjutnya dituangkan 
dalam Perjanjian Pemasangan Pipa RCP (“Perjanjian”). 
 
Bahwa berdasarkan Pasal 22 pada Perjanjian tersebut, Pemohon 
diwajibkan untuk menyerahkan Jaminan Uang Muka dan Jaminan 
Pelaksanaan antara lain: 
a. Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No. 040/SPPY-BG/KP-

JKT/III/2005 tanggal 11 Maret 2015 dimana Pemohon sebagai 
Penjamin dengan jumlah sebesar Rp534.875.000,- 

b. Jaminan Uang Muka (Bank Garansi) No. 050/SPPY-BG/KP-
JKT/III/2005 tanggal 17 Maret 2015 dimana Pemohon sebagai 
Penjamin dengan jumlah sebesar Rp1.604.625.000,- 

Bahwa seiring dengan berjalannya pekerjaan, Termohon mendalilkan 
bahwa Pemohon melakukan wanprestasi sehingga selanjutnya 
Termohon bermaksud untuk mencairkan Bank Garansi Jaminan Uang 
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Muka dan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan. 
 
Menanggapi dalil tersebut, Pemohon merasa bahwa keterlambatan 
tersebut juga disebabkan oleh kesalahan dari Termohon yang tidak 
memberikan informasi tentang spesifikasi pemasangan pipa, adanya 
gangguan lahan, perbedaan data material lahan dari Termohon yang 
mengakibatkan terganggunya pengerjaan proyek oleh Pemohon yang 
berujung dengan tertundanya pengerjaan proyek. Dalam 
permohonannya, Pemohon memohon majelis untuk menjatuhkan 
keputusan sebagai berikut: 
Dalam Provisi 
Agar terhitung sejak diterima dan diperiksanya perkara ini, terlebih 
dahulu menjatuhkan putusan sela dan memerintahkan Termohon 
untuk tidak mengambil atau mencairkan atau melakukan tindakan 
serupa lainnya atas: 

1. Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi); 
2. Jaminan Uang Muka. 

Dalam Pokok Perkara 
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya; 
2. Menyatakan tertundanya dan/atau gagalnya pekerjaan 

Pemohon pada Perjanjian adalah akibat kesalahan dan/atau 
kelalaian Termohon; 

3. Menyatakan penghentian pekerjaan Pemohon oleh Termohon 
dikarenakan alasan yang tidak wajar dan tidak umum; 

4. Menyatakan Termohon wanprestasi atas Perjanjian; 
5. Menyatakan Perjanjian putus akibat Termohon wanprestasi; 
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar 

seluruh pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Pemohon dan 
kerugian yang diderita oleh Pemohon sebesar Rp685.600.000,-
; 

7. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar 
kergugian immaterial sebesar Rp450.000.000,- 

8. Menghukum Pemohon untuk segera dan/atau menyerahkan 
seluruh hasil pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan 
Uang Muka, apabila Termohon telah mencairkan kedua bank 
garansi di atas terhitung sejak diputusnya perkara ini; 

9. Menghukum Termohon untuk membayar denda bunga 
sebesar 7% per tahun dari besaran jumlah Jaminan Uang 
muka dan Jaminan Pelaksanaan; 

10. Menghukum Termohon untuk membayar biaya arbitrase. 
e.  Status Terakhir : Perkara masih dalam proses pemeriksaan dalam BANI. 

2. a.  Nomor Perkara    : Putusan No. 713/PDT.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Oktober 2015 
b.  Yurisdiksi             : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
c.  Para Pihak : 1.  PT Getraco selanjutnya disebut Penggugat; 

2.  Perseroan selanjutnya disebut Tergugat;dan 
3.   Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik 

Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kepala 
Kantor Wilayah VIII DKI Jakarta cq. Kepala Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta II selanjutnya disebut Turut 
Tergugat. 

d.  Deskripsi Singkat : Bahwa sebelumnya antara tahun 1998 s/d 2001 Penggugat dan Tergugat 
telah dalam suatu sengketa hukum yang berwal di Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan melalui putusan-putusan sebagai berikut: 
a) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 
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Muka dan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan. 
 
Menanggapi dalil tersebut, Pemohon merasa bahwa keterlambatan 
tersebut juga disebabkan oleh kesalahan dari Termohon yang tidak 
memberikan informasi tentang spesifikasi pemasangan pipa, adanya 
gangguan lahan, perbedaan data material lahan dari Termohon yang 
mengakibatkan terganggunya pengerjaan proyek oleh Pemohon yang 
berujung dengan tertundanya pengerjaan proyek. Dalam 
permohonannya, Pemohon memohon majelis untuk menjatuhkan 
keputusan sebagai berikut: 
Dalam Provisi 
Agar terhitung sejak diterima dan diperiksanya perkara ini, terlebih 
dahulu menjatuhkan putusan sela dan memerintahkan Termohon 
untuk tidak mengambil atau mencairkan atau melakukan tindakan 
serupa lainnya atas: 

1. Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi); 
2. Jaminan Uang Muka. 

Dalam Pokok Perkara 
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya; 
2. Menyatakan tertundanya dan/atau gagalnya pekerjaan 

Pemohon pada Perjanjian adalah akibat kesalahan dan/atau 
kelalaian Termohon; 

3. Menyatakan penghentian pekerjaan Pemohon oleh Termohon 
dikarenakan alasan yang tidak wajar dan tidak umum; 

4. Menyatakan Termohon wanprestasi atas Perjanjian; 
5. Menyatakan Perjanjian putus akibat Termohon wanprestasi; 
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar 

seluruh pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Pemohon dan 
kerugian yang diderita oleh Pemohon sebesar Rp685.600.000,-
; 

7. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar 
kergugian immaterial sebesar Rp450.000.000,- 

8. Menghukum Pemohon untuk segera dan/atau menyerahkan 
seluruh hasil pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan 
Uang Muka, apabila Termohon telah mencairkan kedua bank 
garansi di atas terhitung sejak diputusnya perkara ini; 

9. Menghukum Termohon untuk membayar denda bunga 
sebesar 7% per tahun dari besaran jumlah Jaminan Uang 
muka dan Jaminan Pelaksanaan; 

10. Menghukum Termohon untuk membayar biaya arbitrase. 
e.  Status Terakhir : Perkara masih dalam proses pemeriksaan dalam BANI. 

2. a.  Nomor Perkara    : Putusan No. 713/PDT.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Oktober 2015 
b.  Yurisdiksi             : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
c.  Para Pihak : 1.  PT Getraco selanjutnya disebut Penggugat; 

2.  Perseroan selanjutnya disebut Tergugat;dan 
3.   Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik 

Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kepala 
Kantor Wilayah VIII DKI Jakarta cq. Kepala Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta II selanjutnya disebut Turut 
Tergugat. 

d.  Deskripsi Singkat : Bahwa sebelumnya antara tahun 1998 s/d 2001 Penggugat dan Tergugat 
telah dalam suatu sengketa hukum yang berwal di Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan melalui putusan-putusan sebagai berikut: 
a) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 

NO. PERIHAL  KETERANGAN 

75/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Februari 1999, dimana 
Penggugat dalam perkara sebelumnya tersebut berkedudukan 
sebagai Tergugat sedangkan Tergugat sebelumnya berkedudukan 
sebagai Penggugat; 

b) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 408/Pdt/1999/PT.DKI 
tanggal 28 Juni 1999 dimana Penggugat bertindak sebagai 
Pembanding dan Tergugat berkekdudukan sebagai Termohon 
Banding; 

c) Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 137 K/Pdt/2000 tanggal 14 
September 2000, yang diajukan oleh Tergugat dalam kedudukan 
sebagai Pemohon kasasi sedangkan Penggugat berkedudukan 
sebagai Termohon Kasasi; 

d) Putusan PK Mahkamah Agung No. 658 PK/Pdt.2000 tanggal 2 Mei 
2001, dimana Penggugat bertindak sebagai Pemohon PK dan 
Tergugat sebagai Termohon PK. 

Pada akhirnya berdasarkan perjalanan para pihak pada perkara diatas, 
Penggugat dihukum untuk membayar kepada Tergugat sebesar 
USD2,409,090,91 dikurangi Rp1.700.000.000,- 
 
Selanjutnya dalam gugatan ini, Penggugat hendak menentukan nilai kurs 
mata uang Dollar Amerika Serikat yang dipergunakan guna menjalankan 
putusan tersebut, mengingat pada putusannya tidak terdapat nominal 
tetap dari kurs USD yang akan digunakan dan apabila pembayaran 
tersebut mengikuti kurs USD saat ini, maka hal tersebut akan sangat 
memberatkan Penggugat karena dahulunya kurs USD pada masa itu 
adalah sekitar Rp2.200,- namun saat ini sudah mencapai kisaran 
Rp10.000,- keatas. Sehingga pada akhirnya Pengadilan Negeri memutus 
sebagai berikut: 
Dalam Provisi: 
Menolak provisi yang diajukan oleh Penggugat; 

 
Dalam Eksepsi: 
Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat 
untuk seluruhnya; 

 
Dalam Pokok Perkara: 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 
2. Menetapkan suatu nilai kurs untuk pelaksanaan Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 75/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel, 
tanggal 15 Februari 1999 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI 
Jakarta No. 408/Pdt/1999/PT.DKI tanggal 28 Juni 1999 jo.  
Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 137 K/Pdt/2000 tanggal 14 
September 2000 jo. Putusan PK Mahkamah Agung No. 658 
PK/Pdt.2000 tanggal 2 Mei 2001, adalah sebesar Rp2.200,- 

3. Menetapkan bahwa resiko atas selisih kurs yang terjadi pada 
pelaksanaan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
No. 75/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Februari 1999 jo. 
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 408/Pdt/1999/PT.DKI 
tanggal 28 Juni 1999 jo.  Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 
137 K/Pdt/2000 tanggal 14 September 2000 jo. Putusan PK 
Mahkamah Agung No. 658 PK/Pdt.2000 tanggal 2 Mei 2001, 
adalah ditanggung secara bersama-sama dan dengan membagi 
sama besar resiko tersebut ( ½  : ½ ); 

4. Menetapkan jumlah yang harus dibayarkan oleh Penggugat 
kepada Tergugat menurut amar ke 3 Putusan Kasasi Putusan 
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Kasasi Mahkamah Agung No. 137 K/Pdt/2000 tanggal 14 
September 2000 jo. Putusan PK Mahkamah Agung No. 658 
PK/Pdt.2000 tanggal 2 Mei 2001  adalah sebesar 
Rp3.600.000.000,- 

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap 
putusan dalam perkara ini; 

6. Menghukum Tergugat serta Turut Tergugat untuk membayar 
biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir 
sebesar RP716.000. 

e.  Status Terakhir : Perseroan dalam proses mengajukan upaya banding. 
3. a.  Nomor Perkara    : Putusan No. 454/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Mei 2016 
 b.  Yurisdiksi             : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
 c. Para Pihak : 1. PT Bukit Dharmo Property Tbk. selanjutnya disebut Penggugat; 

2. M. Husseyn Umar, S.H., FCArb selanjutnya disebut Tergugat I; 
3. Ir Harianto Sunidja selanjutnya disebut Tergugat II; 
4. Abdul Hakim Garuda Nusantara selanjutnya disebut Tergugat III; 
5. Badan Arbitrase Nasional Indonesia selanjutnya disebut Turut 

Tergugat I;dan 
6. Perseroan selanjutnya disebut Turut Tergugat II. 

 d. Deskripsi Singkat 
 

: Para Tergugat merupakan arbiter-arbiter yang ditunjuk untuk memeriksa 
sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat II. Pada tanggal 7 
Februari 2012, Turut Tergugat II mengajukan penyelesaian sengketa 
antara Penggugat dan Turut Tergugat  melalui Turut Tergugat I 
sehubungan dengan dalil  Turut Tergugat II yang menyatakan bahwa 
Penggugat melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum 
sehubungan dengan proses pembangunan proyek The Adiwangsa 
Residences & Mall, dimana Turut Tergugat II adalah penyedia 
jasa/kontraktor sedangkan Penggugat adalah pengguna jasa atau pemilik 
proyek. Perkara ini sendiri sudah diputus pada tanggal 23 November 
2013, Putusan No. 444/II/ARB-BANI/2012 yang pada pokok amarnya, 
Penggugat dihukum untuk membayar kepada pemohon sebesar 
Rp47.494.463.810,59 sehubungan dengan pekerjaan yang sudah terbit 
sertifikat, pekerjaan yang sudah terbit sertifikat, kompensasi 
keterlambatan pembayaran dan pengembalian uang retensi (“Putusan”). 
 
Sehubungan dengan  pengambilan Putusan tersebut, Penggugat 
mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak jujur, adil, tidak sesuai dengan 
hukum dan kepatuhan serta memiliki iktikad tidak baik dari tindakan-
tindakan yang diambil arbiter selama proses persidangan berlangsung 
sehingga dengan berpatokan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 
dan Kode Etik dan Pedoman Tingkah laku Arbiter, Penggugat merasa 
berhak untuk memperoleh ganti rugi. Perkara ini telah diputus dengan 
pokok amar putusan sebagai berikut: 
1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah 

melakukan perbuatan melawan hukum; 
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immaterial 

sejumlah Rp100.000.000,- 
3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini. 

 e.  Status Terakhir : Perkara ini dalam proses banding. 
4. a.  Nomor Perkara    : Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri 

Tanjung Pinang No. 10/Pdt.Sus-PHI/2015/PHI.PN.Tpg tanggal  
9 September 2015 

 b.  Yurisdiksi             : Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang 
 c. Para Pihak : 1. Sarohman selanjutnya disebut Penggugat I; 
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Kasasi Mahkamah Agung No. 137 K/Pdt/2000 tanggal 14 
September 2000 jo. Putusan PK Mahkamah Agung No. 658 
PK/Pdt.2000 tanggal 2 Mei 2001  adalah sebesar 
Rp3.600.000.000,- 

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap 
putusan dalam perkara ini; 

6. Menghukum Tergugat serta Turut Tergugat untuk membayar 
biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir 
sebesar RP716.000. 

e.  Status Terakhir : Perseroan dalam proses mengajukan upaya banding. 
3. a.  Nomor Perkara    : Putusan No. 454/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Mei 2016 
 b.  Yurisdiksi             : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
 c. Para Pihak : 1. PT Bukit Dharmo Property Tbk. selanjutnya disebut Penggugat; 

2. M. Husseyn Umar, S.H., FCArb selanjutnya disebut Tergugat I; 
3. Ir Harianto Sunidja selanjutnya disebut Tergugat II; 
4. Abdul Hakim Garuda Nusantara selanjutnya disebut Tergugat III; 
5. Badan Arbitrase Nasional Indonesia selanjutnya disebut Turut 

Tergugat I;dan 
6. Perseroan selanjutnya disebut Turut Tergugat II. 

 d. Deskripsi Singkat 
 

: Para Tergugat merupakan arbiter-arbiter yang ditunjuk untuk memeriksa 
sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat II. Pada tanggal 7 
Februari 2012, Turut Tergugat II mengajukan penyelesaian sengketa 
antara Penggugat dan Turut Tergugat  melalui Turut Tergugat I 
sehubungan dengan dalil  Turut Tergugat II yang menyatakan bahwa 
Penggugat melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum 
sehubungan dengan proses pembangunan proyek The Adiwangsa 
Residences & Mall, dimana Turut Tergugat II adalah penyedia 
jasa/kontraktor sedangkan Penggugat adalah pengguna jasa atau pemilik 
proyek. Perkara ini sendiri sudah diputus pada tanggal 23 November 
2013, Putusan No. 444/II/ARB-BANI/2012 yang pada pokok amarnya, 
Penggugat dihukum untuk membayar kepada pemohon sebesar 
Rp47.494.463.810,59 sehubungan dengan pekerjaan yang sudah terbit 
sertifikat, pekerjaan yang sudah terbit sertifikat, kompensasi 
keterlambatan pembayaran dan pengembalian uang retensi (“Putusan”). 
 
Sehubungan dengan  pengambilan Putusan tersebut, Penggugat 
mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak jujur, adil, tidak sesuai dengan 
hukum dan kepatuhan serta memiliki iktikad tidak baik dari tindakan-
tindakan yang diambil arbiter selama proses persidangan berlangsung 
sehingga dengan berpatokan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 
dan Kode Etik dan Pedoman Tingkah laku Arbiter, Penggugat merasa 
berhak untuk memperoleh ganti rugi. Perkara ini telah diputus dengan 
pokok amar putusan sebagai berikut: 
1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah 

melakukan perbuatan melawan hukum; 
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immaterial 

sejumlah Rp100.000.000,- 
3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini. 

 e.  Status Terakhir : Perkara ini dalam proses banding. 
4. a.  Nomor Perkara    : Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri 

Tanjung Pinang No. 10/Pdt.Sus-PHI/2015/PHI.PN.Tpg tanggal  
9 September 2015 

 b.  Yurisdiksi             : Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang 
 c. Para Pihak : 1. Sarohman selanjutnya disebut Penggugat I; 

NO. PERIHAL  KETERANGAN 

2. Sardi selanjutnya disebut Penggugat II; 
3. Suryono Bin Surkin selanjutnya disebut Penggugat III; 
4. Achmad Bin La’ada selanjutnya disebut Penggugat IV; 
5. Joko Hermanto selanjutnya disebut Penggugat V; 
6. M. Asfiranda selanjutnya disebut Penggugat VI; 
7. Aris Rahman Susilo selanjutnya disebut Penggugat VII 
8. Richard Sitompul selanjutnya disebut Penggugat VIII; 
9. Firsal Kurniawan selanjutnya disebut Penggugat IX; 
10. Sunaryo selanjutnya disebut Penggugat X; 
11. Ahmad Efendi Bin Hamim selanjutnya disebut Penggugat XI; 
12. Robin Hartono selanjutnya disebut Penggugat XII; 
13. Rustono selanjutnya disebut Penggugat XIII; 
14. Januar Sumanwidjaya selanjutnya disebut Penggugat XIV; 
15. Syafiardi selanjutnya disebut Penggugat XV; 
16. Muhammad Djamal selanjutnya disebut Penggugat XVI; 
17. Umarudin Bin HS selanjutnya disebut Penggugat XVII; 
18. Muhammad Nurdin selanjutnya disebut Penggugat XVIII; 
19. Supriadin selanjutnya disebut Penggugat XIX; 
20. Juanda Izzum.S selanjutnya disebut Penggugat XX; 
21. PT Mes Sinergy selanjutnya disebut Tergugat I; dan 
22. Perseroan selanjutnya disebut Tergugat II. 

 d. Deskripsi Singkat 
 

: Bahwa Para Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat I dan 
dipekerjakan pada Tergugat II dan Tergugat I merupakan perusahaan 
penerima pemborongan dari Tergugat II, sedangkan Tergugat II sebagai 
perusahaan pemberi Pekerjaan. Bahwa antara Tergugat I dan Para 
Penggugat tidak terdapat perjanjian kerja yang berdasarkan dalil 
Penggugat dikarenakan Para Penggugat adalah buruh harian yaitu buruh 
yang diberi upah berdasarkan jumlah hari dia bekerja.  
Selanjutnya dalam perjalanan pekerjaan, Penggugat mendalilkan bahwa  
Para Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Para 
Penggugat salah satunya adalah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja 
oleh Tergugat I hingga akhirnya dilakukan mediasi yang  ditengahi oleh 
Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang pada akhirnya, mediator 
mengeluarkan surat anjuran No. B.0132/TK-4/I/2015 tanggal 16 Januari 
2015 yang pada intinya menganjurkan agar Pengusaha PT Mes Synergy 
membayarkan upah kepada 5 orang pekerja, PT Wijaya Karya memanggil 
26 pekerja sebagai karyawan permanen serta membayarkan THR 
keagamaan bagi pekerja yang memiliki masa kerja 3 (tiga) bulan atau 
lebih dan membayarkan upah pekerja selama tidak diperkerjakan, 
namun Para Tergugat berpendapat bahwa hal tersebut hanya berupa 
anjuran dan Para Tergugat hanya merupakan buruh harian sehingga 
tidak diberikan fasilitas selayaknya pegawai tetap.  
 
Perkara ini telah memperoleh putusan dari majelis dengan inti amar 
putusan: 
1. Menyatakan bahwa Tergugat II telah memenuhi syarat-syarat 

hukum terhadap Pemborongan Pekerjaan; 
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat 

dengan Tergugat II; 
3. Menyatakan Tergugat I melanggar pasal Pasal 57 ayat (2) UU 13 

tahun 2003; 
4. Menyatakan besaran Upah Bulanan yang menjadi dasar 

perhitungan Pesangon sebagaimana dicantumkan dalam putusan; 
5. Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat 

melanggar pasal 165 UU No. 13 tahun 2003; 
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6. Menghukum Tergugat I membayar hak-hak Para Penggugat 
sebagaimana tercantum dalam Putusan; 

7. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat I dengan Para 
Tergugat putus demi hukum terhitung dinyatakan oleh Tergugat I 
berhenti sementara 

 e.  Status Terakhir : Perkara ini dalam proses kasasi. 
5. a.  Nomor Perkara    : Putusan No. 304/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM tanggal 8 Januari 2015 
 b.  Yurisdiksi             : Pengadilan Negeri Jakarta Timur 

 c. Para Pihak : 1. PT Nuansa Cipta Realtindo selanjutnya disebut Penggugat; 
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut Tergugat I; 
3. Walikota Samarinda selanjutnya disebut Tergugat II; 
4. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., Cabang VI Kalimantan 

selanjutnya disebut Tergugat III; 
5. PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Divisi Konstruksi selanjutnya disebut 

Tergugat IV; 
6. Perseroan selanjutnya disebut Tergugat V; 
7. PT Hutama Karya selanjutnya disebut Tergugat VI;dan 
8. PT Paula Jaya selanjutnya disebut Tergugat VII. 

 d. Deskripsi Singkat 
 

: Bahwa Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Perhubungan 
telah mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 223 Tahun 
2005 pada tanggal 21 September 2005 tentang Penetapan Pelaksanaan 
Pembangunan Bandar Udara Baru di Sungai Siring. Kecamatan 
Samarinda Utara, Kota samarinda Propinsi Kalimantan Timur. 
Selanjutnya diterbitkanlah Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Bandar 
Udara Samarinda Baru di Sungai Siring Samarinda Provinsi Kalimantan 
Timur No. Pihak Pertama No. 854/Udara/Dishub-KS/XI/2007 dan No. 
Pihak Kedua No. 062/NCR-Kontr/XI-07 yang selanjutnya dilakukan 
addendum hingga ditandatanganinya addendum III yang pada pokoknya 
menyatakan kewenangan Penggugat untuk melaksanakan Pekerjaan 
Proyek Pembangunan Bandar Samarinda Baru. 
 
Pada tanggal 4 Januari 2011, Tergugat I dan Tergugat II membuat 
Kesepakatan Bersama No. 5532/143/BPPD/Bangda/2011 / No. 06/L-
IV/PEMB/KS/2011 yang menyatakan Tergugat I menarik kewenangan 
yang dilimpahkan kepada Tergugat II (“Surat Kesepakatan”). Bahwa 
pasca terbitnya Surat Kesepakatan tersebut, Tergugat I mengalihkan 
sebagian pekerjaan yang menjadi hak Penggugat menjadi pihak ketiga 
lainnya yaitu kepada Tergugat III, V, VI, VII tanpa persetujuan dan 
sepengetahuan Penggugat. Pengalihan pekerjaan itu, pada akhirnya 
menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.  
 
Selanjutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Timur dalam inti amar putusannya, memutus sebagai berikut: 
 
Dalam Konpensi 
 
Dalam Pokok Perkara  
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 
-  
Dalam Rekonpensi 
 
Dalam Pokok Perkara 
1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonpensi / 

Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya 
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6. Menghukum Tergugat I membayar hak-hak Para Penggugat 
sebagaimana tercantum dalam Putusan; 

7. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat I dengan Para 
Tergugat putus demi hukum terhitung dinyatakan oleh Tergugat I 
berhenti sementara 

 e.  Status Terakhir : Perkara ini dalam proses kasasi. 
5. a.  Nomor Perkara    : Putusan No. 304/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM tanggal 8 Januari 2015 
 b.  Yurisdiksi             : Pengadilan Negeri Jakarta Timur 

 c. Para Pihak : 1. PT Nuansa Cipta Realtindo selanjutnya disebut Penggugat; 
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut Tergugat I; 
3. Walikota Samarinda selanjutnya disebut Tergugat II; 
4. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., Cabang VI Kalimantan 

selanjutnya disebut Tergugat III; 
5. PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Divisi Konstruksi selanjutnya disebut 

Tergugat IV; 
6. Perseroan selanjutnya disebut Tergugat V; 
7. PT Hutama Karya selanjutnya disebut Tergugat VI;dan 
8. PT Paula Jaya selanjutnya disebut Tergugat VII. 

 d. Deskripsi Singkat 
 

: Bahwa Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Perhubungan 
telah mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 223 Tahun 
2005 pada tanggal 21 September 2005 tentang Penetapan Pelaksanaan 
Pembangunan Bandar Udara Baru di Sungai Siring. Kecamatan 
Samarinda Utara, Kota samarinda Propinsi Kalimantan Timur. 
Selanjutnya diterbitkanlah Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Bandar 
Udara Samarinda Baru di Sungai Siring Samarinda Provinsi Kalimantan 
Timur No. Pihak Pertama No. 854/Udara/Dishub-KS/XI/2007 dan No. 
Pihak Kedua No. 062/NCR-Kontr/XI-07 yang selanjutnya dilakukan 
addendum hingga ditandatanganinya addendum III yang pada pokoknya 
menyatakan kewenangan Penggugat untuk melaksanakan Pekerjaan 
Proyek Pembangunan Bandar Samarinda Baru. 
 
Pada tanggal 4 Januari 2011, Tergugat I dan Tergugat II membuat 
Kesepakatan Bersama No. 5532/143/BPPD/Bangda/2011 / No. 06/L-
IV/PEMB/KS/2011 yang menyatakan Tergugat I menarik kewenangan 
yang dilimpahkan kepada Tergugat II (“Surat Kesepakatan”). Bahwa 
pasca terbitnya Surat Kesepakatan tersebut, Tergugat I mengalihkan 
sebagian pekerjaan yang menjadi hak Penggugat menjadi pihak ketiga 
lainnya yaitu kepada Tergugat III, V, VI, VII tanpa persetujuan dan 
sepengetahuan Penggugat. Pengalihan pekerjaan itu, pada akhirnya 
menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.  
 
Selanjutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Timur dalam inti amar putusannya, memutus sebagai berikut: 
 
Dalam Konpensi 
 
Dalam Pokok Perkara  
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 
-  
Dalam Rekonpensi 
 
Dalam Pokok Perkara 
1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonpensi / 

Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya 

NO. PERIHAL  KETERANGAN 

2. Menyatakan Surat No. 854/Udara/Dishub-KS/XI/2007 dan No. 
Pihak Kedua No. 062/NCR-Kontr/XI-07 adalah Batal Demi Hukum. 

 e.  Status Terakhir : Perkara ini sedang dalam proses pengajuan Banding di Pengadilan Tinggi 
DKI Jakarta oleh Penggugat. 

6. a.  Nomor Perkara    : Perkara putusan No. 115/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 26 Februari 
2013 juncto No. 605/PDT/2013/PT.DKI tanggal 19 Februari 2014 

 b.  Yurisdiksi             : Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 
 c. Para Pihak : 1. Perseroan  selanjutnya disebut sebagai Pembanding (semula 

“Penggugat”)  
2. PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 C.q. PT Asuransi Umum 

Bumiputera Muda 1967 Kantor Cabang Kelapa Gading (Bumida) 
selanjutnya disebut sebagai Terbanding (semula “Tergugat”) 

3. PT Artama Indocitramulia (ARTAMA) selanjutnya disebut sebagai 
Turut Terbanding I  (“semula Turut Tergugat I”);dan 

4. Konsorsium PT Artho Ageng Energi dan PT Mardika Sarana 
Engineering selanjutnya disebut Turut Terbanding II (“semula Turut 
Tergugat II”) 

 d. Deskripsi Singkat 
 

: Pada tanggal 6 Oktober 2010, Turut Tergugat II dengan Penggugat 
membuat Perjanjian Kerja Sama No. Wika: 001/PJ/WIKA-AAE-
MSE/X/2010 dan No. AAE-MSE: 03/PERJ/AAE/X/2010 untuk pengadaan 
mesin, pembangunan infrastruktur, operasional dan pemeliharaan 
pembangkit listrik tenaga diesel MFO 25 MW (MFO) untuk Sistim 
Ambon, Lokasi Sistim Ambon PT PLN (Persero) Cabang Ambon dimana 
Turut Tergugat I bertindak sebagai penjual mesin yang melakukan 
transaksi penjualan mesin kepada Penggugat, hal ini juga didukung 
dengan Surat Penawaran No. 009/AIM/X/10 tanggal 5 Oktober 2010 dan  
Surat Perintah Kerja (SPK) No. TP.02.01/B.AMB.001/XI/2010 tanggal 5 
November 2010 (“Kontrak”). 
 
Kontrak tersebut pada intinya menentukan beberapa hal sebagai 
berikut: 
a. Jenis-jenis kewajiban dan hak dari masing-masing pihak; 
b. Biaya pekerjaan; 
c. Cara Pembayaran, yang salah satunya ada faslitas Surety Bond yang 

pada akhirnya diterbitkan oleh Tergugat; 
d. Waktu Pelaksanaan yaitu selama 6 (enam) bulan sejak SPK 

ditandatangani yang dilanjutkan dengan O&M selama 4 (empat) 
tahun. 

 
Bahwa dalam perjalanannya, Turut Tergugat I didalilkan telah melakukan 
wanprestasi akibat gagal memenuhi pengiriman mesin sehingga 
Penggugat berniat untuk melakukan pencairan Surety Bond dengan total 
klaim sebesar USD3,237,500 namun Tergugat menolak untuk memenuhi 
klaim tersebut yang menurut Penggugat telah melakukan tindakan 
wanprestasi.  
 
Sehubungan dengan itu, perkara ini telah diputus pada Pengadilan Tinggi 
yang pada inti amar putusannya, majelis hakim dalam putusannya 
memutus sebagai berikut: 
 
- Menerima permohonan banding Pembanding dan memperbaiki  

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 
115/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut. tanggal 26 Februari 2013 yang 
dimohonkan banding sepanjang yang menolak tuntutan 
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wanprestasi, pencairan dan pembayaran uang jaminan beserta 
bunganya dan sita jaminan; 

- Menyatakan sah dan berharga: 
a. Surety Bond Jaminan Pelaksanaan (Penalty System) 

Nomor Bond : 1211.44.2010.12.0001, tertanggal 10 
Desember 2010, dengan nilai jaminan sejumlah USD 
462,500; 

b. Jaminan Uang Muka Nomor Bond: 1212.33.2010.12.0001 
tertanggal 10 Desember 2010 dengan nilai jaminan 
sejumlah USD1,387,500; dan 

c. Jaminan Uang Muka Nomor Bond: 1212.44.2010.12.0002, 
tertanggal 10 Desember 2010, dengan nilai jaminan 
sejumlah USD 1,387,500. 

- Menyatakan Terbanding melakukan wanprestasi; 
- Menghukum Terbanding membayar nilai jaminan Surety Bond 

kepada Pembanding seluruhnya sebesar USD1,952,750; 
- Menghukum Terbanding membayar bunga uang sebesar 6% 

pertahun dari USD 1,952,750 terhitung sejak tanggal 9 juni 2011 
sampai dengan tanggal 27 Februari 2012; 

- Menyatakan sita jaminan atas sebidang tanah seluas 354 M2 
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 699 berikut bangunan 
permanen berlantai 4  yang beridir diatasnya yaitu Kantor PT 
Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 sebangai mana dimaksud 
dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 
10/Pen.CB/2012/PN.Jkt.Ut  juncto  No. 115/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut 
tanggal 22 Oktober 2012 juncto Penetapan Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan No. 26/Del/2012/PN.Jkt.Sel juncto No. 
10/Pen.CB/2012/PN.Jkt.Ut juncto No. 115/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut 
juncto Berita Acara Sita Jaminan No. 26/Del/2012/PN.Jkt.Sel 
juncto No. 10/Pen.CB/2012/PN.Jkt.Ut. juncto No. 
115/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 3 Januari 2013 adalah sah dan 
berharga; 

- Menolak gugatan selain itu. 
 e.  Status Terakhir : Perkara ini sedang dalam proses Kasasi. 

7. a.  Nomor Perkara    : Putusan Perkara No. 205/Pdt.G/2002/PN.JKT.TIM tanggal 12 Maret 
2003 juncto No. 660/PDT/2009/PT DKI tanggal 18 Juni 2010 

 b.  Yurisdiksi             : Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 
 c. Para Pihak : 1. PT Getraco Utama selanjutnya disebut Pembanding (semula 

“Penggugat”); 
2. PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Jakarta selanjutnya 

disebut Terbanding I (semula “Tergugat I”); 
3. PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Pusat Jakarta (dahulu bernama 

Bank Bumi Daya (Persero))  selanjutnya disebut Turut Terbanding 
(semula “Tergugat II”); dan 

4. Perseroan selanjutnya disebut Turut Terbanding (semula “Turut 
Tergugat”). 

 d. Deskripsi Singkat 
 

: Penggugat dan Turut Tergugat  telah menandatangani Agreement 
Between PT Getraco Utama and PT Wijaya Karya Contract Document 
untuk Pembangunan Gedung Getraco (“Perjanjian”) bahwa sehubungan 
dengan Perjanjian tersebut khususnya tentang pemeliharaan 
pembangunan gedung getraco atas masa pelaksanaan masa 
pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Turut Tergugat, Turut 
Tergugat menyerahkan Bank Garansi kepada Penggugat sebagai 
jaminan, dimana Bank Bumi Daya (Persero) akhirnya menerbitkan Bank 
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wanprestasi, pencairan dan pembayaran uang jaminan beserta 
bunganya dan sita jaminan; 

- Menyatakan sah dan berharga: 
a. Surety Bond Jaminan Pelaksanaan (Penalty System) 

Nomor Bond : 1211.44.2010.12.0001, tertanggal 10 
Desember 2010, dengan nilai jaminan sejumlah USD 
462,500; 

b. Jaminan Uang Muka Nomor Bond: 1212.33.2010.12.0001 
tertanggal 10 Desember 2010 dengan nilai jaminan 
sejumlah USD1,387,500; dan 

c. Jaminan Uang Muka Nomor Bond: 1212.44.2010.12.0002, 
tertanggal 10 Desember 2010, dengan nilai jaminan 
sejumlah USD 1,387,500. 

- Menyatakan Terbanding melakukan wanprestasi; 
- Menghukum Terbanding membayar nilai jaminan Surety Bond 

kepada Pembanding seluruhnya sebesar USD1,952,750; 
- Menghukum Terbanding membayar bunga uang sebesar 6% 

pertahun dari USD 1,952,750 terhitung sejak tanggal 9 juni 2011 
sampai dengan tanggal 27 Februari 2012; 

- Menyatakan sita jaminan atas sebidang tanah seluas 354 M2 
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 699 berikut bangunan 
permanen berlantai 4  yang beridir diatasnya yaitu Kantor PT 
Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 sebangai mana dimaksud 
dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 
10/Pen.CB/2012/PN.Jkt.Ut  juncto  No. 115/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut 
tanggal 22 Oktober 2012 juncto Penetapan Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan No. 26/Del/2012/PN.Jkt.Sel juncto No. 
10/Pen.CB/2012/PN.Jkt.Ut juncto No. 115/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut 
juncto Berita Acara Sita Jaminan No. 26/Del/2012/PN.Jkt.Sel 
juncto No. 10/Pen.CB/2012/PN.Jkt.Ut. juncto No. 
115/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 3 Januari 2013 adalah sah dan 
berharga; 

- Menolak gugatan selain itu. 
 e.  Status Terakhir : Perkara ini sedang dalam proses Kasasi. 

7. a.  Nomor Perkara    : Putusan Perkara No. 205/Pdt.G/2002/PN.JKT.TIM tanggal 12 Maret 
2003 juncto No. 660/PDT/2009/PT DKI tanggal 18 Juni 2010 

 b.  Yurisdiksi             : Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 
 c. Para Pihak : 1. PT Getraco Utama selanjutnya disebut Pembanding (semula 

“Penggugat”); 
2. PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Jakarta selanjutnya 

disebut Terbanding I (semula “Tergugat I”); 
3. PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Pusat Jakarta (dahulu bernama 

Bank Bumi Daya (Persero))  selanjutnya disebut Turut Terbanding 
(semula “Tergugat II”); dan 

4. Perseroan selanjutnya disebut Turut Terbanding (semula “Turut 
Tergugat”). 

 d. Deskripsi Singkat 
 

: Penggugat dan Turut Tergugat  telah menandatangani Agreement 
Between PT Getraco Utama and PT Wijaya Karya Contract Document 
untuk Pembangunan Gedung Getraco (“Perjanjian”) bahwa sehubungan 
dengan Perjanjian tersebut khususnya tentang pemeliharaan 
pembangunan gedung getraco atas masa pelaksanaan masa 
pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Turut Tergugat, Turut 
Tergugat menyerahkan Bank Garansi kepada Penggugat sebagai 
jaminan, dimana Bank Bumi Daya (Persero) akhirnya menerbitkan Bank 
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Garansi No. 29/101/10/00116 tanggal 12 Maret 1997 dengan jumlah 
sebesar USD1,525,000 (“Bank Garansi’). 
 
Bahwa selanjutnya, Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat tidak 
memenuhi kewajibannya maka berdasarkan ketentuan yang diatur 
dalam Bank Garansi tersebut, Penggugat mengajukan klaim tertulis agar 
Tergugat I dan Tergugat II melakukan pencairan atas Bank Garansi dan 
membayarkannya kepada Tergugat, namun Tergugat I dan Tergugat II 
baru memberikan jawaban terhadap klaim Penggugat pada tanggal 20 
maret 1998 yang menolak melakukan pencairan/pembayaran akibat 
adanya Sita Jaminan atas Bank Garansi  berdasarkan Penetapan 
Pengadilan No. 75/Pdt.G/1998/PN.JKT.Sel tanggal 18 Maret 2002, 
namun akibat protes dari Penggugat maka Penetapan No. 
75/Pdt.G/1998/PN.JKT.SEL dicabut pada tanggal 12 Januari 1999. 
 
Menyusul dengan pencabutan sita jaminan tersebut, Penggugat 
mengajukan pencairan dari Bank Garansi tersebut namun hal tersebut 
ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa Perjanjian Pokok bank 
Garansi yaitu Perjanjian Konstruksi tanggal 1 Desember 1994 juncto 
Persetujuan Penyelesaian Proyek tanggal 24 September 1997 yang 
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 137 K.Pdt/2000 juncto 
No. 075/Pdt.G/2998/PN Jkt.Pst telah memutuskan bahwa Penggugat 
telah dinyatakan wanprestasi dan Bank Garansi tersebut harus 
dikembalikan kepada PT Wijaya Karya atau Bank Mandiri/Bank Bumi 
Daya. 
 
Sehubungan dengan perkara ini, Pengadilan Negeri telah menjatuhkan 
putusan dengan amar putusan sebagai berikut: 
 
Dalam Eksepsi 
Menerima Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat 
sepanjang mengenai gugatan Ne Bis In Idem 
 
Dalam Pokok Perkara 
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima 
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang 

hingga sekarang ditaksir sebesar Rp389.000,- 
 

Selanjutnya, Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan putusan dengan inti 
amar putusan yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 
Timur No. 205/Pdt.G/2002/PN.JKT.TIM tanggal 12 Maret 2003 yang 
dimohonkan banding tersebut. 

 e.  Status Terakhir : Perkara ini sedang dalam proses Kasasi. 
8. a.  Nomor Perkara    : Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2013/PN.Sby. tanggal 23 April 2013 
 b.  Yurisdiksi             : Pengadilan Negeri Surabaya 
 c. Para Pihak : 1. PT Bukit Darmo Properti, Tbk. selanjutnya disebut Pemohon; 

2. Perseroan selanjutnya disebut Termohon; dan 
3. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selanjutnya disebut 

Turut Termohon. 
 d. Deskripsi Singkat 

 
: Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon telah berperkara 

sehubungan dengan perjanjian kerjasama pembangunan pada Turut 
Termohon (BANI) yang pada akhirnya menjatuhkan Putusan No. 
444/II/ARB-BANI/2012 yang pada pokok amarnya, Penggugat dihukum 
untuk membayar kepada pemohon sebesar RP47.494.463.810,59 
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sehubungan dengan pekerjaan yang sudah terbit sertifikat, pekerjaan 
yang sudah terbit sertifikat, kompensasi keterlambatan pembayaran dan 
pengembalian uang retensi (“Putusan”). 
 
Pemohon mendalilkan dalam permohonnya, dalam proses berperkara 
sebelumnya pada Turut Termohon telah menyembunyikan dan tidak 
mengakui dokumen-dokumen yang bersifat menentukan antara lain: 
1. Notulen-notulen rapat yang dapat mendukung Pemohon; 
2. Dokumen Schedule Penyelesaian dan testing Commissioning yang 

dibuat oleh Perseroan; 
3. Surat Kuasa yang diberikan oleh Direksi Perseroan kepada Ir. M 

Ardiansyah sebagai Manajer Proyek untuk melakukan kesepakatan 
dengan pihak Pemohon terkait dengan penyelesaian permasalah 
proyek; 

4. Bukti pembayaran secara keseluruhan yang telah dibayarkan oleh 
Pemohon dan diterima oleh Termohon 

 
Bahwa Pemohon sangat keberatan untuk memenuhi hal-hal dalam 
Putusan, karena pada dasarnya Pemohon merasa tidak sepantasasnya 
Turut Termohon menjatuhkan putusan yang isinya menghukum 
Penggugat membayar sejumlah uang sebagaimana dinyatakan dalam 
Putusan. Perkara ini telah sampai pada putusan yang inti amarnya 
adalah sebagai berikut: 
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan batal Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) No. 

444/II/ARB-BANI/2012 tanggal 23 November 2012; 
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon agar menunjuk Majelis 

Arbitrase yang baru untuk menyelesaikan sengketa yang telah 
terjadi antara Pemohon dan Termohon; 

4. Memerintahkan Turut Termohon untuk tunduk dan patuh pada 
putusan ini. 

 e.  Status Terakhir : Berdasarkan keterangan Perseroan, proses pengajuan eksekusi aset PT Bukit 
Darmo Properti, Tbk. di Pengadilan Surabaya. 

 
Sehubungan dengan perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh Perseroan tersebut di atas  tidak ada dampak signifikan 
terhadap Perseroan dari perkara-perkara tersebut. 
 
Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Entitas Anak tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik 
dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun 
perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya  
di Indonesia ataupun di luar pengadilan, tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang 
yang diajukan terhadap/oleh Entitas Anak di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia, tidak 
berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan 
pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu 
pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Entitas Anak merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada 
suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat 
dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Entitas Anak terhadap pihak manapun, yang dapat berpengaruh secara material 
terhadap kelangsungan usaha Entitas Anak dan kelangsungan proses PMHMETD I, kecuali: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



151

NO. PERIHAL  KETERANGAN 

sehubungan dengan pekerjaan yang sudah terbit sertifikat, pekerjaan 
yang sudah terbit sertifikat, kompensasi keterlambatan pembayaran dan 
pengembalian uang retensi (“Putusan”). 
 
Pemohon mendalilkan dalam permohonnya, dalam proses berperkara 
sebelumnya pada Turut Termohon telah menyembunyikan dan tidak 
mengakui dokumen-dokumen yang bersifat menentukan antara lain: 
1. Notulen-notulen rapat yang dapat mendukung Pemohon; 
2. Dokumen Schedule Penyelesaian dan testing Commissioning yang 

dibuat oleh Perseroan; 
3. Surat Kuasa yang diberikan oleh Direksi Perseroan kepada Ir. M 

Ardiansyah sebagai Manajer Proyek untuk melakukan kesepakatan 
dengan pihak Pemohon terkait dengan penyelesaian permasalah 
proyek; 

4. Bukti pembayaran secara keseluruhan yang telah dibayarkan oleh 
Pemohon dan diterima oleh Termohon 

 
Bahwa Pemohon sangat keberatan untuk memenuhi hal-hal dalam 
Putusan, karena pada dasarnya Pemohon merasa tidak sepantasasnya 
Turut Termohon menjatuhkan putusan yang isinya menghukum 
Penggugat membayar sejumlah uang sebagaimana dinyatakan dalam 
Putusan. Perkara ini telah sampai pada putusan yang inti amarnya 
adalah sebagai berikut: 
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan batal Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) No. 

444/II/ARB-BANI/2012 tanggal 23 November 2012; 
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon agar menunjuk Majelis 

Arbitrase yang baru untuk menyelesaikan sengketa yang telah 
terjadi antara Pemohon dan Termohon; 

4. Memerintahkan Turut Termohon untuk tunduk dan patuh pada 
putusan ini. 

 e.  Status Terakhir : Berdasarkan keterangan Perseroan, proses pengajuan eksekusi aset PT Bukit 
Darmo Properti, Tbk. di Pengadilan Surabaya. 

 
Sehubungan dengan perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh Perseroan tersebut di atas  tidak ada dampak signifikan 
terhadap Perseroan dari perkara-perkara tersebut. 
 
Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Entitas Anak tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik 
dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun 
perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya  
di Indonesia ataupun di luar pengadilan, tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang 
yang diajukan terhadap/oleh Entitas Anak di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia, tidak 
berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan 
pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu 
pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Entitas Anak merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada 
suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat 
dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Entitas Anak terhadap pihak manapun, yang dapat berpengaruh secara material 
terhadap kelangsungan usaha Entitas Anak dan kelangsungan proses PMHMETD I, kecuali: 
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1. 
 
 

a.  Nomor Perkara    : Perkara Putusan No. 328/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT tanggal 20 Oktober 
2015 juncto No. 100/PDT/2016/PT.DKI tanggal 6 April 2016 
 

b.  Yurisdiksi             : Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 
 

c.  Para Pihak : 1. PT Dwiputra Metropolitan selanjutnya sebagai Pembanding I 
(semula “Tergugat I”); 

2. Anis Alwainy (Anis Bin Said Alwainy) selanjutnya sebagai 
Pembanding II (semula “Tergugat II”); 

3. Masduki Soemahan selanjutnya sebagai selanjutnya sebagai 
Pembanding III (semula “Tergugat III”); dan 

4. WKR selanjutnya sebagai Terbanding (semula “Penggugat”). 
 

d.  Deskripsi Singkat : Sehubungan dengan gugatan wanprestasi dimana sebelumnya 
Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah sepakat 
untuk menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan 
Pengelolaan Apartemen No. 06 tanggal 11 Maret 2011 yang dibuat 
dihadapan Notaris Nurut Larasati, S.H. (“Perjanjian Kerjasama”) 
dimana dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, Pihak Kedua (Tergugat I) 
dan Pihak Ketiga (Tergugat II dan Tergugat III) sepakat untuk menunjuk 
Pihak Kedua sebagai pihak yang juga mewakili kedudukan dan Pihak 
Ketiga.  
 
Perjanjian Kerjasama tersebut bertujuan untuk membangun dan 
mengembangkan sebidang tanah yang terletak di Jalan Kemukus No. 6-
9 RT 004, RW 006, Jakarta Barat (“Tanah”) menjadi apartemen dan 
fasilitas lainnya (“Proyek”) dimana Tanah tersebut memperoleh alas 
hak berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2849/Pinangsia 
seluas 4.877m2 yang tercatat atas nama PT Dwiputra Metropolitan. 
 
Bahwa seiring dengan pelaksanananya, Tergugat I, Tergugat II dan 
Tergugat III tidak dapat menyerahkan Tanah yang menjadi objek 
Perjanjian Kerjasama, karena pada saat Penggugat melakukan tindakan 
persiapan dan mengurus perizinan terkait dengan pelaksanaan Proyek 
ternyata terdapat keberatan yang diajukan oleh PT Kereta Api 
Indonesia (Persero) (“PT KAI”) berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 76 
atas nama PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) yang merupakan 
Barang Milik Negara dalam Pengelolaan PT KAI termasuk juga Tanah 
yang dimohonkan tersebut termasuk didalamnya. 
 
Bahwa dengan adanya perkara ini maka Para Tergugat gagal untuk 
menyerahkan Tanah tersebut sebagaimana sebelumnya telah 
diperjanjikan pada Perjanjian Kerjasama sehingga  Penggugat 
mengajukan gugatan yang telah diputus oleh majelis hakim pada 
tingkat Pengadilan Negeri dengan inti amar putusan sebagai berikut: 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan Tergugat I, 

Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan 
wanprestasi; 

2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara 
tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada 
Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp9.332.592.576; 

3. Menyatakan demi hukum Perjanjian Kerjasama telah berakhir. 
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Perkara ini telah diputus pada tingkat banding yang pada amar 
putusannya: 
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 
No.328/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT tanggal 20 Oktober 2015 
 
 

e.  Status Terakhir : Sampai saat ini perkara ini masih dalam proses kasasi. 
 

2. a.  Nomor Perkara    : No. 71/Pdt.G/2016 tanggal 10 Januari 2016 

b. Yurisdiksi             : Pengadilan Negeri Jakarta Barat 
 

c. Para Pihak : 1. PT Dwiputra Metropolitan selanjutnya sebagai “Penggugat I”; 
2. Anis Alwainy atau juga disebut Anis Bin Said Alwainy selanjutnya 

sebagai “Penggugat II”; 
3. Masduki Soeman selanjutnya sebagai “Penggugat III” ; 
4. WKR selanjutnya selanjutnya sebagai “Tergugat I”; 
5. Ir. Budi Saddewa Soediro, MM selanjutnya sebagai “Tergugat 

II”;dan 
6. Notaris Nurul Larasati, S.H. selanjutnya sebagai “Turut Terugat” 

 
d.Deskripsi Singkat :  Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II 

telah menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan 
Pengelolaan Apartemen No. 06 tanggal 11 Maret 2011 yang dibuat 
dihadapan Notaris Nurut Larasati, S.H. yang diberi nama Wika-Dwiputra 
Metropolitan Kerjasama (“Perjanjian Kerjasama”) dimana Para 
Penggugat akan melakukan penyertaan tanah yang akan dikembangkan 
menjadi apartemen dengan luas 4.887 M2 seharga Rp34.139.000.000,-. 
 
Selanjutnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama, Tergugat I berkewajiban 
untuk melakukan beberapa kali pengembalian kepada Penggugat I, 
namun Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan 
wanprestasi yaitu dengan tidak melakukan kewajiban pembayaran-
pembayaran kepada Penggugat.  
 

e.Status Terakhir : Berdasarkan surat dari kuasa hukum WR perihal perkembangan 
perkara, perkara ini telah memperoleh putusan dengan amar putusan 
sebagai berikut: 
Dalam Eksepsi 
- Mengabulkan Eksepsi Para Penggugat tidak dapat diterima. 
Dalam Pokok Perkara 
1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; 
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara 

yang timbul dalam perkara ini. 
 
Berdasarkan keterangan dari WR, belum ada upaya hukum selanjutnya 
dari dari Para Penggugat. 
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Perkara ini telah diputus pada tingkat banding yang pada amar 
putusannya: 
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 
No.328/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT tanggal 20 Oktober 2015 
 
 

e.  Status Terakhir : Sampai saat ini perkara ini masih dalam proses kasasi. 
 

2. a.  Nomor Perkara    : No. 71/Pdt.G/2016 tanggal 10 Januari 2016 

b. Yurisdiksi             : Pengadilan Negeri Jakarta Barat 
 

c. Para Pihak : 1. PT Dwiputra Metropolitan selanjutnya sebagai “Penggugat I”; 
2. Anis Alwainy atau juga disebut Anis Bin Said Alwainy selanjutnya 

sebagai “Penggugat II”; 
3. Masduki Soeman selanjutnya sebagai “Penggugat III” ; 
4. WKR selanjutnya selanjutnya sebagai “Tergugat I”; 
5. Ir. Budi Saddewa Soediro, MM selanjutnya sebagai “Tergugat 

II”;dan 
6. Notaris Nurul Larasati, S.H. selanjutnya sebagai “Turut Terugat” 

 
d.Deskripsi Singkat :  Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II 

telah menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan 
Pengelolaan Apartemen No. 06 tanggal 11 Maret 2011 yang dibuat 
dihadapan Notaris Nurut Larasati, S.H. yang diberi nama Wika-Dwiputra 
Metropolitan Kerjasama (“Perjanjian Kerjasama”) dimana Para 
Penggugat akan melakukan penyertaan tanah yang akan dikembangkan 
menjadi apartemen dengan luas 4.887 M2 seharga Rp34.139.000.000,-. 
 
Selanjutnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama, Tergugat I berkewajiban 
untuk melakukan beberapa kali pengembalian kepada Penggugat I, 
namun Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan 
wanprestasi yaitu dengan tidak melakukan kewajiban pembayaran-
pembayaran kepada Penggugat.  
 

e.Status Terakhir : Berdasarkan surat dari kuasa hukum WR perihal perkembangan 
perkara, perkara ini telah memperoleh putusan dengan amar putusan 
sebagai berikut: 
Dalam Eksepsi 
- Mengabulkan Eksepsi Para Penggugat tidak dapat diterima. 
Dalam Pokok Perkara 
1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; 
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara 

yang timbul dalam perkara ini. 
 
Berdasarkan keterangan dari WR, belum ada upaya hukum selanjutnya 
dari dari Para Penggugat. 
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1. 
 
 

a.  Nomor Perkara    : Perkara No. 690/IV/ARB-BANI/2015 tanggal 8 April 2015 

b.  Yurisdiksi             : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 
c.  Para Pihak : 3. PT Liftindo Prima Perkasa (“Pemohon”);dan 

4. WRK (“Termohon”)                                                                                 
 

d.  Deskripsi Singkat : Perkara ini merupakan gugatan wanprestasi dimana Pemohon dan 
Termohon telah menjalin kerjasama berdasarkan Surat Perintah Kerja 
(SPK) Proyek WSA Plant 2 Line 5 (PT South Pasific Viscose) – Purwakarta 
Paket Pekerjaan erection No. SPK/A.B13-01/09/IV/2013 tanggal 10 April 
2013 dimana Termohon berkedudukan sebagai Kontraktor dalam 
Proyek WSA Plant 2 Line 5 (PT South Pasific Viscose) – Purwakarta 
Paket Pekerjaan Erection. 
 
Selanjutnya Termohon menginstruksikan Pemohon untuk melakukan 
perubahan pekerjaan dari metode baut (Bolting) menjadi metode 
pengelasan (Welding) dimana termohon menyampaikan Surat 
Elektronik (E-Mail) kepada Pemohon pada tanggal 4 September 2013 
yang salah satunya membahas percepatan dari pekerjaan dan 
perubahan pekerjaan erection steel structure yang semula 
menggunakan metode Bolting menjadi Welding.  
 
Bahwa dengan dilaksanakannya perubahan metode pekerjaan tersebut, 
Pemohon telah mengeluarkan biaya lebih sehingga Pemohon 
melakukan penagihan atas selisih dari biaya yang harusnya dibayarkan 
oleh Termohon namun hingga tanggal didaftarkannya permohonan 
arbitrase ini, kedua pihak gagal untuk mencapai kesepakatan 
sehubungan dengan pembayaran dari proyek ini dimana Pemohon 
telah mengeluarkan biaya-biaya sehubungan dengan pengerjaan 
proyek ini. Selanjutnya Pemohon dalam permohonannya memohon 
agar Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan sebagai berikut: 
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya; 
2. Menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi; 
3. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian sebesar 

Rp6.721.643.951,84 (enam milyar tujuh ratus dua puluh satu juta 
enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu 
koma delapan empat Rupiah); 

4. Menghukum Termohon dan Pemohon untuk membayar biaya 
perkara masing-masing setengah bagian dari jumlah biaya 
perkara yang timbul dalam Permohonan inii. 

 
e.  Status Terakhir : Hingga saat ini, perkara ini masih dalam proses persidangan di BANI. 

 
2. a.  Nomor Perkara    : Perkara No. 819/III/ARB-BANI/2016 tanggal 24 Maret 2016 

 
b.  Yurisdiksi             : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 

 
c.  Para Pihak : 7. WRK (“Pemohon”) dan 

8. PT Rekadaya Elektrika (“Termohon”) 
 

d.  Deskripsi Singkat : Bahwa Termohon merupakan pihak yang ditunjuk PT PLN (Persero) 
sebagai kontraktor Pelaksana Pekerjaan Engineering Procurement dan 
Construction (EPC) dalam rangka pembangunan PLTU Gorontalo 2 x 25 
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MW di Gorontalo Utara (“PLTU Gorontalo”) dimana selanjutnya 
Termohon menunjuk Pemohon untuk melaksanakan Paket Pekerjaan 
Main Civil sebagai bagian dari lingkup pekerjaan EPC berdasarkan 
Perjanjian Paket Pekerjaan Main Civil No. 054.PJ.RE/131809/III/2014 
tanggal 28 Maret 2014 yang telah di adendum hingga adendum-3 
Perjanjian Pekerjaan Main Civil No. 054.PJ.RE/131809/III/2014 tanggal 
18 Juni 2015, dimana Termohon berkedudukan sebagai pengguna jasa 
atau pemberi kerja dan Pemohon berkedudukan sebagai penyedia jasa 
atau kontraktor. 
 
Selanjutnya dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, Pemohon 
mendalilkan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh 
Termohon antara lain tidak dapat menyediakan Civil Engineering Design 
secara tepat waktu, tidak dapat menyediakan lahan konstruksi atau 
area kerja proyek secara tepat, tidak melunasi pembayaran atas 
pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pemohon dan tidak 
memberikan hak Pemohon atas penyesuaian harga satuan baru 
termasuk kompensasi kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan 
adendum-3 Perjanjian Pekerjaan dan aturan hukum yang berlaku. 
Selanjutnya dalam permohonan, Pemohon mengajukan permohonan 
dengan inti sebagai berikut: 
1. Menerima Permohonan/Gugatan Pemohon Untuk seluruhnya; 
2. Menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi (ingkar 

janji); 
3. Menyatakan agar Perjanjian Paket Pekerjaan Main Civil No. 

054.PJ.RE/131809/III/2014 tanggal 18 Juni 2015 beserta 
adendum-adendumnya dibatalkan; 

4. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk dalam waktu 
14 hari sejak tanggal putusan aquo, membayar ganti seluruh 
biaya kerugian dan bunga yang telah dikeluarkan Pemohon 
dalam rangka melaksanakan dan mengerjakan pembangunan 
PLTU Gorontalo yang meliputi (i) kerugian Pemohon akibat 
wanprestasi maupun hak-hak yang telah sepatutnya diterima 
oleh Pemohon atas pekerjaan yang telah diselesaikan yang total 
keseluruhannya sebesar Rp54.666.381.575,- 

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya Arbitrase. 
 

e.  Status Terakhir : Hingga saat ini, perkara ini masih dalam proses persidangan di BANI. 
 
Sehubungan dengan perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh Entitas Anak tersebut di atas  tidak ada dampak signifikan 
terhadap Perseroan dari perkara-perkara tersebut. 
 
Perkara Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak 
 
Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, masing-masing anggota Direksi dan masing-masing Dewan Komisaris 
Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perkara di hadapan pengadilan maupun di luar 
pengadilan dan/atau instansi yang berwenang di Indonesia yang dapat berpengaruh secara material terhadap 
kelangsungan usaha Perseroan dan kelangsungan proses PMHMETD I. 
 
Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, masing-masing anggota Direksi dan masing-masing Dewan Komisaris Entitas 
Anak tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perkara di hadapan pengadilan maupun di luar pengadilan 
dan/atau instansi yang berwenang di Indonesia yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha 
Entitas Anak dan kelangsungan proses PMHMETD I. 
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NO. PERIHAL  KETERANGAN 

MW di Gorontalo Utara (“PLTU Gorontalo”) dimana selanjutnya 
Termohon menunjuk Pemohon untuk melaksanakan Paket Pekerjaan 
Main Civil sebagai bagian dari lingkup pekerjaan EPC berdasarkan 
Perjanjian Paket Pekerjaan Main Civil No. 054.PJ.RE/131809/III/2014 
tanggal 28 Maret 2014 yang telah di adendum hingga adendum-3 
Perjanjian Pekerjaan Main Civil No. 054.PJ.RE/131809/III/2014 tanggal 
18 Juni 2015, dimana Termohon berkedudukan sebagai pengguna jasa 
atau pemberi kerja dan Pemohon berkedudukan sebagai penyedia jasa 
atau kontraktor. 
 
Selanjutnya dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, Pemohon 
mendalilkan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh 
Termohon antara lain tidak dapat menyediakan Civil Engineering Design 
secara tepat waktu, tidak dapat menyediakan lahan konstruksi atau 
area kerja proyek secara tepat, tidak melunasi pembayaran atas 
pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pemohon dan tidak 
memberikan hak Pemohon atas penyesuaian harga satuan baru 
termasuk kompensasi kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan 
adendum-3 Perjanjian Pekerjaan dan aturan hukum yang berlaku. 
Selanjutnya dalam permohonan, Pemohon mengajukan permohonan 
dengan inti sebagai berikut: 
1. Menerima Permohonan/Gugatan Pemohon Untuk seluruhnya; 
2. Menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi (ingkar 

janji); 
3. Menyatakan agar Perjanjian Paket Pekerjaan Main Civil No. 

054.PJ.RE/131809/III/2014 tanggal 18 Juni 2015 beserta 
adendum-adendumnya dibatalkan; 

4. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk dalam waktu 
14 hari sejak tanggal putusan aquo, membayar ganti seluruh 
biaya kerugian dan bunga yang telah dikeluarkan Pemohon 
dalam rangka melaksanakan dan mengerjakan pembangunan 
PLTU Gorontalo yang meliputi (i) kerugian Pemohon akibat 
wanprestasi maupun hak-hak yang telah sepatutnya diterima 
oleh Pemohon atas pekerjaan yang telah diselesaikan yang total 
keseluruhannya sebesar Rp54.666.381.575,- 

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya Arbitrase. 
 

e.  Status Terakhir : Hingga saat ini, perkara ini masih dalam proses persidangan di BANI. 
 
Sehubungan dengan perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh Entitas Anak tersebut di atas  tidak ada dampak signifikan 
terhadap Perseroan dari perkara-perkara tersebut. 
 
Perkara Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak 
 
Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, masing-masing anggota Direksi dan masing-masing Dewan Komisaris 
Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perkara di hadapan pengadilan maupun di luar 
pengadilan dan/atau instansi yang berwenang di Indonesia yang dapat berpengaruh secara material terhadap 
kelangsungan usaha Perseroan dan kelangsungan proses PMHMETD I. 
 
Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, masing-masing anggota Direksi dan masing-masing Dewan Komisaris Entitas 
Anak tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perkara di hadapan pengadilan maupun di luar pengadilan 
dan/atau instansi yang berwenang di Indonesia yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha 
Entitas Anak dan kelangsungan proses PMHMETD I. 
 
 

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 
 
 
1. UMUM 

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki visi untuk menjadi salah satu Perusahaan terbaik di bidang 
Engineering, Procurement & Construction (EPC). Strategi utama Perseroan dalam pencapaian visinya adalah dengan 
memiliki bisnis yang terdiversifikasi, dengan tetap fokus pada bisnis utama Perseroan melalui integrasi vertikal antara 
bisnis yang dimiliki (backward and forward integration) sehingga mampu memberikan solusi yang menyeluruh kepada para 
pelanggan Perseroan. Visi ini memperjelas langkah kegiatan Perseroan dengan maksud dan tujuan untuk menciptakan 
sustainable growth bagi para stakeholders. 

Misi Perseroan adalah menyediakan produk dan jasa yang unggul dan terpadu dibidang EPC, melakukan investasi dan 
ekspansi ke luar negeri agar dapat memberikan nilai tambah kepada para stakeholders serta mengimplementasikan etika 
bisnis yang dapat mendukung tata kelola Perseroan yang berkesinambungan. 

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri 
konstruksi, industri pabrikasi, industri konversi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, energi terbarukan 
dan energi konversi, perdagangan, engineering procurement, construction, pengelolaan kawasan, layanan peningkatan 
kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi jasa engineering dan perencanaan, dengan menerapkan  
prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. 

 
2. KEUNGGULAN KOMPETITIF 

Kemampuan Perseroan untuk memberikan pelayanan yang unggul, jasa pelayanan yang lengkap, serta prospek usaha yang 
berkesinambungan berkaitan langsung dengan keunggulan-keunggulan kompetitifnya yang antara lain adalah sebagai 
berikut: 
 
a. Perusahaan BUMN unggulan yang bergerak di sektor konstruksi 

Sebagai salah satu perusahaan BUMN di bidang konstruksi, Perseroan memiliki posisi yang solid untuk mendapatkan 
proyek-proyek infrastruktur dan gedung-gedung perkantoran yang didukung oleh Pemerintah. Proyek-proyek Pemerintah 
ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap nilai kontrak Perseroan dari tahun ke tahun. 
 
b. Rekam jejak yang terbukti 

Perseroan memiliki pengalaman dan track record yang telah terbukti selama lebih dari 50 tahun. Hingga saat ini Perseroan 
telah dipercaya untuk menangani berbagai macam proyek konstruksi di dalam negeri seperti: 
a. Pembangunan Bendungan Kuwil; 
b. EPC Tanjung Sekong; 
c. Upper Cisokan; 
d. Fasilitas Produksi Gas Matindok; 
e. Jembatan Suramadu; 
f. Terminal T3 Ultimate; 
g. Bandara Ngurah Rai; 
h. Bendungan Jatigede; 
i. Proyek pipanisasi Gresik Semarang; 
j. Smelter ICA Alumina Tayan; 
k. Mass Rapid Transportation; dll 

Selain proyek di dalam negeri, Perseroan juga dipercaya menangani proyek-proyek di luar negeri seperti: 
a. Bandara Ocussei Timor Leste; 
b. ADB Road Maubin; 
c. Logement Constantine Project Aljazair; 
d. East West Motorways Aljazair; 
e. Mall Tripoli Libya; 
f. Jembatan Comoro Timor Leste; 
g. PLTD Betano Timor Leste; 
h. Noble Twin Tower Myanmar, dll 

 
c. Manajemen dan tenaga kerja ahli yang berpengalaman 

Manajemen Perseroan memiliki pengalaman profesional yang lama di sektor konstruksi. Hal ini didukung dengan jajaran 
karyawan yang juga berpengalaman di sektor konstruksi. Komitmen Perseroan dalam mengembangkan sumber daya 
manusia diwujudkan dengan dibangunnya WIKA Leadership Center  dan WIKA Learning Centre yang memiliki misi untuk 
menghasilkan individu yang solid, mampu bekerja sama dalam tim untuk menghasilkan kinerja yang unggul. 
 



156

d. Wilayah Operasi 
Perseroan memiliki wilayah operasi dan jaringan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia serta di beberapa negara di 
dunia sehingga dapat menangkap peluang pasar proyek konstruksi baik di dalam dan di luar Indonesia. Pada saat ini 
kegiatan pemasaran Perseroan memiliki 7 kantor wilayah dan 5 kantor representative pemasaran di luar negeri. 
 
3. KEGIATAN USAHA 

Perseroan saat ini memiliki 4 (empat) segmen usaha meliputi Infrastruktur & Gedung, Energi dan Industrial Plant, Realty & 
Properti, dan Industri. Dalam menjalankan kelima segmen usaha, Perseroan didukung oleh 8 (delapan) Departemen 
Operasi serta 6 (enam) Entitas Anak, 7 (tujuh) Entitas Asosiasi dan 3 (tiga) Entitas Anak Entitas Anak Perseroan, dengan 
rincian sebagai berikut: 
 
Departemen Operasi: 

- Departemen Sipil Umum 1 
- Departemen Sipil Umum 2 
- Departemen Sipil Umum 3 
- Departemen Luar Negeri 
- Departemen Bangunan Gedung 
- Departemen Power dan Energy 
- Departemen Industrial Plant 
- Departemen Investasi 

 
Entitas Anak: 

- WTON 
- WR 
- WIK 
- WKG 
- WRK 
- BITUMEN 

 
Entitas Asosiasi: 

- JSM 
- JMB 
- WJP 
- CMLJ 
- KRATON 
- PSBI 
- WINNER 

 
Entitas Anak WTON: 

- KOBE 
- CLT 
- KRATON 

 
Berikut adalah penjelasan dari keempat segmen usaha Perseroan:  
 
A. Segmen Usaha Infrastruktur & Gedung 
 
Segmen usaha konstruksi meliputi 3 Strategic Business Unit (SBU) yakni SBU Konstruksi Sipil, SBU Konstruksi Gedung, dan 
SBU Konstruksi Baja. Segmen usaha konstruksi dikelola oleh Departemen Sipil Umum 1, Departemen Sipil Umum 2, 
Departemen Sipil Umum 3, Departemen Luar Negeri, Departemen Bangunan Gedung, dan dua entitas anak: WIKA Industri 
dan Konstruksi, serta WIKA Gedung. 
 
SBU Konstruksi Sipil 
SBU Konstruksi Sipil dikelola di bawah Departemen Sipil Umum 1, Departemen Sipil Umum 2, Departemen Sipil Umum 3 
dan Departemen Luar Negeri. SBU ini terdiri dari sejumlah subbidang usaha yakni jalan dan jembatan, pengairan, prasarana 
perhubungan, dan ketenagaan. Kegiatan usaha SBU Konstruksi Sipil telah berkembang, dan tak hanya menjadi kontraktor 
melainkan juga mencakup rancang bangun (design and build) dari mulai proses perencanaan hingga proses konstruksi. 
Didukung oleh tim enjinering yang mumpuni, SBU ini telah berhasil menyelesaikan sejumlah proyek berskala nasional dan 
berteknologi tinggi seperti Proyek Jembatan Suramadu, Banjir Kanal Timur, Waduk Jatigede, Proyek MRT Lebak Bulus Kota, 
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, East West Motorway di Aljazair dan Double Track Railway Cirebon - Kroya. 
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d. Wilayah Operasi 
Perseroan memiliki wilayah operasi dan jaringan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia serta di beberapa negara di 
dunia sehingga dapat menangkap peluang pasar proyek konstruksi baik di dalam dan di luar Indonesia. Pada saat ini 
kegiatan pemasaran Perseroan memiliki 7 kantor wilayah dan 5 kantor representative pemasaran di luar negeri. 
 
3. KEGIATAN USAHA 

Perseroan saat ini memiliki 4 (empat) segmen usaha meliputi Infrastruktur & Gedung, Energi dan Industrial Plant, Realty & 
Properti, dan Industri. Dalam menjalankan kelima segmen usaha, Perseroan didukung oleh 8 (delapan) Departemen 
Operasi serta 6 (enam) Entitas Anak, 7 (tujuh) Entitas Asosiasi dan 3 (tiga) Entitas Anak Entitas Anak Perseroan, dengan 
rincian sebagai berikut: 
 
Departemen Operasi: 

- Departemen Sipil Umum 1 
- Departemen Sipil Umum 2 
- Departemen Sipil Umum 3 
- Departemen Luar Negeri 
- Departemen Bangunan Gedung 
- Departemen Power dan Energy 
- Departemen Industrial Plant 
- Departemen Investasi 

 
Entitas Anak: 

- WTON 
- WR 
- WIK 
- WKG 
- WRK 
- BITUMEN 

 
Entitas Asosiasi: 

- JSM 
- JMB 
- WJP 
- CMLJ 
- KRATON 
- PSBI 
- WINNER 

 
Entitas Anak WTON: 

- KOBE 
- CLT 
- KRATON 

 
Berikut adalah penjelasan dari keempat segmen usaha Perseroan:  
 
A. Segmen Usaha Infrastruktur & Gedung 
 
Segmen usaha konstruksi meliputi 3 Strategic Business Unit (SBU) yakni SBU Konstruksi Sipil, SBU Konstruksi Gedung, dan 
SBU Konstruksi Baja. Segmen usaha konstruksi dikelola oleh Departemen Sipil Umum 1, Departemen Sipil Umum 2, 
Departemen Sipil Umum 3, Departemen Luar Negeri, Departemen Bangunan Gedung, dan dua entitas anak: WIKA Industri 
dan Konstruksi, serta WIKA Gedung. 
 
SBU Konstruksi Sipil 
SBU Konstruksi Sipil dikelola di bawah Departemen Sipil Umum 1, Departemen Sipil Umum 2, Departemen Sipil Umum 3 
dan Departemen Luar Negeri. SBU ini terdiri dari sejumlah subbidang usaha yakni jalan dan jembatan, pengairan, prasarana 
perhubungan, dan ketenagaan. Kegiatan usaha SBU Konstruksi Sipil telah berkembang, dan tak hanya menjadi kontraktor 
melainkan juga mencakup rancang bangun (design and build) dari mulai proses perencanaan hingga proses konstruksi. 
Didukung oleh tim enjinering yang mumpuni, SBU ini telah berhasil menyelesaikan sejumlah proyek berskala nasional dan 
berteknologi tinggi seperti Proyek Jembatan Suramadu, Banjir Kanal Timur, Waduk Jatigede, Proyek MRT Lebak Bulus Kota, 
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, East West Motorway di Aljazair dan Double Track Railway Cirebon - Kroya. 
 

SBU Konstruksi Gedung 
SBU Konstruksi Gedung dikelola Departemen Bangunan Gedung untuk pasar pemerintah dan BUMN. Sedangkan untuk 
pasar swasta dikelola oleh Entitas Anak tersendiri, WIKA Gedung. SBU konstruksi bangunan gedung meliputi subbidang 
usaha bangunan hunian dan bangunan fasilitas. Dengan dukungan kemampuan di bidang enjinering, SBU ini telah 
mengerjakan rancang bangun atau design and build, yaitu melakukan pekerjaan sejak proses perencanaan sampai proses 
konstruksi. Subbidang usaha jasa konstruksi bangunan hunian meliputi pembangunan apartemen, kondominium, hotel, 
rumah susun, dan kompleks perumahan. Sejumlah proyek yang dikerjakan di antaranya: pembangunan Bandara Sepinggan 
- Balikpapan dan Bandara Ngurah Rai - Bali. 
 
SBU Konstruksi Baja 
Sejak 2009, Konstruksi baja ditingkatkan dari sarana pabrikasi pendukung menjadi sub bidang usaha yang dapat mengelola 
sendiri kegiatan usahanya, mulai dari pemasaran, produksi, dan pengiriman dengan rentang produk yang besar. Produknya 
antara lain tiang pancang, equipment instalation, struktur rangka baja, conveyor, pipe rack, tower telekomunikasi, tower 
transmisi listrik, jembatan rangka baja, tanki baja, silo, hopper, pressure vessel, welded beam, dan steel plate work lainnya. 

 
Kinerja Segmen Usaha Konstruksi  
Sampai dengan Juni 2016 segmen Infrastruktur & Gedung memperoleh kenaikan pendapatan yang signifikan. Pendapatan 
Bersih yang berhasil didapat oleh segmen ini sampai dengan Juni 2016 sebesar Rp3,28 triliun. Angka ini naik sangat 
signifikan sebesar Rp2,55 triliun dari pencapaian per Juni 2015 yang sebesar Rp727 miliar. 
 
B. Segmen Usaha Energi dan Industrial Plant 
 

Segmen usaha Energi dan Industrial Plant meliputi 2 lingkup pekerjaan, yakni SBU Engineering, Procurement, & 
Construction (EPC) dan SBU Operation & Maintenance. 

 
SBU Engineering, Procurement, & Construction (EPC) 
SBU Energi dikelola oleh Departemen Power dan Energi dan Departemen Industrial Plant, serta Entitas Anak PT WIKA 
Rekayasa Konstruksi yang menjalankan usaha EPC. Lingkup pekerjaan yang dilakukan mulai dari pekerjaan rekayasa dasar, 
rekayasa proses, rekayasa detil, pengadaan terkait dengan pengadaan alat-alat dan pelaksanaan konstruksi dari proyek-
proyek yang telah direncanakan. Beberapa proyek yang dikerjakan dalam EPC Power Plant adalah Pabrik Pengolahan 
Migas, Pengolahan Petrokimia, Pabrik Semen, Pembangkit Listrik, Bahan bakar Biofuels, Pabrik Pupuk. Sejumlah Proyek EPC 
yang sudah selesai adalah: PLTU Amurang 2x25MW di Sulawesi Utara dan PLTU Asam-Asam 2x65MW. Untuk proyek 
investasi Perseroan saat telah memiliki 5 unit pembangkit listrik yakni: 
i. Diesel Engine Power Plant Bali 3x18MW 

ii. Gas Turbine Power Plant Borang 2x30MW 
iii. Gas Engine Power Plant Rengat 6x3.5MW 
iv. Diesel Engine Power Plant Ambon 4x6.7MW dan 1x8.9MW 
v. Gas Engine Power Plant Rawa Minyak 25MW 
 
SBU Operation & Maintenance 
SBU Industrial Plant dikelola Departemen Industrial Plant dan Entitas Anak PT WIKA Rekayasa Konstruksi. SBU Industrial 
Plant melaksanakan pekerjaan subbidang usaha minyak dan gas, sarana industri, konstruksi dan fabrikasi serta operation 
maintenance. Pada segmen ini termasuk investasi pada sektor kelistrikan yang mayoritas pendanaan dan operasinya 
dikendalikan Perseroan. Subbidang usaha migas meliputi EPC mekanikal elektrikal di sektor hulu, sektor hilir, dan distribusi 
dari kegiatan operasi di sektor minyak dan gas. Di sektor hulu terkait dengan pekerjaan processing gas plant, crude oil dan 
gas pipeline distribution. Di sektor hilir terkait dengan pekerjaan kilang minyak, pipanisasi, dan tank terminal. Di sektor 
usaha operation maintenance melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan seluruh unit pembangkit lisrik yang 
dimiliki Perseroan. 
 
Kinerja Segmen Usaha Energi dan Industrial Plant 
Sampai dengan Juni 2016 Pendapatan Perseroan di Pilar bisnis Energi & Industrial Plant memperoleh hasil yang baik. 
Pendapatan bersih dari penjualan sampai dengan Juni 2016 sebesar Rp1,07 triliun, naik sebesar Rp397 miliar dibanding 
dengan Juni 2015 yang sebesar Rp674 miliar.  

 
C. Segmen Usaha Industri 

 
Segmen usaha ini meliputi 2 sub segmen usaha yakni Segmen Industri Beton Pracetak, Segmen Fabrikasi Baja dan Segmen 
Bitumen. Sebagai pendukung dari kompetensi inti, pilar industri manufaktur Perseroan, variasi dari produk-produk 
pendukung aktifitas konstruksi, seperti: 
 
• Beton Pracetak, yaitu: Produk beton pracetak serta natural resources management. 
• Fasilitas Industri, yaitu: Fabrikasi Baja dengan menghasilkan Produk Konstruksi Baja, aluminium casting, plastic injection. 
• Bitumen, yaitu: granular asphalt, extraction asphalt. 
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Industri alumunium casting & fabrikasi baja dikelola oleh entitas anak, yaitu PT WIKA Industri & Konstruksi. Perseroan 
memiliki kepemilikan 96,05% di PT WIKA Industri & Konstruksi. 
 
Kinerja Segmen Usaha Industri 
Sampai dengan Juni 2016, segmen usaha ini memperoleh pendapatan besih sebesar Rp1,64 triliun naik sebesar Rp1,12 
triliun lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama yakni Rp513 miliar. Segmen Industri 
memberikan kontribusi sebesar Rp154 miliar kepada total laba yang diatribusikan kepada entitas induk pada Juni 2016. 
   
D. Segmen Usaha Realti & Properti 

 
Segmen usaha Realti & Properti dikelola oleh PT WIKA Realty. Perseroan memiliki 85,26% di PT WIKA Realty. Segmen usaha 
Realti & Properti melakukan pekerjaan yang bergerak dalam bidang usaha realti , jasa properti dan jasa seperti 
penggarapan landed house, highrise (apartment, condotel, office mixed use), industrial estate. Untuk memperkuat image 
pasar, perusahaan membentuk umbrella brand dengan nama Tamansari. 
 
Segmen usaha ini dikerjakan oleh Departemen Bangunan Gedung yang menggarap proyek-proyek pemerintah dan BUMN 
ada di bawah Departemen Bangunan Gedung, sedangkan untuk proyek dari swasta dikelola oleh anak perusahaan 
tersendiri, yakni WIKA Gedung dan WIKA Realty. Di segmen usaha ini, Perseroan juga menggarap bangunan fasilitas seperti 
rumah sakit, terminal penumpang bandara dan stasiun, sarana pendidikan, sarana olahraga, perkantoran, mal dan sarana 
rekreasi lainnya. 
 
Kinerja Segmen Usaha Real Estate 
Pilar bisnis ini di Juni 2016 mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar Rp321 miliar atau meningkat Rp190 miliar 
dari tahun sebelumnya pada periode yang sama sebesar Rp131 miliar. 
 

Jasa Konstruksi 

2011 2012 2013 2014 2015 30 Juni 2016 

Penjualan 
(Rp juta) % Penjualan 

(Rp juta) % 
Penjualan 

(Rp 
juta) 

% Penjualan 
(Rp juta) 

1. % 
Penjualan 
(Rp juta) 

% Penjualan 
(Rp juta) 

% 

Infrastruktur & Gedung 3.271 42,26% 3.898 39,35% 5.094 42,86% 4.731 37,96% 5.984 43,94% 3.280 51,97% 
Energi dan Industrial 
Plant 

2.211 28,57% 3.009 30,38% 2.931 24,66% 3.178 25,50% 3.370 24,74% 1.070 16,97% 

Industri 1.757 22,70% 2.167 21,87% 2.728 22,96% 3.271 26,24% 2.830 20,78% 1.640 25,98% 
Realti & Properti 501 6,48% 831 8,39% 1.132 9,52% 1.283 10,30% 1.436 10,54% 321 5,08% 

  
Proyek-proyek yang ditangani Perseroan  
 
Berikut perincian proyek-proyek dari 8 (delapan) profit center Perseroan: 
 
A. Departemen Sipil Umum I (“DSU I”) 

DSU I dibentuk pada awal tahun 2014, yang merupakan pecahan dari Departemen Sipil Umum yang dibentuk pada tahun 
2007 dengan spesialisasi pengelolaan usaha Sipil Umum dalam batasan area operasi tertentu. DSU I ini membawahi daerah 
operasi Sumatera, Banten, Jawa Barat & DKI Jakarta.  
 
Adapun proyek yang telah dan saat ini yang telah dijalankan DSU I, antara lain: 

A. PROYEK YANG TELAH DISELESAIKAN DSU I 

Nama Proyek 
 Nilai Kontrak 

(dalam Rupiah)  Tanggal Penyelesaian 

Tol BORR IIA - Bogor 
   

309.870.356.364  21-Apr-15 

Penyangga Transportasi Publik 
     

25.564.618.182  30-Mei-15 

Pelindo II RTGC, Tj.Priok (Jak-Ut) 
   

101.591.727.727  07-Jun-15 

Norm. Pesanggerahan Pkt-2 - Ulujami (Tangerang - Banten) 
   

310.025.914.545  11-Agust-15 

Dermaga Batu Ampar - Batam (Riau) 
   

349.990.848.000  15-Sep-15 

Lereng Kiri B.Jatigede 
     

35.229.590.000  08-Des-15 

NS Direct Tj.Priok (Jak-Ut) 
   

255.159.953.299  07-Jan-16 
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Industri alumunium casting & fabrikasi baja dikelola oleh entitas anak, yaitu PT WIKA Industri & Konstruksi. Perseroan 
memiliki kepemilikan 96,05% di PT WIKA Industri & Konstruksi. 
 
Kinerja Segmen Usaha Industri 
Sampai dengan Juni 2016, segmen usaha ini memperoleh pendapatan besih sebesar Rp1,64 triliun naik sebesar Rp1,12 
triliun lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama yakni Rp513 miliar. Segmen Industri 
memberikan kontribusi sebesar Rp154 miliar kepada total laba yang diatribusikan kepada entitas induk pada Juni 2016. 
   
D. Segmen Usaha Realti & Properti 

 
Segmen usaha Realti & Properti dikelola oleh PT WIKA Realty. Perseroan memiliki 85,26% di PT WIKA Realty. Segmen usaha 
Realti & Properti melakukan pekerjaan yang bergerak dalam bidang usaha realti , jasa properti dan jasa seperti 
penggarapan landed house, highrise (apartment, condotel, office mixed use), industrial estate. Untuk memperkuat image 
pasar, perusahaan membentuk umbrella brand dengan nama Tamansari. 
 
Segmen usaha ini dikerjakan oleh Departemen Bangunan Gedung yang menggarap proyek-proyek pemerintah dan BUMN 
ada di bawah Departemen Bangunan Gedung, sedangkan untuk proyek dari swasta dikelola oleh anak perusahaan 
tersendiri, yakni WIKA Gedung dan WIKA Realty. Di segmen usaha ini, Perseroan juga menggarap bangunan fasilitas seperti 
rumah sakit, terminal penumpang bandara dan stasiun, sarana pendidikan, sarana olahraga, perkantoran, mal dan sarana 
rekreasi lainnya. 
 
Kinerja Segmen Usaha Real Estate 
Pilar bisnis ini di Juni 2016 mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar Rp321 miliar atau meningkat Rp190 miliar 
dari tahun sebelumnya pada periode yang sama sebesar Rp131 miliar. 
 

Jasa Konstruksi 

2011 2012 2013 2014 2015 30 Juni 2016 

Penjualan 
(Rp juta) % Penjualan 

(Rp juta) % 
Penjualan 

(Rp 
juta) 

% Penjualan 
(Rp juta) 

1. % 
Penjualan 
(Rp juta) 

% Penjualan 
(Rp juta) 

% 

Infrastruktur & Gedung 3.271 42,26% 3.898 39,35% 5.094 42,86% 4.731 37,96% 5.984 43,94% 3.280 51,97% 
Energi dan Industrial 
Plant 

2.211 28,57% 3.009 30,38% 2.931 24,66% 3.178 25,50% 3.370 24,74% 1.070 16,97% 

Industri 1.757 22,70% 2.167 21,87% 2.728 22,96% 3.271 26,24% 2.830 20,78% 1.640 25,98% 
Realti & Properti 501 6,48% 831 8,39% 1.132 9,52% 1.283 10,30% 1.436 10,54% 321 5,08% 

  
Proyek-proyek yang ditangani Perseroan  
 
Berikut perincian proyek-proyek dari 8 (delapan) profit center Perseroan: 
 
A. Departemen Sipil Umum I (“DSU I”) 

DSU I dibentuk pada awal tahun 2014, yang merupakan pecahan dari Departemen Sipil Umum yang dibentuk pada tahun 
2007 dengan spesialisasi pengelolaan usaha Sipil Umum dalam batasan area operasi tertentu. DSU I ini membawahi daerah 
operasi Sumatera, Banten, Jawa Barat & DKI Jakarta.  
 
Adapun proyek yang telah dan saat ini yang telah dijalankan DSU I, antara lain: 

A. PROYEK YANG TELAH DISELESAIKAN DSU I 

Nama Proyek 
 Nilai Kontrak 

(dalam Rupiah)  Tanggal Penyelesaian 

Tol BORR IIA - Bogor 
   

309.870.356.364  21-Apr-15 

Penyangga Transportasi Publik 
     

25.564.618.182  30-Mei-15 

Pelindo II RTGC, Tj.Priok (Jak-Ut) 
   

101.591.727.727  07-Jun-15 

Norm. Pesanggerahan Pkt-2 - Ulujami (Tangerang - Banten) 
   

310.025.914.545  11-Agust-15 

Dermaga Batu Ampar - Batam (Riau) 
   

349.990.848.000  15-Sep-15 

Lereng Kiri B.Jatigede 
     

35.229.590.000  08-Des-15 

NS Direct Tj.Priok (Jak-Ut) 
   

255.159.953.299  07-Jan-16 

Nama Proyek 
 Nilai Kontrak 

(dalam Rupiah)  Tanggal Penyelesaian 

Dermaga Pelindo 209 - Tj.Priok (Jak-Ut) 
   

161.650.803.636  23-Mar-16 

Akses Bandara Soetta 
   

517.311.214.000  13-Jun-16 

Alsut Rigid Survana Ruas 1 dan 5 (PT. Delta Mega Persada) 
     

58.190.909.091  28-Jun-16 
B. PROYEK YANG SEDANG BERJALAN DSU I 

Nama Proyek 
 Nilai Kontrak 

(dalam Rupiah)  
Tanggal Penyelesaian 

Pengendali Banjir Ciliwung, Jakarta        447.823.433.636  07-Okt-16 

LRT Klp Gading-Velodrome          57.661.034.144  06-Des-16 

Tol Cisumdawu - Kab.Bandung-Sumedang-Majalengka (Jabar)        161.409.883.982  09-Jan-17 

Tol Bocimi        659.016.714.545  03-Feb-17 

APMS Bandara Soetta        380.025.454.545  29-Mar-17 

Inlet-Outlet Sudetan Ciliwung        209.739.256.884  10-Jun-17 

Jl. Akses Ruas-2 Alam Sutera          78.818.181.818  12-Jul-17 

JICT Phase 6,7,8 & 10        409.005.627.113  16-Agust-17 

Jembatan Pulau G (Jak-Ut)        300.000.000.000  02-Nop-17 

Pembangunan Bendungan Kuningan        422.645.591.818  07-Jan-18 

DDT Manggarai-Jatinegara (Paket A)        330.242.704.545  15-Jan-18 

Jembatan Semanggi        313.697.272.727  07-Mar-18 

Bendung Jatigede - Sumedang (Jabar)        180.857.672.450  27-Okt-18 

JLNT Cileduk - Blok M        319.276.336.364  14-Des-18 

Giant Sea Wall        368.877.992.731  18-Apr-19 

Perbaikan S.Citarum Hilir        123.903.790.000  01-Jan-20 

MRT Eleveted CP 101 & 102 Jakarta    2.604.181.489.315  12-Apr-20 

MRT Underground CP 104 & 105 Jakarta    1.963.571.018.855  17-Mei-20 
 
B. Departemen Sipil Umum II (“DSU II”) 

 
DSU II dibentuk pada awal tahun 2014, yang merupakan pecahan dari Departemen Sipil Umum yang dibentuk pada tahun 
2007 dengan spesialisasi pengelolaan usaha Sipil Umum dalam batasan area operasi tertentu. DSU II ini membawahi 
daerah operasi wilayah Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, 
Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. 
Adapun proyek yang telah dan saat ini yang telah dijalankan DSU II antara lain: 

A. PROYEK YANG TELAH DISELESAIKAN DSU II 

Nama Proyek 

 Nilai Kontrak (dalam 
Rupiah)  Tanggal Penyelesaian 

Rehabilitasi Penanggulangan Banjir dan Perbaikan Irigasi Sungai Ular          46.221.894.859  08-Mar-11 

JICT Expansion Plan Civil Works (Phase 5A)          42.525.536.364  14-Mar-11 
Perkuatan Dermaga utk Pemasangan Alat Bongkar Muat (Crane) dan Pek.Petikemas 
di Lingkungan          50.483.163.727  25-Mar-11 
Pembangunan Jembatan KA Baru BH.1153 Antara Bumiayu Kretek Lintas Cirebon - 
Kroya          11.920.631.818  22-Apr-11 
Penambahan Lajur (Pelebaran Keluar) Ruas TMII-Cibubur (KM 03+800 - KM 13+800) 
Jagorawi          47.429.775.950  11-Agust-11 

Pembangunan Slipway          39.545.454.545  22-Agust-11 

Pembangunan FO Bandengan          86.685.607.273  02-Okt-11 

FO Lippo Karawaci          22.000.000.000  15-Okt-11 

Pembangunan Dam Tembesi Thp I        224.050.039.090  01-Des-11 

Peninggian Lapangan Penumpukan ex Gudang Nusantara 02 & Nusantara  03  di             8.034.134.000  07-Des-11 
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Nama Proyek 

 Nilai Kontrak (dalam 
Rupiah)  Tanggal Penyelesaian 

Pelabuhan Tanjung Emas 

Penanganan Darurat Kalimalang                870.009.091  14-Des-11 

WTP Berau Tahap II-JO          62.099.332.609  20-Des-11 

Peningkatan Struktur Jln Laks. RE. Martadinata          16.566.664.545  24-Des-11 

Paket : Perbaikan Jl. RE Martadinata (Sisi Utara) Jak-Ut             8.228.715.409  31-Des-11 

Perluasan Dermaga Antar Pulau Pelabuhan Batu Ampar Thp II             6.165.264.600  31-Des-11 

Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono Seksi I          43.728.685.455  28-Jan-12 

Paket Penanganan Longsoran Jalan Laks. RE. Martadinata             4.836.545.455  09-Mar-12 

Pembangunan Graving Dock        172.842.754.545  29-Mar-12 

Jalan Sorek-Teluk Meranti-Guntung        163.757.003.523  30-Mar-12 

Lanj.Pelebaran jl. P1 & P2 Bandara Soekarno-Hatta          35.379.526.364  12-Mei-12 
Pembangunan Jalur Ganda KA Cikampek-Cirebon (II) Segmen III Modifikasi 
St.Cirebon        366.350.748.818  30-Jun-12 

JICT-T1 West Pile Strenghtening Phase-5          10.606.645.455  22-Jul-12 
Pembangunan Jl. Layang Non Tol Kp.Melayu Tanah Abang (Stage I : Sudirman-
Casablanca)        145.712.728.181  12-Agust-12 

Suramadu Approach Bridge ( Bentang Tengah )          77.566.821.141  16-Agust-12 

Pek. Rigid Beton ROW 47 Sec.1&2 Jalur Sutera BLVD Alam Sutera          29.256.544.928  20-Agust-12 

Pek. Rigid Beton ROW 47 Sec.3 Jalur Sutera BLVD Alam Sutera          15.198.174.066  20-Agust-12 

Peningkatan Jalan RE.Martadinata IV          46.037.703.636  12-Sep-12 

Normalisasi Sungai Garang dan Banjir Kanal Barat-JO        190.658.081.206  14-Okt-12 
Pembangunan Jembatan KA Baru BH 1549 Tahap I antara Lebeng - Maos Lintas 
Bogor - Yogyakarta          12.702.250.909  01-Nop-12 

Infrastruktur Penanganan Luapan Lumpur        324.649.031.982  30-Nop-12 

Pekerjaan Rehabilitasi Dan Konstruksi bangunan Sabo Dam Paket I          93.653.216.955  11-Des-12 

Pembangunan Jembatan dan Jalan Tol Solo-Kertosono        126.743.497.273  14-Des-12 

JICT Expansion Plan Civil Works Scope 2 (Phase 3 & 4)        203.044.454.545  31-Des-12 

Jetty Tayan          68.743.665.244  31-Jan-13 

JICT 5B - Tj. Priok (Jak-Ut)          60.629.409.359  11-Feb-13 

FO Summarecon - Bekasi Utara (Jabar)        144.500.000.000  23-Feb-13 

TPK KOJA - Tj. Priok (Jak-Ut)          12.936.000.000  14-Apr-13 

JICT BRA - Tj. Priok (Jak-Ut)          42.800.000.000  15-Mei-13 

Taxi Way - Cengkareng, Tangerang (Banten)             1.646.887.273  07-Jul-13 

Kontruksi Sabo dan Tanggul Gn. Merapi-JO          56.655.792.921  14-Jul-13 

Jl. Akses Perimeter Bandara Sutta - Cengkareng,Tangerang (Banten)          21.709.086.364  19-Jul-13 

CBC Cengkareng - Tangerang (Banten)          14.659.090.909  06-Agust-13 

Akses Kalibaru - Tj. Priok (Jak-Ut)          57.129.570.909  07-Agust-13 

Paket JGSBj-50, Pembangunan Jembatan  Kereta api baru, antara Semarang-Alastua          35.706.313.636  26-Okt-13 

Paket JGSBj-58, Pekerjaan Sipil dan Jalan KA, Perkuatan/perlindungan Jalan KA.          75.977.659.091  26-Okt-13 

Perbaikan B. Solo Hulu          54.253.486.740  13-Des-13 

Proyek Embung Diponegoro Semarang          19.864.323.636  21-Des-13 

Asahan No.3 Hydroelectric Power Plant Consruction Project JICA Loan No.IP-532        505.311.442.575  25-Des-13 

Darurat Kali Keruh             3.218.327.125  29-Des-13 

Pembangunan Bendung Gerak Sembayat-JO          96.018.699.818  31-Des-13 
Paket JGSBj-9, Pembangunan Jalan Kereta Api baru, Km 23+390s/d Km 27+163 
sepanjang 3.773 M          86.912.086.364  31-Des-13 

Paket JGSBj-10, Pembangunan Jalan Kereta Api baru, Km 23+390 s/d Km 30+936          86.868.169.091  31-Des-13 
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Nama Proyek 

 Nilai Kontrak (dalam 
Rupiah)  Tanggal Penyelesaian 

Pelabuhan Tanjung Emas 

Penanganan Darurat Kalimalang                870.009.091  14-Des-11 

WTP Berau Tahap II-JO          62.099.332.609  20-Des-11 

Peningkatan Struktur Jln Laks. RE. Martadinata          16.566.664.545  24-Des-11 

Paket : Perbaikan Jl. RE Martadinata (Sisi Utara) Jak-Ut             8.228.715.409  31-Des-11 

Perluasan Dermaga Antar Pulau Pelabuhan Batu Ampar Thp II             6.165.264.600  31-Des-11 

Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono Seksi I          43.728.685.455  28-Jan-12 

Paket Penanganan Longsoran Jalan Laks. RE. Martadinata             4.836.545.455  09-Mar-12 

Pembangunan Graving Dock        172.842.754.545  29-Mar-12 

Jalan Sorek-Teluk Meranti-Guntung        163.757.003.523  30-Mar-12 

Lanj.Pelebaran jl. P1 & P2 Bandara Soekarno-Hatta          35.379.526.364  12-Mei-12 
Pembangunan Jalur Ganda KA Cikampek-Cirebon (II) Segmen III Modifikasi 
St.Cirebon        366.350.748.818  30-Jun-12 

JICT-T1 West Pile Strenghtening Phase-5          10.606.645.455  22-Jul-12 
Pembangunan Jl. Layang Non Tol Kp.Melayu Tanah Abang (Stage I : Sudirman-
Casablanca)        145.712.728.181  12-Agust-12 

Suramadu Approach Bridge ( Bentang Tengah )          77.566.821.141  16-Agust-12 

Pek. Rigid Beton ROW 47 Sec.1&2 Jalur Sutera BLVD Alam Sutera          29.256.544.928  20-Agust-12 

Pek. Rigid Beton ROW 47 Sec.3 Jalur Sutera BLVD Alam Sutera          15.198.174.066  20-Agust-12 

Peningkatan Jalan RE.Martadinata IV          46.037.703.636  12-Sep-12 

Normalisasi Sungai Garang dan Banjir Kanal Barat-JO        190.658.081.206  14-Okt-12 
Pembangunan Jembatan KA Baru BH 1549 Tahap I antara Lebeng - Maos Lintas 
Bogor - Yogyakarta          12.702.250.909  01-Nop-12 

Infrastruktur Penanganan Luapan Lumpur        324.649.031.982  30-Nop-12 

Pekerjaan Rehabilitasi Dan Konstruksi bangunan Sabo Dam Paket I          93.653.216.955  11-Des-12 

Pembangunan Jembatan dan Jalan Tol Solo-Kertosono        126.743.497.273  14-Des-12 

JICT Expansion Plan Civil Works Scope 2 (Phase 3 & 4)        203.044.454.545  31-Des-12 

Jetty Tayan          68.743.665.244  31-Jan-13 

JICT 5B - Tj. Priok (Jak-Ut)          60.629.409.359  11-Feb-13 

FO Summarecon - Bekasi Utara (Jabar)        144.500.000.000  23-Feb-13 

TPK KOJA - Tj. Priok (Jak-Ut)          12.936.000.000  14-Apr-13 

JICT BRA - Tj. Priok (Jak-Ut)          42.800.000.000  15-Mei-13 

Taxi Way - Cengkareng, Tangerang (Banten)             1.646.887.273  07-Jul-13 

Kontruksi Sabo dan Tanggul Gn. Merapi-JO          56.655.792.921  14-Jul-13 

Jl. Akses Perimeter Bandara Sutta - Cengkareng,Tangerang (Banten)          21.709.086.364  19-Jul-13 

CBC Cengkareng - Tangerang (Banten)          14.659.090.909  06-Agust-13 

Akses Kalibaru - Tj. Priok (Jak-Ut)          57.129.570.909  07-Agust-13 

Paket JGSBj-50, Pembangunan Jembatan  Kereta api baru, antara Semarang-Alastua          35.706.313.636  26-Okt-13 

Paket JGSBj-58, Pekerjaan Sipil dan Jalan KA, Perkuatan/perlindungan Jalan KA.          75.977.659.091  26-Okt-13 

Perbaikan B. Solo Hulu          54.253.486.740  13-Des-13 

Proyek Embung Diponegoro Semarang          19.864.323.636  21-Des-13 

Asahan No.3 Hydroelectric Power Plant Consruction Project JICA Loan No.IP-532        505.311.442.575  25-Des-13 

Darurat Kali Keruh             3.218.327.125  29-Des-13 

Pembangunan Bendung Gerak Sembayat-JO          96.018.699.818  31-Des-13 
Paket JGSBj-9, Pembangunan Jalan Kereta Api baru, Km 23+390s/d Km 27+163 
sepanjang 3.773 M          86.912.086.364  31-Des-13 

Paket JGSBj-10, Pembangunan Jalan Kereta Api baru, Km 23+390 s/d Km 30+936          86.868.169.091  31-Des-13 

Nama Proyek 

 Nilai Kontrak (dalam 
Rupiah)  Tanggal Penyelesaian 

sepanjang 3.773 M 

Waduk Serbaguna Jatibarang-JO          89.592.828.078  12-Jan-14 

Perimeter Lanjutan Bandara Sutta , Tangerang (Banten)          30.594.507.273  22-Jan-14 

Jabung Ring Dike-JO          92.840.961.927  25-Jan-14 

Pemb.JORR W-2 - Kebon Jeruk-Joglo (Tangerang-Banten)        171.322.150.909  01-Mar-14 

Precast Concrete Piperack Construction Work          81.720.900.000  02-Mar-14 

Jalan Tol Metland Bekasi - Bekasi Barat (Jabar)          24.160.000.000  23-Mar-14 

Perimeter Pengganti Bandara Soetta, Cengkareng (Tangerang-Banten)          13.617.454.545  23-Apr-14 

S.Citarum Pkt-1 - Kab.Bekasi (Jabar)        242.306.835.454  30-Jun-14 

Dermaga Petikemas Banjarmasin          68.742.182.727  05-Jul-14 
Perbaikan Darurat Bencana Erupsi Merapi (Paket 6) Lanj 5 Normalisasi Alur Sungai 
& Pasangan Bronjong             9.083.434.545  24-Agust-14 

Dermaga Carter - Tj. Priok (Jak-Ut)          74.676.792.727  02-Okt-14 

Jaringan Air Baku Kawasan Bregas II          85.997.227.273  06-Okt-14 
Paket Pekerjaaan Konstruksi : Pembangunan Embung Diponegoro (Lanjutan) Kota 
Semarang          15.712.641.818  07-Des-14 

Jalan Akses Jembatan Tayan-JO          67.488.065.072  15-Jan-15 

Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1A        431.687.139.291  30-Jan-15 

Fly Over Palur-Solo          75.118.554.124  30-Jan-15 

Pengerukan Teluk Lamong          65.125.790.751  08-Feb-15 

PDAM Sunggal          81.635.588.727  10-Mar-15 

Pembangunan Jembatan Tayan-JO        269.101.973.193  05-Mei-15 

Pembangunan Jembatan Madusari          30.250.000.000  06-Mei-15 

Dam Tembesi Thp II, Batam          87.751.185.000  23-Jun-15 

Terminal Petikemas Semarang-JO          71.770.676.345  14-Jul-15 
Pembangunan Jalan Tol Gempol - Pandaan, Tahap I Paket 2 (STA.5+500-
STA.11+500)        231.932.454.545  18-Jul-15 

Jalan Akses Lingkarmas          30.000.000.000  24-Jul-15 
Pembangunan Causeway & Lapangan Penumpukan Terminal Multipurpose Teluk 
Lamong-JO        372.056.767.918  05-Agust-15 

APRON          57.851.662.036  06-Agust-15 

Pembangunan Fly Over Simpang Jakabaring          83.665.265.455  02-Des-15 

Tol Soker Seksi 1 F          83.103.457.104  22-Des-15 

Peningkatan Jalan Lingkar Bengkalis (Multi Years)        183.357.981.818  31-Des-15 

Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IV    1.408.468.529.921  12-Feb-16 

Bandara Kertajati Tahap III          64.246.020.000  29-Jun-16 

Renovasi Gudang 102 & 124 Pelabuhan Tanjung Perak          28.378.104.545  30-Jun-16 
 

B. PROYEK YANG SEDANG BERJALAN DSU II 
 

Nama Proyek 

Nilai Kontrak (dalam 
Rupiah)  Tanggal Penyelesaian 

Stasiun KA Kualanamu-Medan 
       262.712.727.272  22-Des-16 

Package 5 sewerage System Medan -Expansion (Zone 10,11)          62.758.584.000  21-Jan-17 

Jaringan Air Baku Bregas III          94.151.993.636  03-Feb-17 
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Nama Proyek 

Nilai Kontrak (dalam 
Rupiah)  Tanggal Penyelesaian 

Package No. 2 Reconstruction of National Road Section BTS A Tengah Blangkejeren-
JO          91.300.000.000  10-Feb-17 

Tol Surabaya - Mojokerto Seksi 1B        515.044.758.802  26-Feb-17 

Terminal Multipurpose Pelabuhan Belawan        209.317.388.182  09-Mar-17 

Jembatan Bangkinang        106.989.093.264  09-Des-17 

Jembatan Dompak - Kep. Riau        284.413.624.545  25-Des-17 

Jalan Tol Seroja        628.117.000.000  03-Jan-18 

Container Yard (CY) Tahap 2-Teluk Lamong        325.479.689.091  02-Feb-18 

Dermaga Belawan Fase-2-JO        638.828.802.364  28-Apr-18 

Tol Surabaya-Mojokerto Seksi II        167.708.061.261  05-Jun-18 

Tol Surabaya-Mojokerto Seksi III        154.018.096.563  05-Jun-18 

Bendung Sei Padang D.I. Bajayu-JO        102.243.043.560  21-Jul-18 

Pembangunan Waduk Bendo-JO        199.061.978.182  29-Jul-18 

Tol Bawen-Solo Seksi 2          85.403.685.667  21-Okt-18 

Diversion Channel in Putih River-JO        155.708.293.619  08-Nop-18 

Bendungan Tugu  Trenggalek        563.636.160.909  16-Des-18 

Pembangunan Saluran Suplesi Jabung-JO        106.465.074.000  17-Des-18 

Jalan Akses Gede Bage        278.063.536.364  26-Des-18 

Tol Soker Seksi 1 Multiyears - JO        187.234.485.397  09-Jun-19 

Irigasi DI. Rentang (SI. Gegesik)        179.412.258.182  29-Okt-19 

Bendungan Sei Gong-JO        140.900.018.815  29-Nop-19 

Bendungan Logung-JO        319.056.530.182  18-Des-19 

Rehabilitasi Kelambu Kiri-JO        246.938.696.000  04-Jan-20 

Bendungan Keureuto        406.916.205.864  17-Feb-20 

Jalan Tol Lampung    2.181.885.221.246  25-Mei-20 

Construction Of Closure Dike-JO        184.823.404.186  15-Jun-20 

Toll Soker (Loan)-JO        717.788.625.995  18-Agust-20 

Toll Cisumdawu Phase II-JO        633.818.120.175  12-Sep-20 

Upper Cisokan Package I Lot IA & Lot 1B-JO     3.106.133.638.267  16-Nop-20 

Fly Over Kramasan (MYC)        200.771.671.869  29-Mar-21 

Karian Dam-JO        262.456.378.010  15-Jun-21 
 
C. Departemen Sipil Umum III (“DSU III”) 

DSU III dibentuk pada Desember 2011, dengan fokus kepada proyek yang pendanaannya dari APBD serta proyek-proyek 
yang nilainya lebih kecil dari 100 miliar Rupiah. Saat ini DSU III menangani sepuluh wilayah operasi yang tersebar di seluruh 
Indonesia.  

Adapun proyek yang telah dan saat ini yang telah dijalankan DSU III antara lain: 

A. PROYEK YANG TELAH DISELESAIKAN DSU III 

Nama Proyek 
Nilai Kontrak (dalam 

Rupiah) 
Tanggal Penyelesaian 

Pemeliharaan Jalan Liang Anggang-Pleihari-JO      42.125.579.629  03-Jan-11 

Construction of ADM Bridge. Sta 4+630 (KPC 3)         7.700.000.000  27-Jan-11 

Pembangunan Simpang Susun (Akses Cemara) pada jalan Tol Belmera      18.284.321.136  15-Feb-11 
Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Bendungan Gonggang  (II) Tahap V Kabupaten 
Magetan      21.819.072.880  01-Mar-11 

Pekerjaan Civil & Structure Powerhouse PLTA Poso II      43.248.999.090  01-Mar-11 
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Nama Proyek 

Nilai Kontrak (dalam 
Rupiah)  Tanggal Penyelesaian 

Package No. 2 Reconstruction of National Road Section BTS A Tengah Blangkejeren-
JO          91.300.000.000  10-Feb-17 

Tol Surabaya - Mojokerto Seksi 1B        515.044.758.802  26-Feb-17 

Terminal Multipurpose Pelabuhan Belawan        209.317.388.182  09-Mar-17 

Jembatan Bangkinang        106.989.093.264  09-Des-17 

Jembatan Dompak - Kep. Riau        284.413.624.545  25-Des-17 

Jalan Tol Seroja        628.117.000.000  03-Jan-18 

Container Yard (CY) Tahap 2-Teluk Lamong        325.479.689.091  02-Feb-18 

Dermaga Belawan Fase-2-JO        638.828.802.364  28-Apr-18 

Tol Surabaya-Mojokerto Seksi II        167.708.061.261  05-Jun-18 

Tol Surabaya-Mojokerto Seksi III        154.018.096.563  05-Jun-18 

Bendung Sei Padang D.I. Bajayu-JO        102.243.043.560  21-Jul-18 

Pembangunan Waduk Bendo-JO        199.061.978.182  29-Jul-18 

Tol Bawen-Solo Seksi 2          85.403.685.667  21-Okt-18 

Diversion Channel in Putih River-JO        155.708.293.619  08-Nop-18 

Bendungan Tugu  Trenggalek        563.636.160.909  16-Des-18 

Pembangunan Saluran Suplesi Jabung-JO        106.465.074.000  17-Des-18 

Jalan Akses Gede Bage        278.063.536.364  26-Des-18 

Tol Soker Seksi 1 Multiyears - JO        187.234.485.397  09-Jun-19 

Irigasi DI. Rentang (SI. Gegesik)        179.412.258.182  29-Okt-19 

Bendungan Sei Gong-JO        140.900.018.815  29-Nop-19 

Bendungan Logung-JO        319.056.530.182  18-Des-19 

Rehabilitasi Kelambu Kiri-JO        246.938.696.000  04-Jan-20 

Bendungan Keureuto        406.916.205.864  17-Feb-20 

Jalan Tol Lampung    2.181.885.221.246  25-Mei-20 

Construction Of Closure Dike-JO        184.823.404.186  15-Jun-20 

Toll Soker (Loan)-JO        717.788.625.995  18-Agust-20 

Toll Cisumdawu Phase II-JO        633.818.120.175  12-Sep-20 

Upper Cisokan Package I Lot IA & Lot 1B-JO     3.106.133.638.267  16-Nop-20 

Fly Over Kramasan (MYC)        200.771.671.869  29-Mar-21 

Karian Dam-JO        262.456.378.010  15-Jun-21 
 
C. Departemen Sipil Umum III (“DSU III”) 

DSU III dibentuk pada Desember 2011, dengan fokus kepada proyek yang pendanaannya dari APBD serta proyek-proyek 
yang nilainya lebih kecil dari 100 miliar Rupiah. Saat ini DSU III menangani sepuluh wilayah operasi yang tersebar di seluruh 
Indonesia.  

Adapun proyek yang telah dan saat ini yang telah dijalankan DSU III antara lain: 

A. PROYEK YANG TELAH DISELESAIKAN DSU III 

Nama Proyek 
Nilai Kontrak (dalam 

Rupiah) 
Tanggal Penyelesaian 

Pemeliharaan Jalan Liang Anggang-Pleihari-JO      42.125.579.629  03-Jan-11 

Construction of ADM Bridge. Sta 4+630 (KPC 3)         7.700.000.000  27-Jan-11 

Pembangunan Simpang Susun (Akses Cemara) pada jalan Tol Belmera      18.284.321.136  15-Feb-11 
Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Bendungan Gonggang  (II) Tahap V Kabupaten 
Magetan      21.819.072.880  01-Mar-11 

Pekerjaan Civil & Structure Powerhouse PLTA Poso II      43.248.999.090  01-Mar-11 

Nama Proyek 
Nilai Kontrak (dalam 

Rupiah) 
Tanggal Penyelesaian 

Amandit Irrigation-JO, Kalsel    126.507.887.575  06-Mar-11 

Pembangunan Jalan Nimbotong-Sarmi-JO      62.818.874.727  06-Mar-11 

Pembangunan Jembatan Kelinjau      35.626.229.644  26-Mar-11 

Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kakap Cs - JO      23.290.392.360  05-Apr-11 

Peningkatan Jalan Kimibay-Napan Paket EIB-174      22.185.000.000  19-Apr-11 
Pek Pemb Jln Menuju Dermaga & Pemb Badan Jln Penghubung di Terminal CPO 
Pelabuhan Bagendang Sampit         9.304.752.727  21-Apr-11 

Pembangunan Dermaga Bengkulu      33.334.331.818  21-Apr-11 

Pembangunan Jembatan Sungai Liong      15.537.895.655  25-Apr-11 

Pengadaan Material Jembatan (Bangunan Atas)      10.482.886.062  27-Apr-11 
Tanggap Darurat Normalisasi Alur dan Bronjong di Kali Krasak,Kali Putih,Kali Pabelan 
& Kali Senowo      22.727.272.727  05-Mei-11 

Pengadaan & Pemancangan Spun Pile Jembatan Muara Sabak - Jambi      12.135.441.182  10-Mei-11 

Perbaikan Darurat bencana erupsi Gunung Merapi (Paket 6) - Lanjutan 1         8.347.363.636  14-Mei-11 

Pembangunan Gedung Sport Science Centre Sumatra Selatan      17.000.000.000  14-Jun-11 
Pemb Gedung Malaria Centre, Mess Perawat, Rumah Dinas Dokter/Direksi, Guest 
House di Pangkal Pinang      27.227.272.727  14-Jun-11 

Pembangunan Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang         8.362.727.273  10-Jul-11 
Pembangunan Jembatan KA Baru BH.1153 antara Prupuk-Patuguran Lintas Cirebon-
Kroya      40.331.695.868  23-Jul-11 
Pembangunan Struktur Bangunan Atas Jembatan Ulak Kembang Kec. Batang Hari 
Leko      15.653.732.727  23-Agust-11 

Peningkatan jalan Sindangbarang-Agrabinta-Tegalbuleud      40.765.957.800  27-Agust-11 

Konstruksi Underpass PT Borneo Indobara      12.683.181.818  17-Sep-11 

Pekerjaan Pembangunan Jembatan Permanen di Pulau Sicanang      32.394.434.074  14-Okt-11 

Pembangunan Jembatan KA Jalur Ganda Serpong - Maja      34.658.581.818  18-Okt-11 
Pekerjaan KonservasiSub DAS (Pembangunan Saluran Spillway)Bendali III Kota 
Balikpapan         8.172.728.182  03-Nop-11 

Peningkatan Struktur Jalan Bonggo - Betaf - Sarmi         6.168.376.364  04-Nop-11 

Pekerjaan Pembangunan Bendung kaliorang      33.632.709.091  14-Nop-11 

Pekerjaan Pembangunan Pengama n Pantai pulau Sambit         8.782.688.182  14-Nop-11 

Pekerjaan Sipil Power Hause tahap 2 &  Culvert  Tailrace PLTA  POSO II      18.343.680.000  04-Des-11 

Pekerjaan Konstruksi Sipil Lati Upgrade IV di Lati Mine OPeration PT. Berau Coal      51.269.284.187  06-Des-11 

Pembangunan Jalan Pangkalan Lada-Jl. A.Yani-JO      43.620.842.727  06-Des-11 

Pekerjaan Rehab/Rekonstruksi Jalan Malalak - Balingka         4.414.065.455  07-Des-11 

Pembangunan Bendung Gonggang Tahap VI di Kabupaten Magetan      18.144.363.636  10-Des-11 

Pekerjaan Irigasi Kota Bangun      24.803.330.909  11-Des-11 
Pekerjaan Konstruksi Pembangunan  Fasilitas Pelabuhan Laut Pigaraja Tahap I TA. 
2011         4.811.500.000  11-Des-11 

Pekerjaan Drainase Gunung Bahagia Kota Balikpapan         2.746.275.455  14-Des-11 
Pemeliharaan Infrastruktur Pengendali Banjir Penanggulangan sampah di Kali Angke 
Pesing      28.371.371.711  15-Des-11 

Pembangunan Krib Pengaman Tebing Siak di Camp Area Pedada         6.498.084.912  21-Des-11 

Lanjutan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Pulau Sambit (ABT)      11.571.828.182  22-Des-11 

Pembangunan Bendung Irigasi Kreung Pase Aceh Utara Tahap I (OTSUS/KAB KOTA)         4.600.163.785  22-Des-11 

Pembangunan Jembatan Lau Luhung di Kabupaten Deli Serdang      35.413.121.805  24-Des-11 
Pelapisan Landas Pacu PCN dan Turning Area Termasuk Marking bandar udara 
Djalaludin Gorontalo      21.157.272.727  30-Des-11 
Perbaikan Darurat Prasarana Sumber Daya Air akhibat Bencana Erupsi Gunung 
Merapi         3.090.909.091  31-Des-11 

Penanganan Jemb Serayu Cindaga Pd Ruas Jln Nasional Sampang - Rawalo (No. Ruas         9.090.909.091  31-Des-11 
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Nama Proyek 
Nilai Kontrak (dalam 

Rupiah) 
Tanggal Penyelesaian 

031) Kab. Banyumas 

Penanganan Mendesak Banjir Lahar Dingin Letusan Gunung Merapi IV      10.049.835.455  17-Jan-12 
Pemb Reservoar Kapasitas 4000 m3 Integral Ruang Pompa Distribusi & Bangunan 
Pelengkap      12.731.625.826  11-Feb-12 

Tanggap darurat Jalan Alternatif Simpang Lakuk PLN         9.035.059.655  11-Feb-12 

Kelengkapan Penanganan Jembatan Soge II Pacitan         2.286.788.182  19-Feb-12 

Pembangunan TPA persampahan Kota Sangatta      12.285.347.890  28-Feb-12 
Aceh Road/Bridge Reconstruction and Rehabilitation Project (USAID) Segment 1B + 
4.    732.641.960.808  01-Mar-12 
Pemb Jalur Ganda Antara Stasiun Penimur - Stasiun Niru Lintas Prabumulih - 
Muaraenim (8300 MSP)      29.218.221.300  14-Mar-12 

Construction of Sabo Dam No. 7-6 & 7-7 Bawakaraeng      21.787.684.468  26-Mar-12 

Pembangunan Jembatan Lintas Barat-JO      43.182.251.968  30-Mar-12 

Pembangunan Perpipaan Air Limbah Denpasar ( II )      60.890.649.616  08-Apr-12 
Pek Jemb Rangka Baja Type A Bentang 60.00 meter PT Kuansing Inti Makmur, 
Muara Bungo, Jambi         9.441.691.000  19-Apr-12 

Pembangunan GEdung Akper Sekayu tahap IV         4.393.510.909  24-Apr-12 

Pembangunan Rusun Lokasi Rempoa      41.661.196.080  02-Mei-12 
Perbaikan Erupsi Gng Merapi (Paket 6) Normalisasi Alur Sungai di Kali Putih,Kali 
Pabelan,Kali Senowo      13.636.363.636  09-Mei-12 

Pembangunan Pengaman Pantai Amal Tarakan tahap VII      39.661.666.363  25-Mei-12 

Pembangunan Jembatan Musi Mangunjaya (Tahap I)         4.450.333.636  12-Agust-12 

Pembangunan Lapangan PEnumpukan di Pelabuhan Bagendang Sampit      21.848.669.091  13-Agust-12 
Construction of Road Arongan Gampong Suak Breuh - Sp. Kisaran / Meulaboh 
(JNB3)      37.850.305.118  15-Agust-12 

Rounding Up Bangunan Pengendali banjir Bendali III Balikpapan         9.499.463.636  21-Agust-12 
Penanganan Badan Jalan Longsor pada Ruas Jalan Wangon - Batas Jabar KM Bms 
58+300 Cs         3.636.363.636  23-Sep-12 

Pembangunan Dermaga CPO Tahap 2 di pelabuhan Bagendang Sampit      12.981.883.636  27-Sep-12 

Alabio Irigation Project      12.685.308.000  26-Okt-12 

Pekerjaan Pondasi Tangki BBM kapasitas 2x2.000.000 liter         3.330.744.545  06-Nop-12 

Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir (Bendali) IV Kota Balikpapan         7.779.363.636  06-Nop-12 

Pekerjaan Perpanjangan Dermaga B 400 M Dumai    130.505.622.727  12-Nop-12 
Pembangunan Penyediaan Air baku Palingkau di Kelurahan Palingkau Kabupaten 
Kapuas      51.766.467.455  06-Des-12 

Paket Pekerjaan Konstruksi Perkuatan Lereng Kiri Kaki Bendungan Jatigede      80.358.209.091  13-Des-12 

Lanjutan Pembangunan Jembatan Lau Luhung di Kabupaten Deli Serdang      15.677.064.000  15-Des-12 
Pek Konstruksi Apron Rigid Thp I trmsk marking di Bandara Udara Sultan Syarif 
Kasim II - Pekanbaru      33.576.361.818  19-Des-12 

Pembangunan Gudang Tertutup 012 (Uk. 133 x 40)      11.543.995.455  28-Des-12 

Pembangunan Duplikat  Jembatan Tk. Unda (Pratekan)      24.834.820.000  29-Des-12 
Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Bandang (Galodo) di Kota Padang dan 
Kabupaten Padang Pariaman      20.000.000.000  11-Jan-13 

Bengalon Sekurau New Bridge and Rehabilitation      34.912.500.000  21-Jan-13 
Pembangunan Jembatan Bailley Pada lokasi Jembatan Teplok, Jembatan Kranjan I 
dan Jembatan Kranjan II      17.661.000.000  25-Jan-13 

Construction of Lembak River Bridge - Phase 1 & 2      56.099.646.488  27-Jan-13 

Peningkatan Struktur Jalan Dumai - Duri C      22.863.474.644  30-Jan-13 

Pengaman Tebing & Abutment Jembatan Gantung Tlatar      13.027.000.000  12-Feb-13 

Tanggap Darurat Ciujung         1.010.909.091  18-Apr-13 
Extending Water Distribution Selat Hulu Urban Water Supply and Sanitation Project 
(UWSSP)      14.017.000.000  17-Mei-13 
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Nama Proyek 
Nilai Kontrak (dalam 

Rupiah) 
Tanggal Penyelesaian 

031) Kab. Banyumas 

Penanganan Mendesak Banjir Lahar Dingin Letusan Gunung Merapi IV      10.049.835.455  17-Jan-12 
Pemb Reservoar Kapasitas 4000 m3 Integral Ruang Pompa Distribusi & Bangunan 
Pelengkap      12.731.625.826  11-Feb-12 

Tanggap darurat Jalan Alternatif Simpang Lakuk PLN         9.035.059.655  11-Feb-12 

Kelengkapan Penanganan Jembatan Soge II Pacitan         2.286.788.182  19-Feb-12 

Pembangunan TPA persampahan Kota Sangatta      12.285.347.890  28-Feb-12 
Aceh Road/Bridge Reconstruction and Rehabilitation Project (USAID) Segment 1B + 
4.    732.641.960.808  01-Mar-12 
Pemb Jalur Ganda Antara Stasiun Penimur - Stasiun Niru Lintas Prabumulih - 
Muaraenim (8300 MSP)      29.218.221.300  14-Mar-12 

Construction of Sabo Dam No. 7-6 & 7-7 Bawakaraeng      21.787.684.468  26-Mar-12 

Pembangunan Jembatan Lintas Barat-JO      43.182.251.968  30-Mar-12 

Pembangunan Perpipaan Air Limbah Denpasar ( II )      60.890.649.616  08-Apr-12 
Pek Jemb Rangka Baja Type A Bentang 60.00 meter PT Kuansing Inti Makmur, 
Muara Bungo, Jambi         9.441.691.000  19-Apr-12 

Pembangunan GEdung Akper Sekayu tahap IV         4.393.510.909  24-Apr-12 

Pembangunan Rusun Lokasi Rempoa      41.661.196.080  02-Mei-12 
Perbaikan Erupsi Gng Merapi (Paket 6) Normalisasi Alur Sungai di Kali Putih,Kali 
Pabelan,Kali Senowo      13.636.363.636  09-Mei-12 

Pembangunan Pengaman Pantai Amal Tarakan tahap VII      39.661.666.363  25-Mei-12 

Pembangunan Jembatan Musi Mangunjaya (Tahap I)         4.450.333.636  12-Agust-12 

Pembangunan Lapangan PEnumpukan di Pelabuhan Bagendang Sampit      21.848.669.091  13-Agust-12 
Construction of Road Arongan Gampong Suak Breuh - Sp. Kisaran / Meulaboh 
(JNB3)      37.850.305.118  15-Agust-12 

Rounding Up Bangunan Pengendali banjir Bendali III Balikpapan         9.499.463.636  21-Agust-12 
Penanganan Badan Jalan Longsor pada Ruas Jalan Wangon - Batas Jabar KM Bms 
58+300 Cs         3.636.363.636  23-Sep-12 

Pembangunan Dermaga CPO Tahap 2 di pelabuhan Bagendang Sampit      12.981.883.636  27-Sep-12 

Alabio Irigation Project      12.685.308.000  26-Okt-12 

Pekerjaan Pondasi Tangki BBM kapasitas 2x2.000.000 liter         3.330.744.545  06-Nop-12 

Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir (Bendali) IV Kota Balikpapan         7.779.363.636  06-Nop-12 

Pekerjaan Perpanjangan Dermaga B 400 M Dumai    130.505.622.727  12-Nop-12 
Pembangunan Penyediaan Air baku Palingkau di Kelurahan Palingkau Kabupaten 
Kapuas      51.766.467.455  06-Des-12 

Paket Pekerjaan Konstruksi Perkuatan Lereng Kiri Kaki Bendungan Jatigede      80.358.209.091  13-Des-12 

Lanjutan Pembangunan Jembatan Lau Luhung di Kabupaten Deli Serdang      15.677.064.000  15-Des-12 
Pek Konstruksi Apron Rigid Thp I trmsk marking di Bandara Udara Sultan Syarif 
Kasim II - Pekanbaru      33.576.361.818  19-Des-12 

Pembangunan Gudang Tertutup 012 (Uk. 133 x 40)      11.543.995.455  28-Des-12 

Pembangunan Duplikat  Jembatan Tk. Unda (Pratekan)      24.834.820.000  29-Des-12 
Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Bandang (Galodo) di Kota Padang dan 
Kabupaten Padang Pariaman      20.000.000.000  11-Jan-13 

Bengalon Sekurau New Bridge and Rehabilitation      34.912.500.000  21-Jan-13 
Pembangunan Jembatan Bailley Pada lokasi Jembatan Teplok, Jembatan Kranjan I 
dan Jembatan Kranjan II      17.661.000.000  25-Jan-13 

Construction of Lembak River Bridge - Phase 1 & 2      56.099.646.488  27-Jan-13 

Peningkatan Struktur Jalan Dumai - Duri C      22.863.474.644  30-Jan-13 

Pengaman Tebing & Abutment Jembatan Gantung Tlatar      13.027.000.000  12-Feb-13 

Tanggap Darurat Ciujung         1.010.909.091  18-Apr-13 
Extending Water Distribution Selat Hulu Urban Water Supply and Sanitation Project 
(UWSSP)      14.017.000.000  17-Mei-13 

Nama Proyek 
Nilai Kontrak (dalam 

Rupiah) 
Tanggal Penyelesaian 

Telagawaja Paket VII JO, Pembangunan Air Baku Telagawaja di Kab. Karangasem      10.394.119.273  22-Mei-13 

Pembuatan Drainase Ruas Jalan Gerbang BTDC-Tanjung Benoa         8.411.268.182  04-Jun-13 

Pembangunan Bendungan Wain      42.961.349.091  18-Jun-13 
Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Ciujung Kab. Serang (Paket: P3B-
Ciu/2012)      29.446.272.727  28-Jun-13 

Pembangunan Tampungan Air Baku  Sei Gesek Kab. Bintan      12.023.224.636  29-Jun-13 
Civils Work of Headworks and Main Irrigation System of batang Anai Irrigation Sub 
Project (PIRIMP)      39.976.395.690  01-Jul-13 

Pembangunan Sarana Air Bersih untuk KAP   2x50ltr/dtk Kota Puruh Cahu      74.137.292.727  03-Jul-13 

Pengendalian Sedimen Bawakaraeng      16.362.764.413  17-Jul-13 

Lanjutan Pembangunan Bendung Kaliorang         5.389.166.364  18-Jul-13 

Pembangunan Embung Lawe-Lawe      53.481.895.991  02-Agust-13 

Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kademan - Penajam         5.100.799.091  09-Agust-13 

Pembangunan Instalasi Pompa Kawasan Greges      24.868.843.243  15-Agust-13 

Pembangunan Tanggul Sistem Polder Tahap I di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang      17.767.961.636  29-Agust-13 

Muara Wahau Road Diversion (Construction of Kepodang and Rangkok Bridges)      15.100.000.000  07-Okt-13 

Pembangunan Dermaga Proyek Packing Plant      15.150.000.000  17-Okt-13 

Pekerjaan Lanjutan Bendali IV Kota Balikpapan         8.538.818.182  22-Okt-13 

Pekerjaan Sipil jaringan Irigasi Utama dan Sekunder Paket AMS-06      49.486.834.545  26-Okt-13 

Pembangunan Jalan KA untuk Jalur Ganda KM 39 + 500 s/d KM 42 + 400      32.790.053.000  01-Nop-13 

Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Tanjung Kasuari      15.615.832.000  02-Nop-13 
Paket Pek Pemb Jalur Ganda Kereta Api di KM 215+550 s.d KM 221+999 Antara 
Waruduwur - Cirebonrujakan      65.790.388.182  05-Nop-13 

Paket Pembangunan jalan Timika - Fotowali - Enarotali      46.218.707.809  13-Nop-13 
Praska Paket J3 JO Pekerjaan Membuat Jembatan WTP Bentang Lintas Bojonegoro - 
Surabaya Pasar Turi      36.957.590.500  24-Nop-13 
Praska Paket J2 JO Pek Membuat Jemb BH 455 Lintas Bojonegoro - Surabaya 
Pasarturi      29.083.536.364  24-Nop-13 

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan jalan ke Pelabuhan Arar - Sorong      52.800.969.027  25-Nop-13 

Pembangunan Pengaman Pantai Tanjung Kasuari Kabupaten Sorong      14.288.345.454  28-Nop-13 

Pekerjaan Pembangunan Bandar Udara Miagas      38.617.060.909  02-Des-13 

Lanjutan Pembangunan Bendungan Wain      25.824.740.000  07-Des-13 

Paket Pembangunan Jembatan Nugure      30.739.348.691  07-Des-13 

Construction of Road Arongan Lambalek - Gampong Suak Breuh (JNB2)      29.965.150.145  08-Des-13 

Pembangunan Fly Over Simpang Air Hitam      16.191.975.454  11-Des-13 

Pembangunan Turap/Sheet Pile Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung    133.409.102.727  23-Des-13 

Pengendalian Sedimen Bawakaraeng, Sungai Jeneberang Bagian Hulu (Paket A)      30.654.245.455  24-Des-13 

Jembatan Water Front City Bangkinang      13.816.791.436  24-Des-13 
Pembangunan Duplikat Jembatan (Khusus) Tk. Unda, Pelebaran Jembatan Batu 
Mangsel I      35.666.222.727  27-Des-13 
Pemb Jemb (Multi Years) Gugus Bentang Tengah (rangka baja melengkung) 
Tanjungpinang      38.592.773.545  27-Des-13 

Construction of Coal Hauling Road no. 4 Part 2B & 2C - Melak      37.276.864.370  28-Des-13 

Pembangunan Islamic Center Kab. Merangin      18.977.431.818  31-Des-13 

Muara Wahau Road Diversion (Construction of Road)      68.525.247.000  30-Jan-14 

Pembangunan Relokasi Pipa Air Baku PDAM Surabaya      92.503.759.091  30-Jan-14 

Construct of New Access                              Road to Gunung Putri    118.194.000.000  05-Feb-14 

Pembangunan Underpass Tamiyang Layang      11.150.909.091  06-Feb-14 

Paket LMS 17 : ICB Pekerjaan sipil untuk bendung Copong, Sub Project Irigasi Leuwi      52.376.712.010  14-Feb-14 
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Nama Proyek 
Nilai Kontrak (dalam 

Rupiah) 
Tanggal Penyelesaian 

Goong 

Material Off-Loading Facility (MOF) Jetty Senoro Block      55.992.172.797  15-Feb-14 

Pekerjaan Akses Road Lot.1 PLTA Asahan III      91.969.449.273  16-Mar-14 
Construction of Additive Mix Cement Silo & Transportation System for Citeureup 
PCC Improvement      81.045.000.000  18-Mar-14 

Pembangunan Jembatan dan Underpass PT. SIS Balangan      35.841.344.000  17-Jun-14 

Pembangunan Jalan Kapuak /Rian - Tideng Pale      36.474.402.834  21-Jun-14 

Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Kademan - Penajam (PPK 08)      29.779.491.500  29-Jun-14 
Pembangunan jalan Tol/Bebas hambatan/Freeway Balikpapan - Samarinda. Paket 
KM.13 Balikpapan-Samboja    177.147.000.000  12-Agust-14 
Construction of Land Sliding At Abudment 2 Bridge 2 - new Access Road to Gunung 
putri Project      14.950.000.000  05-Sep-14 

Proyek Trass & Limestone Handling System      46.600.000.000  18-Sep-14 

Pekerjaan Pelebaran Jalan Kademan - Penajam      17.068.959.091  28-Sep-14 

Pembangunan Dermaga Multipurpose Tambahan      53.823.610.909  30-Sep-14 

Package 3 sewerage System Medan -Expansion (Zone 9)      27.225.529.000  02-Okt-14 

Pekerjaan Pengendalian Banjir Batang Tiku-Antokan Kab Agam      21.234.001.785  17-Okt-14 

Kali Woro      10.947.263.636  24-Okt-14 

Engineering, Procurement and Construction of Bentangur Tunnel      68.100.000.000  30-Nop-14 

Pekerjaan Revitalisasi Jaringan Tambak Garam di Kabupaten Cirebon    146.738.389.091  04-Des-14 

Pembangunan Jalan Oksibil - Dekay (MYC)    206.676.740.182  04-Des-14 

Pengendalian Banjir Sistem Karangmumus      12.552.306.224  09-Des-14 

Pembangunan Drainase Dalam Kota Simpang Empat (Tahap II)      19.262.988.182  11-Des-14 

Pembangunan Jembatan Batu Putih Cs      72.771.051.968  15-Des-14 

Pembangunan Bandar Udara Miangas II, 1 Paket      23.736.262.500  15-Des-14 

Pembangunan Jembatan Rangka Baja Desa Selaselilau       10.526.043.636  16-Des-14 

Pembangunan Jalan RAM 3 dan 4 KM 13, Pelabuhan Kariangau      16.237.410.000  17-Des-14 

Pembangunan Konstruksi sisi Udara Bandara Samarinda Baru      37.588.776.545  18-Des-14 

Pembangunan Jembatan di Kaltim      20.625.685.091  19-Des-14 

Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Sumber Pitu Kabupaten / Kota Malang      87.144.280.000  20-Des-14 

Pengendalian banjir Sistem Karang Mumus TA 2011-2013    135.560.726.836  31-Des-14 

Pembangunan Fly Over Jamin Ginting      41.115.455.374  31-Des-14 
Pemb Jembatan KA Baru BH.1549 antara Lebeng-Maos Lintas Bogor-Yogyakarta 
(Multiyears 2013-2014)      64.380.567.500  31-Des-14 

Pembangunan Fly Over Simpang Jakabaring Palembang - Sumsel      80.381.921.818  20-Jan-15 

Paket PL Pembangunan Jembatan Fly Over Simpang Jakabaring            932.389.091  22-Jan-15 

Pembangunan Saluran Sungai Pamusian      61.172.319.091  29-Jan-15 

Lanjutan Pembangunan Bendungan Wain      21.198.608.182  09-Mar-15 

Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Bendali IV Kota Balikpapan      15.997.111.818  20-Apr-15 

Lanjutan Pile Slab Martadipura 700 M      51.394.943.636  18-Mei-15 
Improvement Of Drainage System of Bendung River, Palembang Sub Project 
(Package2)      40.261.194.197  26-Mei-15 

Pembangunan Box Culvert Underpass         3.064.545.455  02-Jun-15 

Pembangunan Jalan KM.38 - Semoi - Sepaku      31.836.788.182  07-Jun-15 

Dermaga Marantua      50.222.232.727  17-Jun-15 

Proyek Multipurpose Jetty      26.000.000.000  04-Jul-15 

Pekerjaan EPC Jembatan Indobara      21.786.812.497  26-Agust-15 
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Nama Proyek 
Nilai Kontrak (dalam 

Rupiah) 
Tanggal Penyelesaian 

Goong 

Material Off-Loading Facility (MOF) Jetty Senoro Block      55.992.172.797  15-Feb-14 

Pekerjaan Akses Road Lot.1 PLTA Asahan III      91.969.449.273  16-Mar-14 
Construction of Additive Mix Cement Silo & Transportation System for Citeureup 
PCC Improvement      81.045.000.000  18-Mar-14 

Pembangunan Jembatan dan Underpass PT. SIS Balangan      35.841.344.000  17-Jun-14 

Pembangunan Jalan Kapuak /Rian - Tideng Pale      36.474.402.834  21-Jun-14 

Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Kademan - Penajam (PPK 08)      29.779.491.500  29-Jun-14 
Pembangunan jalan Tol/Bebas hambatan/Freeway Balikpapan - Samarinda. Paket 
KM.13 Balikpapan-Samboja    177.147.000.000  12-Agust-14 
Construction of Land Sliding At Abudment 2 Bridge 2 - new Access Road to Gunung 
putri Project      14.950.000.000  05-Sep-14 

Proyek Trass & Limestone Handling System      46.600.000.000  18-Sep-14 

Pekerjaan Pelebaran Jalan Kademan - Penajam      17.068.959.091  28-Sep-14 

Pembangunan Dermaga Multipurpose Tambahan      53.823.610.909  30-Sep-14 

Package 3 sewerage System Medan -Expansion (Zone 9)      27.225.529.000  02-Okt-14 

Pekerjaan Pengendalian Banjir Batang Tiku-Antokan Kab Agam      21.234.001.785  17-Okt-14 

Kali Woro      10.947.263.636  24-Okt-14 

Engineering, Procurement and Construction of Bentangur Tunnel      68.100.000.000  30-Nop-14 

Pekerjaan Revitalisasi Jaringan Tambak Garam di Kabupaten Cirebon    146.738.389.091  04-Des-14 

Pembangunan Jalan Oksibil - Dekay (MYC)    206.676.740.182  04-Des-14 

Pengendalian Banjir Sistem Karangmumus      12.552.306.224  09-Des-14 

Pembangunan Drainase Dalam Kota Simpang Empat (Tahap II)      19.262.988.182  11-Des-14 

Pembangunan Jembatan Batu Putih Cs      72.771.051.968  15-Des-14 

Pembangunan Bandar Udara Miangas II, 1 Paket      23.736.262.500  15-Des-14 

Pembangunan Jembatan Rangka Baja Desa Selaselilau       10.526.043.636  16-Des-14 

Pembangunan Jalan RAM 3 dan 4 KM 13, Pelabuhan Kariangau      16.237.410.000  17-Des-14 

Pembangunan Konstruksi sisi Udara Bandara Samarinda Baru      37.588.776.545  18-Des-14 

Pembangunan Jembatan di Kaltim      20.625.685.091  19-Des-14 

Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Sumber Pitu Kabupaten / Kota Malang      87.144.280.000  20-Des-14 

Pengendalian banjir Sistem Karang Mumus TA 2011-2013    135.560.726.836  31-Des-14 

Pembangunan Fly Over Jamin Ginting      41.115.455.374  31-Des-14 
Pemb Jembatan KA Baru BH.1549 antara Lebeng-Maos Lintas Bogor-Yogyakarta 
(Multiyears 2013-2014)      64.380.567.500  31-Des-14 

Pembangunan Fly Over Simpang Jakabaring Palembang - Sumsel      80.381.921.818  20-Jan-15 

Paket PL Pembangunan Jembatan Fly Over Simpang Jakabaring            932.389.091  22-Jan-15 

Pembangunan Saluran Sungai Pamusian      61.172.319.091  29-Jan-15 

Lanjutan Pembangunan Bendungan Wain      21.198.608.182  09-Mar-15 

Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Bendali IV Kota Balikpapan      15.997.111.818  20-Apr-15 

Lanjutan Pile Slab Martadipura 700 M      51.394.943.636  18-Mei-15 
Improvement Of Drainage System of Bendung River, Palembang Sub Project 
(Package2)      40.261.194.197  26-Mei-15 

Pembangunan Box Culvert Underpass         3.064.545.455  02-Jun-15 

Pembangunan Jalan KM.38 - Semoi - Sepaku      31.836.788.182  07-Jun-15 

Dermaga Marantua      50.222.232.727  17-Jun-15 

Proyek Multipurpose Jetty      26.000.000.000  04-Jul-15 

Pekerjaan EPC Jembatan Indobara      21.786.812.497  26-Agust-15 

Nama Proyek 
Nilai Kontrak (dalam 

Rupiah) 
Tanggal Penyelesaian 

Peningkatan Jalan Yos Sudarso    149.841.189.091  06-Sep-15 

Perkuatan Tebing Sungai Martapura      17.917.500.909  22-Okt-15 

Rehabilitasi Saluran Induk Sawitto dan Rappang, Sub-Proyek Sadang-4      21.841.097.000  11-Nop-15 

Pembangunan Jembatan Sungai Selor di Tanjung Selor      31.661.567.980  15-Nop-15 

Lanjutan Irigasi Kota Bangun    104.327.244.545  10-Des-15 

Pekerjaan Kelay Bridge Binungan Blok 8      38.100.000.000  13-Des-15 
Construction of Coal Hauling Road & Infrastucture Package I STA 0+000-37+000 
Kab. Kutai Barat,Kaltim    311.658.281.999  16-Des-15 

Pembangunan Stasion Pompa Pasar Ikan    184.407.795.455  22-Des-15 

Pembangunan / Peningkatan Jalan Rifaddin      77.523.522.727  23-Des-15 

P-23 Tommo Irrigation Sub Project (2500 Ha) Kab Mamuju      26.528.137.900  31-Des-15 

Iwur-Iyum      30.126.864.091  31-Des-15 

Oksibil - Seredala      39.227.038.454  31-Des-15 

Pembangunan jembatan Merah Putih Ambon    226.922.181.818  13-Mei-16 

Pembangunan Fly Over Simpang Air Hitam (Multiyears)    105.918.350.909  03-Jul-16 
Jasa Konstruksi Sipil Terminal Muat Kondensat dan Asam Sulfat Senoro Block Kab. 
Banggai      64.700.055.003  06-Jul-16 

Civil Works of Lempuing Secondary Canal, Section-1      80.889.102.599  15-Jul-16 

Pembangunan Jembatan Merah Putih Bentang Tengah    125.027.444.400  18-Jul-16 
 

B. PROYEK YANG SEDANG BERJALAN DSU III 

Nama Proyek 
Nilai Kontrak (dalam 

Rupiah) 
Tanggal Penyelesaian 

Pembangunan Trestle Di Dermaga 265 Pelabuhan Banjarmasin         5.829.670.000  29-Mar-17 

Jalan Oksibil - Seredala (Lanjutan)      47.417.439.091  11-Jun-17 

Underpass KPC      62.000.000.000  01-Nop-17 

Pembangunan Konstruksi Runway BSB    621.015.477.275  13-Des-17 

Entikong 01      41.350.998.182  29-Jan-18 

Pekerjaan Pembangunan Overpass Paringin PT Adaro Persada Mandiri      57.292.059.127  11-Feb-18 

Underpass Simpang Mandai    154.213.416.364  06-Jul-18 

Pembangunan Bendungan Lawe-Lawe (Multiyears)    154.487.311.818  21-Des-18 

Toll Road Development of Balikpapan - Samarinda    154.283.294.394  20-Sep-19 

Pembangunan Jembatan Sungai Manggar    247.122.988.182  22-Sep-19 

Pembangunan Saluran Sungai Sebengkok    141.268.047.273  03-Okt-19 

Toll Manado - Bitung    169.631.015.455  28-Jan-20 
Pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda (KM.13 Balikpapan - Simpang 
KM.38 Samboja) Segmen I    293.028.762.727  24-Apr-20 

Pembangunan Bendungan Paselloreng Kabupaten Wajo    496.454.221.515  04-Jun-20 

Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Trisakti - Liang Anggang    358.383.067.906  01-Nop-20 

Entikong 02    277.519.252.818  12-Nop-20 

Pembangunan Elevated Road Segmen - 1 (MYC)    152.438.274.872  30-Des-20 

Pembangunan Bendungan Kuwil    783.264.000.000  26-Jul-21 
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D. Departemen Industrial Plant (“DIP”) 

DIP didirikan pada tahun 2010, dengan fokus kepada pasar Oil And Gas dan Industrial Plant. Saat daerah operasi DIP 
meliputi seluruh wilayah di Indonesia. 

Adapun proyek yang telah dan saat ini yang telah dijalankan DIP antara lain: 

A. PROYEK YANG TELAH DISELESAIKAN DIP 

Nama Proyek 
Nilai Kontrak (dalam 

Rupiah) 
Tanggal Penyelesaian 

P9/10 PCC Grinding Plant-ITP Cirebon      57.000.000.000  26-Jan-11 

Pengadaan Jembatan Rangka Baja A60         2.983.500.000  01-Feb-11 

Fabrikasi Welded Beam SS 400               46.082.728  21-Feb-11 

Workshop,Crushing and Skyline Conveyor System of East Block      71.972.000.000  26-Feb-11 

P3/4 Trass Dryer Project - Civil and Mechanical Works      33.988.070.000  31-Mar-11 

Construction of Bharinto Coal Crushing Plant                                -    31-Mar-11 

Pekerjaan Konstruksi Baja Renovasi Gedung WIKA, Kantin Kav 10            144.088.848  13-Mei-11 

Pengadaan Jembatan Komposit Baja B50 M  Sungai Lembak KPC      13.334.981.100  21-Mei-11 

Pengadaan Jembatan Rangka Baja B60 & B40 (Ulak Kembang)         4.867.404.952  18-Jun-11 

Pengadaan Jembatan Rangka Baja B50, B60 & Linkset Papua         3.999.464.250  23-Jun-11 

Modification of Cirebon Station Project         7.100.673.065  30-Jun-11 

Pengadaan Girder dan Accessories capacity 10 T dan 30 T            519.979.500  01-Agust-11 

Pengadaan Jembatan Girder Baja Komposit B12, B15, B25, dan B30 Meter         1.997.939.091  01-Agust-11 

Pengadaan Pin Traveler dan Pin Truss            195.870.974  08-Agust-11 

Pengadaan Fabrikasi Struktur LCB Launcher Beam            177.524.640  21-Agust-11 

Pengadaan  Arm Plate Material SM490            135.300.000  31-Agust-11 

Pengadaan Bushing & Roundbar Traveller            124.380.800  25-Sep-11 

Fabrikasi Baja Warren Kelas B-60         2.150.400.000  30-Sep-11 

Struktur Baja Shelter Passenger Crossing Stasiun Cirebon            414.928.665  30-Sep-11 

Pengadaan Material SM 490 dan SS 400            727.306.250  13-Okt-11 

Pengadaan Jembatan Balley Type DS         1.248.320.000  31-Okt-11 

Pengadaan Jembatan Panel (Balley) B51 dan 54 Meter         2.194.042.500  11-Nop-11 

Pengadaan Jembatan Panel ( Balley ) B21 dan 36 Meter         1.199.722.500  11-Nop-11 

Fabrikasi Komponen Jembatan Rangka B-40         1.849.654.000  17-Nop-11 

Pengadaan Jembatan Balley Banda Aceh         4.598.100.000  15-Des-11 

Pengadaan Jembatan Rangka Baja B-40         1.267.410.975  16-Des-11 

Fabrikasi Baja Pile Jacket JICT Tj. Priok         2.358.826.600  31-Des-11 

Pengadaan Grain Seeder               49.500.000  31-Des-11 

Fabrikasi Pig Receiver n10 x n8 = 26 unit         1.175.000.000  10-Feb-12 

Pengadaan Jembatan Panel (Balley) Bentang 39 M-Jogjakarta            847.198.125  26-Feb-12 

Pengadaan Jembatan Panel (Balley) Bentang 48 M-Jogjakarta         1.021.447.125  26-Feb-12 

Pengadaan Jembatan Rangka Baja Lau Luhung      12.150.000.000  15-Mar-12 

Fabrikasi Tank Body Assy            147.500.000  22-Mar-12 

Welded Beam 600x250x12x19x4072               47.742.188  23-Mar-12 

Pembuatan BIN Mobile Mixing Unit (MMU)            630.000.000  26-Mar-12 

Pengadaan Jembatan Komposit Baja Hauling Road GBU Melak      22.680.000.000  31-Mar-12 

Pengadaan Destillation Tank dan Crusher            173.712.203  04-Apr-12 
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D. Departemen Industrial Plant (“DIP”) 

DIP didirikan pada tahun 2010, dengan fokus kepada pasar Oil And Gas dan Industrial Plant. Saat daerah operasi DIP 
meliputi seluruh wilayah di Indonesia. 

Adapun proyek yang telah dan saat ini yang telah dijalankan DIP antara lain: 

A. PROYEK YANG TELAH DISELESAIKAN DIP 

Nama Proyek 
Nilai Kontrak (dalam 

Rupiah) 
Tanggal Penyelesaian 

P9/10 PCC Grinding Plant-ITP Cirebon      57.000.000.000  26-Jan-11 

Pengadaan Jembatan Rangka Baja A60         2.983.500.000  01-Feb-11 

Fabrikasi Welded Beam SS 400               46.082.728  21-Feb-11 

Workshop,Crushing and Skyline Conveyor System of East Block      71.972.000.000  26-Feb-11 

P3/4 Trass Dryer Project - Civil and Mechanical Works      33.988.070.000  31-Mar-11 

Construction of Bharinto Coal Crushing Plant                                -    31-Mar-11 

Pekerjaan Konstruksi Baja Renovasi Gedung WIKA, Kantin Kav 10            144.088.848  13-Mei-11 

Pengadaan Jembatan Komposit Baja B50 M  Sungai Lembak KPC      13.334.981.100  21-Mei-11 

Pengadaan Jembatan Rangka Baja B60 & B40 (Ulak Kembang)         4.867.404.952  18-Jun-11 

Pengadaan Jembatan Rangka Baja B50, B60 & Linkset Papua         3.999.464.250  23-Jun-11 

Modification of Cirebon Station Project         7.100.673.065  30-Jun-11 

Pengadaan Girder dan Accessories capacity 10 T dan 30 T            519.979.500  01-Agust-11 

Pengadaan Jembatan Girder Baja Komposit B12, B15, B25, dan B30 Meter         1.997.939.091  01-Agust-11 

Pengadaan Pin Traveler dan Pin Truss            195.870.974  08-Agust-11 

Pengadaan Fabrikasi Struktur LCB Launcher Beam            177.524.640  21-Agust-11 

Pengadaan  Arm Plate Material SM490            135.300.000  31-Agust-11 

Pengadaan Bushing & Roundbar Traveller            124.380.800  25-Sep-11 

Fabrikasi Baja Warren Kelas B-60         2.150.400.000  30-Sep-11 

Struktur Baja Shelter Passenger Crossing Stasiun Cirebon            414.928.665  30-Sep-11 

Pengadaan Material SM 490 dan SS 400            727.306.250  13-Okt-11 

Pengadaan Jembatan Balley Type DS         1.248.320.000  31-Okt-11 

Pengadaan Jembatan Panel (Balley) B51 dan 54 Meter         2.194.042.500  11-Nop-11 

Pengadaan Jembatan Panel ( Balley ) B21 dan 36 Meter         1.199.722.500  11-Nop-11 

Fabrikasi Komponen Jembatan Rangka B-40         1.849.654.000  17-Nop-11 

Pengadaan Jembatan Balley Banda Aceh         4.598.100.000  15-Des-11 

Pengadaan Jembatan Rangka Baja B-40         1.267.410.975  16-Des-11 

Fabrikasi Baja Pile Jacket JICT Tj. Priok         2.358.826.600  31-Des-11 

Pengadaan Grain Seeder               49.500.000  31-Des-11 

Fabrikasi Pig Receiver n10 x n8 = 26 unit         1.175.000.000  10-Feb-12 

Pengadaan Jembatan Panel (Balley) Bentang 39 M-Jogjakarta            847.198.125  26-Feb-12 

Pengadaan Jembatan Panel (Balley) Bentang 48 M-Jogjakarta         1.021.447.125  26-Feb-12 

Pengadaan Jembatan Rangka Baja Lau Luhung      12.150.000.000  15-Mar-12 

Fabrikasi Tank Body Assy            147.500.000  22-Mar-12 

Welded Beam 600x250x12x19x4072               47.742.188  23-Mar-12 

Pembuatan BIN Mobile Mixing Unit (MMU)            630.000.000  26-Mar-12 

Pengadaan Jembatan Komposit Baja Hauling Road GBU Melak      22.680.000.000  31-Mar-12 

Pengadaan Destillation Tank dan Crusher            173.712.203  04-Apr-12 

Nama Proyek 
Nilai Kontrak (dalam 

Rupiah) 
Tanggal Penyelesaian 

Pengadaan Struktur Baja Jetty - Palm Oil Refenery Pulau Laut         2.798.334.000  12-Apr-12 

Pengadaan Jembatan Komposit Baja Untuk Proyek Jembatan Underpass PT.BNJM         1.702.467.125  14-Apr-12 

Pengadaan Rear Bucket dan Front Bucket            400.000.000  04-Mei-12 

Pengadaan Water Tank, Cross Member, Longitudinal Lamp dan Bracket Hing         1.181.984.730  29-Mei-12 

Pengadaan dan Fabrikasi Material Pipe Support dan Pipe Shoe PLTP Dieng            825.818.500  29-Mei-12 

Pengadaan Jembatan Rangka Baja Pelengkung Sei Gugus      12.767.044.000  06-Jun-12 

250E06 Pengadaan Jembatan Komposit (Simple Beam I Girder) - Tayan      25.500.000.000  12-Jun-12 

Fabrikasi Pipe Rack Proyek Palm Oil Refinery Pulau Laut         1.369.615.000  10-Jul-12 

Pengadaan Jembatan Rangka Baja Kelas C Bentang 50m         1.859.252.640  14-Sep-12 

Pengadaan Klem Pancang Spun Pile 600 mm JICT Tj. Priuk            129.084.302  14-Sep-12 

Pekerjaan Pengadaan 2 Unit Pig Launcher & 2 Unit Pig Receiver         1.228.000.000  15-Okt-12 

Pengadaan Jembatan Girder Baja Komposit - PT. BMA         2.292.103.600  15-Nop-12 

P10 Debottlenecking Phase-2      19.950.000.000  16-Des-12 
Pengadaan Pig Receiver/Launcher dan Aksesoris Proyek Palm Oil Refinery Pulau 
Laut         1.360.000.000  31-Des-12 
Pengadaan Jembatan Panel Giyan Bentang 30 m dan Jembatan Panel Ngerdi 
Bentang 45 m         1.841.400.000  31-Des-12 

250E24 Jemb. KA WTT-42 (DWIL)         4.931.519.340  05-Jan-13 

250E26 Jemb. KA BH-6, BH-314, BH-46, dan BH-393 (DSU)         9.385.092.675  28-Jan-13 

250E25 Jemb. KA WTP-26.55 dan WTT-51.6A (DSU)         5.150.085.300  30-Jan-13 

150E23 Steel Sleepers         8.299.430.051  23-Feb-13 

250E35 - Fabrikasi Dongyang      15.732.518.800  30-Apr-13 

250E27 Jemb. KA 38 Unit (WIK)      36.998.086.013  01-Mei-13 

250E29 Bracket dan Dudukan Jacking (DWIL)            137.462.000  04-Jul-13 

Tanki Kilang RU IV - PTM, Cilacap      98.778.951.500  07-Jul-13 

250E28 Body Assy dan Jasa Blasting Inner WT-50 dan WT-80 (WIK)            392.700.000  31-Jul-13 

250E15 Fabrikasi Belt Conveyor MOP-PP (DIP)      14.771.641.794  30-Nop-13 

Pembangunan Pabrik Bitumen, Sultra    144.107.016.000  01-Des-13 

150E36 Pintu Air Peusangan (JO)      86.363.636.400  13-Des-13 

765E01 Inland Transport         4.416.237.049  17-Des-13 

Fabrikasi dan Erection Tangki Air Tanjung Priuk         4.100.000.000  20-Des-13 

Banggai Amonia Plant - PAU, Sulteng    237.500.000.000  22-Des-13 

DPPU Kualanamu - PTM, Medan    197.395.000.000  24-Des-13 

150E37 Luffing Crane Lelangon (JO)      21.082.009.091  12-Jan-14 

Balangan Coal Crushing Plant - Adaro, Kalsel      35.157.780.000  03-Feb-14 

150E24 Tangki Tayan (DIP)      14.935.754.400  05-Mar-14 

Pipa Minyak Mentah Tempino-Plaju - Pertagas, Jambi-Sumsel (JO)    132.010.469.261  19-Mar-14 

250E34 Fabrikasi Tanki Suban ConocoPhillips (DIP)         1.947.288.170  01-Mei-14 

FEED LNG Bali Makassar - Perta Daya Gas         6.806.000.000  16-Jun-14 

150E35 Jemb.Lengkung Soge II (DSU)         1.177.588.540  29-Jun-14 

Suban Condensate Storage Tank - ConocoPhillips, Palembang      84.575.000.000  28-Agust-14 

Clinker Indocement (JO)      42.177.000.000  01-Nop-14 

Refining MOP-PP - ANTAM, Pomalaa    312.180.000.000  31-Jan-15 

Belt Conveyor MOP-PP - ANTAM, Pomalaa    121.162.500.000  07-Feb-15 

Palm Oil Refinery Pulau Laut - GHN, Kalsel    484.657.000.000  01-Mei-15 
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Nama Proyek 
Nilai Kontrak (dalam 

Rupiah) 
Tanggal Penyelesaian 

Relokasi LPG Tj. Priok - PTM    111.648.617.000  02-Nop-15 

SKG R. Panjang & P. Brandan - Pertagas, Aceh Medan                                -    31-Des-15 

Pipanisasi Gresik-Semarang    259.200.000.000  04-Apr-16 

NDD Area 13 - Chevron, Riau                                -    28-Jul-16 

Line-4 MOP-PP - ANTAM, Pomalaa                                -    30-Jul-16 
 

B. PROYEK YANG SEDANG BERJALAN DIP 

Nama Proyek 
Nilai Kontrak (dalam 
Rupiah)  Tanggal Penyelesaian 

Pipanisasi Tasikmalaya-Ujung Berung - PTM        116.173.497.950  22-Agust-16 

Pekerjaan Supply, Transport dan Installation Pabrik CPO - BBI          49.802.820.000  31-Agust-16 

Proyek PJU Cerdas          41.020.902.910  08-Okt-16 

Pembangunan PLTD CPO - Bangka Belitung          88.935.454.545  26-Des-16 

SKH Terminal 3 - PTM, Banten          44.150.000.000  04-Jan-17 

Non Crucible MOP-PP - ANTAM, Pomalaa                                    -    28-Feb-17 

Fasilitas Produksi Gas Matindok - PTM    1.778.810.420.000  28-Mar-17 

EPC PAbrik Minyak goreng Sei Mangkei        308.520.472.000  21-Apr-17 

PLTMH Tolikara          19.074.936.818  05-Mei-17 

Fasilitas Penanganan Batubara Tanjung Enim        260.119.665.747  21-Jun-17 

PLTMH Wabudori          72.105.692.727  29-Jun-17 

Terminal BBM Pulau Sambu - PTM, Kep. Riau        573.089.000.000  27-Okt-17 

Penimbunan Gasoline Tj. Uban - PTM, Kep. Riau        445.306.000.000  02-Nop-17 

EPC PLT Biogas POME Jambi          26.984.842.727  31-Des-17 

EPC PLT Biogas POME Kaltim          27.983.512.727  31-Des-17 

EPC PLT Biogas POME Kalsel          27.118.956.364  31-Des-17 

EPC PLT Biogas POME Kalteng          27.689.388.182  31-Des-17 

Pembangunan Jargas Prabumulih        448.659.459.028  31-Des-17 

Pembangunan Sarana Prasarana BBN          44.305.563.636  31-Des-17 

Proyek SPBG Bekasi          40.391.419.726  31-Des-17 

SKH 3 Secondary Apron          61.007.420.000  30-Apr-18 

PLTMH Oksibil          62.523.488.182  07-Des-18 

EPC Tanjung Sekong        921.497.310.217  26-Jun-19 

PLTMH Ilaga          76.830.109.091  07-Des-19 
 
E. Departemen Investasi (“DIN”) 

DIN didirikan pada Desember 2015 merupakan pecahan dari Departemen Energi. DIN berfokus kepada proyek-proyek 
investasi. 
 
Adapun proyek yang telah dan saat ini yang telah dijalankan DIN antara lain: 
 
A. PROYEK YANG TELAH DISELESAIKAN DIN 
 

Nama Proyek Nilai Kontrak (dalam 
Rupiah) Tanggal Penyelesaian 

Pengadaan, Konstruksi dan Comissioning PLTD Ambon 25 MW (EPC)                                    -    01-Okt-12 

PLTMG Rengat 20MW (EPC)        145.502.246.089  01-Des-12 
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Nama Proyek 
Nilai Kontrak (dalam 

Rupiah) 
Tanggal Penyelesaian 

Relokasi LPG Tj. Priok - PTM    111.648.617.000  02-Nop-15 

SKG R. Panjang & P. Brandan - Pertagas, Aceh Medan                                -    31-Des-15 

Pipanisasi Gresik-Semarang    259.200.000.000  04-Apr-16 

NDD Area 13 - Chevron, Riau                                -    28-Jul-16 

Line-4 MOP-PP - ANTAM, Pomalaa                                -    30-Jul-16 
 

B. PROYEK YANG SEDANG BERJALAN DIP 

Nama Proyek 
Nilai Kontrak (dalam 
Rupiah)  Tanggal Penyelesaian 

Pipanisasi Tasikmalaya-Ujung Berung - PTM        116.173.497.950  22-Agust-16 

Pekerjaan Supply, Transport dan Installation Pabrik CPO - BBI          49.802.820.000  31-Agust-16 

Proyek PJU Cerdas          41.020.902.910  08-Okt-16 

Pembangunan PLTD CPO - Bangka Belitung          88.935.454.545  26-Des-16 

SKH Terminal 3 - PTM, Banten          44.150.000.000  04-Jan-17 

Non Crucible MOP-PP - ANTAM, Pomalaa                                    -    28-Feb-17 

Fasilitas Produksi Gas Matindok - PTM    1.778.810.420.000  28-Mar-17 

EPC PAbrik Minyak goreng Sei Mangkei        308.520.472.000  21-Apr-17 

PLTMH Tolikara          19.074.936.818  05-Mei-17 

Fasilitas Penanganan Batubara Tanjung Enim        260.119.665.747  21-Jun-17 

PLTMH Wabudori          72.105.692.727  29-Jun-17 

Terminal BBM Pulau Sambu - PTM, Kep. Riau        573.089.000.000  27-Okt-17 

Penimbunan Gasoline Tj. Uban - PTM, Kep. Riau        445.306.000.000  02-Nop-17 

EPC PLT Biogas POME Jambi          26.984.842.727  31-Des-17 

EPC PLT Biogas POME Kaltim          27.983.512.727  31-Des-17 

EPC PLT Biogas POME Kalsel          27.118.956.364  31-Des-17 

EPC PLT Biogas POME Kalteng          27.689.388.182  31-Des-17 

Pembangunan Jargas Prabumulih        448.659.459.028  31-Des-17 

Pembangunan Sarana Prasarana BBN          44.305.563.636  31-Des-17 

Proyek SPBG Bekasi          40.391.419.726  31-Des-17 

SKH 3 Secondary Apron          61.007.420.000  30-Apr-18 

PLTMH Oksibil          62.523.488.182  07-Des-18 

EPC Tanjung Sekong        921.497.310.217  26-Jun-19 

PLTMH Ilaga          76.830.109.091  07-Des-19 
 
E. Departemen Investasi (“DIN”) 

DIN didirikan pada Desember 2015 merupakan pecahan dari Departemen Energi. DIN berfokus kepada proyek-proyek 
investasi. 
 
Adapun proyek yang telah dan saat ini yang telah dijalankan DIN antara lain: 
 
A. PROYEK YANG TELAH DISELESAIKAN DIN 
 

Nama Proyek Nilai Kontrak (dalam 
Rupiah) Tanggal Penyelesaian 

Pengadaan, Konstruksi dan Comissioning PLTD Ambon 25 MW (EPC)                                    -    01-Okt-12 

PLTMG Rengat 20MW (EPC)        145.502.246.089  01-Des-12 

Nama Proyek Nilai Kontrak (dalam 
Rupiah) Tanggal Penyelesaian 

PLTMG RAWA MINYAK 25 MW ( EPC)        110.500.903.973  20-Apr-14 

PLTD Ambon 25 MW (Sewa Mesin)        139.000.000.000  31-Des-15 
 
B. PROYEK YANG SEDANG BERJALAN DIN 

 

Nama Proyek  Nilai Kontrak (dalam 
Rupiah)  Tanggal Penyelesaian 

Pengadaan, Konstruksi dan Comissioning PLTD Ambon 25 MW (OM)        269.411.764.706  28-Feb-17 

PLTD 50 MW- Pesanggaran Bali (OM)        833.234.842.218  16-Mar-19 

PLTMG Rengat 20MW (OM)        293.753.460.000  07-Mei-19 

PLTG Borang 60 MW (OM)        815.658.406.526  29-Jul-19 

PLTMG RAWA MINYAK 25 MW ( OM)        385.714.285.715  20-Jan-21 
 
F. Departemen Konstruksi Power (“DPE”) 

DPE didirikan pada Desember 2015 merupakan pecahan dari Departemen Energi. DPE berfokus kepada konstruksi dan EPC 
dibidang Power Plant. 
 
Adapun proyek yang telah dan saat ini yang telah dijalankan DPE antara lain: 

A. PROYEK YANG TELAH DISELESAIKAN DPE 

Nama Proyek 
 Nilai Kontrak 

(dalam Rupiah)  Tanggal Penyelesaian 

Pengadaan Barang jasa konstruksi & erection Pekerj.Civil, mech dan Elec. PLTD Bali          93.906.401.210  23-Jan-11 

PLTU Banten 2 - Labuan (2x300 MW)        398.199.699.847  28-Feb-11 

Pengadaan Trafo 500/150 KV - 500 MVA Berikut T/R Bay di GITET CIBATU          82.388.457.800  30-Apr-11 

Muara Karang Gas Power Plant Project         144.776.151.000  22-Sep-11 

Pengadaan dan Pemasangan Trafo 500/150 KV - 500 MVA GI CIBATU          78.083.709.900  03-Nop-11 

Jetty & Marine Work PLTU 2 Banten - Labuan ( 2 x 300 MW )        403.771.397.523  09-Nop-11 

DPPU Soekarno - Hatta          22.731.282.764  29-Nop-11 

Pengadaan Pekerjaan Arsitektur, Sipil, Mekanikal dan Elektrical Proyek PLTBS Sei Mangkei          21.448.539.908  23-Des-12 

ICA - Indonesia Chemical Grade Alumina Project                                    -    31-Des-12 

PLTU Indramayu        154.130.316.559  12-Mar-13 

PLTMG Rawa Minyak 25 MW          28.332.624.686  20-Apr-13 

Switcyard Hera                                    -    03-Jul-13 

Tanjung Priok Gas Fired Power Plant Extension Project        183.091.429.679  13-Okt-13 

PLTD Hera 7x18 MW - Timor Leste                                     -    24-Jan-14 

OPCC Adaro - Kalsel                                    -    10-Apr-14 

PLTU Pelabuhan Ratu (3x350MW)        254.001.455.296  11-Mei-14 

PLTMG KIM STAR                425.960.000  04-Agust-14 

Shoreline Protection PLTGU Tanjung Priok          54.000.000.000  27-Agust-14 

GTG Tanjung Batu          10.017.604.000  31-Des-14 

PLTD Betano - Timor Leste          93.177.000.000  03-Mei-15 

Piling and Civil Works Cilacap Exspansion        301.041.085.665  15-Mei-16 

Adaro Extention          46.746.353.977  22-Jun-16 
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B. PROYEK YANG SEDANG BERJALAN DPE 

Nama Proyek 
Nilai Kontrak (dalam 

Rupiah) Tanggal Penyelesaian 

PLTU Sulut 2x25 MW        358.243.182.700  31-Des-16 

PLTU Ketapang 2x10 MW        210.684.429.714  02-Jan-17 

PLTU Kalsel 2x65 MW        323.009.446.851  04-Jan-17 

PLTMG Arun 2x100 MW        321.504.291.757  28-Jan-17 

PLTG Tj Batu        841.964.632.418  31-Mar-17 

Reception Dock Construction Babelan          73.695.898.523  17-Nop-17 

PLTU Jeneponto 2x135 MW        358.510.000.000  27-Okt-18 
 
G. Departemen Bangunan Gedung (“DBG”) 

DBG didirikan pada tahun 2007 dan memiliki daerah operasi yang meliputi seluruh Indonesia. DBG berfokus kepada 
proyek-proyek yang penadaannya dari APBN, APBD dan BUMN. 
 
Adapun proyek yang telah dan saat ini yang telah dijalankan DBG antara lain: 
 
A. PROYEK YANG TELAH DISELESAIKAN DBG 

 

Nama Proyek 
Nilai Kontrak (dalam 

Rupiah) 
Tanggal Penyelesaian 

Fak. Ekonomika Bisnis UGM          17.159.090.909  07-Sep-11 

Fak. Ekonomi UNIMED          29.171.818.182  31-Des-11 

Paragon City Semarang        158.181.818.182  18-Jan-12 

Lab microteaching UNNES Tahap II             8.796.136.364  25-Jan-12 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo          11.945.454.545  26-Jan-12 

Asrama UNNES Tahap II          16.450.000.000  01-Feb-12 

Universitas Lambungmangkurat Tahap II          32.665.454.545  15-Feb-12 

Bandara Sultan Syarif Kasim II        150.454.545.454  04-Apr-12 

Fak. Ekonomi UNDIP          18.072.727.272  29-Apr-12 

Bandara Badaruddin Palembang (Tahap I)          37.795.454.545  08-Mei-12 

DPPU Kualanamu Medan          13.499.437.500  23-Mei-12 

The Adhiwangsa        525.000.000.000  24-Mei-12 

Fisipol UGM Lanjutan          21.636.363.636  29-Mei-12 

FSRD ISI Surakarta          33.456.818.182  31-Mei-12 

Integrated Faculty Club UI          24.600.000.000  12-Jun-12 

Poltekkes Banjarmasin Jurusan Gizi dan Kebidanan          18.845.454.545  15-Jun-12 

Universitas Lambungmangkurat Tahap III          21.586.909.090  16-Jun-12 

Asrama 5 lantai LPPKS Surakarta             8.654.545.455  24-Jun-12 

Perpustakaan UNIMED          68.009.090.909  28-Jun-12 

Kantor Balitbang KP II          38.489.090.909  28-Jun-12 

Manufacturing Research Center UI          20.681.818.182  28-Jun-12 

Pascasarjana UNJ          30.752.727.273  28-Jun-12 

Fakultas Geografi UGM          11.089.090.909  28-Jun-12 

PLTU Kalsel 2x65 MW Asam Asam          13.950.000.000  07-Jul-12 

Kantor BI Solo          35.047.272.727  13-Jul-12 

Dormitory Tayan, ICA             9.943.462.000  31-Agust-12 

Bandar Udara Medan Baru        262.853.071.818  25-Sep-12 
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B. PROYEK YANG SEDANG BERJALAN DPE 

Nama Proyek 
Nilai Kontrak (dalam 

Rupiah) Tanggal Penyelesaian 

PLTU Sulut 2x25 MW        358.243.182.700  31-Des-16 

PLTU Ketapang 2x10 MW        210.684.429.714  02-Jan-17 

PLTU Kalsel 2x65 MW        323.009.446.851  04-Jan-17 

PLTMG Arun 2x100 MW        321.504.291.757  28-Jan-17 

PLTG Tj Batu        841.964.632.418  31-Mar-17 

Reception Dock Construction Babelan          73.695.898.523  17-Nop-17 

PLTU Jeneponto 2x135 MW        358.510.000.000  27-Okt-18 
 
G. Departemen Bangunan Gedung (“DBG”) 

DBG didirikan pada tahun 2007 dan memiliki daerah operasi yang meliputi seluruh Indonesia. DBG berfokus kepada 
proyek-proyek yang penadaannya dari APBN, APBD dan BUMN. 
 
Adapun proyek yang telah dan saat ini yang telah dijalankan DBG antara lain: 
 
A. PROYEK YANG TELAH DISELESAIKAN DBG 

 

Nama Proyek 
Nilai Kontrak (dalam 

Rupiah) 
Tanggal Penyelesaian 

Fak. Ekonomika Bisnis UGM          17.159.090.909  07-Sep-11 

Fak. Ekonomi UNIMED          29.171.818.182  31-Des-11 

Paragon City Semarang        158.181.818.182  18-Jan-12 

Lab microteaching UNNES Tahap II             8.796.136.364  25-Jan-12 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo          11.945.454.545  26-Jan-12 

Asrama UNNES Tahap II          16.450.000.000  01-Feb-12 

Universitas Lambungmangkurat Tahap II          32.665.454.545  15-Feb-12 

Bandara Sultan Syarif Kasim II        150.454.545.454  04-Apr-12 

Fak. Ekonomi UNDIP          18.072.727.272  29-Apr-12 

Bandara Badaruddin Palembang (Tahap I)          37.795.454.545  08-Mei-12 

DPPU Kualanamu Medan          13.499.437.500  23-Mei-12 

The Adhiwangsa        525.000.000.000  24-Mei-12 

Fisipol UGM Lanjutan          21.636.363.636  29-Mei-12 

FSRD ISI Surakarta          33.456.818.182  31-Mei-12 

Integrated Faculty Club UI          24.600.000.000  12-Jun-12 

Poltekkes Banjarmasin Jurusan Gizi dan Kebidanan          18.845.454.545  15-Jun-12 

Universitas Lambungmangkurat Tahap III          21.586.909.090  16-Jun-12 

Asrama 5 lantai LPPKS Surakarta             8.654.545.455  24-Jun-12 

Perpustakaan UNIMED          68.009.090.909  28-Jun-12 

Kantor Balitbang KP II          38.489.090.909  28-Jun-12 

Manufacturing Research Center UI          20.681.818.182  28-Jun-12 

Pascasarjana UNJ          30.752.727.273  28-Jun-12 

Fakultas Geografi UGM          11.089.090.909  28-Jun-12 

PLTU Kalsel 2x65 MW Asam Asam          13.950.000.000  07-Jul-12 

Kantor BI Solo          35.047.272.727  13-Jul-12 

Dormitory Tayan, ICA             9.943.462.000  31-Agust-12 

Bandar Udara Medan Baru        262.853.071.818  25-Sep-12 

Nama Proyek 
Nilai Kontrak (dalam 

Rupiah) 
Tanggal Penyelesaian 

Ruang Tunggu Bus Terminal 2 Bandara Soetta             6.431.818.182  10-Okt-12 

Gedung Olahraga Kolam Renang / Aquatic          53.881.818.182  11-Okt-12 

Terminal Bus Pulo Gebang        142.937.814.712  15-Okt-12 

Gedung Dinas Prasjal dan Tarkim          28.939.559.090  04-Nop-12 

Fisipol UGM Lanjutan 2             8.642.727.273  06-Des-12 

Venue Futsal Indragiri Hilir          12.956.750.909  12-Des-12 

Poltekkes Jakarta III          20.806.386.364  14-Des-12 

RSUP Persahabatan Jakarta          22.085.159.091  15-Des-12 

Poltekkes Surakarta             9.559.090.909  16-Des-12 

Pasar Bekonang          22.309.090.909  21-Des-12 

Gedung Riset & IT Centre Tadulako          55.976.818.182  27-Des-12 

Fakultas Ilmu Keperawatan UI          36.527.272.727  31-Des-12 

Stadium Unri Pekanbaru        151.363.128.545  08-Jan-13 

Alumina Tayan          15.885.000.000  29-Jun-13 

BI Lampung Tahap II          37.208.181.818  04-Jul-13 

BI Lampung Tahap III          33.545.454.545  08-Jul-13 

Apartemen The Hive @Tamansari          65.000.000.000  16-Sep-13 

Modernisasi Toilet Terminal Soetta Cengkareng          11.573.636.364  19-Sep-13 

TTC Surabaya          74.008.316.307  22-Nop-13 

Palm Oil Refinery Pulau Laut          37.719.000.000  30-Nop-13 

Islamic Center NTB          28.680.000.000  30-Nop-13 

SOR Hambalang, Sentul (JO)        294.079.922.727  28-Des-13 

Gedung Perpustakaan dan Parkir UIN Jakarta          33.016.181.818  31-Des-13 

Terminal Bandara Sepinggan Balikpapan (JO)        373.259.762.955  01-Mei-14 

BHS dan HBS Bandara Ngurah rai Bali (JO)          69.684.545.455  27-Jul-14 

Terminal Bandara Ngurah Rai Paket 5 Bali (JO)        106.012.640.809  08-Sep-14 

Terminal Bandara Ngurah Rai Paket 3 Bali (JO)        523.516.622.300  18-Sep-14 

Gedung BI Mataram          34.603.636.364  25-Okt-14 

Gedung Parkir Bandara Sepinggan Balikpapan (JO)        166.818.181.000  11-Nop-14 

Dinas Prasjal dan Tarkim Tahap 2 Sumbar           35.014.545.455  30-Des-14 

Pusdiklat Pelindo II Ciawi        159.281.818.182  14-Jan-15 

Coastavilla Residence          38.795.000.000  09-Apr-15 

Hangar Narrow Body GMF Cengkareng        444.500.000.000  02-Jun-15 

RSJS (JO)        188.283.818.181  01-Jul-15 

Rusunawa Jatinegara Barat Tower A          74.046.363.636  29-Jul-15 

Universitas Telkom        110.221.818.182  11-Sep-15 

Pasar Klewer          54.198.181.818  28-Des-15 

RSUP Persahabatan          49.224.545.455  29-Des-15 

Perumahan Pertamina Cilacap          54.696.000.000  10-Apr-16 

BRI LAMPUNG          55.454.545.455  28-Mei-16 

BPK Makasar          74.454.545.455  28-Jul-16 
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B. PROYEK YANG SEDANG BERJALAN DBG 
 

Nama Proyek 

 Nilai Kontrak (dalam 
Rupiah)  Tanggal Penyelesaian 

Rusun TNI        189.074.545.454  27-Agust-16 

Rumah Sakit Otak        108.536.363.636  27-Agust-16 

BPJS Kesehatan        119.090.909.090  28-Agust-16 

FUNTASY ISLAND BATAM        160.569.090.909  26-Sep-16 

IKPT Bontang Kaltim          66.950.000.000  26-Des-16 

Gedung Research Center ITB          58.500.000.000  26-Jan-17 

Pos Lintas Batas Entikong        138.628.181.818  01-Feb-17 

NPCT 1        177.097.500.000  13-Apr-17 

Apartemen Bellazona        300.000.000.000  09-Mei-17 

Institute Teknologi Bandung - JICA III (JO)        178.655.400.000  11-Mei-17 

Pos Lintas Batas Aruk        119.209.562.727  18-Jun-17 

UI Salemba        221.752.000.000  25-Jun-17 

Bandara Sultan Thaha          60.508.181.818  29-Jun-17 

Stasiun Medan        262.712.272.727  29-Jun-17 

Wisma Atlit (JO)        978.745.454.545  08-Agust-17 

Terminal 3 Bandara Soeta Cengkareng (JO)    1.999.544.040.000  19-Agust-17 

Railway Facility Constraction for Bekasi to Cikarang (DDT)        231.454.146.989  01-Sep-17 

BI BANTEN        133.097.272.727  06-Sep-17 

BNI BSD        309.045.454.545  09-Sep-17 

Gedung Kantor Yodya Karya        118.826.151.525  24-Sep-17 

University Hospital at University of Indonesia        539.255.000.000  14-Okt-17 

Fasilitas Bandara SSK II          62.727.272.727  28-Feb-18 

Entikong Infrastruktur        218.450.266.363  10-Sep-18 

Pembangunan Terminal Bandara Jabar BIJB (JO)    1.268.454.545.455  07-Des-18 
 
H. Departemen Luar Negeri (“DLN”) 

DLN didirikan pada tahun 2007 dan berfokus pada proyek-proyek yang berada di luar negeri baik dengan pendanaan dari 
swasta maupun dari pemerintah. 
 
Adapun proyek yang telah dan saat ini yang telah dijalankan DLN antara lain: 

A. PROYEK YANG TELAH DISELESAIKAN DLN 

Nama Proyek 

 Nilai Kontrak (dalam 
Rupiah)  Tanggal Penyelesaian 

East-West Motorway Project (Algeria)        453.419.355.066  01-Jun-11 
Project Management Service Road Betterment,Kundiwa to Gewa Road Project 
Chimbu. Papua New Guinea          11.326.965.000  10-Jun-12 

Logement Constantine Project, Algeria        194.500.000.000  31-Des-13 

Perbaikan Jalan Batugade Maliana - Timor Leste          62.596.987.754  31-Jan-14 

Flyover Baburaja, Brunei Darussalam          42.689.409.870  31-Mar-14 

Jembatan COMORO II, Timor Leste          68.575.805.861  31-Mei-14 

Carpark Senayan          31.243.170.000  02-Jul-15 

Jembatan Comoro I          93.535.907.880  08-Jul-15 
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B. PROYEK YANG SEDANG BERJALAN DBG 
 

Nama Proyek 

 Nilai Kontrak (dalam 
Rupiah)  Tanggal Penyelesaian 

Rusun TNI        189.074.545.454  27-Agust-16 

Rumah Sakit Otak        108.536.363.636  27-Agust-16 

BPJS Kesehatan        119.090.909.090  28-Agust-16 

FUNTASY ISLAND BATAM        160.569.090.909  26-Sep-16 

IKPT Bontang Kaltim          66.950.000.000  26-Des-16 

Gedung Research Center ITB          58.500.000.000  26-Jan-17 

Pos Lintas Batas Entikong        138.628.181.818  01-Feb-17 

NPCT 1        177.097.500.000  13-Apr-17 

Apartemen Bellazona        300.000.000.000  09-Mei-17 

Institute Teknologi Bandung - JICA III (JO)        178.655.400.000  11-Mei-17 

Pos Lintas Batas Aruk        119.209.562.727  18-Jun-17 

UI Salemba        221.752.000.000  25-Jun-17 

Bandara Sultan Thaha          60.508.181.818  29-Jun-17 

Stasiun Medan        262.712.272.727  29-Jun-17 

Wisma Atlit (JO)        978.745.454.545  08-Agust-17 

Terminal 3 Bandara Soeta Cengkareng (JO)    1.999.544.040.000  19-Agust-17 

Railway Facility Constraction for Bekasi to Cikarang (DDT)        231.454.146.989  01-Sep-17 

BI BANTEN        133.097.272.727  06-Sep-17 

BNI BSD        309.045.454.545  09-Sep-17 

Gedung Kantor Yodya Karya        118.826.151.525  24-Sep-17 

University Hospital at University of Indonesia        539.255.000.000  14-Okt-17 

Fasilitas Bandara SSK II          62.727.272.727  28-Feb-18 

Entikong Infrastruktur        218.450.266.363  10-Sep-18 

Pembangunan Terminal Bandara Jabar BIJB (JO)    1.268.454.545.455  07-Des-18 
 
H. Departemen Luar Negeri (“DLN”) 

DLN didirikan pada tahun 2007 dan berfokus pada proyek-proyek yang berada di luar negeri baik dengan pendanaan dari 
swasta maupun dari pemerintah. 
 
Adapun proyek yang telah dan saat ini yang telah dijalankan DLN antara lain: 

A. PROYEK YANG TELAH DISELESAIKAN DLN 

Nama Proyek 

 Nilai Kontrak (dalam 
Rupiah)  Tanggal Penyelesaian 

East-West Motorway Project (Algeria)        453.419.355.066  01-Jun-11 
Project Management Service Road Betterment,Kundiwa to Gewa Road Project 
Chimbu. Papua New Guinea          11.326.965.000  10-Jun-12 

Logement Constantine Project, Algeria        194.500.000.000  31-Des-13 

Perbaikan Jalan Batugade Maliana - Timor Leste          62.596.987.754  31-Jan-14 

Flyover Baburaja, Brunei Darussalam          42.689.409.870  31-Mar-14 

Jembatan COMORO II, Timor Leste          68.575.805.861  31-Mei-14 

Carpark Senayan          31.243.170.000  02-Jul-15 

Jembatan Comoro I          93.535.907.880  08-Jul-15 

 
 

B. PROYEK YANG SEDANG BERJALAN DLN 
 

Nama Proyek 
Nilai Kontrak (dalam 

Rupiah) 
Tanggal Penyelesaian 

KNSS Cilegon          10.183.527.487  25-Agust-16 

EWMP Algeria - Phase 2          99.052.067.614  27-Agust-16 

Sentubong Bridge        109.890.000.000  30-Sep-16 

Tanjung Priok        162.551.200.168  25-Jan-17 

Aksesoris Comoro          39.841.375.158  19-Mar-17 

Mydin Retail Mall          48.407.068.500  20-Agust-17 

Jetty Hera          83.950.000.000  16-Des-17 

ADB Road Maubin - Pyapon        273.050.198.719  18-Okt-19 

Oecussie Airport        997.500.000.000  31-Okt-19 
 
Proyek-proyek besar Perseroan  
 
Proyek-proyek besar yang telah dikerjakan Perseroan sampai saat ini adalah sebagai berikut : 

No. Proyek Lokasi Pemberi Kerja 
Nilai Tahun  

(Rp Milyar) Penyelesaian 

1 Pembangunan Bendungan Kuwil Sulawesi Utara A Zidni Nuri 783 2020 

2 EPC Tanjung Sekong  
PT Pertamina 
(Persero) 921 2019 

3 Upper Cisokan Package I Lot IA & Lot 1B-JO  Jawa Barat PT PLN (Persero) 3,106 2019 

4 Jalan Tol Lampung Lampung PT Hutama  Karya 
(Persero) 2,181 2018 

5 MRT Eleveted CP 101 & 102 Jakarta Jakarta PT Mas Rapid 
Transit Jakarta 2,604 2018 

6 MRT Underground CP 104 & 105 Jakarta Jakarta PT Mas Rapid 
Transit Jakarta 1,963 2018 

7 Pembangunan Terminal Bandara Jabar BIJB (JO) Jawa Barat 
PT Bandara 
Internasional Jawa 
Barat 

1,268 2017 

8 Fasilitas Produksi Gas Matindok - PTM Sulawesi Tengah 3Z Coporation 1,778 2016 

9 Terminal 3 Bandara Soeta Cengkareng (JO) Jakarta PT Angkasa Pura II 1,999 2015 

10 Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IV Jawa Timur PT Marga 
Nujyasumo Agung 1,408 2014 

11 ICA Alumina Tayan Kalimantan Barat 
PT Indonesia 
Chemical Alumina 
(ICA) 

586 2014 

12 
Pembangunan Gedung Terminal Penumpang 
Pesawat Udara Di Bandar Udara Internasional 
Ngurah Rai - Bali 

Bali PT Angkasa Pura I 524 2013 

13 Asahan No.3 Hydroelectric Power Plant 
Consruction Project JICA Loan No.IP-532 Sumatera Utara PT PLN (Persero) 505 2013 

14 Design and Build (Turnkey)  2500 MT per Day 
Palm Oil Refinery Pulau Laut Riau PT Golden Hope 

Nusantara 485 2013 

 

4. PEMASARAN 

Dalam upaya untuk mewujudkan visi untuk menjadi salah satu perusahaan terbaik di bidang EPC di Asia Tenggara di tahun 
2020, Perseroan akan terus berupaya mengejar berbagai peluang bisnis dalam industri konstruksi baik di Indonesia 
maupun negara-negara lainnya. 
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Perseroan juga telah mengembangkan pangsa pasar konstruksi ke sejumlah nehara di Asia dan Afrika seperti Aljazair, Libya, 
Uni Emirat Arab, Brunei Darussalam dan Timor Leste. Selain pengembangan pasar konstruksi, Perseroan juga 
mengembangkan industri beton pracetak di luar neger dengan telah membuka pabrik di Aljazair dan dalam waktu dekat 
akan membangun pabrik beton pracetak di Myanmar. 

Upaya pemasaran dilakukan oleh Perseroan secara desentralisasi sesuai dengan kewenangan masing-masing Departemen 
Usaha dan Perusahaan Anak. Di bidang usaha jasa konstruksi, kegiatan pemasaran baru dapat terlaksana apabila pengguna 
jasa telah menaruh "kepercayaan" kepada pelaksana. Hal tersebut berkaitan dengan sifat jasa konstruksi menawarkan 
sesuatu yang belum berwujud dengan suatu harga, kualitas dan waktu penyerahan yang telah ditentukan. Proses produksi 
dalam bentuk pengerjaan proyek dilaksanakan di tempat pengguna jasa berdasarkan kontrak yang disepakati bersarna 
antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. 

Dalam kaitannya untuk memperoleh suatu proyek, Perseroan mengumpulkan informasi mengenai proyek-proyek yang 
Potensial melalui informasi yang didapatkan dari konsultan, lembaga keuangan, informasi dari BUMN, Pemerintah Daerah, 
BPKM pusat maupun daerah, juga pengumuman dari media massa. 

Kegiatan pemasaran meliputi daerah Pemasaran seluruh Indonesia yang di layani oleh 7 kantor wilayah, serta 5 kantor 
representative di luar negeri. 

Perseroan juga melakukan kerjasama operasi dengan pihak lain sebagai salah satu strategi untuk perolehan suatu proyek. 
Adapun pertimbangan untuk melakukan kerjasama operasi tersebut adalah karena pertimbangan teknologi yang relatif 
baru dan belum sepenuhnya dikuasai, serta nilai proyek maupun sumber daya (manusia, alat dan keuangan) dengan nilai 
besar yang diperlukan untuk penyelesaian proyek tersebut. 

Proyek-proyek yang didapat Perseroan adalah berasal dari lelang dan penunjukan. Berikut tabel mengenai perkembangan 
kontrak yang diperoleh oleh Perseroan dari tahun 2011 sampai dengan 30 Juni 2016: 

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 30 Juni 2016 
Tender Diikuti  30.341.000 42.766.776 43.971.413 13.259.051 85.374.936 27.270.847 
Tender Dimenangkan 13.568.485 17.125.319 17.743.027 17.633.937 25.221.756 8.708.659 
 Daya Saing (%) 44,72 40,04 40,32 132,98 29,54 31,93 

 
Adapun perolehan kontrak pada tahun berjalan per segmen usaha dari tahun 2011 sampai dengan 30 Juni 2016 adalah: 

(dalam jutaan Rupiah) 

Uraian 
2011 

2012 2013 2014 2015 30 Juni 
2016 

Infra & Gedung 6.411 9.443 9.182 9.817 19.077 4.651 
Energi & Industrial Plant  4.215 3.595 4.325 3.634 1.034 2.244 
Industri 2.141 2.624 2.992 2.828 3.734 1.582 
Realty & Properti 801 1.463 1.244 1.354 1.376 232   
Jumlah  13.568 17.125 17.743 17.633 25.221 8.709 
 
5. PERSAINGAN DAN PELANGGAN 

Persaingan 
Berdasarkan Peraturan Pengembangan Lembaga Jasa Konstruksi (LPJK), Perlem No. 2 tahun 2013 dan Perlem No. 10 tahun 
2013 usaha jasa pelaksana konstruksi terdiri dari :  
 
 Usaha bersifat General (umum) 
 Usaha bersifat Spesialis 
 Usaha bersifat perseorangan dengan keterampilan kerja 
 
Untuk klasifikasi usaha bersifat General terdiri dari 2 (dua) klasifikasi yaitu : 
 Bedasarkan Perlem No. 2 tahun 2013 klasifikasi B1 (peralihan), dapat melaksanakan pekerjaan < 250 M 
 Berdasarkan Perlem No. 10 tahun 2013 untuk klasifikasi B2 dapat melaksanakan pekerjaan > 250 M, dengan  tabel 

sebagai berikut : 
 
No Klasifikasi Nilai Proyek 

1 Kelas B (Besar) ≥ Rp 10 Miliar 
2 Kelas M (Menengah) Rp 1 Miliar s/d Rp 10 Miliar 
3 Kelas K (Kecil) < Rp 1 Miliar 
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Perseroan juga telah mengembangkan pangsa pasar konstruksi ke sejumlah nehara di Asia dan Afrika seperti Aljazair, Libya, 
Uni Emirat Arab, Brunei Darussalam dan Timor Leste. Selain pengembangan pasar konstruksi, Perseroan juga 
mengembangkan industri beton pracetak di luar neger dengan telah membuka pabrik di Aljazair dan dalam waktu dekat 
akan membangun pabrik beton pracetak di Myanmar. 

Upaya pemasaran dilakukan oleh Perseroan secara desentralisasi sesuai dengan kewenangan masing-masing Departemen 
Usaha dan Perusahaan Anak. Di bidang usaha jasa konstruksi, kegiatan pemasaran baru dapat terlaksana apabila pengguna 
jasa telah menaruh "kepercayaan" kepada pelaksana. Hal tersebut berkaitan dengan sifat jasa konstruksi menawarkan 
sesuatu yang belum berwujud dengan suatu harga, kualitas dan waktu penyerahan yang telah ditentukan. Proses produksi 
dalam bentuk pengerjaan proyek dilaksanakan di tempat pengguna jasa berdasarkan kontrak yang disepakati bersarna 
antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. 

Dalam kaitannya untuk memperoleh suatu proyek, Perseroan mengumpulkan informasi mengenai proyek-proyek yang 
Potensial melalui informasi yang didapatkan dari konsultan, lembaga keuangan, informasi dari BUMN, Pemerintah Daerah, 
BPKM pusat maupun daerah, juga pengumuman dari media massa. 

Kegiatan pemasaran meliputi daerah Pemasaran seluruh Indonesia yang di layani oleh 7 kantor wilayah, serta 5 kantor 
representative di luar negeri. 

Perseroan juga melakukan kerjasama operasi dengan pihak lain sebagai salah satu strategi untuk perolehan suatu proyek. 
Adapun pertimbangan untuk melakukan kerjasama operasi tersebut adalah karena pertimbangan teknologi yang relatif 
baru dan belum sepenuhnya dikuasai, serta nilai proyek maupun sumber daya (manusia, alat dan keuangan) dengan nilai 
besar yang diperlukan untuk penyelesaian proyek tersebut. 

Proyek-proyek yang didapat Perseroan adalah berasal dari lelang dan penunjukan. Berikut tabel mengenai perkembangan 
kontrak yang diperoleh oleh Perseroan dari tahun 2011 sampai dengan 30 Juni 2016: 

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 30 Juni 2016 
Tender Diikuti  30.341.000 42.766.776 43.971.413 13.259.051 85.374.936 27.270.847 
Tender Dimenangkan 13.568.485 17.125.319 17.743.027 17.633.937 25.221.756 8.708.659 
 Daya Saing (%) 44,72 40,04 40,32 132,98 29,54 31,93 

 
Adapun perolehan kontrak pada tahun berjalan per segmen usaha dari tahun 2011 sampai dengan 30 Juni 2016 adalah: 

(dalam jutaan Rupiah) 

Uraian 
2011 

2012 2013 2014 2015 30 Juni 
2016 

Infra & Gedung 6.411 9.443 9.182 9.817 19.077 4.651 
Energi & Industrial Plant  4.215 3.595 4.325 3.634 1.034 2.244 
Industri 2.141 2.624 2.992 2.828 3.734 1.582 
Realty & Properti 801 1.463 1.244 1.354 1.376 232   
Jumlah  13.568 17.125 17.743 17.633 25.221 8.709 
 
5. PERSAINGAN DAN PELANGGAN 

Persaingan 
Berdasarkan Peraturan Pengembangan Lembaga Jasa Konstruksi (LPJK), Perlem No. 2 tahun 2013 dan Perlem No. 10 tahun 
2013 usaha jasa pelaksana konstruksi terdiri dari :  
 
 Usaha bersifat General (umum) 
 Usaha bersifat Spesialis 
 Usaha bersifat perseorangan dengan keterampilan kerja 
 
Untuk klasifikasi usaha bersifat General terdiri dari 2 (dua) klasifikasi yaitu : 
 Bedasarkan Perlem No. 2 tahun 2013 klasifikasi B1 (peralihan), dapat melaksanakan pekerjaan < 250 M 
 Berdasarkan Perlem No. 10 tahun 2013 untuk klasifikasi B2 dapat melaksanakan pekerjaan > 250 M, dengan  tabel 

sebagai berikut : 
 
No Klasifikasi Nilai Proyek 

1 Kelas B (Besar) ≥ Rp 10 Miliar 
2 Kelas M (Menengah) Rp 1 Miliar s/d Rp 10 Miliar 
3 Kelas K (Kecil) < Rp 1 Miliar 
 
 
 

Berdasarkan klasifikasi di atas, Perseroan berada pada klasifikasi B karena proyek yang ditangani Perseroan lebih dari Rp10 
miliar. Persaingan dalam Industri Jasa konstruksi cukup tajam karena jumlah pesaing sekitar 125 perusahaan klasifikasi B di 
seluruh Indonesia dan meningkat dengan masuknya kontraktor-kontraktor asing akibat adanya globalisasi. Sementara itu 
tidak mudah bagi suatu perusahaan untuk masuk dalam usaha jasa konstruksi Grade 7 karena dibatasi oleh penguasaan 
teknologi, padat modal dan pengusahaan serta penguasaan pasar tingkat tinggi.  
 
Perseroan memahami bahwa persaingan dalam penjualan di  industri konstuksi di Indonesia sangatlah ketat. Namun 
dengan keahlian dan pengalaman yang telah dimilikinya, Perseroan yakin memiliki posisi kuat dalam persaingan.  
 
Dibawah ini adalah beberapa perusahaan konstruksi besar yang merupakan pesaing Perseroan dan sahamnya telah 
dicatatkan di bursa efek Indonesia:  
No. Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Pesaing dalam hal 
1.  Adhi Karya Jasa Konstruksi Penjualan 
2.  Waskita Karya Jasa Konstruksi Penjualan 
3.  Pembangunan Perumahan Jasa Konstruksi Penjualan 
 
Dengan adanya persaingan di industri konstruksi, Perseroan meyakini bahwa pangsa pasar Perseroan adalah rata-rata 
sebesar 2% yaitu diperbandingkan antara pasar yang diperoleh Perseroan dengan pasar potensial konstruksi yang 
informasinya tersedia untuk umum,  dengan rincian sebagai berikut:  

 (dalam triliun Rupiah) 
Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 30 Juni 2016 

Nasional* 304 368 445 454 505 655 
Realisasi Perolehan Perseroan 13 17 17 17 25 38 
( %)  4.2 4.6 3.1 3.0 4.9 6 
Catatan *): Berdasarkan Badan Pusat Statistik 
 
Pelanggan 
Pelanggan utama Perseroan mencakup Pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan BUMN seperti PT Angkasa Pura 
I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), salah satu 
contoh bentuk kerjasama yang dilakukan adalah pengembangan kawasan pelabuhan dan pariwisata di sorong sebagai 
penghubung untuk masuk ke kawasan Raja Ampat, pengembangan ini dilakukan bersama – sama Pelindo 1 dan Pelindo 4. 
Namun seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia yang berdampak pada tumbuhnya industri konstruksi 
swasta, Perseroan melihat perkembangan ini sebagai peluang pasar yang cukup besar. 
 
Pelanggan Perseroan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok utama, yaitu Pemerintah, BUMN dan swasta. Tabel berikut 
memperlihatkan kontribusi perolehan kontrak dari masing-masing kelompok selama 5 (lima) tahun terakhir:  
 

Tahun 
Pemerintah BUMN Swasta Total 

(Rp miliar) % (Rp miliar) % (Rp miliar) % (Rp miliar) 
2011 3.932 28,98% 5.768 42,51% 3.868 28,51% 13.568 
2012 3.136 18,31% 5.249 30,65% 8.740 51,04% 17.125 
2013 4.312 24,30% 7.221 40,70% 6.210 35,00% 17.743 
2014 2.697 15,30% 5.112 29,00% 9.810 55,70% 17.631 
2015 3.111 29,86% 322 3,09% 6.988 67,05% 10.423 
30 Juni 2016 2.424 27,84% 1.560 17.92% 4.723 54,24% 8.708 
 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa porsi pelanggan Perseroan rata – rata selama 5 tahun terakhir (2011 – 2015) adalah 
Pemerintah sebesar 23%, BUMN sebesar 29% dan Swasta sebesar 47%, hal ini menggambarkan bahwa Perseroan tidak ada 
kecenderungan atau ketergantungan terhadap satu dan/atau sekelompok pelanggan, baik itu Pemerintah, BUMN atau 
Swasta. 
 
Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan 
harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. 
Perseroan juga menyatakan bahwa tidak ada kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang 
dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari 
operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan 
yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang. 
 
6. TATA KELOLA PERUSAHAAN 

Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi semakin penting, bukan saja untuk menyelaraskan hubungan Perseroan dengan 
pemegang kepentingan melainkan juga memaksimalkan potensi perusahaan dalam mencapai pertumbuhan yang 
berkelanjutan. 
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Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbuka yang semakin memantapkan diri perannya di tingkat dunia, Perseroan 
berkomitmen kuat menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam keseharian pengelolaan perusahaan. Segala keputusan strategis 
yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG: Transparency, 
Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness demi kepentingan pemegang saham dan para pemangku 
kepentingan lainnya.  
 
Prinsip-prinsip GCG merupakan fondasi bagi tercapainya triple bottom line melalui pencapaian kinerja keuangan yang sehat 
dan transparan, di samping pengembangan human capital yang unggul serta kontribusinya dalam menjaga lingkungan dan 
sumber daya alam agar tetap harmoni, lestari dan berkelanjutan.  
 
Sebagai fondasi yang sangat diandalkan Perseroan, penerapan GCG dilaksanakan dengan seksama, terencana dan 
berkesinambungan dengan output menjadi perusahaan yang berdaya saing tinggi. Karena WIKA telah mengadopsi standar 
terbaik yang berlaku di ASEAN Corporate Governance Scorecard yang diterbitkan oleh ASEAN Capital Market Forum sejak 
tahun 2012 maupun pedoman GCG Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 
2006, serta mengacu pada kriteria dan metodologi yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara 
No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012. Tak heran Perseroan berhasil masuk dalam daftar 20 besar emiten Indonesia 
dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikeluarkan pada tahun 2015 oleh Indonesia Institute Corporate 
Directorship (IICD), ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya yang menduduki posisi 50 besar. Sebuah keberhasilan 
yang patut disyukuri, mengingat ajang tersebut merupakan tolok ukur sebuah perusahaan terbuka dalam melaksanakan 
penerapan GCG, sebagai mana telah disepakati otoritas pasar modal ASEAN, sebagai bagian persiapan memasuki kawasan 
pasar bebas ASEAN 2015. Penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut telah menjadi landasan yang kuat untuk menghadapi 
perubahan lingkungan bisnis di masa depan. Di tingkat nasional Perseroan memperoleh predikat trusted company, sebagai 
bukti Perseroan serius dalam melaksanakan komitmennya untuk menerapkan tata kelola secara konsisten dan 
berkesinambungan sehingga Perseroan tampil percaya diri dalam memasuki era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA). 
 
Berdasarkan hasil assesmen pihak independen terhadap penerapan GCG Perseroan adalah sebagai berikut: 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
GCG Score 85,56 86,20 86,97 89,34 86,07 89,23 93,35 
BUMN Bersih     Internal 

Target : 9,4 
Perception : 8,41 

 

CGPI Index     80,36 81,78 
ASEAN 
Scorecard 

     49 biggest 
group 
score: 

61 – 65 

74,57 

Sumber: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
 
Komitmen Penerapan GCG 
Dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara, penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan internal 
perusahaan serta lingkungan eksternal perusahaan BUMN diharapkan dapat: 
- Mengoptimalkan nilai  BUMN  agar  perusahaan memiliki  daya  saing  yang  kuat,  baik   secara nasional maupun 

internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan daya saing berkelanjutan BUMN; 
- Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan 

kemandirian organ perseroan; 
- Mendorong agar organ perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi 

dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN 
terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN; 

- Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; 
- Berkontribusi bagi peningkatan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. 
- Menjadikan Perusahaan bernilai tambah melalui meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan berikut peningkatan 

kemanfaatan bagi stakeholders Perusahaan. 
 
PRINSIP-PRINSIP DASAR GCG 
 
Secara umum ada lima prinsip dasar yang terkandung dalam GCG. Kelima prinsip tersebut adalah Transparency 
(transparansi), Accountability  (akuntabilitas), Responsibility (responsibilitas), Independency (kemandirian) dan Fairness 
(kesetaraan/kewajaran).  Secara lebih rinci prinsip-prinsip dasar GCG adalah sebagai berikut: 
 Transparency - keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan  keputusan,  dan  dalam  mengemukakan 

informasi materiil yang relevan mengenai perusahaan.  
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Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbuka yang semakin memantapkan diri perannya di tingkat dunia, Perseroan 
berkomitmen kuat menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam keseharian pengelolaan perusahaan. Segala keputusan strategis 
yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG: Transparency, 
Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness demi kepentingan pemegang saham dan para pemangku 
kepentingan lainnya.  
 
Prinsip-prinsip GCG merupakan fondasi bagi tercapainya triple bottom line melalui pencapaian kinerja keuangan yang sehat 
dan transparan, di samping pengembangan human capital yang unggul serta kontribusinya dalam menjaga lingkungan dan 
sumber daya alam agar tetap harmoni, lestari dan berkelanjutan.  
 
Sebagai fondasi yang sangat diandalkan Perseroan, penerapan GCG dilaksanakan dengan seksama, terencana dan 
berkesinambungan dengan output menjadi perusahaan yang berdaya saing tinggi. Karena WIKA telah mengadopsi standar 
terbaik yang berlaku di ASEAN Corporate Governance Scorecard yang diterbitkan oleh ASEAN Capital Market Forum sejak 
tahun 2012 maupun pedoman GCG Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 
2006, serta mengacu pada kriteria dan metodologi yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara 
No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012. Tak heran Perseroan berhasil masuk dalam daftar 20 besar emiten Indonesia 
dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikeluarkan pada tahun 2015 oleh Indonesia Institute Corporate 
Directorship (IICD), ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya yang menduduki posisi 50 besar. Sebuah keberhasilan 
yang patut disyukuri, mengingat ajang tersebut merupakan tolok ukur sebuah perusahaan terbuka dalam melaksanakan 
penerapan GCG, sebagai mana telah disepakati otoritas pasar modal ASEAN, sebagai bagian persiapan memasuki kawasan 
pasar bebas ASEAN 2015. Penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut telah menjadi landasan yang kuat untuk menghadapi 
perubahan lingkungan bisnis di masa depan. Di tingkat nasional Perseroan memperoleh predikat trusted company, sebagai 
bukti Perseroan serius dalam melaksanakan komitmennya untuk menerapkan tata kelola secara konsisten dan 
berkesinambungan sehingga Perseroan tampil percaya diri dalam memasuki era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA). 
 
Berdasarkan hasil assesmen pihak independen terhadap penerapan GCG Perseroan adalah sebagai berikut: 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
GCG Score 85,56 86,20 86,97 89,34 86,07 89,23 93,35 
BUMN Bersih     Internal 

Target : 9,4 
Perception : 8,41 

 

CGPI Index     80,36 81,78 
ASEAN 
Scorecard 

     49 biggest 
group 
score: 

61 – 65 

74,57 

Sumber: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
 
Komitmen Penerapan GCG 
Dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara, penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan internal 
perusahaan serta lingkungan eksternal perusahaan BUMN diharapkan dapat: 
- Mengoptimalkan nilai  BUMN  agar  perusahaan memiliki  daya  saing  yang  kuat,  baik   secara nasional maupun 

internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan daya saing berkelanjutan BUMN; 
- Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan 

kemandirian organ perseroan; 
- Mendorong agar organ perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi 

dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN 
terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN; 

- Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; 
- Berkontribusi bagi peningkatan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. 
- Menjadikan Perusahaan bernilai tambah melalui meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan berikut peningkatan 

kemanfaatan bagi stakeholders Perusahaan. 
 
PRINSIP-PRINSIP DASAR GCG 
 
Secara umum ada lima prinsip dasar yang terkandung dalam GCG. Kelima prinsip tersebut adalah Transparency 
(transparansi), Accountability  (akuntabilitas), Responsibility (responsibilitas), Independency (kemandirian) dan Fairness 
(kesetaraan/kewajaran).  Secara lebih rinci prinsip-prinsip dasar GCG adalah sebagai berikut: 
 Transparency - keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan  keputusan,  dan  dalam  mengemukakan 

informasi materiil yang relevan mengenai perusahaan.  

 Accountability  -  kejelasan  fungsi,  pelaksanaan,  dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan 
perusahaan terlaksana secara efektif. 

 Responsibility - kesesuaian    dalam    pengelolaan perusahaan dalam perundang-undangan. 
 Independency - kemandirian pengelola perusahaan untuk bertindak tanpa terpengaruh tekanan dari pihak manapun 

yang   tidak   sesuai   dengan   perundang-undangan   yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.  
 Fairness - keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak   pemangku   kepentingan,   yang   timbul   berdasarkan 

perjanjian dan peraturan yang berlaku. 

Dalam pelaksanaan penerapan GCG hal terpenting bagi perusahaan adalah melakukan pentahapan yang cermat 
berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan 
lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Dalam menerapkan GCG Perseroan 
menggunakan pentahapan sebagai berikut:  
- Indentifikasi praktik GCG; 
- Membangun komitmen dan tujuan GCG; 
- Pengembangan struktur GCG; 
- Pengembangan mekanisme GCG; 
- Fase komunikasi; dan 
- Fase  implementasi. 
 
ROAD MAP GCG 
Sebagai sebuah sistem yang membutuhan komitmen dalam penerapan penegakan secara terencana, sistemik, dan 
berkelanjutan, maka tantangan terbesar dalam implementasi GCG adalah memberikan kesadaran (awareness), kepemilikan 
bersama (ownership), serta keterlibatan (involvement) seluruh insan Perseroan. Menghadapi tantangan implementasi 
tersebut, dibutuhkan suatu “peta jalan” atau Roadmap GCG yang menjadi pedoman bagi seluruh unit dan insan 
perusahaan dalam memberikan dukungan dan kontribusi bagi terciptanya GCG yang efektif secara sistemik.  
 
Roadmap memberi arahan Perseroan dalam menjalankan strategi implementasi GCG dan mempunyai gambaran garis 
besar dari strategi implementasi tersebut sehingga Perseroan dapat memantau perkembangan praktik GCG saat ini dan ke 
depan. Perseroan dituntut dapat merumuskan tahapan implementasi, tata nilai, etika bisnis, budaya dan tujuan akhir 
perusahaan yang akan dicapai melalui dedikasi dan keyakinan terhadap manfaat penerapan GCG. Dalam hubungan 
Perseroan dengan pihak lain, roadmap akan mengarahkan secara jelas kepada pihak yang berkepentingan mengenai 
rencana penerapan GCG. Menurut Komite Nasional Kebijakan GCG, Roadmap mengacu pada 3 tahapan  di mana masing-
masing tahapan memiliki karakteristik ukuran dan tingkat pencapaian serta hasil yang diperoleh: 

- Corporate Governance Commitment; 
- Good Governed Corporation; dan 
- Good Corporate Citizen. 

 
Tiga Pondasi Tahapan Implementasi GCG WIKA 

Tata Kelola Perusahaan  
Good Corporate Governance (GCG) 

Good Governed Corporation 
Good Governed Corporation (GGC) 

Good Corporate Citizen  
Good Corporate Citizen (GCC) 

Tujuan / Objective 

Mematuhi peraturan dan hukum yang 
berlaku (kewajiban dan sukarela). 

Membentuk manajemen ‘internal 
control’ yang lebih baik terutama dalam 
menangani risiko bisnis yang efektif 
melalui manajemen risiko yang tepat. 

Mencapai posisi sebagai perusahaan 
yang beretika dan bertanggung-jawab, 
juga dikenal sebagai perusahaan yang 
menjadi warga masyarakat yang baik. 

Aktivitas / Activity 

1. Menjalankan penilaian GCG untuk 
mendapatkan status implementasi 
GCG. 

 
2. Merumuskan dan menetapkan GCG 

manuals: 
a. GCG code 
b. Board Manual 
c. Komite-komite Charter (Komite 

Audit, Komite GCG, dll.) 
d. Code of Conducts 
e. GCG Self-assessment 
 

1. Sosialisasi GGC yang intensif dan 
ekstensif dan juga penilaian 
berkala. 
 

2. Aplikasi prinsip-prinsip GGC ke 
dalam prosedur proses bisnis (SOP). 

 
3. Membentuk kerangka sistem 

internal control yang terintegrasi 
dan program manajemen risiko. 
 

4. Membentuk program etika dan 
kepatuhan. 

1. Membangun budaya perusahaan 
berdasarkan code of conducts 
sebagai bagian kehidupan 
perusahaan sehari-hari. 

2. Menjalankan strategi Perusahan 
yang bertanggung jawab sosial 
secara efektif. 
 

3. Mengimplementasi “Sistem 
Operasi Perusahaan Hijau”. 
 

4. Menyesuaikan semua sistem dan 
prosedur yang sesuai. 
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Tata Kelola Perusahaan  
Good Corporate Governance (GCG) 

Good Governed Corporation 
Good Governed Corporation (GGC) 

Good Corporate Citizen  
Good Corporate Citizen (GCC) 

3. Sosialisasi dan memulai 
implementasi.Socialization and 
implementation startup. 

Form a program of ethics and 
compliance. 

5. Membangun sistem manajemen 
yang unik. 
 

Indikator / Indicator 

1. Semua ‘GCG manuals’ telah selesai. 
 

2. Kesadaran GCG meningkat. 
 

3. Kepatuhan terhadap peraturan dan 
hukum yang berlaku meningkat. 

4. Struktur ‘internal control‘ mulai 
dibentuk. 

1. Semua SOP disusun berdasarkan 
risiko dan prinsip-prinsip yang 
berlandaskan GGC. 

2. Operasi bisnis dikendalikan secara 
efektif. 

3. Budaya penanganan risiko mulai 
ditimbulkan. 
 

1. Dikenal sebagai perusahaan yang 
beretika. 

 
2. Kontribusi yang nyata dan dapat 

diukur pada kesejahteraan 
komunitas lokal, negara, dan dunia. 

3. Memberi perhatian dan peduli 
terhadap lingkungan. 

 

Hasil / Results 

Peningkatan dalam kepatuhan dan 
kendali manajemen yang lebih baik 
yang menghasilkan peningkatan 
kinerja. 

Kinerja perusahaan meningkat dan juga 
credit rating meningkat. 

Diakui sebagai: 
1. Perusahaan blue chip. 
2. Tempat yang sangat diinginkan 

untuk bekerja. 
3. Menerima banyak penghargaan. 

 
Semua ketentuan dan regulasi yang tertuang di dalam peraturan tersebut sudah dipenuhi Perseroan sejak 2010, sehingga 
dapat dikatakan Perseroan sudah mampu mencapai tahap pertama dalam GCG. Pada 2012 Perseroan telah berada pada 
tahap Good Governed Corporation (GGC), dengan berlangsungnya integrasi antara fungsi Internal Control dan Risk 
Management. Segala upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang baik akan terus ditingkatkan 
agar ketiga tahapan road map dapat secara optimal dicapai.  
 
Tujuan Penerapan GCG 
Dalam melaksanakan penerapan GCG, Perseroan selalu berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku, Peraturan 
Kementerian BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012. Sebagai perusahaan terbuka yang dikelola secara 
profesional, Perseroan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan bagi terwujudnya praktik etika bisnis untuk 
menjadi warga usaha yang baik (Good Corporate Citizen), di samping juga berfungsi memelihara keberlanjutan perusahaan 
(company sustainability). 
 
Terkait dengan hal tersebut Perseroan berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan tujuan 
sebagai berikut: 

1. Mengoptimalkan nilai perusahaan, agar  Perseroan memiliki   daya   saing   yang   kuat,    baik    secara nasional 
maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya, dan hidup berkelanjutan untuk 
mencapai maksud dan tujuan perusahaan. 

2. Memberikan kepastian dan manfaat kepada para pemangku kepentingan Perseroan. Menciptakan keseimbangan  
kepentingan  semua  pemangku kepentingan Perseroan, sesuai dengan  nilai-nilai perseroan. Meningkatkan 
kredibilitas dan daya saing Perseroan. 

3. Membangun citra perusahaan yang positif. Mempertegas batasan-batasan yang terkait etika bisnis. 
 
Secara umum, dampak positif dari pelaksanaan GCG di Perseroan dapat dijabarkan menjadi 4 (empat) yakni: 

1. People – menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pemberdayaan masyarakat. 
2. Profit – perusahaan dapat mengoptimalkan peraihan laba dan mencapai pertumbuhan yang tinggi. 
3. Planet – berkontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan. 
4. Industry – berkontribusi nyata terhadap industri tempat Perseroan beroperasi. 

 
KEBIJAKAN DAN STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN 
Untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip GCG, Perseroan memberlakukan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Corporate 
Governance Policy/CGP), Code of Conduct (CoC), Charter Dewan Komisaris, Charter Direksi, Charter-charter Komite Penunjang 
Dewan Komisaris, Charter Internal Audit, Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko, serta kebijakan-kebijakan lainnya. Secara 
berkala, kebijakan-kebijakan tersebut ditinjau ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dunia 
usaha. 
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Tata Kelola Perusahaan  
Good Corporate Governance (GCG) 

Good Governed Corporation 
Good Governed Corporation (GGC) 

Good Corporate Citizen  
Good Corporate Citizen (GCC) 

3. Sosialisasi dan memulai 
implementasi.Socialization and 
implementation startup. 

Form a program of ethics and 
compliance. 

5. Membangun sistem manajemen 
yang unik. 
 

Indikator / Indicator 

1. Semua ‘GCG manuals’ telah selesai. 
 

2. Kesadaran GCG meningkat. 
 

3. Kepatuhan terhadap peraturan dan 
hukum yang berlaku meningkat. 

4. Struktur ‘internal control‘ mulai 
dibentuk. 

1. Semua SOP disusun berdasarkan 
risiko dan prinsip-prinsip yang 
berlandaskan GGC. 

2. Operasi bisnis dikendalikan secara 
efektif. 

3. Budaya penanganan risiko mulai 
ditimbulkan. 
 

1. Dikenal sebagai perusahaan yang 
beretika. 

 
2. Kontribusi yang nyata dan dapat 

diukur pada kesejahteraan 
komunitas lokal, negara, dan dunia. 

3. Memberi perhatian dan peduli 
terhadap lingkungan. 

 

Hasil / Results 

Peningkatan dalam kepatuhan dan 
kendali manajemen yang lebih baik 
yang menghasilkan peningkatan 
kinerja. 

Kinerja perusahaan meningkat dan juga 
credit rating meningkat. 

Diakui sebagai: 
1. Perusahaan blue chip. 
2. Tempat yang sangat diinginkan 

untuk bekerja. 
3. Menerima banyak penghargaan. 

 
Semua ketentuan dan regulasi yang tertuang di dalam peraturan tersebut sudah dipenuhi Perseroan sejak 2010, sehingga 
dapat dikatakan Perseroan sudah mampu mencapai tahap pertama dalam GCG. Pada 2012 Perseroan telah berada pada 
tahap Good Governed Corporation (GGC), dengan berlangsungnya integrasi antara fungsi Internal Control dan Risk 
Management. Segala upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang baik akan terus ditingkatkan 
agar ketiga tahapan road map dapat secara optimal dicapai.  
 
Tujuan Penerapan GCG 
Dalam melaksanakan penerapan GCG, Perseroan selalu berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku, Peraturan 
Kementerian BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012. Sebagai perusahaan terbuka yang dikelola secara 
profesional, Perseroan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan bagi terwujudnya praktik etika bisnis untuk 
menjadi warga usaha yang baik (Good Corporate Citizen), di samping juga berfungsi memelihara keberlanjutan perusahaan 
(company sustainability). 
 
Terkait dengan hal tersebut Perseroan berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan tujuan 
sebagai berikut: 

1. Mengoptimalkan nilai perusahaan, agar  Perseroan memiliki   daya   saing   yang   kuat,    baik    secara nasional 
maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya, dan hidup berkelanjutan untuk 
mencapai maksud dan tujuan perusahaan. 

2. Memberikan kepastian dan manfaat kepada para pemangku kepentingan Perseroan. Menciptakan keseimbangan  
kepentingan  semua  pemangku kepentingan Perseroan, sesuai dengan  nilai-nilai perseroan. Meningkatkan 
kredibilitas dan daya saing Perseroan. 

3. Membangun citra perusahaan yang positif. Mempertegas batasan-batasan yang terkait etika bisnis. 
 
Secara umum, dampak positif dari pelaksanaan GCG di Perseroan dapat dijabarkan menjadi 4 (empat) yakni: 

1. People – menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pemberdayaan masyarakat. 
2. Profit – perusahaan dapat mengoptimalkan peraihan laba dan mencapai pertumbuhan yang tinggi. 
3. Planet – berkontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan. 
4. Industry – berkontribusi nyata terhadap industri tempat Perseroan beroperasi. 

 
KEBIJAKAN DAN STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN 
Untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip GCG, Perseroan memberlakukan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Corporate 
Governance Policy/CGP), Code of Conduct (CoC), Charter Dewan Komisaris, Charter Direksi, Charter-charter Komite Penunjang 
Dewan Komisaris, Charter Internal Audit, Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko, serta kebijakan-kebijakan lainnya. Secara 
berkala, kebijakan-kebijakan tersebut ditinjau ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dunia 
usaha. 
 

 
 
Struktur Tata Kelola 
Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), struktur tata 
kelola Perusahaan secara garis besar tergambarkan pada organ utama Perusahaan yaitu  Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.  
 
Organ Perseroan tersebut memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan GCG. Organ Perseroan menjalankan 
fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan lainnya atas dasar 
prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya 
untuk kepentingan terbaik Perusahaan. 
 
Rapat Umum  Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi yang memiliki wewenang yang tidak dilimpahkan 
kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan sesuai amanah yang 
diberikan, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan yang memadai terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh 
Direksi serta melakukan penasihatan agar kinerja Perusahaan lebih baik. Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan 
diberhentikan oleh RUPS. 
 
7. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  

 
Tanggung jawab sosial (corporate social responsibility (CSR) Perseroan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan 
pemangku kepentingan. Pelaksanaannya merujuk pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007, Bab V, Pasal 74 ayat (1). Selain itu 
pelaksanaan CSR Perseroan selaku BUMN juga mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-09/MBU/07/2015 
tertanggal 3 Juli 2015 mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. 
 
Untuk melengkapi keberadaan Laporan Tahunan, Perseroan telah melaporkan kegiatan keberlanjutannya di dalam Laporan 
Keberlanjutan sesuai dengan prinsip akuntabilitas sejak tahun 2010. Kedua laporan ini, yaitu laporan tahunan dan laporan 
keberlanjutan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada 
semua pemangku kepentingan, atas kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan.  
 
Laporan Keberlanjutan Perseroan merupakan catatan kegiatan, strategi, capaian dan tantangan CSR dalam membangun nilai 
sosial dan menjaga lingkungan. Pelaporan ini mengacu pada pedoman Global Reporting Initiative (GRI) versi ke-4 atau GRI 4 
(G4), lengkap dengan rujukan khusus pada jenis industri construction and real estate.  
 
Di tahun 2015, Laporan Keberlanjutan Perseroan periode tahun 2014, berhasil meraih anugerah penghargaan sebagai juara 
1 pada ajang Sustainability Reporting Award di Jakarta. Lebih jauh, laporan ini juga menjadi finalis pada ajang Asia 
Sustainability Reporting Award yang diselenggarakan di Singapura. Capaian ini menunjukkan bahwa kami terus berkomitmen 
untuk meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan dan pada waktu yang sama juga meningkatkan implementasi kegiatan 
CSR di lapangan.  
 
Inisiatif Perseroan untuk lebih meningkatkan kinerja CSR, salah satunya yaitu dengan menyusun blueprint CSR yang mengacu 
pada pedoman ISO26000. Saat ini blueprint CSR Perseroan sedang dalam proses persetujuan oleh jajaran manajemen. 
Dengan adanya blueprint CSR, WIKA berharap kegiatan CSR akan lebih terarah dan mampu memberikan kontribusi positif, 
baik kepada semua pemangku kepentingan maupun kepada Perusahaan.  
 
8. KESELAMATAN KERJA 

 
Kebijakan 
UU RI No.13/2013 tentang ketenagakerjaan Kebijakan Safety, Health, Environment PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tanggal 
23 Desember 2010. Kebijakan SHE yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Bab XV Pasal 72 tentang 
peyelenggaraan K3L dan Pasal 73 tentang Alat serta Perlengkapan Keselamatan Kerja dan Lingkungan. 
 
Sertifikasi 
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001:2007, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004 
  
Implementasi  
Terkait dengan ketenagakerjaan, Perseroan selalu mempertimbangkan kesetaraan gender dan menghindari semua praktik 
diskriminasi. Namun demikian, sesuai dengan jenis perusahaan yang bergerak di bidang EPC, maka jumlah pegawai laki-laki 
lebih banyak dibandingkan wanita.  
 
Semua pekerja Perseroan mendukung implementasi aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di seluruh bagian 
kegiatan operasional pekerjaan. Di samping itu, WIKA juga menerapkan SMK3, MK3L dan OHSAS 18001:2007. Sistem 
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Manajemen Safety, Health and Environment (SHE) WIKA dibentuk berdasarkan standar SMK3, MK3L dan OHSAS 
18001:2007. Perseroan juga telah menerapkan DuPont Safety System pada beberapa proyek untuk meningkatkan 
kepatuhan pelaksanaan K3 dan membentuk Site Implementation Team (SIT) demi tercapainya kecelakaan nihil.  
 
Investasi 
Biaya Pengelolaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Perusahaan hingga Juni 2016 sebesar Rp5,4 miliar. 
 
9. PERLINDUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 

 
Kebijakan 
Kebijakan Safety, Health, Environment (SHE) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tanggal 29 Januari 2015. 
 
Sertifikasi Di Bidang Lingkungan 
Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004. 
 
Implementasi  
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang EPC, Perseroan telah melakukan investasi yang mendukung kelestarian 
lingkungan. Perseroan telah beberapa kali mengaplikasikan konstruksi hijau (green construction) dan secara bertahap 
menangani proyek bangunan yang ramah lingkungan (green building). Pembangunan green building menggunakan 
material-material yang ramah lingkungan.  
 
Salah satunya, pada pembangunan proyek MRT, Perseroan menjalankan program penyiraman setiap hari. Penyiraman 
dilakukan untuk mengurangi debu sebagai dampak negatif dari setiap pembangunan konstruksi. Di seluruh proyek yang 
dikerjakan, Perseroan memiliki tim untuk melakukan identifikasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya pencemaran 
lingkungan. Demikian pula pada setiap pelaksanaan pekerjaan, Perseroan menerapkan penggunaan teknologi dan sistem 
yang dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar proyek. 
 
Perseroan selalu melakukan pengukuran udara di lokasi proyek untuk mencegah pencemaran. Disamping itu, Perseroan 
memastikan bahwa emisi dan debu akibat proses konstruksi tidak melebihi ambang baku mutu yang ditetapkan oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup. Demikian pula dengan pengambilan air tanah di lokasi proyek, Perseroan memastikan 
bahwa pengeboran air tanah tidak merusak lingkungan. 
 
Untuk memitigasi pencemaran tanah, limbah air bekas konstruksi selalu dikelola terlebih dulu, sebelum dibuang. Air bekas 
konstruksi akan ditampung dan diendapkan. Setelah jernih dan tidak mengandung zat berbahaya, baru air tersebut 
disalurkan untuk menyiram tanah atau pemanfaatan lainnya. 
 
Terkait pengurangan emisi, Perseroan melakukan pendampingan di beberapa kampung binaan. Salah satu kampung binaan 
di Kecamatan Pamijahan, Perseroan menanam pohon sengon yang telah tumbuh subur. Atas upaya ini, pada tahun 2015, 
Perseroan mencatat penyerapan emisi karbon dari pohon sengon sebesar 1545965.58 tCO2e. Selain membantu menyerap 
karbon, tujuan penanaman pohon juga untuk memperbaiki kualitas lingkungan, khususnya penghijauan lahan kritis di 
daerah Pamijahan. 
 
Kegiatan pelestarian lingkungan yang lain adalah penggunaan pupuk organik untuk memupuk pohon sengon yang ada di 
Kampung Binaan Perseroan di Pamijahan – Bogor. Pupuk kandang ini berasal dari program budidaya kambing bergilir yang 
dilakukan oleh Perseroan dan petani – petani yang ada di kampung binaan dengan sistem bagi hasil. Pupuk kandang 
bermanfaat untuk menyediakan unsur hara makro dan mikro dan mempunyai daya ikat ion yang tinggi sehingga akan 
mengefektifkan bahan - bahan anorganik di dalam tanah, termasuk pupuk anorganik. Selain itu, pupuk kandang bisa 
memperbaiki struktur tanah, sehingga pertumbuhan tanaman bisa optimal. 
 
Investasi  
Selama dengan Juni 2016, Perseroan mengeluarkan biaya untuk program lingkungan (pelestarian alam) sebesar Rp315 Juta. 
 
10. PROSPEK USAHA  

Sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang besar merupakan potensi dan peluang bagi Indonesia untuk terus 
berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Hingga saat ini, Indonesia telah berhasil memanfaatkan sumber 
dayanya dalam menjaga kestabilan perekonomian nasional, dan dianggap sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan 
ekonomi paling stabil di dunia. 

Namun dalam usahanya untuk memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah 
menghadapi beberapa tantangan besar, di antaranya adalah ketidakmerataan persebaran ekonomi dan rendahnya daya 
saing produk yang terutama disebabkan oleh ketimpangan infrastruktur salah satunya jalan tol yang saat ini terpusat di 
Pulau Jawa. 
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Sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang besar merupakan potensi dan peluang bagi Indonesia untuk terus 
berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Hingga saat ini, Indonesia telah berhasil memanfaatkan sumber 
dayanya dalam menjaga kestabilan perekonomian nasional, dan dianggap sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan 
ekonomi paling stabil di dunia. 
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Pulau Jawa. 

Potensi Indonesia 

Indonesia merupakan salah satu dari Negara dengan Produk Domestik Bruto yang terbesar di Dunia, terutama jika 
dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. PDB riil Indonesia pada tahun 2014 yang mencapai 888 juta 
USD, di mana jumlah tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN seperti Thailand, 
Malaysia, Singapura, dan Filipina. 

 

Sumber: Roadmap Kementerian BUMN, 2015 

Namun, jika dilihat dari kinerja historikal pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2000 sampai dengan 2014, 
pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mencapai angka tertinggi sebesar 7,4% di tahun 2008 kemudian mengalami 
kecenderungan menurun sampai tahun 2014 mencapai 5,0%. 

 

Sumber: IMF 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan salah satunya disebabkan adanya perlambatan ekspor 
Indonesia. Perlambatan ekspor disebabkan oleh perlambatan ekonomi secara keseluruhan di kawasan negara berkembang 
dan penurunan harga komoditas. Mulai tahun 2014, volume ekspor memiliki kecenderungan yang menurun secara year on 
year. Dengan penurunan volume dan harga ekspor komoditas, maka nilai ekspor Indonesia pun juga mengalami 
penurunan. 

 

Sumber: CEIC, IMF 

Bagaimanapun juga, sebagai Negara yang memiliki kekayaan alam melimpah baik dari sektor pertanian, perkebunan, 
kehutanan, kelautan, maupun pertambangan, besarnya jumlah SDA tersebut memberikan keunggulan kompetitif bagi 
Indonesia untuk menjadi salah satu negara pengekspor terbesar. Perbaikan ekonomi nasional maupun global di masa 
mendatang diharapkan dapat berdampak langsung pada perbaikan volume maupun harga komoditas ekspor Indonesia. 

Saat ini, ekspor luar negeri Indonesia masih didominasi oleh barang mentah. Pengolahan barang mentah dalam rangka 
mengoptimalkan nilai tambah perekonomian diharapkan akan terus ditingkatkan di masa mendatang. Tabel di bawah ini 
memperlihatkan posisi Indonesia di dunia sebagai negara pengekspor pada tahun 2014 untuk beberapa jenis komoditas 
ekspor utama, beserta nilai kontribusinya terhadap pendapatan nasional. 
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Indonesia merupakan eksportir kelapa sawit terbesar di dunia, diikuti oleh Malaysia, dengan total produksi kedua negara 
mencapai 85% - 90% dari total produksi kelapa sawit dunia. 

Meskipun terdapat penurunan kinerja ekspor Indonesia, namun neraca transaksi berjalan Indonesia mengalami surplus. 
Namun demikian, surplus neraca berjalan ini bukan disebabkan oleh perbaikan kinerja perekonomian, melainkan lebih 
disebabkan oleh adanya penurunan impor yang lebih tajam dibandingkan ekspor atau karena perlambatan pertumbuhan 
ekonomi Indonesia. 

 

Sumber: CEIC 

Dengan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa sektor industri memegang perananan yang sangat penting 
terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan porsi ekspor dari sektor industri merupakan yang terbesar dari 
keseluruhan ekspor non-migas Indonesia. Pada tahun 2015, dari total ekspor non-migas sebesar 131.728 juta USD, sektor 
industri menyumbang sebesar 106.662 juta USD atau sebesar 81%, diikuti oleh sektor pertambangan sebesar 15% dan 
sektor pertanian sebesar 4%. 

 

Sumber: Kementerian Perdagangan 

Salah satu kekuatan dan potensi terbesar yang juga dapat mendukung perekonomian Indonesia adalah Sumber Daya 
Manusia (SDM). Indonesia menempati posisi ke–4 sebagai negara dengan jumlah populasi tertinggi di dunia. Di kawasan 
ASEAN, Indonesia memiliki jumlah populasi tertinggi, dengan jumlah mencapai 255,9 juta orang (per Juli 2015). 

 

Sumber: Roadmap Kementerian BUMN, 2015 
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Sumber: Roadmap Kementerian BUMN, 2015 

 

 

 

Jumlah SDM usia muda yang sangat tinggi di Indonesia memberikan potensi yang sangat besar dalam rangka memajukan 
perekonomian nasional. Hal ini didukung dengan proyeksi adanya bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2030, di 
mana diperkirakan bahwa 70% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 180 juta jiwa adalah SDM berusia produktif. 
Bonus demografi tersebut merupakan peluang unik yang dimiliki Indonesia, di saat sejumlah Negara lain di ASEAN 
mengalami penurunan jumlah SDM berusia produktif. Pemerintah perlu melakukan persiapan yang baik dalam 
menghadapi fenomena tersebut agar dapat dimanfaatkan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi yang akan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

Sumber: Roadmap Kementerian BUMN, 2015 

Besarnya potensi ekonomi di Indonesia menghadapi banyak tantangan, salah satu tantangan utama yang saat ini dihadapi 
adalah perkembangan ekonomi yang tidak merata di seluruh Indonesia. Kegiatan perekonomian nasional berpusat di Pulau 
Jawa yang memberikan kontribusi hingga 58% terhadap PDB Nasional. Pulau Sumatera sebagai salah satu pusat sumber 
daya alam dan perkebunan mewakili 23% dari total PDB nasional, Pulau Kalimantan sebagai pulau terbesar di Indonesia 
hanya mewakili 8,7%, Pulau Sulawesi mewakili 6% sedangkan Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua masing-masing memiliki 
kontribusi sebesar 3% dan 2% berturut-turut. 

Selain kesenjangan ekonomi antar pulau, keadaan ekonomi di masing-masing daerah juga menunjukkan ketimpangan. 
Ketimpangan ekonomi dapat diukur menggunakan Rasio Gini, sebuah koefisien untuk mengukur ketidakmerataan agregat 
yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Gambar di bawah ini 
memperlihatkan bahwa Rasio Gini di tiap pulau di Indonesia berkisar pada angka 0,35 – 0,45, memperlihatkan adanya 
ketimpangan yang cukup tinggi. 
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Gambar Persebaran Kontribusi PDB dan Rasio Gini di Indonesia 

Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan Rasio Gini dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2008, Rasio Gini terus 
mengalami peningkatan, menandakan bahwa ketidakmerataan perekonomian di seluruh Indonesia terus meningkat. Hal ini 
mengindikasikan bahwa peningkatan keseluruhan pendapatan secara nasional hanya dinikmati oleh sebagian kecil 
masyarakat. 

 

Gambar Rasio Gini Nasional 

Kesenjangan ekonomi yang besar terlihat dari keadaan perekonomian Indonesia bagian timur yang jauh tertinggal 
dibandingkan dengan Indonesia bagian barat. Hal ini tergambar dalam rasio tingkat kemiskinan, di mana sejumlah provinsi 
di Indonesia bagian timur mendominasi daftar 10 provinsi dengan rasio tingkat kemiskinan paling tinggi. 

Tabel Daftar 10 Provinsi dengan Rasio Kemiskinan Tertinggi 

Provinsi Rasio Tingkat Kemiskinan (%) 
Papua 27,8 
Papua Barat 26,6 
Nusa Tenggara Timur 19,6 
Maluku 18,44 
Gorontalo 17,41 
Bengkulu 17,09 
Nusa Tenggara Barat 17,05 
Aceh 16,98 
DI Yogyakarta 14,55 
Lampung 14,21 

 
 

Sebanyak 6 dari 10 provinsi dengan rasio tingkat kemiskinan paling tinggi berasal dari Indonesia bagian timur, di mana 
Papua menempati peringkat pertama dengan rasio tingkat kemiskinan mencapai 27,8%. 

Ketidakmerataan ekonomi terutama disebabkan oleh kondisi dan kualitas infrastruktur Indonesia masih tertinggal 
dibandingkan dengan negara lain, ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor utama yang menentukan tingkat 
investasi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.  

Secara global, kualitas infrastruktur Indonesia menduduki peringkat ke-72, masih tertinggal dibandingkan dengan 
Singapura yang menduduki peringkat ke-5 dan Malaysia yang menduduki peringkat ke-20. Dilihat dari sisi kualitas 
infrastruktur pelabuhan dan bandara, Indonesia menempati peringkat ke–77 dan ke–64, sedangkan untuk kualitas 
infrastruktur jalan, Indonesia berada pada posisi ke–64.  
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Gambar Persebaran Kontribusi PDB dan Rasio Gini di Indonesia 

Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan Rasio Gini dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2008, Rasio Gini terus 
mengalami peningkatan, menandakan bahwa ketidakmerataan perekonomian di seluruh Indonesia terus meningkat. Hal ini 
mengindikasikan bahwa peningkatan keseluruhan pendapatan secara nasional hanya dinikmati oleh sebagian kecil 
masyarakat. 

 

Gambar Rasio Gini Nasional 

Kesenjangan ekonomi yang besar terlihat dari keadaan perekonomian Indonesia bagian timur yang jauh tertinggal 
dibandingkan dengan Indonesia bagian barat. Hal ini tergambar dalam rasio tingkat kemiskinan, di mana sejumlah provinsi 
di Indonesia bagian timur mendominasi daftar 10 provinsi dengan rasio tingkat kemiskinan paling tinggi. 

Tabel Daftar 10 Provinsi dengan Rasio Kemiskinan Tertinggi 

Provinsi Rasio Tingkat Kemiskinan (%) 
Papua 27,8 
Papua Barat 26,6 
Nusa Tenggara Timur 19,6 
Maluku 18,44 
Gorontalo 17,41 
Bengkulu 17,09 
Nusa Tenggara Barat 17,05 
Aceh 16,98 
DI Yogyakarta 14,55 
Lampung 14,21 

 
 

Sebanyak 6 dari 10 provinsi dengan rasio tingkat kemiskinan paling tinggi berasal dari Indonesia bagian timur, di mana 
Papua menempati peringkat pertama dengan rasio tingkat kemiskinan mencapai 27,8%. 

Ketidakmerataan ekonomi terutama disebabkan oleh kondisi dan kualitas infrastruktur Indonesia masih tertinggal 
dibandingkan dengan negara lain, ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor utama yang menentukan tingkat 
investasi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.  

Secara global, kualitas infrastruktur Indonesia menduduki peringkat ke-72, masih tertinggal dibandingkan dengan 
Singapura yang menduduki peringkat ke-5 dan Malaysia yang menduduki peringkat ke-20. Dilihat dari sisi kualitas 
infrastruktur pelabuhan dan bandara, Indonesia menempati peringkat ke–77 dan ke–64, sedangkan untuk kualitas 
infrastruktur jalan, Indonesia berada pada posisi ke–64.  

 

Gambar Peringkat Kualitas Infrastruktur Negara-negara ASEAN di Dunia 

Rendahnya daya saing infrastruktur dan manufaktur Indonesia secara global diakibatkan oleh tingginya biaya logistik dan 
biaya material yang disebabkan oleh besarnya biaya transportasi dan kepelabuhanan. Hal ini dapat dilihat dari total biaya 
logistik nasional yang mencapai 17% dari total biaya produksi atau sekitar 27% dari total PDB Indonesia. Persentase biaya 
logistik tersebut masih tergolong sangat tinggi jika dibandingkan dengan biaya logistik di beberapa negara ASEAN, seperti 
Malaysia dengan persentase sebesar 8%, Singapura sebesar 6% dan Filipina sebesar 7%. Tingginya biaya logistik tersebut 
menempatkan Indonesia pada peringkat yang kurang baik secara global berdasarkan Logistic Performance Index (LPI), yaitu 
peringkat ke–53 dari 160 negara. 

Meskipun demikian, berdasarkan data dari Global Competitiveness Report 2014-2015, daya saing infrastruktur Indonesia 
menunjukkan peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2014 seperti yang tertera pada tabel di bawah ini. 

Tabel Peringkat Daya Saing Infrastruktur Indonesia 

 Kategori 2012 2014 

Keseluruhan 59 53 

Kualitas dan Kompetensi Logistik 61 41 

Infrastruktur 84 56 
 

Peningkatan peringkat kualitas infrastruktur Indonesia di dunia menunjukkan usaha dan program kerja Pemerintah dalam 
memperbaiki infrastruktur telah membuahkan hasil. Namun, usaha pengembangan infrastruktur salah satunya 
pembangunan jalan tol yang masih harus ditempuh untuk mencapai kondisi infrastruktur ideal masih panjang dan 
peningkatan peringkat ini diharapkan dapat menjadi motivasi dalam menjalankan usaha pembangunan tersebut. 

Sebagai Negara dengan kekayaan sumber daya alam yang baik dan jumlah populasi dengan usia produktif yang tinggi, 
potensi pengembangan industri Indonesia secara alami terfokuskan pada industri yang berkaitan dengan pengembangan 
atau pemrosesan barang mentah menjadi produk yang memiliki nilai lebih tinggi. 

Tabel Proporsi Ekspor Indonesia 
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Dilihat dari porsi ekspor Indonesia seperti tabel di atas, penyumbang ekspor terbesar merupakan dari sektor migas atau 
energi, industri yang mencakup kimia, serta sektor mineral. Pengembangan ketiga sektor tersebut memiliki kontribusi yang 
sangat penting terhadap ketahanan energi, ketahanan pangan dan hilirisasi produksi mineral Negara:  

1. Ketahanan Energi Negara  

Sektor energi adalah sektor yang bersifat kritis bagi kelangsungan pembangunan Negara. Secara umum, pengembangan 
infrastruktur Negara yang berkesinambungan tidak dapat dilaksanakan tanpa pasokan energi yang memadai. Penyediaan 
kebutuhan energi nasional dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian: 

a. Penyediaan energi primer  

Penyediaan energi primer Indonesia masih sangat bergantung pada minyak bumi. Per tahun 2010, minyak bumi masih 
menyediakan 49% kebutuhan energi nasional, sementara 51% sumber energi primer lainnya bersumber dari gas bumi, 
batubara, dan sumber energi terbarukan.  

Konsumsi BBM Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, sementara kapasitas kilang minyak di Indonesia masih 
kurang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi BBM tersebut. Hal tersebut mendorong Pemerintah untuk melakukan impor 
untuk menutup defisit produksi tersebut. Kapasitas kilang minyak Indonesia pada tahun 2014 adalah sebesar 1.157 juta 
barel minyak per hari yang terbagi dalam 10 kawasan kilang minyak. 

 

 

Gambar Perbandingan Konsumsi BBM dan Kapasitas Kilang Minyak Bumi 

Dengan bauran energi yang terkonsentrasi pada minyak bumi, Indonesia sangat merasakan dampak dari gejolak harga 
minyak bumi dunia. Subsidi dan ketergantungan pada impor BBM juga membatasi kemampuan anggaran Negara untuk 
berinvestasi dalam aspek-aspek pengembangan lainnya.  

Untuk mencapai target pertumbuhan yang telah dijelaskan di atas, investasi dalam penyediaan energi primer perlu 
memperhatikan peningkatan kapasitas dan bauran yang memadai. 

Tabel Bauran Sumber Energi Primer Nasional Historis dan Proyeksi 
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Walaupun target bauran energi jangka panjang menekankan diversifikasi sumber energi primer sampai dengan tahun 
2050, kapasitas sumber energi minyak bumi dan gas tetap perlu ditingkatkan untuk mencukupi kebutuhan energi nasional 
yang sangat besar. Pengembangan kapasitas sumber energi minyak bumi dan gas dalam hal ini difokuskan pada eksplorasi 
cadangan minyak bumi dan gas baru serta peningkatan kapasitas refinery atau perkilangan minyak bumi 

 

Gambar Volume dan Pertumbuhan Produksi Migas Indonesia (Ribu Barel per Hari) 

Kecenderungan penurunan volume produksi sektor migas disebabkan karena investasi sektor hulu migas lebih ditujukan 
untuk menggunakan cadangan minyak bumi yang ada pada saat ini, sementara kegiatan untuk investasi eksplorasi 
cadangan minyak bumi baru cenderung menurun. Minimnya kegiatan eksplorasi mengakibatkan Reverse Replace Ratio 
('RRR Migas') migas Indonesia tergolong rendah, yaitu sebesar 46,6% dibandingkan nilai RRR Migas Asia Pasifik sebesar 
105%, Eropa 98%, Amerika Selatan dan Tengah 114%, serta Afrika dan Timur Tengah 79%. Dengan nilai RRR minyak yang 
rendah ini, cadangan migas Indonesia semakin menurun. 

 

 

Gambar RRR Migas Indonesia 2007 – 2013 (%) 

 

Tabel Produksi dan Konsumsi Batu Bara Indonesia (Juta Ton) 
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b. Penyediaan kapasitas pembangkitan listrik 

Pengembangan sumber energi primer tidak akan memberikan manfaat yang berarti terhadap pengembangan wilayah 
Indonesia jika tidak dibarengi dengan kapabilitas/kemampuan untuk mengubah sumber energi tersebut menjadi listrik 
yang dapat diutilisasikan oleh masyarakat luas dan industri produksi lainnya. 

Konsumsi listrik Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Peningkatan konsumsi listrik dari tahun 2005 sampai dengan 
2015 berkisar antara 3-10%, dengan peningkatan konsumsi listrik terbesar pada tahun 2012 yaitu sebesar 10% yang 
mencapai 172 Twh. Pada tahun 2014, konsumsi tenaga listrik nasional mencapai 197 Twh atau meningkat sebesar 6% 
dibandingkan tahun sebelumnya. 

 

Gambar Perkembangan Konsumsi Tenaga Listrik Nasional (TWh) 

Per kondisi saat ini, permintaan (demand) atas listrik masih jauh lebih tinggi dari pasokan (supply) yang ada. Meskipun 
terdapat peningkatan rasio elektrifikasi setiap tahunnya, namun rasio elektrifikasi di tahun 2013 secara nasional baru 
mencapai 80,51%. Pengembangan kapasitas pembangkitan listrik dibatasi oleh faktor geografis daerah terpencil yang 
terisolasi sehingga biaya logistik listrik sangat tinggi dan harga bauran sumber energi primer belum optimal. Berdasarkan 
wilayahnya, rasio elektrifikasi paling rendah adalah di Papua yaitu sebesar 36,41% pada tahun 2013. Sementara rasio 
elektrifikasi tertinggi adalah di Jakarta yaitu sebesar 99,9% pada tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan masih adanya gap 
yang signifikan terhadap distribusi listrik di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya gap antara permintaan dan pasokan 
listrik Indonesia, kualitas infrastruktur ketenagalistrikan Indonesia masih belum memadai. Dalam peringkat Quality of 
Electricity Supply dalam Global Competitiviness Index tahun 2013/2014, Indonesia menduduki peringkat 89 dunia, tidak 
berbeda jauh dengan Filipina yang menduduki peringkat 93.  

 

Gambar Peringkat Quality of Electricity Supply dalam Global Competitiveness Index 

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga listrik PLN (“RUPTL”) Tahun 2015-2024, pengembangan kapasitas pembangkitan 
listrik Indonesia akan difokuskan pada pemerataan nasional dan diversifikasi sumber energi primer lainnya selain minyak 
bumi. Di jangka menengah, komposisi gas dan batubara dalam fuel mix Nasional akan ditingkatkan untuk memanfaatkan 
ketersediaan sumber energi primer yang mudah diakses dan membutuhkan biaya yang lebih rendah. 
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Strength Weakness 

 Stok batubara yang besar sebagai sumber 
energi primer dalam pembangkitan listrik 
dengan harga terjangkau untuk jangka 
menengah 

 Stok batubara dan gas yang memadai sehingga 
risiko ketergantungan impor atas komoditas 
energi primer tersebut dapat dibatasi 

 Terdapat permintaan atas listrik dan sumber 
energi primer yang memadai di tingkat 
domestic (Indonesia adalah Negara dengan 
populasi tertinggi ke-4 di dunia) 

 Indonesia termasuk salah satu ekportir LNG 
terbesar di dunia 

 PLN perlu mengalokasikan nilai investasi 
sebesar $9,8 miliar untuk mencapai target 
penyediaan listrik 35,000 MW per tahun 2020 

 Produksi gas belum memadai untuk 
mencukupi kebutuhan domestik maupun 
permintaan ekspor 

 Program subsidi listrik yang memberikan 
tekanan keuangan kepada Negara serta 
tingkat kehilangan/pencurian listrik yang 
relatif tinggi 

 Cadangan minyak bumi yang tidak 
bertumbuh secara optimal, mengharuskan 
ditingkatkannya eksplorasinya 

Opportunities Threats 
 Energi panas bumi (geotermal) yang belum 

diutilisasikan dengan potensi penambahan 
kapasitas sebesar 27 GW  

 Potensi energi hidro (hydropower) yang belum 
diutilisasikan dengan potensi penambahan 
kapasitas sebesar 76 GW  

 Permintaan atas listrik dan sumber energi 
primer yang tinggi menciptakan potensi 
ekspansi kapasitas kilang yang tinggi  

 Kapasitas transmisi listrik yang belum 
memadai sehingga akses listrik ke daerah 
terpencil terbatas 

 Jika ketergantungan terhadap minyak bumi 
tidak segera diatasi, Indonesia akan menjadi 
net importir minyak bumi per tahun 2020 dan 
seterusnya.  

Sebagai kesimpulan, ketahanan energi Indonesia sangat bergantung atas pengembangan kapabilitas produksi sumber 
energi primer dan listrik. 

2. Ketahanan Pangan Negara  

Ketahanan pangan Nasional bergantung secara langsung terhadap kemampuan Negara untuk menyediakan bahan 
makannya sendiri. Isu ketahanan pangan dianggap sebaga isu strategis oleh Pemerintah karena Indonesia adalah Negara 
dengan populasi penduduk terbesar ke-4 di dunia yang ditargetkan untuk masuk ke jajaran Negara middle income class per 
tahun 2020 dimana peningkatan taraf hidup masyarakat juga akan disertai dengan permintaan atas bahan pangan yang 
lebih tinggi.  

Tabel Pertumbuhan PDB Sub Sektor Pertanian 

 

Pertumbuhan PDB dari sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian pada tahun 2014 adalah sebesar 3,7%, 
lebih rendah dibandingkan PDB nasional sebesar 5,0%. Tanaman perkebunan masih menjadi sub-sektor dengan 
pertumbuhan PDB terbesar yaitu sebesar 5,8% di tahun 2014, sementara sub-sektor tanaman pangan mengalami 
pertumbuhan PDB terendah yaitu sebesar 0,2% di tahun 2014.  

Kemampuan produksi bahan pangan dapat dirumuskan menjadi 3 faktor utama, yaitu produktivitas produksi bahan 
pangan, ketersediaan infrastruktur pendukung produksi bahan pangan, dan pembudidayaan lahan dalam produksi bahan 
pangan.  
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a. Produktivitas produksi bahan pangan  

Produktivitas padi antara tahun 2010-2014 meningkat rata-rata sebesar 0,6%/tahun. Demikian pula produktivitas jagung 
meningkat dengan tingkat yang lebih tinggi yaitu sekitar 2,9%/tahun dan produktivitas kedelai meningkat sebesar 
3,3%/tahun  

Tabel Produktivitas Tanaman Pangan (Kuintal/Ha) 

 

Sektor kimia Indonesia memiliki kontribusi yang besar terhadap pencapaian swadaya pangan nasional melalui penyediaan 
pupuk yang digunakan dalam produksi bahan pangan nasional. Penyediaan pupuk yang memadai untuk konsumsi dalam 
negeri adalah target utama yang perlu dicapai. Penggunaan pupuk di Indonesia masih tergolong rendah (dalam rentangan 
efisiensi pemupukan sebesar 35%-55%) sehingga pencapaian produktivitas yang lebih tinggi melalui intensifikasi 
pemupukan merupakan alternatif intensifikasi yang tergolong optimal.  

Investasi dalam peningkatan kapabilitas produksi pupuk perlu ditingkatkan melalui peningkatan utilisasi pabrik pupuk dan 
ekspansi kilang/refinery baru. Dengan sektor pupuk yang dikembangkan secara optimal, maka ketahanan pangan nasional 
dapat terjaga dan peningkatan devisa Negara melalui ekspor pupuk juga dapat tercapai dengan baik.  

Pemerintah menaruh perhatian yang maksimal dalam memenuhi kebutuhan akan pangan yaitu dengan bersinergi dengan 
industri-industri pupuk nasional dalam upaya peningkatan kapasitas produksi pertanian. Seiring dengan permintaan yang 
besar akan pupuk maka peluang perkembangan industri pupuk cukup besar, terlihat dari gambaran supply dan demand 
urea nasional.  

 

Gambar Proyeksi Pasokan dan Konsumsi Urea Indonesia 2010 – 2030 (Estimasi) 

Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan pupuk, maka pada periode 2012-2020 direncanakan merevitalisasi 
pabrik lama yang sudah tidak efisien energinya seperti : Kaltim-5, Pusri-2B, Amurea II PKG dan Kujang-1C dengan total 
kapasitas 2,88 juta ton/tahun yang akan menggantikan pabrik lama yaitu pabrik Kaltim-1, Pusri-II dan Kujang-1A dengan 
total kapasitas 1,73 juta ton urea pertahun. Selain itu akan dilakukan pembangunan pabrik baru yaitu Amoniak Urea 
Bintuni, dengan total kapasitas 2,30 juta ton urea pertahun (Laporan Tahunan Pupuk Indonesia 2014).  

Untuk memastikan agar penyediaan pupuk dan pakan ternak memadai, investasi atas aset produksi (antara lain kilang 
kimia) harus dilaksanakan secara optimal.  
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b. Ketersediaan infrastruktur pendukung produksi bahan pangan  

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019, persoalan mendasar yang diperkirakan masih 
dihadapi sektor pertanian di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2015-2019, mencakup aspek seperti: 
infrastruktur, sarana prasarana, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, lahan dan air; kepemilikan lahan, sistem 
perbenihan dan perbibitan nasional, akses petani terhadap permodalan kelembagaan petani dan penyuluh, keterpaduan 
antar sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi pertanian.  

Infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk menghasilkan bahan pangan antara lain adalah infrastruktur pengairan 
seperti waduk dan bendungan, infrastruktur perhubungan seperti jalanan maupun infrastruktur kelistrikan yang telah 
dibahas di atas. Salah satu prasarana pertanian yang saat ini sangat memprihatinkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya 
pembangunan waduk dan jaringan irigasi baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi 
bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan di daerah aliran sungai, 
serta kurangnya pemeliharaan irigasi hingga ke tingkat usaha tani.  

Penyediaan infrastruktur pengairan, logistik dan energi yang baik dibutuhkan untuk memastikan agar pasokan bahan 
pangan bagi masyarakat terjamin di masa yang akan datang.  

c. Pembudidayaan lahan dalam produksi bahan pangan  

Produksi bahan pangan sangat erat kaitannya dengan ketersediaan lahan yang dapat digunakan untuk bercocok tanam / 
membudidayakan sumber pangan lainnya. Tanpa kemampuan konversi lahan yang baik, budidaya lahan tidak dapat 
dilakukan secara optimal.  

Laju konversi lahan sawah mencapai 100 ribu hektar per tahun. Sedangkan kemampuan Pemerintah dalam pencetakan 
sawah baru masih terbatas dalam beberapa tahun terakhir ini dengan kemampuan 40 ribu hektar per tahun. Dengan 
demikian, jumlah lahan yang terkonversi belum dapat diimbangi dengan laju pencetakan sawah baru. Dengan tingginya 
konversi lahan pertanian menjadi area lainnya, luas penguasaan lahan petani semakin sempit sehingga menyulitkan upaya 
peningkatan kesejahteraan petani. Pada tahun 2012, luas penguasaan lahan per petani yaitu 0,22 hektar dan diperkirakan 
akan menjadi 0,18 hektar pada tahun 2050. 

3. Sektor Mineral: Hilirisasi Industri  

Dalam upaya meningkatkan kinerja industri nasional, Pemerintah telah menyusun Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2015–
2019 untuk melaksanakan amanat Pasal 12 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 3 PP No. 14 Tahun 2015 
tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015–2035. KIN merupakan arah dan tindakan untuk 
melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.  

Dengan dilarangnya ekspor bijih mineral mentah, terdapat kecenderungan penurunan tingkat produksi mineral secara 
keseluruhan di Indonesia karena keterbatasan kapabilitas dalam pengolahan di dalam Negeri. Pada tahun 2013, gap antara 
jumlah produksi dan kapasitas pengolahan hasil tambang masih cukup tinggi. Sebagai contoh, kapasitas produksi bijih nikel 
sebesar 37,1 juta ton sementara kapasitas pengolahan nikel eksisting hanya sebesar 9 juta ton atau sebesar 24% dari total 
kapasitas produksi bijih nikel. 

 

Gambar Jumlah Produksi dan Kapasitas Pengolahan Eksisting Hasil Tambang Bijih Mineral per April 2013 
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Salah satu sasaran pembangunan industri nasional adalah meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral. Peningkatan 
nilai tambah tersebut hanya dapat dilakukan apabila dilakukan hilirisasi terhadap produk-produk mineral nasional. 
Pelaksanaan hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan nilai jual sumber daya mineral yang dihasilkan, dibandingkan dengan 
menjual sumber daya mineral dalam bentuk mentah kepada Pihak Ketiga. Seiring dengan larangan ekspor bijih nikel, 
fasilitas pemurnian nikel Indonesia harus ditingkatkan. Rencana pembangunan fasilitas smelter nikel mencapai 40 smelter 
di tahun 2017. 

 

Gambar Rencana Jumlah Fasilitas Pemurnian Nikel 2013 - 2017 

Pelaksanaan hilirisasi akan membuka akses kepada industri downstream dan membuka jalur pengembangan industri 
sekunder dan tertier di Indonesia. Pelaksanaan hilirisasi juga berpotensi untuk mengurangi gap antara kemampuan 
produksi sumber daya mineral mentah di tingkat upstream dan kebutuhan atas bahan setengah jadi untuk proses produksi 
lebih lanjut di tingkat downstream. 

 

Gambar Contoh Konsep Hilirisasi : Nikel 

Sebagai contoh, walaupun Indonesia memiliki kapabilitas untuk memproduksi bijih nikel di tingkat upstream, Indonesia 
masih belum memiliki kapabilitas untuk memproses bijih nikel tersebut menjadi stainless steel slab atau stainless steel 
rod/bar yang digunakan dalam sektor konstruksi. Karena production gap tersebut, Indonesia terpaksa mengekspor bahan 
mentah ke Negara lain pada harga murah dan mengimpor kembali bahan mentah yang telah diproses menjadi bahan 
setengah jadi pada harga yang jauh lebih tinggi untuk kemudian dapat digunakan dalam proses selanjutnya 

Pelaksanaan jasa EPC (“EPC”) berkisar dari jasa perancangan & engineering, pengadaan & logistik komponen maupun 
perizinan yang dibutuhkan, manufaktur, konstruksi, operasional, dan maintenance. Jasa layanan yang bersifat luas dan end-
to-end mengharuskan pelaku EPC untuk memiliki pengalaman yang luas, pemahaman yang dalam atas proses produksi aset 
yang akan dibangun, manajemen proyek yang handal, serta kemampuan pelaksanaan yang baik. 
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Gambar Value Chain Layanan Jasa Sektor EPC 

Pelaksanaan proyek EPC juga melibatkan berbagai pihak, menambahkan kerumitan yang harus dihadapi oleh pelaku EPC. 
Secara umum, pelaku EPC perlu berkoordinasi dengan pihak pemilik proyek, pihak pendanaan (lender), pihak penyedia alat 
dan jasa (suppliers, sub-contractors), penyedia teknologi, kontraktor, Pemerintah selaku penyedia perizinan dan tenaga ahli 
internal maupun eksternal lainnya. Pelaku EPC yang handal merupakan kontributor utama dalam memastikan kesuksesan 
suatu proyek pembangunan yang sering kali membutuhkan nilai investasi yang besar dan memiliki investment timeframe 
yang panjang. 

 

Gambar Layanan Jasa Sektor EPC Melibatkan Berbagai Pihak 

 

Gambar Contoh Skema Kerja Sektor EPC di Sektor Oil and Gas 

 

11. STRATEGI USAHA  

Perseroan bertujuan untuk menjadi salah satu perusahaan terbesar di Asia Tenggara. Dimana untuk mencapai tujuan 
tersebut, Perseroan secara khusus memiliki beberapa strategi utama antara lain: 

 Strategi Pemasaran: Pasar Selektif 

Strategi Pasar Selektif yang dilakukan oleh Perseroan merujuk pada pasar yang terpilih. Saat ini, pasar Perseroan terdiri 
dari pasar domestik dan luar negeri, strategi Perseroan untuk pasar domestik adalah dengan memilih proyek yang 
berasal dari Pemerintah yang telah disesuaikan dengan anggaran Pemerintah dan dari perusahaan swasta yang dinilai 
menguntungkan. Untuk pasar luar negeri, Perseroan memfokuskan diri pada pasar yang sudah dikuasai. 
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 Strategi Keuangan: Sentralisasi dan Pembiayaan Mandiri 

Strategi Keuangan Perseroan berfokus pada optimisasi tingkat likuiditas. Hal ini dapat dicapai melalui strategi keuangan 
terpusat dan kebijakan pembiayaan proyek secara mandiri. Kedua kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga 
tingkat likuiditas perusahaan. 

 Strategi Operasional: QSHE, Pengadaan Terpusat, Program Efisiensi dan Mitigasi Risiko 

Strategi Operasional didasarkan kepada tiga hal keunggulan yaitu: 

a. Quality, Safety, Health & Environment 

b. Pengadaan Terpusat, 

c. Program Efisiensi, dan 

d. Mitigasi Risiko. 

Perseroan memperhatikan Quality, Safety, Health, & Environment dalam beroprasi. Pengadaan Terpusat merupakan 
salah satu cara substansial dalam mengurangi biaya khususnya mendapatkan harga yang terbaik dan efisiensi pada 
biaya persediaan. Program Efisiensi dilakukan dengan melakukan upaya-upaya perbaikan yang berkelanjutan di setiap 
proses bisnis, baik di harga pokok maupun di biaya opersional. Mitigasi risiko dilakukan sebagai bagian utuh dari 
pengelolaan risiko yang ditujukan untuk meniadakan atau meminimalkan tingkat risiko yang dapat diterima. 

 Strategi Investasi: Perkuatan Integrasi Forward-Backward 

Strategi Investasi yang diterapkan adalah melakukan investasi yang bernilai tambah dan mempunyai keunggulan 
bersaing. Strategi nilai tambah dilakukan dengan membuat keputusan investasi secara tepat dan diharapkan dapat 
memberikan nilai tambah bagi perusahaan khususnya dalam hal tingkat pengembalian investasi. Strategi keunggulan 
bersaing adalah strategi pemilihan investasi untuk meningkatkan kemampuan sinergi perusahaan untuk memberi nilai 
tambah kepada customer dibanding kompetitor. 

 Strategi Human Capital: Perkembangan Berbasis Kompetensi dan Pengharkatan 

Strategi Pengembangan Human Capital dimulai dari desain organisasi yang disesuaikan dengan arah perkembangan 
perusahaan dan mengembangkan Kompetensi Human Capital untuk mendukung pertumbuhan Perseroan. Penerapan 
prinsip "more for more" dalam penerapan kebijakan pengharkatan. 
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X. EKUITAS KONSOLIDASIAN 
 
 
Tabel berikut menyajikan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2014, 2015, dan 
2016 diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit, dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian, untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 dan 
2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut oleh KAP Soejatna, Mulyana & Rekan. Tidak 
terdapat perubahan struktur modal yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 9 September 2016. 
 

(Dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
Per Tanggal 31 
Desember   Per Tanggal 30 Juni 

2014 2015 2016 
EKUITAS 

   Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 
       Modal Saham 614.922.500 614.922.500 614.922.500 

Modal Saham yang Diperoleh Kembali (10.272.110) (10.272.110) (10.272.110) 
Tambahan Modal Disetor 715.858.789 715.858.789 715.858.789 
Perubahan Ekuitas pada Entitas Anak 1.127.249.357 1.127.249.357 1.127.249.357 
Komponen Ekuitas Lainnya   

 Selisih Penilaian Aset 23.526.182 14.626.146 14.626.146 
Pengukuran kembali Imbalan Pasti (106.750.583) (100.444.293) (126.915.667) 

Saldo Laba 1.523.052.638 2.013.224.280 2.175.249.895 
Sub Jumlah 3.887.586.773 4.375.164.669 4.510.718.910 

Kepentingan Non Pengendali 989.167.968 1.062.936.696 1.090.171.676 
Total Ekuitas 4.876.754.741 5.438.101.365 5.600.890.586 
 
Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dengan basis proforma pada 30 Juni 2016 dengan 
asumsi semua HMETD ditawarkan dalam PMHMETD ini dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 30 Juni 2016 dengan harga 
pelaksanaan sebesar Rp2.180 (dua ribu seratus delapan puluh Rupiah)  per saham.  
 
   (dalam jutaan Rupiah) 

 

Posisi ekuitas 30 Juni 2016  
dengan nilai nominal Rp500 
(dalam jumlah penuh) per 

saham 

Total 2.820.726.372 saham 
dengan nilai nominal Rp100 
(dalam jumlah penuh) dan 
harga HMETD Rp2.180 per 

saham 

Proforma Ekuitas per 30 Juni 
2016 setelah 
PMHMETD 

EKUITAS 
   Ekuitas yang dapat diatribusikan 

kepada pemilik entitas induk    

Modal Saham 614.922.500 - 614.922.500 
Modal Saham yang Diperoleh Kembali (10.272.110) - (10.272.110) 
Tambahan Modal Disetor 715.858.789 6.149.183.491  6.865.042.280  
Perubahan Ekuitas pada Entitas Anak 1.127.249.357 - 1.127.249.357 
Komponen Ekuitas Lainnya    
Selisih Penilaian Aset 14.626.146 - 14.626.146 
Pengukuran kembali Imbalan Pasti (126.915.667) - (126.915.667) 
Saldo Laba 2.175.249.895 - 2.175.249.895 
Sub Jumlah 4.510.718.910 6.149.183.491 10.659.902.401  
Kepentingan Non Pengendali 1.090.171.676 - 1.090.171.676 
Total Ekuitas 5.600.890.586 6.149.183.491 11.750.074.077   
 
Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, tidak ada perubahan struktur dan komposisi modal saham Perseroan 
yang terjadi setelah tanggal 30 Juni 2016 . 
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XI. KEBIJAKAN DIVIDEN 
 
 
Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, pembagian dividen Perseroan dilakukan berdasarkan keputusan 
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan 
sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset 
bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian 
dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah 
berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen 
interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta 
Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak 
dikembalikan oleh pemegang saham. Pembagian dividen interim akan memenuhi ketentuan dalam Pasal 72 UUPT. 
 
Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk Saham yang akan 
ditawarkan dalam rangka PMHMETD I kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD, 
mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen. 
 
Perseroan memiliki kebijakan untuk membagikan dividen dalam bentuk uang tunai kepada seluruh Pemegang Saham 
Perseroan, dengan memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari 
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan pembagian dividen yang akan ditentukan dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham Perseroan.  
 
Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2011 sampai dengan 2015, 
yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya: 
 

Tahun Dividend (IDR) Ratio 
 Dividend / share (IDR) Tanggal 

Pembayaran 

2015 125.014.252.275 20% 20,35 27-Mei-16 

2014 123.036.754.103 20% 20,03 22-Mei-15 

2013 170.813.909.760 30% 27,82 13-Mei-14 

2012 136.277.605.800 29% 22,32 14-Jun-13 

2011 104.151.182.400 29% 17,28 11-Jun-12 
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XII. PERPAJAKAN  
 
Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai 
Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal 
pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan 
dengan syarat: 
1. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan 
2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, 

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah 
modal yang disetor. 

 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang 
Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek 
Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan 
oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut 
diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di 
Bursa Efek di Indonesia. 
 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 
tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai 
berikut: 
1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi 

penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai 
transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara 
pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi 
penjualan saham.  

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari 
nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. 

3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing 
pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut 
diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 
0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif 
Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal 17 Undang-undang No. 36 tahun 2008. 

4. Berdasarkan Pasal 23.a.1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dividen yang berasal dari saham, baik yang 
diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri 
atau bentuk usaha tetap, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.  

5. Berdasarkan Pasar 17.2.c Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang 
pribadi dalam negeri dipotong PPh Pasal 4 (2) sebesar 10% dan bersifat final. 

 
Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk Dana 
Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. 
 
Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak 
Penghasilan atas Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri maka penghasilan berupa 
dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% dan 
bersifat final. 
 
Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham wajib pajak dalam negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi 
syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari wajib pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-
Undang No.36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% 
(lima belas persen) dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak 
penghasilan pasal 23 ini merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terutang oleh pemegang saham 
wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. 
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Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) 
dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). 
Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran 
Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -24/PJ/2010 
tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 Tentang Tata 
Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan 
ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II 
(Form - DGT 1) atau Lampiran III (Form - DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut sebelum berakhirnya batas 
waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak. Form-DGT 2 yang telah disahkan oleh pejabat pajak 
yang berwenang dari negara mitra P3B berlaku selama 12 (dua belas) bulan. 
 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, dokumen sehubungan dengan penjualan saham terhutang bea 
meterai. Pada saat ini, bea meterai dikenakan sebesar Rp6.000 untuk transaksi di atas Rp1.000.000 dan sebesar Rp3.000 
untuk transaksi dibawah Rp1.000.000. Bea meterai ini terhutang pada saat dokumen dipergunakan. 
 
Perseroan telah menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku 
di Indonesia berdasarkan prinsip self-assessment. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam 
jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 
Kewajiban Perpajakan Perseroan 
 
Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai 
(PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan 
perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. 
 
CALON PEMEGANG HMETD DALAM PMHMETD I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK 
MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN 
HMETD YANG DIPEROLEH MELALUI PMHMETD I INI. 
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XIII. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU 
 
Perseroan melakukan Penawaran Umum untuk menerbitkan sebanyak 2.820.726.372 (dua miliar delapan ratus dua puluh 
juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua) saham baru atau maksimum sebesar 31,45% (tiga puluh 
satu koma empat lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal 
Rp100,- (seratus Rupiah) per saham (“Saham hasil pelaksanaan HMETD”). Setiap pemegang 80.000 (delapan puluh ribu) 
Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 15 November 2016 
pukul 16.00 WIB berhak memperoleh sebanyak 36.697 (tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) HMETD , 
dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru 
dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp2.180 (dua ribu seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar 
penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I 
dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta 
akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Jumlah dana 
yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah Rp6.149.183.490.960 (enam triliun seratus empat puluh 
sembilan miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah).  
 
Seluruh Saham hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan 
memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan 
sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap 
HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). 
 
KETERANGAN TENTANG HMETD 
 
Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada 
pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan 
HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI. 
 
Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian 
yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini 
adalah: 
 
1. Yang Berhak Menerima SBHMETD 
 
Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS 
Perseroan pada tanggal 15 November 2016 pukul 16.00 WIB. 
 
2. Pemegang Sertifikat HMETD Yang Sah 
 
Pemegang HMETD yang sah adalah: 
a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 15 

November 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode 
perdagangan HMETD 

b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan 
HMETD, atau 

c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD 
 
3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD  
 
Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 
17 November 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016. 
 
Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar 
Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan 
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, 
sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, 
penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya. 
 
HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang 
berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.  
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Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar 
rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI. 
 
Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab 
dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD. 
 
4. Bentuk Dari SBHMETD 

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan 
akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, 
jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham hasil pelaksanaan HMETD, jumlah Saham hasil pelaksanaan 
HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham hasil pelaksanaan HMETD tambahan, 
kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan. 
 
Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan 
SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota 
Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI. 
 
5. Permohonan Pemecahan SBHMETD 

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang 
SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. 
Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 23 
November 2016.  
 
SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE 
Perseroan. 
 
6. Nilai HMETD 

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, 
berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.  
 
Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi 
tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya. 
 
Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD: 

- Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum  
perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu   = Rp a 

- Harga Pelaksanaan PMHMETD I  = Rp b 
- Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I  = A 
- Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD I  = B 
- Harga teoritis Saham hasil pelaksanaan HMETD   = (Rp a x A) + (Rp b x B) 

      (A + B) 
        = Rp c 

Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah:                           = Rp a - Rp c 
  
7. Penggunaan SBHMETD 

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham hasil pelaksanaan 
HMETD. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan 
digunakan untuk memesan Saham hasil pelaksanaan HMETD. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD 
tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD 
dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya. 

 
8. Pecahan HMETD 

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas 
pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. 
 
9. Lain-lain 

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon pemegang 
HMETD. 
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XIV. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA 
 
Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Untuk Penambahan 
Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk  
No. 21 tanggal 25 Oktober 2016, juncto  Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Untuk 
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya 
Karya Tbk No. 33 tanggal 28 Oktober 2016 antara Perseroan dan PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT 
Mandiri Sekuritas telah disepakati hal-hal sebagai berikut:  
 
Jika Saham Baru tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang 
HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau 
Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.  
 
Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru 
yang tersisa tersebut pada harga penawaran sebesar Rp2.180 (dua ribu seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham akan 
dibeli oleh PT Bahana Securities sebanyak-banyaknya sebesar 325.339.203 (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga 
puluh sembilan ribu dua ratus tiga) saham, PT Danareksa Sekuritas sebanyak-banyaknya sebesar 325.339.203 (tiga ratus 
dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga) saham dan PT Mandiri Sekuritas sebanyak-banyaknya 
sebesar 335.197.966 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh enam) 
saham.  
 
A. PT BAHANA SECURITIES (“BS”) 
 
Riwayat Singkat  
 
PT Bahana Securities adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik 
Indonesia yang didirikan berdasarkan akta No.58 tanggal 26 Juli 1989, dibuat dihadapan Soebagio Ronoatmodjo, S.H., 
Notaris di Jakarta. Akta pendirian telah disetujui oleh Menteri Kehakiman RI melalui Surat Keputusan No.C-2-
8857.HT.01.01. Th.89 tanggal 19 September 1989 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 6 tanggal 21 Januari 
1992 Tambahan No. 245. Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir, 
berdasarkan Akta Notaris Hadijah, S.H., No. 9 tanggal 8 Oktober 2015. Perubahan terakhir tersebut telah diterima oleh 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-3570385.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 
Oktober 2015. 
  
Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha 
 
Kegiatan utama BS adalah sebagai perusahaan sekuritas yang dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi 
Efek, Perantara Pedagang Efek (baik untuk diri sendiri maupun sebagai kuasa atau komisioner) serta kegiatan lain sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pengurus dan Pengawasan 
 
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BS sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 35 tanggal 18 Desember 2015 dibuat di 
hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem 
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-
AH.01.03-0991792 tanggal 29 Desember 2015 adalah sebagai berikut: 
 
Dewan Komisaris 
Komisaris Utama  : Eko Yuliantoro 
Komisaris   : Hari Gursida     
 
Direksi 
Direktur Utama  : Feb Sumandar 
Direktur   : Wiwit Gusnawan 
Direktur   : Andi Irawan Sidharta  
Direktur   : Natalia Surjadiputra 
Direktur   : Novita Lubis 
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Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham 

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) (%) 
Modal Dasar 500.000 500.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:     
1. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha 

Indonesia 248.000 248.000.000.000 99,20% 
2. Koperasi Karyawan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia 

(Persero) 2.000 2.000.000.000 0,80% 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 250.000 250.000.000.000 100,00% 
Saham Dalam Portepel 250.000 250.000.000.000   
 
Ikhtisar Keuangan Penting 

(dalam jutaan Rupiah)  

Keterangan Juni 2016 
(unaudited) 

31 Desember 
2015 2014 2013 

Jumlah Aset 2.604.708 920.401 880.454 672.875 
Jumlah Liabilitas 2.178.666 510.712 500.353 330.410 
Jumlah Ekuitas 417.042 409.689 380.101 342.465 
Pendapatan Usaha 96.918 186.364 220.655 225.535 
Laba (Rugi) Usaha 27.154 16.090 37.088 76.510 
Laba (Rugi) komprehensif 7.353 18.464 39.105 49.220 
 
B. PT DANAREKSA SEKURITAS (“DS”) 
 
Riwayat Singkat  
 
PT Danareksa Sekuritas didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 1 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., 
Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang nomor: 40 
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 91 tanggal 12 Agustus 2008, dibuat 
dihadapan IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari 
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor: AHU-
83282.AH.01.02Tahun 2008 tanggal 10 November 2008. Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali 
perubahan dan perubahan yang terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 10 tanggal 13 Maret 2013 dibuat dihadapan 
Masjuki, S.H., pengganti dari Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan 
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Surat 
No.AHU-AH.01.10-22011 tanggal 04 Juni 2013. 
 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha 
 
Maksud dan tujuan DS adalah berusaha dalam bidang perdagangan surat berharga. 
 
DS dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: 

a. Bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek; 
b. Bertindak sebagai Perantara Perdagangan Efek; 
c. Bertindak sebagai Pedagang Efek (underwriter); 
d. Bertindak sebagai Penasehat Investasi; dan 
e. Melakukan kegiatan-kegiatan investasi pada private equity. 

 
Pengurus dan Pengawasan 
 
Susunan Dewan Komisaris DS sebagimana dituangkan dalam Akta No. 07 tanggal 10 Desember 2015 dibuat di hadapan 
Masjuki, S.H., pengganti dari Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima 
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0986860 tanggal 10 Desember 2015 dan susunan anggota Direksi DS 
sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 34 tanggal 15 September 2016 dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., 
M.Kn, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan 
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0080277 tanggal 
15 September 2016 adalah sebagai berikut: 
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Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham 

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) (%) 
Modal Dasar 500.000 500.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:     
1. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha 

Indonesia 248.000 248.000.000.000 99,20% 
2. Koperasi Karyawan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia 

(Persero) 2.000 2.000.000.000 0,80% 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 250.000 250.000.000.000 100,00% 
Saham Dalam Portepel 250.000 250.000.000.000   
 
Ikhtisar Keuangan Penting 

(dalam jutaan Rupiah)  

Keterangan Juni 2016 
(unaudited) 

31 Desember 
2015 2014 2013 

Jumlah Aset 2.604.708 920.401 880.454 672.875 
Jumlah Liabilitas 2.178.666 510.712 500.353 330.410 
Jumlah Ekuitas 417.042 409.689 380.101 342.465 
Pendapatan Usaha 96.918 186.364 220.655 225.535 
Laba (Rugi) Usaha 27.154 16.090 37.088 76.510 
Laba (Rugi) komprehensif 7.353 18.464 39.105 49.220 
 
B. PT DANAREKSA SEKURITAS (“DS”) 
 
Riwayat Singkat  
 
PT Danareksa Sekuritas didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 1 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., 
Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang nomor: 40 
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 91 tanggal 12 Agustus 2008, dibuat 
dihadapan IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari 
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor: AHU-
83282.AH.01.02Tahun 2008 tanggal 10 November 2008. Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali 
perubahan dan perubahan yang terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 10 tanggal 13 Maret 2013 dibuat dihadapan 
Masjuki, S.H., pengganti dari Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan 
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Surat 
No.AHU-AH.01.10-22011 tanggal 04 Juni 2013. 
 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha 
 
Maksud dan tujuan DS adalah berusaha dalam bidang perdagangan surat berharga. 
 
DS dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: 

a. Bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek; 
b. Bertindak sebagai Perantara Perdagangan Efek; 
c. Bertindak sebagai Pedagang Efek (underwriter); 
d. Bertindak sebagai Penasehat Investasi; dan 
e. Melakukan kegiatan-kegiatan investasi pada private equity. 

 
Pengurus dan Pengawasan 
 
Susunan Dewan Komisaris DS sebagimana dituangkan dalam Akta No. 07 tanggal 10 Desember 2015 dibuat di hadapan 
Masjuki, S.H., pengganti dari Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima 
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0986860 tanggal 10 Desember 2015 dan susunan anggota Direksi DS 
sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 34 tanggal 15 September 2016 dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., 
M.Kn, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan 
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0080277 tanggal 
15 September 2016 adalah sebagai berikut: 
 
 
 

Dewan Komisaris 
Komisaris Utama   : Bondan Pristiwandana 
Komisaris    : Albertus Magnus Irwan Satya Utama 
Komisaris    : Marciano Hersondrie Herman 
 
Direksi 
Direktur Utama   : Jenpino Ngabdi 
Direktur                               : Erizal 
Direktur    : Budi Susanto 
Direktur    : Saidu Solihin 
 
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp1.000 per Saham 

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) (%) 
Modal Dasar 2.000.000.000  2.000.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:     
1. PT Danareksa (Persero) 499.999.000  499.999.000.000 99,999 
2. Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Danareksa (Persero) 1.000  1.000.000 0,001 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 500.000.000  500.000.000.000 100,000 
Saham Dalam Portepel 1.500.000.000  1.500.000.000.000  
 
Ikhtisar Keuangan Penting 

 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan Juni 2016 
(unaudited) 

31 Desember 
2015 2014 2013 

Jumlah Aset 2.476.652 3.719.333 1.243.367 1.444.562 
Jumlah Liabilitas 1.804.825 2.469.737 524.420 449.288 
Jumlah Ekuitas 671.827 1.249.596 714.947 695.274 
Pendapatan Usaha 87.486 602.193 299.855 250.756 
Laba (Rugi) Usaha 4.138 104.463 82.182 73.729 
Laba (Rugi) komprehensif 17.318 504.659 74.097 37.074 
 

C. PT MANDIRI SEKURITAS(“MS”)  
 
Riwayat Singkat  
 
PT Mandiri Sekuritas didirikan berdasarkan akta tanggal 09-12-1991 Nomor: 01, yang dibuat dihadapan Sutjipto, Sarjana 
Hukum dahulu Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
dengan keputusannya tanggal 28-12-1991 Nomor: C2-8206.HT.01.01.TH.91 dan telah diumumkan dalam Berita Negara 
Republik Indonesia tanggal 18-02-1992, Nomor: 14, Tambahan Nomor: 724/1992. 
 
Anggaran Dasar tersebut terakhir diubah dengan akta tertanggal 9 Agustus 2016 No. 06, yang dibuat dihadapan Notaris 
Lenny Janis Ishak Sarjana Hukum, tersebut, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima 
dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 13-08-2012 Nomor AHU-AH.01.10-29950. 
 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha 
 
Maksud dan tujuan kegiatan usaha MS adalah berusaha dalam bidang perusahaan efek dengan izin usaha nomor: No. KEP-
12/PM/1992 dan No. KEP-13/PM/1992 tanggal 23 Januari 1992.  
 
Pengurus dan Pengawasan 
 
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MS terakhir berdasarkan Akta No.23 tertanggal 15 Maret 2016 yang dibuat oleh 
Notaris Lenny Janis Ishak Sarjana Hukum dan Susunan Direksi terakhir berdasarkan Akta No. 02 tertanggal 5 Oktober 2016, 
yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak Sarjana Hukum, adalah sebagai berikut: 
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Dewan Komisaris 
Komisaris Utama dan Independen :Darwin Cyril  Noerhadi 
Komisaris    : Alexandra Askandar 
Komisaris    : Fransisca Nelwan Mok 
Komisaris    : Suresh Lilaram Narang 
 
Direksi 
Direktur Utama   : Silvano Rumantir 
Direktur    : Donny Arsal 
Direktur    : Laksono Widito Widodo 
 
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 
 
Berdasarkan Akta No. 141 tanggal 28-12-2012 yang dibuat dihadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, , struktur 
permodalan dan susunan pemegang saham MS adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp 1.000  per Saham 

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) (%) 
Modal Dasar 1.000.000.000 1.000.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:     
1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 638.499.999 638.499.999.000 99,999 
2. Koperasi Karyawan PT. Bank Mandiri Tbk 1 1.000 0,001 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 638.500.000 638.500.000.000 100,00 
Saham Dalam Portepel 361.500.000. 361.500.000.000  
 
Ikhtisar Keuangan Penting 

(dalam jutaan Rupiah) 

KETERANGAN 
30 Juni* 31 Desember 

2016 2015 2014 2013 
Jumlah aset  3.575.323 1.712.002 2.380.997 2.416.791 
Jumlah liabilitas 2.518.436 698.901 1.364.014 1.466.853 
Jumlah ekuitas 1.056.887 1.013.101 1.016.982 949.359 
Jumlah pendapatan usaha 319.638 601.184 701.616 613.168 
Laba usaha 62.335 52.091 162.415 153.236 
Laba bersih 50.926 14.658 93.350 93.107 
Laba bersih yang diatribusikan kepada:     

Pemilik entitas induk 50.919 14.648 93.318 93.083 
Kepentingan nonpengendali 7 11 32 24 

Laba komprehensif yang diatribusikan kepada:     
Pemilik entitas induk 54.775 17.806 94.951 84.951 
Kepentingan nonpengendali 7 11 32 26 

*unaudited 

POKOK-POKOK PERJANJIAN KESANGGUPAN PEMBELIAN SISA SAHAM 

Perseroan menawarkan sebesar 2.820.726.372 (dua miliar delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu 
tiga ratus tujuh puluh dua) Saham Biasa Atas Nama Seri B atau sebesar 31,45% (tiga puluh satu koma empat lima persen) 
dari modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. 
Pemegang Saham Perseroan yakni Negara Republik Indonesia akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan 
dalam PMHMETD I ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 yang direvisi 
melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015. 
 
Jika Saham Baru ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang 
HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau 
Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. 
Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru 
yang tersisa akan diserap oleh Pembeli Siaga sebanyak-banyaknya sebesar 985.876.372 (sembilan ratus delapan puluh lima 
juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua) Saham Baru, dengan ketentuan: 
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Dewan Komisaris 
Komisaris Utama dan Independen :Darwin Cyril  Noerhadi 
Komisaris    : Alexandra Askandar 
Komisaris    : Fransisca Nelwan Mok 
Komisaris    : Suresh Lilaram Narang 
 
Direksi 
Direktur Utama   : Silvano Rumantir 
Direktur    : Donny Arsal 
Direktur    : Laksono Widito Widodo 
 
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 
 
Berdasarkan Akta No. 141 tanggal 28-12-2012 yang dibuat dihadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, , struktur 
permodalan dan susunan pemegang saham MS adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp 1.000  per Saham 

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) (%) 
Modal Dasar 1.000.000.000 1.000.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:     
1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 638.499.999 638.499.999.000 99,999 
2. Koperasi Karyawan PT. Bank Mandiri Tbk 1 1.000 0,001 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 638.500.000 638.500.000.000 100,00 
Saham Dalam Portepel 361.500.000. 361.500.000.000  
 
Ikhtisar Keuangan Penting 

(dalam jutaan Rupiah) 

KETERANGAN 
30 Juni* 31 Desember 

2016 2015 2014 2013 
Jumlah aset  3.575.323 1.712.002 2.380.997 2.416.791 
Jumlah liabilitas 2.518.436 698.901 1.364.014 1.466.853 
Jumlah ekuitas 1.056.887 1.013.101 1.016.982 949.359 
Jumlah pendapatan usaha 319.638 601.184 701.616 613.168 
Laba usaha 62.335 52.091 162.415 153.236 
Laba bersih 50.926 14.658 93.350 93.107 
Laba bersih yang diatribusikan kepada:     

Pemilik entitas induk 50.919 14.648 93.318 93.083 
Kepentingan nonpengendali 7 11 32 24 

Laba komprehensif yang diatribusikan kepada:     
Pemilik entitas induk 54.775 17.806 94.951 84.951 
Kepentingan nonpengendali 7 11 32 26 

*unaudited 

POKOK-POKOK PERJANJIAN KESANGGUPAN PEMBELIAN SISA SAHAM 

Perseroan menawarkan sebesar 2.820.726.372 (dua miliar delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu 
tiga ratus tujuh puluh dua) Saham Biasa Atas Nama Seri B atau sebesar 31,45% (tiga puluh satu koma empat lima persen) 
dari modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. 
Pemegang Saham Perseroan yakni Negara Republik Indonesia akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan 
dalam PMHMETD I ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 yang direvisi 
melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015. 
 
Jika Saham Baru ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang 
HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau 
Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. 
Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru 
yang tersisa akan diserap oleh Pembeli Siaga sebanyak-banyaknya sebesar 985.876.372 (sembilan ratus delapan puluh lima 
juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua) Saham Baru, dengan ketentuan: 
 
 
 

 Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh 
para pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan secara proporsional kepada Para Pemegang Saham yang 
melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD berdasarkan hak yang telah 
dilaksanakan; 

 
 Kewajiban Pembeli Siaga untuk mengambil bagian atau membeli bagian sisa Saham Baru sebagaimana diuraikan di 

atas tergantung pada dipenuhinya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dengan porsi masing-masing sebagai 
berikut: 
i.  PT Bahana Securities sebanyak-banyaknya sebesar 325.339.203 (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh 

sembilan ribu dua ratus tiga) saham 
ii.  PT Danareksa Sekuritas 325.339.203 (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus 

tiga) saham; 
iii.  PT Mandiri Sekuritas sebanyak-banyaknya sebesar 335.197.966 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan 

puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh enam) saham. 
 
PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas telah menyatakan kesanggupan dan memiliki dana 
yang cukup untuk bertindak sebagai pembeli siaga. 
 

PARA PEMBELI SIAGA MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN 
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XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL  
 
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PMHMETD I ini adalah sebagai berikut: 
 
Akuntan Publik : KAP Soejatna, Mulyana & Rekan (Anggota jaringan firma TPL & Associates)  

 
Rukan Taman Meruya Blok M/78, Jakarta 11620 
Telp : (021) 5868275 
Fax : (021) 5865365 
info@kapsmr.com 
 

No. STTD : 301/PM/STTD-AP/2011 tertanggal 10 September 2011 atas 
nama Drs. Safaat Widjajabrata. 

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Publik Indonesia Nomor Asosiasi:  
No. Reg. IAPI 1023 berlaku sampai dengan 31 Desember 2016 
dengan Surat Izin Praktek Akuntan Publik No. AP 0490. 

Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Standar 
Profesional Akuntan Publik. 

 
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat no. Surat Menteri BUMN No S-451/mbu/07/2016 Tanggal  
29 Juli 2016. 
 
Tugas Pokok: 
Melaksanakan audit berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut 
Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan 
dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan 
bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang 
mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian 
atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta 
penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. 
 

Konsultan 
Hukum 

: Tumbuan & Partners 
Jl. Gandaria Tengah III No. 8 
Kebayoran Baru 
Jakarta 12130 
Tel: +6221 722 7736, 722 7737, 720 8172, 720 2516 
Fax: +6221 724 4579, 725 7403 
www.tumbuanpartners.com 
 
 

No. STTD : No. 13/STTD-KH/PM/1992 tanggal 23 Desember 1992 atas 
nama Fred B.G. Tumbuan. 

Keanggotaan Asosiasi : Keanggotaan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal 
(HKHPM) No. 89003.  

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal 
Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar 
Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan 
Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 
tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. 01/KEP-
HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014. 

 
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat no. Surat Menteri BUMN No S-451/mbu/07/2016 Tanggal  
29 Juli 2016. 
 
Tugas Pokok: 
Meliputi memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I 
ini. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang mengenai Perseroan dan 
keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil 
pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang menjadi 
dasar dari Pendapat Hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus 
sepanjang menyangkut segi hukum 
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XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL  
 
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PMHMETD I ini adalah sebagai berikut: 
 
Akuntan Publik : KAP Soejatna, Mulyana & Rekan (Anggota jaringan firma TPL & Associates)  

 
Rukan Taman Meruya Blok M/78, Jakarta 11620 
Telp : (021) 5868275 
Fax : (021) 5865365 
info@kapsmr.com 
 

No. STTD : 301/PM/STTD-AP/2011 tertanggal 10 September 2011 atas 
nama Drs. Safaat Widjajabrata. 

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Publik Indonesia Nomor Asosiasi:  
No. Reg. IAPI 1023 berlaku sampai dengan 31 Desember 2016 
dengan Surat Izin Praktek Akuntan Publik No. AP 0490. 

Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Standar 
Profesional Akuntan Publik. 

 
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat no. Surat Menteri BUMN No S-451/mbu/07/2016 Tanggal  
29 Juli 2016. 
 
Tugas Pokok: 
Melaksanakan audit berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut 
Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan 
dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan 
bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang 
mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian 
atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta 
penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. 
 

Konsultan 
Hukum 

: Tumbuan & Partners 
Jl. Gandaria Tengah III No. 8 
Kebayoran Baru 
Jakarta 12130 
Tel: +6221 722 7736, 722 7737, 720 8172, 720 2516 
Fax: +6221 724 4579, 725 7403 
www.tumbuanpartners.com 
 
 

No. STTD : No. 13/STTD-KH/PM/1992 tanggal 23 Desember 1992 atas 
nama Fred B.G. Tumbuan. 

Keanggotaan Asosiasi : Keanggotaan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal 
(HKHPM) No. 89003.  

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal 
Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar 
Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan 
Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 
tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. 01/KEP-
HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014. 

 
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat no. Surat Menteri BUMN No S-451/mbu/07/2016 Tanggal  
29 Juli 2016. 
 
Tugas Pokok: 
Meliputi memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I 
ini. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang mengenai Perseroan dan 
keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil 
pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang menjadi 
dasar dari Pendapat Hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus 
sepanjang menyangkut segi hukum 

 
Notaris : Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H. 

 
Graha Irama Lantai 6 Suite C 
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 
Jakarta 12950 
Telp: (021) 5290 7304/6 
Faxi : (021) 526 1136 
 
No. STTD                   : 02/STTD-N/PM/1996 atas nama Fathiah Helmi, SH 
Tanggal STTD   : 12 Februari 1996 
Keanggotaan asosiasi              : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958 
Pedoman Kerja                           : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-
undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang 
Jabatan Notaris serta Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. 
 
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat no. Surat Menteri BUMN No S-451/mbu/07/2016 Tanggal 29 
Juli 2016. 
 
Tugas pokok: 
Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta 
dalam rangka Penawaran Umum, antara lain mebuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, 
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin 
Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan 
Notaris dan Kode etik Notaris. 

 
Biro Administrasi 
Efek (BAE) 

: PT Datindo Entrycom 
 
Wisma Sudirman - Puri Datindo 
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 
Jakarta  
Telp : (021) 5709009 
Fax : (021) 5709026  
 

No. STTD : Kep. 16/PM/1991 tertanggal 19 April 1995 
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) 
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK 

 
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat no. Surat Menteri BUMN No S-451/mbu/07/2016 
Tanggal 29 Juli 2016. 
 
Tugas Pokok: 
Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD I ini, sesuai Peraturan Pasar Modal yang 
berlaku, antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas 
HMETD, mendistribusikan SBHMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam 
penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan 
pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan 
tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas 
pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan 
pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam 
penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi 
Penjatahan dan membuat daftar pengembalian uang pemesanan saham. 
 

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PMHMETD I ini menyatakan tidak ada hubungan 
afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi pada UUPM. 
 

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL TELAH MEMENUHI KETENTUAN BERDASARKAN PERATURAN 
PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. 
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XVI. ANGGARAN DASAR PERSEROAN  
 
 
Anggaran dasar yang disajikan di bawah ini merupakan Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam 
Akta No. 47/2015 junctis Akta No. 03/2015 dan Akta No. 25/2016, yakni sebagai berikut: 
 

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 
Pasal 1 

 
1. Perseroan Terbatas ini bernama: Perusahaan Perseroan (Persero) PT WIJAYA KARYA Tbk., atau disingkat PT WIKA 

(Persero) Tbk., (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”), berkedudukan dan 
berkantor pusat di Jakarta Timur. 

 
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik 

Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.  
 

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN 
Pasal 2 

 
Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 20-12-1972 (dua puluh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) dan 
memperoleh status hadan hukum sejak tanggal 08-05-1973 (delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) dan 
didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. 
 

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA 
Pasal 3 

 
1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa 

penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, 
penyelenggaraan perkeretaapian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, 
perdagangan, engineering procurement construction, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan 
peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa enjinering dan perencanaan untuk 
menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan 
guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. 

 
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: 

a. Perkerjaan pelaksanaan Kontruksi 
1) Pekerjaan sipil (seluruh pembangunan). 

a) Drainase dan jaringan pengairan. 
b) Bangunan bawah air. 
c) Bendung, bendungan dan terowongan. 
d) Bangunan pengelolaan air bersih dan air limbah. 
e) Jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat. 
f) Jalan, jembatan kereta api, MRT (mass rapid transportation). 
g) Dermaga/pelabuhan serta penambahan gelombang dan tanah (break water dan talud). 
h) Reklamasi dan pengerukan. 
i) Pencetakan sawah dan pembukaan lahan. 
j) Penggalian/penambangan dan pengupasan serta pengelolaan hasil tambang. 
k) Pertamanan/landscaping. 
l) Pengeboran. 
m) Bandar udara. 
n) Perpipaan. 
o) Perawatan fasilitas produksi. 
p) Stasiun transportasi darat. 
q) Konstruksi fasilitas bangunan telekomunikasi. 
r) Pekerjaan pancang. 
s) Bangunan sipil lainnya. 

2) Pekerjaan gedung (seluruh sektor pembangunan): 
a) Bangunan bertingkat (hotel, perkantoran, apartemen). 
b) Bangunan pabrik dan industri. 
c) Pemukiman dan perumahan. 
d) Bangunan gedung fasilitas (rumah sakit, sarana pendidikan, tempat ibadah). 
e) Bangunan komersial (pasar swalayan, super block dan mall). 
f) Interior. 
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XVI. ANGGARAN DASAR PERSEROAN  
 
 
Anggaran dasar yang disajikan di bawah ini merupakan Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam 
Akta No. 47/2015 junctis Akta No. 03/2015 dan Akta No. 25/2016, yakni sebagai berikut: 
 

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 
Pasal 1 

 
1. Perseroan Terbatas ini bernama: Perusahaan Perseroan (Persero) PT WIJAYA KARYA Tbk., atau disingkat PT WIKA 

(Persero) Tbk., (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”), berkedudukan dan 
berkantor pusat di Jakarta Timur. 

 
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik 

Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.  
 

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN 
Pasal 2 

 
Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 20-12-1972 (dua puluh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) dan 
memperoleh status hadan hukum sejak tanggal 08-05-1973 (delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) dan 
didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. 
 

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA 
Pasal 3 

 
1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa 

penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, 
penyelenggaraan perkeretaapian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, 
perdagangan, engineering procurement construction, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan 
peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa enjinering dan perencanaan untuk 
menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan 
guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. 

 
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: 

a. Perkerjaan pelaksanaan Kontruksi 
1) Pekerjaan sipil (seluruh pembangunan). 

a) Drainase dan jaringan pengairan. 
b) Bangunan bawah air. 
c) Bendung, bendungan dan terowongan. 
d) Bangunan pengelolaan air bersih dan air limbah. 
e) Jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat. 
f) Jalan, jembatan kereta api, MRT (mass rapid transportation). 
g) Dermaga/pelabuhan serta penambahan gelombang dan tanah (break water dan talud). 
h) Reklamasi dan pengerukan. 
i) Pencetakan sawah dan pembukaan lahan. 
j) Penggalian/penambangan dan pengupasan serta pengelolaan hasil tambang. 
k) Pertamanan/landscaping. 
l) Pengeboran. 
m) Bandar udara. 
n) Perpipaan. 
o) Perawatan fasilitas produksi. 
p) Stasiun transportasi darat. 
q) Konstruksi fasilitas bangunan telekomunikasi. 
r) Pekerjaan pancang. 
s) Bangunan sipil lainnya. 

2) Pekerjaan gedung (seluruh sektor pembangunan): 
a) Bangunan bertingkat (hotel, perkantoran, apartemen). 
b) Bangunan pabrik dan industri. 
c) Pemukiman dan perumahan. 
d) Bangunan gedung fasilitas (rumah sakit, sarana pendidikan, tempat ibadah). 
e) Bangunan komersial (pasar swalayan, super block dan mall). 
f) Interior. 

g) Pertamanan/Lanscaping. 
3) Pekerjaan mekanikal elektrikal termasuk jaringannya: 

a) Transmisi kelistrikan dan gardu induk. 
b) Pekerjaan mekanikal dan kelistrikan pada bangunan gedung dan industri. 
c) Power plant (pembangkitan). 
d) Tata udara AC. 
e) Pemasangan alat angkut. 
f) Pekerjaan fasilitas perminyakan dan gas serta fasilitas lepas pantai. 
g) Perpipaan. 

4) Radio, telekomunikasi dan instrumentasi: 
a) Sinyal dan telekomunikasi kereta api. 
b) Sentral telekomunikasi. 
c) Pemasangan instrumentasi. 
d) Pemasangan telekomunikasi. 
e) Jaringan telekomunikasi. 

b. Pelaksanaan pekerjaan EPC (engineering procurement construction) dalam bidang : 
1) Perminyakan dan Gas (offshore dan onshore). 
2) Agro industri. 
3) Kelistrikan. 
4) Telekomunikasi. 
5) Petrokimia. 
6) Bahan mineral/tambang. 

c. Perbaikan/pemeliharaan/renovasi pada pekerjaan-pekerjaan di atas. 
d. Operation dan maintenance. 
e. Kegiatan usaha penyelenggaraan perkeretaapian : 

1) Penyelenggaraan prasarana, perkeretaapian meliputi kegiatan: 
  Pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan prasarana, dan pengusahaan 

prasarana- prasarana. 
2) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian meliputi kegiatan :  
 Pembangunan  sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana, dan pengusahaan sarana. 
3) Pengembangan pemukiman dan pariwisata di kawasan operasional perkeretaapian. 

f. Kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. 
g. Kegiatan usaha penyelenggaraan kebandarudaraan. 
h. Kegiatan usaha logistik, meliputi : 

1) Pergudangan; 
2)  Pengelolaan Pusat Logistik (Logistics Centre); 
3) Ekspedisi. 

i. Pengembangan dan pengelolaan kawasan Ekonomi Khusus: 
1) Pengelolaan ekspor; 
2) Logistik; 
3) Industri; 
4) Pengembangan teknologi; 
5) Pariwisata; 
6) Energi; dan/atau 
7) Ekonomi lain. 

 
3.  Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang 

dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk: 
a.  Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, pekerjaan 

gedung dan pekerjaan mekanikal elektrikal, pekerjaan radio, telekomunikasi dan instrumentasi, serta 
perbaikan, pemeliharaan dan konsultasi; 

b.  Pengukuran, penggambaran, perhitungan dan penetapan biaya pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan 
sipil, pekerjaan gedung dan pekerjaan mekanikal elektrikal (equantity surveying) dan laboraturium beton dan 
tanah serta soil investigation; 

c.  Layanan jasa konsultasi manajemen, manajemen proyek konstruksi, rekayasa industri, enjinering dan 
perencanaan; 

d.  Melakukan usaha penyewaan dan penyediaan jasa dalam bidang peralatan konstruksi; 
e.  Melakukan usaha pemasok, jasa keagenan, jasa handling impor, ekspor, jasa ekspedisi/angkutan darat serta 

perdagangan umum; 
f.  Melakukan usaha dalam bidang agro industry yang meliputi pabrik kelapa sawit gula, biodiesel, bioethanol, 

biogas, dan biomassa energy termasuk pengoperasian produksi, pemeliharaan, serta pendistribusian; 
g. Melakukan usaha pengembangan dan pengelolaan kawasan termasuk sarana dan prasarananya, pembangunan 

dan penjualan di bidang realti serta melakukan pengusahaan dan pengelolaan di bidang properti; 
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h.  Melaksanakan usaha dalam bidang jasa dan teknologi informasi; 
i. Building management; 
j.  System development; 
k.  Investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) termasuk jalan tol, 

bidang sumber energi termasuk industri energi, industri energi terbarukan, industri konversi, industri konversi 
energi, dan industri pertambangan; 

l.  Industri Pabrikasi; 
1) Pabrikasi bahan dan komponen produk jadi: 

a) komponen bahan dan kelengkapan konstruksi. 
b) suku cadang dan peralatan industri. 
c) karet dan plastik. 
d) beton dan keramik. 
e) metal dan logam. 
f) kayu. 
g) kimia. 
h) elektro. 

2) Mekanikal dan kelistrikan untuk bangunan industri dan bangunan gedung. 
3) Elektronik dan telekomunikasi. 

m.  Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi. 
n.  Penyediaan jasa pengembangan sistem informasi: 

1) Aplikasi; 
2) Infrastruktur sistem informasi; dan 
3) Operation dan maintenance. 

o.  Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta riset teknologi terapan. 
p.  Penyedia pekerjaan maintenance, repair dan overhaule (MRO) kebandarudaraan. 
q. Usaha-usaha lain yang langsung menunjang usaha pokok Perseroan tersebut di atas. 
 

MODAL 
Pasal 4 

  
            1. Modal Dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp 1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus miliar rupiah) terbagi 

atas 16.000.000.000 (enam belas miliar) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 
15.999.999.999 (lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh 
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B masing-masing saham bernilai Rp100 (seratus 
rupiah). 

 
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham sebanyak 1 (satu) saham 

Seri A Dwiwarna dan 6.149.224.999 (enam miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat 
ribu sembilan ratus Sembilan puluh sembilan) saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 
614.922.500.000 (enam ratus empat belas miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang 
telah disetor penuh oleh para pemegang saham yang bersangkutan yang terdiri dari: 
a. sejumlah Rp613.996.800.000,- (enam ratus tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta 

delapan ratus ribu rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan, sebagaimana ternyata dalam akta tanggal 
18-03-2014 (delapan belas Maret dua ribu empat belas), nomor 20, dibuat dihadapan NILA NOORDJASMANI 
SOEYASA BESAR Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah diberitahukan kepada dan telah 
diterima serta dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya
  tanggal 26-03-2014 (dua puluh enam Maret dua ribu empat belas) nomor AHU-AH.01.10-13006;  

b. sejumlah Rp925.700.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), telah disetor penuh 
dengan tunai kepada Perseroan yang merupakan Hasil Pelaksanaan Opsi Program ESOP/MSOP. 

 
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS. Jumlah, syarat 

dan harga tertentu atas saham yang akan dikeluarkan Perseroan ditetapkan oleh Direksi dengan terlebih dahulu 
mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, dengan 
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta 
peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. 

 
4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang dan/atau berupa 

hak tagih. Penyetoran tersebut wajib memenuhi peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain yang 
mengatur mengenai penyetoran tersebut. 
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h.  Melaksanakan usaha dalam bidang jasa dan teknologi informasi; 
i. Building management; 
j.  System development; 
k.  Investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) termasuk jalan tol, 

bidang sumber energi termasuk industri energi, industri energi terbarukan, industri konversi, industri konversi 
energi, dan industri pertambangan; 

l.  Industri Pabrikasi; 
1) Pabrikasi bahan dan komponen produk jadi: 

a) komponen bahan dan kelengkapan konstruksi. 
b) suku cadang dan peralatan industri. 
c) karet dan plastik. 
d) beton dan keramik. 
e) metal dan logam. 
f) kayu. 
g) kimia. 
h) elektro. 

2) Mekanikal dan kelistrikan untuk bangunan industri dan bangunan gedung. 
3) Elektronik dan telekomunikasi. 

m.  Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi. 
n.  Penyediaan jasa pengembangan sistem informasi: 

1) Aplikasi; 
2) Infrastruktur sistem informasi; dan 
3) Operation dan maintenance. 

o.  Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta riset teknologi terapan. 
p.  Penyedia pekerjaan maintenance, repair dan overhaule (MRO) kebandarudaraan. 
q. Usaha-usaha lain yang langsung menunjang usaha pokok Perseroan tersebut di atas. 
 

MODAL 
Pasal 4 

  
            1. Modal Dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp 1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus miliar rupiah) terbagi 

atas 16.000.000.000 (enam belas miliar) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 
15.999.999.999 (lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh 
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B masing-masing saham bernilai Rp100 (seratus 
rupiah). 

 
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham sebanyak 1 (satu) saham 

Seri A Dwiwarna dan 6.149.224.999 (enam miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat 
ribu sembilan ratus Sembilan puluh sembilan) saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 
614.922.500.000 (enam ratus empat belas miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang 
telah disetor penuh oleh para pemegang saham yang bersangkutan yang terdiri dari: 
a. sejumlah Rp613.996.800.000,- (enam ratus tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta 

delapan ratus ribu rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan, sebagaimana ternyata dalam akta tanggal 
18-03-2014 (delapan belas Maret dua ribu empat belas), nomor 20, dibuat dihadapan NILA NOORDJASMANI 
SOEYASA BESAR Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah diberitahukan kepada dan telah 
diterima serta dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya
  tanggal 26-03-2014 (dua puluh enam Maret dua ribu empat belas) nomor AHU-AH.01.10-13006;  

b. sejumlah Rp925.700.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), telah disetor penuh 
dengan tunai kepada Perseroan yang merupakan Hasil Pelaksanaan Opsi Program ESOP/MSOP. 

 
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS. Jumlah, syarat 

dan harga tertentu atas saham yang akan dikeluarkan Perseroan ditetapkan oleh Direksi dengan terlebih dahulu 
mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, dengan 
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta 
peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. 

 
4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang dan/atau berupa 

hak tagih. Penyetoran tersebut wajib memenuhi peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain yang 
mengatur mengenai penyetoran tersebut. 

 
 
 
 

5. Penyetoran  atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib 
memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a) Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan 

Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) mengenai penyetoran tersebut; 
b) Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 

(dahulu Badan Pengawas Pasa Modal dan Lembaga Keuangan, selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut 
“OJK”) dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; 

c) Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini; 
d) Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat 

di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar. 
e) Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur 

modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya 
tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang 
terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. 

 
6. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. 
 
7. Perseroan dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham wajib 

mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang 
saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS melalui paling sedikit 1 (satu) Surat Kabar berbahasa 
Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa dan Situs Web Perusahaan Terbuka yang isinya 
memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasar Modal. 

 
8. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; 
 Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang 

dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari  Perseroan selaku 
penerbit), dilakukan dengan: 
a) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD), yaitu hak yang melekat pada saham yang 

memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat 
ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, 
sebelum ditawarkan kepada pihak lain; 

b) Pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD dan tanpa HMETD dilakukan dengan persetujuan 
RUPS dan sesuai dengan ketentuan di bidang Pasar Modal; 

c) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek dapat ditukar dengan saham atau Efek 
yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan 
terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut; 

d) Perseroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dipesan pada 
harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli 
tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud; 

e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham 
sebagaimana dimaksud dalam butir d diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas 
tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan 
syarat-syarat yang sama; 

f) Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal yang penggunaan dananya digunakan untuk 
melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib 
terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling 
rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh 
pemegang HMETD; 

g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan 
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh 
Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

h) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan HMETD, dapat dilakukan dalam hal 
pengeluaran saham: 
1).  Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau 
2). Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah 

dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan/atau 
3) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS; dan/atau 
4) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal 

tanpa HMETD. 
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9. Penambahan Modal Dasar Perseroan: 
a) Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan 

Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya; 

b) Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua 
puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang: 
b.1.  Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar; 
b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau 

penggantinya; 
b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima 

persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah 
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya;
  

b.4. Dalam penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 butir b.3 Anggaran 
Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, 
sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau perubahan/penggantinya (selanjutnya 
disebut “UUPT”), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 9 butir b.3 
Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi; 

b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 butir b.1 Anggaran Dasar ini termasuk 
juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 butir 
b.4 Anggaran Dasar ini. 

c) Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka Penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya 
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima 
persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh 
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran 
Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas 
pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. 

 
10. Setiap keputusan RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus 

dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran 
Dasar ini. 

 
11. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut 

dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peratuan Pasar 
Modal. 

 
SAHAM 
Pasal 5 

 
1.  Semua saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Buku 

Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari saham Seri A Dwiwarna yang merupakan saham yang hanya khusus 
dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan saham Seri B yang merupakan saham biasa dan dapat dimiliki oleh 
warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum 
asing. 

 Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan "saham" ialah saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B; 
 -yang dimaksud dengan “pemegang saham” ialah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B, 

kecuali apabila dengan tegas ditentukan lain. 
 
2. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan lain, maka Pemegang Saham Seri  

A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama. 
 
3.  Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan hak-hak 

yang diberikan oleh hukum atas saham.  
 
4. Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama 

pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila saham Perseroan tidak masuk dalam 
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi 
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 
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9. Penambahan Modal Dasar Perseroan: 
a) Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan 

Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya; 

b) Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua 
puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang: 
b.1.  Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar; 
b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau 

penggantinya; 
b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima 

persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah 
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya;
  

b.4. Dalam penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 butir b.3 Anggaran 
Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, 
sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau perubahan/penggantinya (selanjutnya 
disebut “UUPT”), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 9 butir b.3 
Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi; 

b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 butir b.1 Anggaran Dasar ini termasuk 
juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 butir 
b.4 Anggaran Dasar ini. 

c) Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka Penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya 
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima 
persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh 
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran 
Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas 
pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. 

 
10. Setiap keputusan RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus 

dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran 
Dasar ini. 

 
11. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut 

dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peratuan Pasar 
Modal. 

 
SAHAM 
Pasal 5 

 
1.  Semua saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Buku 

Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari saham Seri A Dwiwarna yang merupakan saham yang hanya khusus 
dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan saham Seri B yang merupakan saham biasa dan dapat dimiliki oleh 
warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum 
asing. 

 Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan "saham" ialah saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B; 
 -yang dimaksud dengan “pemegang saham” ialah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B, 

kecuali apabila dengan tegas ditentukan lain. 
 
2. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan lain, maka Pemegang Saham Seri  

A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama. 
 
3.  Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan hak-hak 

yang diberikan oleh hukum atas saham.  
 
4. Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama 

pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila saham Perseroan tidak masuk dalam 
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi 
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 

 
 
 
 

5. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada 
Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau 
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam 
rangka Kontrak Investasi Kolektif). 

 
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, 5 dan 6 Pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat 

kolektif saham pengganti.   
 
7. Sertifikat atau Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan 

Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan:  
a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan 

Penitipan Kolektif yang bersangkutan; 
b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;    
c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; 
d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;   
e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan 

dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; 
f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan Konfirmasi Tertulis. 

 
8. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:  

a. nama dan alamat Pemegang Saham;  
b. nomor surat saham; 
c. tanggal pengeluaran surat saham;  
d. nilai nominal saham;   
e. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. 

 
9. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:   

a. nama dan alamat Pemegang Saham;  
b. nomor dari surat saham maupun surat kolektif saham;  
c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;  
d. nilai nominal saham; 
e. jumlah saham; 
f. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. 

 
10. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau tanda tangan tersebut 
dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan.  

 
11. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada 

Bank Kustodian (khusus dalam rangka Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif), Perseroan wajib 
menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau 
tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut. 

 
12.  Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu 

diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka 
bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar 
Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak 
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut, sesuai dengan wewenang yang diberikan 
kepadanya berdasarkan penunjukan atau pemberian kuasa tersebut.   

  
13. Selama ketentuan ayat 12 di atas belum dilaksanakan maka para Pemegang Saham tersebut tidak dapat 

mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembagian dividen untuk saham tersebut ditangguhkan.  
 
14. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang 
pasar modal dan peraturan lain yang berlaku.  

 
15. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang 

diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan. 
 
16. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

bidang Pasar Modal.   
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PENGGANTI SURAT SAHAM 
Pasal 6 

 
1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:  

a. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;  
b. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut. 

 
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.  
 
3.  Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: 

a. Perseroan telah mendapatkan bukti dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; 
b. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; 
c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh 

Direksi; dan  
d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham 

Perseroan dicatatkan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran 
pengganti surat saham. 

 
4. Biaya untuk pengeluaran penggantian surat saham  itu harus ditanggung oleh Pemegang Saham yang bersangkutan. 
 
5. Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham, menurut pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan 

tidak berlaku lagi.  
 
6. Ketentuan dalam Pasal 6 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau 

pengganti Konfirmasi Tertulis.  
 

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS 
Pasal 7 

 
1.  Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan 

Perseroan.  
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat: 

a. nama dan alamat para Pemegang Saham;  
b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;  
c. jumlah yang disetor atas setiap saham; 
d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau 

sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan 
fidusia tersebut;  

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;  
f. perubahan kepemilikan saham, jika ada; dan 
g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.   

 
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris 

beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.   
 
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa 

mereka yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum 
diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pemanggilan dan pemberitahuan untuk RUPS akan 
dikirim kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. 

 
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-

baiknya.  
 
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor 

Perseroan. 
 
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan 

penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau kuasa 
mereka yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal. 
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PENGGANTI SURAT SAHAM 
Pasal 6 

 
1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:  

a. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;  
b. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut. 

 
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.  
 
3.  Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: 

a. Perseroan telah mendapatkan bukti dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; 
b. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; 
c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh 

Direksi; dan  
d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham 

Perseroan dicatatkan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran 
pengganti surat saham. 

 
4. Biaya untuk pengeluaran penggantian surat saham  itu harus ditanggung oleh Pemegang Saham yang bersangkutan. 
 
5. Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham, menurut pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan 

tidak berlaku lagi.  
 
6. Ketentuan dalam Pasal 6 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau 

pengganti Konfirmasi Tertulis.  
 

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS 
Pasal 7 

 
1.  Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan 

Perseroan.  
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat: 

a. nama dan alamat para Pemegang Saham;  
b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;  
c. jumlah yang disetor atas setiap saham; 
d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau 

sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan 
fidusia tersebut;  

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;  
f. perubahan kepemilikan saham, jika ada; dan 
g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.   

 
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris 

beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.   
 
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa 

mereka yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum 
diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pemanggilan dan pemberitahuan untuk RUPS akan 
dikirim kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. 

 
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-

baiknya.  
 
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor 

Perseroan. 
 
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan 

penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau kuasa 
mereka yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal. 

 
 
 

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu 
penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus 
dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan 
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 

 
9. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan 

atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi 
berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia saham yang 
bersangkutan. 

 
PENITIPAN KOLEKTIF 

Pasal 8 
 
1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang 

Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.  

 
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan 
untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.   

 
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana 

berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank 
Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi 
kolektif. 

 
4. Perseroan wajib menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana 

yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini 
sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.  

 
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan 

dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar 
Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank 
Kustodian dimaksud. 

 -Permohonan mutasi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis 
kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.  

 
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek apabila diminta oleh pemegang 

saham yang bersangkutan wajib menerbitkan nota pencatatan sebagai Konfirmasi Tertulis bagi Pemegang Saham 
yang menjadi Pemegang Rekening Efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek adanya pemilikan 
suatu jumlah saham oleh pemegang saham yang bersangkutan sebagaimana tercatat dalam rekening Efeknya 
dalam Penitipan Kolektif dengan ketentuan bahwa nota pencatatan sebagai konfirmasi tersebut harus 
ditandatangani atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek 
yang menyelenggarakan Penitipan Kolektif tersebut sebagai bukti pencatatan dalam rekening Efek. 

 
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama adalah sepadan dan 

dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.  
 
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut hilang atau 

musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang 
cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan 
saham tersebut benar hilang atau musnah. 

 
9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, 

diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.  
 
10. Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian atau pemegang sub rekening yang sahamnya tercatat pada rekening efek milik Bank Kustodian atau 
Perusahaan Efek berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham yang 
dimilikinya dalam rekening Efek tersebut. 
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11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang 
namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau namanya 
tercatat sebagai pemegang sub rekening Efek dalam rekening Efek milik Bank Kustodian atau Perusahaan Efek 1 
(satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. 

 
12. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham 

Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek 
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan 
selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS untuk didaftar dalam DPS yang khusus 
diselenggarakan untuk keperluan penyelenggaraan RUPS yang bersangkutan.  

 
13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan 

Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio dari Reksa Dana berbentuk Kontrak investasi 
Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan 
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada 
Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS. 

 
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam 

Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan 
Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya 
diserahkan kepada pemegang rekening pada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek tersebut.   

 
15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham 

kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari 
portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif 
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 

 
16. Batas waktu Penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-

hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh keputusan RUPS, 
dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening beserta 
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang 
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya untuk selanjutnya akan menyerahkan daftar 
tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah 
tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham, saham 
bonus atau hak-hak lainnya tersebut. 

 
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM 

Pasal 9 
 
1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar 

Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik saham yang baru 
telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.  

 
2. Pendaftaran pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak 

itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh 
yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan surat-surat lain 
yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam 
Anggaran Dasar. 

 
3. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana 

ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan 
ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan 
perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada 
Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan. 

 
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar 

rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening, dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang 
saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas 
pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 5 di atas.   
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11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang 
namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau namanya 
tercatat sebagai pemegang sub rekening Efek dalam rekening Efek milik Bank Kustodian atau Perusahaan Efek 1 
(satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. 

 
12. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham 

Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek 
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan 
selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS untuk didaftar dalam DPS yang khusus 
diselenggarakan untuk keperluan penyelenggaraan RUPS yang bersangkutan.  

 
13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan 

Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio dari Reksa Dana berbentuk Kontrak investasi 
Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan 
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada 
Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS. 

 
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam 

Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan 
Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya 
diserahkan kepada pemegang rekening pada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek tersebut.   

 
15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham 

kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari 
portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif 
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 

 
16. Batas waktu Penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-

hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh keputusan RUPS, 
dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening beserta 
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang 
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya untuk selanjutnya akan menyerahkan daftar 
tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah 
tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham, saham 
bonus atau hak-hak lainnya tersebut. 

 
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM 

Pasal 9 
 
1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar 

Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik saham yang baru 
telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.  

 
2. Pendaftaran pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak 

itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh 
yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan surat-surat lain 
yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam 
Anggaran Dasar. 

 
3. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana 

ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan 
ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan 
perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada 
Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan. 

 
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar 

rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening, dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang 
saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas 
pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 5 di atas.   

 
 

 

5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. 
Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang 
dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu 
ditangguhkan.  

 
6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan 

surat kolektif saham yang bersangkutan. 
 -Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau kuasa mereka 

yang sah atau oleh Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi. 
 
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk 

mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran 
Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. 

 
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim 

pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah 
tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. 

 
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk  

mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal. 

 
10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS, dalam hal 

terjadi pemanggilan ulang atau ralat maka recording date harus berubah menjadi 1 hari sebelum tanggal ralat 
Pemanggilan RUPS untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang dimaksud.
  

 
11. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena 

sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan 
mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu dipersyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan 
secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. 

 
12. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan 

dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  
 
13. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak 

atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis-mutandis 
terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 11 dari pasal ini.   

 
14. Untuk pemindahan saham yang terdaftar dalam Bursa Efek berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang Pasar Modal, sedangkan untuk hak atas saham seri A Dwiwarna tidak dapat dipindahkan kepada siapapun 
juga. 
Dalam hal adanya permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh 1 (satu) orang atau lebih  Pemegang Saham yang 
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara yang sah, maka 
Pemegang Saham yang bersangkutan wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling 
sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan 
Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. 

 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) 

Pasal 10 
 
1. RUPS dalam Perseroan adalah: 

a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar.  
b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 12 Anggaran Dasar.   
 
2. lstilah RUPS dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan 

tegas dinyatakan lain. 
 
3. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan seorang 

atau lebih Pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan 
perundang-undangan.  
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4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini diajukan kepada Direksi dengan 
surat tercatat disertai alasannya. 

 
5. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham harus:  

a. Dilakukan dengan itikad baik; 
b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 
c. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; 
d. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan 
e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar  Perseroan. 

 
6. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima 

belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini 
diterima Direksi. 

 
7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini, pemegang 

saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. 
 
8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 

15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 
diterima Dewan Komisaris.   

 
9. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 6 dan ayat 8 pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan: 
a.  Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 

pasal ini; dan   
b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.  

 
10. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini dilakukan dalam jangka  waktu paling lambat 15 (lima 

belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud 
dalam ayat 3 pasal ini.   

 
11. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini paling kurang melalui:  

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;  
b. Situs web Bursa Efek; dan  
c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang 

digunakan paling kurang bahasa Inggris. 
 
12. Pengurnuman RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi sama  dengan informasi dalam 

pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.  
 
13. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi yang 

digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. 
  
14.  Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 11 huruf a pasal ini beserta salinan surat permintaan 

penyelengaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa 
Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.  

 
15.  Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 pasal ini, 
 pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya 
RUPS  kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan 
 pemberian izin diselenggarakannya RUPS.   
 
16. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat 15 pasal ini wajib: 
a.  Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, 

atas RUPS yang diselenggaralcan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.  
b. Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti 

pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan 
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.  

c. Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada 
Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan 
pengadilan dalam pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS 
tersebut. 
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4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini diajukan kepada Direksi dengan 
surat tercatat disertai alasannya. 

 
5. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham harus:  

a. Dilakukan dengan itikad baik; 
b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 
c. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; 
d. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan 
e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar  Perseroan. 

 
6. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima 

belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini 
diterima Direksi. 

 
7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini, pemegang 

saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. 
 
8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 

15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 
diterima Dewan Komisaris.   

 
9. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 6 dan ayat 8 pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan: 
a.  Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 

pasal ini; dan   
b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.  

 
10. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini dilakukan dalam jangka  waktu paling lambat 15 (lima 

belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud 
dalam ayat 3 pasal ini.   

 
11. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini paling kurang melalui:  

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;  
b. Situs web Bursa Efek; dan  
c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang 

digunakan paling kurang bahasa Inggris. 
 
12. Pengurnuman RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi sama  dengan informasi dalam 

pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.  
 
13. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi yang 

digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. 
  
14.  Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 11 huruf a pasal ini beserta salinan surat permintaan 

penyelengaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa 
Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.  

 
15.  Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 pasal ini, 
 pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya 
RUPS  kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan 
 pemberian izin diselenggarakannya RUPS.   
 
16. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat 15 pasal ini wajib: 
a.  Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, 

atas RUPS yang diselenggaralcan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.  
b. Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti 

pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan 
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.  

c. Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada 
Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan 
pengadilan dalam pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS 
tersebut. 

RUPS TAHUNAN 
Pasal 11 

 
1.  RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. 
 
2.  Dalam RUPS Tahunan: 

a.  Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang memuat hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat 5 
untuk mendapat persetujuan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan; 

b.  Ditetapkan penggunaan laba; 
c.  Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau nama lain 

yang ditetapkan sebagai Lembaga yang menangani Pasar Modal untuk mengaudit buku Perseroan dan yang 
sedang berjalan bersal dari usulan Dewan Komisaris; 

d.  Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; 
e.  Diputuskan mata acara Rapat lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan 

ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar. 
 

3.  Dalam RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh: 
a.  Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit 1/20 (satu 

per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; 
b.  Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan 

RUPS Tahunan. 
 

4.  Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab 
Sosial dan Lingkungan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab 
sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang 
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan 
Laporan Keuangan serta Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 

 
RUPS  LUAR BIASA 

Pasal 12 
 

1.  RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan 
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS kecuali mata acara yang dimaksud pada pasal 11 ayat 2 
huruf a dan b. 
 

2.  RUPS Luar Biasa diadakan, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang 
Saham. 

 
TEMPAT, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN 

SERTA MATA ACARA 
Pasal 13 

 
1.  Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. 

 
2.  RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia, dan tempat penyelenggaraan wajib dilakukan 

di: 
a.  Tempat kedudukan Perseroan; 
b.  Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama; 
c.  Ibukota Propinsi dimana tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau  
d.  Propinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. 

 
3.  Pemberitahuan Mata Acara RUPS kepada OJK. 

a.  Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS secara jelas dan rinci kepada OJK paling 
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman 
RUPS. 

b.  Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS yang telah disampaikan kepada OJK sebagaimana 
tersebut dalam huruf a ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK 
paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. 

c.  Ketentuan huruf a dan b ayat ini, mutatis-mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan 
RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk penyelenggaraan RUPS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 15. 
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4. Pengumuman RUPS. 
a. Perseroan wajib paling lambat 14 (empat belas) hari melakukan pengumuman kepada Pemegang Saham 

sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. 
b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat: 

1) Ketentuan Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS; 
2) Ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; 
3) Tanggal penyelenggaraan RUPS; 
4) Tanggal pemanggilan RUPS. 

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat 3, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi 
bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena permintaan dari Pemegang Saham. 

d. Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini paling kurang 
melalui: 
1) 1 (satu) Surat Kabar harian berbahsa Indonesia yang berperedaran nasional; 
2) Situs Web Bursa Efek; dan 
3) Situs Web Perseroan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi sama dengan informasi dalam 
pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.  

f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi 
yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. 

g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d butir 1) ayat ini wajib disampaikan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS. 

h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham, penyampaian bukti pengumuman 
sebagaimana dimaksud dalam huruf g ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan 
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 3 di atas. 

i. Ketentuan ayat 4 Pasal ini mutatis muntandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh 
pemegang Saham yang memperoleh penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 16 di atas. 

 
5. Pemanggilan RUPS. 

a. Pemanggilan untuk RUPS paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS dengan tidak memperhitungkan 
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. 

b. Pemanggilan untuk RUPS kepada Pemegang Saham pada huruf a ayat ini paling kurang melalui: 
1)  1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; 
2)  Situs Web Bursa Efek;dan; 
3)  Situs Web Perseroan dalam 2 bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

c. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi sama dengan informasi dalam 
pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia. 

d. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi 
yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. 

e. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa 
Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS; 

f. Pemanggilan RUPS sekurang-kurangnya memuat informasi: 
1) tanggal dan hari penyelenggaraan RUPS; 
2) waktu penyelenggaraan RUPS; 
3) tempat penyelenggaraan RUPS; 
4) ketentuan Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS; 
5) mata acara Rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara Rapat tersebut; dan 
6) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara Rpat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal 

dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. 
g. Ketentuan pemanggilan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini mutatis-mutandis berlaku untuk pemanggilan 

penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang memperoleh penetapan Pengadilan sebagaimana 
dimaksud pasal 10 ayat 16 diatas. 

h. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: 
1) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan; 
2) Harus disebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak tercapai kuorum; 
3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua 

puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan; 
4) Ketentuan media pemanggilan pada ayat 5 huruf b pasal ini dan Ralat pemanggilan pada ayat 8 pasal ini 

mutatis-mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. 
i. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: 

1) Pemanggilan RUPS ketiga atas Permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; 
2) Dalam Pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai 

kuorum.  
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4. Pengumuman RUPS. 
a. Perseroan wajib paling lambat 14 (empat belas) hari melakukan pengumuman kepada Pemegang Saham 

sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. 
b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat: 

1) Ketentuan Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS; 
2) Ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; 
3) Tanggal penyelenggaraan RUPS; 
4) Tanggal pemanggilan RUPS. 

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat 3, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi 
bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena permintaan dari Pemegang Saham. 

d. Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini paling kurang 
melalui: 
1) 1 (satu) Surat Kabar harian berbahsa Indonesia yang berperedaran nasional; 
2) Situs Web Bursa Efek; dan 
3) Situs Web Perseroan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi sama dengan informasi dalam 
pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.  

f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi 
yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. 

g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d butir 1) ayat ini wajib disampaikan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS. 

h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham, penyampaian bukti pengumuman 
sebagaimana dimaksud dalam huruf g ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan 
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 3 di atas. 

i. Ketentuan ayat 4 Pasal ini mutatis muntandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh 
pemegang Saham yang memperoleh penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 16 di atas. 

 
5. Pemanggilan RUPS. 

a. Pemanggilan untuk RUPS paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS dengan tidak memperhitungkan 
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. 

b. Pemanggilan untuk RUPS kepada Pemegang Saham pada huruf a ayat ini paling kurang melalui: 
1)  1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; 
2)  Situs Web Bursa Efek;dan; 
3)  Situs Web Perseroan dalam 2 bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

c. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi sama dengan informasi dalam 
pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia. 

d. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi 
yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. 

e. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa 
Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS; 

f. Pemanggilan RUPS sekurang-kurangnya memuat informasi: 
1) tanggal dan hari penyelenggaraan RUPS; 
2) waktu penyelenggaraan RUPS; 
3) tempat penyelenggaraan RUPS; 
4) ketentuan Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS; 
5) mata acara Rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara Rapat tersebut; dan 
6) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara Rpat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal 

dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. 
g. Ketentuan pemanggilan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini mutatis-mutandis berlaku untuk pemanggilan 

penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang memperoleh penetapan Pengadilan sebagaimana 
dimaksud pasal 10 ayat 16 diatas. 

h. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: 
1) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan; 
2) Harus disebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak tercapai kuorum; 
3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua 

puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan; 
4) Ketentuan media pemanggilan pada ayat 5 huruf b pasal ini dan Ralat pemanggilan pada ayat 8 pasal ini 

mutatis-mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. 
i. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: 

1) Pemanggilan RUPS ketiga atas Permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; 
2) Dalam Pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai 

kuorum.  

 
6. Mata acara RUPS. 

a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) 
hari sebelum pemanggilan RUPS. 

b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPS sebagimana dimaksud pada huruf a ayat ini 
adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara. 

c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus: 
1)  dilakukan dengan itikad baik; 
2)  mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 
3)  menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan 
4)  tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

d. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagimana dimaksud pada huruf a ayat ini merupakan mata 
acara yang membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam 
huruf c ayat ini. 

e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat dalam 
pemanggilan RUPS. 

 
7. Bahan Mata Acara. 

a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham dan tersedia sejak tanggal 
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. 

b. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara 
RUPS lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, penyediaan bahan mata acara 
rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut. 

c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen 
elektronik. 

d. Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh 
pemegang saham. 

e. Salinan dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan. 
f. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, 

daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib 
tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai 
pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. 

 
8. Ralat Pemanggilan RUPS. 

a. Perseroan wajib melakukan Ralat Pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan 
RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini. 

b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagimana dimaksud pada huruf a ayat ini, yang memuat informasi atas 
perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan 
pemanggilan ulang RUPS sesuai tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini. 

c. Kewajiban pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak berlaku apabila Ralat Pemanggilan 
RUPS mengenai perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS yang 
dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. 

d. Bukti ralat pemanggilan bukan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini disampaikan 
pada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan. 

e. Media ralat pemanggilan RUPS paling kurang melalui: 
1)  1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; 
2)  Situs Web Bursa Efek; dan 
3)  Situs Web Perseroan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

f. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi sama dengan informasi dalam 
pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. 

g. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi 
yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia. 

h. Bukti ralat pemanggilan RUPS  tersebut wajib disampaikan pada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah 
pemanggilan RUPS. 
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PIMPINAN, TATA TERTIB, RISALAH RUPS DAN 
RINGKASAN RUPS 

Pasal 14 
 

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua 
anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan makan RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi 
yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan 
maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk oleh dan dari peserta RUPS. 
 

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan akan 
hal yang akan diputuskan di dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang 
tidak mempunyai benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua Dewan Komisaris 
mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direksi, 
dalam hal salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang 
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. 
Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham 
lainnya yang hadir dalam RUPS. 
 

3. Tata Tertib RUPS. 
a. Pada saat pembukaan RUPS, Tata Tertib RUPS harus diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir. 
b. Pokok-pokok Tata Tertib RUPS pada huruf a ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. 
c. Pimpinan Rapat pada saat pembukaan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham paling 

kurang mengenai: 
1)  Mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat; 
2)  Mata acara Rapat; 
3)  Mekanisme pengambilan keputusan mengenai tata cara Rapat; dan 
4)  Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat; 

 
4. Risalah RUPS. 

a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang 
Saham yang ditunjuk dari dan oleh Peserta RUPS. 

b. Tandatangan sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini tidak disyaratkan apabila Risalah RUPS tersebut dibuat 
oleh Notaris dalam bentuk akta Berita Acara RUPS. 

c. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 hari setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal 
waktu penyampaian Risalah jatuh pada hari libur Perseroan wajib menyampaikan risalah paling lambat pada 
hari kerja berikutnya. 

 
5. Ringkasan Risalah RUPS. 

a. Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS yang memuat informasi paling kurang sebagai berikut: 
1) Tanggal dan hari RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; 
2) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;  
3) Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan presentasinya dari jumlah seluruh 

saham yang mempunyai hak suara yang sah; 
4) Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau 

memberikan pendapat terkait mata acara Rapat; 
5) Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata 

acara, jika pemegang saham diberi kesempatan; 
6) Mekanisme pengambilan keputusan; 
7) Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan 

suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; 
8) Keputusan RUPS; dan 
9) Pelaksanaan pmbayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak jika terdapat keputusan RUPS 

terkait dengan pembagian dividen tunai. 
b. Perseroan wajib mengumumkan Ringkasan Risalah RUPS kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja 

setelah RUPS diselenggarakan paling kurang melalui: 
1)  1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; 
2)  Situs Web Bursa Efek; 
3)  Situs Web Perseroan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

c. Ringkasan Risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi sama dengan informasi 
dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia. 

d. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi 
yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia. 
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PIMPINAN, TATA TERTIB, RISALAH RUPS DAN 
RINGKASAN RUPS 

Pasal 14 
 

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua 
anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan makan RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi 
yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan 
maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk oleh dan dari peserta RUPS. 
 

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan akan 
hal yang akan diputuskan di dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang 
tidak mempunyai benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua Dewan Komisaris 
mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direksi, 
dalam hal salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang 
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. 
Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham 
lainnya yang hadir dalam RUPS. 
 

3. Tata Tertib RUPS. 
a. Pada saat pembukaan RUPS, Tata Tertib RUPS harus diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir. 
b. Pokok-pokok Tata Tertib RUPS pada huruf a ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. 
c. Pimpinan Rapat pada saat pembukaan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham paling 

kurang mengenai: 
1)  Mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat; 
2)  Mata acara Rapat; 
3)  Mekanisme pengambilan keputusan mengenai tata cara Rapat; dan 
4)  Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat; 

 
4. Risalah RUPS. 

a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang 
Saham yang ditunjuk dari dan oleh Peserta RUPS. 

b. Tandatangan sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini tidak disyaratkan apabila Risalah RUPS tersebut dibuat 
oleh Notaris dalam bentuk akta Berita Acara RUPS. 

c. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 hari setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal 
waktu penyampaian Risalah jatuh pada hari libur Perseroan wajib menyampaikan risalah paling lambat pada 
hari kerja berikutnya. 

 
5. Ringkasan Risalah RUPS. 

a. Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS yang memuat informasi paling kurang sebagai berikut: 
1) Tanggal dan hari RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; 
2) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;  
3) Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan presentasinya dari jumlah seluruh 

saham yang mempunyai hak suara yang sah; 
4) Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau 

memberikan pendapat terkait mata acara Rapat; 
5) Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata 

acara, jika pemegang saham diberi kesempatan; 
6) Mekanisme pengambilan keputusan; 
7) Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan 

suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; 
8) Keputusan RUPS; dan 
9) Pelaksanaan pmbayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak jika terdapat keputusan RUPS 

terkait dengan pembagian dividen tunai. 
b. Perseroan wajib mengumumkan Ringkasan Risalah RUPS kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja 

setelah RUPS diselenggarakan paling kurang melalui: 
1)  1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; 
2)  Situs Web Bursa Efek; 
3)  Situs Web Perseroan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

c. Ringkasan Risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi sama dengan informasi 
dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia. 

d. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi 
yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia. 

e. Perseroan wajib menyampaikan bukti pengumuman kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah 
diumumkan. 

f. Ketentuan yang terkait dengan penyampaian kepada OJK tentang: 
1)  risalah RUPS; 
2)  ringkasan Risalah RUPS yang diumumkan; dan 
3)  pengumuman ringkasan Risalah RUPS. 
mutatis-mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh 
Penetapan Pengadilan.   

 
KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS    

Pasal 15 
 
1.  a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) 

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada RUPS, kecuali 
Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan perihal kuorum yang lebih besar. 

  b. Dalam hal kuorum sebagaimana ditetapkan pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah 
sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.  

 c. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah 
dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah 
dalam kuorum kehadiran, dan keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan 
Perseroan. 

 
2. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang atas harta kekayaan Perseroan yang 

merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi 
atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak berkaitan, harus mendapat persetujuan RUPS dengan 
ketentuan sebagai berikut:  
a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh 

saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) 
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; 

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a pasal ini tidak tercapai, maka dalam 
RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per 
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh 
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS; 
dan 

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b pasal ini tidak 
tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil 
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran 
dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. 

 
3.  a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan harus diambil dalam RUPS yang 

khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan 
kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat “Pemegang Saham lndependen”) yang memiliki 
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang 
Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 butir a pasal ini, dan keputusan tersebut diambil 
berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen. 

  b. Apapun keputusan yang diambil Pemegang Saham Independen tersebut dinyatakan mengikat sebagai keputusan 
yang telah disetujui oleh kuorum RUPS keseluruhan, yang diikuti oleh seluruh pemegang saham yang hadir dalam 
RUPS termasuk pula pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan. 

  c. Jika dalam RUPS yang pertama tersebut, ternyata jumlah Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili 
tidak mencukupi persyaratan kuorum yang ditentukan oleh RUPS pertama tersebut, maka atas permintaan 
Perseroan dapat diadakan RUPS yang kedua dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan 
jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham lndependen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan keputusan 
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang 
Saham lndependen yang hadir/diwakili dalam RUPS. 

  d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebaaaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga 
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang 
saham dengan hak mana, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas 
permohonan Perseroan. 
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  e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 
(satu per dua) bagian saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.  

  f. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama 
dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.  

 
4. RUPS untuk perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A 
Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama 
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan 
keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-
wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.  

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a pasal ini tidak tercapai, maka dalam 
RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham 
lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) 
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang 
saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang 
bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang 
sah yang hadir dalam RUPS.  

c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 4 huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga sah 
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah 
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas 
permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. 

 
5. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan dengan ketentuansebagai berikut: 

a. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan 
para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling 
sedikit 2/3  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus 
disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil 
mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.  

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 huruf a pasal ini tidak tercapai maka 
dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang 
saham lainnya dan/atau wakili-wakil mereka yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan 
para pemegang, saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. 

c.  Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 5 huruf b pasal ini tidak tercapai, 
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri 
oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan 
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri 
dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.  

 
6. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Penggabungan, Peleburan, 

Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu 
dan Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a.  Dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil 

mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan 
para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling 
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. 

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a pasal ni tidak tercapai, maka dalam 
RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham 
lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan 
disetujui oleh para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama 
mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam 
RUPS.  

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana climaksud ayat 6 huruf b pasal ini tidak tercapai, 
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri 
oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan 
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri 
dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.  
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  e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 
(satu per dua) bagian saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.  

  f. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama 
dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.  

 
4. RUPS untuk perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A 
Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama 
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan 
keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-
wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.  

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a pasal ini tidak tercapai, maka dalam 
RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham 
lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) 
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang 
saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang 
bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang 
sah yang hadir dalam RUPS.  

c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 4 huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga sah 
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah 
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas 
permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. 

 
5. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan dengan ketentuansebagai berikut: 

a. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan 
para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling 
sedikit 2/3  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus 
disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil 
mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.  

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 huruf a pasal ini tidak tercapai maka 
dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang 
saham lainnya dan/atau wakili-wakil mereka yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan 
para pemegang, saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. 

c.  Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 5 huruf b pasal ini tidak tercapai, 
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri 
oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan 
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri 
dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.  

 
6. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Penggabungan, Peleburan, 

Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu 
dan Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a.  Dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil 

mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan 
para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling 
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. 

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a pasal ni tidak tercapai, maka dalam 
RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham 
lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan 
disetujui oleh para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama 
mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam 
RUPS.  

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana climaksud ayat 6 huruf b pasal ini tidak tercapai, 
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri 
oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan 
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri 
dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.  

 
7.  Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar 

pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. 
 
8.  Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus 

dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak 
mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata 
dan harus diajukan kepada Direksi selambat-lambatnya sebelum RUPS dilaksanakan.  

 
9. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.   
 
10. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, 

namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung pemungutan suara.   
 
11. Pimpinan RUPS berhak untuk meminta agar surat kuasa yang mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya 

pada waktu RUPS diadakan.   
 
12.  Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang 

dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberi kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari 
jumlah saham yang dimilikinya dengan suara berbeda.   

 
13. Ketentuan ayat 12, dikecualikan bagi: 

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasahah-nasabahnya pemilik saham 
Perseroan.  

b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. 
 
14. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai 

hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari satu atau lebih 
pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan 
hak suara yang sah.  

 
15. Pemegang Saham yang mengeluarkan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan 

suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. 
 
16. Semua Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan 

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana 
ditentukan dalam anggaran dasar ini. 

 
17. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS 

harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut: 
a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang 

bersangkutan; 
b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 

1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan  
c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.   

 
DIREKSI 
Pasal 16 

 
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan dengan 

ketentuan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan 
dapat pula diangkat Wakil Direktur Utama (jika diperlukan). 

 
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat 

diangkat dan selama menjabat:   
a. mempunyai akhlak, moral dan integeritas yang baik; 
b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;  
c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;   
d. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; 
e. dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:  

1) tidak pernah dinyatakan pailit;  
2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah 

menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau;  
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a.  

3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau 
BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan; 

4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:   
a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; 
b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak 

diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota 
Direksidan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; dan  

c) pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, pendaftaran dari 
Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau 
laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.   

 
3. Pemenuhan persyaratan, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan 

surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh 
Perseroan.  

 
4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimalcsud dalam ayat 3 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi 

dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan 
perundangan yang berlaku.  

 
5. Pengangkatan anggota Direksi, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 4 

Pasal ini, batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak 
terpenuhinya persyaratan tersebut.   

 
6. Antara para anggota Direksi dan antara angeota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada 

hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3 (ke-tiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke 
samping ataupun hubungan semenda (menantu atau ipar). Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ini maka RUPS berwenang memberhentikan salah  seorang di antara mereka. 

 
7. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diusulkan oleh Pemegang  

Saham Seri A Dwiwarna setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.   

8. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan 
Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan pasal 15 
ayat 1 dan ayat 7 Anggaran Dasar. 

 
9. Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam  

pengertian terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang 
kelima setelah pengangkatannya (mereka), dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan 
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir jika anggota Direksi tersebut memenuhi salah satu atau lebih 
alasan namun tidak terbatas pada: 
a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; 
b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; 
c. tidak melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

dibuktikan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;  
d. terlibat dalam tindakan yang meruaikan Perseroan dan/atau Negara yang dibuktikan dengan putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat; 
e. mengundurkan diri. 

 
10.  Di samping alasan pernberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf a sampai dengan e 

pasal ini, Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi 
kepentingan dan tujuan Perseroan. 

 
11. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf a, b, c dan d dan ayat 10 pasal ini diambil 

setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud 
pada huruf e dan d ayat 9 merupakan pemberhentian dengan teidak hormat. 

 
12. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS Tahunan untuk 1 (satu) kali masa 

jabatan. 
 
13. Kepada para anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya 

ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 
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a.  

3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau 
BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan; 

4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:   
a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; 
b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak 

diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota 
Direksidan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; dan  

c) pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, pendaftaran dari 
Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau 
laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.   

 
3. Pemenuhan persyaratan, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan 

surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh 
Perseroan.  

 
4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimalcsud dalam ayat 3 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi 

dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan 
perundangan yang berlaku.  

 
5. Pengangkatan anggota Direksi, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 4 

Pasal ini, batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak 
terpenuhinya persyaratan tersebut.   

 
6. Antara para anggota Direksi dan antara angeota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada 

hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3 (ke-tiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke 
samping ataupun hubungan semenda (menantu atau ipar). Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ini maka RUPS berwenang memberhentikan salah  seorang di antara mereka. 

 
7. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diusulkan oleh Pemegang  

Saham Seri A Dwiwarna setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.   

8. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan 
Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan pasal 15 
ayat 1 dan ayat 7 Anggaran Dasar. 

 
9. Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam  

pengertian terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang 
kelima setelah pengangkatannya (mereka), dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan 
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir jika anggota Direksi tersebut memenuhi salah satu atau lebih 
alasan namun tidak terbatas pada: 
a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; 
b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; 
c. tidak melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

dibuktikan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;  
d. terlibat dalam tindakan yang meruaikan Perseroan dan/atau Negara yang dibuktikan dengan putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat; 
e. mengundurkan diri. 

 
10.  Di samping alasan pernberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf a sampai dengan e 

pasal ini, Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi 
kepentingan dan tujuan Perseroan. 

 
11. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf a, b, c dan d dan ayat 10 pasal ini diambil 

setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud 
pada huruf e dan d ayat 9 merupakan pemberhentian dengan teidak hormat. 

 
12. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS Tahunan untuk 1 (satu) kali masa 

jabatan. 
 
13. Kepada para anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya 

ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 
 
 

14. Apabila oleh suatu sebab, jabatan anggota Direksi lowong, maka: 
a. lowongan tersebut harus diisi dalam RUPS berikutnya yang mengagendakan pengisian lowongan jabatan 

tersebut; 
b. selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah 

seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komsiaris, menjalankan pekerjaan anggota 
Direksi dimaksud dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. 

 
15. Masa jabatan seseorang yang diangkat oleh RUPS untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk jangka waktu 5 

(lima) tahun dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini. 
 
16. Dalam hal terdapat penambahan jumlah anggota Direksi, maka masa jabatan anggota Direksi baru tersebut adalah 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini. 
 
17. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan 

Komisaris berkewajiban untuk menjalankan pekerjaan Direksi yang sedang berjalan, akan tetapi hanya dengan hak 
untuk melakukan perbuatan pengurusan yang bertalian dengan hal-hal dan kegiatan yang sedang berjalan, dengan 
kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, utnuk 
menyelenggararakan RUPS guna mengisi lowongan tersebut. 

 
18.a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib memberitahukan secara tertulis 

mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, anggota Direksi 
Perseroan lainnya dan Pemegang Saham yang mengusulkan pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan; 

 b. Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi 2 (dua) hari setelah penerirnaan surat permohonan 
pengunduran diri; 

 c. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam 
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri; 

 d. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut tetap dapat dimintakan 
pertanggungiawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya 
menjadi efektif. 

 
19. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 

2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota 
Direksi yang baru sehingga Perseroan memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.   

 
20. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: 

a. Pengunduran dirinya efektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 pasal ini;  
b. meninggal dunia; 
c. masa jabatannya berakhir;   
d. diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau 
e. tidak lagi memenuhi persyaratan sehagai anggota Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 
21. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena 

meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungiawaban atas tindakan-tindakan yang 
belum diterima pertangaungjawabannya oleh RUPS.  

 
22. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak 

bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan/atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan 
kewalibannya dan/atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:   
a. keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan 

tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris;  
b. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai 

alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi; 
c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 

(dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara  tersebut; 
d. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta 

mewakili Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan baik di dalam maupun 
di luar pengadilan;  

e. Pembatasan kewenangan dimaksud berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan 
Komisaris sampai dengan: 
1) terdapat keputusan RUPS yang membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud 

pada huruf d; 
2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f.  
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f. dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara 
dimaksud harus diselenggarakan RUPS untuk menetapkan pemberhentian sernentara tersebut rnenjadi 
pemberhentian tetap; 

g. dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini atau 
RUPS tidak dapat mengambil keputusan, atau RUPS membatalkan pemberhentian sementara tersebut, 
maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini menjadi batal;   

h. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi 
kesempatan untuk membela diri; 

i. pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, 
apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini.   

 
23. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: 

a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik 
Swasta;  

b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;   
c. pengurus partai politik dan/atau talon/anggota legislatif;  
d. jabatan lain yang dapat menimbulltan benturan kepentingan; dan/atau 
e. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   

  
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI 

Pasal 17 
 

1.  Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan 
dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku. 

 
2.  Tugas Pokok Direksi adalah: 

a.  Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseorangan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa 
berusaha meningkatkan efisiensi dan efektvitas Perseroan. 

b.  Memelihara dan mengurus kekayaan perseroan. 
 

3.  Dalam melakasanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara 
penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian maksud dan tujuan Perseroan. 

 
4.  Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai 

menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan. 
 
5.  Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi 

yang bersangkutan sampai dengan tindakan yang dimaksud disetujui oleh rapat Direksi. 
 
6.  Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh 

kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. 
 
7.  Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimama dimaksud pada ayat 4 

apabila dapat membuktikan: 
a.  kerugian tersebut bukan karena kesalaham atau kelalaiannya; 
b.  telah melakukan pengurusan dengan itikat baik, penuh tanggung jawab dam kehati-hatian untuk 

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 
c.  tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan 

yang mengakibatkan kerugian dan 
d.  telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berkelanjutan kerugian tersebut. 

  
8. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari 

kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah. 
 
9.  Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, 

mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, 
baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran 
Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal di 
Indonesia. 
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f. dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara 
dimaksud harus diselenggarakan RUPS untuk menetapkan pemberhentian sernentara tersebut rnenjadi 
pemberhentian tetap; 

g. dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini atau 
RUPS tidak dapat mengambil keputusan, atau RUPS membatalkan pemberhentian sementara tersebut, 
maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini menjadi batal;   

h. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi 
kesempatan untuk membela diri; 

i. pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, 
apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini.   

 
23. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: 

a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik 
Swasta;  

b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;   
c. pengurus partai politik dan/atau talon/anggota legislatif;  
d. jabatan lain yang dapat menimbulltan benturan kepentingan; dan/atau 
e. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   

  
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI 

Pasal 17 
 

1.  Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan 
dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku. 

 
2.  Tugas Pokok Direksi adalah: 

a.  Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseorangan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa 
berusaha meningkatkan efisiensi dan efektvitas Perseroan. 

b.  Memelihara dan mengurus kekayaan perseroan. 
 

3.  Dalam melakasanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara 
penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian maksud dan tujuan Perseroan. 

 
4.  Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai 

menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan. 
 
5.  Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi 

yang bersangkutan sampai dengan tindakan yang dimaksud disetujui oleh rapat Direksi. 
 
6.  Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh 

kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. 
 
7.  Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimama dimaksud pada ayat 4 

apabila dapat membuktikan: 
a.  kerugian tersebut bukan karena kesalaham atau kelalaiannya; 
b.  telah melakukan pengurusan dengan itikat baik, penuh tanggung jawab dam kehati-hatian untuk 

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 
c.  tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan 

yang mengakibatkan kerugian dan 
d.  telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berkelanjutan kerugian tersebut. 

  
8. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari 

kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah. 
 
9.  Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, 

mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, 
baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran 
Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal di 
Indonesia. 

 
 
 
 

a.  Pembuatan-pembuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris 
untuk: 
1)  melakukan penyertaan modal dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% 

(limapuluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan; 
2)  mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh 

persen) sampai dengan 50% (limapuluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan. 
3)  melepaskan penyertaan modal dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% 

(limapuluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, pada perseroan lain, anak perusahaan, dan 
perusahaan patungan; 

4)  melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran anak perusahaan dan 
perusahaan patungan dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (limapuluh 
persen) dari jumlah ekuitas Perseroan; 

5)  mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk apapun dengan nilai 10% 
(sepuluh persen) sampai dengan 50% (limapuluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, kecuali 
untuk proyek yang tidak bersifat investasi; 

6)  mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh 
persen) sampai dengan 50% (limapuluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan. 

7)  menerima pinjaman jangaka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka 
menengah/panjang dengab nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% ( limapuluh 
persen) dari jumlah ekuitas Perseroan; 

8)  memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak bersifat operasioanal; 
9)  mengadakan landbank sebagai persediaan (barang dagangan) atau sebagai aktiva tetap; 
10)  mengagunkan, tukar menukar, dan melepaskan aktiva tetap Perseroan dengan nilai lebih dari 10% 

(sepuluh pesen) sampai dengan 50% (limapuluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, kecuali aset 
tanah yang dicatat sebagai persediaan; 

11)  menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati; 
12)  menetapkan dan mengubah logo Perseroan; 
13)  melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP; 
14)  melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh 

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) 
sampai dengan 50% (limapuluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan. 

b. Pendirian anak perusahaan/Perusahaan patungan dan/atau kerjasama yang dilakukan dalam rangka 
mengikuti tender proyek non investasi dan/atau untuk melaksanakan proyek-proyek yang diperoleh 
sepanjang diperlukan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat  9 huruf 
a butir 2) dan 5). 

 
10. Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen dari 

Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini, maka Dewan 
Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. 

 
11.  Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari 

Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS untuk; 
a.  Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh 

peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dengan nilai di atas 50% (limapuluh persen) dari 
ekuitas Perseroan. 

b.  Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapuskan. 
 
12.  Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk; 

a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau  
b.  Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; 

-  Yang merupakan lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) 
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. 

 
13.  a.   Transaksi sebagai dimaksud pada ayat 12 huruf a adalah transaksi mengalihkan kekayaan bersih Perseroan yang 

terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; 
b.  Sedangkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf b adalah transaksi penjaminan kekayaan 

Perseroan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau lebih; 
 
14.  Perbuatan hukum sebagaimana pada ayat 12 pasal ini tanpa persetujuam RUPS, tetap mengikat Perseroan 

sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikat baik. 
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15. Perbuatan hukum untuk mengalihkan/melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian aset 
yang merupakan barang dagangan atau persediaan termasuk yang berasal dari pelunasan piutang macet yang 
terjadi akibat pelaksanaan dari kegiatan usaha utama, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS. 

 
16.  untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang membuat benturan kepentingan antara kepentingan 

ekonomi pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomi Perseroan, 
Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. 

 
17.  RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Aggaran Dasar ini, dengan 

mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
 
18.  Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan 

atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah 
disetujui oleh rapat Direksi. 

 
19.  Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepasa 

pihak ke tiga, maka salah seorang Direksi yang ditunjuk untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-
tugas Direktur Utama. 

 
20. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan 

berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.  
 
21.  Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi 

yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas 
Direktur utama. 

 
22.  Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak 

perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga, maka anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk 
melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut. 

 
23.  Semua tindakan anggota Direksi yang mewakili Direktur Utama tersebut wajib disetujui dalam Rapat Direksi. 
 
24.  Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih 

sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan 
tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa. 

 
25.  Pembagian tugas dan wewenang setiap anggita Direksi sitetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan 

pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan 
berdasarkan keputusan Direksi. 

 
26.  Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasari ini. 
 
27.  Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: 

a.  Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan Direksi yang bersangkutan; atau 
b.  Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. 

 
28.  Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 27 Pasal ini. Yang berhak mewakili Perseroan 

adalah: 
a.  Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan: 
b.  Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan 

kepentingan dengan Perseroan. 
 

RAPAT DIREKSI 
Pasal 18 

 
1.  Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi. 
 
2,  Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi dengan ketentuan semua 

anggota Direksi telah diberitahu secara tertukis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul 
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara 
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. 
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15. Perbuatan hukum untuk mengalihkan/melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian aset 
yang merupakan barang dagangan atau persediaan termasuk yang berasal dari pelunasan piutang macet yang 
terjadi akibat pelaksanaan dari kegiatan usaha utama, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS. 

 
16.  untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang membuat benturan kepentingan antara kepentingan 

ekonomi pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomi Perseroan, 
Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. 

 
17.  RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Aggaran Dasar ini, dengan 

mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
 
18.  Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan 

atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah 
disetujui oleh rapat Direksi. 

 
19.  Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepasa 

pihak ke tiga, maka salah seorang Direksi yang ditunjuk untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-
tugas Direktur Utama. 

 
20. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan 

berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.  
 
21.  Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi 

yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas 
Direktur utama. 

 
22.  Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak 

perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga, maka anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk 
melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut. 

 
23.  Semua tindakan anggota Direksi yang mewakili Direktur Utama tersebut wajib disetujui dalam Rapat Direksi. 
 
24.  Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih 

sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan 
tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa. 

 
25.  Pembagian tugas dan wewenang setiap anggita Direksi sitetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan 

pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan 
berdasarkan keputusan Direksi. 

 
26.  Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasari ini. 
 
27.  Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: 

a.  Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan Direksi yang bersangkutan; atau 
b.  Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. 

 
28.  Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 27 Pasal ini. Yang berhak mewakili Perseroan 

adalah: 
a.  Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan: 
b.  Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan 

kepentingan dengan Perseroan. 
 

RAPAT DIREKSI 
Pasal 18 

 
1.  Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi. 
 
2,  Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi dengan ketentuan semua 

anggota Direksi telah diberitahu secara tertukis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul 
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara 
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. 

 

3.  Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila: 
a.  dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; 
b.  atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau  
c.  atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 

(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. 
 

4.         a.         Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam  setiap bulan. 
b.  Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang satu kali 

dalam 4 (empat) bulan. 
 
5.  Direksi harus menjadwalakan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 untuk tahun berikutnya 

sebelum berakhirnya tahun buku. 
 
6.  Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada 

peserta paling lama 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. 
 
7.  Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 

5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. 
 
8.  Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha 

Perseroan. 
 
9.  Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan 

disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang 
lebih singkat jika dalam keadaaj mendesak, dengan tidak memperhitumhkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 

 
10.  Dalam surat panggilan rapat sebagaimana dumaksud dalam ayat 9 pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, 

waktu dan tempat rapat. 
 
11.  Panggilan rapat terlebih dahulu tidak diisyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat. 
 
12.  Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu 

per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat 11 pasal ini, kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan 
Perseroan. 

 
13.  Dalam hal penambahan agenda rapat, rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota 

Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan enyetujui penambahan agenda rapat tersebut. 
 
14.  Semua rapar Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal ini Direkur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka 

salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi. Dalam hal 
Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai 
anggota Direksi yang memimpin rapat Direksi. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota 
Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan 
rapat Direksi. 

 
15.  Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya 

oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. 
 
16.   Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya. 
 
17.  Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keptusan tidak dapat 

diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. 
 
18.  Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang 

diwakilinya. 
 
19.  Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternative dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternative 

dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan 
ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih 
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. 
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20.  Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat dan bertanggung jawab atas hasil 
keputusan rapat. 

 
21.  Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan 

dalam rapat. 
 
22.  a.      Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang 

dibicarakan (termasuk pernyataan ketidak setujuan anggota Direksi, jika ada) dan hal-hal diputuskan. 
b.  Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, 

ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi 
dan Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris apabila diminta untuk diketahui. 

c.  Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, 
ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada 
seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. 

d.  Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil 
rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini, ang bersangkutan wajib menyebutkan 
alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. 

e.  Anggota Direksi yang tidak hadir dalam rapat diwajibkan untuk memberikan pendapat berupa persetujuan 
atau ketidaksetujuan terhadap keputusan rapat tersebut. 

f.  Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini wajib didokumentasikan oleh 
Perseroan. 

 
DEWAN KOMISARIS 

Pasal 19 
 

1.  Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) orang anggota atau lebih yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan 
kebutuhan. 
 
Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar 
Modal. 

 
2.  Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan 

Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. 
 
3.  Dalam hal Dewan Komisaris terlebih dari 1 (satu) orang anggota, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris 

diangkat sebagai Komisaris Utama, dan dapat pula diangkat Wakil Komisaris Utama (jika diperlukan), dengan 
ketentuan dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris 
Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. 

 
4.  Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan 

pada saat diangkat dan selama menjabat: 
a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; 
b. mampu melaksanakan perbuatan hukum; 
c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; 
d. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; 
e. dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: 

1) tidak pernah dinyataakan pailit; 
2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah 

menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit atau; 
3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau 

BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. 
4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat; 

a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; 
b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah 

tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota 
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan 

c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, pendaftaran dari Otoritas 
Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan 
keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

 
5. Pemenuhan persyaratan, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan 

surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh 
Perseroan. 



235

20.  Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat dan bertanggung jawab atas hasil 
keputusan rapat. 

 
21.  Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan 

dalam rapat. 
 
22.  a.      Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang 

dibicarakan (termasuk pernyataan ketidak setujuan anggota Direksi, jika ada) dan hal-hal diputuskan. 
b.  Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, 

ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi 
dan Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris apabila diminta untuk diketahui. 

c.  Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, 
ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada 
seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. 

d.  Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil 
rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini, ang bersangkutan wajib menyebutkan 
alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. 

e.  Anggota Direksi yang tidak hadir dalam rapat diwajibkan untuk memberikan pendapat berupa persetujuan 
atau ketidaksetujuan terhadap keputusan rapat tersebut. 

f.  Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini wajib didokumentasikan oleh 
Perseroan. 

 
DEWAN KOMISARIS 

Pasal 19 
 

1.  Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) orang anggota atau lebih yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan 
kebutuhan. 
 
Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar 
Modal. 

 
2.  Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan 

Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. 
 
3.  Dalam hal Dewan Komisaris terlebih dari 1 (satu) orang anggota, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris 

diangkat sebagai Komisaris Utama, dan dapat pula diangkat Wakil Komisaris Utama (jika diperlukan), dengan 
ketentuan dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris 
Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. 

 
4.  Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan 

pada saat diangkat dan selama menjabat: 
a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; 
b. mampu melaksanakan perbuatan hukum; 
c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; 
d. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; 
e. dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: 

1) tidak pernah dinyataakan pailit; 
2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah 

menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit atau; 
3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau 

BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. 
4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat; 

a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; 
b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah 

tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota 
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan 

c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, pendaftaran dari Otoritas 
Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan 
keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

 
5. Pemenuhan persyaratan, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan 

surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh 
Perseroan. 

6.  Selama memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, Komisaris Independen wajib memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a.  bukan merupakan orang yang berkerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk 

merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perseroan dalam waktu 6 (enam) 
bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode 
berikutnya; 

b.  tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; 
c.  tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau 

pemegang saham utama Perseroan; dan  
d.  tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha Perseroan tersebut 
 
7.  Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris 

dilakukan dengan pertimbangan integritas, dedikasi pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen 
perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang 
usaha perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 
8.  Pengangkatan anggota Dewan Komisaris, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 

dan 7 Pasal ini, batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak 
terpenuhinya persyaratan tersebut. 

 
9.  Pengangkatan anggota Dewan Komisaris waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi. 
 
10.  Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon yang diusulkan oleh Pemegang 

Saham Seri A Dwiwarna setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. 

 
11.  Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh 

RUPS yang mengangkatnya berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (ke-lima) setelah tanggal 
pengangkatannya, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota 
Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir jika para anggota Dewan Komisaris 
tersebut memenuhi salah satu atau lebih alasan namun tidak terbatas pada : 
a.  tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; 
b.  tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; 
c.  terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara; 
d.  dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau 
e.  mengundurkan diri. 

 
Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) 
kali masa jabatan. 

 
12.  Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 11, anggota Dewan 

Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat pada RUPS demi 
kepentingan dan tujuan Perseroan. 

 
13.  Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 a, b, dan c Pasal ini, diambil setelah 

yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. 
 
14.  Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf c dan d Pasal ini merupakan 

pemberhentian dengan tidak hormat. 
 
15.  Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dilarang 

memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, 
termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. 

 
16.  Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini, maka RUPS berwenang memberhentikan 

salah seorang di antara mereka. 
 
17. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang 

jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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18.  Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran 
tugasnya Dewann Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris 
atas beban Perseroan. 

 
19.  Apabila oleh suatu sebab, jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka: 

a.  lowongan tersebut harus diisi dalam RUPS yang mengagendakan pengisian lowongan jabatan tersebut; 
b.  selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah 

seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris, menjalankan 
pekerjaan anggota Dewan Komisaris dimaksud dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. 

 
20.  Apabila oleh suatu sebab Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka RUPS harus 

diselenggarakan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi 
lowongan tersebut; 

 
21.  a.   seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya wajib memberitahukan secara 

tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direksi, 
dan Pemegang Saham yang mengusulkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. 

        b.   Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi 2 (dua) hari setelah penerimaan surat permohonan 
pengunduran diri; 

        c.   Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan 
Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran 
diri; 

d.  kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut tetap dapat dimintakan 
pertanggung-jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya 
menjadi efektif. 

22.       Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : 
a.  pengunduran dirinya efektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 21 pasal ini; 
b.  meninggal dunia; 
c.  masa jabatannya berakhir; 
d.  diberhentikan berdasarkan RUPS: dan/atau 
e.  tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
 
23.  Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris 

menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan 
telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga Perseroan memenuhi persyaratan minimal jumlah 
anggota Dewan Komisaris. 

 
24.  Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabantannya berakhir kecuali berhenti 

karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum 
diterima pertanggung jawabannya oleh RUPS. 

 
25.  Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: 

a.  anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara atau Perusahaan lain; 
b.  anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; 
c.  jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengurus partai politik dan/atau 

calon anggota legislatif; dan/atau 
d.  jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 

 
26.  Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak 

langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah. 
 
27.  Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang 

disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. 
 
28.  Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud 

pada ayat 27 apabila dapat membuktikan: 
a.  kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 
b.  telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk 

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 
c.  tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan 

yang mengakibatkan kerugian; dan  
d.  telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berkelanjutan kerugian tersebut. 
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18.  Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran 
tugasnya Dewann Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris 
atas beban Perseroan. 

 
19.  Apabila oleh suatu sebab, jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka: 

a.  lowongan tersebut harus diisi dalam RUPS yang mengagendakan pengisian lowongan jabatan tersebut; 
b.  selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah 

seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris, menjalankan 
pekerjaan anggota Dewan Komisaris dimaksud dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. 

 
20.  Apabila oleh suatu sebab Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka RUPS harus 

diselenggarakan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi 
lowongan tersebut; 

 
21.  a.   seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya wajib memberitahukan secara 

tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direksi, 
dan Pemegang Saham yang mengusulkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. 

        b.   Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi 2 (dua) hari setelah penerimaan surat permohonan 
pengunduran diri; 

        c.   Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan 
Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran 
diri; 

d.  kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut tetap dapat dimintakan 
pertanggung-jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya 
menjadi efektif. 

22.       Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : 
a.  pengunduran dirinya efektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 21 pasal ini; 
b.  meninggal dunia; 
c.  masa jabatannya berakhir; 
d.  diberhentikan berdasarkan RUPS: dan/atau 
e.  tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
 
23.  Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris 

menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan 
telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga Perseroan memenuhi persyaratan minimal jumlah 
anggota Dewan Komisaris. 

 
24.  Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabantannya berakhir kecuali berhenti 

karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum 
diterima pertanggung jawabannya oleh RUPS. 

 
25.  Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: 

a.  anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara atau Perusahaan lain; 
b.  anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; 
c.  jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengurus partai politik dan/atau 

calon anggota legislatif; dan/atau 
d.  jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 

 
26.  Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak 

langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah. 
 
27.  Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang 

disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. 
 
28.  Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud 

pada ayat 27 apabila dapat membuktikan: 
a.  kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 
b.  telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk 

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 
c.  tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan 

yang mengakibatkan kerugian; dan  
d.  telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berkelanjutan kerugian tersebut. 

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS 
Pasal 20 

 
1.  Dewan Komisaris: 

a.  Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan kepada Direksi 
serta memberikan nasehat kepada Direksi, termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan, rencana 
kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan 
RUPS serta peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan; 

b.  Melakukan tugas, wewenang, dan tanggungjawab sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan 
RUPS; 

c.  Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan 
tahunan tersebut. 

 
2.  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka : 

a.  Dewan Komisaris berwenang untuk: 
1)  melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan 

verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan; 
2)  memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan; 
3)  meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang 

menyangkut pengelolaan Perseroan; 
4)  mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi; 
5)  meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk 

menghadiri rapat Dewan Komisaris; 
6)  mengangkat sekretaris Dewan Komisaris, Jika dianggap perlu; 
7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; 
8)  mengangkat Komite lain selain Komite Audit,  jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemapuan 

Perseroan; 
9)  menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban 

Perseroan, jika dianggap perlu; 
10)  melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu 

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; 
11)  menghadiri rapat Direksi dan memnberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang 

dibicarakan; 
12)  melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peratutan 

perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS. 
b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: 

1)  memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan Dasar Perseroan; 
2)  mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat saran kepada RUPS mengenai 

setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan; 
3)  melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan yang 

menimbulkan dampak material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

4)  meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta 
menandatangani laporan tahunan; 

5)  membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; 
6)  melaporkan kepada Perseroan mengengai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada 

Perseroan tersebut dan Perseroan lain; 
7)  memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 

sebelumnya kepada RUPS; 
8)  melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan 
RUPS. 

9)  bersama dengan Direksi menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota 
dewan Komisaris, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
3.  Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus: 

a.  mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan serta perinsip-perinsip profesionalisme, 
efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran; 

b.  beritikat baik, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan 
pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroan. 
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4.  Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan 
Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan dan anggaran dasar. 

 
RAPAT DEWAN KOMISARIS 

Pasal 21 
 
1.  Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris. 
 
2.  Penyelenggaran Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila: 

a.  dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; 
b.  atas permintaan tertulis dari Direksi; 
c.  atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 

(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dengan menyebut hal-hal yang 
akan dibicarakan. 

 
3.  Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan 

ketentuan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis 
serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan 
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris. 

 
4.a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam (dua) 

bulan. 
 b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) 

kali dalam 4 (empat) bulan. 
 
5.  Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 untuk tahun 

berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. 
 
6.  Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada 

peserta paling lama 5 (lima) hari sebelum rapat diselesaikan. 
 
7.  Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 

4 bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. 
 
8.  Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan 

usaha Perseroan. 
 
9.  Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan 

Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja 
sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak 
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 

 
10.  Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu 

dan tempat rapat. 
 
11.  Panggilan rapat tersebut tidak diperlukan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat. 
 
12.  Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 

1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, kehadiran anggota Dewan Komisaris 
dalam rapat tersebut wajib diungkapkan dalam laporan Tahunan Perseroan. 

 
13.  Dalam hal penambahan agenda rapat, Rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua 

anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir menyetujui penambahan agenda rapat tersebut. 
 
14.  Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya 

berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. 
 
15.  Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. 
 
16.  Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota 

Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. 
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4.  Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan 
Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan dan anggaran dasar. 

 
RAPAT DEWAN KOMISARIS 

Pasal 21 
 
1.  Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris. 
 
2.  Penyelenggaran Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila: 

a.  dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; 
b.  atas permintaan tertulis dari Direksi; 
c.  atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 

(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dengan menyebut hal-hal yang 
akan dibicarakan. 

 
3.  Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan 

ketentuan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis 
serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan 
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris. 

 
4.a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam (dua) 

bulan. 
 b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) 

kali dalam 4 (empat) bulan. 
 
5.  Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 untuk tahun 

berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. 
 
6.  Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada 

peserta paling lama 5 (lima) hari sebelum rapat diselesaikan. 
 
7.  Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 

4 bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. 
 
8.  Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan 

usaha Perseroan. 
 
9.  Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan 

Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja 
sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak 
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 

 
10.  Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu 

dan tempat rapat. 
 
11.  Panggilan rapat tersebut tidak diperlukan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat. 
 
12.  Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 

1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, kehadiran anggota Dewan Komisaris 
dalam rapat tersebut wajib diungkapkan dalam laporan Tahunan Perseroan. 

 
13.  Dalam hal penambahan agenda rapat, Rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua 

anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir menyetujui penambahan agenda rapat tersebut. 
 
14.  Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya 

berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. 
 
15.  Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. 
 
16.  Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota 

Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. 
 

17.  Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama 
menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris. 

 
18.  Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu 

orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini yang tertua dalam usia 
bertindak sebagai pimpinan rapat. 

 
19.  Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. 
 
20.  Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara 

terbanyak. 
 Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai diri orang akan dilakukan 

pemungutan suara kembali secara tertutup sampai mencapai suara terbanyak sedangkan mengenai hal-hal lain, 
maka akan dilakukan pemungutan suara kembali sampai dengan mencapai suara terbanyak. 

 
21. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota 

dewan komisaris yang diwakilinya. 
 
22.  Dalam hal usulan lebih dari dua alternative dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan suatu alternatif 

dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan 
ulang terhadap 2 (dua) usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara 
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. 

 
23.  Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. 
 
24.  Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan 

dalam rapat. 
 
25.   a.   Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk 

pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. 
b.  Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, 

ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota 
Dewan Komisaris. 

c.  Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, 
ditamdatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada 
seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. 

d.  Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil 
rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan 
alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. 

e.  Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir dalam rapat diwajibkann untuk memberikan pendapat berupa 
persetujuan atuu ketidaksetujuan terhadap keputusan rapat tersebut. 

f.  Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini wajib didokementasikan oleh 
Perseroan. 

 
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN  

Pasal 22 
 
1.  Direksi menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan 

persetujuan, sebelum tahun buku dimulai yang sekurang-kurangnya memuat: 
a.  Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program 

kerja/kegiatan; 
b.  Rencana penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap Perseroan; 
c.  Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; 
d.  Proteksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya; 
e.  Hal-hal lain yang memerlukan keputusan atau persetujuan Dewan Komisaris. 

 
2.  Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 

berakhirnya tahun buku; 
 
3.  Atas rencana kerja tersebut, Dewan Komisaris wajib meneliti, menelaah dan menandatangani serta memberikan 

persetujuan atau pengesahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Persoalan yang disiapkan Direksi, selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun buku baru dimulai. 
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4.  Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tigapuluhsatu) Desember 
tahun yang sama. Pada akhirnya bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. 

 
5.  Direksi menyusun laporan tahunan (terdiri dari neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan 

berserta laporan lainnya) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah diaudit 
oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta telah ditandatangani oleh semua anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan 
dalam RUPS Tahunan. Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 21 (dua 
puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan. 

 
6.  Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat (2) pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan 

menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat dinilai bantuan tenaga ahli atas biaya 
Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan. 

 
7.  Perseroan wajib mengumumkan Laporan Tahunan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam 2 (dua) 

surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan satu diantaranya yang terbit ditempat 
kedudukan Perseroan. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
PENGGUANAAN LABA BERSIH 

DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM 
Pasal 23 

 
1.  Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputusakan oleh RUPS. 

Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini 
dibagikan kepada Pemegang Saham sebagaimana Dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS. 

 
2.  Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini 

dibagikan kepada Pemegang Saham sebagaimana dividen kecuali ditentukam lain oleh RUPS. 
 
3.  Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini RUPS dapat menetapkan penggunaan 

laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk direksi dan Dewan Komisaris, bonus untuk karyawan, atau 
penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perseroan, yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha 
Perseroan yang prosentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh RUPS. 

 
4.  Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempinyai saldo 

laba yang positif. 
 
5.  Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, dilakukan sepanjang 

tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan. 
 
6.  Apabila Perseroan menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pelampauan target yang harus 

dicapai dan laba tahun bersangkutan positif, meskipun belum mempunyai saldo laba yang positif, maka Perseroan 
dapat memberikan tantiem atau insentif kinerja untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk 
karyawan sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya. 

 
7. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana 

cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan dalam tahun-tahun yang akan 
datang Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, 
dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 
8.  Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia, dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 

(lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan 
untuk itu. 

 
9.  Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan 

menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh direksi Perseroan dengan syarat 
pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya adaministrasi yang ditetapkan Direksi. 

 
10.  Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diambil 

dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. 
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4.  Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tigapuluhsatu) Desember 
tahun yang sama. Pada akhirnya bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. 

 
5.  Direksi menyusun laporan tahunan (terdiri dari neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan 

berserta laporan lainnya) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah diaudit 
oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta telah ditandatangani oleh semua anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan 
dalam RUPS Tahunan. Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 21 (dua 
puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan. 

 
6.  Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat (2) pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan 

menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat dinilai bantuan tenaga ahli atas biaya 
Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan. 

 
7.  Perseroan wajib mengumumkan Laporan Tahunan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam 2 (dua) 

surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan satu diantaranya yang terbit ditempat 
kedudukan Perseroan. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
PENGGUANAAN LABA BERSIH 

DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM 
Pasal 23 

 
1.  Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputusakan oleh RUPS. 

Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini 
dibagikan kepada Pemegang Saham sebagaimana Dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS. 

 
2.  Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini 

dibagikan kepada Pemegang Saham sebagaimana dividen kecuali ditentukam lain oleh RUPS. 
 
3.  Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini RUPS dapat menetapkan penggunaan 

laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk direksi dan Dewan Komisaris, bonus untuk karyawan, atau 
penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perseroan, yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha 
Perseroan yang prosentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh RUPS. 

 
4.  Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempinyai saldo 

laba yang positif. 
 
5.  Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, dilakukan sepanjang 

tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan. 
 
6.  Apabila Perseroan menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pelampauan target yang harus 

dicapai dan laba tahun bersangkutan positif, meskipun belum mempunyai saldo laba yang positif, maka Perseroan 
dapat memberikan tantiem atau insentif kinerja untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk 
karyawan sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya. 

 
7. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana 

cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan dalam tahun-tahun yang akan 
datang Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, 
dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 
8.  Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia, dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 

(lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan 
untuk itu. 

 
9.  Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan 

menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh direksi Perseroan dengan syarat 
pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya adaministrasi yang ditetapkan Direksi. 

 
10.  Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diambil 

dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. 
 
 

11.  Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setalah memperoleh persetujuan Dewan 
Komisaris, dengan memperhatikan ayat 12 Pasal ini. 

 
12.  Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah 

dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. 
 
13.  Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan. Dalam hal 

Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 12 pasal ini.  
 

PENGGUNAAN DANA CADANGAN 
Pasal 24 

 
1.  Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. 
 
2.  Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku apabila Perseroan 

mempunyai saldo laba yang positif. 
 
3.  Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan sampai 

cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan 
disetor. 

 
4.  Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud 

pada ayat 3 pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh 
cadangan lainnya. 

 
5.  Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini telah melebihi jumlah 20% (dua puluh 

persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi 
keperluan Perseroan. 

 
6.  Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap 

baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
7.  Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi. 
 

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR 
Pasal 25 

 
1.  Pengubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia. 
 
2.  Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, 

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan 
modal ditempatkan dan disetor dan/atau pengubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka 
atau sebaliknya, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

 
3.  Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup 

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 
 
4.  Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS yang harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham seri A 

Dwiwarna, dengan memakai ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 15 Anggaran Dasar. 
 

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, 
PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN 

Pasal 26 
 
1.  Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan memenuhi ketentuan-

ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 15 Anggaran Dasar. 
 
2.  Ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan adalah 

sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan khusunya peraturan di bidang Pasar Modal. 
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PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA 
STATUS BADAN HUKUM 

Pasal 27 
 
1.  Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 15 Anggaran Dasar. 
 
2.  Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, maka 

dilakukan likuidasi oleh likuidator. 
 
3.  Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS dan/atau kepada pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi 

Perseroan yang dilakukan. 
 
4.  Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan melakukan pengumuman 

hasil proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidasi 
dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan 
negeri menerima pertanggungjawaban likuidator. 

 
5.  Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah dengan memperhatikan 

peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal. 
 

TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) 
Pasal 28 

 
Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan. Para Pemegang saham dianggap 
bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 7 
Anggaran dasar. 
 

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 29 

 
Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya. 
 
Selanjutnya penghadap bertindak berdasarkan kuasa berhak untuk memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Direksi dan baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada pihak lain, 
dengan ini dikuasakan untuk mengajukan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada pihak yang berwenang, 
menghadap dimana saja yang diperlukan memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan 
menandatangani segala surat yang diperlukan dan pada umumnya menjalankan segala tindakan yang diharuskan serta 
dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, tanpa ada yang dikecualikannya. 
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PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA 
STATUS BADAN HUKUM 

Pasal 27 
 
1.  Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 15 Anggaran Dasar. 
 
2.  Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, maka 

dilakukan likuidasi oleh likuidator. 
 
3.  Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS dan/atau kepada pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi 

Perseroan yang dilakukan. 
 
4.  Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan melakukan pengumuman 

hasil proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidasi 
dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan 
negeri menerima pertanggungjawaban likuidator. 

 
5.  Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah dengan memperhatikan 

peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal. 
 

TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) 
Pasal 28 

 
Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan. Para Pemegang saham dianggap 
bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 7 
Anggaran dasar. 
 

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 29 

 
Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya. 
 
Selanjutnya penghadap bertindak berdasarkan kuasa berhak untuk memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Direksi dan baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada pihak lain, 
dengan ini dikuasakan untuk mengajukan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada pihak yang berwenang, 
menghadap dimana saja yang diperlukan memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan 
menandatangani segala surat yang diperlukan dan pada umumnya menjalankan segala tindakan yang diharuskan serta 
dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, tanpa ada yang dikecualikannya. 
 

XVII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM  
 
Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham 
dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD I Perseroan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan 
Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek 
Terlebih Dahulu I Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. No. 26 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat di 
hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris Kota Administrasi Jakarta. 
 
1. Pemesan Yang Berhak 
 
Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 15 November 2016 berhak untuk 
mengajukan pemesanan Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap 
pemegang 80.000 (delapan puluh ribu) saham lama berhak atas sebanyak 36.697 (tiga puluh enam ribu enam ratus 
sembilan puluh tujuh) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham hasil pelaksanaan 
HMETD dengan nilai nominal Rp100,- (seratur Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp2.180 (dua ribu 
seratus delapan puluh Rupiah). 
 
Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah: 
a. Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara 

sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau 
b. Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan 

HMETD. 
 
Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan 
hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya. 
 
Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham 
yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan 
belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir 
pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 15 November 2016. 
 
2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) 
 
Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara 
elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI 
selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 16 
November 2016. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat 
diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya. 
 
Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan 
SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada 
setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 17 November 2016 dengan membawa: 
 
a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi 

pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut. 
 
b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi 

kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan). 
 
3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD 
 
Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016. 
 
a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan 

permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya 
Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui sistem Central 
Depository – Book Entry Settlement System (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam 
melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
i.      Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan  permohonan 

tersebut. 
ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek 

pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan. 
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Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang 
melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.  
 
Saham hasil pelaksanaan HMETD hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam 
bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing 
rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan 
HMETD hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah 
permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di 
rekening bank Perseroan. 
 

b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan 
permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: 
i. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap. 
ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat 

menyetorkan pembayaran.     
iii. Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran 

susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).  
iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi 

KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa. 
v. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham hasil pelaksanaan HMETD hasil pelaksanaan dalam bentuk 

elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang 
ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa: 
 Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan 

permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD 
dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.  

 Asli formulir penyetoran efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. 
Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika 
pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di 
KSEI.  

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik 
dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh 
pemegang saham Perseroan yang bersangkutan. 
 
Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan 
Jumat, 09.00 – 15.00 WIB). 
 
Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam 
SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah 
dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank 
Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian. 

 
4. Pemesanan Saham Tambahan 
 
Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum 
dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak 
yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada 
SBHMETD dan atau FPPS tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau kelipatannya.  
a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham hasil pelaksanaan HMETD hasil 

penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota 
Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: 
-  Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.  
-  Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan 

pemesanan pembelian Saham hasil pelaksanaan HMETD tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham 
hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin 
diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham hasil pelaksanaan HMETD tambahan atas nama 
pemberi kuasa.  

-  Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran 
susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).  

-  Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank 
tempat menyetorkan pembayaran. 

-  Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham 
hasil pelaksanaan oleh BAE.    

 



245

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang 
melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.  
 
Saham hasil pelaksanaan HMETD hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam 
bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing 
rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan 
HMETD hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah 
permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di 
rekening bank Perseroan. 
 

b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan 
permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: 
i. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap. 
ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat 

menyetorkan pembayaran.     
iii. Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran 

susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).  
iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi 

KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa. 
v. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham hasil pelaksanaan HMETD hasil pelaksanaan dalam bentuk 

elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang 
ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa: 
 Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan 

permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD 
dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.  

 Asli formulir penyetoran efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. 
Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika 
pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di 
KSEI.  

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik 
dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh 
pemegang saham Perseroan yang bersangkutan. 
 
Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan 
Jumat, 09.00 – 15.00 WIB). 
 
Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam 
SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah 
dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank 
Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian. 

 
4. Pemesanan Saham Tambahan 
 
Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum 
dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak 
yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada 
SBHMETD dan atau FPPS tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau kelipatannya.  
a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham hasil pelaksanaan HMETD hasil 

penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota 
Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: 
-  Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.  
-  Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan 

pemesanan pembelian Saham hasil pelaksanaan HMETD tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham 
hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin 
diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham hasil pelaksanaan HMETD tambahan atas nama 
pemberi kuasa.  

-  Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran 
susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).  

-  Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank 
tempat menyetorkan pembayaran. 

-  Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham 
hasil pelaksanaan oleh BAE.    

 

Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham hasil pelaksanaan HMETD hasil 
penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan 
menyerahkan dokumen sebagai berikut: 

-  Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.  
-  Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran 

susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).  
-  Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi 

KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa. 
-  Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank 

tempat menyetorkan pembayaran. 
 

b. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah 
didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 
-  Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama 

pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah 
melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).  

-  Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham 
hasil pelaksanaan HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE. 

-  Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat 
menyetorkan pembayaran 

 
Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank 
Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 25 November 2016 dalam keadaan tersedia (in good funds). Pemesanan yang 
tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. 
 
5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD I 
 
Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 28 November 2016 dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
 
a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham 

yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi; 
b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang 

ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan 
diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional sesuai dengan tambahan pemesanan dari HMETD yang 
dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan. 

 
6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham 

hasil pelaksanaan HMETD 
 
Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung 
kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan 
secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS 
tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan (“Bank Perseroan”) sebagai berikut: 
 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Cabang: DI Panjaitan  

No. Rekening: 1660011811809 
Atas Nama: PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 

 
Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank 
tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham hasil pelaksanaan HMETD dianggap 
batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung 
berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (in good funds) di 
rekening Bank Perseroan tersebut di atas. 
 
Untuk pemesanan pembelian Saham hasil pelaksanaan HMETD tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan 
yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Bank Perseroan tersebut di 
atas paling lambat tanggal 25 November 2016. 
 
Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. 
Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan. 
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7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham  
 
Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham hasil pelaksanaan HMETD akan 
menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda 
bukti pemesanan pembelian Saham hasil pelaksanaan HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat 
mengambil Saham hasil pelaksanaan HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat 
konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI. 
 
8. Pembatalan Pemesanan Saham 
 
Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham hasil pelaksanaan HMETD, baik sebagian atau secara 
keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham 
hasil pelaksanaan HMETD akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan 
kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat. 
 
Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham hasil pelaksanaan HMETD antara lain: 
a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham hasil 

pelaksanaan HMETD yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus; 
b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran; 
c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan. 
 
Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan 
HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham dan melakukan 
pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD 
lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan saham baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang 
pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama 
pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal 
penjatahan.  Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga. 
 
9. Pengembalian Uang Pemesanan 
 
Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham hasil pelaksanaan HMETD tambahan atau 
dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang 
pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian 
uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 30 November 2016 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah 
tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 30 November 2016 tidak akan disertai 
bunga. 
 
Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang 
yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai 
dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) 
bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian 
uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan 
nama bank dan nomor rekening bank. 
 
Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang 
pemesanan akan dilakukan oleh KSEI. 
  
10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD  
 
Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan 
pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana 
pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.  
 
Saham hasil pelaksanaan HMETD hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang 
melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari 
Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (in good funds) di rekening 
bank Perseroan. 
 
Adapun Saham hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham hasil pelaksanaan HMETD tambahan 
akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI 
selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan. 
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7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham  
 
Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham hasil pelaksanaan HMETD akan 
menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda 
bukti pemesanan pembelian Saham hasil pelaksanaan HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat 
mengambil Saham hasil pelaksanaan HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat 
konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI. 
 
8. Pembatalan Pemesanan Saham 
 
Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham hasil pelaksanaan HMETD, baik sebagian atau secara 
keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham 
hasil pelaksanaan HMETD akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan 
kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat. 
 
Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham hasil pelaksanaan HMETD antara lain: 
a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham hasil 

pelaksanaan HMETD yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus; 
b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran; 
c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan. 
 
Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan 
HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham dan melakukan 
pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD 
lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan saham baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang 
pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama 
pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal 
penjatahan.  Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga. 
 
9. Pengembalian Uang Pemesanan 
 
Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham hasil pelaksanaan HMETD tambahan atau 
dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang 
pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian 
uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 30 November 2016 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah 
tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 30 November 2016 tidak akan disertai 
bunga. 
 
Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang 
yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai 
dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) 
bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian 
uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan 
nama bank dan nomor rekening bank. 
 
Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang 
pemesanan akan dilakukan oleh KSEI. 
  
10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD  
 
Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan 
pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana 
pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.  
 
Saham hasil pelaksanaan HMETD hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang 
melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari 
Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (in good funds) di rekening 
bank Perseroan. 
 
Adapun Saham hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham hasil pelaksanaan HMETD tambahan 
akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI 
selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan. 
 

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) mulai 
tanggal 21 November 2016 hingga 25 November 2016. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan 
menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut: 
 
a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau 
b. Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang 

masih berlaku; 
c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu 

Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; 
d. Asli bukti tanda terima pemesanan saham. 
 
11. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD 
 
Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, 
maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan 
pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang 
telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi, masih terdapat sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD, maka seluruh sisa Saham 
hasil pelaksanaan HMETD tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga. Sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD yang wajib dibeli 
oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam 
PMHMETD I ini. 
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XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK 
MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU 

 
Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui iklan di surat kabar. 
 
1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan 

secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-
lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD I, yaitu tanggal 16 November 2016. 
Prospektus dan FPPS Tambahan tersedia di BAE Perseroan. 
 

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan 
menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan  dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan 
dan formulir lainnya mulai tanggal 16 November 2016 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah 
(KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada 
BAE Perseroan: 
 

PT Datindo Entrycom 
Wisma Sudirman - Puri Datindo 

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34, Jakarta 
Telp. 021 – 5709009 
Fax. 021 – 5709026 

 
Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 15 November 
2016  pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan SBHMETD sampai dengan tanggal 23 November 2016 dan tidak 
menghubungi PT Datindo Entrycom sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab 
PT Datindo Entrycom ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang 
bersangkutan. 
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XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK 
MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU 

 
Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui iklan di surat kabar. 
 
1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan 

secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-
lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD I, yaitu tanggal 16 November 2016. 
Prospektus dan FPPS Tambahan tersedia di BAE Perseroan. 
 

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan 
menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan  dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan 
dan formulir lainnya mulai tanggal 16 November 2016 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah 
(KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada 
BAE Perseroan: 
 

PT Datindo Entrycom 
Wisma Sudirman - Puri Datindo 

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34, Jakarta 
Telp. 021 – 5709009 
Fax. 021 – 5709026 

 
Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 15 November 
2016  pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan SBHMETD sampai dengan tanggal 23 November 2016 dan tidak 
menghubungi PT Datindo Entrycom sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab 
PT Datindo Entrycom ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang 
bersangkutan. 
 

XIX. INFORMASI TAMBAHAN  
 
Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan 
informasi sehubungan dengan PMHMETD I ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi: 

 
Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor 

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 
 

Kantor Pusat 
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 

Jakarta 13340, Indonesia 
Telepon: (021) 819-2808 Fax :(021) 819-1235 

www.wika.co.id 
investor-relations@wika.co.id 
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Halaman ini sengaja dikosongkan



Jadwal
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) : 22 Agustus 2016
Tanggal Pernyataan Pendaftaran HMETD menjadi  Efektif : 3 November 2016
Tanggal Terakhir Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD : 15 November 2016
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (Cum-Right) 
 Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 10 November 2016
 Pasar Tunai : 15 November 2016
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right) :
 Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 11 November 2016
 Pasar Tunai : 16 November 2016
Distribusi Sertifikat Bukti HMETD : 16 November 2016
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia : 17 November 2016
Periode Perdagangan HMETD : 17 - 23 November 2016
Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD : 17 - 23 November 2016
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD : 21 - 25 November 2016
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan : 25 November 2016
Tanggal Penjatahan : 28 November 2016
Tanggal Pembeli Siaga Melaksanakan Kewajibannya : 5 Desember 2016
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 30 November 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU 
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI 
DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA TBK. (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, 
ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA TBK.
Kegiatan Usaha Utama:

Berusaha dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, 
penyelenggraan perkretapian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, engineering procurement construction, pengembangan 

dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa enjinering dan perencanaan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
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 PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN  EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”) 

Perseroan melakukan Penawaran Umum untuk menerbitkan sebanyak 2.820.726.372 (dua miliar delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh 
puluh dua) saham baru atau maksimum sebesar 31,45% (tiga puluh satu koma empat lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai 
nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham (“Saham hasil pelaksanaan HMETD”). Setiap pemegang 80.000 (delapan puluh ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam 
Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 15 November 2016 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh sebanyak 36.697 (tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan 
puluh tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar 
Rp2.180 (dua ribu seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah Saham Baru yang 
ditawarkan dalam PMHMETD I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di 
Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar 
Rp6.149.183.490.960 (enam triliun seratus empat puluh sembilan miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah). 

Seluruh Saham hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham 
hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap 
HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

Pemegang Saham Perseroan yakni Negara Republik Indonesia akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PMHMETD I ini sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 juncto Undang-Undang No. 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
Jika Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada 
pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham 
Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa Saham hasil pelaksanaan 
HMETD, maka seluruh sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga. PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas 
akan bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PUT I ini, sebanyak-banyaknya sebesar 985.876.372 (sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu 
tiga ratus tujuh puluh dua) saham, dengan jumlah dana yang disiapkan sebesar Rp2.149.210.490.960. Sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga 
tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PMHMETD I ini.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG 
DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 17 NOVEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 23 NOVEMBER 2016. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN 
DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 17 NOVEMBER 2016. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 23 NOVEMBER 2016 DENGAN 
KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM LAMA TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD YANG DITAWARKAN DALAM 
PMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKA PARA PEMEGANG SAHAM LAMA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) 
DALAM JUMLAH SEBESAR 31,45% (TIGA PULUH SATU KOMA EMPAT LIMA PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENGEMBANGAN USAHA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA 
ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PEMBELI SIAGA

PT Bahana Securities (Terafiliasi) PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi) PT Mandiri Sekuritas  (Terafiliasi)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.
 

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2016
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